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BAB I

UM UM

Suatu tugas sejarah yang amet menentukan kini tengah diperjuangkan oleh bangsa

Indonesia. Pembangunan Nasional yang reftuang dalam Repelita demi Repelita, melalui

rangkaian panjang dan paJang surut perjuangan yang menyangkut berbagai segi kehidupan'

telah berhasil meletakkan dasardasar dan sendi yang kokoh bagi terciptanya kerangka

landasan unftk rumbuh dan berkembangnya pembangunan dengan kekuatan sendiri. Dalam

Repelita IV, sebagai pelaksanaan tahap keempat dari Pola Umum Pernbangunan Jangka

Panjang, akan terus ditingkatkan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, baik

lahir rnaupun batin, mendorong pembagian pendaPatan yang makin merata, dan lebih

memperluas kesemparan kerja agar peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan

yang bertambah merata dan adil, makin nyata dapat dirasakan hasilnya. Sejalan dengan itu

dilanjutkan pula usaha memecahkan masalah yang belum sepenuhnya d?Jpat ditanggulangi

dalam Repelita III. Sebagai rangkaian proses yang sambung menyambung dan terpadu

secara serasi dengan Repelita-Repelita sebelumnya, di dalam Repelita IV pembangunan

ekonomi dengan titik berat sektor pertanian tetap diprioritaskan dan terus dilanjutkan me-

nuju usaha swa sembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan

mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Dengan demikian

akan dapat dicapai suatu struktur ekonomi yang seimbang di mana industri yang kuat dan

maju didukung oleh kemampuan dan kekuatan pertanian yang tangguh, serta terciPtanya

landasan yang kuat untuk tahap pembangunan betikutnya.

Seperti diketahui, tahap pembangunan selanjutnya akan semakin kompleks dan

bertambah luas jangkauannya. Tugas yang berat itu hanya dapat dilaksanakan dengan

berhasil apabila stabilitas nasional dapat dimantapkan di segala bidang. Hal ini hanya mung-

kin terwujud bila terdapat kesatuan dan persamaan aspirasi, bila pandangan dan penilaian

hanya bersumber pada Pancasi.la, sehingga terjamin kemantapan sistem politik, ekonomi,

sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan bekal tersebut tugas besar dan berat

akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-bziknya, dan tantangan zaman akan terjawab dalam

kebersamaan nasib sena kebahagiaan. Karena sesungguhnya, tak ada perjuangan tanpa

persamaan cita dan harapan, dan tak ada pula perjuangan tanpa pengorbanan pribadi mau-

pun golongan demi kepentingan rakyat banyak, kebesaran nusa, bangsa dan negara. Bangsa
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Indonesia dalam kebersamaan telah dengan tepat memilih Pancasila sebagai dasar dan tujuan
perjuangan; dan karena nilai-nilai luhur yang terjalin menjadi satu kesa an yarg uruh itu
tumbuh dan berurat berakar pada kepribadian dan jiwa bangsa, maka sejarah telah mem-
buktikan betapa Pancasila tetap tegak dalam menghadapi semua ujian dan cobaan berat di
masa lampau. Oleh sebab itu, menjamin kelestarian Pancasila berani menjamin keuruhan
bangsa, sehingga penghayatan dan pengamalannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan
dalam TAP MPR No. lIlMPR/1978 harus menjadi kenyataan hidup dalam setiap bidang
kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan.

Dalam pada iru, Repelita III yang dimulai bersamaan dengan putaran kedua
kenaikan harga minyak bumi di pasaran internasional, pada tahun-tahun terakhir pelaksana-
annya telah sangat dipengaruhi oleh resesi ekonomi dunia yang akibat negatifnya ber-
Iangsung berkepanjangan. Menyusumya pasaran ekspor minyak dan komoditi ekspor Indo-
nesia telah menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tertekan pada tingkat ke-
naikannya yang terendah dalam perjalanan sejarah Orde Bam hingga saat ini. HaI rersebur
merupakan keadaan yang tak terelakkan, dan sebagai konsekuensi wajar bagj negaxa yang
terbuka di tengah-tengah pergaulan bangsa yang besar dan luas di dunia yang makin saling
berganrung satu sama lain. Namun demikian, dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh melalur
langkah kebijalaanaan yarg diambil di berbagai bidang, pengaruh lebih jauh dari resesi
ekonomi dunia terus diusahakan dapat dikendalikan pada tingkat yang tidak mengganggu
kelan gsungan pem bangunan.

Sementara itu Trilogi Pembangunan akan tetap melandasi kebijaksanaan pem-
bangunan. Peftumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemeliharaan kestabilan dan pe-
merataan pendapatan adalah saling kait mengkait. Untuk menyegarkan motivasi per-
juangan dalam menghadapi Repelita IV, tidak kurang penting ialah meresapkan kembali
arti dan manfaat Trilogi Pembangunan. Seperti diketahui sasaran perrumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi memberi arri rerbukanya peluang yang lebih besar bagi terciptanya
momentum yang mendorong pembangunan selanjutnya lebih meningkat lagi, sehingga
usaha pemerataan bukanlah meratakan penyebaran kemiskinan. Sasaran ini terus dan harus
senantiasa dicapai dalam kerangka pemeliharaan keseimbangan dan kelestarian alam dan
lingkungan hidup.

Adapun kestabilan merupakan rumpuan kebijaksanaan dan penciptaan iklim yang
mernungkinkan berhasilnya pembangunan. Tanpa kestabilan, progam-program pembangun-
an akan sulit atau bahkan tldak mungkin dapat dilaksanakan, pemupukan tabungan dan
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pembentukan modal menjadi terhambat, iklim dunia usaha yang tidak pasti akan mengarah-
kan kegiatan usaha pada kegiatan spekulatif dan tidak produktif, sehingga sasaran pem-
bangunan akan semakin jauh untuk dicapai. Bangsa Indonesia telah berpengalaman betapa
ketidakstabilan di masa lampau telah mengakibatkan negara berada di ambang pintu kc-

bangkrutan. Perlu ditambahkan bahwa kestabilan yang telah dicapai dan diusahakan selama
ini ialah kestabilan yang sehat dan dinamis, karena ia berlangsung dalam kegiatan per-

ekonomian yang terus tumbuh dan berkembang.

Penumbuhan dan kestabilan tidak dengan sendirinya menjamin tcrselcnggaranya
pemerataan pendapatan. Pemerataan merupakan suatu segi kegiatan pembangunan yang
harus terus diusahakan secara aktif serta tidak dapat diserahkan kepada kekuatan ekonomi
pasar semata. Pernbangunan tanpa pemerataan pendapatan pada dirinya hanya akan me'

nimbulkan tekanan kedalam dan mendorong kebawah proses kegiatan perekonomian
melalui penurunan produktivitas dan tidak berkembangnya pasaran produksi. Lebih dari itu,
ketidakseimbangan distribusi pendapatan akan mengurangi gairah dan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan, serta mengundang ketegangan dan kerawanan sosial yang dapat
menjurus kepada keadaan yang tidak dikehendaki. Di pihak lain pengalaman di negara-
negara berkembang telah diperkaya pula dengan kenya.taan yang menunjukkan, bahwa
terdapat hubungan yang kuat antara keberhasilan usaha menekan tingkat perkembangan
penduduk melalui program keluarga kecil sejahtera, dengan membaiknya pemerataan
pendapatan masyarakat. Dengan demikian pemerataan pendapatan mempunyai peranan
positif pula bagi usaha penurunan laju pertumbuhan penduduk.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam Trilogi Pembangunan terjalin kegiat-
an yang saling isi mengisi, sehingga petlu terus dikembangkan secara serasi agar saling men-
dukung perkembangan pembangunan. Oleh karena itulah Trilogi Pembangunan telah menjadi
keputusan, kehendak dan kepentingan bersama, Pemerintah dan seluruh rakyat. Pemberian
aksentuasi kepada salah satu unsur dari Trilogi Pembangunan merupakan keputusan yang
pragmatis berdasarkan situasi dan kondisi, serta tingkat perkembangan pembangunan. Dalam
Pelita I tata urutar Trilogi Pembangunan adalah stabilisasi, pertumbuhan dan pemerataan.
Dalam Pelita II pertumbuhan diberikan tempat pertama, diikuti oleh pemerataan dan

kestabilan, sedangkan dalam Repelita III tataurutannya adalah pemerataan, pertumbuhan

dan kestabilan. Tataurutan seperti ift akan dilanjutkan dalam Repelita lV, sehingga pe-

merataan menjadi sendi pokok kebijaksanaan pembangunan tanPa mengurangi arti penting

dari pertumbuhan dan kestabilan, serta tetap terjalin secara padu dan saling menunjang

dalam pencapaian tujuan.

Dalam pada itu, agar masalah yang dihadapi dalam era pembangunan yang akan

datang dapat ditanggulangi sesuai dengan kadar dan perimbangan yang wajar antara tan-

tangan dan jawaban, maka keadaan ekonomi dunia dan pengaluhnya terhadap ekonomi

t



Indonesia perlu diungkapkan secara lebih mendalam.

Setelah perekonomian dunia hampir dalam lima dasawarsa terakhir ini menunjuk-
kan kestabilan dan perkembangan yang pesat, yaitu sejak berakhirnya depresi ekonomi yang
terjadi pada tahun 1930-an, di penghujung tahun 1970-an perekonom.ian dunia kembali
dilanda resesi yang berkepanjangan dan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang
berani. Resesi ekonomi dunia dewasa ini ditandai pada umumnya dengan menurunnya laju
perrumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran di negara-negara industri dalam
suasana inflasi yang terus meningkat. Kemelut ekonorni dunia dewasa ini tidak sekedar
merupakan gejala siklis akan tetapi menyangkut ketidakseimbangan struktural di semua
bidang, khususnya di bidang moneter dan perdagangan antarbangsa di dunia. Ketidak-
seimbangan strukturd. tersebut mengambil bentuk antara lain dalam ketidakseimbangan me-
miliki dan distribusi cadangan moneter intemasional anrara negara-negara berkembang
dengan negara-negara maju, kepincangan dalam disuibusi nilai tambah produksi yang
diperdagangkan, serta kebijaksan aan taif dan bukan tarif yzng restriktif dan protektil
yang dilakukan oleh negara-negara maju.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara industri sernenjak tahun 1978 terus menf
alami penurunan. Apabila dalam tahun 1978 pertumbuhan ekonomi ta;tar^ta negar:l-
negara industri secara keseluruhan sebesar 4,1 persen, telah turun menjadi negatif O,3
persen pada tahun 1982. Sedangkan tingkat pengangguran pada waktu yang sama meningkat
dari rata-rata 5,2 persen menjadi 8,0 persen. Sementara itu laju inflasi di keseluruhan negara-
negara industri ratl-tata bergerak :intltz.7 sampai 9 persen dalam periode 1978 - 7982.

Upaya untuk mengatasi resesi dan memulihkan kembali ekonomi dunia secara
menyeluruh, tuntas dan mantap telah diusahakan dalam berbagai perundingan di berbagai
forum internasional. Namun demikian kenyataan saling ketergantungan antara negara-negara
maju dan negara-negara berkembang yang merupakan dasar untuk dialog dan kerjasama
internasional belum dengan sepenuh hati diikhtiarkan oleh negara-negara maju. Kelambanan
terus mewarnai berbagai negosiasi yang sudah dan sedang berjalan bagi terwujudnya Tata
Ekonomi Dunia Baru. seyogianya disadari bersama bahwa terciptanya Tata Ekonomi
Dunia Baru merupakan kebutuhan yang mendesak baik untuk kestabilan ekonomi dunia
yang lebih mantap, maupun sebagai jawaban terhadap tunturan keadilan sosial dalam
hubungan ekonomi antarbangsa. Hanya dengan meniadakan sikap dan kebijaksanaan yang
terlalu bersifat proteksi dan mengutamakan kepentingan sendiri, serta dengan mengindahkan
keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia secara keseluruhan, maka bangsa-bangsa di
dunia pasti akan dapat mewujudkan Tata Ekonomi Dunia Baru.

Dalam pada iru resesi ekonomi telah menyebabkan merosotnya perdagangan dunia.
volume perdagangan dunia dalam tahun 1982 tunrn mencapai titik taendahnya yaitu
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sebesar negatif 2,5 persen, diba:rdingkan dengan tahun L978 yang masih menunjukkan
kenaikan 5,5 persen. Begitu pula halnya dengan nilai yang diperdagangkan, menunjukkan
penurunan. Resesi ekonomi negara-negara industri telah mempengaruhi perkembangan
ekonomi negara-negara di belahan bumi yang lain, neglrl-negara, dunia ketiga. Menurunnya
pasaran komoditi primer internasional sebagai akibat kemunduran dalam kegiatan ekonomi
dan permintaan di negara-negara industri serta merosotnya pasaran minyak bumi inter.
nasional telah menyebabkan neraca pembayaran Indonesia dalam tahun 1982/1983 ber-
kembang ke arah yang kurang menguntungkan. Defisit transaksi berjalan, yaitu selisih
pengeluaran devisa untuk barang dan jasa (netto) dengan penerima:n devisa dari ekpor
mencapai US $ 6.609 juta, su atu lonjakan 191,1 persen dibandingkan dengan defisit pada
tahun sebelumnya. Meningkatnya defisit tersebut disebabkan karena kemerosotan dalam
penerimaan ekspor sebesar US $ 4.737 juta atau sebesar 20,1 persen. Untuk penama kali-
nya sejak Pelita I, nilai ekspor keseluruhan mengalami penurunan yang sangat beraxti,
sementara pengeluaran untuk impor hanya berkurang sebesar US $ 226 juta.

Kebijaksanaan neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri dalam tahun
1982/7983, dalam rangka mengatasi kesulitan neraca pembayaran diarahkan terutama pada
peningkatan dan diversifikasi ekspor di luar minyak dan gas alam, melalui perluasan ke-
rnudahan di bidang perkeditan, perbaikan muru baxang ekspor, sistem imbal beli, pengen-
dalian impor melalui pengembangan produksi barang-barang subsitusi impor, sena pe-
manfaatan pinjaman dan modal luar negeri. Pelaksanaan kebijaksanaan ekspor bulan Januar.
7982 yang tefuang dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan
Ekspor, Impor dan I-alu Lintas Devisa telah dapat membanru memperkecil laju penurunan
nilai ekspor di luar minyak dan gas bumi dalam tahun 1982/7983 menjadi 6,6 persen

dibandingkan dengan kemerosotan yang besar dalam tahun sebelumnya. Bahkan kebijak-
sanaan tersebut telah pula dapat meningkatlan kembali nilai ekpor dari sebagian besar
komoditi ekspor dalam triwulan I-1983, sementara resesi ekonomi dunia masih membayangi
pasaran komoditi pertanian dan harga rlta.-ratt- masih mengalami penurunan. Namun demi-
kian dihadapkan kepada makin menyusutnya pasaran minyak internasional yang menimbul-
kan tekanan berat terhadap neraca pembayaran dan penerimaan negara sena daya saing
ekspor Indonesia yang melemah sebagai akibat relatif tingginya tingkat inflasi di Indonesia
dibandingkan dengan negara lain, telah mendorong Pemerintah pada bulan Maret 1983
untuk menempuh kebijaksanaan penyesuaian nilai tukar rupiah dari Rp 700,- menjadi
Rp 970,- untuk setiap dollar Amerika Serikat. Dengan perubahan nilai tukar tersebut,
diharapkan barang ekspor Indonesia akan lebih mampu bersaing di pasaran dunia dan barang
produksi dalam negeri akan mampu bersaing terhadap barang impor. Hal ini adalah sejalan
pula dengan usaha menggalakkan penggunaan hasil produksi dalam negeri. Selain daripada
itu melalui penyesuaian nilai tukar, kebijaksanaan proteksi yang berlebihan dapat dikurangi.

I
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Langkalr lain yang parting dalam mengurangi tekanan atas neraca pembayaral juga

dilakukan melalui penundaan pembangunan proyek-proyek besar sehingga dapat terhindar

dari beban hutang yang memberatkan. Penjadwalan kembali proyek-proyek pada hakekat-

nya tidak mernbatalkan proyek-proyek tersebut, akan tetapi ditunda sampai kemungkinan

tersedia dana pembiayaannya. Sekalipun demikian prioritas tetap diberikan kepada proyek'

proyek yang memberikan lapangan kerja banyak, yang mendukung pertanian dan yang me-

nin gkatkan keterampilan.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang penting dan mendasar tersebut merupakan usaha

penanggulangan yang efektif sena sikap pragmatis di dalam menghadapi gejolak ekonomr

dunia.

Darnpak resesi ekonomi dunia dalam tiga tahun peftama RePelita III masih dapat

dikendalikan dan perekonomian Indonesia terus berkembang dengan pesat. Dalam Periode
7979 - 7987 penumbuhan riil ekonomi Indonesia menunjukkan rata-rata kenaikan sebesar

8,01 persen setahun. Akan tetapi dalam tahun keempat Repelita III, akibat resesi ekonomi

dunia telah mulai dirasakan pengaruhnya. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam

tahun 1982 menurun menjadi sebesar 2,25 persen. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi

tersebut terutama disebabkan karena menurunnya produksi sektor pertambangan dan peng-

galian serta menurunnya laju pertumbuhan sektor pertanian, industri pengolahan serta Per-
dagangan dan jasa-jasa. Berdasarkan harga konstan tahtn 7973, produksi sektor Pertam-
bangan dan penggalian mengalami penurunan terbesar sejak Pelita I, yakni sebesar l2,l
persen. Menurunnya nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian terutama disebab-
kan oleh menunrnnya produksi minyak bumi sebesar 16,48 persen. Hal ini dapat dipahami
berkenaan dengan tesesi ekonomi dunia dan pembatasan produksi minyak yang disepakati
oleh negara-negara penghasil minyak (OPEC).

Sektor lain yang telah memberikan pengaruhnya kepada rendahnya pertumbuhan
ekonomi Indonesia ialah sektor pertanian, industri pengolahan serta perdagangan dan
jasa-jasa, yang selama ini dukungannya terhadap produksi nasional, berdasarkan harga
konstan 1973, tidak kurang dari 75 persen. Dari ketiga sektor tersebut penurunan yang
terbesar terjadi pada tingkat kenaikan riil sektor industri pengolahan yang menjadi hanya
sebesar 1,2 persen dibandingkan dengan tingkat kenaikannya yang cukup tinggi sebesar
10,2 persen pada tahun 1981. Menyusul sektor perdagangan dan jasa yang tingkat kenaikan-
nya menunrn sebesar 4,3 persen dan sektor pertanian sebesar 2,8 persen.

Penurunan pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat dikurangi karena sektor
listrik, gas dan air minum berkembang sebesar 17,4 persen, sebagai satu-satunya lapangan
usahe dalam tahun 1982 yang mengalami kenaikan dalam tingkat pemrmbuhannya. Sektor
ini dalam tahun 1981 meningkat sebesar 15,4 persen.
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Sesuai dengan prioritas pembangunan dalam pola Umum pembangunan Jangka pan_
jang; dalam Repelita IV sektor pertanian sebagai sektor yang strategis dalam pembangunan
ekonomi Indonesia terus dikembangkan dan ditingkatkan dengan sasaran menaikkan taraf
hidup para petani dan masyarakat pedesaan pada umumnya, perluasan kesempatan kerja,
swa sembada pangan dan pengembangan ekspor, serta peningkatan produktivitasnya sebagat
pembuka jalan ke arah industrialisasi yang mantap. Usaha pokok yang dilancarkan meliputi
intensifikasi, ekstensifikasi, perluasan pola dan rehabilitasi yang dilaksanakan secara terpadu
dengan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan Trirnatra pembangunan pertanian.
Produksi beras sebagai produksi tanaman pangan yang penting, dari tahun ke tahun terus
menunjukkan peningkatan, bahkan produksinya dalam tahun 19g1, sebesar 22 juta ton
lebih, sudah lebih tinggi dari sasaran Repelita III yang diperkirakan sebesar 20.574 juta ton.
Dalam tahun 1982 produksi beras telah meningkat lagi sebesar 4 persen di atas produksi
tahun 1981. Namun demikian karena kedudukan ekonomisnya yang penting bagi rakyar
Indonesia, sebagai bahan utama pangan, produksi di dalam negeri masih perlu dilengkapi
dengan impor beras untuk cadangan penyangga. Dalam rangka meningkatkan produksi
beras dan pendapatan petani, sebagaimana yang telah dilakukan dari tahun ke rahun, ter-
hitung sejak 1 Pebruari 7984, htga dasar gabah kering yang dijual petani kepada Koperasi
Unit Desa (KUD) dinaikkan dari Rp 145,- menjadi Rp 165,- per kilogram.

Sungguhpun laju pertumbuhan perekonomian dalam tahun 19g2 menunjukkan
penurunan, taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat scjak dimulainya pembangunan
pada tahun 1969, telah dapat ditingkatkan dengan laju kenaikan penghasilan nyata per jiwa
rata-rata tidak kurang dari 5 persen tiap tahunnya. Dalam Repelita IV mendatang, walaupun
laju pertumbuhan penghasilan perkapita diperkirakan tidak sebesar jumlah tersebut, akar,
tetapi sasaran pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai rata-rata sekitar 5 persen setahun,
adalah cukup realistis dan memadai mengingat ruang lingkup ekonomi dunia baru ne-
nunjukkan tanda-tanda yang perlu dikaji lebih mendalam untuk memastikan kebangkitan-
nya. Di sisi lain agar sasaran pertumbuhan ekonomi ini memberi manfaat sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan masyarakat, laju pertumbuhan penduduk dalam Repelita IV diharapkan
dapat ditekan rata-rata menjadi sekitar 2 pcrsen setahun.

Gambaran perkcmbangan keadaan perekonomian baik di dalam maupun di luar
negeri yang kurang menggembirakan telah mempengaruhi perkembangan keuangan negara.
Dari tahun ketahun, sejak Pelita I, volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
telah berhasil ditingkatkan terus dalam jumlah yang cukup besar. Volume AIBN pada
tahun terakhir Pelita II yang berjumlah Rp 5.301,6 milyar, telah berkembang menjadi

J
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lebih dari tiga kali pada akhir Repelita III, yang direncanakan berimbang pada tingkat

Rp 16.565,4 milyar, Perkembangan APBN terus diusahakan agar tetaP berimbang dan

dinamis, sehingga peranannya sebagai stabilisator dan akselerator pembangunan tetaP

dapat dipertahankan. Resesi ekonomi dunia yang telah menekan penerimaan ekspor

Indonesia baik dari sektor migas maupun non migas, secara langsung dan tidak langsung

yaitu melalui pengaruhnya terhadap perekonomian di dalam negeri, pada aklrirnya mem-

pengaruhi penyusunan RAPBN 1984/1985. Dengan latar belakang mengusahakan ter'

peliharanya kesinambungan pembangunan dan berbagai perkiraan kegiatan yang perlu

diselenggarakan, maka volume RAPBN tahun anggaran 198+/1985 direncanakan meningkat

sebesar 24,1 persen bi.la dibandingkan dengan APBN t983/L98+, dan berimbang pada

tingkat sebesar Rp 20.560,4 milyar.

Usaha memperkuat ketahanan ekonomi dari pengaruh resesi ekonomi dunia dan
keharusan untuk menjamin kelangsungan dan terus meningkatnya pembangunan, selain

ditempuh melalui berbagai kebijaksanaan di bidang perdagangan luar negeri, juga terkait erat

dan berjalan searah dengan upaya meningkatkan pengerahan dana pembangunan dari ber-

bagai sumber di dalam negeri. Sejak semula telah terpancang tekad bangsa, dan terungkap

dalam berbagai kebijaksanaan sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan, bahwa

keburuhan dana pembangunan yang semakin meningkat seyogianya tahap demi tahap

dapat dipenuhi sendiri. Dalam hubungan ini, melalui RAPBN sebagai pelaksanaan operasio-

nal tahunan dari Rencana Pembangunan Lima Tahun, Pemerintah senantiasa mengambil

berbagai langkah kebijaksa;naafi ^gar penerimaan negara, terutama yang berasal dari sumber-

sumber di luar minyak dapat ditingkatkan. Peningkatan penerimaan negara dari sumber-

sumber di luar minyak dan gas bumi hanya dimungkinkan bila potensi perpajakan dapat

ditingkatkan dan diperluas. Undang-Undang Perpajakan yang baru antara lain benujuan

agar potensi perpajakan lebih dapat diperluas, sistem dan jenis perpajakan dapat lebih

sederhana dan menjamin keadilan, di samping terciptanya sistem pengawasan yang efektif
dan praktis, dilengkapi dengan pembenahan aparatur perpajakan agar lebih mampu dan
bersih. Pendayagunaan potensi perpajakan tersebut senantiasa dilaksanakan dalam kerangka
kebijaksanaan yang memandang pajak terutama sebagai sarana untuk menegakkan ke-
mandirian dalam pembiayaan pembangunan yang dapat mendorong perluasaa kesempatan
kerja, sena tercapainya sasaran yang memenuhi Trilogi Pembangunan. UPaya yang terus
dijalankan agar pembangunan dapat dibiayai sebesar-besamya dengan dana dari dalam negeri
telah menunjukkan hasil yang nyata. Dibarengi dengan pengendalian dalam pengeluaran
rutin, penerimaan dalam negeri yang terus meningkat, telah menghasilkan tabungan Pe-
merintah yang semakin berkembang besar pula, Dalam tahun pertfina Pelita I, tabungan

' p  
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Pemerintalr baru berjumlah Rp 27,2 milyar, dan merupakan 23 persen dari seluruh penge-
luaran pembangunan, maka pada akhir Pelita II telah meningkat menjadi hampt 60,0 per-
sen dan direncanakan mencapai lebih dari 70,0 persen dalam APBN tahun terakhir Repe-
lita I II.

Namun kesulitan-kesulitan ekonomi dunia yang telah berjalan sejak tahun-tahun
yang lalu akan lebih terasa akibat-akibatnya di tahun yang akan datang, justru pada saat
bangsa Indonesia sedang berada di ambang pintu Repelita IV. Tantangan yang dihadapr
sungguh berat, sehingga diperlukan tekad dan semangat juang, di samping sikap prihatin
sena menjauhkan diri dari hasrat pengabdian yang melampaui kesanggupan.

Betapa berat keadaan yang akan dihadapi di tahun mendatang tampak antara lain
pada usaha untuk mempertahankan tingkat tersedianya dana pembangunan yang memadai
dengan kebutuhan pembangunan. Di pihak lain kebijaksanaan juga diarahkan untuk lebih
mengendalikan pengeluaran rutin, dan menyerasikannya dengan keburuhan yang paling
mendesak bagi penyelenggaraan pernerintahan. Dalam hubungan ini pengeluaran unruk
subsidi yang secara berangsur-angsur dikurangi, akan membantu meringankan beban penge-
luaran negara, di samping mendorong terlaksananya peningkatan efisiensi di dalam alokasi
sumber ekonomi, serta mengurangi distorsi harga yang tidak wajar. Dengan demikian subsidi
selayaknya diberikan dalam batas-batas kemampuan keuangan negara, serta pengurangan
jumlahnya diusahakan dapat dilaksanakan tanpa mengorbankan peranannya dalam pe-
meliharaan kestabilan, dan manfaatnya dalam melindungi kebutuhan dan kesejahteraan
sebagian besar masyarakat. Meskipun telah dipenimbangkan berbagai usaha, baik yang
menyangkut peningkatan penerimaan dalam negeri, maupun penghematan dalam pe-
ngeluaran rutin, namun dalam tahun anggaran 1984/7985 belum dapat disisihkan dana
pembangunan dalam rupiah yang lebih besar daripada yang tersedia dalam tahun sebelumnya
Dalam RAPBN 198411985 arn4ga:.an pembangunan dalam rupiah direncanakan berjumlah
sebesar Rp 6,0 trilyun, suatu jumlah yang lebih rendah daripada yang dianggarkan dalan-
tahun 1983 /1984.

OIeh sebab itu kesediaan masyarakat untuk memahami permasalahan yang ada,

serta menerima kenyataan ini dengan tekad untuk secara sadar melaksanakan pola hidup
sederhana, disertai rasa bangga, dan lebilr menghargai dan menggunakan hasil produksi
dalam negeri, merupakan peranserta aktif, dan sikap pejuang yang turut menen kan ber-

hasilnya pembangunan. Kesemuanya itu sebagai dorongan yang kuat untuk berkehidupan

yang lebih baik di masa datang.

Dalam pada itu, betapapun perkembangan keadaan perekonomian kurang meng-

gembirakan dan permasalahan pembangunan semakin luas, mutu dan jumlah pelayanan

a
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Pemerintah tidak boleh berkurang. lni merupakan tuntuten yang adil din harapan yang
tidak berlebihan dari masyarakat. Oleh sebab itu pendayagunaan aparatur negara terus
ditingkatkan, baik melalui pembinaan, peneftiban, maupun peningkatan keterampilan.
Begitu berat rugas aparatur negara, sehingga wajar kiranya bila bersamaan dengan itu di
perhatikan pula kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka dalam tahun anggann l994t
1985 direncanakan suatu kenaikan gaji bersih pegawai negeri sebesar l5 persen.

Bila dikaji kembali pembangunan yang telah dilaksanakan, maka akan tanpak
betapa Pemerintah melalui apararurnya telah berperan cukup besar dalam menggerakkan
dan mendorong kegiatan produktif di berbagai bidang dan pelosok tanah air. Namun pem'
bangunan bukanlah hak dan tanggung jawab Pemerintah semata. Sesuai dengan asas de-
mokrasi ekonomi, pembangunan juga merupakan hak dar tanggung jawab maryarakat. Oleh
sebab itu perkembangan kehidupan dunia usaha sektor swasta dan koperasi terus dikem-
bangkan.

Melalui berbagai kebijaksanaan yang ditempuh, Pemerintah terus menciptakan
iklim yang merangsang dan mendorong kegiatan dunia usaha swasta khususnya golongan
ekonomi lemah untuk berusaha di berbagai bidang kegiatan pembangunan. Dengan demikian
perlu digali dan dikerahkan dana yang sebesar-besarnya dari masyarakat unruk kemudian
diarehkan dan dimanfaatkan bagi kegiatan usaha yang produktif.

Sementara itu perkembangan likuiditas moneter masyarakat di negara-negara
berkembang pada umumnya sangat dipengaruhi oleh perkembaagan sektor luar negeri,
Surplus neraca pembayaran zungguhpun merupakan sumber pembiayaan ylng penting bagi
suatu negara namun pada dirinya mengandung unsur destabilisasi. Begitu pula halnya
dengan zurplus neraca pembayaran yang dialami Indonesia yang cukup besar beberapa
wafttu lalu dapat mengakibatkan meningkatnya likuiditas moneter dalam masyarakat. Untuk
membatasi pengaruh moneter yang ber.lebihan, maka kebijaksanaan penentuan pagu kredit
p€rbankan yang dilaksanakan mulai April 1974 merupakan peralatan kebijaksanaan moneter
yang langsung dan efektif di dalam mengendalikan ekspansi perkreditan sektor perbankan.
Kebijaksanaan penentuan pagu kredit perbankan tersebut dilakukan semata-mata dalam

usaha pemeliharaan kestabilan. Sejalan dengan perkembangan perekonomian di luar negeri
dan neraca pembayaran Indonesia, maka berdasarkan kebijaksanaan moneter 1 Juni 1983,
kctcntuan tentang pagu kredit perbankan ditiadakan. Sehubungan dengan itu kepada
bank-bank Pemerintah diberikan tanggung jawab sepenuhnya dalirm m€nenrukan suku bunga
pinjaman maupun simpanan, kecuali pinjaman untuk sektor kegiatan yang diprioritaskan
dan jenis deposito berjangka wakw 24 bulan di mana suku bunganya ditetapkan sekurang-
kurangnya 12 perscn setahun, sedangkan kepada penyimpan diberikan pilihan perpanjangan
deposito secara otomatis.
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Dengan demikian kebijaksanaan moneter 1 Juni 1983 merupakan langkah nyata

mendorong kegiatan dunia usaha melalui pemanfaatan sumber dana perbankan oleh dunia

usaha secara ;naksimal. selanjumya tanggung jawab yang diberikan kepada bank-bank

Pemerintah dalam menentukan suku bunga, baik pinjaman maupun simpanan' akan men'

ciptakan iklim moneter yang mendorong pengerahan dana dan tabungan masyarakat' FIal ini

dimungkinkan karena teqoeliharanya dan terus diusahakannya kestabilan harga dan kemantap-

un p.ri.mbangrn kurs cicvisa sebagai faktor lain yang turut menentukan tabungan masya-

rakat. Perken.rbangan menunjukkan, bahwa sejak dilaksanakannya kebijaksanaan terseb'rt

sampai dengan Septcmber 1983, volume deposito berjangka pada bank-bank Pemerintah

tclah ,r,eningkat dengan l{p 669,9 milyar (73 Persen)' suatu kenaikan yang cukup besar

dalam masa yang relatif singkat.

Sumberdanapemb iayaanPembangunanse la inyangd ih impuno iehsek to rpe r .

bankan, dikumpulkan pula melalui lcmbaga keuangan lainnya serta Pasar Modal. Dalam

kaitan ini dapat <likemukakan bahwa <lana investasi industri perasuransian yang pada awal

Pelita I baru berjumlah sekitar Rp 2,7 milyar, pada tahun 1974 telth meningkat menjadi

Rp 23,5 milyar, dan paria tahun 1982 mencapai jumlah sebesar Rp 669,5 milyar'

Dalam pada itu kegiatan Pasar Modal sebagai sarana pemerataan pendapatan dan

pengerahan sumber dana masyarakat terus berkembang. Jumlah perusahaan yang memasya-

rakatkan sahamnya telah semakin meningkat, sementara surat berharga yang diperjual-

bclihan serrrakin hanyak jenisnya, sedangkan Lembagalembaga yang membantu terseleng-

garanya Pasar Modal telah pula bertambah jumlahnya Sampai dengan bulan Nopember

iqgi'nit"l saham yang diedarkan telah berjumlah Rp 117,1 milyar, suatu kenaikan sebesar

Rp 22,4 rnilyar dibandingkan dengan keadaannya pada bulan yang sama tahun lalu' Selain

suhn- dan ser-tifikat saham, scjak awal 1983 telah pula diperjualbelikan obligasi yang ter-

catat di Pasar Modal,

Prioritas pembangrrnan pada bidang ekonomi tidak berarti pembangunan di bidang

Iain diabaikan. Pembangunan dalarn bidang politik, sosial budaya, petahanan keamanan dan

lainnya juga terus ditingkatkan sepadan, dan agar saling menunjang dengan kemajuan-

kemajuan yang dicapai oleh pembangunan di bidang ekonomi Dalam Repelita lV terus

di lanjutkarrusahameningkatkantarafhidup'keccrdasandankesejahteraanyangmakin
meratabagiscluruhrakyatschinggakeadi lansosialakanmakindirasakanperwujudannya'

Pcmbangrrnan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusla se'

uulhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia' memerlukan terselenggaranya

pendidikurrdant.r..dir.,y"fasilitaskesehatanbagimasyarakatbanyak'satudanlainsebagai
landasan berkernbang dan terw'ujlldnya bangsa Indonesia yang cerdas' sehat dan.berbudi

pekerti lul.rur. Sesuai dengan prioritas yang ditentukan dalam GBHN maka titik berat
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pembangunan pendidikan selama Pelita II dan Repelita III diletakkan pada perluasan pen-
didikan dasar dalam rangka mewujudkan pelaksanaan wajib belajar. Untuk itu oleh Pe'
merintah telah dibangun ribuan sekolah dasar beserta kelengkapannya. Me.lalui lnstruksi
Itesiden tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (lnpres SD) pada tahun 1982/1983
telah dan sedang dibangun 22.600 buah gedung SD baru, di samping dilaksanakan pula
pembangunan tambahan ruang kelas baru pada SD yang sudah ada sena rehabilitasi gedung'
gedung sekolah. Selana empat tahun Itepelita rll, (797911980 - i.982/7983, seluruhnya
telah dibangun 61.600 buah gedung SD dan tambahan 95.000 ruang kelas baru dan re-
habilitasi 85.000 gedung sckolah. Di dalam APBN tahun terakhir Repelita III telah di
sediakan anggaran Inpres Sekolah Dasar sebesar Rp 589,2 milyar diantaranya untuk pem-
bangunan 13.140 gedung, sedangkan dalam tahun pertama Repelita IV akan dibangun 2.200
gedung, pembangunan ruang kelas dan rehabilitasi gedung serta sarana lainnya, dengan
anggaranlbantuan sebesar Rp 580,8 milyar'.

Selanjutnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan
lebih baik dan merata, telah dilakukan antara lain peningkatan fungsi dan jumlah Puskesmas
serta pengadaan obat-obatan dan tcnaga medis. Selama Repelita III pembangunan sarana
kesehatan Puskesrnas termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling telah mencapai
jumlah 9.875 buah, dan dalam tahun anggaran 798+lI9B5 telah disediakan biaya melalui

Inpres untuk membangun 2.100 sarana kesehatan dimaksud. Adapun fungsi Puskesmas

telah ditingkatkan agar dapat melaksanakan dengan baik jenisjenis kegiatan yang telah di
tetapkan menjadi tugas Pnskesmas, yang antara lain meliputi pengobatan, kesejahteraan
ibu dan anak, keluarga berencana, pemberantasan penyakrt menular dan sebagainya,

Dalam pada itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari usaha memperbaiki dan me-
ningkatkan taraf hidup masyarakat, dan dalam rangka memperluas kesempatan kerja, peme-
rataan pembangunan dan pcmerataan pendapatan, program transmigrasi terus ditingkatkan pe-
laksanaannya. Program transmigrasi selain akan mengurangi kepadatan penduduk di daerah-
daera,h tertentu, juga akan memperluas landasan bagi kegiatan pembangunan daerahdaerah
lain sehingga hasil pembangunan yang diperoleh akan lebih merata. Dalam tahun 1983/1984
telah dilaksanakan pernindahrn dan penernpatan sebanyak 150.521 kepala keluarga, sehingga

selama Repelita III, jumlah transmigran, termasuk transmigran swakarsa yang telah berhasil

dipindahkan dan ditempatkan di pemukiman baru adalah sebanyak 51 3.092 kepala keluarga.
Sedangkan dalam tahun pertama Repelita IV diperkirakan akan dipindahkan sebanyak
125.000 kepala keluarga.

Pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, berarti tidak menterlantarkan usaha

untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anggota masyaxakat yang
taraf kehidupannya rendah dan kurang beruntung. Oleh karena itu, berbagai uDaya pe-
meliharaan dan oenvantunan sosial serta rehabilitasi dan bantuan sosial terus dilaksanakan
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dan ditingkatkan. Yang demikian ini merupakan langkah nyata agar pemerataan pemba-

ngunan dan hasilnya, memberikan kedalaman arti bagi terwujudnya keadilan sosial.

Pembangunan akan membawa perubahan, dan agar perubahan mengarah kepada

stabilitas dan keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan cita-cita

nasional, serta agar perubahan berlangsung dalam suasana tenteram dan damai, ketertiban
dan kepastian hukum berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dan harus terus
ditegakkan. Dalam rangka upaya tersebut, kesadaran hukum masyarakat perlu lebih

ditingkatkan sehingga masyarakat benar-benar menghayeti hak dan kewajibannya. Demikian
pula sikap para pelaksana penegak hukum dibina kearah tegaknya hukum, keadilan dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Jalan mendaki menuju masyarakat sejahtera yang berkeadilan merupakan tugas berat
yang penuh dengan tantangan dan ujian, memerlukan semangat juarg serta tekad yang tidak
menyimpang dari arah dan tujuan yang menjadi amanat perjuangan. I)engan berpegang
teguh pada persatuan dan kesatuan, dan didorong oleh kekuatan lahir dan batin yang
memantapkan perjuangan dan mengikhlaskan pengabdian bagi berhasilnya pembangunan
nasional, kehidupan yang berbahagia dimasa depan pasti akan dijelang.

Dan semua ini hanya dapat menjadi kenyataan bila Pancasila tetap menjadi landasan
t€mpat beranjak, penentu arah dan tujuan pembangunar, serta dilaksanakan dengan Panca-
sila sebagai moral perjuangan.

I
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BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

2.1. Pendahuluan

Pembangunan berencana yang telah dilaksanakan sejak tahun f969 kini telah
berada pada tahun terakhir daripada Pembangunan Lima Tahun (Pelita) ketiga, yang
berarti pula mulai memazuki tahun pertama dari tahapan keempat (Repelita lV) daripada
rangkaian Repelita yang sambung menyambung di dalam kerangka Pola Umum Pemba-
ngunan Jangka Parjang yang telah digariskan oleh Garis{aris Besar Haluan Negara
(GBHN). Ddam Pelita ketiga, berbagai kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan
Pemerintah bersama-sama seluruh rakyat Indonesia telah mencapai hasil-hasil yang positif
berupa peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh.rakyat, yang berarti
pula tela} berhasil meletakkan landasan yang kuat untuk melanjutkan pembangunan dalam
Repelita keempat. Sebagaimana dalam Pelita ketiga, maka dalam Repelita keempat ke-
bijakanaan pembangunan yang berlandaskan pada Trilogi Pembangunan akan tetap
dilanjutkan, yakni pemerataan pembangunan dan hasi.l-hasilnya yang menuju pada ter-
ciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan
stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Oleh karena itu Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) yang merupakan unsur pokok dari rencana tahunan dan sebagai
peleksanaan secara operasional daripada Repelita, senantiasa disusun dalam kerangka
kebijaksanaan ekonomi secara keseluruhan sehingga tetap menjanin keserasian, konsistensi
dan sinkronisasi dengan kebijaksanaan Pemerintah diberbagai bidang lainnya yakni mone- .
ter, perkreditan, perdagangan, harga, upah, dan sebagainya. Dalam pada itu, penyusunan
dan pelaksanaan APBN akan tetap berpegang pada prinsip anggaxan berimbang yang
dinamis yang menjamin keseimbangan antara penerimaan dengan pengeluaran dalam
jumlah yang dapat memantapkan stabilitas ekonomi dan menjamin terus berlangzungnya
pembangunan nasional.

Usaha pernbangunan nasional yang dilaksanakan sejak tahun 1969 telah menun-
jukkan hasil-hasilnya yang positif berupa perbaikan raraf hidup masyarakat, kecerdasan
dan kesejahteraan seluruh rakyat. Keberhasilan ini juga tercermin dari jumlah dan jenis
ragam kegiatan yang semakin luas dimensinya sehingga menghendaki jumlah anggaran
sebagai pendukungnya yang semakin besar pula dari tahun ke tahun. Jumlah anggaran
penerimaan daripada APBN yang dapat direalisir Pemerintah sejak Pelita I sampai tahun
keempat Pelita III telah mengalami peningkatan yang sanget pesat dari ulrun ke talun. Bila
jumlah anggaran penerimaan dalam tahun pertama Pelita I baru dapat direalisir sebesar

t
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Rp 334,7 milyar maka dalam tahun keernpat Pelita III jumlahnya dapat direalisir sebesar
Rp 14.358,3 milyar, yang berani meningkat sebesar 43 kali lipat dalam jangka waktu 14
tahun tersebut. Sedangkan bila dibandingkan dengan rencana anggar l penerimaan dalam
Repelita, maka realisasinya selalu jauh melampaui rencana daripada setiap Repelita. Dalam

Repelita t jumlah anggaran penerimaan direncanakan sebesar Rp 2.463,O mil:,sr sedangkan

redisasinya dalam periode lima tahun tersebut mencapai jumlah Rp 3.283,2 milyar, yang

berarti Rp 82O,2 milyar lebih besar dari rencananya. Demikian pula dalam Pelita II' jumlah

realisasinya dapat melampaui jumlah rencananya dalam Repelita II sampai sebesar

Rp 5.551,8 milyar. Sedangkan bila diperhatikan jumlah angglre,n penerimaan yang diren-

canakan da.lam tehun terakhir Repelita III sebesar Rp 10.649,1 milyar, ternyata di dalam

pelakanaannya telah dapat dilampaui oleh realisasi tahun kedua Repelita III tersebut yaitu

sebesar Rp 11.720,8 milyar.

Di dalam Repelita III, jumlah APBN selama lima tahun direncanakan sebesar

Rp43.510,6 milyar, yang di bidang penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam
negeri sebesar Rp 34.273,7 milyar dan penerimaan pembangunan sebesar Rp 9.237,5

milyar, sedangkan di bidang pengeluaran negara terdiri dari pengeluaran rutin dan Penge-
luaran pembangunan yang masing-masing sebesar Rp 21.661,2 milyar dan Rp 21.849'4

milyar. Di dalam pelaksanaannya selama empat tahun Pelita III yakni dari tahun

797911980 sampai dengar tahun 1982/1983, realisasi penerimaan negara telah dapat

mencapai Rp 48.07s,6 milyar yang terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar

Rp 41.554,7 milyar dan penerimaan pembangunan sebesar Rp 6.523,9 milyar. Dengan

demikian bila dibandingkan dengan rencananya dalam lima tahun Repelita III tersebut

maka berarti realisasi penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan dalam

empat tahun tersebut masing-masing Rp 7.281,6 nilyar lebih besar dan Rp 2.713,6 milyar

lebih kecil. Sedangkan realisasi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan selama

empat tahun masa Repelita III, masing-masing mencapai Rp 23.835,7' milyar dan

Rp 24.230,0 milyar, yang berarti Rp 2.174,5 milyar dan Rp 2.380,6 milyar lebih besar bila

dibandingkan dengan rencananya dalam lima tahun Repelita III tersebut. Selanjutnya

dalam tahun terakhir Repelita III, jumlah APBN direncanakan sebesar Rp 16'565,4 milyar.

yang berarti Rp 5.916,3 milyar lebih besar bila dibandingkan rencana APBN yang tertera

dalam Repelita lll untuk tahun tersebut.

Sejalan dengan amanat GBHN agar pembangunan nasional lebih berlandaskan

kepada kemampuan modal dan potensi dalam negeri, maka sejak Pelita I Tabungan Peme-

rintah telah berhasil dihimpun dengan laju kenaikan yang cukup besar di dalam perkem-

bangannya. Bila dalam awal tahun Pelita I, realisasi Tabungan Pemerintah baru sebesar

Rp 27,2 mrlyar maka dalam tahun keemPat Repelita III jumlahnya dapat mencapai
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Rp 5.422,0 milyar, yang berarti meningkat sebesar 199 kali lipat dalam jangka waktu 14

tahun. Dalarn Repelita III, jumlah Tabungan Pemetintah selama 5 tahun direncanakan

sebesar Rp 72.611,9 milyar, namun di dalam realisasinya selama 4 tahun, yaitu dari tahun
1979/1980 sampai dengan tahun 1982/7983, jumlahnya telah dapat direalisir sebesar

Rp 17.719,0 milyr yang berarti jauh melampaui rencananya unruk 5 tahun tersebut.

Pelaksanaan APBN dalam Pelita I, II, dan lll (7969 /1970-7983 /198+l dapat dilihat pada

Tabel II.1, C'rafik II.1 dan Grafik II.2.

Dengan demikian terlihat bahwa sejak dilaksanakannya pembangunan berencana,
yakni sejak Pelita l, perkembangan jumlah APBN telah berhasil ditingkatkan terus dalam
jurnlah yang relatif cukup besar dari tahun ke tahun. Namun di dalam perkembangannya
pelaksanaan APBN juga telah mengalami berbagai tantangan dan hambatan yang terutama
bersumber pada krisis perekonomian dunia dan perkembangan harga minyak di pasaran
intemasiona.l. Sebagaimana diketahui resesi ekonomi dunia telah mengakibatkan menurun-

nya nilai ekspor non migas tahun-tahun terakhir ini, sedangkan harga minyak juga meng-
alami penurunan; kesemuanya itu sangat mempengaruhi penerimaan negara. Oleh karena
itu berbagai langkah kebijaksanaan telah dijalankan Pemerintah dalam rangka memPerkecil

pengaruh resesi dunia terhadap perekonomian Indonesia dan khususnya diarahkan kepada

upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sumber-sumber di luar minyak, ter-
utama dari sumber-sumber penerimaan pajak.

Dalam pada itu upaya peningkatan penerimaan negara dari sumber-sumber di luar
migas dilaksanakan sesuai dengan adanya potensi perpajakan yarg semakin luas. Namun
pendayagunaan potensi perpajakan tersebut senantiasa dilaksanakan dalam kerangka
kebijaksanaan yang memandang pajak sebagai alat fiskal untuk mencapai beberapa sasaran
pembangunan nasional secara terpadu dan serasi. Dalam hubungan itu, kebijaksanaan
fiskal ditujukan terutama untuk menegakkan kernadirian dalam pembiayaan pembangunan,
sejalan dengan upaya pemerataar pendapatan dan beban pembangunan, mendorong
perluasan kesempatan kerja, menciptakan suasana pola hidup sederhana serta menunjang
upaya stabilisasi ekonomi nasional. Dalam hubungan ini sejak akhir tahun anggaran
7983/7984 telah diberlakukan Undang-Undang Perpajakan yang baru untuk menggantikan
undang-undang dan peraturan pen:ndang-undangan yang selama ini berlaku. Undang-Undang
Perpajakan yang baru diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang memenuhi
unsur-unsur kesederhanaan, pemerataan dan kepastian, sehingga dapat mewujudkan perluas-
an dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan. Kesederhanaan yang dimaksud men-
cakup penyederhanaan di bidang jenis pajak, tarip pajak dan tata cara pembayaran pajak.
Dalam pelaksanaan undang-undang yang baru itu akan disenai pula dengan pembenahan
aparatur perpajakan baik menyangkut prosedur dan tata kerja adminisrasi perpajakan
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maupun disiplin dan mental daripada aparat pemungut pejak. Akan tetapi Pemerintah

senantiasa menyadari bahwa upaya peningkatan penerimaan negara di luar minyak bumi dan

gas alam masih memerlukan waktu, sedangkan penerimaan negara dari sektor minyak telah
mengurangi tersedianya dana bagi pembangunan. Oleh karena itu kebilakanaan yang

ditempuh untuk menghadapi hal ini adalah dengan meningkatkan efisiensi di dalam peng-

gunaan dana serta mengarahkan kegiatan pembangunan pada proyek'Proyek yang ber-

prioritas tinggi sezuai dengan tersedianya pembiayaan. Kebijaksanaan tersebut tercermin

pada tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah sePerti penjadwalan

kembali beberapa proyek pembangunan, pengurangan berbagai zubsidi serta penghematan-
penghematan di da.lam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Melalui tindakan-tindakan
tersebut, bersama-sama dengan kebijakanaan di sektor lainnya, diharapkan akan dapat

dilampauinya masa sulit dewasa ini dan sejalan dengan itu diletakkan landasan yang lebih

kuat bagi perkembangan pembangunan ditahun-tahun mendatang.

2.2. Pelaksanaan APBN 1983/1984 (Semester I)

2 .2 .L. Ringkasan

Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata pada hakekamya

menghendaki suatu gerak pembangunan nasional yang berkesinambungan dan semakin luas

dimensinya, dan hal ini berarti bahwa kebutuhan dana investasi untuk membiayai berbagai

kegiatan pembangunan -nasional tersebut adalah semakin besar. Sementara itu pelaksanaan

AIBN dalam tahun 1983/1984 masih diliputi oleh zuasana perekonomian nasional yaag

agak tertekan pertumbuhannya sebagai akibat pengaruh resesi ekonomi yang melar:rda

perekonomian intemasional sejak beberapa tahun terakhir ini. Namun berkat berbagai

usaha dan langkah kebijaksanaan Pemerintah selama ini yang diarahkan baik untuk mem-

perkecil pengaruh resesi ekonomi dunia tersebut maupun untuk meningkatkan penerimaan

dalam negeri di luar minyak benrpa usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan

pajak yang dibarengi dengan upaya penyempurnaan administrasi perpajakannya, maka

pelaksanaan APBN dalam semester | 7983 /1984 masih dapat meningkat dengan relatif

cukup besar dibandingkan dengan pelaksanaan APBN dalam semester I tahun anggaran
sebelumnya. Realisasi penerimaan negara dan pengeluaran negara dalam semester I

L98311984 masing-masing dapat mencapai Rp 8.007,2 milyar dan Rp 8.001,r milyar, yang

berarti masing-masing meningkat sebesar 20,2 persen dan 20,9 persen bila dibandingkan

dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun imggiuan sebelumnya- Jumlah pene-
rimaan negara dan pengeluaran negara dalam semester I 1983/1984 tersebut berarti masing-
masing telah mencapai 48,3 persen dari rerrcana APBN 1983/1984 yang berimbang pada
jumleh Rp 16.565,4 milyar.
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Dalam semester | 1983/7984 realisasi penerimaan dalam negeri mencapai jumlah
sebesar Rp 6.372,7 miyar yang terdiri dari penerimaan pajak langsung sebesar Rp 5.118,7
milyar, penerimaan pajak tidak langsung sebesar Rp 1.048,5 milyar dan penerimaan bukan
pajak sebesar Rp 205,5 milyar. Jumlalr penerimaan dalam negeri tersebut berarti 46,1
persen dari jumlah yang direncanakan dalam AIBN 1983/198+. Apabila dibandingkar
dengan penerimaan dalam negeri dalam semester | 798211983 yang sebesar Rp 5.695,4
milyar maka berarti mengalami kenaikan sebesar 11,9 persen. Kenaikan ini terutama
didorong oleh beberapa jenis penerimaan pajak yang relatif cukup besar peningkatannya
dalam semester | 7983/ 1984 dibandingkan periode yang sama tahun anggaran sebelumnya,
antara lain pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak ekspor serta cukai.

Berbagai usaha dan langkah kebijakanaan yang telah dijalankan Penrerintah
untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri akan kurang berarti bila tidak dibarengi oleh
upaya peningkatan efisiensi di dalam penggunaan dana, yang senandasa mengarahkan
pengeluaran negara baik rutin maupun pembangunan ke sektor-sekor kegiatan yang
memiliki prioritas tinggi untuk dilaksanakan dan mempunyai dampak yang positif dan
nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Berdasarkan hal ini maka dalam
semester I L983/7984 realisasi pengeluaran ru tin adalah sebesar Rp 3.608,4 milyar, yang
berarti merupakan 49,6 persen dari rencana pengeluaran rurin dalam APBN 1983/1984 dan
bila dibandingkan dengan pengelu aran rutin dalam semesrer | 198217983, berarti mening-
kat sebesar 18,7 persen.

Dalam rangka upaya untuk lebih rneningkatkan kemampuan sumber-sumber dana
dalam negeri di dalam membiayai pembangunan nasional, Pemerintah senantiasa berusaha
agar laju kenaikan penerimaan dalam negeri dapat selalu melebihi laju kenaikan penge-
luaran rutin, sehingga dengan demikian Tabungan Pemerintah yang merupakan selisih
antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin, semakin meningkat di dalam
perkembangannya. Dalam semester I 1983/1984 telah berhasil dihimpun Tabungan Peme-
rintah sebesar Rp 2.764,3 milyar yang berarti Rp 109,8 milyar lebih besar daripada
Tabungan Pemerintah dalam semester I tahun anggaran sebelumnya.

Meskipun berbagai upaya telah dilaksanakan agar kebutuhan dana untuk mem-
biayai pembangunan dapat dipenuhi dari sumber-zumber dana di dalam negeri, namun
sampai saat ini zumber-zumber dana dari luar negeri masih dibutuhkan sebagai pelengkap
dan untuk mengisi kekurangan dana investasi yang dibutuhkaa agar laju pemrmbuhan
ekonomi yang cukup tinggi dapat terus diperahankan. Dalam semester I 19831L984
realisasi penerimaan pembangunan yang merupakan dana bantuan luar negeri adalah
sebesar Rp 1.634,5 milyar, yang terdiri dari bantuan program sebesar Rp 3,0 milyar dan
bantuan proyek sebesar Rp 1.631,5 milyar. Penerimaan pembangunan ini bersama-sama
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dengan Tabungan Pemerinuh sebesar Rp 2.764,3 mllyr. membentuk dana pembangunan

d alam semester I lgSStlg% sebesar Rp4.398,8 milyar, yang kemudian telah digunakan

bagi pembiayaan pengeluaran pembangunan sebesar Rp 4'392,7 milyar' yang berard ter-

dapat saldo-anggaranlebih sebesar Rp 6,1 milyar'

Dalam semester I 1983/198+, jumlah pengeluaran pernbangunan yang sebesar

Rp 4.392,7 milyar tersebut terdiri dari pengeluaran-pengeluaran untuk pembiayaan pem'

bangunan sektoral yang dilaksanakan oleh depzrtemenllembaga sebesar Rp 1'609'4 milyar'

untJk p.-biayaan pembangunan regional/daerah dan Ipeda sebesar Rp 603'2 milyar' untuk

pembiayaan berbagai pengeluaran pembangunan lainnya yang jumlah seluruhnya sebesar

np 5a8,6 milyar, serta pengeluaran pembaagunan dalam tentuk bantuan proyek sebesar

np f .O3 f ,S milyar' Perbandingan penerimaan negiua dalam semester | 1982/1983 dm

lg83/198+ dapat dilihat dalam Grafik IL3

2.2.2. Penerimaan dalam negeri

Kegiatan pembangunan diutam akan untuk dapat dibiayai dengan danadana yang

berasal dari 
-dalam 

negeri. Untuk menunjang pembangunan yang semakin luas' maka berba-

gai usaha untuk me;ingkatkan penerimaan negara terutama yang bersumber dari dalam

iegeri -e-p"kan salah satu pokok kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menghimpun

aai" yang sangat diperlukan bagi pembangunan im sendiri Sejalan dengan perkembangan

keadaan ekonomi dalam dan luar negeri yang mengiringi pelaksanaan APBN 1983/198+'

maka realisasi penerimaan dalam negeri selama semester I 1983/1984 telah rnencapai

Rp 6.372,7 milyar, Jumlah penerimaan dalam negeri tersebut terdiri dari penerimaan pajak

t"r,grrog sebesai Rp 5.118,7 milyar, pajak tidak langzung sebesar Rp 1 048'5 milyar dan

p.ri'.ri_-uro bukan pajak sebesar Rp 205,5 milyar. Bila dibandingkan dengan realisasinya

dr. l "rnr.- . r , . r l7g8Z/ lgS3makapenerimaanpajaklangsungtersebutmengalamikenaik-
kan sebesar Rp 444,8 milyar atau 9'5 persen, penerimaan pajak tidak langsung lebih tinggi

Rp 166,1 ^ily". 
","u 

18,8 persen dan penerimaan bukan pajak meningkat sebesar

npOO,+.ily"."tut4T,Tpersen.Diluarpenerimaandariminyak,realisasipenerimaanpajalc
langsung adalah sebesar Rp 912'0 milyar, yaitu terdiri dari penerimaan pajak pendapatan

seb.r". Rp 198,1 milyar, pajak perseroal sebesar Rp 273,8 milyar' penerimaan MPO sebesar

Rp 325,4 milyar, Ipeda sebesar Rp 53,2 milyar, serta penerir:raan pajak Iangzung lainnya

sebesar Rp 61,5 milYar.

Dalam pelaksanaannya, penerimaan pajak langsung sargat dipengaruhi 
- 

oleh

perkembangan dan kebijaksanaan ekonomi pada umumnya serta kebijaksanaan-kebijak-

sanaan di Uidang pajak langzung pada khuzusnya' Usaha-usaha meningkatkan penerimaan

pajak langsung i.-, ditingLatkao antara lain dalam bentuk kebijaksanaan untuk mening-
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katkan kesadaran wajib pajak di dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya,
yang dibarengi pula dengan penciptaan iklim dunia usaha yang baik sehingga mendorong
gairah usaha dan sekaligus meningkatkan penerimaannya.

Realisasi penerimaan pajak pendapatan dalam semester | 1983/1984 adalah
sebesdr Rp 198,1 milyar yang berarti Rp 83,5 milyar ztlx 72,9 persen lebih tinggi bila
dibandingkan dengan realisasi semester I tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan
yang direncanakan dalam APBN 1983/1984 maka penerimaan tersebut mencapai 70,3

Persen.

Sejalan dengan kebijaksanaan di bidang pajak pendapatan perorangan maka dalam
hal pajak pendapatar perusahaan Pemerintah berusaha menciptakan iklim perpajakan yang
semakin baik bagi kegairahan usaha dan sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
Kebijaksanaan tersebut dilaksanzkan rntzrz lain melalui pemberian fasilitas perpajakan
bersama - sama dengar perluasan jumlah wajib pajak dan intensifikasi pemungutannya.
Realisasi penerimaan pajak perseroan selama semester | 198J17984 adalah sebesar
Rp 273,8 milyar yang berarti Rp 9,2 milyar lebih tinggi dari realisasinya dalam sernester I
tahun 1982/198 3.

Realisasi pajak perseroan minyak dalam semest€r | 1983/7984 adalah sebesar
Rp 4,206,7 milyar yang berari 47,4 persen dari yang direncanakan dalam APBN. Bila
dibandingkan dengan penerimaan pajak perseroan minyak dalam sem€st€r I 7982/7981
maka berarti telah meningkat sebesar Rp 271,5 milyar. Kenaikan penerimaan ini terutama
karena adanva kenaikan kurs dolar terhadap rupiah sebagai akibat kebijaksanaan moneter
bulan Maret 1983.

Pcnerimaan pajak melalui sistem MPO yang merupakan pembayaran di muka
pajak pendapatan atau pajak perseroan dalam semester | 1983 / 1984 diperkirakan sebesar
Rp 325,4 milyar. Jumlah tersebut berarti 43,9 persen dari yang direncanakan dalam APBN,
dan bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan MPO dalam sernester I tahun sebelum-
nya, berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 55,2 milyar atau 2o,4 persen. Meningkatnya
jumlah penerimaan MPO tersebut antara lain karena adanya perubahan kebijaksanaan tarip
MPO yang mulai berlaku bulan Juni 1983. Dalam kebijaksanaan tersebut ditetapkan bahwa
tarip MPO bagi para importir yang memegang angka pengenal importir (API), angka
pengenal importir sementara (APIS) atau angka pengenal importir terbatas (APIT) dinaik-
kan dari Rp 50 menjadi Rp 70 per US $ 1. Di samping itu ditentukan pula bahwa bagi
para pengusaha/pedagang yang tidak memilik API, APIS atau APIT dikenakan tarip sebesar
Rp 200 per US $ 1 yang terdiri dari MPO waba sebesar Rp 100 per US $ 1 dan MPO wapu
sebesar Rp 100 per US $ 1. Untuk tahun sebelumnya MPO waba tersebut dikenakan tarip
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sebesar Rp 120 per US $ 1 dan MPO wapu sebesar Rp 80 per US $ 1.

Sementara itu realisasi penerimaal iuran pembangunan daerah (Ipeda) dalam

semester | 7983/1984 adalah sebesar Rp 53,2 milyar yang berarti telah mencapai 40,8

persen dari yang dianggarkan dalam APBN. Bila dibandingkan dengan realisasi semester I

tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 42,7 milyar maka berarti telah terjadi peningkatan

sebesar Rp 10,5 milyar *at 24,6 persen. Meningkatnya penerimaan ini tcrutama adanya

peningkatan penerimaan Ipeda sektor perkotaan.

Realisasi penerimaan lain-lain pajak langsung dalam semester I 1983/1984 adalah

sebesar Rp 61,5 milyar atau merupakan 45,4 persen dari yang dianggarkan dalam APBN.

Bila dibandingkan dengan rea.lisasinya dalam sem€ster I tahun sebelumnya maka berarti

mengalami peningkatan sebesar Rp 14,9 milyar atau 32,0 persen.

Sejalan dengan meningkatnya pajak langzung maka dalam semester | 1983/1984

pajak tidak langsung juga senantiasa diusahakan peningkatannya. Dengan berbagai usaha

yang telah dilakukan maka dalam semester | 198317984 telah dihimpun penerimaan pajak

tidak langsung sebesar Rp1.048,5 milyar, yang berarti mencapai 45,8 persen dari yang

dianggarkan dalam A-PBN 7983/198+. Bila dibandingkan dengan realisasi semester I tahun

L ggarLn sebelumnya maka terdapat peningkatan sebesar Rp 166,1 milyar atau 18,8

persen. Penerimaan pajak tidak langsung tersebut terdiri dari penerimaan pajak penjualan

sebesar Rp 252,7 mtlyar-, pajak penjualan impor sebesar Rp 722,5 milyar, cukai sebesar

Rp 3 34,4 milyar, bea masuk sebesar Rp 267 ,3 milyar, pajak ekspor sebesar Rp 50,6 milyar

serta pajak tidak Iangsung lainnya sebesar Rp 21,0 milyar.

Peningkatan penerimaan pajak penjualan antara lain diusahakan melalui intensifi-

kasi pemungutannya serta perluasan jumlah wajib pajak, namun demikian pengenaan pajak

Benjualan ini tidak semata ditujukan untuk meningkatkan penerimaannya saja akan tetapi

juga diarahkan untuk mendorong bagi terciptanya iklim perpajakan yang dapat memeliiara

dan menjamin tingkat kestabilan harga, mendorong pemakaian barang hasil produksi dalam

negeri, serta membatasi pola konsumsi mewah dengan jalan mengenakan tarip yang lebih

tinggi terhadap barang-barang mewah dibandingkan dengan barang-barang konsumsi yang

essensial. Penerimaan pajak penjualan dalam semester I 1983/1984 dapat direalisir sebesar

Rp 252,7 milyar atau merupakan 51,9 persen dari yang direncanakan dalam APBN

1983/1984. Bila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun arg-

garan sebelumnya maka berarti telah terjadi kenaikan sebesar Rp65,6 milyar atau 35,1

persen.
Dalam bidang bea masuk dan pajak penjualan impor, Pemerintah tetap memberi-

kan keringanan tarip maupun pembebasan sebagian bea masuk dan pajak penjualan impor

I

a
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atas sejumlah bahan-bahan dan barang-barang tertentu yang dimakzudkan untuk menjamin
dan memelihara perkembangan industri di dalam negeri. Di samping itu kebijaksanaan
selama ini juga diarahkan kepada upaya penyempurnaan tata laksana pabean di bidang
impor guna menjamin lancarnya arus dokumen dan pengeluaran barang. Realisasi peneri
maan bea masuk dan pajak penjualan impor dalam semeste r I lgg3lLggf masing-masing
sebesar Rp 267,3 milyar dan Rp 122,5 milyar atau mencapai 39,4 persen dan 41,0 persen
dari yang direncanakan dalam ApBN l913ll9g+. Bila dibandingkan dengan realisasinya
dalam semester r 1982/7983 maka berarti terdapat kenaikan masing-masing sebesar
Rp 11,7 milyar dan Rp 6,2 milyar.

Dalam s€mester I rg9ir rgg4 realisasi penerimaan cukai mencapai sebesar
Rp 334'4 milyar yang berarti 48,6 persen dari yang direncanakan dalam A-pBN rgSi/lgg+,
sedangkan bila dibandingkan dengan periode yang sama dalam tahun anggaran sebelumnya
maka terdapat peningkatan sebesar Rp66,5 milyar atau z4,g persen. Meskipun sebagian
besar penerimaan cukai berasal dari cukai tembakau, namun kebijaksanaan pemerintah di
bidang cukai tembakau pada hakekatnya ridak hanya diarahkan untuk meningkatkan
penenmaan negara semata-mata melainkan lebih diarahkan bagi peningkatan kemampuan
produsen yang tergolong lemah serta menunjang sektor usaha yang bersifat padat karya.
oleh karena itu sejak 1 Mei 1983 Pemerintah telah memberlakukan ketetapan baru me-
ngenai pembebasan sebagian cukai hasil tembakau, yaitu dengan tarip cukai yang disesuai-
kan dengan masing-masing perusahaan rokok dari jenisjenis sigaret baik untuk jenis sigaret
putih. sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan maupun tembakau iris. Di samping itu di
bidang cukai bir, Pemerintah telah pula menaikkan harga dasar unruk pemungurannya
yaitu sejak tanggal 1 April 1983 dari sebesat Rp 3r0,- per liter menjadi Rp 400,- per liter
dan kemudian sejak 1 Oktober 1983, dinaikkan lagi menjadi Rp 500,- per liter.

Realisasi penerimaan paja,k ekspor dalam semesrer I rggi/r9g4 mencapai sebesar
Rp 50'6 milyar yang berarti mencapai 57,4 persen dari yang direncanakan dalam ApBN
7983/798+. Jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun
1982/ 1983 maka berarti terdapat kenaikan yang cukup besar yaitu 37,1 persen. peningkat-
an penerimaan pajek ekspor ini menunjukkan adanya perkembangan ekspor di luar migas
yang semakin baik akhir-akhir ini. Unok meningkatkan daya saing komoditi ekspor
Pemerintah telah mengambil berbagai kebijaksanaan berupa pemberian keringanan dan
pembebasan tarip terhadap barang-barang ekspor tertentu yang mendapat prioritas.

Sementara itu penerimaan pajak tidak langsung lainn;,a yang terdiri dari bea
meterai, bea lelang dan lain-lain dalam semester r 7gglfigg+ mencapai sebesar Rp 21,0
milyar atau 43,4 persen dari yang dianggarkan dalam ApBN lgg3l rgg4, dan bila diban-
dingkan dengan realisasinya dalam semester I tahun anggaran lggz/ lggi berani menqalami
kenaikan sebesar Rp 2,4 milyar atau 12,9 persen.
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Selenjumya usaha-usaha untuk meningkatlan penerimaan negara melalui pen+
rimeen bukan pajak scnantiasa terus ditingkatktn baik melalui penyempumaan di bidang
administtasinya, penertiban setoran, intensifikasi pemungutan sena peningkatan peng*
wrs:rnnyil Penerimaan bukan pajak yang antara lain terdiri dari begian Pemerintah atas laba
pcnrsahaan negara dan bank negara serta penerimaan-penerimaan yang diterima dari
bcrbagai departernen dur lembaga Pemerintah dalam semester | 19831198+ mencepai
rcalisasi sebesar Rp 205,5 milyar atau merupakan 40,9 persen dari yang direncanakan
ddam APBN 198311984. Bila dibandingkan dengan realisasinya dalam s€mester I tahun'
enggaran sebelumnya maka berarti terdapat kenaikan yang cukup besar yaitu Rp 66,4
milyar atau 47 ,7 pers,en. Perbandingan penerimaan dalam negeri selama semester I
19821L983 dan 1983/f984 yang diperinci menurut pajak langsung, pajak tidak langnrng
dan penerimaan bukan pajak dapat dilihat dalam Tabel II.2 dan Grafik II.4.

2.2.3. Penerimaan pembangunan

Dari tahun ke tahun dana pembanpnan yang berzumber dari dalam negeri tenrs
ditingkatkan, namun demikian sumber dana dari luar negeri masih tetap diperlukan sebrgci
pelengkap dalam membiayai kegiatan pembangunan yang semakin meluas. Selama semester
I L98311984, realisasi penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan lua.r negeri
addah sebesar Rp f.634,5 milyar yang terdiri dari bantuan program sebesar Rp 3,0 milyar
dan bantuan proyek sebesar Rp 1,63 1,5 milyar. Jumlah penerimaan pembangunan tersebut
merupakan 59,6 penen dari yang direncanakan dalam APBN 1983119M. Apabila diban-
dingkan dengan penerimaan pembangunan dalam semester | 198217983 yang besamya
Rp 968,8 milyar, berarti terjadi peningkatan sebesar Rp 665,7 milyar atau 68,7 persen.

2,2,4 Pengeluaran rutin

Kebijaksanaan yang menyangkut pengeluaran rutin dalam tahun 1983/1984
khususnya melalui pembiayaan belanja pegawai, belanja barang dan subsidi daerah otonom
seldu ditujukan untuk meningkatkan dayaguna dari pelayanan Pemerintalr kepada masya-
rakat, pemeliharaan kekayaan negara dan pengitmanan hasil-hasil pembangunan serta
mendorong penggunaarl hasil produksi dalam negeri. Usaha tersebut dilaksanakan tanpa
mengabaikan segi penghematan yang diupayakan melalui peningkatan efisiensi penggunaan
pengeluaran rutin yang didasarkan kepada skala prioritas, pembiayaan yang lebih selektif
sena pengendaliur belanja barang yang lebih teraralr.

Berlandaskan kepada kebijaksanaxn ters€but maka realisasi pengeluaran rutin
semester I L983|L9U mencapai jumlah sebcsar Rp 3.608,4 milyar yurg berarti 49,6 pcncn
deri rencmrnya. Jumlah tersebut terdiri dari bclanja pegawai sebesar Rp 1.402,9 milyar,

)
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Tabe l  I I . 2

PENERIMAAN DALAM NEGERI, SEMESTER I L9821I983 DAN 1983/1984

( dalem milyar rupiah )

fenis penerimaan
Semester I
r982tr98t

Semester I
1983/1984 1)

Iknaik n

(%)

L Pajak langsung

1. Pajak pendapatan

2. Pajak perseroan

3. Pajak perseroan minyak

4 .MPO

5.  I p  eda

6. Lain-lain

Pajak tidak langsung

1. Pajak penjualan

2. Pajak penjualan impor

3 .  C  u  k  a  i

4. Bea masuk

5. Pajak ekspor

6. Lain-lain

lII. Penerimaan bukan pajak

4.673,9

114,6

26+,6

3.935,2

270,2

+2,7

46,6

882,4

r87,r
116,3

267,9

255,6

36,9

18,6

139,r

5.118,7

198,1

273,8

4.206,7

325,4

53,2

61,5

1.048,5

252,7

122,5

334,4

267,3

50,6

2t,o

9,5

72,9

3 ,5

6,9

20,4

2+,6

12,o

18,8

3 5,1

5 ,3

2+,8

4,6

37,r

72,9

+

+

+

+

+

j

+

+

+

+

+

+

+ 47 ,7

Jumlah + 11,9

l) Angta ocmcntara

5.695,4 6.372,7
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belanja barang sebesar Rp 369,9 milyar, subsidi daerah otonom seksar Rp 722'7 mllytt'

pembayatan bunga dan cicilan hutang sebesar Rp 623,O mllyu sena lain-lain pengeluaran

rutin sebesar Rp 489,9 milyar. Perkembangan redisasi Pengeluaran rutin semester I

1983/1984 dapat dilihat pada Tabel II'3 dan Gtafik II'5.

Realisasi pengeluaran belanja pegawai dalam semester I 1983llg84. adalah sebesar

Rp 1.402,9 milyar atau 54,0 persen dari rencana yurg telah dianggarkan dalan APBN'

J umlah tenebut menunjukkan Rp 203,0 milyar atau 16,9 persen le bih tinggi bila diban-

dingkan dengan jumlah realisasi semestef I tahun sebelumnya yang terutarna disebabkan

adanya pembayaran gaji bulan ke 13 bagi pegawai negeri sipiuABRI dan pensiunan. Reali-

sasi belanja pegawai semester | 19831L984 tersebut antara lain adalah untuk pembayaran

gaji dan pensiun sebesar Rp 1.051,3 milyar, tunjangan beras sebesa.r Rp 137'7 milyar' uang

makan/lauk pauk sebesar Rp 747,7 milyar, lainJain belanja pegawai dalam negeri sebesar

Rp 42,7 milyar dan belanja pegawai luar neleri sebesar Rp 23,5 mtlyet.

Dalam rangka mendorong pemerataan kesempatan kerja dan berusaha brgt go-

longan ekonomi lemah maka pelaksanaa:r belanja barang bagi kebutuhan pemerintalr sejauh

mungkin ditujukan kepada barang produksi dalam negeri terutama yang dihasilkan oleh

para pengusaha golongan ekonomi lemah dur pengusala setempat. Nsrnun demikian selaras

dengan kemampuan keuangan negara dan usaha peningkatan tabungan Pemerintah, maka

penghematan dalam belanja barang tahun 198311984 tetap diutamakan secara lebih

selektif antara lain melalui penghematan pemakaian listrik dan telepon, membatasi kegiat-

an seminar dan perjalanan dinas sena pengtrapusan kendaraan dinas perorangan bagi

pejabat-pejabat negara. Jumlah realisasi belanja barang dalam semester I 1983/1984 men-

capai Rp 369,9 nilyat yang terdiri dari belanja barang dalam negeri sebesar Rp 357'5

milyar dan belanja barang luar negeri sebesar Rp 12,4 mllyat atau masing-masing menun-

jukkan 32,5 persen dan 24,8 persen dari anggaran yang disediakan dalam tahun

1983/1984.

Sejalan dengan kebijaksana.an Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan

dan pelayanan kesehatan maka melalui subsidi daerah otonom ditampung pula pembiayaan

bagi penambahan gUru sekolah dasar Inpres serta tenaga perawat dan tenaga medis Puskes-

mas di daerah-daerah. Melalui pos ini juga ditampung pengeluaran untuk Pembiayaan gaji

luratr dan perangkamya, tunjangan parnong desa daerah minus serta biaya penggantian SPP

sekolah dasar yang telah dihapuskan. Jumlah realisasi subsidi daerah otonom dalam semes-

ter I L983llgK adalah sebesar Rp 722,7 milyar atau 52,1 persen dari rencana anggaran-

nya. Bila dibandingkan dengan realisasi semester | 198211983, jumlah tenebut menunjuk-

kan peningkatan sebesar Rp 171,0 milyar atau 31,0 Persen yang disebabkan adanya pem-

berian gaji bulan ke 13 bagi pegawai daerah otonom.

i
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PENGELUARAN NEGARA, r982l1983 - 79A3t198"4.

( dalam milyar ruPiah )

a

PENCELUARAN RUTIN
PENGEI,UARAN PEMBANGT'NAN

( Di luar Barltum Proyck )

A?BN R€al APBN R€al
SIr l . I  Sm.I

1982/1983 1983/1984

! Pembiayaan lairmYa

! remliayaan bagi daerarr

f Pemtiayaan ue partenrcni trmbasa

L

a
Sm. I

r98?/r983

EI hin-rain

f Bunga aarr cicila" hutans

f s.,uddi an.-t otono*

Bclanja b$ang

f r"unia pes.*a

Sm. I
1 9 8 3 / 1 9 8 4

A?BN R€al
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a
Selema semester | 198317984 realisasi pembayaran bunga dan cicilan hutang

mencapai jumlah sebesar Rp 623,0 milyar atau 44,0 persen dari rencananya untuk seluruh

talrun 1983/1984. Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran bunga dan cicilan hutang dalam

negeri sebesar Rp 0,9 milyar serta pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sebesar

Rp 622,1 milyar. Dibandingkan dengan realisasi semester | 198211983, realisasi pembayar-

an bunga dan cicilan hutang tenebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp 237,4 miJyar

yang teruEma disebabkan kebijaksanaan penyesuaian kurs rupiah pada permuhial tahun

angglra;r 198311984.

Selanjutnya realisasi lain-lain pengeluaran rutin dalam semester | 7983/7984 telah

mencapai jumlah sebesar Rp489,9 milyar atau 67,7 perset dari anggarannya. Jumlah
tersebut meliputi pengelua.tan subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp 483,6 milyar sena

biaya surat menyurat, giro pos, bebas porto dan lain-Iain sebesar Rp 6,3 milyax.

2.2.5, TabunganPemerintah

Peningkatan Tabungan Pemerintah dalam rangka ke bij aksan aan anggaran ber-

imbang yang dinamis, disatu pihak berhubungan erat dengan peningkatan penerimaan

dalam negeri serta dilain pihak berhubungan erat dengan penghematan pengeluaran rutin.

Berbagai usaha dan langkah kebijalaanaan yang telah dijalankan Pemerintah untuk me-

ningkatkan penerimaan dalam negeri dengan disertai upaya penghematan pengeluaran rutin
yang dilakukan melalui peningkatan efisiensi penggunaannya telah meningkatkan Tabung-

an Pemerintah dari tahun ke tahun. Dengan semakin meningkatnya Tabungan Pen.rerintah

tersebut, maka peranan Tabungan Pemerintah menjadi semakin besar dalam membiayai

pembangunan nasional dengan sumber-sumber dalam negeri.

Tabungan Pemerintalr dalam APBN 1983/1984 direncanakan sebesar Rp 6.548,5

milyar, sedangkan dalam pelaksanaannya selama s€mester I 1983/1984 Tabungan Pemerin-

tah mencapai Rp 2.764,3 milyar atau 42,2 persen dari rencananya- Namun demikian
jumlah tersebut masih Rp 109,8 miyar lebih besar bila dibandingkan dengan periode

yang sama dalam tahun 1982/1983.

2.2.6. Pengeluaran pembangunan

Kebijaksanaan pengeluaran pembangunan tahun 1983/1984 adalah dimakzudkan

untuk dapat mendukung kelanjutan dan peningkatan kegiatan pembangunan tahun-tahln
sebelumnya- Sekalipun pelaksanaan anggaran tahun 1983i 1984 diawali dengan serangkaian
kebijaksanaan penting yaitu antara lain kebijaksanaan penyesuaian nilai rupiah, serta pen-
jadwalan kembali dan penangguhan pelaksanaan beberapa proyek pembangunan sehubungan

t
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dcngur menurunnya harga minyak, namun melalui berbagai kebijaksanaan tersebut diharap-

kur pelaksanaan Pelita III teap dapat mewujudkan hasil pembangunan yang martaP untuk

mcndukung pelaksanaan Pelita IV berikumya.

Ddam pelaksana.an APBN semestet | 1983/t984 realisasi pengeluaran pemba-

ngunan termasuk bantuan proyek telah mencapai jumlah sebesar Rp 4,392,7 milyar yang

Erdiri dari pembiayaan rupiah dan pembiayaan bantuan proyek masing-masing sebcsar

Rp 2.76I,2 milyar dan Rp 1.631,5 milyar. Pernbiayaan rupiah semester | 198311984

tersebut terdiri dari pembiayaan departemen/lembaga sebesar Rp 1.609,4 milyar, pernbia'

yean bagi daerah sebesar Rp 603,2 milyar dan pembiayaan lainlain sebesar Rp 548,6
milyar. Pembiayaan pembangunan berbagai proyek sektoral yang dilaksanakan oleh dcpar-

temenlembaga tersebut menunjukkan 17,0 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan

pcriode yang sama tahun 198211983. Ha1 ini menunjukkan bahwa daya serap proyek-

proyek sektoral bertambah besar.

Realisasi pembiayaan bagi daerah dalam semester 1 7983 /7984 sebesar Rp 603,2

milyar adalah berupa bantuan pembangunan desa sebesar Rp 24,0 milyar, bantuan pemba-

ngunan kabupaten sebesar Rp 30,1 milyar, bantuan pembangunan Dati I sebesar Rp 59,7
milyar, bantuan pembangunan sekolah dasar sebesar Rp 330,0 milyar, dan pembangunan

sdana kesehatan/Puskesrnas sebesar Rp 9,1 milyar. Selanjutnya realisasi bantuan peng-
hijauan dan reboisasi adalah sebesar Rp 51,3 milyar, bartuan pembangunan prasarana jalan

s€besar Rp 45,0 miJyar, bantuan pembangunan Timor Timur sebesar Rp 0,8 milyar dan
pembiayaan pembangunan melalui dana Ipeda sebesar Rp 5 3,2 milyar. Dalam pada itu
realisasi bantuan pembangunan desa, bantuan pembangunan kabupaten, bantuan pemba-
ngunan Dati I, pembangunan sarana kesehatan/Puskesmas dan pembangunan Timor Timur
ddam semester | 79831198+ tersebut adalah lebih rendah dari periode yang sama dalam
tahun 1982/1983 yang masing-masing sebesar Rp 16,4 milyar, Rp 41,4 milyar, Rp 62,7
milyar, Rp 15,4 milyar dan Rp 0,7 milyar. Namun demikian diharapkan bahwa pada akhir
pelaksanaan APBN 1983/1984 dzna yang tersedia dapat terserap sesuai dengan rencana.
Selanjutnya realisasi bantuan pemburgunan sekolah dasar, bantuan penghijauan dan
reboisasi, bantuan prasarana jalan dan pembiayaan pembangunan melalui dana lpeda dalam
Semester I 1983 | 1984 tersebut lebih tinggi dari periode ya"ng sama dalam tahun 1982/1983
masing-masing sebesar Rp 142,6 mllyat, Rp 20,5 milyar, Rp 15,0 milyar da:r Rp lO,5
milyar. Bantuan pembangunan sekolah dasar dimaksudkan untuk memperluas kesempatan
belajar bagi arak umur 7 - 12 tahun yang akan memasuki sekolah dasar, terutama didaerah
pedesaan, daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah, daerahdaerah
ransni$asi dan daerahdaerah perpkiman baru. Sedangkan bantuan penghijauan dan
reboisasi dimaksudkan sebagai usaha untuk menyelamatkan hutan, tanah dan air. Pening
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katan pembiayaan pembangunan melalui dana Ipeda mencerminkan semakh tingginya
kemampuan daerah dalam menghimpuu dana untuk pembiayaan p..u-g.rn* olrrr,
sendiri.

Realisasi pembiayaan rainJain pengeluaran pembangunan semester r rgf;i lrgg4
mencakup pembiayaan subsidi pupuk sebesar Rp 176,2 mrryat, peny€rrarn modal pemerin-
tah sebesar Rp 197,6 milyar dan rainJain pengeluaran pembangunan sebesar Rp rz4,g
milyar. Jumlah lain{ain pengeluaran pembangunan tersebut menunjukkan Rp 13g,0 milyar
lebih rendal bila dibandingkan dengan periode yang sama dalam tahun 1982/19g3. sub;idi
pupuk diberikan untuk memperrahankan harga pembelian pupuk oleh petani pada tingkat
yang wajar mengingat biaya produksi pupuk produksi dalam negeri maupun harga pupuk
impor masih cukup tinggi bagi para petani. Dengan demikian dibarapkan ,g"r rrsaha urmrk
peningkatan produksi pertanian menuju kearah swasembada pangan bersamaan dengan
peningkatan pendapatan petani dapat dicapai. Daram pada itu penyertaan modar pemeln-
tah yang dimaksudkan unruk mempercepat laju perrumbuhan ekonomi meralui pengem-
bangan dunia usaha dan sekaligus meningkatkan kemampuan produksi p.*rrhran-p.irsa.
haan negara diberbagai bidang antara lain disalurkan pada perluasan kiLng minyak Balik-
papan, cilacap, Dumai, BTN (KPR - perumnas), dan pr pupuk Kalimanran Timur. Sedang
kan realisasi lainJain pengeluaran pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan pardsi-
pasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang anraxa lain untuk proy"t tirt.ik p"d.-
saan, perbaikan kampung, peremajaan tananan ekspor, kredit mini dan kredit candak
kulak. Pelaksanaan pengeluaran pembangunan di luar bantuan proyek daram semester I
19831798+ dibandingkan dengan semester r lgL2l1983 dapat dilihat da.lam Grafik II.5 dan
Tabel II.4. Sedangkan pelaksanaan APBN semester | 7983/rgg+ dapat dilihat dalam Tsbel
II.5, dimana realisasi bantuan proyek telah mencapai jumlah sebesar Rp 1.631,5 milyar.

2.3. Rencana APBN 1984/1985

Rancangan APBN 1994/1985 yang merupakan rencana rahunan dan sebagai
pelalsanaan secara operasional daripada tahun penama Rencana pembangunan Lima Tahun
Keempat (Repelita lv) disuzun daram rangka mewujudkan tujuan daripada Repelita IV,
yakni meningkatkan raraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin
merata dan adil serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembarrgrrrrur se-
lanjumya. Berbagai progam dan proyek pembangunan yang disuzun Jd". nl"-gan
APBN 1984/1985 sena kebijaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada dasamya
teap berlandaskan Trilogi Pembangunan, yakni pemerataan pembangunan danhasil-hasilnya
yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi
yang cukup tingi dan stabilitas nasionar yang sehat dan dinamis. Demikian juga dalam
kerangka ini penyusunan Rancangan APBN f9g4l19g5 tetap bcrpegang kepada prinsip

I

I
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PELAKSANAAN APBN, SEMESTER
( dalam milyar rupiah )

r  l9 t3/ r984 l )

Jenis penerimarn Realicasi Jenis pengeluaran Realisosi

I. PENER. DAIAM NECERI

A. Pqisk l.n8rr[8
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I. PENGELUARAN RUIIN
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ang:uan berimbang yang dinamis sehingga stabilitas ekonomi nasional dapat dipertahankan
terus dan dengan demikian usaha pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar.

Penyusunur Rancangan APBN 1984/1985 tidak dapat dilepaskan dari situasi dan
keadaan perekonomian nasional dewasa ini maupun di masa mendatang. Sementa.ra itu
perkembangan perekonomian intemasional yang masih diliputi zuasana resesi telah ber-
pengaruh cukup luas terhadap perekonomian nasional antara lain berupa lambamya
pcrnrmbuhan ekonomi Indonesia dan menurunnya perkembangan nilai dan volume ekspor
lndonesia akhir-akhir ini klrususnya ekspor migas. Perkembangan ini telah mendorong
Pemerintah untuk menjalankan berbagai langkah kebijaksanaan ekonomi untuk memper-
kecil pengaruh resesi ekonomi dunia tersebut dan di bidang keuangan negara Pemerintalr
telah melaksanakan berbagai langkah untuk meningkatkan penerirnaan dalam negeri di luar
minyak dan di samping itu langkahJangka]r penghematan dan peningkatan efisiensi di dalam
penggunaan uang negara juga terus dilakukan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 198417985 direncanakan ber-
imbang pada jumlah sebesar Rp 20.560,4 milyar. Di bidang penerimaan negara jumlah
ters€but t€rdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan, yang masing-
masing direncanakan sebesar Rp 16.149,4 milyar dan Rp 4.411,0 milyar. Sedangkan di
bidang pengeluaran negara jumlah tenebut terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran
pembangunan, yang masing-masing direncanakan sebesar Rp 10.101,1 milyar dan
Rp 10.459,3 milyar. Dengan demikian Tabungan Pemerintah yang merupakan selisih antara
penerimaal dalam negeri dan pengeluaran rutin direncanakan sebesar Rp 6.048,3 milyar.
Dana pembangunan yang merupakan gabungan dari Tabungan Pemerintah dan penerimaan
pembangunan akan mencapai Rp 10.459,3 milyar. Bagian daripada dana pembangunan yang
berupa rupiah akan digunakan untuk membiayai berbagai jenis pengeluaran pembangunan
yaitu untuk membiayai pembangunan sektoral yang dilakanakan oleh departemen/lembaga
negara non-departemen sebesar Rp 3.510,0 milyar, untuk mfrnbiayai pembangunan regional
berupa proyek-proyek Inpres dan Ipeda sebesar Rp 1.516,5 milyar, dan berbagai penge-
luaran pembangunan lainnya seperti penyertaan modal Pemerintah, subsidi pupuk dan
lainJain pengeluarar pemba.ngunan yang keseluruhannya direncanakan sebesar Rp 1.061,3
milyar. Di samping itu sebagian daripada dana pembangunan dalam bentuk bantuan proyek
juga digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemba.ngunan yang direncanakur
scnilai Rp 4.3 71,5 milyar.

2.3.1. Penerimaan dalam negeri

Kebijaksanaan di bidang pengelolaan keuangan negara dalam masa mendatang pada
hakekatnya merupakan kelanjutan dan peningkatan daripada usaha-usaha dan langkah-

I
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langkah kebijaksanaan yang telah dilaksanakan di masa lalu. Sasaran kebijaksanaan daripada
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penerimaan dalam negeri pada hakekatnya diaralkan untuk meningkatkan penerirnaan
negara dari sumber-sumber di luar minyak dalam waktu secepat-cepatnya agar dapat menye-
diakan dana pembangunan yurg cukup dan meningkat setiap tahunnya terutama dengan
penurunan penerimaan negara dari sektor minyak yang sampai sa-at ini masih merupakan
bagian terbesar dari penerimaan dalam negeri. Akan tetapi usaha-usaha peningkatan pene-
rimaan di luar minyak tersebut tidak meninggalkan upaya pemerataan pendapatan dan
beban pembangunan, upaya mendorong perluasaa kesempatan kerja, upaya menciptakan
suasana pola hidup sederhana serta upaya untuk mempertahankan stabilisasi ekonomi
nasional.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan dalam negeri di luar minyak, Pemerhtah
selama ini menjalankan berbagai langkah kebijaksanaan di bidang perpajakan antara lain
berupa penyezuaian tarip pajak, peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan
serta penyempumaan di bidang administrasi pemungutan pajak. Namun dengan memper-
timbangkan perkernbangan perekonomian nasional dewasa ini maupun di masa mendatang
serta kebutuhan akan dana investasi yang semakin besar untuk mendukung pelaksanaan
pembangunan nasional yang berdimensi semakin luas, maka Pemerintah memandang bahwa
sistem perpajakan yang berlaku selama ini perlu diperbaharui. Oleh karena itu bersamaan
dengan penyusunan Rancangan APBN 1984/1985, telah disahkan pula undang-undang
perpajakan yang baru, yang, terdiri dari Undang-Undang tentang Ketrntuan Umum dan Tata
Cara Peryajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasi.lan, dan Undang-Undang tentang
Pajak Penambalan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewa}. Undang-
Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang tentang
Pajak Penghasilan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984 sedangkan Undang-Undang
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984. Sistem perpajakan yang baru ini diharapkan akan
dapat memenuhi unsur-unsur kesederhanaan, pemerataan dan kepastian, sehingga dapat
mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan. Kesederhanaan
yang dimaksud mencakup penyederhanaan di bidang jenis pajak, tarip pajak dan cara
pembayaran pajak. Sistem perpajakan yang baru ini juga disertai dengan pembenahan
aparatur perpajakan baik menyangkut prosedur dan tata kerja maupun disiplin dan mental,
sehingga sistem yang baru ini dapat dilaksanakan dengan lancar.

Dalam rangka memantapkan pencapaian daripada penyempumaan dan penye-
derhanaan sistem pemungutan pajak dalam Repelita IV, Pemerintah telah melakukan
usaha-usaha di bidurg tertib administasi pemungutan pajak sekaligus melakukan kompu-
terisasi administrasi pemungutan pajak. Penyempumaan dan penyederhanaan tertib ad-
ministrasi tersebut mencakup pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk tiap
subyek wajib pajak perseorangan dan badan terlepas dari wilayah dan jenis kegiatan usaha-
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nya. Setiap masyaraket baik berbentuk badan maupun perseorimgan bila telah memiliki
NPWP berarti mereka itu telah terdaftar ddam administrasi perpajakan dan dalam setiap
kegiatannya yang berhubungan dengan Pemerintah akan dikaitkan dengan kewajiban pern-
bayuan pajaknya melalui NPWP yang dimilikinya"

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 198+11985,
penerima:n dalam negeri direncanakan sebesar Rp 16.7+9,4 milyar, yang terdiri dari pene-
rimaan minyak bumi dan g"s ,lam sebesar Rp 70.366,6 milyar dan penerimaan di luar
minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 5.782,8 mrlyar. Perkembangan penerimaan dalam
negeri sejak 1969/1970 sampai dengan 198411985 dapat dilihat pada Tabel II.6 dan
Grafik IL6, sedangkm perbandingan peranan komponen-komponen penerimaan dalam
negeri secara persentas€ di dalam pelaksanaan Repelita I, II, dan III dapat dilihat dalam
Grafik IL7.

2.3.1.1, Penerirnaan minyak bumi dan gas alam

Realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam dari tahun 1969/797O surryi
dengan tahun 198I/1982 mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya yang
terutama disebabkan kenaikan harga minyak mentah di samping adanya kenaikan jumlah
produksi dan ekspor minyak mentah Indonesia. Sejak tahun 198211981penerimaan negara
dari sektor minyak bumi dan gas alam tidak secerah talun-tahun sebelumnya sebagai akibat
adanya resesi yang melanda perekonomian dunia dalam beberapa tahun terakhir ini, dan
akhimya penurunan htga minyak dunia pada akhir tahun 1982/1983. Namun demikian
penerimaan minyak bumi dan gas alam masih mempakan penerimaa-n negara yang terbesar,
dan dalam.-tahun-tahun mefdatarg diperkirakan bahwa penerimaan minyak bumi dan gas
alam masih merupakan penerimaan negara yang cukup penting. Dengan memperkirakan
adanya kenaikan ekpor LNG sedangkan harga minyak mentah Indonesia tidak mengalarni
perubahan, dalam tahun anggara.n 198+11985 penerimaar minyak bumi dan gas elam
direncanakan sebesar Rp 10.366,6 milyar, yang terdiri dari penerimaan pajak penghasilan
minyak bumi sebesar Rp 8.895,1 milyar dan pajak penghasilan gas alam sebesar Rp 1:471,5
milyar. Jika dibandingkan dengan renca.nanya dalam APBN 198311984 yang berjumlah
Rp 8.869,1 milyar, maka berarti terdapat peningkatan sebesar Rp 1.497,5 nilya'r. Perkem-
bangan penerimaan minyak bumi dan gas alam sejak tahun 196917970 hingga tahun
l98r'./1985 dapat dilihat dalam Tabel II. 7,

2.3.1.2. Penerirnaan di luar minyak bumi dan gas alam

Dalam tahun arrgglrut 198+/1985 yang merupakan tahun awal Repelita IV, Peme-
rintah bertekad untuk tetap melanjutkan pembangunao-yang telah dicapai selama ini. Dalam
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Tabe l  I I . 6

PENERTMAAN DALAM NEGERT, L969tr97O - 1984n985
( dalam milyar rupiah )

KenaikanTahun anggaran lumlah
Jumlah Persentas€

PELITA I

1969/7970
r970t797r
197U7972
7972t7973
r973^974

PELITA II

1974tr97 5
197 5 /r97 6
19761r977
1977 t7978
r978t7979

PELITA III

r979t1980
1980/1981
198il1982
1982t7983
1983/1984 r)

PELITA IV

r984tr985 2l

2+3,7
344,6 +
+28,O +
590,6 +
967 ,7 +

100,9
83,+

162,6
377,t

+ 41,4
+ 24,2
+ 38,0
+ 63,9

+ 81,2
+ 27 ,8
+ 29,6
+ 27,7
+ 20,7

| .7 53,7
2.24r,9
2.906,O
3.535,4
4.266,r

6.696,8
70.227,0
72.212,6
12.4r8,3
13.823,6

+ 786,O
+ 488,2
+ 664,I
+ 629,+
+ 73O,7

+ 2.43O,7
+ 1.530,2
+ 1.985,6
+ 205,7
+ 1.405,3

+ 57 ,O
+ 52,7
+ 79,4
+  1 ,7
+  11 ,3

16.1491 + 2.325 ,8 + 16,8

r) AIBN
2I RAPBN
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PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1969/197O - 19E4l19E5
( dalam milyar rupiah )

6917o 7011r 71172 72173 73174 ?4115 75176 76177 11178 78179 79/80 80/81 8l/82 E2/83 83/E4 84/85
(A-PBN) (RAm.r)
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Tabe l  I I . 7

PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM, 19691197 O _ 198411985

( dalarn milyar rupiah )

e

Tahun anggaran
Pajak penghasilan

minyak burni
dan gas alam

Penerim a.an
minyak
Iainnya

Jumlah
Kena i kan

lumlah Persentase

PELITA I

7969/7970

7970/7977

7971/7972

r972/1973

t973/797+

PELITA II

7974/t97 5

r97 5/1976

7976/7977

1977 /797 8

7978/7979

PELITA III

1979/1980

1980/r  981

1987/r982

1982/1983

198311984 1 I

PELITA IV

7gu/1985 2)

48,3

68,8

172,5

198,9

344,6

17,5

30,+
28,2
37,6

37,6

6s,8
99,2

t+0,7
230,5
382,2

957,2

7.248,0

7.63 5,3

7.9+8,7

2.308,7

50,8

41 ,8

61,8

55 ,8

750,4
30,+
31,O

79,2

18,5

u,5
64,8

22,9
q 1

8,6

+

+

+

+

+

33,4

41,5

89,8

151,7

+ 57 5,0
+ 290,8
+  1R7  ?

+ 373,4
+ 36O,0

+

+

+

r|
97 3 ,7

r.249,1

L.679,4

1.9+8,7

2.308,7

15,9

1 ,1

15,9 +

+

+

4.259,6

7.019,6

8.627,8

8 L70,4

8.869,1

70.366,6

4.259,5

7.079,6

8.627,8

8.170,4

8.869,1

+ 1.950,9
+ 2.760,0

+ 1.608,2
-  + ) t , +

+ 698,7

- 70.366,6 + 1.497,5 + t6,9

I )  A P B N

2 )  R A P B N
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pade itu, Pemerintah senantiasa menyadari bahwa langkah-langkah kebijaksanaan yang aken
diambil di bidang penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam tidaklah hanya diarahken
bagi peningkatan penerimaan negara semata-mata melainkan juga diarahkan bagi penciptaen
iklim dan gairah usaha yang dapat mendorong peningkatan pendayagunaan sumber*umbcr
produl$i dan industri dalam negeri, menjamin pemerataan pendapatan dan beban pernba-
ngunan yang lebih adil, melancarkan perdagargan dalam dan luar negeri, memberikan
proteki terhadap barang-barang yang sudah dapat dan cukup diproduksi di dalam negeri,
mendorong usaha diversifikasi ekspor, melindungi pengusaha golongan ekonomi lemah,
mencken pola konzumsi mewah serta menjamin stabilitas harga. Sehubungan dengan itu,
make sistem perpajakan yang baru tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem per-
pajakan yang disatu pihak tetap menjamin adanya unsur-unzur kesederhanaan dan kepastian
hukum bagi wajib pajak sehingga mampu meningkatkan kesadarar dan perluasan wajib
pajak, sedangkan dilain pihak tetap menjamin adanya unzur progressifitas sehingga mampu
mewujudkan pemerataan pendapatan dan beban pembangunan yang lebih sezuai dengan rasa
keadilan di dalam masyarakat. Dengan adanya undang-undang perpajakan yalg baru ter-
sebut maka penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam terdiri dari penerimaanlene
rimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas
barang mewah, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, penerimaan pajak lainnya, Ipeda dan
penerimaan bukan pajak.

Dalam tahun pertama Pelita I penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam hanya
sebesar Rp 177,9 mily ar, kemudian dalam tahun pertama Pelita II penerimaan di luar
minyak bumi dan gas alam telah meningkat menjadi Rp 796,5 milyar. Penerima-ar tenebut
kemudian meningkat lagi menjadi Rp 2.437,2 milyar dalam tahun pertama Pelita IIL Me-
lihat hasil perkembangan penerimaan di lu ar minyak bumi dan gas alam beberapa tahun
terakhir dan dengan mernpertimbangkan adarya undang-undang perpajakan yang baru,
maka dalam tahun anggaran 198+11985 penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam
direncanakur sebesar Rp 5.782,8 milyat, Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan pajak
penghasilan sebesar Rp 2.451,7 milyat, termasuk di dalamnya pajak penghasilar perse-
orangan sebesar Rp 577,6 milyar dan pajak penghasi.lan badan sebesar Rp 1.873,5 milyar,
penerimaan pajak penambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewarh
sebesar Rp 958,2 milyar, penerimaan bea masuk dan cukai sebesar Rp 1.408,9 milyar yang
terdiri dari penerimaan bea masuk sebesar Rp 681,4 milyar dan penerimaan cukai sebesar
Rp 727,5 milyar, penerimaan pajak ekspor sebesar Rp 123,6 milyar, penerimaan pajak
lainnya sebesar Rp 75,4 milyar, penerimaan Ipeda sebesar Rp 150,6 milyar dan penerimaan
bukan pajak sebesar Rp 615,0 milyar. Bila dibandingkan dengan penerimaan di luar minyak
bumi dan gas alam dalam APBN 1983/1984 yia: sebesar Rp 4.954,5 milyar, maka rencana
penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam dalam RAPBN 198411985 menunjukkan
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peningkatan sebesar Rp 828,3 milyar ztar 16,7 persen. Perkembangan penerimaan di luar
minyak bumi dan gas alam sejak tahun 196911970 sampai tahun 7984/7985 dapat dilihat
pada Tab€l I1.8.

Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 yang menggantikan Undang-Undmg Pajak

Pendapatan 1944, Undang-Undang Pajak Perseroan 1925, Undang-Undang PBDR l97O dm

Undang-Undang No. 8 Tahun 1967 tentatg MPO/MPS, yang selama ini berlaku, diharapkan
dapat meningkatkan penerimaan negara dalam rangka menegakkan kemandirian di dalam
membiayai pembangunan nasional. Hal ini dimungkinkan karena sistem pajak penghasilan
yang baru ini didasarkan pada prinsip kesederhanaan, kepastian dan pemerataan. Keseder-
huraan daripada tarip pajak yang hanya. terdiri dari tiga jenis tarip pajak serta rendahnya
tarip pajak secara rata-rata dibandingkan dengan undang-undang perpajakan sebelumnya,
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, yang berarti dapat meningkatkan
efektifitas daripada pemungutan pajak. Di samping itu dalam sistem pajak penghasilan yang
baru ini, dasar pengenaan pajak juga lebih luas yaitu dengan dimasukkannya semua jenis

penerimaan ke dalam dasar pengenaan pajaknya. Beberapa fasilitas dan pembebasan yang
tadinya diperkenankan di dalam sistem perpajakan yang lama, di dalam sistem pajak peng-
h asilan yang baru tidak diperkenankan lagi. Begitu pula pegawai negeri yang penghasilannya
rnelampaui pendapatan tidak kena pajak (PTKP) wajib membayar pajak penghasilan.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yurg cukup tinggi, pemerataan
hasil-hasil pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
sesuai dengan prinsip Trilogi Pembangunan yang tetap dianut, maka kebijaksanaan di bidang
pajak penghasilan perseorangan tetap berpegang pada asas pemerataan dan keadilan dalam
pengenaan pajaknya serta sezuai dengan daya pikul masing-masing wajib pajak. Untuk lebih
memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan serta memudahkan baik bagi wajib pajak
maupun p€mungut pajak dalam pembayaran pajak peneorangan, di dalam Undang-Undang
Pajak Penghasilan 1984 antara lain ditetapkan lapisan kena pajak dan penggolongan tarip
yang lebih sederhana. Lapisan kena pajak yang semula terdiri dari 10 lapisan akan diseder-
hanakan menjadi tiga lapisan tarip saja, yaitu 15 persen untuk penghasilan sampai dengan
Rp 10 juta, 25 persen untuk penghasilan di atas Rp 10 juta sampai dengan Rp SOjuta, dan
35 persen untuk pengh asilan di atas Rp 50 juta. Dalam pada itu batas pendapatan bebas
pajak (BPBP) yang sebelumnya untuk satu keluarga suami, isteri serta tiga orang anak adalah
sebesar Rp 1.050.000,-, kini dalam bentuk penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ditingkat-
kan menjadi Rp 2.880.000,-. Dari jumlah PTKP itu besarnya PTKP untuk diri wajib pajak
adalah sebesar Rp 960.000,-, tambahan untuk wajib pajak yang kawin sebesar Rp 480,000,-
per tahun, dan untuk setiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus serta alak
angkat adalah sebesar Rp 480.000,- per tahun, yaitu untuk setiap kelu4rga yang terdiri dari
paling banyak 3 (tiga) orang. Dalam pada itu untuk isteri yang memperoleh penghasilan dari

t
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Tabe l  I I . 8

PENERIMAAN DI LUAR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
L96911970 - 1984/1985
( dalam milyar rupiah )

Kenaikan
Tahuri Anggaran Jumlah

Jumlah Persentase

PELITA I

1969/1970
r970ir97r
r977/r972
1972tr973
7973tr974

PELITA II

7974/ r97 5
197 5/1976
197611977
1977 /r978
1978t1979

PELITA III

1979/7980
7980/798r
798r/7982
1982/7983
1983/7984 t)

PELITA IV

tg84/1985 2't

777 ,9
7 L \  L

287,3
360,1
58s,5

796,s
993,9

1.270,7
1.586,7
1 ,957,+

2.437,2
3.207,+
3.584,8
4.2+7,9
+.954,5

5.782,8

67 ,5
+r,9
7 2,8

225,+

ztt,o
797,+
276,8
316,0
370,7

+79,8
770,2
377,+
663,1
706,6

37,9
17,7
25 ,3
62,6

36,0
24,8
27,8
24,9
23,+

7 4 1

31 ,6
11 ,8
18,5
16,6

76,7

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

+ 828,3

+
+

I } APBN

9 RAPBN
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usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha zuami atau anggota

keluarga yang lain akan mendapat tambahan PTKP sebesat Rp 960.000,- Dalam tahun

anggaxan lg84ll985 penerimaan pajak penghasilan perseofangan direncanakan sebesar

Rp 577,6 milyar.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, tiga lapisan tarip pajak tersebut

berlaku pula untuk pajak penghasilan yang dikenakan atas badan (pajak penghasilan badan).

Dalam sistem perpajakan yang berlaku sebelumnya, tarip pajak Perseroan yang tertinggi

adalah sebesar 45 persen, sedarigkan dalam undang-undang pajak penghasilan yang baru tarip

teninggi adalah sebesar 35 persen. Meskipun struktur tarip dalam sistern perpajakan yang

berlaku selama ini kelihatannya cukup progressif akan tetapi dalam pelaksanaannya dirasa-

kan kurang memenuhi sasaran yang diharapkan. Tingginya tarip yang berlaku telah me-

nyebabkan rangsangan bagi wajib pajak untuk menghindari pajak melalui berbagai cara yang

dimungkinkan karena rumitnya sistem perpajakan yang ada. Sebaliknya sistem yang baru

akan menghasilkan progressifitas yang lebih besar walaupun tarip maksimal bagi golongan

yang berpenghasilan tinggi akan lebih rendah. Dalam pada itu semua fasilitas keringanan

pajak yang selama ini diberikan akan dihapuskan sedangkan sebagai gantinya semua fasilitas

itu ditampung menjadi satu dan disederhanakan dalam bentuk tarip yang lebih ringan, dan

demikian pula masa- penyusutan akar lebih dipercepat. Sementaxa itu' di bidurg pajak atas

bunga, dividen dan royalty, Pemerintah telah mengambil kebijaksuraan untuk membebaskan

pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan lainnya, sedangkan Pengaturannya lebih

lanjut akan diselaraskan dengan perkembangan moneter dan perekonomian di dalam negeri.

Hal tersebut dimakzudkan untuk dapat menghimpun sebesar-besamya dana dari masyarakat

guna ikut membiayai pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan. Da.lam tahun

7984/1985 penerimaan pajak penghasilan badan direncanakan sebesar Rp 1.873,5 milyar.

Sementaxa itu, dengan adanya Undang-Undang tentang Pajak Pertambahal Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menggantikan sistem pajak

penjualan yang selama ini dianut berdasarkan Undang-Undang Pajak Penjualan tahun 1951,

diharapkan akan dapat meningkatkan jenis penerimaan ini dibandingkar penerima"an pajak

penjualan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini disebabkan karena dalam sistem perpajakan

yang baru ini antara lain lebih ditekankan unsur kesederhanaan dan kepastian di dalam

pengenaan pajaknya, sehingga mendorong kesadaran wajib pajak dalam memenuhi ke-

wajiban pajaknya. Dalam sistem baru ini tarip yang diterapkan hanya terdiri dari dua jenis

tarip yaitu O persen dan 10 persen, sedangkan bagi barang mewah dikenakan tambahan tarip

pajak klusus sebesar l0 persen dan 20 persen. Berdasarkan pertimbangan perkembangan

ekonomi, kebutuhan dana untuk pembangunan serta Pengendalian pola konsumsi mewah,

Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengubah tarip pajak pertambahan nilai tersebut

menjadi serendah-rendahnya 5 persen dan setinggi-tingginya 15 persen dan mengubah tarip

q

t



49

pajak penjualan atas barang mewah menjadi setinggi-tingginya 35 persen. Dalam undang-
undang yang baru ini tarip pajak atas barang-barang ekspor adalah o persen. Dalam sistem
yang lama, tarip pajak penjualan bervariasi antara delapan jenis tarip yaitu 0 penen, 1
persen, 2,5 persen, 5 persen, 7,5 persen, 1O persen, dan 2O persen, sedangkan tarip tertinggi
adalah sebesar 40 persen yaitu tarip pajak penjualan yang dikenakan atas kendaraan ber-
motor berbahan bakar solar seperti kendaraan bermotor jenis sedan/station wagon dan serba
guna (eep). Tarip yang sederhana yang diterapkan dalam sistem baru ini akan sangat mem.
bantu di dalam pelaksanaannya karena akan mudah dipahami baik oleh pemungut pajak
rnaupun pembayar pajak. Kemudian dalam sistem yang baru ini juga lebih tegas dan lebih
jelas ketentuan mengenai pembayaran kembali daripada pajak yang kelebihan dibayar. HaI
ini pada gilirannya memberikan rasa aman b4gi wajib pajak terutama mereka yang merasa
telah membayar lebih daripada yang seharusnya, sehingga diharapkan hal ini akan men-
dorong kepatuhan untuk membayar pajak. Dalam ketentuan undang-undang pajak pertam-
bahan nilai, juga dikenal sistem kredit, yaitu beban pajak yang telah ada pada bahan baku
yang dipakai suatu perusahaan, dapat diperhitungkur/dikurangkan dari pajak pertambahan
nilai (PPN) yang terhutang atas hasil produksi perusahaan itu, Ketentuan tersebut akan
dapat menghilangkan efek pajak berganda yang selama ini terjadi dalam sistem pajak pen-
jualan yang lama. Dengan demikian di samping mendorong wajib pajak untuk mematuhi
kewajiban membayar pajak juga menghilangkan berbagai usaha untuk melakukan integrasi
venikal antara dua perusahaan atau lebih yang s€mata-mata demi menghindari pajak dan
bukan atas penimbangan efisiensi. Dalam perdagangan luar negeri, sistem baru ini meng-
integrasikan tarip pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas barang-barang impor dan
yang dikenakan atas barang-barang produksi dalam negeri, sehingga hal ini menghindari
adanya diskriminasi terhadap barang-barang tertentu. Demikian juga pajak pertambahan
nilai yang telah dipungut atas bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang-
barang ekspor secara berkala dapat dikembalikan. Di samping itu dalam sistem yurg baru
juga terdapat batasan yang jelas daripada perusahaan-perusahaan kecil sehingga menunjang
upaya menyeragamkan beban pajak antara berbagai perusahaan yang berbeda ukurannya.
Perlakuan ini akan menghilangkan diskriminasi terhadap perusahaan-perusahaan kecil
tertentu dan dengan demikian menciptakan iklim usaha yang lebih menarik bagi golongan
ekonomi lemah. Dengar mendasarkan pertimbangan kepada sistem pajak pertambahan nilai
barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang baru tersebur serta masalah
pelaksanaannya dan administrasi pemungutannya, maka dalam RAPBN 19g4/19g5 pene-
rimaur pajak pertambalan nilai barang dan jasa dan pajak pcnjualan atas barang mewah
direncanakan sebesar Rp 958,2 milyar.

Dalam pada itu, di bidang penerimaan bea masuk, pemerintah senantiasa masih
melanjutkan dan meningkatkan kebijaksanaan yang diarahkan bagi penciptaan iklim yang

I
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dapat membina dan mendorong sena melindungi perkembangaan indusui dalam negeri.
Sehubungan dengan ini, maka bagi impor balan baku/penolong dur impor barang-barang
modd tenentu dikenakan tarip bea masuk yang lebih rendah, sedangkan tarip yang lebih
tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dzn barang-barang yang zudah dapat dan
cukup diproduksi di dalam negeri. Dalam rangka menunjang usaha pengembangan industri
pariwisata maka Pemerintah masih melanjutkan kebijaksanaan untuk memberikan fasilitas
bea masuk di bidang pariwisata dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan
Dalam Negeri yaitu berupa fasilitas yang berlaku satu kali dan hanya diberikan khusus untuk
pembangunal baru, perluasan dan/atau rehabilitasi hotel-hotel yang diadakan di daerah-
daerah wisata yang menurut daftar skala prioritas (DSP) penanaman modal masih dinya-
takan terbuka. Di bidang sistem pentaripan, dengan rnempertimbangkan perkembangan
ekpor dan impor yang semakin pesat, maka Pemerintah sejak J anuari 1981 telah meng-
gantikan sistem Brusels Tariff Nomenclature (BTN) dengan sisterh Customs Cooperation
Council Nomenclature (CCCN) yaitu suatu sistem pentaripan barang baik impor maupun
ekspor yang lebih terperinci sehingga lebih menjamin ketepatan dan kemudahan dalam
pelaksanaannya. Sementara itu sejalal dengan langkah-langkah kebijaksanaan di bidang
pentaripan, maka usaha-usaha penanggulangan penyelundupan berupa peningkatar ketram-
pilan aparat pabean serta kelarcaran arus dokumen baik irnpor maupun ekspor, senantiasa
mendapatkan perhatian Pemerintah yang lebih serius. Dalam hubungan ini pada tanggal 18
Januari 1982 Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan tentarg penyempurnaan ketatalak-
sanaan pabean di bidang impor yang dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran arus
dokumen dan barang. Berdasarkan langkahtangkah kebijaksanaan yang telah dilaksanakan
tersebut di atas dan perkiraan mengenai perkembangan irnpor serta komposisi impor dalam
tahun.1984/1985 yang akan datang, maka dalam RAPBN tahun 1984/1985 penerimaan bea
masuk direncanakan sebesar Rp 681,4 milyar. Bila dibandingkan dengan rencana pene-
rimaan bea masuk dalam tahun 1983/1984 maka berarti penerimaan bea mazuk dalam
RAPBN 1984/1985 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 3,4 milyar.

Salah satu penerimaan negara yang cukup menonjol peranarnya di dalam pene-
rimaan di luar minyak bumi dan gas alam adalah penerimaaa cukai, yang terdiri dari cukai
tembakau, cukai gula, cukai bir dan cukai alkohol sulingan. perkembangan penerimaan cukai
ini dipengaruhi antara lain oleh perkembangan produksi, penyezuaian harga untuk penge-
naan cukai gula, bir, alkohol zulingan dan pita cukai tembakau, peningkatan daya beli
masyarak4t serta intensifikasi pemungutannya. Meskipun penerimaan cukai tembakau
merupakan bagian terbesar di dalam penerimaan cukai dan masih dapat ditingkatkan terus,
akan tetapi kebijaksanaan Pemerintah di bidang cukai tembakau juga diarahkan untuk
membaltu perkembangan industri rokok dan hasil tembakau dalam negeri terutame bagi
produsen yang tergolong lemah dan yang banyal< menyerap tenaga kerja. Dalam hubungan
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ini sejak tanggal 1 Nopember 1983 Pemerintah telah memberlakukan ketetapan banr me-
ngenai pembebasan sebagian cukai hasil tembakau, yaitu terhadap perusahaan sigaret kretek
tangan (SKT) yang produksinya lebih dari 4 milyar batang setahun dikenakur tarip 25
persen dari harga pita cukai, yang produksinya alltarl 75O juta sampai dengan 4 milyar
batang setahun dikenakan taip 22,5 persen dari harga pita cukai, sedangkan yang produksi
nya antaxa 100 juta sampai dengan 750 juta batang setahun dikenakan tarip 20 persen dari
harga pita cukai dan bagi perusahaan yang produksinya 100 juta batang atau kurang setahun
dikenakan tarip 15 penen dari harga pita cukai. Sebelumnya terhadap sigaret ketek tangan
yang produksinya lebih dari 750 juta batang setahun dikenakan tarip cukai 25 persen dari
harga pita cukai, yang produksinya antara 100 juta dan 750 juta batang setahun dikenakan
tarip cukai 20 persen dari harga pita cukai dan bagi perusahaan yang produksinya setahun
100 juta batang atau kurang dikenakan tarip cukai 15 persen dari harga pita cukai, Semen-
tara itu Pemerintah juga melakukan penyesuaian harga dasar dalam memungut jenisjenis
cukai lainnya, yaitu antara lain dengan menaikkan harga dasar untuk memungut cukai bif
dari Rp 400,- per litemya menjadi Rp 500,- per liternya sejak tanggal 1 Oktober 1983.
Dalam pada itu untuk menjaga kesehatan konsumen maka bagi bir yang rusak dan harus
dimusnalkan akan diberikan pengembaliaa cukainya. Sedangkan harga dasar cukai gula yang
berlaku sejak bulan April 1981 masih berlaku hingga kini, yaitu untuk jenis SHS-I, SHS-II,
HS-I dan HS-II masing-masing sebesar Rp 3 5.000,- per kuintal, Rp 34.850,- per kuintal,
Rp 34.700,- per kuintal dan Rp 34.550,- per kuintal. Berdasarkan pertimbangan atas lang-
kahJangkah intensifikasi pemungutan cukai yang akan dilaksanakan, prospek perkembangan
produksi serta ekonomi maryarakat pada umumnya dan penyesuaian harga dasar yang
telah dilalukan untuk memungut cukai bir serta tarip cukai tembakau, maka dalam RAPBN
198411985 penerimaan cukai direncanakan sebesar Rp 727,5 milyar, yang berarti Rp 39,6
milyar lebih besar daripada rencana penerimaan cukai dalam tahun anggaran sebelumnya.

Sementara itu, penerimaan pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan yang nerupa-
kan salal satu penerimaan negaru yzrng berasal dari kegiatan ekspor, sejak beberapa tahun
belakangan ini terus mengalami penumnan di dalam realisasinya. Penurunan ini di samping
disebabkan oleh menurunnya nilai maupun volume ekspor Indonesia sebagai akibat penga-
ruh resesi ekonomi dunia, juga disebabkan oleh kebijaksanaan Pemerintah untuk memberi-
kan penurunar tarip pajak serta pembebasan pajak ekspor maupun pajak ekspor tambahan
(PET) atas beberapa komoditi tertentu. Pemerintah menyadari bahwa peningkatan ekspor
sangat penting artinya bagi peningkatan pendapatan petani produsen barang ekspor dan
elaportir, penerimaan devisa, perluasan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan.
Oleh karena itu dalam tahun anggaran 198411985, kebijaksanaan di bidang pajak ekspor
akan tetap diarahkan untuk menunjang berbagai usaha dan kebijaksanaan Pemeriltah di
dalam meningkatkan daya saing komoditi ekspor Indonesia di pasaran intemasional. Se-
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mentiua itu, dalam undanglndang perpajakan yurg baru khususnya UndangUndang ten-

tang Pajak Penambahur Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, bagi

barang-barang ekspor tidak dikenakan pajak pertambahur nilai, atau taripnya addah nol
persen. Selain itu, pajak pertambahan nilai yang telah dipungut atas balan baku yang
digunakan unok memproduki barang-barang ekspor secara berkala dapat dikembalikan.
Hal hi diharapkan akan dapat meningkatkan gairah usaha bagi eksportir dan produsen
barang ekspor untuk mengembangkan usaha ekspornya.

Dengan mempenimbangkan berbagai langkah dan kebijaksanaan Pemerintah di
bidang pajak ekspor tersebut di atas dan memperkirakan keadaan perekonomian internasio-
nal serra pasaran bagi komoditi-komoditi ekspor Indonesia yang nampaknya semakin
membaik dalam tahun ,nggaran mendatang, maka dalam RAPBN 1984i 1985 penerimaan
pajak ekspor termasuk pajak ekspor tambahan direncanakan sebesar Rp 123,6 milyar. Bila
dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak ekspor dalam APBN 1983/1984 sebesar
Rp 88,1 milyar, maka berarti meningkat sebesar Rp 35,5 milyar atau 4O,3 persen.

Penerimaan pajak lainnya yang terdiri dari pajak kekayaan, bea meterai dan Lrea
lelang dalam tahun arggaran 798411985 direncanakan sebesar Rp 75,4 miJyar. Bila diban-
dingkan dengan APBN 1983/1984 yang menganggarkan sebesar Rp 63,4 milyar maka berarti
terdapat kenaikan sebesar Rp 12,0 milyar atau 18,9 persen. Kebijakanaan Pemerintah
dalam jenis penerimaan ini adalah t€nrtarna untuk mengurangi perbedaan pendapatan yang
terlalu besar antara golongan masyarakat berpenghasilan tinggi dan golongan masyarakat
berpenghasilan rendah serta untuk dapat menciptakan terwujudnya pola hidup sederhana
yang dapat memperkokoh solidaritas sosial. Dalam hubungan ini telah ditetapkan tarip baru
untuk pajak kekayaan yaitu yang semula ditetapkan tarip sebesar 5 permil telah dinaikkan
menjadi satu persen yang berlaku untuk perhitungan pajak kekayaan tahun 1983. Selain itu,
kebijaksanaan Pemerintah tidak ha.nya diarahkan bagi peningkatan penerirnaannya semata-
mata melainkan juga diarahkan dalam rangka menunjang sektor-sektor yang perlu mendapat
prioritas dan perlindungan terutama pengusaha golongan ekonomi lemah serta koperasi,
Oleh karena itu, dalarn rangka pembinaan Koperasi Unit Desa dan demi kelancaran pelak-
sdraan tata niaga cengkeh produksi dalam negeri, maka sejak bulan Maret 1980 telah di-
berikan keringanan berupa penurunan bea meterai. Atas tanda bukti pemberian kredit dalam
rangka pelakanaan tata niaga cengkeh tidak dikenakan bea meterai kredit sebesar satu
permil melainkan cukup dikenakan bea meterai umum Rp 25,- tiap lembarnya.

Dalam pada itu penyezuaian tarip Ipeda yang mulai berlaku dalam tahun takwin
1983 tetap dilaksanakan dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan Ipeda, khusumya
Ipeda sektor perkotaan dengan tarip yang disesuaikan dengan perkembangan nilai sewa/nilai
jual tanah dan bangunan. Sedangkan untuk meningkatkan penerimaan Ipeda sektor pe-
desaan dilakukan cara yang lebih praktis dan seragam yaitu taripnya dibedakan antara tanah
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sawah den tanah darat dan dibedakan pula sezuai dengur luasnya, Selain itu untuk mencapai

sasaran pembebanan yang lebih adil dan merata telah dilakukan penyederhanaen klasiftkasi

tanah dan sistem pentaripannya. Dalam tahun 1984/l985penerimaan lpeda direncanakan

sebesar Rp 150,6 milyar, yang bila dibandingkan dengan rencahanya dalam APBN

19831198+ sebesar Rp 130,3 milyar maka berarti terdapat kenaikan sebesar Rp 20,3 milyar

atau 15,6 persen.

Penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan negara di luar pajak, bea masuk

dan cukai, baik yang diperoleh di dalam negeri maupun luar negeri yaitu antara lain terdiri
dari penerimaan berbagai Departemen/Lembaga Non Departemen seperti penerimaan
pendidikan, penerimaan penjualan, penerimaan jasa, penerimaan kejaksaan dan peradilan,
serta berbagai penerimaar lainnya. Dalam penerimaan bukan pajak termasuk pula pene-

rimaan bagian Pemerintah daripada laba perusahaan negara/trank negara serta iuran hasil
hutan dan royalty. Dalam perkembangannya realisasi penerimaan bukan pajak pada umum-

nya menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Dalam tahun 197911980 realisasi
penerimaan bukan pajak adalah sebesar Rp 187,3 milyar kemudian meningkat menjadi
sebesar' Rp 315,7 milyar, Rp 336,4 milyar, dan Rp 435,6 milyar, masing-masing dalam
tahun 1980/1981, 798111982, d,an 1982/7983. Dalam tahun 198411985 yang merupakan

tahun awzl Repelita IV jumlah penerimaan bukan pajak direncanakan sebesar Rp 615,0
milyar, yang apabila dibandingkan dengan APBN 198317984 mengalami peningkatan sebesar
Rp 113,0 milyar. Peningkatan tersebut diharapkan melalui peneniban dan intensifrkasi
penerimaan bukan pajak pada semua Depaxtemen dan Lembaga Non Departemen serta
Badan Usaha Milik Negara dan Bank-bank Pemerintah.

2.3.2. Penerimaan pembangunan

Usaha pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah memberikan

hasil-hasilnya yang nyata berupa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan. Di samping itu berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan terasa
semakin beraneka ragam serta semakin luas dimensinya. Hal ini pada gilirarrnya menumbuh-
kan kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang semakin meningkat pula baik dalam mutu
maupun jenisnya, sehingga menghendaki kebutuhan dana investasi yang semakin besar pula
untuk terus melanjutkan pemburgunan. Di dalam trpaya memobilisasi dana pembangunan,
meskipun usaha penggalian sumber-sumber dana dari dalam negeri terus menerus dilakukan,
dana yang bersumber dari luar negeri sampai saat. ini masih diperlukan sebagai pelengkap.
Dalam RAPBN 1984/7985, penerimaan pembangunan yang merupakan penerimaan yang
berasal dari bantuan luar negeri direncanakan sebesar Rp4.411,0 milyar, yang dapat di-
bedakan menjadi dua golongan yaitu baltuan program dan banruan proyek, mashg-masing
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direncanakan sebesar Rp 39,5 milyar dan Rp 4.37f ,5 milyar. Di dalam penggunaan nya dul.a-
bantuan luar negeri ini senantiasa diaralkan untuk membiayai proyek-proyek produktif
yang mempunyai dampak langsung dan nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara
adil dan merata. Perkembangan bantuan luar negeri selama tahun 1969/797o hingga tahun

198+/1985 dapat dilihat dalam Tabel IL9.

2.3 .3 , Pengeluaran rutin

Pelaksanaan pengeluaran rutin selama Pelita I, II dan III melalui pembiayaan

belanja pegawai, belanja barang dan subsidi daerah otonom selalu ditujukan untuk men-

dukung kebijaksanaan Pemerintah di dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyara-

kat sena mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan pembangunan terutama untuk meme-

nuhi biaya-biaya operasional, pengawasan pelaksuraan dan pemelihataan hasil-hasilnya.

Sedangkan dilain pihak untuk memungkinkan adanya peningkatan Tabungan Pemerintah,

maka pengeluaran rutin tersebut dilaksanakan dengan hemat dan terarah yaitu dengan

lebih memperhatikan efisiensi penggunaannya serta lebih selektif di dalam pengutamaut
jenis-jenis pengeluaran rutin yang berprioritas tinggi. Hal ini dilakukan untuk menghimpun

kemampuan sendiri di daJam pembiayaan pembangunan nasional.

Selanjutnya di dalam pengeluaran rutin dicakup pula pengeluaran-Pengeluaran

unruk pembayaf,an bunga dan cicilan hutang baik berupa hutang dalam negeri maupun

hutang luar negeri serta lainJain pengeluaran rutin yang antara lain menampung pembiaya-

an subsidi bahan bakar minyak. Untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri,

Pemerintah akan melunasi pembayaran sebagaimana telah dijadwalkan dalam pe{anjian

yang telah disetujui.

Sejalan dengan perkembangur dan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut di atas,

maka realisasi pengeluaran rutin menunjukkan peningkatur-peningkatan yaitu dari sebesar

Rp 216,5 milyar pada awal Pelita I, meningkat menjadi sebesar Rp 2.743,7 milyar pada

akhir Pelita II. Selanjumya dalam tahun 798217983 realisasi pengeluaran rutin tersebut

mencapai jumlah sebesar Rp 6.996,3 milyar, dan dalarn APBN 198311984 pengeluaran

rutin dianggarkan sebesar Rp 7 -27 5,1 miyar. Perkembangan pengeluaran rutin tersebut

dapat dilihat dalam Tabel II.10 dan Grafik II.8.

Kebijaksanaan pengeluaran rutin dalam pelaksanaan awal Pelita IV tahun

198411955 masih tetap melanjutkar kebijaksanaan yang telah digariskan dalam Pelita III

yaitu berlandaskan kepada Trilogi Pembangunan dengan prioritas utarna Pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya yang didukung oleh pernrmbuhan ekonomi dan stabilitas

nasional yang mantap. Dalam hubungan ini, maka pemerataan dibidang pendidikan dan

kesehatan didukung Pemerintah mela.lui pelaksanaan subsidi daerah otonom yang diPer-

I

t



) )

Tabe l  I I .  9

BANTUAN LUAR NEGERI, 196917970 _ 198411985

( dalam milyar rupiah )

Banat an
JUmlan

Kena i kan
Tahun anggaran

PELITA I

1969t1970
r970lt97l
197Ur972
t972tL973
1973n974

PELITA II
1974/1975
1975tr976
r976t7977
197717978
1978/1979

PELITA III
1979/1980
1980/1981
l98t/1982
t982/L983
1983/198/. tl

PELITA IV
tg8/.t19854

97,0
120,+
135,5
757,8
203,9

232,O
49r,6
783,8
773,4

1 .03  5 ,5

i .3  81 ,1
1.493,8
r.709,0
1.940,0
2.7+1,8

4.4ll,o

65,7
78,9
90,5
95,5
89,8

36 ,1
20,2
lo,2
3  5 ,8
48,2

64,8
6+,1
+5,L
15 ,1
5,0

39,s

25,3
41,5
45,o
62,3

114,1

195,9
471,4
773,6
737,6
987,3

r.316,3
1.429,7
r.663,9
r.92+,9
2.736,8

4.377,5

+
+
+
+

29,4
' l <  1

22,3
46,1

28,1
259,6
292,2
lo,+

262,1

345,6
112,7
2t5,2
237,O
801,8

+ 32,'
+ L2,5
+ 16,5
+ 29,2

+  13 ,8
+ 11  1 ,9
+ 59,4
-  1 ,3
+ 33,9

+

+

+

+

+ 33,+
+  9 7

+ 74,4
+  13 ,5
+ 47,3

+ 1.669,2 + 60,9

1 ) A P  B N

2 } R A P B N



56

o:

BaEli EfrssB
$ B E H E  c q 6 i l t ' l

: ; o i c { N 6 l

-. ^l -.: -.ic \ l : : 6 i  6 i d ' + + G

sE'$HH
3s$3S

+ + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +

I
F @ o $ ( o - 1 6 l q € " { i

d i$H; *  56RPE

6! o) C'{ () 0t .')

. :  - i . . i  - ' i  o i  d i  c t  d . j
c i r i '  +  +  g * F F

. o 6 r o r l o f )
i : -  i i  6 . i  d  d t a i d o i + -
6 ! ? ^ J r € < o r t r . . 1
; S + t o F  9 t C \ q

3339H

d i o . i n : d

tl (o. \ .o- 61
€ o q ' i 6

z
Z A

E<

q o 1  o r  c l  4 -  o r q d l o l o .
o i i + , ( D o { f l q | l f
f i - . i . i r f ) r . ! ( o +

;

6 f ) o ' 6 9
o d d i i j d
N 6 6 c | D

o i 6 ! 6 +

o r < D o r o | o :

/ o o F N a o
i 1  € N N t s N
! l o t o o r q i a l

H

1 (D- .o- ot r- .o- o- (o- dl .'l 1
:sRs$ 63x3R E
O o . i t o ; F O @ O r O r s !
j  j i o , i d {  + s i l d d r  o

t

+

F d \ f l l b

€ 3 d ) c { . i ) N

o € c o r . l o

+ + + + +E

EI

E

e

+

. :  o l  o .  o l  c o ^  q  q . . l  s \ r ( o t s a
d  o d o d r ' r d d

o i o , F g  ; R : * Ft c \

( o o o c D c o o o

N C . { 6 + r

_ o r q r o ) o a r

, o r o i o . r d )

r i : : : : - i

td



t

c i r f i k  t r . 8
ptrN(iELUARAN RUTIN, 1969/1970 - l9tt4l19a5

( dalam milYar ruPiah )

5

:g,?oIgn1l|s7l|\2wn.'sn|74Hq|w768n77ts71|781g.N79l9BE01g}8llsl/821wJ831-s/&41984/85'
(A?BN)(R PBN)



|t

58

gunakan untuk membiayai penarnbahan jumlah guru-guru sekolah dasar Inpres, tenaga
perawat dan tenaga medis Puskesmas di daerah-daerah, Kemudian pemerataan kesemPatan
kerja dan berusaha didorong Pemerintah melalui ketentuan yang tercantum dalam Keppres
No. 14 A tahun 1980 dan penyempurnaannya Keppres No. 18 tahun 1981, dimana dalam
pelakanaan belanja barang terutama diarahkan kepada pembelian barang-barang hasil
produksi dalam negeri dari pengusaha golongan ekonomi lemah dan pengusaha setempat.
Selain itu guna menciptaka-n adanya peningkatan Tabungan Pemerintah, maka penghemat-

an dalam pelaksanaan pengeluaran rutin tahun 1984/1985 akan tetap dilakukan melalui

penguti naan jenis pengeluaran rutin yang berprioritas tinggi dzn pengendalian belanja
barang kebutuhan Pemerintah, tanpa mengabaikan upaya peningkatan pelayanan Pemerin-

tah kepada masyarakat serta upaya pengamanan dan pemeliharaan kekayaan negara dari
proyek-proyek hasil pembangunan. Sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan Pemerin-
tah kepada masyarakat yang memerlukan peningkatan kesejahteraan pegawai, maka dalam
APBN tahun 198+11985 direncanakan untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil/ABRI
dan pensiunan sezuai dengan tingkat kemampuan keuangan negara.

Atas dasar kebijaksanaan di bidang pengeluaran rutin tersebut, maka pengeluaran
rutin dalam tahun 1984/1985 ditencanakan sebesar Rp 10.101,1 milyar yang berarti
Rp 2.826,0 milyar atau 38,8 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan APBN
1983/798+. Jumlah tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 3.189,5 milyar, belanja
barang sebesar Rp 1.263,9 milyar, subsidi da€rah otonom sebesar Rp 1.784,6 milyar,
pembayaran bunga dan cicilan hutang sebesar Rp 2.686,1 milyar serta lain-lain pengeluaran
rurin sebesar Rp l-177,O milyar.

2.3.3.1. Belanja pegawai

Upaya peningkatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat antara lain diwujud-
kan melalui peningkatan baik kuantitas maupun kualitas dan penertiban aparatur negara,
penyempurnaan organisasi dan administrasi serta peningkatan kesejahteraan pegawai negeri
sipil/ABRI dan pensiunan. Selaras dengan tingkat kemampuan keuangal negara maka
Pemerintah secara bertahap telah meningkatkan kesejahteraan pegawai, antara lain pada
tahun 1977 berupa peningkatan gaji pokok pegawai negeri sipil/ABRI serta penyesu3ian
besarnya pokok pensiun. Kemudian dalam tahun 1979/798O Pemerintah telah memberikan
tarnbahan gqi brgi pegawai negeri sipil/ABRI dan pensiunan berupa gaji bulan ke 13 dan
ke 14. Da.lam tahun 1980/1981 dan tahun 198117982 Pemerintah telah pula menaikkan
gaji pegawai negeri sipil/ABRI dan pensiunan berupa tunjangan perbaikan penghas.ilan
(TPP). Demikian pula dalam tahun 1983/1984 Pemerintal telah memberikan gaji bulan ke
13. Selanjutnya dalam tahun angga'rut 1984/1985 kepada pegawai negeri sipil/ABRI dan
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pensiunan direncanakan diberikan lagi kenaikan gaji sebesar 15 persen dat'. gaji ymg
dibayarkan.

Dengan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, maka belanja pegawai
mengalami perkernbangan yang meningkat. Bila pada awal Pelita I realisasinya berjumlah
sebcser Rp 103,8 milyar, dan menjadi sebesar Rp 1.001,6 milyar pada akhir Pelita II, maka
pada tahun keempat Pelita III telah mencapai jumlah sebesar Rp 2,418,1 milyar. Selanjut-
nya dalam APBN 1983/1984 belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp 2.597,5 milyar dan
dalam tahun anggaran 1984/7985 belanja pegawai direncanakan sebesar Rp 3.189,5 milyar.

Jumlah tersebut terdiri dari tunjangan beras sebesar Rp 415,7 milyar, pembayaran gaji/-
pensiun sebesar Rp 2.307,9 milyar, uang makan/lauk pauk sebesar Rp 286,6 milyar, lain-lain
belanja pegawai dalam negeri sebesar Rp 99,9 milyar dan bela-nja pegawai luar negeri sebesar
Rp 79,4 milyar. Perkembangan belanja pegawai dapat dilihat dalam Tabel II.1l.

2.3.3.2. Belanja Barang

Sejalan dengan semakin berkembangnya tingkat kegiatan pembangunan, maka
diperlukan pula peningkatan belanja barang untuk memenuhi biaya pengamanan, pemeli
haraan dan kelancaran operasinya. Namun demikian peningkatan belanja barang tersebut
selalu disertai dengan usaha penghematan serta pengawasar yarg tepat dan cermat melalui
sistem pengendalian dan pengadaan yarg dikoordinasi seiara terpusat. Dengan adanya
sistem koordinasi terpusat tersebut, maka pengadaan atau pernbelian barang/peralatan yang
diperlukan Departemen atau Lembaga Pemerintah Non D€partemen akan sesuai dengin
prioritas dan anggaran yang disediakan, sehingga pelakanaannya dapat berjalan lancar,
berdaya guna dan berhasil guna. Sementara itu untuk lebih mendorong pengembangan
usaha nasional terutama dalam rangka pemerataan kesempatan kerja dan bemsaha bagi
golongan ekonomi lemah, maka pelaksanaan belanja barang tersebut juga diarahkan kepada
pembelian barang hasil produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh pengusaha golongan
ekonomi lemah dan pengusaha setempat. Sehubungan dengan itu untuk lebih mengem-
bangkan kemampuan golongan ekonomi lemah, maka Keppres nomor 14A tahun 1980
tentang pedoman pelaksanaan APBN telah disempurnakan dengan Keppres nonor 18 tahun
1981. Dengan penyempumaan Keppres tersebut, partisipasi pengusaha golongan ekonomi
lemah dalam pelaksanaan pembangunan akan lebih luas lagi dan sekaligus akan mencipta-
kan peningkatan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha.

Berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, dalam tahun 1984/1985 belanja
barang direncanakan sebesar Rp 1.263,9 milyar yang berarti meningkat sebesar Rp 115,0
milyar bila dibandingkan dengan APBN 798311984.. Jumlah belanja barang dalam tahun
198411985 sebesar Rp 1.263,9 milyat tersebut t€rdiri dari belanja barang dalam negeri
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sebesar Rp 1.207,8 milyar dan belanja barang luar negeri sebesar Rp 56,1 milyar.

2.3.3.3. Subsidi daerah otonom

Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri/ABRl dan pensiunan, selain ditujukan
kepada pegawai negeri pusat, juga ditujukan bagi pegawai daerah otonom. Oleh karena itu
sejalan dengan kenaikan belanja pegawai maka zubsidi daerah otonom senantiasa meng-
alaani peningkatan pula setiap tahunnya. Kenaikan tersebut selain disebabkan oleh adanya
penyesuaian gaji pegawai dan tunjangan beras serta penambahan formasi pegawai daerah
otonom juga dikarenaka.n subsidi daerah otonom menampung pula pembiayaan untuk
penambahan guru-guru sekolah dasar Inpres serta t€naga perawat dan tenaga medis Pus-
kesmas. Di samping itu sejak tahun 1977/1978 subsidi daera.h otenom menampung biaya
penggantian sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sekolah daSt yang telah dihapuskan,
dan sejak tahun 1981/1982 zubsidi daerah otonom menampung pula gaji lurah dan pe-
rangkatnya serta tunjangan pamong desa daerah minus. Selanjumya untuk lebih menunjang
pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, maka dalam tahun
798+1L985 direncanakan pula untuk menambah jumlah guru sekolah dasar Inpres, tenaga
perawat serta tenaga medis Puskesmas di daerah{aera}r.

Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, maka pengeluaran subsidi daerah otonom
dalam tahun anggaran I98+/1985 direncanakan sebesar Rp 1.784,6 milyat. Bila dibanding-
kan denga-n APBN tahun 198317984 maka rencana anggaran tersebut meningkat sebesar
Rp 396,2 milyar atau 28,5 penen. Dari anggaran yang disediakaa untuk zubsidi daerah
otonom tahun 7984/1985 tersebut, zubsidi daerah Irian Jaya disediakan sebesar Rp48,2
milyar dan untuk daerah otonom lainnya sebesar Rp 7.736,4 mrlyar.

2.3 .3 .4. Bungt dan cicilan hutang

Pembayaran bunga dan cicilan hutang pada prinsipnya dilaksanakan sezuai dengan
jadwal pernbayaran yang telah disetujui sebelumnya. Sebagian besar dari pembayaran
bunga dan cicilan hutang tersebut adalah merupakan kewajiban pembayaran bunga dan
cicilan hutang yang berasal dari pinjaman luar negeri yang terurama dipergunakan untuk
membiayai berbagai proyek dan kegiatan-kegiatan produktif. Dalam rahun l981ll993
pembayaran bunga dan cicilan hutang rnencapai jumlah sebesar Rp l.ZZ4,5 milyar dan
ddam APBN 1983/1984 pembayaran bunga dan cicilan hutang dianggarkan sebesar
Rp 1.416,8 milyar. Dalam tahun 1984/1985 pembayaran bunga dan cici.lan hutang direnca-
nakan sebesar Rp 2.686,1 milyat, yang terdiri dari pembayaran bunga dan cicilan hutang
luar negeri sebesar Rp 2,656,7 milyar dan pembayaran bunga dan cicilan hutang dalam
negori sebesar Rp 30,0 milyar. Meningkamya rencana pembayaran bunga dan cicilan hutang
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luar negeri berhubungan erat dengan adanya penyesuaian kurs rupiah pada awal tahun
anggiran 198311984.

2.3,3.5. Laintain pengeluaran rutin

Lain-Iain pengeluaran rutin selain menampung pengeluaran-pengeluaran non

departemental seperti biaya surat-menyurat, giro pos, bebas porto dan biaya pemilu, juga

menampung pula pengeluaran-pengeluaran untuk subsidi pangan dan subsidi bahan bakar

minyak. Perkembangan lainJain pengelu aran rutin dalam pelaksanaan Pelit4 III mengalami

peningkatan yang semakin besar yang terutana disebabkan oleh kenaikan subsidi pangan

dan subsidi bahan bakar minyak. Kebijaksanaan Pemerintah dalam pernberian zubsidi

tersebut didasarkan kepada penyediaan bahan kebutuhan pokok didalam negeri sena untuk

menunjang usaha stabilisasi harga.

Ddam tahun angga.ran 198411985 lain-lain pengeluaran rutin direncanakan sebesar

Rp l.l77,O milyar, yang berarti meningkat sebesar Rp 453,5 milyar bila dibandingkan

dengan lfi-lain pengeluaran rirtin dalam AIBN 1983/1984. Jumlah sebesar Rp 1.177,0
milyax tersebut terdiri dari subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp 1.147,0 milyar serta

pengeluaran untuk biaya surat-men)rurat, gro pos, bebas porto dan lain-lain sebesar Rp 30,0
milyar. Rencana pengeluaran ruth dan pengeluaran pembaagunan dalam tahun 198+11985
dapat dilihat dalam Tabel II.15 dan Tabel II.16.

2.3.4. Tabungan Pemerintah

Prinsip anggaran berimbang dan dinamis adalah zuatu prinsip anggaran yang sangat
berkaitan dengan kemampuan Pemeriltah dalam membentuk Tabungan Pemerintah yang

merupakan surplus dari penerimaan dalam negeri setelah dikurangi pingeluaran rutin. Hal ini

dimungkinkan dengan upaya oeningkatan penerimaan dalam negeri yang dilakukan melalui

usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak, penyempurnaan adminisnasi dan

penyederhanaan prosedur perpajakan serta pembenahan aparatur perpajakan baik mental

maupun disiplin, yang disertai dengan penghematan dan pengarahan di dalam penggunaan

pengeiuaran rutin secara terus menerus. Dengan upaya tenebut diharapkan Tabungan
Pemerintah dapat semakin meningkat, sehingga peranan Tabungan Pemerintah menjadi

semakin besar di dalam membiayai pembangunan nasional. Tabungan Pemerintah dalam

tahun 1984/1985 direncanakan mencapai jumlah sebesar Rp 6.o48,3 milyar.

Perkembangan ekonomi dalam negeri akhir-akhir ini yang sangat dipengaruhi oleh
petkembangan ekonomi dunia, telah menyebabkan perlunya diadakan penyezuaian-penye-

suaian dalam pelaksanaan APBN, Seperti diketahui, denga.n menurunnya harga minya.k
mentah dipasaran dunia yang menyebabkan penurunan hasil ekspor Indonesia dan sekaligus

t
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juga penerimaan dalam negeri dalam APBN, maka anggaran berimbang mengharuskan

adanya penyezuaian yang serupa dibidang pengeluaran. Akan tetapi sifat daripada sebagian
terbesar jenis-jenis pengeluaran nrtin tidak memungkinkan diadakan penyezuaian secara
proporsional pada pengeluaran ini. Sebagai akibamya maka Tabungan Pemerintah yang

diperkirakan dapat dihirnpun pada talrun 198+17985 adalah lebih rendah daripada yang
direncanakan dalam APBN 7983/1984, Perkembangan realisasi Tabungan Pemerintah
dapat dilihat pada Tabel II.12, Tabel II.13 dan Grafik II.9, sedangkan perkembangan
Tabungan Pemerintah sebagai sumber dana pembangonan dapat dilihat pada Grafik II.10.

2.t.5. Pengeluaran pembangunan

Sampai dengan pelakanaan Pelita III, dana pembangunan yang telah dihirnpun
sejak Pelita I sampai dengan yang direncanakan dalam AIBN 1983/1984, diperkirakan akan
mencapai jumlah sebesar Rp 43.879,5 milyar, yang terdiri atas pembiayaan rupial sebesar
Rp 31.353,9 m yar dan bantuan proyek sebesar Rp 12.525,6 milyar. Pengeluarar pemba-
ngunan sebesar Rp 43.879,5 milyar tersebut sebagian besar direalisir pada Pelita III yang
diperkirakan akan mencapai jumlah sebesar Rp 33.520,3 milyar atau sekitar 27 kali dari
jumlah dana yang dapat dihimpun selama Pelita L Pengeluaran pembangunan selama Pelita
III tersebut ditujukan pada kedelapan belas sektor pembargunan dengan bagian terbesar
ditujukan pada sektor pertanian dan pengairan, sektor perhubungan dan pariwisata, serta
sektor pertambangan dan energi, yaitu masing-masing sebesar Rp 4.646,1 mrlyar,
Rp 4.236,6 milyar dan Rp 3.991,4 milyar. Selanjutnya alokasi yang besar juga ditujukan
kepada sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, sektor pembangunan daerah, desa dan kota, serta sektor industri,
yang masing-masing memperoleh Rp 3.694,3 milyar, Rp 2.928,4 milyar dan Rp 2.255,3
mi.lyar. Dengan demikian pengeluaran untuk keempat sektor utama yaitu sektor pertanian
dan pengairur, sektor perhubungan dan pfiiwisata, sektor pertambangan dan energi, serta
sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, dalam Pelita III diperkirakan masing-masing akan mencapai 13,9 persen,
12,7 persen, 11,9 persen dan 11,0 persen dari seluruh pengeluaran pembangunan. Sedangkan
untuk sektor pembangunan daerah, desa dan kota, serta sektor indusui masing-masing akan
mencapai sebesar 8,7 persen dan 6,7 persen dari perkiraan pengeluaran pembangunan dalam
Pelita III. Hal ini berarti bahwa pengeluaran pembangunan untuk keenam sektor tersebut
diperkirakan akan mencapai sebesar 64,9 persen dari seluruh pengeluaran pembangunan
dalan Pelira III.

Pembangunan sektor pertanian dan pengairan selain ditujukan untuk meningkatken
produksi penania:r dalam memenuhi kebutuhan putgan dan meningkatkan ekspor, sekaligus
juga untuk meningkatkan pendapatan sebagian terbesar rakyat pedesaan, meningkatkan arus
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DANA PEMBANGUNAN, 1969/1970 - 198411985

( daldn milyar rupiah )

Bsrio rgq?l rs7tl72 tsr2i3 :gnflt' lg7q75 9rfi6 w77 tsnns sq1s u4/80 rs/81 Mlf82 lrya9 1983,84 19e4p6.
(AIM{} (RAPBN)

*l Di luar Bantuan Frovek

65

t

a

t

Tabungan P€merintah

Nilai Iawrn Bantuan hogram



t

66

transmigrasi serta untuk menjadikan pertanian semakin kuat guna mendukung pembangunatl

sckor industri. Di samping itu pernbangunan sektor tersebut juga ditujukan pada penye

ldDetan hutan, tanah dan 
"i" 

yang berfungsi sebagai pengaman daerah produksi, daerah

pemukiman yang padat penduduk dan jalurjalur pengangkutan, terhadap gangguan bencana

banjir.

Peranan pembangunan sektor perhubungan dan pariwisata dalam Pelita III telsh

rnenjadi sgmakin penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Sehubungan dengan

itu terus dilakukan peningkatan prasarana dan sarana di bidang perhubungan darat, pertru-

bungan laut, perhubungan udara serta pos dan telekomunikasi, serta dilakukan usaha-usaha

unok mengembangkan obyek wisata alam dan budaya agar dapat lebih meningkatkan anrs

wisatawan asing maupun wisatawan domestik.

Selanjumya pembangunan sektor pettambangan dan energi .dirnaksudkan untuk

mendukung pembangunan sektor industri dan sekaligus sebagai zumber penerimaan negara

yang dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Pembangunan sektor ini diarabkan

pada langkahJangkah untuk melanjutkan serta meningkatkan kegiatan-kegiatan yang telah

dilalsanakan antara lain berupa inventarisasi, eksplorasi dan eksploitasi berbagai zumbcr

daya mineral. Di samping itu juga dimaksudkur untuk mengelola secara efisien dan efektif

berbagai jenis sumber energi yang terkandung dalam bumi Indonesia dengan memperhatikan

kelestarian sumber-zumber alam lainnya.

Pembangunan sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan ke-

pencayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan terutama untuk meningkatksn taraf

pendidikan, membuka kesempatan belajar yang dikaitkan dengan aspek pemerataan, menye-

suaikan pendidikan dengan kebutuhan pembangunan nasional baik secara kualitatif maupun

kurntitatif, serta meningkatkan kualitas generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dan

penerus pembangunan nasional. Di samping itu pembangunan sektor ini juga dimaksudkan

untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat

kepribadian dan mempenebal semangat kebangsaan. Oleh sebab itu pembangunan sektor ini

diselaraskan dengan peningkatan kesadaran manusia Indonesia, baik secara pribadi maupun

bersama-sama, untuk ikut bertanggung jawab dalam pembangunan bangsa. Hal ini penting

sekali demi terjaminnya kesinambungan pembangunan, karena pembangunan akan terus

berlangsung dan berhasil, bila manusianya menyadari hakekat pembangunan, sedangkan

faktor pengetahuan dan teknologi sangat memPengaruhi hasil pembangunan.

Pembangunan di sektor pembangunan daerah, desa dan kota dimakzudkan untuk

meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, sena sekaligus me

ningkatkan laju pemrmbuhan setiap daerah sebagai pelaksanaan dan Trilogi Pembangunan

yang tercantum dalam GBHN.

a
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Pembangunur sektor industri ditujukan terutama untuk mengembengkan indusni
hilir yang dimaksudkan untuk memenuhi berbagai macam kebuurhan masyarakat banyak, di
samping juga ditujukan pada pengembangan industri hulu/dasar/kunci dengan makzud
memberikan kedalaman pada struktur dan pola industri nasional. Datam pelaksanaanny4
usaha akan diarahkan pada pembangunan industri permesinan dan peralatan unftk me-
menuhi kebutuhan nasional akan barang-barang modal sehingga pada akhirnya dapat men-
ciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yarlg semakin luas,

Sebagai kelanjutan dari Repelita III, dalam Repelita IV prioritas diletakkan pada
pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian unftk melanjutkan
usaha-usaha memantapkan swasembada pangan dalam arti luas, dan meningkat&an industri
yang dapat menghasilkan mesin-mesin indusri sendiri, baik industri berat maupun industri
ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita selanjumya. Dalam pada itu peman-
tapan swasembada pangan berarti pula peningkatan pendapatan petani yang merupakan
bagian terbesar rakyat Indonesia. Di samping itu sejalan dengan prioritas pada pembangunan
bidang ekonomi, maka pembangunan dalam bidang politik, sosial budaya, peftahanan
keamanan dan lain-lain makin ditingkatkan sepadan dan agar saling menunjang dengan
kemajuan yang dicapai dalam pembangunan bidang ekonomi. Sementara itu pembiayaan
pembangunan dalam Repelita IV juga diarahkan untuk mencapai keserasian laju pemrmbuh-
an antardaerah satu dan lainnya, agar hasil pembangunan dapat merata keseluruh daerah.
Pembiayaan pembangunan tersebut sebagian besar tetap diberikan dalam bentuk berbagai
bantuan pembangunan daerah atau Inpres, seperti Inpres desa, Inpres kabupaten, Inpres Dati
I, Inpres sekolalr dasar dan Inpres kesehatan/Puskesmas, di samping bantuan pembangunan
Timor Timur dan bantuan pembangunan melalui lpeda.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dalam RAPBN 19g4l19g5
sebagai RAPBN tahun pertama Repelita IV, pengeluaran pembangunan direncanakan akan
mencapai jumlah sebesar Rp 10.459,3 milyar yang berarti meningkat sebesar Rp 1,169,0
milyar atau 12,6 persen bila dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan dalam ApBN
198311984, Jumlah yang direncanakar tersebur meliputi pembiayaan pembangunan dalam
rupiah sebesar Rp 6.087,8 milyar dan nilai bantuan proyek sebesar Rp 4.371,5 milyar. Bila
dibandingkan dengan APBN 79831198+, maka rencana pembiayaan pembangunur dalam
rupialr tahun anggaran 798+/1985 tersebut adalah lebih rendah sebesar Rp 465,7 milyar. Hal
ini disebabkan tabungan Pemerintah yang dapat dihimpun pada tahun lgg4llggs diperkira-
kan lebih rendah dari yurg direncanakan dalam APBN tahun 1983119s4. perkembangan
pengeluaran pembangunan di luar bantuan proyek dapat dilihat pada Tabel II.14 dan Grafik
I I .11.

Pengeluara.n pembangunan sebesar Rp lO.+59,3 milyar tersebut dialokasikan
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Tabe l  I I .  14

PENGELUARAN PEMBANGUNAN, 1969 II97 O _ 198411985
( dalam rnilyar rupiah )

r )

t

K e n a i k a n
Tahun anggaran Jurnlah

Jumlah Persentase

PELITA I :

1969 tr970
7970/1977
797u7972
7972/1973
797 3 /r97+

PELITA II :

r974tr975
797 5 tr976
7976t1977
7977 /1978
7978t1979

PELITA III :

7979/1980
1980/1981
7987 t1982
7982t1983
7983 t1g8+2',)

REPELITA IV :

tg84ng85 3l

92,9
128,7
r 50,9
235,9
336,8

7 65,9
926,3

t.280,9
1 A-1 0 7

1 .568 ,3

2.697,9
4.+86,+
5.276,2
5.43+,7
o . ) ) J , )

6.087 ,8

+
+
+

t <  ?

22 ,4
85 ,0

100,9

429,7
760,+
35+,6
13  8 ,3
749,7

7.729,6
r  . 78  8 ,5

789,8
158 ,5

1 .118 ,8

+
+
+
+

37 ,9
t7 ,8
56,3
42,8

t27 ,4
20,9
3 8,3
10,8
10 ,5

72,0
66 ,3
t I , o

3,0
20,6

7 , r

J

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
+

- 465,7

t
l) Di luar bantuan proyek

2) Angka APBN

3) Angka RAPBN
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kesemua (18) sektor pembangunan, mulai dari sektor pertanian dan pengairan hingga sektor

zumber alam dan lingkungan hidup. Meskipun dalam Repelita IV pelaksanazn pembangunan

diprioritaskan pada pembangunan bidang ekonomi, namun pembangunan sektor pendidikan

termasuk sektor yang sangat diperhatikan dalam rangka pengembangan sumber daya maru-

sia sebagai subyek dan obyek pembangunan. Sehubungan dengan hal itu maka dalam tahun

anggaran Ig84llg85 anggarar pembangunan termasuk bantuan proyek untuk sektor pen-

didikan, generasi muda, kebudayaan nasiona.l dan kepercayadn terhadap Tuhan Yang Maha

Esa, menempati urutan pertama yaitu direncanakan sebesar Rp 1.501,9 milyar, atau berarti

merupakan 14,4 persen dari seluruh rencana anggaran pembangunan dalam tahun

lg%tl985. Kemudian menyusul berturut-turut sektor pertanian dan pengairan, sektor

perhubungan dan pariwisata, sektor pertarnbangan dan energi, sektor pembangunan daerah,

desa dan kota, serta sektor tenaga kerja dan transmigrasi yang masing-masing direncanakan

mendapat anggaran sebesar Rp 1.401,7 milyar, Rp 1.392,1 milyar, Rp 1.300,9 milyar,

Rp 809,9 milyar dan Rp 675,1 milyar. Dengan demikian sebesar 67,7 persen dari rencana

anggaran pembangunan dalam tahun 798417985 ditujukan pada keenam sektor tersebut.

Pembangunan sektor pendidikan, Bpnerasi muda, kebudayaan nasional dan keper-

cayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan untuk menumbuhkan manusia-manusia

yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersarna-sama bertanggung jawab atas pemba'

ngunan bangsa dalam rangka mempersiapkan kader-kader penenrs perjuangan bangsa dan

pembangunan nasional. Namun demikian tekanan pembangunan pendidikan nasional dalam

Repelita lV dipusatkan pada pemenuhan hak warga negara untuk rnemperoleh pendidikan,

pengetahuan dan keterampilan untuk membangun masyarakat Pancasila dengan titik berat

pada persiapan masyarakat belajar. Dengan demikian walaupun investasi di sektor pen-

didikan ini merupakan investasi yang mahal, namun hasil dari investasi ini akan dapat

rnenunjang sektor-sektor lainnya. Di samping itu pembangunan di sektor ini juga diaralrkan

untuk menanamkan dan mengembangkan nilai budaya Indonesia dzn menznamkan keperca-

yaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam sektor ini termasuk Program bantuan

pembangunan sekolah dasar yang disalurkan melalui dana Inpres Sekolah Dasar.

Program bantuan pembangunan sekolah dasar dimulai dalam tahun anggaran

1973/1974 dan merupakan rangkaian kegiatan yang terus dilanjutkan dalam Pelita II, Pelita

III dan Repelita IV. Kebijaksanaan ini ditempuh oleh Pemerintah oleh karena jumlah anak

yang ingin masuk sekolah dasar jauh lebih besar dari pada daya tampung sekolah dasar yang
I ada, terutama di daerah-daerah pedesaan, daerah Perkotaan yang penduduknya padat,

daerah-daerah transmigrasi dan daerahdaerah pemukiman baru. Reaiisasi bantuan sekolah

dasar ini pada mulanya dalam Pelita I baru mencapai sebesar Rp 17,2 ntlyar yang diper-

gunakan untuk pembangunan gedung sekolah dasar sebanyak 6,000 buah. Dalam perkemba-
ngan berikutnya mengalami peningkatan, yaitu pada akhir pelakanaan Pelita II harnpir
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mencepai 7 kdi realisasi tahun 197!17974, yang antara lain dialokasikan pada pembangunut

gedung sekolah dasar sebanyak 15.000 buah, pengangkatan guru dan kepda sekolah sc-

banyak 60.000 orang. Dalam tahun 1982/1983 realisasi bantuan pembangunan sekolah

dasar mencapai sebesar Rp 267,4 mtlyar yar.g antara lain digunakan untuk penyediaan peket

peralatur olah raga sebanyak 50.000 paket. Selanjutnya bantuan pembangunan sekolah

dasar dalam tahun anggaran l9M/I985 adalah sebesar Rp 580,8 milyar yang akan diguna-

kan aatara lain untuk pembangunan gedung sekolah dasar, penambahan ruang kelas baru

pada SD - SD yang ada, rehabilitasi gedung SD, penyediaan buku bacaan dan paket olah

ta€.a-

Pembangunan sektor pertanian dan pengairan dalam Repelita IV dimaksudkan

untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sekaligus juga sebagai bahan mentah dalarn

memenuhi kebutuhan indusni dalam negeri dan bahan ekspor non migas. Di samping itu
juga dimaksudkan unruk meningkatkan prasarana pengairan yang sudah dibangun dan

direhabilitasi untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan sebagai penanggulang-

an banjir melalui pengaturan aliran sungai dengan pernbangunan waduk.

Pembangunan sektor perhubungan dan pariwisata diarahkan unruk pembangunar

prasarana bagi pembangunan ekonomi disektbr lainnya yang saling menunjang dan sebagai

usaha untuk meningkatkan devisa melalui pengembangan pariwisata yang tetaP memPer-

hatikan kelestarian budaya, lingkungan hidup dan kepribadian nasional. Pembangunrn

sektor pethubungan dan pariwisata meliputi perhubungan darat, perhubungar laut, Per-
hubungan udara, pos dan giro, telekomunikasi dan pariwisata. Kegiatan dalam sektor ini

termasuk bantuan pembangunan prirsarana jalan. Bantuan pembangunan prasarana jalan

tersebut mulai diberikan pada tahun anggaran 197917980 yalg bertujuan untuk memper-

lancar arus pengangkutan dan distribusi serta menunjang proyek-proyek pembangunan di

daerah yang sekaligus mengembangkan kegiatan perekonomian daerah. Sampai tahun ke

empat Pelita III realisasi bantuan ini telah mencapai jurnlah sebesar Rp 136,1 milyar yang

dalam pelaksanaannya telah digunakan un k pembangunan dan perbaikan jalan dan jem-

batan/jembatan kayu masing-masing sepanjang 25.521 kilometer d'an 42.983 meter. Di

samping itu juga untuk melatih petugas dinas PU Dati II sebanyak 8.700 orang. Selanjutnya

dalem tahun anggaran t98+/t985 bantuan ini adalah sebesar Rp 80,1 milyar dengan peng-

utamaan bagi jalur yang menunjang kegiatan ekonomi rakyat seperti produksi pangan,

perkebunan rakyat, kerajinan rakyat dan perdagangan. Di samping itu juga untuk membantu

pembukaan daerah terisolir dan jalan yang msak akibat bencana alam. Bartuan sebesar

Rp 80,1 milyar tersebut direncanakan untuk pembangunan/perbaikan jalan dan jembatan

masing-masing sebanyak 7.500 kilomet€r dan 19.050 meter.

Sasaran utama pembangunan sektor penambangan dan energi dalam Repelite lV

diarahkan pada usaha-usaha untuk menjamin kelangsungan produksi bahan tambang yang
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mempunyai pasaran intemasional atau yang diperlukan untuk pembangunan di dalam
negeri, selain daripada untuk penganekarag nan sumber energi dalam negeri. Sehubungan
dengan itu bila pasaran memungkinkal akan diusahakan meningkatkan kembali produksi
bahan tambang tersebut untuk memenuhi permintaan yang ada, disamping itu akan dilan-
jutkan usaha pengembangan sumber mineral baru dalam rangka penganekaxagamar produksi
serta pemanfaatan hasil tambang dan ditujukan pada usaha-usaha konversi energi khuzusnya
sumber energi rninyak bumi.

Pembangunan sektor pembangunan daerah, desa dan kota diarahkan pada kese-
larasan pembangunan daerah dan pembangunan sektoral, sehingga pembangunan sektoral
yang berlangsung di daerah-daerah benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah.
Dengan demikian keseluruhan pembangunan daerah juga benar-benar merupakan satu
kesatuan, demi terbinanya Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya
dan pertahanan keamanan di dalarn mewujudkan tujuan nasional. sezuai dengan Trilogi
Pembangunan, sejak Pelita III telah diusahakan aga.r manfaat pembangunan dapat tersebar
merata diseluruh wilayah tanah air. Namun demikian, oleh karena keadaan daerah-daerah
yang berbeda-beda, baik mengenai potensi, keadaan, dan rnasalah-masalah yang dihadapi,
maka usaha pemerataan manfaat pembangunan itu masih harus diteruskan bahkan diting
katkart. Dalarn rangka usaha pemerataan pembangunal, maka akan di usahakan adanya
keserasian laju pernrmbuhan antardaerah. Daerah-daerah yang relatif ketinggalan akan
didorong sesuai dengal potensinya agar mendapatkan laju pernrmbuhan yang lebih besar
sehingga secara berangsurangsur dapat mengejar ketinggalannya dari daerah-daerah lainnya.
Dengan demikian pemerataan pembangunan juga akan diusahakan di dalam daerah-daerah
itu sendiri, seperti adanya daerah-daerah terpencil atau terisolfu, daerah-daerah minus,
daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah padat penduduk, daerah-daerah minus penduduk,
daerah kepulauan dan sebagainya. Terhadap daerahdaerah ini akan diberikan perhatian yang
Iebih besar, sehingga terwujudlah keserasian tingkat kemakmuran di dalam daerah, maupun
antardaerah-

Pelaksanaan kegiatan di sektor pembangunan daerah, desa dan kota antara lain
berupa bantuan pembangunan desa, bantuan pembangunan kabupaten dan bantuan pemba-
ngunan Datl L Bantuan pembangunan desa dimaksudkan untuk meningkatkan prakarsa dan
swadaya masyarakat desa. Bantuan desa tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk proyek
yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi maryarakat desa secara aktif dalam proses
pembangunan sosial ekonomi dan sosial budaya daerah pedesaan. Berbagai proyek pemba-
ngunan prasaxana desa tersebut antara lain berbentuk proyek prasarana produksi, perhubu-
ngan, pemasaran dan prasarana sosial desa. Besamya bantuan pembangunan tiap desa selama
Pelita I adalah sebesar Rp 100 ribu dengan jumlah desa sebanyak 44.478 pada awal pelita I
dan meningkat menjadi 45.303 pada akhir pelita L Sedangkan pada awal pelita II besarnya
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bantuan pembangunan tiap desa ditingkatkan menjadi sebesar Rp 20o ribu dengan jumlah

desa sebanyak 45.303 dan pada awal Pelita Iu besamya bantuan pembangunan desa dithg-
katkan lagi menjadi sebesar Rp 450 ribu untuk tiap desa dengan jumlah desa sebanyak
61.158. Dalam anggaran 1984/7985 bantuan pembangunan desa direncanakan sebesar
Rp 92,8 milyar dengan ketentuan bahwa bantuan untuk tiap desa adalah sebesar Rp 1.250

ribu.

Sementara itu bantuan pembangunan kabupaten/kota madya dimakzudkan untuk

memperluas kesempatan kerja dan menciptakan lapangan kerja melalui pelaksanaur proyek-
proyek pembangunan prasarana perhubungan dan prasarana produki pertanian, seperti
irigasi, pada tingkat kabupaten/kotamadya daerah tingkat II yang dimulai pada tahun
1970/1971, Besarnya bantuan kabupaten pada awal pelaksanaannya baru mencapai sebesar
Rp 5,6 milyar dengan bantu an tiap jiwa sebesar Rp 50,- sedangkan pada awal Pelita II telah
meningkat menjadi Rp 42,5 milyar dengan bantuan minimum sebesar Rp 16 juta untuk tiap
kabupaten atau sebesar Rp 300,- untuk tiap jiwa. Selanjutnya pada awal Pelita III realisasi
bantuan meningkat lagi menjadi sebesar Rp 87,1 milyar dengan bantuan minimum sebesar

Rp 65 juta untuk tiap kabupaten atau bantuan tiap jiwa sebesar Rp 550,- ditarnbah dengan
295 buah mesin gilas jalan/pemecah batu. Dalam tahun arggarar 198+/1985 direncanakan
bantuan pembangunan kabupaten sebesar Rp 201,,9 milyar. Bartuar kabupaten tersebut
direncanakan dengan bantuan minimum sebesar Rp 160 juta atau bantuar tiap jiwa sebesar
Rp 1.150,- .

Bantuan pembangunan Dati I pada mulanya merupakan bantuan sebagai pengganti
ADO yang diterima oleh Dati I. Dalam Pelita I realisasi bantuan pembangunan ini rlta-tata
baru mencapai sebesar Rp 20,8 milyar setiap tahunnya. Selanjutnya baru dalam Pelita ll
bantuan tersebut diubah menjadi Inpres bantuan pembangunan Dati I yang penggu nz2rtnya
ditujukan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang diarahkan dan ditetapkan
bendasarkan rencana. Realisasi banuan pembangunan ini pada awal Pelita Il baru mencapai
sebesar Rp 47,4 nilyar yang kemudian meningkat menjadi Rp 100,8 milyar pada awal Pelita
III. Semenrara itu jumlah minimum bantuan pembangunan tersebut juga ditingkatkan dari
Rp 500 juta pada awal Pelita II menjadi Rp 2,5 milyar pada awal Pelita III. Dalam tahun
anggarun 198+/1985 bantuan pembangunan Dati I direncanakan sebesar Rp 253,O milyar.
Bantuan ini diberikan dengan ketentuan bahwa bantuan minimum tiap propinsi adalah
seb€sar Rp 9,0 milyar.

Selanjurrya dalam sektor pembangunan daerab, desa dan kota termasuk pula
bantuan pembangunan Timor Timur yang mulai diberikan pada tahun Lnggarzr, 1977 /7978
sejak propinsi termuda ini masuk ke wilayah Republik Indonesia. Bantuan pembangunur
tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan daerah Timor Timur dapat seimbang
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dan selaras dengan daerahdaerah lainnya. Untuk itu kepada propinsi Timor Timur diberikan
bantuan baik bantuan pembangunan sektoral maupun bantuan regional. Besamya bantuan
pembangunan sektoral Timor Timur pada 197711978 sebesar Rp 3,5 milyar, dan dalam
tahun anggaran 1984/1985 direncanakan sebesar Rp 8,5 milyar.

Bantuan pembangunan melalui dana lpeda adalah merupakan pungutan atirs
kenikmatan/manfaat dari tanah dan atau bangunan yang dapat digolongkan dalam sektor
pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dan perhutanan. Hasil dari pemungutan
lpeda diserahkan kembali kepada daerah yang bersangkutan unftk pembiayaan rehabilitasi/-
pembangunan daerah. Dengan demikian pembangunan melalui dana Ipedajuga mencermin-
kan partisipasi masyarakat melaksanakan pembangunan di daerahnya. Perkembangan
dana Ipeda setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang mencerminkan bahwa kemam-
puan masyerakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan semakin besar. Pada awal Pelita
III tahun 1979/I98O bantuan pembangunan melalui dana Ipeda. adalah sebesar Rp 125,0
milyar, sedangkan dalam RAPBN 198+11985 bantuan pembangunan melalui dana Ipeda
direncanakan sebesar Rp 150,6 milyar yang antara lain dipergunakan untuk pembangunan/-
rehabilitasi sarana pengangkutan, sarana pengairan dan sarana energi.

Beralih kepada pembangunan sektor tenaga kerja dan transmigrasi dalam Repelita
IV merupakan hal yang cukup mendesak mengingat pertama selama Repelita IV angkatan
kerja bertambah terus per tahunnya, kedua cukup banyaknya angkatan kerja yang bemsia
10- 24 tahun dan proporsi angkatan kerja wanita cenderung meningkat, ketiga ketidak-
seimbangan penyebaran tenaga kerja, keempat rendahnya produktivitas tenaga kerja dan
kelima puar tenaga kerja belum mampu menyalurkan tenaga kerja secara efrsien dan efektif.
Di samping itu terdapat pula masalah utana yang dihadapi dibidang kependudukan yaitu
kurang seimbangnya penyebaran penduduk apabila dikaitkan dengan penyebaran potensi
alam khususnya potensi lalan pertanian. Dengan demikian kebijaksanaan dan langkah-
langkah pembangunal sektor tenaga kerja dan transmigrasi dalam Repelita IV secara
langsung diarahkan kepada penggunaan tenaga kerja yang produktif. Di samping itu kebijak-
sanaar tenaga kerja juga diarahkan untuk mempersiapkan tenaga trampil, menyalurkan ke
lapangan ke4a yang ada, meningkatkan produktivitas kerja dan melindungi tenaga kerja
serta perusahaan demi terciptanya hubungan kerja yang sehat dan serasi berdasarkan Panca-
sila. Sedang kebijalaanaan di bidurg kependudukan diarahkan pada peningkatan jumlah
transmigrasi yang diikuti oleh peningkatan mutu kehidupan transmigrasi dan masyarakat
sekitarnya, sehingga ikut berperan dalam usaha pengembangan usaha industri khususnya
bagi pengolahan hasil produksi pertanian di daerah transmigrasi, baik unruk pemasaran
dalam negeri maupun luar negeri.

Mengenai pembiayaan pembangunan sektor industri, dalam Repelita IV prioritas
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diberikan pada industri yang drprt menghasilkan mesin'mesin industri sendiri, baik industri

berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-Rcpelita
selanjumya. Juga akan dikembangkan industri yang dapat menjamin pengadaan bahan baku

dan bahan penolong dalam rangka untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

Disamping itu diambil juga langkahJangkah untuk mengembangkan penguasa.an teknologi

yang diperlukan oleh industri perrnesinan dan akan lebih dikembangkan beberapa industri

tertentu seperti industri rnaritim, indusni penerbangan, industri alat-alat berat, industri

elektronika serta industri lainnya yang dap at menunjang Pertahanan keamanan nasional.

Sedangkan pembangunan industri yang menunjang sektor pertanian dan mengolah hasil

pertanian akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Sehubungan dengan itu pernrrnbuhan industri

melalui konsepsi wilayah pusat pertumbuhan industri di daerahdaeralr tertentu yarg me-

miliki potensi sumber alam dan kekuatan ekonomi lainnya akan terus ditingkatkan. Per-

wujudan dari konsepsi tenebut dilaksanakan melalui Pemantapan zona-zona industri,

kawasan-kawasan industri, perkampungan industri kecil, sarana usaha indusui kecil dan
sentra-senua industri kecil yang disusun dan dikembangkan atas sua pengkajian studi yang

mendalam dan menyeluruh sebagai suatu bagian yang terpadu dari rencana pembangunan
industri nasional. Daiam usaha untuk mencapai sasaran industri dalam kurun wakru Repelita

IV maka akan ditingkatkan terus langkahJangkal untuk mengembangkan usaha swasta
nasional, dan akan terus diusahakan agar tercipta kaitan yang erlt antara industri kecil,
industri menengah dan industri besar sehingga pengembangan industri besar dan menengah

dapat secara langsung menunjang pembangunan industri kecil. Dengan demikian dapat

dengan segera ditingkatkan pertumbuhan wiraswasta-wiraswasta nasional yang pada giliran-
nya akan dapat lebih memperkokoh dunia usaha nasional. Untuk dapat mendukung usaha

pembangunan indusrri nasional, maka berbagai kebijaksanaan yang dapat menciptakan iklim

penanamirn modal dan iklim berusaha yang lebih sehat dan dinamis akan terus ditingkatkan.
Tercapainya sasaran tersebut akan membantu kemantapan stabilitas nasional yang sehat dan
dinamis sehingga mampu menciptakan ketahanan nasional yang lebih kokoh dan dinamis

dalam rangka meletakkan kerangka landasan yang lebih kuat untuk melanjutkan pemba-

ngunan nasional pada Repelita-Repelita selanjumya. Sehubungan dengan itu maka anggaran

pembangunan bagi sektor industri dalam tahun 1984/1985 direncanakan sebesfi Rp 650,1
milyar.

Dalam pada iru pembiayaan bantuan proyek dalam tahun anggaran 198411985

adalah sebesar Rp 4.371,5 milyar, meliputi 18 sektor pembangunur. Pembiayaan bantuan

proyek tersebut sebagian besar merupakan barang-barang modal untuk keperluan pelaksa-
naan pembangunan proyek-proyek di masing-masing sektor.

Selanjumya perincian rencana pengeluaran pembangunan sektoral dslam RAPBN
198+11985 adalah sebagai berikut :
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1. SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN

Sub Sektor Pertanian
Sub Sektor Pengairan

SEKTOR INDUSTRI

Sub Sektor Industri

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Sub Sektor Pertambangan
Sub Sektor Energi

SEKTOR PERHUBI,JNGAN DAN PAR]WISATA

Sub Sektor Prasarana Jalan
Sub Sektor Perhubungan Darat
Sub Sektor Perhubungan Laut
Sub Sektor Perhubungan Udara
Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi
Sub Sektor Pariwisata

SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Sub Sektor Perdagangan
Sub Sektor Koperasi

SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Sektor Tenaga Kerja
Sub Sektor Transm igrasi

SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA

Sub Sektor Pembangunan Daeraft, Dcsa dan Kota

SEKTOR AGAMA

Sub Sektor Agama

76

( dalam ribuan rupiah )

r.40r.713.7 m

883.401.700
518 .312 .000

650.062.000

650.062.000

t.300.879.700

275.627.OOO
r.o25.252.700

t.392.to7.300

592.545.2N
236.639.500
27 4.425 .OOO
L89.223.0OO
70.697.OOO
28.583.600

r27.056.000

58.582.000
68.474.O00

675.060.000

98.296.400
576.763.600

809.859.000

809.859.000

62.865.000

62.865.000

2.

3 .

4.

t

5.

6.

7.
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9.

10.

SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA,
KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAIIA ESA

Sub Sektor Pendidikan Umum dan Generasi muda
Sub Sektor Pendidikan Kedinasan
Sub Sektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

SEKTOR KESETIATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL,
PERANAN WANITA, KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA

Sub Sektor Kesehatan
Sub Sektor Kesejahteraan SosiaI dan peranan Wanita
Sub Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana

SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN

Sub Sektor Perumahan Rakyat dan pemukiman

SEKTOR HUKUM

Sub Sektor Hukum

SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL

Sub Sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional

SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN
KOMUNIKASI SOSIAL

Sub Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial

SEKTOR ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI
DAN PENELITIAN

Sub Sektor Pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Sub Sektor Penelitian

r.501.929.000

7.354.879.ooo
99.460.000

+7.590.OOO

407.998.000

253.300.000
57.737.ffio
96.961.000

432.728.000

+32.728.000

80.400.000

80.400.000

697.76r.600

697 .7 6r.600

67.096.300

67.096.300

205.950,000

73.729.O00
l32.22t.OOO

1 1 .

L2 ,

13.

14.

1 5 .
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|l

16.

L7.

18.

SEKTOR APARATUR PEMERINTAH

Sub Sektor Aparatur Pemerintah

SEKTOR PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

Sub Sektor Pengembangan Dunia Usaha

SEKTOR SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Sektor Sumber AIam dan Lingkungan Hidup

JUMLAH

161.998.400

161,998.400

226.892.0OO

226.89Z.OOO

256.944.00O

256.944.OOO

10.459.300.000

I

Selain daripada pengeluaran pembangunan secard keseluruhan termasuk bantuan
proyek seperti yang telah diuraikan diatas, maka pengeluaran pembangunan dapat pula

diperinci dalam pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan rupiah yang dalam RAPBN
198411985 direncanakan seb€sar Rp 6.087,8 milyar. Perincian jenis pengeluaran pemba-
ngunan tersebut meliputi pembiayaan pembangunan yang dikelola oleh departemen/lembaga
negara non departemen, pembiayaan pembangunan berupa bantuan pembangunan daeralr
dan pembiayaan pembangunan lainnya yang masing-masing direncanakan sebesar
Rp 3.510,0 mi lyar,  Rp 1.516,5 mi lyar dan Rp 1.061,3 mi lyar.

Pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh depanemen/lembaga nega.ra non
departemen sebesar Rp 3.510,0 milyar tersebut merupakan pernbangunaa proyek-proyek
sektoral yang dilaksanakan oleh masing-masing departemen/lembaga negara non departemen
yang bersangkutan.

Pembiayaan pembangunan bagi daerah sebesar Rp 1.516,5 milyar tersebut sebagian
besar berupa proyek-proyek lnpres seperti yang telah disebutkan dalam uraian pembiayaan
pembangunan mengenai beberapa rencana sektor tersebut dimuka. Dalam jumlah tersebut
diatas, term asuk pula pembiayaan pembangunan daerah dalam bentuk program bantuan
pembangunan daerah lainnya seperti Inpres Kesehatan/Puskesmas, Inpres Reboisasi/Peng-
hijauan dan Inpres Pasar masingmasing sebesar Rp 98,4 milyar, Rp 39,8 milyar dan Rp 10,6
milyar. Bantu a-n pembangunan sarana kesehatan/Puskesmas mulai diberikan pada tahun
anggiuan 797+/1975. Banoan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan
s€cara merata dan sedekat mungkin kepada masyarakat, temtama penduduk pedesaan dan
daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Di samping itu juga untuk
meningkatkan derajat kesehatan rakyat terutama dengal peningkatan penyediaan air bersih
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dan sanitasi lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan. Bantuan ini dalarn awal
Pelita II baru mencapai sebesar Rp 5,3 milyar sedangkan sampai awal pelita III telah di-
bangun Puskesmas komplit dan puskesmas keliling masing-masing sebanyak 1.g74 buah dan
729 brah. Pada awal Pelita III biaya yang disediakan untuk banruan ini adalah sebesar
Rp 30,0 milyar atau hampir mencapai 6 kali realisasi pada awar perita II. Dalam tahun
anggaran 198417985 direncanakan pembiayaan sebesar Rp 9g,4 milyar yang antara lain akan
digunakan untuk penyediaan obat-obatan, pembangunan gedung puskesmas sebanyak 100
buah, penyedia"an Puskesmas keliling sebanyak 500 buah dan sarara penyediaan air minum
pedesaan.

selanjutnya banruan penghijauan/reboisasi mulai diberikan pada tahun anggardl
1976/1977 yang dimakzudkan untuk menyelamatkan kelestarian sumber-sumber alam.
tanah, hutan dan air, terutama di daerah-daerah kritis yaitu daerahdaerah yang ditinjau dari
segi hidroorologi dapat membahayakan kelangsungan pembangunan dalam suatu Daerah
Aliran Sungai (DAS) atau wilayah lainnya. Realisasi bantuan daerah untuk penghijauan/re-
boisasi sampai tahun keempat pelita III telah mencapai sebesar Rp 2g5,9 milyar. Bantuan ini
disalurkan untuk pengadaan bibit penghijauan, pengadaan bibit reboisasi, penambahan
jumlah petugas khusus serra petugas lapangan. Dalam tahun anggaran 19g4l19g5 bantuan
penghijauan/reboisasi direncanakan sebesar Rp 39,g milyar yang diberikan kepada Dati I
dan Dati II masing-masing untuk reboisasi sena pengadaan bibit reboisasi dan untuk peng-
hijauan dan pengadaan bibit penghijauan.

Sementara itu bantuan pembangunan dan pemugaran pasar dalam tahun anggaran
198+11985 adalah sebesar Rp 10,6 milyar yang merupakan bantuan untuk p.-b"y**
bunga atas pinjaman bank bagi pembangunan/pemugaran pasar daerah tingkat II. Bantuan
ini bemrjuan agar pembangunan/pemugaran pasar dapat digunakan/dimanfaatkan oreh para
pedagang ekonomi lemah dengan memberikan sistem sewa yang ringan sehingga dapat
menampung kebutuhan tempat berdagang bagi para pedagang terutama golongan ekonomi
lemah. Bantuan ini mulai diberikan pada tahun anggaran 1976/1977.

Adapun pembiayaan pembangunan lainnya yang berjumlah Rp 1.061,3 milyar,
terdiri dari pembiayaan untuk zubsidi pupuk sebesar Rp 45g,7 milyar, penyertaan modar
Pemerintah sebesar Rp 359,6 miryar dan pembiayaan pembangunan lainnya sebesar
Rp 243,0 milyar. Pembiayaan zubsidi pupuk yang termasuk dalam pembangunan sekror
peftanian dan pengairan dimaksudkan untuk meningkatkan produksi tanaman fangan dalam
rangka swasembada pangan. Sedangkan pembiayaan penyerraan moda.l pemerintah d aksa-
nakan melalui berbagai sektor antara .rain sektor pertanian dan pengairan, sektor industri,
sektor pertambangan dan energi, sektor perhubungal dan pariwisata, sektor perumahan
rakyat dan pemukiman, dan sektor pengembangan dunia usaha. selanjumya pembiayaan

i
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pembangunan lainnya antara lain meliPuti pembangunan sektor pettanian dan pengairan'

s.kto, jerdrgutgan dan koperasi, s€ktor kcsehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita'

kependudukan dan keluarga berencana.

Pengeluaran pembangunan benrpa zubsidi pupuk diberikan sejak tahun anggaran

lg7ll1974, yang dimaksudk:rn agar tingkat perkcmbangan harga pupuk sesuai dengan daya

beli masyarakat dan petani kecil dapat menggunakan pupuk sesuai dengan kebutuhannya.

Hal ini berhubungan erat dengan usaha peningkatan produksi pangan dalam rangka menulu

swasembada pangan. Dalam tahun 1979/1980 subsidi pupuk mencapai jumlah sebesar

Rp 125,0 milyar, sedangkan dalam RAPBN 1984/7985 besarnya subsidi pupuk direncana-

kan Rp 458,7 milyar yang antara lain digunakan untuk subsidi pupuk impor, subsidi pupuk

dalam negeri dan pestisida.

Sementarairupenyertaanmoda]Pemerintahdi laksanakandalamrangkamemPer-
cepat laju pembangunan melalui peningkatan kegiatan usaha di berbagai sektor pemba-

ngunan. Pengeluaran pembangunan ini dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan

klrr*g"n maupun produksi dari badan usaha milik negara di berbagai bidang. Sehubungan

dengan itu, sesuai dengan kemampuan keuangan negara, maka dalam tahun 798+/L985

"ngg"r* 
penyertaan modal Pemerintah adalah sebesar Rp 359,6 milyar yang antara lain

aial,okasikan kepada pembangunan pabrik pupuk, pembangunan tambang batubara, pemba-

ngunan tanxman produksi ekspor dan penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR-BTN).

Selanjumya pengeluaran pemburgunan lainnya ditujukan untuk meningkatkan

kegiatan usaha yang bcrkaitan dengan tugas untuk memenuhi kepentingan masyarakat

umum oleh p erusahaan-perusahaan negara dan lembagalembaga Pemerintah Iainnya. Dalam

tahtn 197911980 pengeluaran pemba:rgunan lainnya adalah sebesar Rp 290,9 rnilyar dan

dalam RApBN 798+/1985 direncanakan sebesar Rp 243,0 milyar yang antara lain digunakan

untuk program pembinaan keluarga berencana, program pengembangan statistik/sensus dan

pengcmbangan program listrik masuk desa Rencana pengeluaran pembangunan dalam

tahun 1984/1985 dapat dilihat pada Tabel II.15. dan Tabel II-16'

2.3 .6, Pengawasan Pembangunan

Sebagairnana telah ditegxkan dalam GBHN hasil Sidang umum MPR tahun 1983

yang lalu, pernerintah akan melanjutkan dan meningkatkan kebijaksanaan dan langkah-

langkah tindakan dalam rangka menertibkan aparatur Pemerintah serta dalam rangka me-

nanggulangi tindakan-tindakan yang menghambat pembangunan. Tindakan ini dicerminkan

dengar terus ditingkatkannya pengawasan serta tindak lanjutnya. Dalam rangka melaksana-

kan kebijaksanaan ini Presiden telah menugaskan Wakil Presiden untuk terus menerus

t
I
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T a b e l  l I .  1 5

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, 1984/1985
(dalam milyar rupiah)

Penerima.an Jumlah Pengeluaran Jumlah

A. PEN. DALAM NEGERI

I. Penerima.an minyak bumi
dan gas alam

Il. Penerimasn di luar minyak
bumi dan gls alam

1. Pajak penghasilan

2. Paiak pertambahan nilai ba-
rang d?rn jasa dan pajak pen
lualan atas Dafang mewan

3, Bea masuk dan cukai

4. Pajak ekspor

5. Pajak lainnya

6. Ipeda

7. Penerimaan bukan pajak

A. PENC, RUTIN

I. Belanjo pegawai

1. Tunjangan beras
2. cjrj i /pensiun
l. Biaya makan (lauk-pauk)

4. LainJain belanja pegawai
dalam negeri

5. Belanja pegarvai luar ncgeri

ll. Belanja barang

1. Dalam negeri

2. Luar Negeri

Ill, Subsidi daetah otonom

1. lrian Jaya
2, Ddeah otonom lainnya

lV. Bunga dan cicilan hutang

1. Dalam negeri

2. Luar ncgcri

V. Lain-lain

B. PENG. PEMBANGUNAN

l. Pembiayaan dalam rupiah

Il. Bantuan proyek

B. PEN. PEMBANGUNAN

[. Bantuan program

II. Bantusn proyek

16.149,4

ro.366,6

5.742,4

2 .451,1

s q R  ?

1.408,9

123,6

7  5 ,4

150,6

6 1 5 , 0

10.101,1

3 .189,5

415 ,7
2 .307,9

286,6

99,9
79,+

r.263,9

L .207 ,8
5  6 , 7

r.7 a4,6

48,2
1 .7  36 ,+

2.646,r

30 ,0
z . o  )  o , 1

| .177 ,O

10.459,3

6.087,8

+.37  7 ,5

4.411,0

39,5

4,37 t ,5

J U M L A H 20.560,4 J U M L A H 20.560,4



Tabe l  I I .  16

RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN, 1984/1985
( dalam milyar ruPiah )

Jenis Pengeluaran
1983/1984

APBN
7984t1985

RAPBN

t

Pembiayaan Departemen / Lembaga

1- Departem€n / kmbaga

2. Departemen Hankam

Pembiayaan bagi daerah

1. Bantuur pembangunan desa

2. Bantuan pembangunan kabupaten

3. Bantuan pembangunan Dati I

4. Timor Timur

5. Pembangunan SD

6. Pelayanan kesehatan / PUSKESMAS

7. Pembangunan prasarana jalan

8. Bantuan pembarguna.n pasar

9. Bantuan penghijauan

10 .  I peda

Pembiayaan lain-lain

1. Subsidi pupuk

2. Peny€rtaan modal Pemerintah

3. Iain - lain

IV. Bantuan Proyek

3.694,8

3 .291,6
401,2

|.546,2

91,6
r97,2
253,O

8,5
589,2
98,+
80,1
10,6
87,3

130,3

1 .3r2 ,5

+57,5
+98,O
3s7,O

2.736,8

3.510,0

3.129,8
380,2

1 .516,5

92,8
2o7,9
253,O

8,5
580,8
98,4
80,1
10,6
39,8

150,6

1.061,3

458,7
359,6
2+3,O

4.37r ,5
t

Jum lah 9.290,3 10.459,3
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memimpin dan mengikuti pelaksanaan Pengawasan pembangunan disamping mengangkat

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan

untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan mengangkat Menteri

Negara Pendayagunaar Aparatur Negara. Selanjutnya. a1at diperoleh hasil pengawasan yang

obyektif, maka disamping pengawasan yang melekat pada masing-masing unit organisasi

pemerintah, diperlukan aparat pelaksana pengawasan yang terlepas dari unit-unit pelaksana.

Hal ini diwujudkan dengan dibentuknya Badan Pengawasa:r Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) yang bertugas melaksanakan operasional pengawasan terhadap semua instansi baik

di Pusat maupun di Daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Milik Daerah. Semen-

tara itu penindakan terhadap penyelewengan dan tindakan korupsi yang ada di lingkungan

aparatur Pemerintah terus ditingkatkan dan akhir-akhir ini telah dilaksanakan oleh Kejaksa-
an Agung.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Lembaga Pemerin-
tah Non Departemen, yang pada hakekatnya merupakan peningkatan dan perluasan tugas
serta ruang lingkup dari Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) Depar-
temen Keuangan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dalam kegiatan operasionalnya
sehari-hari mendapat bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari Menteri Koordinator Bidang
Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan.

Selanjutnya sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi dari BPKP sebagai aparat
pengawasan Pemerintah yang ditetapkan dalam Keppres No. 31 tahun 1983, maka pelaksa-
naan pengawasan oleh Pemerintah akan lebih dimungkinkan untuk berkembang dan me-
ningkat karena pengawasan yalg dilakukan tidak hanya ditujukan terhadap pengeluaran dan
penerimaan uang atau barang saja, tetapi juga terhadap sistem administrasi pelaksanaan
APBN, APBD serta BUMN dan BUMD. Di samping itu koordinasi di dalam menyusun
rencana dan pelaksanaan pengawasan diantara aparat-aparat pengawasan Pemerintah akan
dapat lebih baik, oleh karena perencanaan dan program pelaksanaan pengawasan bagi
seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dirumuskan seca.ra
terpusat dan bersifat nasional yaitu oleh BPKP. Selain daripada itu, mela.lui pemeriksaaan
khuzus yang akan dilakukan oleh BPKP maka pelaksanaan pemeriksaan akan Iebih tuntas
sampai kepada pelaksanaan tindak lanjut atas kasus-kasus yang mengandung unzur penyim-
pangan yang merugikan negara dan terhadap kasus-kasus yang menyebabkan tidak lalcamya
pembangunan.

Pada awal tahun 1984/1985, BPKP memiliki tenaga teknis Akuntan sebanyak
1.236 orang, Ajun Akuntan sebanyak 1.495 orang dan Pembantu Akuntan sebanyak 323
orang. Jumlah ini masilr dilengkapi dengan tenaga Sarjana dan Sarjana Muda non A.kuntan
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yang telah dididik dibidang pengawarian sebanyak 285 orang. Penambahan tenaga teknis ini
terus-menerus dilakukan melalui pendidikan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dari Depar-
temen Keuangan. Disamping itu terhadap tenaga-tenaga pengawas yang sudah ada terus-
menerus dilakukur penyegaran dan penambahan pengetahuan teknisnya melalui penataran
yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan dari BPKP. Sementara
itu untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan bagi para petugas pengawasan dikeluarkan
buku-buku pedoman pelaksuraan pemeriksaan yang berisi petunjuk-petunjuk praktis di
dalam pelaksanaan pemeriksaan dan berisi noma-norrna pelaksanaan. Dari waktu ke waktu
buku pedoman ini selalu disempumakan dan disezuaikan dengan perkembangan kegiatan
pengawasan yang dilakukan.
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HARGA, GAJI DAN UPAH

3.1. Pendahuluan

Usaha yang menunjang stabilitas harga di bidang pangan dan sandang serra ke-
butuhan pokok lainnya telah dilaksanakan antara lain dengan menyesuaikan harga dasar
beberapa bahan pokok bagi masyarakat, penetapan harga eceran tertinggi serta mengusaha-
kan terciptanya sistem pengadaan, penyimpanan sena distribusi yang baik. Dari per-
kembangan inflasi yang merupakan gambaran perkembangan harga secara umum dapat
dilihat bahwa dalam tahun anggaran 1,982/1983 tingkat inflasi adalah sebesar 8,40 persen,
sedangkan dalam periode April-Desember atau perkembangan selama 9 bulan tahun ang-
ga;an 79831798+, laju inflasi menunjukkan k6naikan sebesar 7,33 persen atau rata.-rzta.
sebesar 0,81 persen per bulan. Mengenai valuta asing dan emas, harga yang terus menurun
sebagai akibat sepinya permintaan telah rerjadi selama bulan-bulan teraklir dalam periode
April-Nopember tahun tersebut. Dalam hal harga barang-barang ekspor, perkembangannya
tidak terlepas dari kebijaksanaan ekspor yang telah ditempuh serta tanda-randa pulihnya
ekonomi dunia yang mempengaruhi permintaan terhadap barang-barang ekspor Indonesia.
Dari perkembangannya selama periode April-Nopember 1983, terlihat bahwa harga beberapa
komoditi ekspor kecuali harga timah putih di pasaran dalam negeri maupun di pasar inter-
nasional telah mengalami peningkatan. Selanjutnya indeks harga perdagangan besar dan
indeks harga bahan bangunan/konstruksi telah mengalami banyak peningkatan. Selama
tahun 1983 sampai dengan bularr Agustus, indeks harga perdagangan besar mengalami
peningkatan sebesar 14,57 persen atau rata-rata 1,82 persen sebulan, sedangkan untuk
indeks harga bahan bangunan/konstruksi selama periode yang sama meningkat sebesar 10,3g
persen atau rata-rata 1,30 persen sebulan. Sementara itu pengaturan upah buruh senantiasa
mendapatkan perhatian Pemerintah mengingat bahwa pengaturan pengupahan besar pe-
ngaruhnya terhadap pertumbuhan produksi, perluasan kesempatan kerja serta pemerataan
pendapatan. Oleh karena itulah maka pengaturan pengupahan terus dikembangkan dan
diperluas liputannya. selama tahun anggaran 79gz/1993 telah ditetapkan secara kumulatif
11 buah ketentuan upah minimum regional, 55 buah ketentuan upah minimum secara
sektoral dan 291 buah ketentuan upah minimum sub-sektoral.

3.2. Perkembangan harga

3.2.1. Indeks harga konsumen Indonesia

Dari perkembangan indeks harga konsumen Indonesia yang digunakan sebagai
pengukur laju inflasi di Indonesia dapat dilihat bahwa selama tahun anggaran lggS /7994
sampai dengan bulan Desember laju inflasi adalah sebesar 7,3 3 persen atau rata-rata sebesar

t
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Tabe l  I I L  I

PERSENTASE KENAIKAN INDEKS BIAYA HIDUP DI JAKARTA
DAN INDEKS HARGA KONSUMEN INMNESIA

r969tr970 - 1983tr984

Tahun Pers€ntase kenaikan

REPELITA I

1969/1970

t970/1977

1971t7972

r972t7973

L973tr974

REPELITA II

7974/r975

797 5 /r97 6

7976tr977

t977 /r978

1978/r979

1 )

RBPELITA III 2)

1979t1980

1980t1987

r98U7982

1982t1983

19831798/. ( sampai dengan bulan Desember )

1)

70,65 %

7,78o/o

o,8L %o

20,79 Vo

47 ,35 Vo

zo,Lo %
79,77 Vo

72,12 Vo

10,08 %

tL,79 Yo

L9,L3 0/o

15,85 Vo

9,80 0/o

8,40 7o

7 ,33 0/o

I ) Repelita I dan tr bedaku Indek Biaya Hidup di J.talta

2) Repelita ItI mulai digunakan Indcb Har8a Konsumm Indonesia
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0,81 persen sebulan. Sedang untuk periode yang sama tahun sebelumnya laju inflasi adalah
sebesar 4,27 persen atau rutatata 0,47 persen sebulan. Secara kelompok dapat dilihat bahwa
laju inflasi sebesar 7,33 persen tersebut adalah akibat dari kenaikan-kenaikan yang terjadi
pada indeks kelompok makanan sebesar 11,58 persen, indeks kelompok perumahan sebesar
4,00 persen, indeks kelompok sandang sebesar 4,51 persen dan indeks kelompok aneka
barang dan jasa sebesar 5,13 persen.

Kenaikan indeks kelompok makanan dalam periode April-Desember 1983 telah
terjadi pada semua sub-sub kelompoknya, namun peningkatan-peningkatan yang cukup
besar telah terjadi pada sub kelompok lemak dan rninyak, bumbu-bumbuan, dan sayur-
sayuran yaitu masing-masing sebesar 48,78 persen, 32,44 persen dan 14,18 persen. Pada sub
kelompok lemak dan minyak kenaikan yang cukup menonjol telah terjadi pada bulan-bulan
April, Agustus dan September 1983 masing-masing sebesar 10,13 persen, 12,96 persen dan
7,61 persen yang antara lain disebabkan karena naiknya harga minyak goreng dan minyak
kelapa sebagai akibat menipisnya persediaan di pasaran. Dalam hal ini Pemerintah telah
mengusahakan cukup tersedianya barang di pasaran melalui pelbagai kebijaksanaan antara
lain dengan melarang untuk sementara ekspor minyak kelapa dan kopra, memberikan ijin
sementara impor minyak goreng, serta meningkatkan harga patokan biji kelapa sawit. Di
samping itu kenaikan harga dalam periode tersebur erat pula hubungannya dengan pengaruh
devaluasi rupiah pada aklir Maret 1983. Pada indeks kelompok perumahan, peningkatan
yang cukup menonjol telah terjadi pada sub kelompok penyelenggaraan rumah tangga
sebesar 6,36 persen dengan meningkatnya harga sabun cuci dan deterjen sebagai akibat
kenaikan harga bahan bakunya, dan kenaikan indeks sub kelompok biaya tempat tinggal
sebesar 4,84 persen. Dalam indeks kelompok sandang, peningkatan yang merata telah terjadi
pada keempat sub kelompoknya yaitu sanda.ng laki-laki, sandang wanita dan sandang anak-
anak serta barang pribadi dan sandang lainnya yaitu selama periode April-Desember 1983
yang berkisar sekitar 4,37 persen sampai 4,71 persen. Untuk indeks kelompok aneka baralg
dan jasa, kenaikan yang cukup besar selama periode April-Desember 1983 terjadi pada sub
kelompok pendidikan dan kesehatan yaitu, masing-masing sebesar 9,80 persen dan 7,19
persen. Hal tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya uang sekolah pada bulan
Agustus dan Nopember 1983 di beberapa propinsi, yang telah menyebabkan naiknya indeks
sub sektor pendidikan dalam bulan tersebut sebesar 5,71 persen dan 3,63 persen. Per-
kembangan indeks umum harga konsumen Indoriesia serta indeks harga konsumen Indonesia
secara kelompok dapat dilihat pada Tabel III.1, dan III.2, sena Grafik III.1 sampai dengan
I l r .3.

Seperti diketahui bahwa perkembangan laju inflasi nasional adalah didasarkan aras
perkembangan harga yang terjadi di 17 kota besar di Indonesia. Dalam hubungan itu, selama
periode April-Desember 1983, laju inflasi di kota-kota Ambon, Banjarmasin, yogyakarta
dan Surabaya adalah cukup besar yaitu masing-masing sebesar 15,00 persen, 10,66 persen,
9,41 persen dm 9,29 persen. Sedangkan keadaan sebaliknya telah terjadi di kota Kupang

*
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Tabe l  I I I . 2

INDBKS HARGA KONSUMEN INDONESIA' 1979/1980 _ 19A31198+

( 197711978 = 100 )

Tahun anggaran/
rata-rata bulan

Makanan Perumahan sandang 
Aneka barang umum

dan tasa

r979/r980

1980/1981

198117982

1982/1983

1981/1984

Maret

Juni
September

Desember

Maret

Juni
September

Desember

Matet

Juni
September

Desember

Maret

April

Me i

Juni

Juli
Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

L++,82

151,32
1  5  5 ,13
165,67
172,60

174,35
177 ,38
179,3+
183,38

183,42
786,29
792,72
789,70

19+,84
t97,92
205"23
208,t7
207 ,22
2,1o,48
lno'7',

209,73
212,70

146,70

161 ,11

16+,23

1.68,7+

t71 ,83

176,86

r7  8 ,32

182,26

200,t2

202,O1

204,96

209,76

228,7 6

213,21
J14 19,

23+,86
235,35
23 5 ,36
236,45
237,09
238,O2
238,08

17 3 ,82

17 8,8s
185,48
190,80
192,82

194,43
r97,28
198,r9
zoo,27

202,O3
2M,+8
205,O2
204,60

207,81
209,27
270,78
272,r2
117  A . )

212,96

273,24

213,7r
2L4,O+

739,58

15t,27
756,77
159,09
161,88

763,+7
766,70
768,76
183,90

78+,93
t87,73
t89,32
270,57

2t6 ,56

216,95
277,78
2r7 ,69
219,38
2t9 ,51
220,1o
227,44
221,54

t47,L+

156,61
160,78
167,55
772,7+

174,73
777,40
179,82
t89,61

190,49
193,47
L97,85
205,99

219,99
212,83
276,79
217 ,88
277,83
2r9 ,67
2r9 ,59
220,20
227,51
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dan Denpasar pada periode yang sama laju inflasi mengalami kenaikan yang relatif rendah
yaitu sebesar 0,18 persen dan 1,28 persen. Perkembangan laju inflasi di beberapa kota dapat
dilihat pada Tabel IIL3.

3.2.2. Harga beberapa barang konsumsi utama

Kebijaksanaan Pemerintah di bidang pangan dalam Pelita III adalah melanjutkan
kebijaksanaan yang telah ditempuh dalam Pelita sebelumnya yang pada daszrnyz diarahkan
guna mencapai tiga tujuan yaitu meningkatkan penyediaan pangan secara merata di seluruh
tanah air, mencukupi kebutuhan gizi dengan harga yang terjangkau oleh dayabeli masya-
rakat, menganeka ragamkan pola konsumsi pangan agar konsumsi bahan pangan pokok
selain beras semakin meningkat, serta meningkatkan gizi masyarakat. Guna mencapai ketiga
tujuan tersebut maka kegiatan di bidang produksi, pengadaan dan distribusi senantiasa
ditingkatkan. Dalam bidang pengadaan dan distribusi telah diambil langkahJangkah antara
lain penetapan harga dasar komoditi pangan pehting, penetapan harga eceran tertinggi dan
penciptaan sistem pengadaan, serta penyimpanan dan distribusi yang efektif dan efisien.
Penetapan harga eceran tertinggi dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani
sehingga merangsang peningkatan produksi, sedang pengaturan dalam penyediaan dan
distribusi dilaksanakan guna menjamin tercapainya stabilitas harga barang-barang tersebut di
pasaran.

Selama tahun anggaran 798311984 sampai dengan bulan Oktober, perkembangan
harga beras di beberapa kota besar di Indonesia mengalami tendensi yang terus meningkat.
Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut adalah karena menurunnya
peningkatan produksi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai akibat musim
kemarau yang cukup panjang. Perkembangan harga beras yang terjadi di beberapa kota besar
di Indonesia selama periode April-Oktober 1983 secara umum mengalami kenaikan yang
relatif besar terutama di kota Yogyakarta, Semarang dan Surabaya dalam bulan September
dan Oktober 1983, sedang harga beras yang reladf stabil untuk periode yang sama telah
terjadi di kota-kota Ujungpandang, Denpasar dan Banjarmasin. Bila diikuti perkembangan-
nya setiap bulan selama periode April-Oktober 1983, maka secara umurh penurunan harga
beras telah terjadi pada bulan April dan Mei 1983 yaitu disaat masih berlangsungnya musim
panen. Diantara penurunan harga beras yang terjadi di bulan-bulan tersebut, maka kota-kota
Ujungpandang, Yogyakarta dan Bandung telah mengalami penurunan yang cukup besar.
Secara rata-rata perbedaan harga rata-rata terendah dan teninggi di kota-kota besar di
Indonesia selama periode Aprifoktober 1983 adalah sebesar 10,47 persen yaitu dari harga
rata-tata terendah sebesar Rp 291,62 dan harga, ruta-rrra tertinggi sebesar Rp 322,15 per
kilogram. Perbedaan harga beras yang cukup menonjol antara harga rlta-rata. terendah dan
tertinggi selama periode tersebut telah terjadi di kota Yogyakarta yaitu dengan harga rata-
rata terendah sebesar Rp 239,87 dan hzrgz trta-rtta tertinggi sebesar Rp 295,90 per kilo-
qrarn.

I
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Perkembangan harga tepung terigu selama periode April-Oktober 1983 mengalami
perkembangan yang relatif stabil, diantaranya di kota Banjarmasin dengan harga tat&r^ta
Rp 275,- per kilogram, di kota Ujungpandang dan Medan dengan harga r&ra-rata Rp 325,- per
kilogram. Sedangkan harga yang cukup bervariasi telah terjadi di kota Bandung, Semarang
dan Yogyakana. Di kota Bandung tingkat harga tepung terigu berkisar antara Rp 306,67
sampai Rp 333,33 per kilogtam, di kota Semarang berkisar antara Rp 300,41 sampai
Rp 325,83 per kilogram dan di Yogyakarta bervariasi antara Rp 296,25 samp Rp 322,43
per kilogram. Bila dihitung antara hatga tuta-ratl terendah dan harga rata-rata tertinggi di
beberapa kota, maka hargt rztz-rata terendah untuk tepung terigu adalah Rp 298,69 per
kilogram dan harga ratl-rlta tertinggi adalah Rp 322,77 pet kilogram atau mengalami
perbedaan sebesar 7,86 persen.

Usaha yang mendorong peningkatan produksi gula pasir telah dilakukan dengan
rehabilitasi pabrik-pabrik gula dan pembangunan pabrik baru. Di samping itu setiap tahun
senantiasa dilakukan penyesuaian harga dasar pembelian tebu dari petani yang mengikuti
progrr.rm'tebu rakyat intensifikasi (TRI). Selama periode Aptil-Oktober 1983 perkembangan
harga gula pasir menunjukkan persentase kenaikan yang relatif rendah. Secara umum ke-
naikan hanya terjadi dalam bulan September dan Oktober 1981, bahkan untuk kota-kota
Medan dan Ujungpandang, harga gula pasir relatif stabil yang berkisar masing-masing pada
harga Rp 550,- dan Rp 575,- per kilogram. Bila dibandingkan antara harga rata-rata terendah
dan harga ratal.atl tertinggi di tiap-tiap kota, maka perbedaan yzng zgzk menonjol telah
terjadi di kota Denpasar yaitu sebesar 7,48 persen, atau dengan harga terendah sebesar
Rp 535,- dan harga tertinggi sebesar Rp 575,- per kilogram. Dari harga rata-rata gula pasir
terendah yang telah terjadi di setiap kota dapat dihitung bahwa harga rata-rara terendah
untuk beberapa kota di Indonesia adalah sebesar Rp 54!,91 per kilogram sedang sebaliknya
harga rata-rata tertinggi adalah sebesar Rp 565,7 5 per kilogram atau terjadi perbedaan antara
harga rata-rata terendah dan harga rata-rata tertinggi sebesar 4,02 persen.

Produksi sandang yang meningkat pada semua jenis telah rnenyebabkan persediaan
di pasaran meningkat pula sehingga telah menghasilkan tingkat harga. yang relatif stabil.
Dalam Tabel UI.4 dapat dilihat bahwa selama periode April-Oktober 1983, enam dari
delapan kota besar di Indonesia telah rnengalami perkembangan harga tekstil yang relatif
stabil yaitu untuk Yogyakarta dan Surabaya dengan harga rlte-rata masing-masing sebesar
Rp 500,- dan Rp 439,65 per meter, untuk kota Medan dan Banjarmasin masing-masing
sebesar Rp 425,- drn Rp 525,- per meter, s€rta Ujungpandang dan Denpasar masing-masing
sebesar Rp 75O,- da:n Rp 400,- per meter. Walaupun permintaan cukup banyak menjelang
Idul Fitri yaitu dalam bulan Juni dan Juli 1983, namun peningkatan harga tekstil hanya
terjadi di Semarang yang dalam dua bulan tersebut meningkat masing-masing sebesar 6,92
persen dan 2,52 percen. Harga tekstil yang cukup bervariasi selama periode April-Oktober
1983 telah terjadi di kota Bandung dan Semarang yaitu masing-masing berkisar antara
Rp 582,92 dan Rp 658,3 3 per meter dan antara Rp 410,42 dan Rp 467 ,7 7 per meter. Per
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kembangan harga beras, tepung terigu, gula pasir dan tekstil di beberapa kota besar di
Indonesia dapat diikuti dalam Tabel III.4.

3.2.3. Indeks harga emas dan valuta asing

Perkembangan harga emas di pasaran bebas Jakarta dalam bula-n-bulan terakhir
tahun 1983 menunjukkan tendensi yang terus menurun, antara lain disebabkan karena
berkurangnya minat beli masyarakat dan adanya pengaruh harga emas yang menurun di
pasaran internasional. Dalam Tabel III.6 dapat dilihat bahwa harga emas di pasaran Jakarta
pada akhir Nopember 1983 bila dibandingkan dengan harga pada akhir April 1983 untuk
emas 24 karat, 23 karat dan 22 karat telah menunjukkan penurunan masing-masing sebesar
1,80 persen, 3,72 percen dan 2,88 persen per gram. Sedangkan bila di bandingkan harga
pada bulan Nopember 1983 dengan harga pada akhir Maret 1983 maka terlihat peningkatan
yang besar yaitu karena adanya kenaikan yang cukup besar dalam bulan April 1983 sebagai
akibat devaluasi nilai rupiah pada akhir Maret 1983. Dalam bulan tersebut harga emas telah
meningkat masing-masing dengan 25,00 persen unfuk emas 24 karx, 26,9I persen unruk
emas 23 karat dan 24,89 persen untuk emas 22 karzt. Sedangkan harga emas di bursa
London pada bulan April tersebut hanya meningkat sebesar 3,50 persen dan selama periode
AprilNopember 1983 menunjukkan penurunan sebesar 9,32 persen yairu dari US $ 414.75
per troy ounce pada akhir bulan Maret 1983 menjadi US $ 376.10 per troy ounce pada
akhir bulan Nopember 1983. Hal tersebut terutama adalah akibat banyaknya negara yang
melepaskan cadangan emas.

Sementara itu perkembangan harga beberapa valuta asing di pasaran Jakarta selama
periode April-Nbpember 1983 pada umumnya mengalami kenaikan yang cukup besar.
Perubahan harga yang cukup tinggi tersebut terjadi karena adanya devaluasi rupiah pada
akhir Maret 1983 terhadap semua matauang asing, baik matauang Eropa, matauang Asia
maupun dollar Amerika. Dalam bulan April kenaikan-kenaikan terjadi terhadap harga dollar
Amerika sebesar 28,05 persen, Poundsterling sebesar 30,86 persen, Deutsche Mark sebesar
26,O2 persen, Swiss Franc sebesar 28,38 persen dan Netlerland Gulden sebesar 24,47
persen. Demikian pula halnya dengan harga valuta lainnya yaitu Yen, dollar Hongkong dan
dollar Singapura masing-masing telah meningkat sebesar 27,69 persen, 25,64.persen dan
25,95 persen. Bila dilihat perkembangan harga valuta setelah bulan April dalam tahun
anggaran 79831198+ sampai dengan bulan Nopember, maka secara umum menunjukkan
penurunan; di samping terjadi kenaikan yang relatif kecil dalam bulan Oktober yaitu ter-
hadap matauang Yen, Deutsche Mark, Swiss Franc dan Netherland Gulden yang berkisar
antara 2,18 persen sampai 4,13 persen, dan pada bulan Nopember harga matauang Hong-
kong naik sebesar 4,21 persen. Sedangkan untuk harga matauang dollar Amer.ika setelah
mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada bulan April tersebut, maka pada bulan-bulan
berikutnya hanya mengalami kenaikan antara 0,16 persen sampai 0,59 persen bahkan dalam
bulan Mei dan Oktober menunjukkan penurunan sebesar 0,21 persen dan 0,13 persen.
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Tabe l  I I I .  6

HARGA EMAS DI PASAR -IAKARTA DAN
DI PASAR LONDON, 1969/1970 * t983/r984

( dalam rupiah per gram )

Tahun anggaran /
rata-rata bulan

Jakarta

23 ' 22 ' US $ /1 fine oz

1969/r970
197 0/197 7
r97LtL972
1972/r973
7973 /r97 4
7974/797 5
197 5 /7976
797 6t7977
L977 t7978
1978/7979
r979/1980
7980/1981
1987/7982

1982/t983

Maret
Maret
Maret
Maret
Maret
Maret
Maret
Maret
Maret
Maret

Juni
September
Desember
Maret

April
Me i
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember

490,00
510,00
620,O0

1.050,00
|.77 5,OO
2.3r2,50
7 .837  ,50
2.O50,00
2.3 50,00
5.O80,00

i0.750,00
10.100,00
7 . l50,oo

6.950,00
8.91O,00
9.620,00
9.980,00

12.475,OO
12.800,00
12.580,00
72.7 50,OO
72.825,OO
12.800,00
72.+50,O0
72.250,OO

470,00
480,00
580,00

1.000,00
r .67  5 ,OO
2.212,50
1 .7  37  ,50
1.950,00
2.260,OO
4.880,00
9.750,00
9.593 ,7 s
6.725,00

6.587 ,50
8.450,00
9.720,O0
9.534,00

12.100,00
12.650,00
11.940,00
72.125,O0
72.137,50
12.000,00
rr,77 5,OO
11.650,00

Maret
Maret
Maret

450,00 35.32
450,00 37.38
450,00 48.40
950'00 90.00

7.57 5,OO 111,7 5
2. i00,00 t7T.SO
7.637 ,5O 7Z9.Ss
1 .850 ,00  t+9 . r3
2.l5o,oo rT9.7 5
4.680,00 239.7 5
9.000,00 547 -25
9.100,00 576.75
6 .375 ,0o  316 .25

6.250,00 309.00
8.010,00 4o9.7 5
8.7+O,OO 449.OO
9.048,00 4r4.7 5

11 .300 ,00  429 .25
11 .600 ,00  +37  .50
11.3 20,00 416.00
17 .47 5 ,00 422 .OO
It .525,OO +7+.25
11.500,00 413.60
11 .112 ,50  382 .00
70.975,OO 37 6,LO

il

1983/7984

J
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1 0 3

Dengan demikian secara keseluruhan dalam periode April-Nopember 1983 mata-
uang Eropa yaitu Deutsche Mark, Swiss lranc dan Netherland Gulden telah mengalami
kenaikan masing-masing sebesar 16,36 persen,23,85 persen dan 15,78 persen sedangkan
harga Poundsterling menunjukkan peningkatan sebesar 28,37 persen. Terhadap harga
matauang Asia yaitu dollar llongkong, dollar Singapura dan Yen, selama tahun anggaran
198311984 sampai dengan bulan Nopember telah n.reningkat pula masing-masing sebesar
10,73 persen, 27,04 persen dan 30,46 persen. Dcmikian pula halnya dengan harga dollar
Amerika dalam periodc iersebut meningkat sebesar 30,15 persen. Perkembangan harga
valuta asing dan harga emas di pasar Jakarta dan di pasar London dapat diikuti dalam Tabel
IlI.5 dan Tabel III.6 scrta Grafik tIL4.

3,2.4. Harga barang-barang ckspor

Kebijaksanaan perdagangan luar negeri pada dasarnya diarahkan guna meningkat-
kan penerimaan devisa melalui ekspor. Untuk mcncapai tujuan tersebut telah dan terus
dilaksanakan pengembangan pasar terhadap beberapa komoditi ekspor dalam rangka meng-
hadapi tantangan terhadap pengembangan pasar yang telah dilaksanakan oleh negara-negara
produsen lainnya. Selama tahun anggaran 1983/798+ sampai dengan bulan Nopember, harga
barang-barang ekspor di pasar dalam negeri maupun di pasaran internasional secara umum
telah mengalami perkembangan yang cukup mantap. Hal ini terlihat pada perkembangan
harga beberapa barang ekspor di pasar Jakarta selarna periode April-Nopember 1983, yaitu
harga kopra, lada putih, karet dan kopi robusta masing-masing meningkat sebesar 89,15
persen, 140,59 persen,44,6? persen dan 21,95 persen. Peningkatan harga kopra telah terjadi
secara terus menerus sejak bulan April sampai dengan bulan Nopember 1983 dengan sedikit
mengalami penurunan dalam bulan Oktober 1983. Penurunan yang terjadi dalam bulan
Oktober tersebut adalah sejalan dengan perkembangan harga kopra di pasar Manila dan
London yang menurun masing-masing sebesar 8,75 persen dan 8,41 persen. Secara ke-
seluruhan harga kopra di pasar Manila dan pasar London selama periode April-Nopember
1983 masing-masing meningkat sebesar 79,14 persen dan 81,58 persen. Demikian pula
halnya dengan harga minyak sawit Malaysia di pasar London dalam periode yang sama
mengalami kenaikan sebesar 72,92 persen. Bila diteliti perkembangannya setiap bulan, maka
kenaikan yang cukup bcsar terjadi pada bulan Agustus 1983 yaitu harga kopra di pasar
Manila dan London yang masing-masing meningkat sebesar 27,39 persen dan 28,65 persen,
serta harga minyak sawit di pasar London yang meningkat sebesar 31,04 persen. Permintaan
yang meningkat di pasaran internasional dibandingkan dengan suplainya terhadap lada
putih dan lada hitam pada periode terakhir telah menyebabkan membaiknya harga barang
tersebut di pasar Jakarta maupun di pasar internasional. Panen yang kurang bagus dalam
tahun ini akibat gangguan musim kemarau yang cukup panjang serta penurunan produksi di
Sarawak untuk tahun 1983/1984 merupakan faktor utama yang menyebabkan meningkat-
nya harga komoditi tersebut baik di pasar dalam negeri maupun di pasaran internasional.

e
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Tabe l  I I I . 7

HARGA BEBERAPA BARANG EKSPOR DI JAKARTA, I969IL97O - I98III984

( dalam ruPiah Per kilogram )

Tahun anggaran/
rata-rata bulan RSS I

Kopta
(Sulawesi)

Lada

Purih

Kopi
robusta

1969/r970

t970tr97t

797l/  7972

797 2/797 3

797 3 /7974

7974/ 797 5

797 5 t797 6

7976/7977

7977 /797I

797 8t 7979

7979/1980

1980/ 1981

r98r/7982

1982/7983

Maret

Maxet

Maret

Maret

Maret

Maret

Maret

Maret

Maret

Maxet

Maret

Maxet

Maret

Juni
September

Desember

Maret

April

Me i

Juni

Juli
Agustus

September

Oktober
Nopember

' t25,66

106,10

to3,r2
799,77

305,56

t78,35

2+3,59
27 8,29

306,+7

626,66

777,94

690,21

508,48

489,76

+83,r9
1 7 1 ) 4

707,09

1 .019 ,15

927,94

r.041,64

1.042,08

1.032,55

987 ,27
992,74

1.013,90

s0,18
65,40

58,20

79,70

792,43

94,57

89 ,18

215,50

233,33

256,67

242,26

263,40

2+l,80

233,7 0

202,24

202,72

219,80

288,00

308,27

3t3,26

339,36

383,99

+26,9+
363,78
+15,7 5

295,0O

199,25

257,60

43r,40
7 52,19
526,25

i .100,00

977,50

7 .27  6 ,25

7.162,50

822,50

880,00

738,OO

656,00

880,00

956,00

1.010,00

1 .170 ,00

1.270;00

1.190,00

1.140,00

1,215,00

1.450,00
2.300,00

126,57

156,00

t20,62

293,O9

360,+6

245,82

507,00

2.090,00

862,50

1 .169 ,00

r .225 ,oo

968,7 5

7 83,60

7 50,00

6+5,00

795,OO

1.025,00

1.150,00

1 .145 ,00

1.200,00

1.23 5,00

7.245,O0

1.025,C0

1.150,00
1.25O,@

1983/7984
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Selama periode April-Nopember 1983 harga lada putih di Pasaran London dan lada hitam di

pasar New York telah meningkat masing-masing sebesar 70,06 persen dan 41,55 persen'

Sedangkan di pasar Jakarta untuk p€riode yang sama harga lada putih meningkat sebesar

140,59 persen- Kenaikan hargz lzdz Putih dan Iada hitam yang cukup tajam baik di pasaran

Jakarta maupun di pasaran internasional telah terjadi dalam bulan Nopember 1983 yaitu di

pasar London dan New York meningkat masing-masing sebesar 58,64 percen dan 24,35

persen, sedang di pasar Jakarta dalam bulan yang sama meningkat sebesar 58,62 Persen'
s.-.rr,"." itu perkembangan harga kopi di pasar Jakarta maupun di pasar intemasional

yaitu New York tidak menunjukkan perkembangan yang cukup baik, bahkan di bulan

September dan Agustus 1983 di pasar tersebur harga kopi menurun cukup besar dibanding-

kan dengan bulan sebelumnya yaitu scbesar 17,67 persen dan 0,88 persen sebagai akibat

membaiknya musim panen di negara-negara produsen uuma Sedangkan peningkatan harga

kopi yang agak lumayan selama periode April-Nopember 1983 telah terjadi dalam bulan

Oktober 1983, baik di pasar Jakarta maupun di pasar New York di mana masing-masing

meningkat sebest 72,2o persen dan 5,29 persen. sedang di pasar Singapura kenaikan terjadi

dalam bulan Nopember 1983 yaitu sebesar 21,13 persen. Dalarn bulan-bulan lainnya selama

periode tersebut hanya terjadi penurunan atau peningkatan harga yang relatif kecil, sehingga

selama pcriode April-Nopember 1983 secara keseluruhan harga kopi di pasar Jakarta naik

sebesar 21,95 persen, di pasar Singapura dan di pasar New York masing-masing naik sebesar

59,83 persen dan 7,66 persen. Pasaran karet alam secara umum masih tetap terpengaruh

oleh tekanan resesi terhadap industri ban dan mobil. Dibandingkan dengan perkembangan

harga karet yang terjadi di pasaran internasional maka perkembangan harga di dalam negeri
jauh lebih tinggi. Selama periode April-Nopember 1983 harga karet di pasar Jakarta naik

-sebesu 44,6? persen, sedang di pasar New York, London dan Singapura mengalami ke-

naikan yang relatif lebih rendah yaitu masing-masing sebesar 6,33 persen, 5,65 persen

dan 13,12 persen. IIal ini adalah sebagai akibat pengaruh adanya kabar bahwa Amerika

Serikat akan melaksanakan pembelian karet alam secara besar-besaran untuk keperluan

persediaan penyangga, Perkembangan tnrgz logam timah putih di pasaran internasional
masih sangat lemah dan cenderung merosot. Hal ini ditunjang pula oleh pelepasan persediaan
p.ny"ttggi Amerika Serikat yang terus menerus disalurkur ke pasaran. Selama periode

April-Nopember 1983 hatga timah di pasar London telah menurun sebesar 3,12 persen

Perkembangan harga barang-barang ekspor di pasar lokal Jakarta maupun di pasar inter'

nasional dapat dilihat pada Tabel III.7 dan Tabel III.8 dan Grafik III:5.

3.2-5. lndeks harga perdagangan besar di Indonesia

Dalam perkembangannya selama Pelita III sebagaimana tercantum dalam Tabel

III.9 dapat dilihat bahwa peningkatan indeks harga perdagangan besat Indonesia yang cukup

besar telah rerjadi dalam tahun 1979 yaitu sebesar 71,05 persen, sedangkan dalam tahur-

1980 dan 1981 kenaikannya masing-masing mencapai 29,74 percen dan 11,46 persen'
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Perkembanganindekshargaperdaganganbesar-IndonesiadalamduatahunterakhirPelitalll
yaitu dalari tahun 1982 d"r,..1"i" i bulan dalam tahun 1983 menunjukkan peningkatan

masing-masing sebesar 7,09 persen dan 14,57 Persen'

Bila dilihat secara terperinci kenaikan indeks harga perdagangan besar lndonesia

yang terjadi dalam periode Januari-Agustus 1983 sebesar 14'57 persen' maka faktor p-e-

;,y""t"t.,y" adarah karena kenaikan o;0" "o',:'#:::l,T1"J:::iiTl"J;:i:'i:,1fJ

persen dan 23,12 persen. Kenaikan yang tel

Lrena di sub sektor bahan makanan dan sejet

sub sektor hasil-hasil tanaman perdagangan (a

ternak masing-masing meningkat ,,i" +5'31 persen, 39,55 persen dan 35'58.petsen,Pada

indeks harga- sektoi industri kenaikan yang t"kup menonjol terjadi pada indeks harga

industri pengilangan minyak dan hasil-hasilt

gilingan biji-bijian dan hasil-hasilnya sebesar

dasar bukan besi sebesar 21,24 persen' Diba

sektor-sektor lainnya maka dalam indeks harl

dan penggalian mengalami peningkatan yang rel

pada'hei',ra sektor tersebut telah pula terjadi terutama pada indeks harga tanaman per-

l"g"ng"n dan harga hasil penggalian masing-masing sebesar 10,03 persen dan 8'31 persen'

3-2,6. Indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi

Dalam Tabel lll.10 daPat dilihat perkembangan indeks umum harga perdagangar'

besa rbahanbangunan /kons t ruks i -en " ' u t j en i sbangunanya i tuda lamtahun l9S?me-
ningkat sebesar 9,28 p..r.., dan dalam periode Januari-Agustus 1983 meniigkat sebesar

ioja p.rr"n. Secara tirperinci dapat diliirat bahwa peningkatan yang terjadi terutama p.ada

jenis bangunan pekerjaan umrn' r'r,,tuk pertanian vaitu sebesar 12'21 persen dalam tahun
'7gg2 

d.]i sebesar 11,72 persen dalam t;hun 1gg3 sampai dengan bulan Agustus. Hal ini

adalah sejalan dengan kegiatan di bidang pertanian yang meningkat dalam rangka.pemenuh-

an kebutuhan pan!"n d"n industri dalam negeri. peningkatan rersebut tclah diikuti pula oleh

pr"."r"tt*y* y"itu- pekerjaan umum untuk jalan-jalan dan jembatan' sena perbaikan bangun-

"n 
y".tg masing--asing meningkat sebesar to24 persen dan 10'20 persen untuk tahun

pdz, Jenr ro,is persin dan t-t,tt persen untuk tahun 1983 sampai dengan bulan Agustus'

Sedangkan untuk lenis-jenis bangunan lainnya yaitu bangunan tempat tinggsl' bangunan

listrik dan uansmishya serta barrgr]r,"., dan konstruksi lainnya dalam tahun 1982 meningkat

sekitar 6,47 pers.n sampai 9,50 persen, sedang tahun 1983 sampai dengan bulan Agustus

meningkat rata'tata sebesar 10,26 persen.
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3,3. Gaji dan upah di berbagai sektor ekonomi

Menyadari akan pentingnya pengaturan pengupahan yang secara nasional akan
berpengaruh pada pertumbuhan produksi, perluasS.n tenaga kerja sert4 pemerataan Pen-
dapatan, di samping pula guna melindungi dan meningkatkan upah buruh dalam mencapai
tingkat yang layak, maka pengaturan tentang upah minimum terus dikembangkan. Dalam
tahun anggaren 1980/1981 telah ditetapkan 5 buah upah minimum regional, 53 buah upah
minimum secara sektoral dan 248 buah upah minimum sub-sektoral. Dalam masa yang sama,
telah pula diadakan survai pengupahan yang akan terus dilaksanakan setiap tahunnya dengan
memperluas liputan baik sektor maupun wilayahnya. Pada perkembangannya yang terakhir
sampai dengan tahun anggaran 7982/7983 secara kumulatif telah ditetapkan 11 buah
upah minimum regional, 55 buah upah minimum sektoral regional dan 291 buah upah
minimum sub-sektoral regional.

Pada Tabel III.11 dapat dilihat bahwa perkembangan umum selama tahun 1983
sampai dengan bulan Juni menunjr.lkkan bahwa baik upah minimum dan upah maksimum di
pelbagai sektor telah mengalami peningkatan, kecuali sektor lainJain/pegawai negeri yang
tidak mengalami kenaikan sejak tahun 1982. Btlz dilihat secara terperinci peningkatan
rata-rata upah minimum yang cukup pesat selama periode tersebut telah terjadi temtama
pada sektor listrik, industri dan perhubungan masing-masing sebesar 60,09 persen, 17,00
persen dan 16,65 persen. Dalam masa yang sama rata-rata upah minimum di sektor per-
kebunan, pertambangan, bangunan, perdagangan/bank/asuransi, dan jasajasa hanya me-
ningkat antara 3,50 persen sampai 9,51 persen, sedangkan untuk sektor lain-lain/pegawai
negeri selama periode tersebut tidak mengalami peningkatan. Sementara itu perkembangan
rata-rata upah maksimum selama periode yang sama, yaitu Januari-Juni 1983, menunjukkan
kenaikan cukup menonjol pada sektor listrik, pertambangan dan perkebunan yaitu masing-
masing scbesar 34,81 persen, 29,51 pcrsen dan 13,48 pcrsen, Sedangkan rata-rata upah
maksimum untuk sektor lainnya yaitu sektor industri, bangunan, perdagangan/bank/asuran-
si, perhubungan dan jasa-jasa menunjukkan peningkatan yang reldtif lebih rendah, yaitu
berkisar antara 2,80 sampai 5,93 persen, bahkan untuk sektor lain{ain/pegawai negeri
tetap tidak mengalami perubahan. Jika dilihat perkembangannya selama periode yang sama
tahun scbelumnya yaitu Januari-Juni 1982, maka perkembangan rata-rata upah minimum
yang cukup tinggi terjadi pada sektor jasajasa, sektor perdagangan/bank/asuransi, sektor
listrik dan sektor industri dimana masing-masing mengalami peningkatan sebesar 24,79
persen, 16,33 persen, 15,02 persen dan 14,07 persen. Sedangkan perkembangan rata-rata
upah maksimum yang cukup tinggi pada periode tersebut terjadi di sektor industri, sektor
perdag-rgan/bank/asuransi dan sektor bangunan yaitu masing-masing sebesar 18,77 persen,
18,30 persen dan 10,19 persen. Adapun kenaikan rata-rata upah maksimum di sektor*ektor
perkebunan, pertambangan, listrik, perhubungan dan jasa-jasa hanya berkisar antan 0,44
persen dan 5,81 persen, serta sektor lain-lain/pe gawai negeri tidak mengalami kenaikan.

,
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BAB IV

MONETER DAN PERKREDITAN

4.1. Pendahuluan

Kebijaksanaan moneter lndonesia yang dijalankan dalam tahun 1983/1984 meru-

pakan kelanjutan kebijaksanaan moneter masa sebelumnya yang bemrjuan untuk pemeliha-

raan kestabilan, mendorong pertumbuhan produksi serta pemerataan hasil pembangunan'

Di dalam rangka mendorong usaha pengerahan dana masyarakat dan menciptakan sistem

perbankan yang lebih sehat dan kompetitif, pada bulan Juni 1983 oleh Pemerintah te-

lah diambil kebijaksanaan untuk membebaskan bank-bank Pemerintah di dalam mene

tapkan besarnya suku bunga dan jangka waktu deposito berjangka, kecuali untuk deposito

berjangka waktu 24 bulan ditetapkan suku bunganya minimum sebesar 12 persen setahun.

Selain daripada itu kepada penabung juga diberikan fasilitas-fasilitas teltentu sePerti pem-

berian pilihan kepada penabung unruk memilih deposito atas nama atau atas unjuk, sena

perpanjangan deposito jatuh waktu yang dapat dilakukan secara otomatis. Selanjutnya suku

bunga Tabanas juga telah dinaikkan yaitu sampai dengan saldo Rp 1 juta ditetapkan suku

bunga sebesar 15 persen setahun, sedangkan unruk saldo selebihnya 12 persen setahun.

sebelumnya suku bunga 15 persen setahun diberikan untuk saldo sarnpai dengan Rp 200

ribu, sedangkan diatas jumlah tersebut suku bunganya sebesar 6 Persen setahun.

Usaha pemupukan modal dari masyarakat dan peningkatan penanaman dana

masyarakat bagi tujuan pembangunan tidak tetlepas dari usaha untuk meningkatkan ke-

giatan lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank Terhadap lembaga

keuangan perbankan di samping pembinaan bagi bank-bank Pemerintah, juga dilakukan

pada bank-bank umum swasta nasional (BUSN) dan bank-bank pembangunan daerah (BPD)'

Usaha tersebut dilaksanakan baik melalui pemberi:n kesempatan untuk membuka kantor

cabang di daerahdaerah maupun melalui pemberian bantuan permodalan, serta kepada

bank-bank umum swasta nasional terus didorong untuk melakukan penggabungan usaha.

Dalam pada iru pembinaan terhadaP lembaga keuangan bukan bank (LKBB) diusahakan me-

lalui pengembangan kelembagaan dan kegiatan usahanya yang dilaksanakan antara lain de-

ngan meningkatkan jumlah danjenis Iembaga keuangan, serta memperluas bidang-bidang usa-

hanya. Khusus mengenai pasar modal, dengan salah satu tujuan utamanya adalah mendorong

tercapainya pemerataan pendapatan melalui pemerataan pemilikan perusahaan, dalam

beberapa tahun terakhir ini telah diusahakan untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang

memasyarakatkan saham, serta memperbesar jumlah dan jenis saham yang diperjualbelikan

di bursa efek Indonesia. Dalam hubungan ini Pemerintah terus berusaha menyempurnakan

I
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ketentuan-ketentuan yang menunjang perkembangan pasar mdal antara lain melalui peng.
aturan tata cara perdagangan obligasi, dan pengaturan lembaga{embaga yang mendukung
kelancaran pasar modal.

Guna mendukung kelancaran produksi dan memenuhi kebutuhan likuiditas dalam
masyarakat, Pemerintah telah pula mengambil kebijaksanaan pada bulan Juni 1983 untuk
menghapuskan kebijaksanaan pagu kredit yang telah dilaksanakan sejak tahun 1974. Dengzn
kebijaksanaan ini bank-bank Pemerintah dapat meningkatkan volume pinjamannya sesuai
dengan kemampuannya di dalam rnengumpulkan dana dari masyarakat. Untuk itu bank-
bank Pemerintah dibebaskan pula dalam menetapkan suku bunga dan syarat-syarat kedit
bagi pinjamannya kecuali untuk kredit yang berprioritas tinggi, di mana suku bunga dan
syarat-syarat pinjamannya ditetapkan oleh Bank Indonesia serta diberikan kredit likuiditas.
Kredit-kredit yang tergolong prioritas tersebut pada umumnya merupakan kredit untuk
pengusaha golongan ekonomi lemah, kredit untuk sektor pertanian dan perkebunan serta
kredit untuk ekspor.

4.2. Jumlah uang beredar dan sebab-sebab perubahannya

Selama 6 bulan pertama tahun anggaran 1983 /198+ jumlah uang beredar telah
meningkat sebesar Rp 432,4 mllyar (5,9 persen), yait'.r dari posisinya sebesar Rp7.379,4
rnilyar pada akhir bulan Maret 1983 menjadi Rp 7.811,8 milyar pada akhir bulan September
1983. Peningkatan tersebut terdiri dari peningkatan uang kartal sebesar I{p 318,4 milyar dan
peningkatan uang giral sebesar Rp 114,0 milyar, sehingga secara keseluruhan sampai dengan
bulan September 1983 posisi uang kartal adalah sebesar Rp 3.319,1 milyar atau 42,5 persen
dari jurnlah uang bcredar, dan uang giral sebesar Rp 4.492,7 milyar atau 57,5 persen dari
jumlah uang beredar. Pcranan uang giral yang cukup tinggi di dalam kornponen uang beredar
tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat yang makin besar di dalam menggunakan
jasa-jasa perbankan.

Adapun sektor-sektor yang terutama mempengaruhi jumlalr uang beredar dalam
periode AprifSeptember 1983 terscbut adalah sektor aktiva luar negeri bersih serta sektor
tagihan pada perusahaan dan perorangan yang memberikan pengaruh menambah yang cukup
besar, yaitu masing-masing sebesar Rp 1.128,5 milyar dan Rp 1.099,7 ririlyar, di samping
sektor lainnya bersih yang juga memberikan pengaruh menambah pada jumlah uang beredar
sebesar Rp 414-,4 nilyrr. Pengaruh menambah sektor aktiva luar negeri bersih tersebut
menunjukkan pemasukan devisa luar negeri yang lebih besar daripada yang ke luar. Suatu
perkembangan yang positif bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana
sektor aktiva luar negeri bersih menunjukkan pengaruh mengurang yang cukup besar.
Dalam pada itu sektor tagihan pada perusahaan dan perorangan yang meningkat sebesar
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Rp 1.099,7 milyar adalah erar hubungannya dengan peningkatan kegiatan usaha serta
pembinaan golongan ekonomi lemah melalui fasilitas kredit perbankan.

Dalam pada itu sektor tagihan bersih pada Pemerintah pusat selama semester per-
tama tahun anggsran 79831L98+ menunjukkan pengaruh mengurang pada jumlah uang
beredar sebesar Rp 1.073,5 milyar, sedangkan dalam periode yang sama tahun yang lalu
sektor tagihan bersih pada Pemerintah pusat tersebut memberikan pengaruh menambah
sebesar Rp 376,4 milyar. Sementara itu usaha untuk meningkatkan tabungan masyarakat
yang terus dilakukan Pemerintah tercermin dari besarnya pengaruh mengurang pada jumlah
uang beredar yang ditimbulkan oleh sektor simpanan berjangka dan tabungan. Dalam
periode April-September 19831798+ sektor rersebut memberikan pengaruh mengurang
sebesar Rp 1.136,7 milyar, sedangkan dalam periode yang sama tahun sebelumnya scktor
simpanan berjangka dan tabungan memberikan pengaruh mengurang hanya sebesar
Rp 290,6 milyar. Perkembangan jumlah uang beredar dan sebab-sebab perubahannya secara
lengkap dapat diikuti pada Tabel IV.1 dan Tabcl IV.2.

4.3. Dana dan Kredit Perbankan

4.3.1.  Dana perbankan

Usaha Pemerintah untuk menghimpun dana masyarakat melalui sektor perbankan
guna pembiayaan pembangunan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Untuk menunjang
keikutsertaan masyarakat secara luas dalam pembangunan tersebut, pemerintah telah
mengambil kebijaksanaan pokok di bidang pengerahan dana perbankan yaitu sejak I Juni
1983 bank-bank umum Pemerintah diberikan kebebasan untuk menetapkan jangka waktu
serta tingkat bunga deposito dan pinjaman sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank
yarrg bersangkutan, kecuali untuk suku bunga deposito berjangka waktu 24 bulan yang
ditetapkan paling rendah 12 persen setahun. Di samping itu penabung.lapat pula diberikan
fasilitas-fasilitas seperti perpanjangan secara otomatis terhadap tabungan yang telah jatuh
waktu, serta fasilitas berupa deposito atas nama dan atas unjuk. pengerahan dana tabungan
dilaksanakan pula melalui perubahan tingkat bunga Tabanas yang ditetapkan 15 persen
setahun untuk jumlah tabungan sampai dengan saru juta rupiah, sedangkan selebihnya
ditetapkan bunga 12 persen setahun. Untuk Tabungan Asuransi Berjangka (TASKA) tingkat
bunganya tetap tidak mengalami perubahan yaitu 9 persen setahun.

Apabila pada akhir Maret 1983 jumlah dana perbankan baru mencapai Rp 9.246,7
milyar maka pada akhir September 1983 telah meningkat menjadi Rp 1O.734,7 milyar.
Dengan demikian dalam jangka wakru enam bulan yaitu periode April-September l9g3
tersebut dana perbankan mengalami kenaikan sebesar Rp 1.4gg,o milyar (16,1 persen) atau
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ratarata Rp 248,0 milyar sebulan. Kenaikan tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan
peningkatan dana perbankan dalam periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar
Rp 823,8 milyar atau rata-rata Rp 137,3 milyar sebulan. Peningkatan dana perbankan
sebesar Rp 1.488,0 milyar tersebut berasal dari bank-bank Pemerintah sebesar Rp 835,8
milyar, bank-bank umum swasta nasional sebesar Rp 644,2 ntlyar, dan cabang bank-bank
asing sebesar Rp 8,0 milyar. Bila diperinci menurut jenis dana yang dihimpun, maka ke-
naikan dana bank-bank Pemerintah sebesar Rp 835,8 milyar berasal dari kenaikan dana
deposito sebesar Rp 978,1 milyar, sedangkan dana giro menurun sebesar Rp 140,6 milyar
dan dana tabungan menurun sebesar Rp 1,7 ntlyar. Selanjutnya dana perbankan bank-bank
umum swasta nasional yang meningkat sebesar Rp 644,2 mlyar adalah karena dana giro,
deposito dan tabungan yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp 326,5 mrlyar,
Rp 302,7 milyar dan Rp 15,0 milyar. Sedangkan kenaikan dana perbankan dari cabang
bank-bank asing terjadi pada dana deposito sebesar Rp 33,6 milyar, dan dana tabungan
sebesar Rp 0,1 milyar walaupun terjadi penurunan pada dana giro sebesar Rp 25,7 milyar.

Jurnlah dana perbankan sampai dengan bulan September 1983 adalah sebesar
Rp 70.734,7 milyar yang terdiri dari dana giro sebesar Rp 6.054,8 milyar (56,4 persen),
dana deposito sebesar Rp 4.19 3,5 milyar (39,1 persen) dan dana tabungan sebesar Rp 486,4
milyar (4,5 persen). Dana giro sebesar Rp ti.054,8 milyar tersebut terdiri dari dana giro yang
berhasil dihimpun oleh bank-bank Pemerintah sebesar Rp 4.326,7 milyar, oleh bank-bank
umum swasta nasional sebesar Rp 1.237,7 milyar dan oleh cabang bank-bank asing sebesar
Rp 490,4 milyar. Dana deposito sebesar Rp 4.793,5 nlyelr berasal dari dana deposito yang
berhasil dihimpun oleh bank-bank Pemerintah, bank-bank umum swasta nasional dan cabang
bank-bank asing masing-masing sebesar Rp 2.298,7 milyar, Rp 1.068,6 milyar dan Rp 826,2
milyar. Sedangkan dana tabungan yang berjumlah Rp 486,4 milyar berasal dari dana
tabungan bank-bank Pemerintah sebesar Rp 398,9 milyar dan selebihnya berasal dari bank-
bank umum swasta nasional dan cabang bank-bank asing, Perkembangan dana perbankan
yang lebih terperinci dapat diikuti pada Tabel IV. 3.

4.3.1.1. Deposito berjangka

Dengan adanya kebijaksanaan 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada bank-
bank penyelenggara deposito berjangka untuk menentukan sendiri jangka waktu dan besar-
nya suku bunga, diharapkan bank-bank lebih leluasa da.lam menarik dana sesuai dengan ke-
butuhan masing-masing bank tersebut. Selain itu untuk lebih menarik dan menggairahkan
para penabung, dalam kebijaksanaan tersebut ditetapkan pula bahu'a kepada deposan
diberikan pilihan perpanjangan deposito secara otomatis serta deposito berjangka dapat
pula dikeluarkan atas unjuk agar mudah dipindah tangankan.

a
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Jumlah tabungan rnasyarakat dalam bentuk deposito-berjangka sampai dengan akhir

September 1983 adalah sebesar Rp 1.581,7 milyar. Jumlah tersebut terdiri atas deposito

berjangka waktu 24 bulan sebesar Rp655,8 milyar, berjangka waktu 18 bulan sebesar
Rp 0,7 milyar, berjangka waktu 12 bulan sebesar Rp 417,0 miiyar, berjangka waktu 9 bulan
sebesar Rp 0,1 milyar, berjangka waktu 6 bulan sebesar Rp 210,4 milyar dan berjangka
waktu 3 bulan atau kurang sebesar Rp 297,7 milyar.

Semenjak adanya kebijaksanaan I Juni 1983 deposito berjangka menunjukkan
peningkatan yang cukup pesat. tlal ini terlihat dari kenaikan jumlah deposito berjangka
selama periode Juni-September 1983 yaitu sebesar Rp 669,9 mtlyar ara:u rata-rata Rp 167,5
milyar sebulan, dibandingkan dengan periode April-Mei 1983 yang kenaikannya hanya
sebesar Rp 6,0 milyar atau rata-rata Rp 3,0 milyar sebulan. Secara keseluruhan posisi
deposito berjangka pada akhir September 1983 adalah sebesar Rp 1.581,7 milyar atau
berani terjadi zuatu peningkatan sebesar Rp 675,9 mrlyar (74,6 persen) pila dibandingkan
dengan posisi akhir Maret 1983. Kenaikan deposito berjangka sebesar Rp 675,9 milyzr
tersebut terutama berasal dari kenaikan deposito berjangka waktu 12 bulan sebesar
Rp 374,7 milyar, deposito 3 bulan atau kurang sebesar Rp 294,7 milyar, deposito 6 bulan
sebesar Rp 198,8 milyar, deposito 18 bulan sebesar Rp 0,7 mtlyat dan deposito 9 bulan
sebesar Rp 0,1 milyar. Sedangkan deposito berjangka waktu 24 bulan menunjukkan pe-
nurunan sebesar Rp 192,5 milyzr. Pada periode yang sama (April-September) tahun
sebelumnya deposito berjangka hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 41,8 milyar
(5,0 persen), yang berani kenaikan dalam tahun 198311984 mencapai lebih dari enam belas
kali lipat. Perkembangan deposito berjangka dapat diikuti pada Tabel IV.4.

4.3.1.2. Tabanas dan Taska

Unruk meningkatkan dana tabungan serta untuk memupuk kebiasaan dan kesadaran
menabung daripada masyarakat selain dilaksanakan dengan meningkatkan pelayanan yang
lebih baik kepada penabung, Pemerintah telah pula menambah Bank Pembangunan Daerah
dan Bank Umum Swasta Nasional sebagai penyelenggara Tabanas dan Taska. Kemudian
sebagai upaya lebih lanjut untuk meningkatkan tabungan masyarakat maka sejak Juni 1983
suku bunga Tabanas telah diubah menjadi 15 persen setahun untuk saldo tabungan sampai
dengan satu juta rupiah, dan selebihnya zd ah 12 persen setahun. Sebelum itu suku bunga
Tabanas untuk saldo tabungan sampai dengan Rp 200.000 adalah sebesar 15 persen setahun
dan untuk tabungan diatas junrlah tersebut diberikan bunga 6 persen setahun. Di lain
pihak suku bunga tabungan asuransi berjangka (TASKA) tidak mengalami perubahan yaitu
tetap sebesar 9 persen setahun.

f

Sampai dengan akhir September 1983 posisi Tabanas adalah sebesar Rp483,9
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telah meningkat sebesar Rp 75,7 milyar (3,4 persen) dari posisinya pada akhir bulan Mei
1983 sebesar Rp 468,2 milyar. Sedangkan selama dua bulan yairu April dan Mei 1983 posisi
Tabanas mengalami penurunan sebesar Rp 15,3 milyar, sehingga secara keseluruhan selama
periode April-September 1983 posisi Tabanas masih menunjukkan kenaikan sebesar Rp 0,4
milyar walaupun pada awal tahun anggaran 1983 /7984 banyak penabung yang mengambil
tabungannya untuk keperluan biaya pendidikan, menghadapi lebaran dan lainiain.

Tabungan masyarakat dalam bentuk Taska sampai dengan akhir September 1983
menunjukkan posisi sebesar Rp 366 juta yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 63
juta (20,8 persen) bila dibandingkan dengan posisi akhir Maret 1983. Perkembangan
Tabanas dan Taska dapat diikuti pada Tabel IV.4.

4.3.1.3. Sertifikat deposito

Penerbitan sertifikat deposito yang merupakan suatu bentuk surat berharga jangka
pendek adalah merupakan langkah awal dalam rangka mengembangkan pasar.uang di In-
donesia, di samping untuk menghimpun dana dari masyarakat. Penerbitan senifikat deposito
saat ini dilaksanakan oleh bank-bank umum Pemerintah dan cabang bank-bank asing atas
izin Bank Indonesia. Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui sertifikat deposito sampai
dengan bulan September 1983 tahun terakhir Repelita lll-798317984 menunjukkan per-
kembangan yang cukup berarti. Dengan tingkat bunga yang menarik yaitu berkisar antara 9
persen salnpai dengan 18 persen dan jangka waktu antara 1 minggu sampai dengan 12 bulan,
posisi sertifikat deposito sampai akhir September 1983 telah meningkat sebesar Rp 127,4
milyar (124,8 persen) bila dibandingkan dengan posisinya pada akhir Maret 1983 sebesar
Rp 102,1 milyar. Jumlah tersebut terdiri dari kenaikan sertifikat deposito bank-bank
Pemerintah sebesar Rp 113,5 milyar dan kenaikan sertifikat deposito cabang bank-bank
asing sebesar Rp 13,9 milyar. Sedangkan pada periode yang sama tahun lalu posisi sertifikat
deposito mengalami penurunan sebesar Rp 7,5 mrlyz;r. Posisi sertifikat deposito pada akhir
September 1983 sebesar Rp 229,5 milyar adalah terdiri dari sertifikat deposito bank-bank
umum Pemerintah sebesar Rp 204,7 milyzr (89,2 persen) dan sertifikat deposito cabang
bank-bank asing sebesar Rp 24,8 milyar (10,8 persen). Perkembangan sertifikat deposito
dapat diikuti pada Tabel IV.5.

4.3.2. Pemberian kredit perbankan

Kebijaksanaan perkreditan dalam tahun keempat dan kelima Repelita III ber-
hubungan erat dengan usaha mempertahankan kestabilan perekonomian dari pengaruh resesi
dunia, peningkatan produksi dalam negeri dan ekspor non migas, serta pengerahan dana
dan tabungan masyarakat. Dalam pada itu bantuan pembinaan dan peningkatan kegiatan



Tabe l  IV .5

SERTIFIKAT DEPOSITO BANK-BANK
r9?0tr97r - L983/r984
( dalam milyar rupiah )

r29

Akhir waktu
Bank - bank

Pemerintah

Bank - irank

Asing
J u m l a h

1970n971
t971^972
t972n97 3
197 3 t197 +
1974t7975
197 5tr97 6
197 6/r977
r977 t1978
r97I /1979
1979/1980
1980i  198 r

198U198?

Maiet
Maret

Marec
Maret

Maret
Maret
Maret
Ma!et

Maret

Maret
Maret

Juni
September
Des€mber
Maret

April
Mei

Juni
Juli
Agustus

September
Oktober
Nopember
Desernber

Januari
Pebruari
Maret

April
Mei

Juni
Juli

1 l
Agustus"
septemberl)

n l

o,8
1 , 5
8 ,1
s 5

24,4
?7 ' '

43,9
1 L  1

18,8
26,6

48,6

70,0
70,0
l  + ,5

28,O

r 33 ,1
165,2
212,1
202,6
2 L 3 , I
204,7

' r < ' 7

) < ' 1

t <  o

22,8

79,9
18,8
16,6
1 <  t

13 ,0
+,1

t2 ,2
7r,4
1 ?  I

10,9

19 '7

32,4
29,9

24,8

o,3
,, 1

7,7

'  
79 ,5

9+,4
46,7

29,4

46,8
R ? 5

63 , r
91,7
80,9
74,O

7 5 ,4
7 6,6
7 0,o
o) ,o
72,5
oo, )
69,6
74 7

R I  ?

R O 7

IO2,I

t72,8
196,5
2+4,5
232,5
244,3

37,4
66,0

55,O
5r,2

t982/1983

1983n984

57,8
a z  4

50,4
q s  s

62,4

62,8
5 0  ?

7 r ,6
77,4
9r ,2

l) Angka lementara
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pengusaha golongan ekonomi lemah terus dilanjutkan dengan tetap memberikan keringanan

dan kernudahan persyatatan untuk memperoleh kredit dari bank'

l)engan berlakunya kebijaksanaan 1 Juni 1983 maka pelaksanaan sistem pagu kredit

tidak diberlakukan lagi, yang dimaksudkan agar bank-bank dapat melayani permintaan

kedit seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya dalam mengumpulkan dana dari

rnasyarakar. Dalam kebijaksanaan tersebut disebutkan pula bahwa suku bunga dan syarat-

syarat pinjaman untuk jenis pinjaman yang berprioritas tinggi yang disalurkan oleh talk-

bank Pemerintah akan ditetapkan oleh Bank Indonesia dan untuk keperluan ini disediakan

fasilitas kredit likuiditas dari Bank Indonesia, Perlu dikemukakan bahwa program kredit

unruk penguseha golongan ekonomi lemah seperti Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit

Modal Kerja permanen (KMKP), Kredit Kecil (KK), Kredit candak Kulak (KCK), Kredit

Bimas dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tetap merupakan jenisjenis pinjaman yang

berprioritas tinggi. Batas rerringgi bagi KIK dan K,ryIKP yang semula 4dalah sebesar Rp 10

juta telah dinaikkan menjadi Rp 15 juta dengan catatan suplesi atau tambahan kredit tidak

diberikan lagi. Dalam rangka pemanfaatan dana masyarakat serta dana bank baik yang

disimpan di dalam maupun di luar negeri, maka pemberian kredit likuiditas untuk pinjaman

modal kerja yang suku bunganya 13,5 persen ke atas Pada bank-bank Pemetintah sejak

bulan Agustus 1982 dihentikan.

4.3.2.1. Pemberian kredit menurut sektor perbankan

Pembiayaan pembangunan yang bersumber dari sektor perbankan menunjukkan

perkembangan yang meningkat yang <litandai dengan semakin tingginya angka pemberian

kredit dari waktu ke waktu. Jika pada akhir Pelita II yaitu tzhtn 7978/7979 posisi pem-

berian kredit perbankan dalam rupiah adalah sebesar Rp 5.253,4 milyar maka pada akhir

t^hun 1979/7980 telah berkembang menjadi Rp 5.914,6 milyar, dan setiaP tahunnya terus

meningkat sehingga pada akhir tahun 1982/1983 menjadi sebesar Rp 12.804,2 milyar. Kim

pada akhir Pelita III yaitu tahun 7983/1984 (sampai dengan bulan September) posisinya

telah meningkat menjadi Rp 13.626,3 milyar. Sementara itu posisi pemberian ktedit dalam

valuta asing tercatat sebesar Rp 903,8 milyar. Dalam perkembangannya' pinjaman yang

disalurkan melalui bank-bank umum Pemerintah tetap merupakan bagian yang terbesar yang

disebabkan antara lain karena luasnya kegiatan yang dibiayai oleh bank-bank umum Pe-

merintah dan cabang-cabangnya di seluruh wilayah Indonesia

posisi pemberian kredit bank-bank umum Pemerintah termasuk kredit likuiditas

Bank Indonesia pada akhir september 1983 berjumlah sebesar Rp 8.704,2 milyar ataa 63,9

persen dari seluruh kedit rupiah perbankan, Dalam pada itu posisi pemberian kredit lang-

sung Bank Indonesia, kredit bank umum swasta nasional dan kedit cabang bank asing
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masing-masing mencaPai jumlah sebtsar Rp 2.362,1 milyar (17,3 petsen)' Rp 1'897'4

milyar (13,9 persen) dan sebesar Rp 662,6 mtlyar (4'9 persen)'

selama periode April-september 1983 pemberian kredit bank-bank umum Peme

rintah mengalami kenaikan sebesar Rp 663,1 milyar (8,2 persen), bank'bank umum sq/aste

nasional meningkat sebesar Rp 196,2 milyar (11,5 persen), sedangkan kredit langsung Bank

Indonesia dan kredit cabang bank-bank asing mengalami penurunan masing-masing sebesar

Rp 26,0 milyar (1,1 persen) dan sebesar Rp 11,2 milyar (1,7 persen)' Dalam pada itu

pemberian kredit valuta asing meningkat pula dengan jumlah sebesar Rp 3 ' l milyar

(0,3 persen).

4.3.2.2. Pernberian kredit menurut sektor 'Pemerintah dan sektor swasta

Posisi pemberian kredit rupiah sebesar Rp 13 '626,3 milyar pada akhir September

1gg3, digunakan untuk membiayai kegiatan sektor Pemerintah sebesar Rp 5.118,4 milyar

(37,6 persen) dan sektor swasta sebesar Rp 8.507,9 milyar (62,4 persen)' Pemberian kredit

un k sekror Pemerintah dalam periode April-September 1983 meningkat sebesar Rp 667,5

milyar atau 15,0 persen terhadap posisinya sebesar RP4450,9 milyar pada akhir Maret

1g83. Jumlah kenaikan kredit di sektor Pemerintah tersebut disalurkan melalui Benk

Indonesia dalam bentuk kredit langsung sebesar Rp 6,0 milyar, melalui bank umum Peme-

rintah sebesar Rp 6 59,8 milyar, dan melalui bank-bank umum swasta nasional sebesar Rp 6,1

milyar, di samping adanya penurunan kedit untuk sektor Pemerintxh pada cabang bank asing

sebesar Rp 4,4 mlly^t. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah terutama meliputi

program nasional yang tahap-tahapnya telah digariskan dalam rencana pembangunan di-

"rrt".rny" 
ialah pengembangan sektor perindustrian yang telah dimulai menjelang akhir

pelita Ii dan dilanjutkan dalam Pelita III. Kegiatan di sektor perindustrian tersebut berupa

pengolahan hasil produksi yang menunjang sektor pertanian antara lain berupa industri

pupuk, p.r,got"t an hasil pertanian dan pengolahan hasil produksi yang digunakan sebaga-

i"nd"r"o peng.-b"r,g".r industri pada tahap lebih lanjut seperti industri semen, besi baja,

dan aluminium.

Dalam periode yang sama (April-September 1983) pemberian kredit kepada sektor

swasta meningkat sebesar Rp 154,6 milyar (1,9 persen) yaitu dari posisinya sebesar

Rp 8.353,3 *ilyar p"da akhir bulan Maret menjadi sebesar Rp 8'507,9 milyar pada akhir

bulan September 1983. Kenaikan tersebut berasal dari bank umum Pemerinteh sebesar

Rp 3,3 mityar dan bank umum swasta nasional sebesar Rp 190,1 milyar, sedangkan kredit

dari Bank Indonesia dan cabang bank asing ke sektor swasta mengalami penurunan sebesar

Rp32,0milyardanRp6,smilyar.Adapunkegiatansektorswastamel iput isemuabidang
usaha yeng penyelenggaraannya dilaksanakan oleh lembaga'lembaga keuangan bukan bank

swasta, perusahaan swasta, yayasan serta badan swasta lainnya ataupun kegiatan koperasi/
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KREDIT RUPIAH PERBANKAN MENURUT SEKTOR PEMERINTAH DAN SEKTOR SWASTA.
PADA AKHIR PELNA T S/D III

( dalanr milyar rupiah )

AKIIIR ?ELITA III
(si  d sept. r9E3)

r3+

l

a

AICIIR PELITA I AHI{IR PELITA II
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perorangan. Perkembangan kredit perbankan menurut sektor Pemerintah dan sektor swasta
dapat diikuti pada Tabel IV.6.

4.3.2.3. Pemberian kredit perbankan menumt sektor ekonomi

Dalam pelaksanaan tahap pembangunan yang semakin meningkat fasilitas kredit
perbankan merupakan sa.lah saru faktor penting dalam pembiayaannya. Berbagai kegiatan
dalam perekonomian yang dibiayai kredit p€rbankan sebesar Rp 13.626,3 milyar pada akhir
September 1983, adalah unruk kegiatan produksi sebesar Rp 7.g75,2 miyar (58,1 persen),
kegiatan perdagangan sebesar Rp 3.951,6 ntlyar (29,O persen) dan untuk kegiatan lainnya
sebesar Rp 1.759,5 milyar (12,9 persen).

Pemberian kredit untuk kegiatan produksi meliputi pembiayaan di sektor penanian,
pertarnbangan dan perindustrian. Dari berbagai sektor usaha tersebut pengembangan industri
meliputi industri pengolahan bahan mentah, industri yang rnenunjang usaha pertanian
dan prasarana serta indusrri di sektor pertambangan yang telah dilaksanakan sejak akhir
Pelita II hingga saat ini. Jumlah pemberian kredit untuk kegiatan produksi sampai dengan
bulan Septernber 1983 sebesar Prp7.9l5,Z milyar tersebut digunakan unruk sekror per-
tanian sebesar Rp 1,723,1 milyar, sektor pertambangan sebesar Rp 1.017,9 rnilyar dan
sektor perindustrian sebesar Rp 5.174,2 milyar. Selama periode April-September 1983
pemberian kredit untuk kegiatan produksi meningkat sebesar Rp 825,0 milyar (11,6 persen)
yang berasal dari kenaikan kredit di sektor pertanian sebesar Rp 569,2 milyar dan di sektor
perindusuian sebesar Rp 45 3,6 milyar di samping penumnan di sektor perrambangan
sebesar Rp 797 ,8 milyar.

Sementara itu posisi pemberian kredit untuk kegiatan perdagangan sampai dengan
bulan September 1983 adalah sebesar Rp 3.9 51,6 milyar, yang dalam periode April-September
1983 mengalami peningkatan sebesar Rp 15,2 milyar. Sedangkan kredit untuk kegiatan
ekonomi lainnya dalam pcriode tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 18,1 milyar.
Perkembangan kredit rupiah perbankan menurur sektor ekonomi dapat dilihat pada
Tabel lV.7.

4.3.2.4. Pemberian kredit perbankan menurut Dati I

Sejalan dengan salah satu tujuan pernbangunan yang ingin dicapai yaitu pemerataan
hasil pembangunan maka penyaluran kredit dari sektor perbankan selain ditingkatkan dari
waktu ke waktu juga disertai dengan fasilitas kredit perbankan yang semakin luas di daerah-
daerah. Penyaluran kredit perbankan, tidak termasuk kedit langsung Bank lndonesia, untuk
seluruh Dati I di Indonesia sampai dengan akhir Agustus 1983 mencapaijurnlah sebesar
Rp 11.076,4 milyar. Kredit tersebut digunakan untuk kegiatan produksi sebesar
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KREDIT RUPIAH PERSANKAN MENURUT SEKTOR EKONOMI PADA AKHIR PELITA I S/D IIT
( dalam milyar mpiah )

AKHIR PELITA I AKHIR PELITA tr AKHIR PELITA III
( ,/d Sept 1983 )
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Rp 6.353,3 mllyal (57,4 persen), kegiatan perdagangan sebesar Rp 3.!45,2 mtlyar (1O,2

persen) dan kegiatan lain-lain sebesar Rp 1.377,9 milyar (12,4 persen). Dalam periode

Januari-Agustus 1983, jumlah penambahan pemberian kredit untuk seluruh Dati I me-
nunjukkan perkembangan yang cukup berarti yaitu sebesar Rp 1.448,2 milyar (15,0 persen)
terhadap posisinya sebesar Rp 9.628,2 mrlyar pada akhir Desember 1982. Penambahan
tersebut digunakan untuk meningkatkan kegiatan produksi seb€sar Rp 1.039,5 milyar (71,8

persen), perdagangan sebesar Rp 329,6 n:dyar (22,7 persen) dan usaha perekonomian
lainnya sebesar Rp 79,1 milyar (5,5 persen).

Kenaikan pemberian kredit unruk kegiatan produksi selama 8 bulan pertama dalam
tahun 1983 sebesar Rp 1.039,5 milyar tersebut digunakan untuk kegiatan di sektor per-
tanian dan sektor perindustrian masingmasing sebesar Rp 394,7 milyar dan Rp 647,1
milyar, di samping adanya penurunan kredit di sektor pertambangan sebesar Rp 2,3 milyar.
Dalam pada itu pertambahan pemberian kredit untuk kegiatan perdagangan sebesar
Rp 329,6 milyar dipergunakan untuk berbagai kegiatan diantaranya ekspor, impor, dis-
tribusi dan perdagangan kecil. Sementara itu peningkatan kredit untuk kegiatan pereko-
nomian lainnya sebesar Rp 79,7 milyar adalah disebabkan meningkatnya kredit di sektor
jasajasa yakni sebesar Rp 193,8 milyar bersamaan dengan penurunan di sektor lainnya
sebesar Rp 714,7 milyar.

Dilihat dari perkembangan pemberian kredit di tiap-tiap Dati I, tercatat bahwa di
samping peningkatan yang cukup besar di daerah Jawa, maka beberapa Dati I yang meng-
alami persentase peningkatan cukup besar adalah di Dati I Timor Timur, Dati I Maluku, Dati
I Sumatera Barat dan Dati I Kalimantan Timur masing-masing sebesar 90,0 persen, 64,8
persen, 25,4 persen dan 23,0 persen serta persentase kenaikan yang sama di Dati I Kaliman-
tan Selatan, Dati I Kalimantan Barat dan Dati I Jambi sebesar 14,8 persen. Ditinjau dari
bidang usahanya, persentase peningkatan kredit yang cukup tinggi untuk kegiatan produksi
terjadi di Dati I Maluku, Dati I Timor Timur, Dati I Kalimantan Timur dan Dati I Sumatera
Barat masing-masing sebesar 107,1 persen, 100,0 persen, 37,9 persen dan 34,9 persen.
Selanjutnya persentase peningkatan kredit untuk kegiatan perdagangan yang cukup berarti
terjadi di Dati I Timor Timur, Dati I Kalimantan Barat dan Dati I Sumatera Selatan serta
Dati I Bengkulu masing-masing sebesar 100,0 persen, 70,0 persen, 68,0 persen dan 22,6'
persen. Sementara itu persentase peningkatan yang terbesar untuk kegiatan ekonomi lainnya
terjadi di antaranya di Dati I Timor Timur, Dati I Jambi, Dati I Sumatera Barat dan Dati I
Irian Jaya masing-masing sebesar 75,0 persen, 43,5 persen, 20,6 persen dan sebesar
16,9 persen.

Dalam pada itu posisi penyaluran kredit di DKI Jakana Raya pada akhir Agustus
1983 mencapai jumlah sebesar Rp 4.439,6 milyar atau suatu pertambahan kredit sebesar

a
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xinorr nupmn pERBANKAN MENURUT DATI I DAN sEKToR EKoNoMI

TIDAI( TERMASUK KREDIT LANGSUNC SANX TNDOXNSTE T )

DESEMBER 1982 _ AGUSTUS T983
( Dalam milyar rupiah )

D a t i
Produbi Perdagangan Lain- la in Jumlah

Agt Agt Des A8l eg, 2)Dcs

l .

2.

4.

5 .

6.

7 -

8 .

9 .

10 .

I l .

t2,

I 4 .

I 5 .

1 7 .

tE ,

1 9 .

20,

2 1 .

22.

23.

24. IrianJaya

25. Sulawesi TengSara

26. Bengkulu

27. Timor Timur

2,2a4 ,2 2 ,424 ,9
642,0 78E,0

462,6 533,5

+20,2 466,5

4t9,9 488,9
103,0  l2? , t
1  15 ,1  94 ,4
96,9 133,6
75,2 80,6

I10 ,2  110,4
73,6 99,3
96,0 r 15,3

+3,4 89,9
61,4 78,7
39,0 49,3
49,7 53,1
42,5 45 2
45,1 43p

24,A 25 ,2
25,9 26,3

24,2 25 B
t4,2 15,6
l7 ,0  r  3 ,9
10,9 10,5

8,3 9,3

a ,2  9 ,9
0,3 0,6

1 .155,7  1 .280,7  513, I
4n6,4 468,0 106,0

250,8 281,0 246,6
252,1 274,1 61,7
rEgB 190,8 62,r

o 4 e  t n ' d  l l r  9

5 l ,9  8? ,2  26 ,0
38,5 54,4 t5,2
70,r 86,4 16,r

32,3 54,9 16,3
45,r 50,8 26,2
44,7 46,? 10,2

29,2 33,0 5,9
2a3 29,6 16,6
49,8 54,7 20,8
35,1 n7 3 23,1
53,2 53,5 14,6
45,5 49,1 21,5
r9,0 23,1 6,9
20,6 22,8 lo,t
20p 24,0 8,t
t3,l t4,5 7,2
12,2 14,3 3,4

8,5 9,6 7,7
r1 ,3  r3 ,7  5 ,9

5,3 6,5 4,9

0,3 0,6 0,4

334,0 3.953,0 4.499,6

tt l  ,7 |  .184,4 1.367 ,7

475,5 960,0 1.290,0

73,3 734,6 813,9

57,9 671,9 7 37,6

39,0 240,0 265,5

tgJ  193 ,0  2 l  l , l

t 7 , 2  150 ,6  165 ,2

lE , l  l 613  lE5 , l

17 ,0  158 ,8  182 ,3

31 ,6  144 ,9  181 ,7

r 1,7 150,9 l7!,2

6,5 78,5 129,4

18$ 106,5 127,l

19,3 t09,6 123,3

25 ,4  107 ,9  115 ,8

r4 ,2  r  10 ,3  112 ,9

20 ,2  l  l 2 , l  112 ,3

9,9 50,7 58,2

8,9 56,6 58,0

7,9 53,2 57,8

7B 54,5 37,9

3,8 32,6 52,O

9,0 27 ,r 29,1

4,2 25,5 27 ,2

43 1E3 20,6

0 ,7  r , 0  1 ,9

DKI Jaya

Jaera Timur

Jawa Barat

Jawa Tengah

Sumatem Utara

Sulawtsi Selatan

Sumatera Selatan

Kalimantan Timur

Lampuns

Kzlimantan Barat

Sumatem BaiaL

Kalimantan SeIa!an

M a l u k u

R i a u

B a l i

D,L Yo6yaksrta

Sulawesi Utara

D.I .  Aceh

J a m b i

Nusa Tenggara Barat

Sulawesi T€ngah

Nusa Tensgara Timur

Kalirnantan Teryah

J u m l a h 5.513,8 6.353,3 9.015,6 3.345,2 1.298,8 1.37?B 9.628,2 11.076,4

I) Termasuk Bapindo dan BarI Pembangunan Daerah

2) Angka sem€nt3ra
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Rp 486,6 milyar (12,3 persen) dibandingkan dengan posisinya sebesar Rp 3.953,0 milyar
pada akhir Desember 1982. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan kredit untuk kegiatan
produksi sebesar Rp 540,7 milyar dan kegiatan perdagangan sebesar Rp 125,0 milyar di
samping penurunan yang terjadi pada kredit untuk kegiatan ekonomi lainnya sebesar
Rp 179,1 milyar. Sementara itu jumlah kredit yang disalurkan ke Dati I Jawa Timur pada
akhir Agustus 1983 posisinya mencapai sebesar Rp 7.367,T nttyar yang berani dalam
periode yang sama peningkatan kegiatan usaha di Jawa Timur menggunakan pertambahan
kredit sebesar Rp 183,3 milyar (15,5 persen). Penambalan kredit tersebut adalah karena
naiknya kredit untuk kegiaran produksi sebesar Rp 146,O mrlyar, kegiatan perdagangan
sebesu Rp 31,6 milyar dan kegiatan ekonomi lainnya sebesar Rp 5,7 milyar. Demikian
pula untuk pembiayaan kegiatan perekonomian di Dati I Jawa Barat sampai dengaa akhir
Agustus 1983 telah disalurkan kredit sejumlah Rp 1.290,0 milyar atau mengalami kenaikan
sebesar Rp 330,0 milyar (34,4 persen) dari posisinya pada akhir Desember 1982 sebesar
Rp 960,0 milyar. Dati I Jawa Barat menggunakan pertambahan kreditnya untuk membiayai
kegiatan produksi sebesar Rp 70,9 milyar, kegiatan perdagangan sebesar Rp 30,2 milyar dan
kegiatan ekonomi lainnya sebesar Rp ?28,9 milyar. Sementara itu pertambahan kredit di
Dati I Jawa Tengah dalam periode yang sama adalah sebesar Rp 79,3 mtlyar (1O,8 persen)
yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan produksi sebesar Rp 46,3 milyar, kegiatan
perdagangan sebesar Rp 21,4 milyar dan kegiatan ekonomi lainnya sebesar Rp 11,6 milyar.

Selain Dati I-Dati I tersebut di atas maka penyaluran kredit untuk Dati I lainnya
sampai akhir Agustus 1983 berjumlah sebesar Rp 3.L65,2 milyar atau suatu kenaikan
sebesar Rp 369,O milyar (13,2 persen). Peningkatan kredit tersebut digunakan untuk mem-
biayai kegiatan produksi sebesar Rp 235,6 mlyar, kegiatan perdagangan sebesar Rp 121,4
milyar dan unftk kegiatan ekonomi lainnya sebes4r Rp 12,0 milyar. perincian kredit rupiah
perbankan menurut Dati I dapat dilihat pada Tabel IV.8.

4.3.2.5. Pemberian kredit investasi

Kegiatan investasi dengan biaya kredit perbankan yang telal disetujui sarnpai dengan
aklrir September 1983 adalah sebesar Rp 2.876,1 mrlyar. Jumlah tersebut digunakan untuk
pembiayaan sektor industri sebesar Rp 1.171,9 milyar (40,7 persen), sektor jasa-jasa sebesar
Rp 1.043,3 milyar (36,3 persen), sektor perranian sebesar Rp 458,9 milyar (15,9 persen),
sektor penambangan sebesar Rp 68,1 milyar (2,4 persen) dan sektor perekonomian lainnya
sebesar Rp 133,9 milyar (4,7 persen). Jika dibandingkan dengan posisi kredit investasi yang
disetujui pada akhir tahun 1982/1983 yang berjumlah sebesar Rp 2.2O2,6 milyzr nzka
selama periode April-September 1983 terdapat suatu peningkatan sebesar Rp 673,5 milyar
(30,6 penen), Jumlah tersebut digunakan untuk pembiayaan di sektor perindustrian sebesar
Rp 274,4 milyar, sektor jasajasa sebesar Rp 244,4 milyar dan sektor penanian sebesar
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KREDIT INVESTASI YANG DISETUJUT PERBANKAN, PADA AKHIR PELITA I S/D III

a

AI(HIR PELITA I]I
(s/d Scpr€mber rgEg)

(dalam milyar rupiah)

AKHIR PELTTA I AI(HIR PEIJTA II
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Rp 107,5 milyar, Di samping itu juga untuk sektor pertambangan dan sektor ekonomi

lainnya masing-masing sebesar Rp 15,9 milyar dan sebesar Rp 31'3 milyar.

Sementara itu posisi kredit investasi yang telah direalisir untuk semua sektor usaha

sampei dengan akhir September 1983 adalah sebesar Rp 1.588,8 milyar. Jumlah tersebut

digunakan untuk sektor perindustrian sebesar Rp 610,5 milyar (38,4 persen), sektor jasajasa

sebesar Rp 607,6 nilyar (38,2 persen) dan sektor pertanian sebesar Rp 260,1 milyar

(16,4 persen). Selanjumya dari jumlah keseluruhan realisasi kredit investasi tersebut,

digunakan pula untuk sektor pertambangan sebesar Rp 39,6 milyar (2,5 persen) dan sektor

ekonomi lainnya sebesar Rp 71,o milyar (4,5 persen). Kenaikan realisasi pemberian kredit

investasi selama periode April-september 1983 adalah sebesar Rp 243,3 m:Iyar (18,1 persen)'

yaitu dari posisinya sebesar Rp 1.345,5 milyar pada akhir bulan Maret meningkat menjadi

Rp 1.588,8 milyar pada akhir bulan September. Peningkatan realisasi kredit investasi ter-

sebut telah digunakan untuk pembiayaan sektor perindustrian sebesar Rp 93,5 milyar,

sektor jasajasa sebesat Rp 93,1 milyar, sektor pertanian sebesar Rp 39,9 milyar, sektor

pertambangan sebesar Rp 6,0 milyar dan sektor ekonomi lainnya sebesar Rp 10,8 milyar.

4.3.2.6. Iftedit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit

Kecil (KK), Kredit Candak Kulak (KcK) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Dalam iklim baru setelah adanya kebijaksanaan moneter 1 Juni 1983, usaha pembi-

naan terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah terus ditingkatkan. Hal tersebut dilak-

sanakan antara lain dengan lebih disempurnakannya program kredit untuk para pengusaha

kecil, diberikannya keringanan dan kemudahan persyaratan untuk memPeroleh kedit di

samping penataran-penataran dan konsultasi bagi pengusaha golongan ekonomi lemah.

Bantuan kredit kepada para pengusaha kecil melalui Program KIK dan KMKP sejak

diselenggarakannya telah mengalami beberapa penyemPurnaan baik dalam besarnya volume

kredit yang dapat diberikan maupun persyaratannya. Pada awal dimulainya program kredit

tersebut yaitu pada bulan Desember 1974, jumlah maksimum KIK adalah sebesar Rp 5 juta

per nasabah dengan zuku bunga 12 persen setahun dan jangka waktu maksimum 5 tahun.

Sejak Januari 1978 kredit tersebut telah ditingkatkan menjadi Rp 10 juta, dengan penu-

runan suku bunga menjadi 10,5 persen setahun dan jangka waktu maksimum tetap 5 tahun.

Kemudian mulai tanggal 23 September 1980 ketentuan maksimum KIK dinaikkan dengan

suplesi atau tambahan plafon sebesar Rp 5 juta sehingga menjadi Rp 15 juta dengan suku

bunga yang tidak berubah, sedangkan jangka waktu maksimum diperpanjang menjadi 10

tahun. Selanjumya sejak I Juni 1983 batas tertinggi KIK ditingkatkan lagi menjadi Rp 15
jua tanpa adanya suplesi dengan zuku bunga 12 persen setahun. Ketentuan jumlah ma.ksi-
mum KMKP pada awal diselenggarakannya adalah sebesar Rp 5 juta, dengan suku bunga 15

I

if
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Tabe l  IV .  10

KREDIT INVESTASI KECIL DAN KREDIT MODAL KERJA PERMANEN
YANG DTSETUJUT, r973tr974 _ r983tr984

( dalan juta rupiah )

Pe r i ode K IK KM KP

t973n97+
r97+^975
r975tt976
1976tr977
1977 /r978
r978/r979
r979t7980
r980/1981

Maret
Maret
Maret
Maret
Maret
Maret
Maret

Juni
September
Desember
Maret

Juni
September
Desember
Maret

April
Mei
Juni
JuIi
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Januari
Pebruari
Maret

April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September 1)

5.667
18.768
34.o90
55.269
79.249

772.809
r90.r7 5
223.915
266.538
3L3.973
366.259

+21.396
+76.847
527.997
570.566

580.630
594.653
608.498
627.336
635.7 58
648.285
6s9.772
672.679
685.136
695.753
709.964
722.880

731.775
7+0.639
7+9.198
7 55 .909
7 65.8+7
778.483

+.4#
t7.9r4
40.756
74.786

124.496
188.289
348.901

475.397
493.686
569.150
655.63r

799.299
957.822

r.062.042
7.777.578

r.217.601
7.26t.+95
7.299.539
r.338.29+
t.377.413
1.378.O73
t.405.5+8
7.+30.414
1.453.67 5
7.+84.62+
r.5L0.786
1.542.290

1,577 .975
r.605.461
r.626.6M
1.656.837
7.678.srt
r.697.390

7981/1982

1982^983

1983/1984

) Angka sementara
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KREDIT INVESTASI KECIL DAN KREDIT MODAL KERJA PERMANEN YANG DISETUJ UI
PADA AKHIR PELITA I S/D TII

( dalam milyar rupiah )

AKIIIR PEUTA III

G/d sept  1983)

r+7

J

Ituedit Investasi Kecil

Krcdit Modal Kcrja Permaner,

AKHIR PELITA I AKHIR PELITA II
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persen setahun dan jangka waktu maksimum 3 tahun. sejak pebruai 7977 jumlah maksi-
mum kredit tersebut ditingkatkan menjadi Rp 1o juta, sedangkan suku bunganya sejak 1
Januari 1978 diturunkan menjadi 12 persen setahun. Kemudian sejak 23 september 19g0
terhadap KMKP diberikan tambahan plafon sebesar Rp 5 juta sebingga maksimum kredit
menjadi Rp 15 jura dengan jangka waktu 3 tahun yang setiap saat dapat diperparjang.
Kemudian mulai 1 Juni 1983 jumlah maksimum KMKp ditingkatkan menjadi Rp 15 juta
tanpa tambahan plafon dengan suku bunga tetap sebesar 12 persen setahun.

Penyaluran KIK yang diserujui sampai dengan September l9g3 mencapai jumlah
sebesar Rp 778,5 milyx, bila dibandingkan dengan posisinya pada akhir bulan Maret 19g3
sebesar Rp 722,9 nilyar. Hal itu berarti selama periode April-september 1983 telah terjadi
peningkatan volume KIK sebesar Rp 55,6 milyar (2,7 persen). Dalam periode yang sama
jumlah permohonan yang diserujui meningkat d,ti 212Jo2 nasabah menjadi z2l.6so
nasabah atau suatu peningkatan sebesar 8.948 nasabah ztau 4,2 persen. Dalam pada itu
posisi pemberian KlvtKP yang disetujui meningkat pula dari Rp r.542,3 milyar pada aklrir
Maret 1983 menjadi sebesar Rp 1.697,4 milyar pada akhir September 19g3. Dengan demi-
kian peningkatannya selama periode April-September r9g3 berjumlah sebesar Rp 155,1
milyar (10,1 persen). sementara itu jumlah nasabah KMKp yang disetujui meningkat dari
7.485'750 nasabah pada akhir Maret 1983 menjadi l,ss3.28z nasabah pada akhir Sep-
tember 1983 arau suatu pertambahan sebanyak 67.53i nasabah (4,5 persen). Secara ke.
seluru-han jun ah pemberian KIK dan KMKp pada akhir september 19g3 adalah sebesar
Rp 2 .4i-5]9-miiyar, dengan peningkatan sebesar Rp ZlO,7 mtlyar (9,3 persen) dan per-
tambahan permohdnan..yang disetujui sebanyak 76.4g5 nasabah (4,5 persen).

Program Kredit Kecil yang diselenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia bertujuan
untuk memberikan bantuan kredit baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja
kepada para pengusaha kecil yang berada di kota ataupun di desadesa. Jumlah rnaksimum
kredit yang diberikan adalah sebesar Rp 200 ribu dengan suku bunga 12 persen setalun dan
jangka waktu maksimum 3 tahun untuk kredit investasi dan 1 tahun untuk kredit modal
kerja. sampai dengan akhir september 1983 pemberian Kredit Kecil mencapai jumlah
sebesar Rp 58,5 milyar, Selama enam bulan pertama tahun l9g3l19g4 tercatat adanya
penurunan Kredir Kecil sebesar Rp 4,4 mrryar (7,0 persen), yang disebabkan karena ba-
nyaknya pelunasan kredit dari para nasabah.

Pemberian kredit perbankan yang terdiri dari KIK dan KivIKp serta jenis kredit
eksploitasi biasa lainnya kepadz para pengusaha kecil mendapat pertanggungan dari pr
Asuransi Kredit Indonesia (Askindo). Dalam tahun 19g3 sampai dengan akhir bulan sep-
ternber secara keseluruhan pr Askrindo teiih- intmberikan p€rtanggungan atas jumlah
kredit sebesar Rp 25.158,6 juta terhadap 13.217 debitur.

I
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KRED|T KECIL, 1974/197 5 - r98i ll98+

P e r i o d e Jumlah peminjam
Nilai pinjaman

(dalam juta rupiah)

r974tr97s
r97 5 t797 6
7976t7977
t977 t7978
r978n979
r97 9 /7980

1980/1981

198u1982

7982n983

1983/t984

Juni
September
Desember
Maret

Juni
September
Desember
Maret

April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Januari
Pebruati
Maret

April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September I )

6r.824
131.603
207.773
252,gLO
342.2+6
+o7.266

435.O37
483.r43
554.O70
618.229

665.708
7L0.290
750.822
744.740

7 5+.807
7 56.33+
760.659
775.7N
764.068
758.040
739.338
7 5r.415
7 56.806
7+7.886
7 57  .335
766.208

7 57 .601
7 56.509
749.503
741.r59
723.855
716.597

2.t37
5.O29
8.192

11.058
15.7 5+
20.398

23.046
26.257
32.8+6
47.322

+7.162
50.879
54.+r4
56.968

58.162
58.57 5
60.256
62.577
60.008
59.065
57.375
59.O74
59.6+r
s9  .57  5
61.3  81
62.932

62.67J
63.592
63.925
62.O88
59.902
58.53  3

Maret
Maret
Maret
Maret
Marcf
@et
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Dari angka tersebut sebesar Rp 2.241,7 juta (8,9 persen) merupakan jumlah Pertanggungan
kredit yang diberikan secara massa.l kepada 4.076 debitur dan sebesar Rp 22.916,9 iuta
(g1,1 persen) merupakan pertanggungan kredit yang diberikan secara individual kepada

g.141 debitur. Pemberian pertanggungan kredit massal sebagian besar digunakan untuk

perikanan, peternakan dan pengelolaan pasar, sedangkan pertanggungan kredit yang di

berikan secara individual meliputi sektor penanian sebesar Rp 1.974,6 juta dengan 1.328

debitur, sektor perindusrian sebesar Rp 3.279,8 juta dengan 816 debirur, sektor perdagang-

an sebesar Rp 13.i38,5 .;uta dengan 5.563 debitur dan sektor jasajasa stbesar Rp 3.745,1

juta dengan 730 debitur. selain daripada itu termasuk pula di dalam keselunllan kredit yang

dijamin PT Askrindo adalah kredit BUUD/KUD sebesar Rp 22,8 jut' untuk sejumlah 29

BUUD/KUD dan kredit lainnya sebesar Rp 556,1juta untuk 675 debitur'

sementata itu kegiatan PT Bahana bertujuan untuk memberikan bantuan dalam

bentuk penyenaan modal yang disertai dengan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan

manajemen kepada para pengusaha kecil yang memerlukan. Di samping itu PT Bahana juga

memberikan kredit penjembatan kePada perusahaan yang sedang menunggu pencairan

permirrtaan keditnya. Sampai dengan alhir September 1983 penyertaan PT Bahana men-

capai jumlah sebesar Rp 651,7 jtta, kepada 39 buah perusahaan, sedangkan jumlah laedit

penjembatan sampai dengan akhir september 1983 adalah sebesar Rp 3.582,8 juta. Pada

umumnya bantuan tersebut digunakan untuk kegiatan usaha di sektor industi, pertanian

dan perdagangan.

Dalam rangka meningkatkan serta memperluas bantuan kredit kepada para pedagang

kecil dan para bakul baik yang ada di desa maupun di kota, sejak tahun 1976 telah di-

selenggarakan program Kredit candak Kulak (KCK) berupa fasilitas kredit modal kerja.

Kredit ini semula mempunyai jumlah maksimum sebesar Rp 15.000 dan sejak tahun 1979l

1980 jumlah tersebut telah ditingkatkan menjadi sebesar Rp 50.000 dengan jangka waktu

pengembalian kredit dalam harian, mingguan atau bulanan dengan jangka waktu maksimum

I br,tan d"n suku bunga 1 persen per bulan. Kredit ini diberikan tanpa jaminan, diselenggara-

kan oleh Bank Rakyat lndonesia dan penyalurannya dilaksanakan rnelalui Koperasi Unit

Desa. perputaran Kredit candak Kulak hingga akhir September 1983 telah mencapai jumlah

sebesar Rp 138,2 rnilyar yang meliputi 72.440.790 peminjam dan diberikan melalui 4.286

KUD yang tersebar di berbagai tempat di seluruh wilayah lndonesia. Dengan demikian

selama periode April'September 1983 perputaran KCK telah meningkat dengan Rp 10'1

milyar (7,9 persen).

Dalam rangka mengatasi kebutuhan akan perumahan sederhana bagi para pegawai

negeri sipil dan ABRI, sejak tahun 1976 telah diselenggarakan Pula program pemberian

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh Bank Tabungan Negara (BTN). Ada dua macam kedit

untuk pemilikan rumah, yaitu kredit untuk pembangunan rumah oleh Perumn4s yang
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dananya berasal dari APBN dan kredit untuk pembangunan rumah oleh non perumnas
dengan dana perbankan. Hingga akhir Oktober 1983 jumlah pemberian kredit untuk perum-
nas mencapai nilai sebesar Rp 121,9 milyar untuk membiayai pembangunan sebanyak
83.315 unit rumah. Sedangkan jumlah kredit untuk non Petumnas mencapai nilai sebesar
Rp 419,6 milyar untuk pembiayaan pembangunan rumah sebanyak 94.481 unit.

4.4. Lembaga{embaga keuangan

4.4.1. Lembaga keuangan perbankan

Kebijaksanaan perbankan dalam beberapa tahun terakhir ini pada dasarnya di
tujukan untuk menumbuhkan satu sistem perbankan yang sehat dan efisien di dalam rangka
mendorong peranan lernbaga keuangan perbankan sebagai sarana penunjang penbangunan
nasional. Dalam hubungan ini maka sejak akhir tahtn 7982/1983 sampai dengan semester
penama tahun 7983/798+ telah dilakukan beberapa kebijaksanaan antara lain unruk me-
ningkatkan peranan perbankan khususnya bank pembangunan daerah (BpD) dan bank
perkreditan rakyat (BPR), menyempurnakan ketentuan tata kerja bagi bank-bank umum
yang berbentuk badan hukum koperasi, meningkatlan dan memperluas penyelenggaraan
kliring lokal serta tetap memberikan kesempatan bagi bank umum swasta nasional (BUSN)
untuk melakukan penggabungan usaha (merger). Sedangkan dengan kebijaksanaan I Juni
1983 bank-bank diarahkan pula unruk lebih meningkatkan efisiensi kerja dan operasinya di
samping benujuan untuk meningk atkzn pengerahan dana masyarakat.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan terutama di
daerahrJaerah, maka sejak akhir tahun 7982 yang lalu pemerintah telah memberikan ke-
sempatan kepada bank pembangunan da,erah yang telah memenuhi persyaratan tertentu
untuk membuka kantor cabang dan kantor cabang pembantu. selain itu pembinaan ter-
hadap perkernbangan bank pembangunan daerah berupa bantuan tehnis dan pendidikan
yang telah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu sampai saat ini terus dilanjutkan.
Sampai dengan akhir Juli 1983 jumlah bank pembangunan daerah yang telah diberikan
bantuan tehnis dan pendidikan adalah sebanyak 25 bank dari 27 l:ank yang telah disurvai.
sementara itu dengan telah diberikannya izin pendirian bagi bank pembangunan daerzh di
Timor Timur yang berkedudukan di Dili, maka jumlah bank pembangunan daerah diseluruh
Indonesia telah mencapai 27 buah yang tersebar merara disetiap ibukota propinsi.

Di dalam rangka meningkatkan peranan bank perkreditan rakyat dan membantu
pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah terutama yang berada di daerah pe-
desaan, Bank Indonesia menyediakan kredit likuiditas yang disalurkan melalui Bank Rakyat
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Indonesia. Besarnya kredit yang diperoleh bank perkeditan rakyat dari Bank Rakyat

Indonesia maksimal adalah 1,5 sampai 3 kali modal sendiri dengan suku bunga 13,5 persen

setahun dan jangka waktu satu tahun.

Guna menunjang perkembangan yang sehat dari bank-bank umum yang berbentuk

badan hukum koperasi, maka pada bulan Pebruari 1983 Pemerintah telah menyempurnakan

ketentuan tentang tata kerja bank-bank umum koperasi, terutama yang berkenaan dengan

bidang permodalannya. Besarnya modal koperasi yang terdiri dari simpanan pokok, simpan-

an wajib dan cadangan koperasi disesuaikan dengan tempat bank yang bersangkutan di-

dirikan. Di samping itu Pemerintah juga menetapkan bahwa bank-bank umum koperasi yang

akan didirikan haruslah berbentuk badan hukum koperasi dan beranggotakan sekurang-

kurangnya 5 badan hukum koperasi.

Penyelenggaraan kliring lokal yang ditujukan untuk memperluas dan memperlancar

lalu lintas pembayaran giral sampai dengan akhir Juli 1983 telah dilaksanakan pa,da 2L

tempat yang tidak mempunyai kantor Bank Indonesia. Adapun bank-bank yang ditunjuk

menjadi bank penyelenggara kliring lokal adalah bank-bank umum Pemerintah dan sampai

saat ini jun ah kantor cabang pembantu yang telah ikut rnenjadi peserta adalah sebanyak 56

kantor.

Semenara itu kebijaksanaan unruk membina bank-bank swasta nasional tetap

dilakukan, baik berupa dorongan untuk melakukan penggabungan usaha (merger) maupun

untuk memasyarakatkan saham, khususnya bagi bank-bank swasta nasional devisa. Se-

hubungan dengan hal tersebut kepada bank umum swasta nasional masih diberikan ke-

sempatan untuk melakukan penggabungan usaha walaupun keringanan pajak tidak diberikan

Iagi. Sampai dengan akhir Juli 1983 bank yang telah melakukan penggabungan usaha telah

berjun ah 92 bank, dan dalam bulan Oktober 1982 sebuah bank swasta nasional telah

memasyarakatkan sahamnya melalui pasar modal.

4.4.2. Lembaga keuangan bukan bank

Seperti halnya dengan lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan bukan bank

(LKBB) juga telah menjadi semakin penting per:Lnannya di dalam mengerahkan dana dari

masyarakat dan menanamkan dana tersebut bagi kepentingan pembangunan nasional.

Sebagaimana diketahui usaha pokok dari LKBB dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis yaitu

yang melakukan usaha jenis pembiayaan pembangunan, usaha investasi dan usaha pem-

biayaan lainnya. LKBB yang melakukan pembiayaan pembangunan mempunyai fungsi

utama memberikan kredit jangka menengah lpanjang serta melakukan penyertaan modal

dalam perusahaan, Dalam hal tersebut lembaga ini berperan aktif di dalam membantu

meningkatkan peranan pengusaha golongan ekonomi lemah. Sedangkan LKBB jenis investasi

a

a
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yang berfungsi menerbitkan surat-surat berharga dan menjamin serta menanggung terjualnya
surat-surat berharga sangat berperan di dalam mendorong perkembangan pasar uang dan
pasar modal. Dalam pada itu LKBB jenis lainnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam bidang-bidang tertentu/ khusus. Guna memperluas peranan LKBB maka
sejak beberapa tahun yang lalu Pemerintah telah mengizinkan LKBB jenis pembiayaan pem-
bangunan dan jenis investasi untuk mengeluarkan kertas-kenas berharga dan melakukan
usaha-usaha di bidang keuangan baik sebagai makelar maupun sebagai komisioner. Selain itu
dalam rangka meningkatkan peranan LKBB dalam transaksi keuangan, Pemerintah juga

telah memberikan fasilitas diskonto ulang yang ditujukan untuk mendorong penanaman dan
penerbitan surat berhrrga oleh LKBB.

Perkembangan volume usala LKBB dari tahun ketahun telah meningkat cukup pesat
yang tercermin dari semakin besarnya pengerahan dana dan penanaman dana yang dilakukan
oleh LKBB. Pengerahan dana yang berhasil dihimpun sampai dengan akhir Maret 7983
telah mencapai Rp 884,7 milyar, atau merupakan peningkatan sebesar Rp 304,1 milyar
(52,4 persen) dibandingkan dengan posisi dana yang dihimpun pada akhir Maret 1982
sebesar Rp 580,6 milyar. Sedangkan posis! penanaman dana pada akhir Maret 1983 ber-
jumlah sebesar Rp 789,3 milyar, atau meningkat sebesar Rp 225,5 mlyzr (40,0 persen)
dibandingkan dengan posisinya pada akhir Maret 1982 sebesar Rp 563,8 milyar. Sampai
dengan akhir semester pertama tahun 19831 1984 telah terdapat 18 buah perusahaan LKBB,
yang terdiri dari 3 buah LKBB jenis pembiayaan pembangunan, 9 buah LKBB jenis in-
vestasi, 2 buah LKBB jenis lainnya dan 4 buah kantor perwakilan LKBB.

4.4.3. Perasuransian

Kebijaksanaan di sektor perasuransian dalam beberapa tahun terakhir ini pada
dasarnya diarahkan untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha
asuransi sekaligus pula memperbesar dan mengembangkan obyek-obyek asuransi baru yang
timbul dan terus bettambah. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan
pada umumnya serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi maka
telah dilakukan pembinaan dan pengawasan di bidang operasi, permodalan, organisasi dan
tenaga kerja terhadap perusahaan-perusahaan asuransi. Selanjutnya untuk meningkatkan
obyek dan peserta asuransi maka telah dikembangkan obyek-obyek asuransi baru yang
sebelumnya belum pernah ditangani serta dibuka kesempatan untuk mendirikan perusahaan
asuransi baru khususnya bagi sektor asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Dalam pada itu
untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi
agar dap* melindungi kepentingan masyarakat pada umumnya dan pemegang poJis klrusus-
nya, maka sejak bulan Pebruari 1983 telah ditetapkan bahwa Pemerintah dapat melaku-
kan pemeriksaan secara langsung terhadap usaha perasuransian. Hal ini dimaksudkan selain
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untuk mengetahui keadaan perusahaan secara lebih seksama dan menyeluruh, juga agar
lembaga pembina dan pengawas 1englwls asuransi dapat memberikan pengarahan dan
langkah-langkah perbaikan apabila ditemukan penyimpangan di dalam operasi perusahaan.

Sampai dengan semester I tahun anggaran lg83/lg$4 perusahaan azuransi kerugian
yang telah beroperasi di lndonesia berjumlah sebanyak 65 buah yang terdiri dari 1 buah
perusahaan milik negara, 52 buah perusahaan swasta nasional dan 12 buah perusahaan
patungan. Perkembangan yang cukup berarti dari perusahaan asuransi kerugian dan re-
asuransi tercermin dari semakin meningkatnya dana investasi perusahaan asuransi kerugian
dan reasuransi yang dalam tahun 1982 telah menunjukkan jumlah sebesar Rp L46,4 mrl,yar,
atau telah meningkat sebesar Rp 41,1 milyar (39,0 persen) apabila dibandingkan dengan
penyediaan dana invesrasi pada tahun 1981.

Guna melindungi peserta asuransi jiwa dari adanya penurunan nilai uang penang-
gungan di masa-masa yang akan datang, maka perusahaan asuransi jiwa Indonesia mulai
tangg|l 7 Januari 1983 dalam menjalankan kegiatan usalanya dapat memasarkar 2 macrrn
polis asuransi jiwa, yaitu polis rupiah tanpa indeks dan polis rupiah dengan indeks. polis
rupiah dengan indeks adalah polis asuransi jiwa dimana oremi, besarnya klaim tebusan dan
jurnlah uang pertanggungannya diperhitungkan terhadap indeks asuransi jiwa, atau angka
yang menunjukkan tingkat perkembangan nilai suatu asuransi jiwa. Besarnya indeks asuransi
jiwa tersebut didasarkan kepada perkembangan laju inflasi. Dalam pada itu jumlah per-
usahaan asuransi jiwa sampai dengan akhir tahun 1982 telah tercatat sebanyak 13 buah
dengan jumlah dana investasi secara keseluruhan sebesar Rp 111,2 milyar. Dibandingkan
dengan keadaan pada akhir tahun 1981, maka jumlah dana investasi perusahaan asuransi
jiwa pada akhir tahun 1982 telah meningkat sebesar Rp 27 ,6 mrlyar (3 3,0 persen).

Pembinaan-pembinaan yang dilakukan terhadap perusahaan asuransi sosial, baik
berupa perubahan bentuk badan hukum, maupun penyempurnaan di dalam kebijaksanaan
nilai sanmnan dan operasi perusahaan telah menyebabkan perusahaan-perusahaan asuransi
sosial berkembang dengan cukup pesat. Dilihat dari bcsarnya dana investasi yang tersedia,
maka apabila dalam tahun 1981 besarnya dana investasi perusahaan asurairsi sosial baru
berjumlah sebesar Rp 296,4 milyzt, nzka pada tahun 1982 jumlah terse but telah meningkat
menjadi Rp 411,9 milyar, atau terjadi kenaikan sebesar Rp 115,5 milyar (39,0 persen).
Perusahaan-perusahaan asuransi sosial yang kini beroperasi di Indonesia ada 5 perusahaan,
yaitu PT (Persero) Taspen, PT (Persero) AK Jasa Raharja, perum Astek, perum Asabri dan
Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pusat (Askes).

Secara keseluruhan dana investasi perusahaan-perusahaan asuransi telah menunjuk-
kan peningkatan yang cukup berarti setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan semakin me-
ningkatnya peranan sektor asuransi di dalam menunjang pemupukan modal dari masyarakat.
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Sampai dengan akhir tahun 1982, besarnya dana investasi sektor asuransi telah berjumlah
sebesar Rp 669,5 milyar, sedangkan pada akhir tahun 1981 baru berjumlah Rp 485,2
milyar. Ini berarti selama tahun 1982 dana investasi perusahaan asuransi telah meningkat
sebesar Rp 184,3 milyar atau 38,0 persen, jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan
kenaikannya pada tahun sebelumnya yaitu Rp 142,3 mrlyar. Perkembangan dana investasi
perusahaan asuransi sampai dengan tahun 1982 dapat diikuti pada Tabel IV.12.

4.4.4. Pasar modal

Tujuan pasar modal di Indonesia ialah di samping untuk mengerahkan dana dari
masyarakat agar dapat disalutkan ke sektor-sektor yang produktif, juga ikut mewujudkan
pemerataan pendapatan melalui pemilikan saham perusahaan-perusahaan. Tujuan ini secara
benahap dicapai dengan telah semakin banyaknya jumlah perusahaan yang memasyarakat-
kan saham, semakin lengkap dan banyaknya jenis dan jumlah surat berharga yang diper-
jualbelikan serta bertambahnya lembagalemblgl ylrrg mendukung terselenggaranya ke-
giatan pasar modal tersebut. Jumlah perusahaan yang telah memasyarakatkan saham sampai
dengan akhir Nopember 1983 telah tercatat sebanyak 19 perusahaan atau selama periode
Nopember 1982 - Nopember 1983 telah terjadi penambahan 5 buah perusahaan yang
menjual sahamnya melalui pasar modal. Di samping itu terdapat 3 perusahaan yang telah
memasyarakatkan obligasi sehingga secara keseluruhan perusahaan yang telah memasya-
rakatkan saham/obligasi berjumlah 22 perusahaan. Dari ke 19 perusahaan yang telah me-
masyarakatkan saham, terdapat 3 perusahaan yang memasyarakatkan saham untuk kedua
kalinya, yaitu PT Semen Cibinong, PT Panin Putra dan PT Centex sehingga jumlah saham
yang diedarkan menjadi semakin bertambah besar. Sampai dengan Nopember 1983 jumlah
saham yang diedarkan kemasyarakat telah mencapai +7.975.208 lembar dengan nilai pasar
perdana sebesar Rp f17,f milyar. Dibandingkan dengan keadaannya pada bulan yang
sama tahun sebelumnya, telah terjadi penambahan jumlah saham yang diedarkan sebanyak
8.435.012 lembar dan nilai pasar perdana sebesar Rp 22,4 milyar. Dengan telah diterbit-
kannya senifikat dana PT Danareksa seri D beberapa waktu yang lalu maka senifikat saham
yang telah diedarkan telah mencapai 7 jenis, yaitu 3 jenis berupa penerbitan sertifikar back
to back dari berbagai perusahaan dan 4 jenis berupa sertifikat saham jenis mutual fund atau
yang dikenal dengan sertifikat dana PT Danareka. Jumlah keseluruhan sertifikat saham
yang telah diterbitkan sampai dengan Nopember 1983 adalah sebanyak 7.420.300 lembar
dengan nilai efektif sebesar Rp 72,7 milyar, sedangkan pada bulan yang sama tahun 1982
sertifikat saham yang diterbitkan berjumlah 5.920.300 lembar dengan nilai efektif sebesar
Rp 57,7 mtlyar. Selain saham dan sertifikat saham, sejak awal tahun 1983 telah pula di-
perjualbelikan obligasi dalam pasar modal. Sampai dengan Nopember 1983 telah diterbitkan
sebanyak 252.400 lembar obligasi dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 94,7 milyn.
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Guna mendukung kelancaran pemasaran obligasi, telah diatur atacara penawaran
obligasi kepada masyarakat baik oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB)
maupun oleh. badan usaha lainnya. Pengaturan tersebut antara lain mencakup balas jasa,
ptrsyaratan permodalan dan kekayaan bersih yang harus dipenuhi oleh badan usaha ter-
sebut. Sejalan dengan itu telah pula dikembangkan dan diatur lembaga{embega penunjang
pasar modal seperti perantara-perantara perdagangan efek, underwriter, trustee, guarantor,
perusahaan penilai dan akuntan publik.

Perkembangan kegiatan pasar modal selain tercermin dari semakin banyaknya
jurnlah perusahaan yang telah memasyarakatkan saham dan jumlah saham yang diterbitkan,
tercermin pula dalam semakin meningkamya transaksi yang terjadi di bursa efek. Dalam
tahun 1982 perdagangan saham di bursa efek telah mencapai sebesar Rp 72,6 milyar *zu
meningkat sebesar hampir 65,0 persen dibandingkan dengan nilai rransaksi saham pada
tahun 1981 dengan jumlah saham yang diperjualbelikan meningkat sebanyak 73,6 persen
yaitu dari sebanyak 2.891.3+S lembar saham pada tahun 1981 menjadi sebanyak s.018.526
lembar saham pada tahun 1982.

4.5. Perkiraan jumlah uang beredar dan kredit rupiah perbankan tahun 19g411985

Perkiraan jumlah uang beredar didasarkan pada anggapan-anggapan bahwa kenaikan
harga dalam tahun 1984/1985 tidak banyak berbeda dibandingkan dengan tahun lgg3/1994.
Pada aklrir tahun 1983/1984 jumlah uang beredar dan kredit rupiah perbankan diperki.
rakan sebesar Rp 8.492,0 milyar dan Rp 14.937,0 milyar. Dalam tahun 1984/1985 jumlah
uang beredar diperkirakan akan bertambah dengan Rp 1.011,0 milyar ( 11,9 persen) sedang-
kan kredit rupiah perbankan bertambah dengan Rp 2.ZOI,O milyar ( 18,1 persen ). Dengan
demikian posisi jumlah uang beredar dan kredit rupiah perbankan pada akhir tahun lg84/l9gs
diperkirakan mencapai jumlah Rp 9.503,0 milyar dan Rp 17.638,0 milyar.



BAB V

NERACA PEMBAYARAN DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

5.1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi dunia semenjak berlangsungnya resesi yang mencapai titi
terendahnya dalam tahun 1982, sampai dengan tahun 1983 inipun masih belum menun
jukkan tanda-tanda pemulihan seperti yang diharapkan. Meskipun beberapa negara indus-
tri telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, namun tingginya angka pe-
ngangguran dan merosotnya perdagangan dunia menyebabkan kebangkitan ekonomi duni:,
masih memerlukan waktu yang lebih panjang agar pengaruhnya - dapat dirasakan oleh
nega.ra-negaxa berkembang. Sementara itu meskipun masih terdapat tingkat inflasi yang
reladf tinggi di beberapa negara, namun dalam tahun 1983 laju inflasi di negara-negara
industri secara keseluruhan telah dapat dikendalikan sampai pada tingkat sebesar 5,5
persen dari 7,3 persen dalam tahun sebelumnya. Dati ratz-rzta tingkat inflasi tersebut,

Jepang tetap merupakan negara dengan tingkat inflasi terendah yaitu sebesar 1,7 persen,
menl'usul Jerman Barat, Au.:rika Ser-ikat, Inggeris, Kanada dan Perancis masing-masing
sebesar 3,5 persen, 4,4 pers;r, 5,0 persen, 6,5 persen dan 9,8 persen, Sedangkan Italia
meskipun masih mempunyai tingkat inflasi yang tinggi namun telah pula menunjukkan
penurunan dari sebesar 17,5 persen dalam tahun 1982 menjadi sebesar 15,5 persen dalam
tahun 1983. Penurunan ini terutama sebagai akibat turunnya harga energi di samping
peningkatan produktivitas kerja. Sejalan dengan penurunan laju inflasi, tingkat bunga di
negara-negara industri juga menunjukkan kemerosotan. Suku bunga London Inter Banl-
Offered Rate (LIBOR) dan Singapore Inter Bank Offered Rate (SIBOR) telah mengalamr
penumnan ke tingkat yang sarna sebesar 10 persen dari 18 persen da.lam tahun 1981,
sedangkan zuku bunga primer di Amerika Serikat (US Prime Rate) telah pula mengalami
penurunan menjadi sebesar 11 persen dalam tahun 1983 dari 19,5 persen dalam tahun
1981 .

'Ietkendalinya laju inflasi dan turunnya tingkat zuku bunga, telah memberi iklin
yang lebih mendorong dunia usaha untuk meningkatkan kegiatan investasi, produksi dan
perdagangan sehingga mendorong naiknya laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara
industri walaupun terbatas pada beberapa negara. Secara keseluruhan tata-rata peF
tumbuhan ekonomi yang diukur dari tingkat Produk Domestik Bruto di negara-negara
industri dalam tahun 1983 diperkirakan mengalami kenaikan menjadi sebesar 1,9 persen
setelah terjadinya penurunan yang terus menerus dari sebesar 4,1 persen pada tahun 1978
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menjadi masing-masing sebesar 3,4 persen, 1,3 persen dan 1,6 persen dalam tahun 1929,
1980 dan 1981 bahkan mencapai perrumbuhan negatif 0,3 persen dalam tahun 1982.
Kecenderungan penurunan tersebut telah menjadi penyebab utama tcrjadinya resesi yang
berkepanjangan di samping ketidakmampuan sistem perekonomian internasional dalam me-
mecahkan tantangan dan masalah yang dihadapi. Dari perkiraan rat',r^ta. pertumbuhan
produksi riil dalam tahun 1983 rersebut, Kanada dan Amerika Serikat mempunyai laju
pertumbuhan ekonomi yang lebih cepar daripada yang dicapai oleh negara-negara sepertr
Jerman Barat, Inggeris dan Jepang, bahkan masih lebih cepat dibandingkan dengan ke-
naikan rata-rata negara-negara industri secara keseluruhan. Amerika Serikat dan Kanada
rnengalami kenaikan produksi riil masing-masing dari sebesar negatif 1,9 persen dan
negatjf +,4 persen dalam tahun 1982 diperkitakan menjadi 2,9 persen dan 2,7 persen
dalam tahun 1983. Sementara itu Jerman Barat, Inggeris dan Jepang diperkirakan hanya
tumbuh masing-masing dengan 0,5 persen, 2,1 persen dan 3,2 persen dalam tahun 1983
dari sebesar negatif 1,1 perscn, 1,1 persen dan 3,0 persen dalam tahun sebelumnya.
Walaupun demikian beberapa negara industri lainnya seperti Perancis dan Italia diper-
kirakan tidak mengalami pertumbuhan sama sekali bahkan pertumbuhan negatif yang makin
merosot, dengan masing-masing sebesar nol persen dan negatif 0,8 persen dalam tahun
1983 dari masing-masing sebesar 1,6 persen dan negatif 0,3 persen dalam tahun
sebelumnya.

Menurunnya kegiatan ckonomi sebagaimana tercermin dalam rendahnya tingkat
pertumbuhan ekonomi telah pula menyebabkan menurunnya kesempatan kerja yang tersedia
schingga mengakibatkan naiknya angka pengangguran yang cukup tinggi di negzra-negata
industri- Tingkat pengangguran rata-rata di negara-negara industri secara keseluruhan
diperkirakan mengalami kenaikan dari sebesar 8,0 persen dalam tahun 1982 menjadi
sebesar 8,5 persen dalam tahun 1983. Sebagaimana yang terjadi dalam tahun sebelumnya.
dalam tahun 1983 inipun beberapa negara industri seperti Inggeris dan Kanada diper.
kirakan rnasih tetap menghadapi angka pengangguran yang paling besar di antara negara.
negara industri tersebut yaitu masing-masing sebesar 12,9 persen dan 12,3 persen,
menyusul Amerika Serikat dan Italia dengan tingkat pengangguran yang sama sebesar 9,8
persen, kemudian Perancis dan Jerman Barat masing-masing sebesar 9,5 persen dan 8,5
persen. Sementara itu, meskipun Jepang diperkirakan mempunyai angka pengangguran
yang rendah yzit:u 2,7 persen, namun tetap masih lebih tinggi bila dibandingkan sebesar
2,4 perscn dalam tahun sebelumnya.

Keadaan tersebut telah mendorong negara-negara industri mengambil tindakan-
tindakan pengamanan bagi ekonomi nasionalnya antara lain melalui kebijaksanaan proteksi
terhadap barang-barang produksi dalam negerinya, baik dalam benruk penetapan kuota
impor maupun dalam bentuk hambatan-hambatan dengan menaikkan tarip bea masuk dan
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sebagainya. Kebijaksanaan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk melindungi industri

dalam negeri dari persaingan barang-barang luar negeri dengan membatasi dan menghambat

masuknya barang-barang dari negara-negara lain ke dalam perekonomiannya. Sebagai akibat

dari kebijaksanaan proteksi serta rendahnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri

maka kemampuan impor negara-negara tersebut telah menurun. Sementara itu kemampuan

ekspor negara-negara industri juga belum menunjukkan peningkatan sehingga dalam tahun

1983 volumenya diperkirakan tidak mengalami pertumbuhan sama sekali setelah kemundur-

an sebesar negatif 1,8 persen dalam tahun sebelumnya. Bahkan nilainya menga.lami penu-

runan dari sebesar 3,3 persen dalam tahun 1982 diperkirakan m€njadi sebesar 2,5 persen

dalam tahun 1983. Dengan perkembangan yang terjadi baik atas ekspor maupun terhadap

impor tersebut transaksi berjalan negara-negara industri secara keseluruhan dalam tahun

1983 diperkirakan menunjukkan defisit sekitar US $ 20,0 milyar, yang berarti Iebih rendah

dari defisit tahun 1982 sebesar US $ 25,6 milyar. Dari jumlah tersebut, defisit yang dialarni

oleh Perancis dan Italia diperkirakan masing-masing sebesar US $ 7,0 milyar dan US $ 1,5

milyar atau suatu penurunan dari masing-masing sebesar US $ 12,0 milyar dan US $ 5,5

milyar dalam tahun sebelumnya. Sedangkan negara industri lainnya yaitu Jerman Barat,

Kanada dan Inggeris diperkirakan mengalami surplus masing-masing sebesar US $ 5,5 milyar,

US $ 2,5 milyar dan US $ 1,5 milyar. Sementara itu Jepang tetaP merupakan negara yang

mengalami peningkatan surplus terbesar yaitu diperkirakan sebesar US $ 22,5 milyar dari

sebesar US $ 6,8 milyar dalam tahun sebelumnya, Sebaliknya Arnerika Serikat diperkirakan
justru mengalami defisit yang makin meningkat menjadi sebesar US $ 34,0 milyar dari

sebesar US $ 11,2 milyar dalam tahun sebelumnya.

Dalam pada itu sebagai akibat dari saling ketergantungan dan semakin bertambah
eratnya hubungan ekonomi dan perdagangan artar bangsa, maka meningkatnya proteksi

dan menurunnya nilai tukar perdagangan telah membawa akibat yang kurang mengun'
tungkan bagi negara-negara berkembang. Ekspor negara-negara berkembang bukan peng-
ekspor rninyak menjadi menurun dan sejalan dengan turunnya ekspor tersebut maka ke'

mampuan impor negara-negara berkembang menjadi menurun pula. Nilai impor negara-

negara berkembang bukan pengekspor minyak menunjukkan penurunan dari sebesar 4,3

persen dalam tahun 1982 menjadi hanya sebesar 2,5 persen dalam tahun 1983.

Sementaxa itu rendahnya permintaan terhadap minyak bumi sebagai akibat ber-
hasi.lnya usaha penghematan energi minyak dan pencarian sumber energi altematif serta
melimpahnya produksi minyak di lain pihak, tela-h menyebabkan sidang konsultatif Organi-
zztion of Petroleum Exporting Countries (OPEC) bulan Maret 1983 menetapkan kuota
produksi dan penurunan harga minyak. Hal tersebut telah mengakibatkan turunnya nilai

elspor negara-negara berkembang pengekspor minyak secara tajam dari peningkatan
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sebesar 2,0 persen dalam tahun 1982 diperkirakan menjadi negatif 9,5 persen dalam tahun

1983. Sebagai akibat selanjutnya adalzh penurunan volume impor negara-negara

berkembang pengekspor minyak secara tajam dari sebcsar 5,7 pcrsen dalam tahun 1982

menjadi sebesar negatif 12,5 persen dalam tahun 1983, meskipun nilainya masih mengalamL

sedikit kenaikan dari sebesar 3.1 persen dalam tahun 1982 diperkirakan meniadi sebesat

4,0 persen dalam tahun 1983.

Situasi ekonomi dunia yang kurang menguntungkan tersebut telah menyebabkan

semakin menumpuknya beban hutang negara-negara berkembang, seperti misalnya jumlah

hutang negara-negara berkembang bukan pengekspor minyak yang hingga saat ini

berjumlah sekitar US $ 664,3 milyar. Dari jumlah tersebut beberapa negara sepertr

Brazilia, Mexico, Korea Selatan, Argentina dan Polandia mempunyai beban hutang yang

sangat besar dan dengan rendahnya nilai ekspor di negara-negara tersebut maka Debt

Service Ratio (DSR) mereka menjadi makin tinggi. Keadaan ini telah mengakibatkan

beberapa negara berkembang mengalami kesulitan dalam membayar kembali hutang

hutangnya, bahkan terpaksa harus melakukan penjadwalan kembali pembayaran hutang-

hutangnya. Sehubungan dengan ini negara-negara seperti Mexico, Costarica, Ecuador,

Peru, Argentina, Jerman Timur, Yugoslavia, Rumania, Korea Selatan, Vietnam, Zaire,

Sudan dan Turki terpaksa melakukan penundaan dengan skala cukup besar, sedangkan

negaf,a-negara seperti Brazilia, Chili, Polandia dan Pantai Gading melakukan penundaan

dalam skala kecil.

Kestabilan nilai tukar matauang memegang Peranan yang sangat menentukan dalam

menunjang pertumbuhan perdagangan internasional secara sehat dan menguntungkan semua

pihak. Oleh karena itu penetapan nilai tukar matauang antar negara menjadi amat penting

untuk mengarahkan arus perpindahan barang, jasa dan modal antar bangsa. Defisit yang

terus menerus dalam neraca pembayaran baik di negara-negara industri maupun di negara

berkembang telah mengakibatkan merosotnya nilai tukar matauang asing. Menghadapi

situasi merosotnya nilai tukar matauang sebagai akibat melemahnya perdagangan

intemasional tersebut, berbagai negara industri dan berkembang telah melakukan usaha

penyesuaian melalui devaluasi dan revaluasi matauangnya. Beberapa negara industrr

seperti Perancis dan ltalia telah melakukan devaluasi matauangnya, sebaliknya Jerman
Ba.rat secara berturut-turut merevaluasi matauangnya dengan masingmasing sebesar 5,5

persen, 4,25 persen dan 5,5 persen dalam tahun 1981, 1982 dan 1983. Sementara itu

Denmark dan negara-negara yang tergabung dalam kelompok Benelux yaitu Belgia,

Belanda dan Luxembourg melakukan penyesuaian baik dengan devaluasi maupun revaluasi

kurs matauangnya. Demikian pula negara-negara berkembang sePerti Philipina, Brazilia,

Venezuela, Papua Nugini dan Indonesia dalam tahun 1983 inipun telah pula mengadakan
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penyesuaian baik melalui depresiasi maupun dengan menaikkan atau menurunkan nilai

tukar matauangnya. Upaya mengatasi resesi ke arah pemulihan kembali ekonomi dunia yang

mantap telah menempatkan perundingan di dalam berbagai forum internasional seperti

ASEAN, OPEC, Dana Moneter Internasional (DMI), Bank Dunia, United Nations Conference

on Trade and Development (UNCTAD), maupun melalui Dialog Utara-Selatan menjadi

teramat penting sebagai sarana perjuangan bagi semua negara untuk menegakkan tatanan

ekonomi internasional baru yang lcbih adil.

Perkembangan berbagai indikator ekonomi dan moneter internasional tidak lepas

dari pengamatan Dana Moneter Internasional (DMI) dan Bank Dunia yang dalam sidangnya

pada bulan September 1983 telah membahas usaha pemulihan ekonomi dunia, proses

penyesuaian struktural dan masalah kebutuhan dana bagi negara-negara berkembang.

Sidang berpendapat, demi segera terwujudnya Proses pemulihan kembali ekonomi dunia,

negara-negara industri, khususnya Amerika Serikat perlu melaksanakan berbagai

kebijaksanaan untuk mengatur ekspansi moneter, menurunkan defisit anggaran dan

perombakan struktural, sedangkan negara-negara berkembang diharapkan agar

mendasarkan kebijaksanaan penyesuaiannya kepada kemampuan pembiayaan, Program
pengendaliarr permintaan, peningkatan ekspor, penyesuaian anggaran belanja,

penyempurnaan sistem perpajakan, pcningkatan tabungan dalam negeri, penyesuaian nilai

tukar, pemulihan rnekanisme pasar serta peningkatan produktivitas Untuk membantu

mengatasi kesulitan neraca pembayaran nega-ra-negara anggotanya, sidang menyetuju-

usaha-usaha DMI untuk memperbaiki likuiditas negaxa-negara tersebut melalui peningkatan

pinjaman dari sumber-sumber resmi dan kenaikan kuota, serta menghimbau negara-negare'

anggotanya untuk ikut serta menyetujui kenaikan kuota ke delapan. Seperti diketahui

kenaikan kuota ke delapan dari SDR 61,0 milyar menjadi SDR 90,0 milyar itu dipuruskan

dalam sidang DMI yang berlangsung pada tanggal 1 April 1983. Dalam pada itu

negara-negara industri utama juga telah berscdia untuk menaikkan penyediaan dana

pinjan.ran kepada DMI dari SDR 6,4 milyar menjadi SDR 17,0 milyar' Sidang juga telah

sepakat perlu segera diputihkan kembali perdagangan bebas, arus pembayaran multilateral

terbuka serta segera menghentikan protcksionisme sehingga negara-negara berkembang

dapat meningkatkar pendapatan ekspomya yang pada akhirnya dapat menyelesaikar-

masalah pembayaran kembali hutang-hutang luar negerinya. Dalam sidang ini tidak dicapai

kesepakatan alokasi baru SDR untuk periode ke empat, karena sikap beberapa negara

industri yang menolak sistem tersebut sebagai cara untuk mengatasi kekurangan likuiditas

negara-negara berkembang,

Persatuan negara-negara pengekspor minyak (OPEC) sebagai kelompok negara

sedang berkembang yang sanggup untuk mengembangkan kemampuan produksi minyaknya'

t
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dan menentukan harga terhadap kelompok neg a,-negaru, industri maju banyak mengilhami
dicetuskannya program kemandirian bersama dalam kerjasama antar sesurma negara
berkembang (ECDC). Pendirian kerjasama tersebut bukan saja merupakar bagian dari
pembentukan tatanan ekonomi dunia baru, melainkan juga sebagai strategi perjuangan
untuk mencapai perombakan-perombakan struktural dalam ekonomi dunia dan sarala untuk
menghadapi negara-negara industri dalam dialog Utara-Selatan. Usaha peningkatan ke-
mandirian bersama itu terus dilanjutkan melalui berbagai program baik yang sedang, akan
dan baru dipersiapkan sebagai hasil kesepakatan dari serangkaian pertemuan yang
diadakan. Program Aksi Caracas yang dihasilkan oleh pertemuan Keiompok 77 UNCTAD
dalam tahun 1981 telah mengidentifikasikan berbagai bidang kerjasama yang meliputi sektor
perdagangan, industri dan teknologi, pangan dan pertanian, energi dan bahan mentah,
keuangan serta kerjasama teknik. Khusus di bidang perdagangan, didorong keinginan
untuk menciptikan dan mengembangkan perdagangan antara sesarna negara berkembang
yang lebih menguntungkan, telah mulai dijajagi pembentukan suatu sistem perdagangan
preferensial (Global System of Trade Preferences Among Developing Countries), pemasaran
(Multinational Marketing Enterprise), kerjasama antar badan usaha milik negara
(Cooperation Among State Trading Organizations), sistem informasi perdagangan (Trade
Information System), dan asosiasi produsen. Di bidang kerjasama keuangan dan moneter
telah dijajagi dan sedang dipersiapkan kemungkinan pendirian clearing arrangement, credir
support scheme, monetary union, lembaga pembiayaan ekspor dan bank pembanS:,ran.

Pengaktifan kembali pembang,.tttatt negara-negara berkemba''- 4(an sangat me-
nunjang proses pemulihan kembali kegiatan ekonomi dunia. Hal itu disebabkan karena
peranan negara-negara berkembang sebagai faktor dinamis makin dirasakan di dalam
interdependensi hubungan ekonomi internasional. Melalui konperensi UNCTAD VI yang
telah berlangsung pada bulan Juni-Juli 1983 teiah dibahas berbagai masalah pembangunan
dan pemulihan kembali ekonomi dunia sebagai tindak lanjut pertemuan tingkat Menteri
Kelompok 77 di Buenos Aires Argentina. Kedua pertemuan tersebut selain membantu
menciptakan suasana yang tidak konfrontatif, juga berusaha untuk memadukan dua
pandangan antara kalangan yang lebih menekankan kepada proses pemulihan ekonomi dunia
dan kalangan yang lebih menekankan proses pengaktifan kembali pembangunan ekonomi
negara-negara berkembang. Thema pokok di atas menegaskan bahwa pembangunan dan
pemulihan kembali ekonomi dunia adalah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan,
karena keduanya saling kait mengkait dan pengaruh mcmpengaruhi.

Walaupun pada hakekatnya semua pihak mengakui adanya kaitan erat dan pengaruh
mempengaruhi antara pembangunan serta pemulihan kembali ekonomi dunia, namun adanya
perbedaan pendapat dan persepsi a.ntara negara-negara maju dengan negara-negara
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berkembang mengenai sifat dan sumber dari krisis ekonomi dunia, serta besamya
tanggung jawab dari berbagai kelompok negara dalam usaha menciptakan pemulihan
ekonomi dunia di samping tingkat intensitas dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh
kelompok-kelompok negara, telah merupakan faktor yang sangat mempengaruhi ketidak
lancaran jalannya perundingan-pe rundingan di berbagai bidang yang diadakan dalam
konperensi ini. Meskipun demikian suaru pendekatan baru telah dilancarkan oleh berbagaL
negara yang menuntut tanggung jawab lebih besar dari negara-negara berkembang d:.
dalam memberikan kontribusi untuk me$ujudkan pertumbuhan dan pembangunan ekonom-
dunia yang lebih mantap. Negara-negara berkembang diharapkan dapat mengambil berbaga:
kebijaksanaan yang lebih tepat untuk dapat ikut aktif di dalam proses pemulihan kembal:
ekonomi dunia.

Kenyataan mengenai pelbagai gambaran perkembangan ekonomi dan moneter

intemasional serta masih sulitnya dicapai kesepakatan dalam berbagai kerjasama antar

negaxa tersebut, menjadikan semakin perlunya bagi Indonesia mengambil langkah perbaikar'

untuk meningkatkan penerimaan devisa terutama dari ekspor bukan minyak melalui

kebijaksanaan neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri.

5.2. Kebijaksanaan di bidang perdagangan luar negeri

Kebijaksanaan neraca pcmbayaran dan perdagangan luar negeri dalam tahun

terakhir Repelita III diarahkan untuk mempertahankan tersedianya impor yang cukup
untuk menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan yang sejauh mungkin dibiayai oleh hasi-

ekspor, walaupun masih ada pengaruh perekonomian dunia yang masih lemah sebagai
akibat resesi. Hal itu dilaksanakan melalui berbagai usaha peningkatan ekspor

barang-barang di luar minyak, pengendalian impor yang lebih diarahkan kepada

pengembangan produksi dalam negeri, penghematan devisa, serta pemanfaatan pinjaman

dan penanaman modal luar negeri. Di samping itu telah dilakukan penjadwalan kembali
(rephasing) beberapa proyek-proyek pembargunan yang selain bertujuan untuk membatasi

penggunaan devisa negara dan kredit komersial luar negeri untuk memperkuat cadangan

devisa juga bertujuan aga.r supaya tidak mengakibatkan beban neraca pembayaran vang
terlalu berat di kemudian hari.

5.?.1. Kebijaksanaan di bidang ekspor

Situasi ekonomi dunia pada awal tahun 1980-an ini kurang begitu menunjang

perkembangan negaxa-negaxa berkembang. Khususnya terhadap negara-negara berkembang

produsen minyak, kelesuan permintaan yang disertai dengan tambahan penawaran minyak

hasil produksi negara-negara bukan anggota OPEC telah mengakibatkan terganggunya
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keseimbangan di pasaran minyak. Harga minyak cenderung menurun, sehingga berbagai

pertemuan telah diadakan di antara negara-negara pengekspor minyak (OPEC) untuk

mencari jalan keluar bagi perbaikan pasaran minyak. Pada awal Maxet 1983 unruk yarg ke

dua kalinya terpaksa dilakukan p€numnar harga patokan minyak dari US $ 34 menjadi

US $ 29 per barrel, yang disertai juga dengan pembatasan produksi, Keadaan ini telah

mempengaruhi Indonesia sebagai negara berkembang pengekspor minyak yaitu turunnya

penerimaan devisa dari ekspor minyak,

Sementara itu dalam tahun terakhir pelaksanaan Pelita III keadaan ekonomi dunia

mulai menunjukkan adanya perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun belum

seperti yang diharapkan. Keadaan ini diharapkan akan memberikan pengaruh positif

terhadap ekspor Indonesia terutama ekspor di luar minyak, sehingga permintaar terhadap

beberapa komoditi ekspor di luar minyak diharapkan akan mengalami kenaikan. Dalam

rangka untuk meningkatkan nilai ekspor di luar minyak Pemerintah telah mengeluarkan

serangkaian kebijaksanaan ekspor sejak bulan Januari 7982 yang bertitik pangkal pada

Peraruran Pemerintah No. 1 tahun 1982. Kebijaksanaan ini meliputi dua bentuk yaitu

kebijaksanaan yang bersifat menyeluruh dan kebijaksanaan yang lebih terbatas.
Kebijaksanaan yang bersifat menyeluruh antara lain mencakup penyempurnaan prosedur

ekspor, sistem pembayaran dalam lalu lintas perdagangan internasional serta penurunan
suku bunga kredit ekspor. Agar eksportir dapat menggunakan devisa hasil ekspornya

semaksimal mungkin, mereka tidak diwajibkan Iagi menjual devisanya kepada Bank

lndonesia. Sedang kebijaksanaan yang bersifat Iebih terbatas adalah kebijaksanaan imbal
beli, di mana impor untuk pengadaan barang-barang Pemerintah dikaitkan dengan ekspor
komoditi di luar minyak.

Sebagai kelanjutan dari kebijaksanaan ekspor tersebut telah pula dilakukan
tindakan-tindakan penyempumaan. Untuk meningkatkan daya saing teh di pasaran
internasional, maka komoditi teh yang semula dimasukkan dalam barang ekspor kategori
kuat, sejak bulan Maret tahun 1982 di masukkan dalam barang ekspor kategori lunak.
Kemudian menyusul mulai bulur Januari 1983 minyak kelapa sawit mentah dan minyak biji
kelapa sawit tidak dimasukkan lagi dalam barang ekspor kategori kuat. Demikian pula
mengingat rendahnya harga minyak kelapa sawit di pasar intemasional dan untuk
mendorong peningkatan ekspor minyak kelapa sawit, maka sejak bulan Nopember 1982
pajak ekspor minyak kelapa sawit telah dihapus dan atas kopi, teh hitam, kopra dan
minyak kelapa tidak dikenakan lagi pajak ekspor tambahan. Sementara itu pemberian
Sertifikat Ekspor tetap dilaksanakan yang sampai saat ini lebih banyak diberikan untuk
hasil-hasil industri tekstil, meliputi lebih kurang 1.700 jenis barang, Selanjutnya untuk

meningkatkan ekspor barang jadi, semua pungutan biaya pembinaan industri (Bibinin)
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sejak tanggal 1 Agustus 1983 dihapuskan, termasuk juga untuk komoditi ekspor udang

beku, stearin, minyak kelapa, bungkil kopra, pakaian jadi, minyak atsiri, crumb rubber

dan hasil kayu olahan. Dalam pada itu dalam rangka kebijaksanaan imbal beli, sampai

dengan bulan Nopember 1983 kontrak yang sudah ditandatangani dengan 18 negara

bernilai sekitar US $ 741,8 juta yang mencakup barang-barang ekspor lndonesia senilai

US $ 224,8 juta antara lain meliputi kayu lapis, pakaian jadi, udang segar, karet, kopi,

dedak, lada hitam, biji nikel, timah dan lainlain.

Unruk memperluas pemasaran barangbarang ekspor ke luar negeri, selain tetap

mengadakan pengiriman misi-misi dagang dan pameran dagang ke luar negeri, juga

dibentuk pusat-pusat perdagangan yang dimakzudkan sebagai Pusat Promosi dan informasi

bagi para pengusaha dan eksportir dalam usaha memasarkan barang-barang mereka.

Sampai saat ini telah didirikan pusat promosi perdagangan di kota-kota Los Angeles, New

York, Hamburg, Rotterdam, Abu Dhabi, London, Sidney, Jeddah dan Bagdad. Kemudian

pada bulan Desember 1982 telah dibentuk Bursa Komoditi yang merupakan sarana Per-
niagaan bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi dalam zuatu mekanisme vang

teratur. Dengan adanya bursa tersebut diharapkan akan terbentuk harga yang dapat

mencerminkan permintaan dan penawaran dari setiap komoditi yang ditransaksikan, jaminan

mutu, jumlah, ketepatan penyerahan, pembayaran dan sebagainya. Masih tialam rangka

untuk meningkatkan ekspor di luar minyak, pada tanggal 30 Maret 1983 Pemerintah telah

mengambil kebijaksanaan penyesuaian nilai tukar matauang rupiah terhadap dolar Amerika

yaitu dari sebesar Rp 700,- menjadi Rp 970,' per dolar Amerika Serikat. Dengan

kebijaksanan ini diharapkan daya saing barang ekspor Indonesia di pasar internasional

dapat lebih meningkat, sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor keseluruhan.

Untuk tercapainya sasaran meningkatkan ekspor di luar minyak dalam jangka

panjarg, Pemerintah telah merumuskan beberapa strategi melalui pendekatan komoditi dar-

unit usaha. Kebijaksanaan ini dilakukan antara lain dengan memberikan kemu-

dahan-kemudahan bagi eksportir serta bagi komoditi yang memiliki potensi dan

diprioritaskan, yaitu komoditi yang dapat menghasilkan devisa di atas US $ 10 juta'

mempunyai tingkat pertumbuhan sebesar 4 persen per tahun, tidak mengalami pembatasan

di Iuar negeri serta ridak mengurangi kebituhan di dalam negeri. Komoditi-komoditr

tersebut antara lain adalah kayu, karet, minyak kelapa sawit, kopra, teh, coklat, kayu

lapis dan kayu gergajian. Semenrara itu dengan masih terjadinya kelebihan suplai kopi di

pasar internasional, bagi negara-negara penghasil kopi masih tetap dikenakan kuota

ekspor oleh Organisasi Kopi Internasiona.l. Dalam tahun 1983/1984 Indonesia mendapat

kuota ekspor kopi sebesar 142.013 ton, suatu jumlah yang masih di bawah kemampuan

ekspor Indonesia. Oleh karena itu di samping mengekspor ke negara-negara anggota ICO'

I
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juga terus diusahakan peningkatan ekspor ke negara-negara di luar ICO. Di samping iru

juga diusahakan peningkatan mutu kopi Indonesia dengan merubah sistem penentuan mutr

kopi dari sistem "riage" di mana kadar kotoran yang tercamPur pada kopi ekspor hanya

ditaksir persentasenya, menjadi sistem "defect" di mana seluruh c^cat yLng ada pada kopi

ekspor dinilai untuk menetapkan mutunya. Untuk itu perusahaan perkebunan milik negara

berrugas membeli kopi yang dihasilkan oleh perkebunan rakyat dan kemudian mengolahnya

menjadi kopi yang sudah siap untuk diekspor dengan standar mu yang telah ditetapkan

Dalam pada iru untuk mengatasi kemerosotan harga timah yang terus terjadi,

Dewan Timah Internasional telah melakukan pembatasan ekspor bagi negara-negara produ-

sen yang berlaku selama 3 bulan mulai bulan April 1982 sebesar 15 persen dari jumlah

produksi ta.hun 1981. Tetapi dengan tetap merosotnya harga timah, maka Pembatasan
ekspor dinaikkan menjadi sebesar 36 persen dan berlaku sampai dengan bulan Juni 1983

Namun karena usaha ini belurn juga berhasil membendung kemerosotan harga timah, maka

mulai bulan Juli 1983 pembatasan ekspor yang dikenakan ditingkatkan lagi menjadi sebesar

39,6 persen yang berlaku sampai bulan September 1983. Selanjutnya dalam rangka mem-

perkuat kedudukan neg:ra-negara produsen dan untuk mengatur hal-hal yang belum diatur

di dalam Perjanjian Timah Intemasional, beberapa negara produsen timah yang diprakarsai

Malaysia sebagai produsen timah terbesar telah mendirikan asosiasi negara-negara produsen

timah pada tanggal 29 September 7983 yang beranggotakan Malaysia, Indonesia, Muangthai,

Zaire, Nigeria dan Bolivia.

Sementara itu larangan ckspor kayu gelondongan yang dikeluarkan Pemerintah

telah mulai terlihat dampaknya dengan makin berkembangnya industri kayu olalan. Sampai

dengan bulan Desember 1983 perusahaan di bidang industri kayu lapis yang telah mulai

berproduksi berjumlah 76 buah dengan kapasitas 3,9 juta mr per tahun, dalam tahap

konstruksi sebanyak 46 buah dengan kapasitas 2,1 mJ per tahun, dalam tahap aplikasi

sebanyak 10 buah dengan kapasitas 0,5 juta mr per tahun dan yang menunggu Perse-
tujuaa BKPM sebesar 38 buah dengan kapasitas 1,8 juta m). Sedang untuk industri kayu

gergajian, sampai dengan Desember L983 yang sudah berproduksi adalah sebanyak 283

buah dengan kapasitas 8,4 juta mr per tahun, dalam tahap konstruksi sebanyak 25 buah

dengan kapasitas 0,7 juta mr, serta dalam tahap aplikasi 94 buah dengan kapasitas 2,4
jota m3. Di samping itu dilarangnya ekspor kayu gelondongan telah berakibat sejumlah

pabrik kayu lapis di beberapa negiua gulung tikar, sehingga mengurangi persaingan bagr

pemaJaran kayu lapis dari Indonesia. Dewasa ini konsumen utama kayu lapis dari Indonesia

adalah Hongkong, Saudi Arabia, Amerika Serikat, Singapura dan Inggeris.

Selanjutnya dalam rangka ASEAN Preferential Trading Arrangement, jumlah

komoditi yang mendapat preferensi rnencapai 30.906 jenis, di antaranya sebanyak 19.083
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jenis merupakan komoditi Indonesia yang bisa diekspor ke negara-negara ASEAN. Sed4ng-
kan dalam hubungannya dengan MEE, untuk tahun 1983 MEE memberikan bannan
teknis di bidang promosi perdagangan berupa 11 proyek regional ASEAN yang bemilai
sebesar US $ 840 ribu dan tambahan sebesar US $ 360 ribu untuk kegiatan-kegiatan di
bidang ekspor. Untuk tahun 1984 Indonesia juga mengusulkan untuk mendapat bantuan
teknis dari MEE bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan promosi perdagangan.

5.2.2. Kebijaksanaan di bidang irnpor

Kebijaksanaan di bidang impor merupakan bagian dari kerargka kebijaksanaan

neraca pembayarar seca.ra keseluruhan. Dengan demikian kebijaksanaan impor di samping

diarahkan untuk menunjang program pembangunan sekaligus juga untuk menjaga kestabilan
harga beberapa bahan pokok sena pengadaan beberapa bahan baku/penolong dan barang
modal yang diperlukan oleh industri dalam negeri. Dalam rangka untuk memperlancar

tersedianya bahan baku/penolong yang masih diperlukan oleh industri dalam negeri,

Pemerintah telah memperluas jenis barang-barlng yal:,g mendapatkan fasilitas keringanan

bea masuk dan pajak penjualan impor. Demikian juga mengenai kelompok barang-barang

yang diatur tataniaganya telah diperluas, dari 7 kelompok menjadi 12 kelompok produk

industri. Selanjumya dalam rangka untuk memberikan kepastian berusaha bagi indusni

dalam negeri sesuai dengan progfam dan pengembangan sektor industri serta untuk
menjamin kelancaran pengadaan bahan baku/penolong yang masih harus diirnpor dari luar

negeri untuk proses produksi industri dalam negeri, maka telah dikeluarkan serargkaian
kebijaksanaan yang mengatur kembali tataniaga impor 7 kelompok produk industri untuk

importir produsen. Impor barang-bararg yang tataniaganya diaor kembali meliputi

kelompok produk industri barang-barang listrik dan elektronika; kelompok produk industri

kimia; kelompok produk industri logam; kelompok produk industri mesin, mesin

perlengkapan dan suku cadang; kelompok produk industri alat-alat besar dan zuku

cadang; kelompok produk industri suku cadang kendaraan bermotor dan kelompok produk

industri tekstil. Pada saat dikeluarkannya peraturan tataniaga impor bulan Nopember 1982

ketentuan pengimporan barang-barang tersebut hanya dapat dilakukan oleh importir

terdaftar dari masing-masing kelornpok industri, persero niaga atau importir nasional yang

ditunjuk oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi. Dengan adanya pengaruran kembali

tataniaga bagi kelompok produk tersebut maka sejak Desember 1983 pengimporannya hanya

dapat dilaksanakan oleh importir terdaftar bagi masing-masing kelompok produksi yang

diakui oleh Menteri Perdagangan. Importir tersebut dapat terdiri dari Perusahaan negara,

penrsahaan swasta nasional maupun perusahaan dalam rangka penanaman modal. Selain itu

impor barang-barang tersebut juga dapat dilaksanakan oleh importir produsen terdaftar

yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangur. Sebagar
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kelanjutan dari kebijaksanaan di atas telah dikeluarkan ketentuan mengenai impor produk

penggilingan padi seperti penggilingan tepung gandum dan kacang-kacangan; imPor

produk alat penyemprot yang digerakkan dengan tangan; imoor produk kaleng jadi untuk

makanan dan minuman; impor produk traktor tangan; impor beberapa jenis produk kimia

serta impor produk kaca. Jenisjenis barang tersebut impornya dapat dilaksanakan

berdasarkan ketentuan yang zudah diatur namun jumlah dan jenisnya akan ditetapkan

setelah mendengar pendapat dari Departemen teknis yang bersangkutan. Dalam hal impor

produk industri kaca, di samping ketentuan yang sudah ada maka impornya dapat

dilakanakan oleh importir terdaftar kelompok produk industri kimia dan importir produsen

terdaftar yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri. Sementara itu

khusus untuk kacang hijau, jagung, kacang, tepung dan tepung kedelai pelaksanaan

impornya dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Di lain pihak terhadap

barang-barang hasil industri yang memberikan saingan cukup berat bagi produksi dalam

negeri, maka Pemerintah mengatur atau membatasi jumlah (kuota) impomya. Barang-
barang yang dikenakan pengaturan jumlah impomya terdiri dari ban kendaraan bermotor
kluzus, chrome dan molybdate, kertas kraftliner dan conugating medium, piston ring,
sena tekstil bermotif batik. Sedangkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan
perlindungan konsumen, maka impor terhadap beberapa jenis barang seperti bahan kimia
tertentu untuk pengawet kayu telah dilarang.

Dalam pada itu dengan dilakukannya penyezuaian nilai tukar rupiah terhadap dolar
Amerika maka barang-baran$ dalam negeri dapat lebih bersaing terhadap barang-barang
impor karena harga barang-barang asal impor yang beredar di dalam negeri menjadi lebih
rnahal dibandingkan dengan harganya sebelum diadakan devaluasi. Selanjutnya devaluasi
tersebut bukan hanya akan mendorong kembali penggunaan kapasitas produksi yang telah
ada untuk meningkatkaa pertumbuhan dan kemampuan yang lebih besar terhadap industri
di dalam negeri, akan tetapi penggunaan devisa juga dapat lebih dihemat dan lebih
diarahkan. Sejalan dengan kebijaksanaan penghematan penggunaan devisa maka sejak bulan
Nopember 1982 biaya surat keterangan fiskal luar negeri telah dinaikkan menjadi
Rp 150.000,- bagi setiap orang yang bepergian ke luar negeri. Demikian juga

pengangkutan barang-barang ekspor dan impor milik Pemerintah atau badan usaha milik
negara diusahakan agar dilaksanakan oleh kapa.l-kapal yang dioperasikan oleh perusahaan
pelayaran nasional. Hal ini dimaksudkan selain untuk menghemat pengeluaran devisa
juga untuk meningkatkan peranan armada niaga nasionzl dalam pengangkutan muatan
ekspor dan impor.

Sementara itu dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang
impor dan lebih memperluas kesempatan kerja di dalam negeri maka usaha-usaha
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meningkatftan produksi komoditi pengganti barang impor bukan minyak terus ditingkatkan.
Demikian juga terhadap bahan bakar minyak yang selama ini diimpor untuk keperluan
dalam negeri secara bertahap diusahakan dapat dipenuhi dari produksi bahan bakar
minyak di dalam negeri. Realisasi dari usaha-usaha tersebut adalah telah diselesaikannya
perluasan kilang minyak Cilacap dan kilang minyak Balikpapan masing-masing dalam bulan
Maret dan Nopember 1983. Dengan selesainya dua kilang minyak tersebut selain dapat
memenuhi sebagian besar kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri, juga diharapkan
dapat dipenuhi kebutuhan minyak pelumas biasa dari produksi dalam negeri.

Dalam pada itu sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan devaluasi 30 Maret 1983
yang sekaligus sebagai salah satu langkah pengamaran pelaksanaan pembangunan jangka
panjang terhadap akibat-akibat yang disebabkan oleh resesi ekonomi dunia, maka
Pemerintah telah melakukan penjadwalan kembali (rephasing) proyek-proyek pembangunan
yang pembiayaannya menggunakan devisa negara atau kredit komersial luar negeri, diawali
dengan penjadwalan kembali empat proyek besar di lingkungan Departemen Pertambangan
dan Energi yang komponen impornya tinggi. Proyek-proyek tersebut yang pertama adalah
Proyek Aromatik Plaju di Sumatera Selatan, yang semula direncanakan sebagai proyek
terpadu dengan biaya sekitar 1,5 milyar dolar Amerika Serikat untuk mengolah minyak
mentah dan kondensat sehingga menghasilkan nafta (naphtha). Nafta ini kemudian akan
diolah lagi menjadi paraxylene dan akhirnya menjadi Purified Terephatalic Acid (PTA).
Dengan adanya penjadwalan kembali proyek ini maka pada tahap pertama hanya dilak.
sanakar pembangunar bagian dari proyek Aromatik yang menghasi.lkan PTA dengan
memperkecil kapasitasnya dati 225 ribu ton menjadi 105 ribu ton p€r tahun, sedangkan
bahan bakunya untuk sementara masih diimpor. Proyek kedua yaitu Proyek Kilang Minyak
Musi Sumatera Selatan semula direncanakan untuk memproduksi bahan bakar minyak dan
nafta yang sekaligus meningkatkan efisiensi kilang minyak Plaju dengan biaya sekitar 1,35
milyar dolar Amerika Serikat. Dengan penjadwalan kembali, maka pada tahap pertama
diusahakan hanya untuk meningkatkar efisiensi pada kilang Sungai Gerong dan Plaju
dengan mengadakan pembaharuan teknologi pada unit-unit yang sekarang ada, Proyek
ketiga yaitu Proyek Alumina Bintan yang memerlukan biaya sekitar 600 juta dolar Amerika
Serikat dan semula dimaksudkan untuk mengolah bauksit menjadi alumina untuk bahan
baku bagi proyek Aluminium Asahan. Dengan penjadwalan kembali maka tahap pertama
hanya berupa penyelesaian basic design dan engineering serta detail design dan
engineering sebagai persiapan bagi pembangunan pabrik Alumina nanti. Proyek keempat
yaitu Proyek Olefin di Aceh yang direncanakan akan memerlukan biaya sekitar 1,6 milyar
dolar Amerika Serikat. Meskipun proyek Olefin ini akan menghasilkan bahan baku untuk
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memproduksi plastik dan karet sintetis, akan retapi masih dalam taraf study kelayakan
sehingga pelaksanaannya perlu ditangguhkan.

5.3. Perkembangan neraca pembayaran dalam tahun 1983/1984

Dengan memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi intemasional sena telah
dilaksanakannya kebijaksanaan Pemerintah baik di bidang ekspor, impor ma.upun lalu lintas
devisa, maka neraca pembayaran Indonesia dalam tahun 1983/L98+ diperkirakan mengalami
perbaikan. Jumlah pengeluaran devisa untuk membiayai impor dan jasajasa bukan minyak
dalam tahun 7983/1984 diperkirakan akan mencapai sebesar US $ 16.813 juta, sedangkan
jumlah penerimaan devisa baik dari minyak bersih maupun ekspor bukan minyak dalam
periode yang sarna diperkirakan mencapai US$ 11.755 juta, sehingga rea.lisasi transaksi
berjalan dalam periode tersebut diperkirakan akan mengalami defisit sebesar US $ 5.058
juta. Di lain pihak lalu lintas modal bersih, yaitu pemasukan modal Pemerintah dan
pemazukan modal lainnya dikurangi dengan pembayaran kembali argsuran hutang pokok
luar negeri, yang dapat direalisir dalam tahun 7983/7984 diperkirakan berjumlah sebesar
US $ 6.659 juta, sehingga dapat menutup defisit yang terjadi dalam transaksi berjalan.
Dengan adanya selisih yang belum dapat diperhitungkan sebesar positif .rS $ 1lO jura,
neraca pembayaran dalam periode tersebut diperkirakan mengalami sur,'lus sebesar
US $ 1.711 juta. Perkembangan terperinci neraca pembayatan dapat diik..ti dalam
Tabel V.1.

5 .3 .1 .  Ekspor

Realisasi nilai ekspor minyak maupun bukan minyak dalam tahun 7983/7gS'l
diperkirakan berjumlah sebesar US g 79.072 juta, yang terdiri dmi ekspor minyak
termazuk gas alam cair sebesar US $ i4.322 juta dan ekspor di luar minyak sebesar
US $ 4.750 juta. Dibandingkan dengan nilai ekspor yang dicapai selama rahun 7982/1983
yang berjumlah sebesar US $ 18.869 juta, berarti mengalami peningkatan sebesar US $ 203
juta. Dari jumlah ekspor keseluruhan tersebut nilai ekspor minyak berjumlah sebesar
US $ 74.322 juta yang berarti terjadi penurunan sebesar US $ 654 juta bila dibandingkan
dengan nilainya dalam tahun 7982/1983. Turunnya nilai ekspor minyak ini disebabka-n
karena diturunkannya harga patokan minyak oleh OPEC, sementara kuota produksinya
ditetapkan sebesar 1,3 juta barrel per hari.

Dalam pada itu realisasi nilai ekspor di luar minyak menunjukkan perkembangan
yang cukup menggembirakan, dengan terjadinya peningkatan nilai ekspor pada beberapa
komoditi seperti kayu, karet, minyak sawit, tembakau, biji sawit, bahan makanan, barang
tambang di luar timah, dan ekspor lainlainnya. Bila dalam tahun 1982/1983 nilai ekspor di
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luar minyak berjumlah sebesar US $ 3,893 juta, maka dalam tahun 1983/1984 diperkirakan
nilai ekspornya mencapai sebesar US $ 4.750 juta. Dalam periode April-Agustus 1983, nilai
ekspor di luar minyak mencapai jumlah sebesar US $ 1.878,8 juta, yang berarti naik
sebesar US $ 263,8 juta atus 16,3 persen dibandingkan dengan nilai ekspor di luar
minyak dalam periode yang sama tahun 1982. Meningkatnya nilai ekspor di luar minyak ini
disebabkan oleh karena makin membaiknya keadaan perekonomian dunia sehingga per-
mintaan terhadap barang-barang ekspor di luar minyak meningkat. Di samping itu
membaiknya harga beberapa komoditi ekspor di luar minyak di pasaran dunia juga turut
mempengaruhi peningkatan nilai ekspor tersebut.

Nilai ekspor kayu yang dalam periode April-Agustus 1983 mencapai sebesar
US $ 406,2 juta, kembali menempati urutan pertama di antara barang-barang ekspor
utama. Dibandingkan nilai ekspornya dalam periode yang sama tahun 1982 yang berjumlah
sebesar US $ 352,4 juta, berarti meningkat sebesar US $ 53,8 juta atau 15,3 persen.
Meningkatnya nilai ekspor kayu ini disebabkan karena makin meluasnya pasaran kayu lapis

dari Indonesia dengan semakin baiknya pasaran tii beberapa negara. Pada saat ini

Indonesia menguasai suplai kayu lapis terbesar di pasaran dunia dan dipasarkaa ke

Amerika Serikat, Eropah, Timur Tengah, Hongkong dan sebagainya.

Komoditi karet yang menempati urutan kedua setelah kayu, nilai ekspornya

menunjukkan peningkatan dari sebesar US $ 253,9 juta dalam jangka waktu April-Agustus
1982 menjadi sebesar US $ 321,4 juta dalam jangka waktu yang sama tahun 1983. Kenaikan
nilai ekspor karet ini disebabkan adanya kenaikan harga karet di pasar internasional sena
peningkatan dalam volume ekspornya.

Dengan tetap dilakukannya pembatasan ekspor timah oleh Dewan Timah Inter-

nasional sebagai usaha untuk mencegah penurunan harganya, maka hal ini telah berakibat
menunrnnya nilai ekspor timah dari sebesar US $ 742,7 jt:tz dalam periode April-Agustus
1982 menjadi US $ 134,7 juta dalam periode yang sarna tahun 1983.

Selanjutnya nilai ekspor minyak sawit juga mengalami peningkatan meskipun
Pemerintah tetap mengutirmakan prod'-rksi minyak sawit untuk memenuhi kebLrtuhan di
dalam negeri. Hal ini adalah karena meningkatnya volume ekspor minyak sawit yang terjadi
sehubungan dengar meningkatnya produksi. Dalam rangka untuk mempertahankan pasaran
luar negeri, maka peranan minyak sawit untuk keperluan dalam negeri telah dikurangi dan
digantikan dengan pengadaan minyak goreng. Di samping itu peningkatan nilai ekspor ini
juga disebabkan oleh meningkatnya harga minyak sawit di pasaran dunia. Bila dalam
jangka waktu April-Agustus 1982 nilai ekspor minyak sawit berjumlah sebesar US $ 23,1
juta, dalam periode yang sama tahun 1983 nilai ekspornya mencapai sebesar US $ 32,4

)
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juta. Demikian pula nilai ekspor biji sawit telah meningkat dari sebesar US $ 0,4 juta

dalam periode April-Agustus 1982 menjadi sebesar US $ 0,8 juta dalam periode yang sama
tahun 1983.

Nilai ekspor kopi dalam periode April-Agustus 1983 mencapai jumlah sebesar
US $ 179,0 juta. Dibandingkan dengan nilai ekspornya dalam periode yang sama tahun
7982 yang berjumlah sebesar US $ 180,5 juta, maka berarti menurun sebesar US $ 1,5 juta

atau 0,8 persen. Turunnya nilai ekspor kopi ini disebabkan oleh menurunnya volume
ekspor, meskipun hngznyz mengalami peningkatan. Demikian pula nilai ekspor teh telah
mengalami penumnan dari sebesar US $ 60,0 juta dalam bulan April-Agustus 1982 menjadi
sebesar US $ 44,7 juta dalam jangka waktu yarg sama tahun 1983. Sedangkan nilai ekspor
tembakau meningkat dari sebesar US $ 23,5 juta selama periode April-Agustus 1982
menjadi sebesar US $ 28,8 juta selama jangka waktu yang sama tahun 1983.

Dalam pada itu nilai ekspor komoditi yang termazuk ke dalam golongan barang
lainnya secara keseluruhan meningkat dari sebesar US $ 578,5 juta dalam periode
April-Agustus 1982 menjadi US $ 730,8 juta dalam periode yang sama tahun 1983, meskipun
beberapa komoditi seperti hewan dan hasilnya, lada dan bungkil kopra mengalami
penumnan. Kenaikan tersebut terutama karena adanya peningkatan dalam nilai ekspor
bahar makanan, barang-barang tambang di luar timah serta kerajinan tangan termasuk
pakaian jadi. Bila dalam periode April-Agusrus 1982 nilai ekspor bahan makanan adalah
sebesar US $ 28,2 juta, maka dalam periode yang sama tahun 1983 meningkat menjadi
sebesar US $ 30,9 juta. Di samping itu dengan mulai di ekspomya aluminium produksi PT
Inalum ke Jepang yang telah mencapai jumlah sebesar 40.000 ton, nilai ekspor ba-
rang-barang tamba.ng di luar timah telah berhasil rr. eningkat dari sebesar US $ 107,9 juta
dalam jangka waktu April-Agustus 1982 menjadi sebesar US $ 162,5 juta dalam jangka
waktu yang sama tahun 1983. Demikian juga nilai ekspor komoditi lain{ain menunjukkan
peningkatan dari sebesar US $ 299,8 juta dalam periode April-Agustus 1982 menjadi
US $ 428,2 juta dalam periode yang sama tahun 1983, yang antara lain disebabkan oleh
meningkatnya ekspor kerajinan tangan termasuk pakaian jadi. Dalam Tabel V.2 dapat
diikuti perkembangan niJai ekspor dari masing-masing komoditi.

5 .3 .2. Impor

Realisasi impor dalam tahun 1983/1984 diperkirakan tidak mengalami peningkatan
seperti yang terjadi pada tahun-rahun sebelumnya. Hal ini banyak dipengaruhi oleh
kebijaksanaan devalu asi serta usala-usaha untuk mengarahkan penggunaar devisa dalam
rangka mengutamakan produksi industri dalam neger.i. Nilai impor bukan minyak dalam
tahun 1983/1984 diperkirakan berjumlah sebesar US $ 14.400 juta yang lebih rendah bila
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G r a f i k  V . 3

NTLAI EKSPOR MINYAIq BARANG UTAMA DAN BARANG I.AINNYA, I9AUI98' - I9A3II98/
( dalam penenase dari jumlah )

l9r2/r983
( ]lalisari )

Apdl - Agusurs

r983/1984
( sementara )

April - Agururg

f
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fl

minysk

barang utafDa

barang lainnya
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nyak tahun 1982/7983 sebesar US $ 15 048

an minyak tahun 1983/1984 tersebut' lmpor

k maupun dalam rangka bantuan program

atan bila dibandingkan dengan rcllsaslnya

realisssin,va diperkirakan berjunilah scbcsar

Denurunan sebesar US $ 35 juta bi la dibandi

iahun 1982/1983 yang berjumlah scbcsirr I

disebabkan oleh mcnurunnya impor bahan t

dalam negeri schubungan dengan cliselesail

Balikpapan yang mampu memenuhi sebagian I

n.g..i, ,".,n'inrpor perlengkapl'n bagi kedua prcyek tersebut'

Dalam pada itu reaiisasi nilai impor bukan minyak' yang dapat dikclompokl'ran

mcnjadi impor bareng konsunsi, bahan baku/pe"olo'tg dan barang modal' dalam periode

April-Azurtu, 1983 ad alah lebih rendah bi

tahun ,-.b.lu-nya. Apabila dalam periode Apr

Apri l 'Agustus 1983 ber jumtah scbcsar US $ 284'2 juta '  yang berarr i  mengalanr i  penurunan

sebesar US $ 196,0 juta 
"t"' 

+o'S persen bila dibandingkan dengan realisasinya dalam

periode vang slnta tahun scbelumnya yang berjr'rnlah sebesar US $ 480'2 jura Penurunan

nilai impor barang konsr.rmsi ini setain dipenganrhi penyesuaian nilai rupiah pada akhir

bulan Marct 1983 , juga sebagai akibat adanya pcnge.ndalian atas 
.impor. 

b*-S y"ll 
,b::"t

r.-p"f."n kebrtuh,n poko-k masyarakat' Namun demikian apabila dilih at perancn lmpor

b"r"ng konru.ri dari nilai lmpor bukar.r n-rinyak secara. keseluruhan maka petsentasenya

nr.ngitr*l sedikrt kenaikan yaitu dari 14'2 persen menjadi 18'8 persen

Sementara itu usirha-usaha yang ditcnpuh untuk mengarahkan penggunaan dcvisa

dan menunjang pertrrmbuhan industri dalam negeri yang dapat menghasilkan barang

pengganti impor tclah mempengaruhi perkembangan impor kelompok bahan baku/penolong

n.raupun kclompok barang *udi neolisasi nilai impor bahan baku/penolong dalam periode

April-Agustus 198J berlumlah sebes*r US $ 657'8 juta Apabiia dibandingkan dengan

rea.isasinya daram periode y".,g ."*u tahun seberumny^ yang berjumlah sebesar

US$ 1.516,1 juta maka berarti ielah terjadi penurunan sebesar US $ 858'3 juta atau

sebesar 56,6 persen' Penurunan impor ini terjadi selain karena tidak dilakukannya lmpor
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cengkeh juga katena menurunnya impor semua jenis bahan baku/penolong. Demikian juga
jika dilihat peranannya dari impor secara keseluruhan maka persenesenya mengalami
sedikit penurunan yaitu dari 45,0 persen menjadi 43,7 persen.

Realisasi nilai impor barang modal juga mengalami penurunan yaitu dari sebesar
US $ 1.375,4 juta dalam periode April-Agustus 1982 menjadi sebesar US $ 564,9 juta dalam
periode yang sama tahun 1983, yang berarti menga-lami penurunan sebesar US $ 810,5 juta
atau sebesar 58,9 persen. Penurunan ini terjadi karena menurunnya impor sernua jenis
barang modal terutama mesin-mesin, alat transpor dan lainnya. Seperti halnya dengan
kelompok bahan baku/penolong, maka persentat€ impor barang modal terhadap nilai impor
bukan minyak secara keseluruhan.iuga mengalami penurunan dari 40,8 persen menjadi 37,5
persen. Gambaran yang terperinci mengenai impor bukan minyak dapat diikuti dalam
Tabel V.3.

5.3.3. Pengcluaran jasa-jasa (netto)

Di bidang jasajasa, walaupun realisasi pengeluaran devisa untuk pembayaran
jasajasa luar negeri dalam tahun 1983/1984 diperkirakan lebih besar dari pada
penerimaannya namun realisasi pengeluaran jasajasa (retto) dalam tahun tersebut masil^
lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya usaha-usaha untuk
meningkatkan penerimaan devisa di samping usaha-usaha penghematan penggunaan devisa
untuk jasa-jasa luar negeri. Untuk meningkatkan penerimaan devisa dari sektor jasajasa
bukan minyak berbagai kebijaksanaan telah dikeluarkan antara lain melalui Keppres No. l5
tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan yang kemudian telah
diikuti dengan serangkaian kebijaksmaan pelaksanaannya. Sedangkan untuk lebih
menghemat penggunaan devisa, sejak Nopember 1982 telah dinaikkan besarnya biaya Surar
Keterangan Fiskal Luar Negeri bagi setiap orang yang bepergian ke luar negeri.

. Pengeluaran devisa unruk jasajasa (neno) dalam tahun 1983/7984 diperkirakan
berjumlah sebesar US $5.206 jrta yang berarti lebih rendah bila dibandingkan dengan
realisasi dalam tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar US $ 5.871 juta. Dari
pengeluaran jasa-jasa dalam tahun 1983/1984 tersebut termasuk juga jasajasa di luar
minyak sebesar US $ 2.413 juta yang menunjukkan realisasi yang lebih rendah bila di-
bandingkur dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar US $ 2.653 juta. Sedangkan
jasa-jasa minyak (termazuk LNG) menunjukkan penurunan sebesar US $ 425 juta atau
sebesar 13,2 persen, yaitu dari sebesar US $ 3.218 juta dalam tahtn 798211983 menjadi
sebesar US $2.793 pta dalam tahun 7983/1984. Penurunan ini disebabkan karena
menurunnya pendapatan investasi perusahaan-perusahaan minyak asing sejalan dengan
menurunnya produksi dan ekspor minyak bumi.
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NILAI IMPOR TANPA MINYAK MENURUT GOITONGAN BARANG, t969lt97D - 19A3[9A+
( dalam jutaan US $ )
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G r { f i k  V . 7

NII-AI IMPOR TANPA MINYAK MENURUT GOLONGAN BARANG, I9A2II98' _ 79431884

( dalam persentase dari jumlah )

r982ll9E3
( realisasi )

Apdl - Agustuc

1983/r98{
( sementara )

April - AgustuE

fl
fl
f,

baEng konsurnsi

bahan baku/pcnolong

barang modal
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NILAI IMPOR BEBERAPA BARANG KONSUMSI. 196917970 _ 1943/1944

793

79/80 80i81 8l/82 82/83 83i84

( dalanr jutaan US $ )

69fi0 70171 7rl7 2 72fi' 73174

)

741t5 75F6 7t;177 77IZA 78p9

(s/d Agustus)
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G r a f i k  V ,  1 0

NILAI IMFOR BEBERAPA BARANG MODAL, 196911970 _ I9E3II9A4
( dalam jutaan US $ )

G/d Asustut
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5.3.4. Lalu lintas modal dan transfer

Usaha menjamin kesinambungan pelaksanaan berbagai pro$am pernbangunan
menempatkan arus pemasukan modal baik yang berasal dari pemazukan modal Pernerintah
maupun pemasukan modal lainnya tetap diperlukan sebagai penutup kesenjangan antara
kebutuhan pembiayaan dengan terbatasnya sumber penerimaan devisa yang dapat di-
mobilisir. Sungguhpun demikian dalam proses pengembangan kemampuan atau potensi
dalam negeri, kewaspadaan dalam meminjam serta sikap berhati-hati dan selektif dalam
pemilihan proyek-proyek yang dibiayai dari dana bantuan luar negeri tetap harus dipegang
teguh. Sezuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, dana devisa tersebut dikerahkan
melalui kebijaksanaan terpadu di bidang lnoneter dan lalu lintas modal serta neraca pemba-
yaru\ yang dialokasikan di berbagai sektor untuk menunjang pengembangan indusui dalam
negeri, mendorong perluasan kesempatan kerja, serta untuk mempertahankan keseimbangan
neraca pembayaran dan memperkuat cadangan devisa. Dengan berlandaskan kebijaksanaan
tersebut maka lalu lintas modal bersih sebagai hasil penjumlahan pemasukan modal Pemerin-
tah dan pemasukan modal lainnya setelah dikurangi dengan pembayaran kembali angsuran
hutang pokok luar negeri dalam tahun 1983/798+ diperkirakan berjumlah sebesar
US $ 6.659 juta. Realisasi tersebut didasarkan atas perkiraan pemasukan modal Pemerintah
dalam tahun 7983/1984 sebesar US $ 6.971 juta yang berarti 69,4 persen atau sebesar
US $ 2.857 juta lebih tinggi dari realisasi sebesar US $ 4.114 juta dalam tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan realisasi bantuan proyek dan
lainlain baik yang berasal dari persetujuan yang dibuat dalam tahun 1983 maupun tahun-
tahun sebelumnya, yang diperkirakan sebesar US $ 6.874 juta. Di lain pihak, pemasukaa
modal lainnya yang dapat dimobilisir dalam tahun tersebut diperkirakan hanya mencapai
sebesar US i676 juta, yang lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi sebesar
US $ 1.397 juta dalam tahun sebelumnya. Sementara itu, sejalan dengan bertambah besar-
nya kewajiban penyelesaian hutang dari tahun-tahun sebelumnya yang telah jatuh tempo,
maka realisasi pelunasan hutang pokok luar negeri dalam tahun 7983/7984 diperkirakan
sebesar US $ 988 juta.

5.4. Perkiraan neraca pembayaran dalam tahun 1984/1985

Berdasarkan perkiraan realisasi dalam tahun 1983/1984 dan dengan memper-
hitungkan perkembangan yang diperkirakan akan terjadi terhadap ekspor, impor dan
lalulintas modal dalam periode berikutnya, maka neraca pembayaran Indonesia dalam tahun
198+/7985 diperkirakan masih akan mengalami zurplus sekalipun tidak sebesar dalam tahun
798311984. Defisit dalam transaksi berjalan diperkirakan sebesar US $ 4.936 juta dan di
lain pihak lalu lintas modal bersih, baik yang berasal dari pemasukan modal pemerintah

t
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maupun pemasukan modar lainnya setelah dikurangi angsuran pokok hutang luar negeri,
dalam periode tersebut mencapai us $ 5.129 juta. Dengan demikian -"k" n-..."" p.rib"-
yaxan tahun 798+/7985 diperkirakan surplus sebesat us $ r93 juta. perkiraan terperinci
mengenai neraca pembayaran dalam tahun 19g4/19g5 dapat diikuti dari uraian berikut.

5.4.1. Perkiraan nilai ekspor bukan minyak

Dalam tahun r9B4/799s n ai ekspor bukan minyak diperkirakan mencapai sebesar
US $ 5.700 juta, yang berarti meningkat sebesar US $ 950 jura (20,0 p".r.n) bil" di_
bandingkan dengan perkiraan rearisasi n ai ekspornya daram tahun rg83ilg'+ yang ber-
jumlah sebesar us $ 4'750 juta. peningkatan nilai ekspor tersebut didasarkan pada
perkiraanaerkiraan sebagai berikut :
(1) sedikit lebih baiknya keadaan perekonornian dunia sehingga diharapkan perminta.an

terhadap komoditi ekspor Indonesia meningkat yang disertai pula dengan meningkat-
nya harga komoditi ekspor tersebut di pasaran intetnasiona.l;

(2) Semakin berkembangnya pasaran komoditi ekspor di luar minyak di beberapa negara
Timur Tengah, Eropah dan Afrika;

(3) Penanganan kegiatan ekspor yang lebih efektif oreh pemerintah sejak dari produksi
hingga pemasaran ke luar negeri;

(4) Usaha-usaha peningkatan mutu dan standar dari barang-barang ekspor di luar minyak
dan gas alam sudah rnulai menampakkan hasilnya.

5 .+,2; Perkiraan nilai impor bukan minyak

Devisa yang akan dipergunakan untuk impor bukaa minyak dalam tahun
7984/7985 diperkirakan berjumlah sebesar uS $ 14.666 juta. Hal ini berarti adanya
peningkatan sebesar us $ 266 juta jika dibandingkan dengan impor bukan minyak dalam
tahun 1983/1984 yang realisasinya diperkirakan sebesar US $ 14.400 luta. ttilai impor
bukan minyak tahun 1984/1985 ini didasarkan atas perkiraan-perkiraan sebagai berikut ,
(1) Kebijaksanaan kurs devisa yang tetap menjaga keseimbangan perdagangan luar negeri;
(2) untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok masyarakar serta untuk

keperluan industri di dalam negeri maka masih tetap diperrukan impor seperri bahan
baku/penolong maupun barang modaJ;

(3) Penggunaan devisa yang lebih terarah dengan mengutarnakan produksi dalam negeri;
(4) Impor dalam rangka bantuan proyek dan baatuan program masih tetap diperlukan

sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
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5.4,3. Perkiraan penerimaan minyak bersih termasuk LNG

Masih ditetapkannya harga patokan minyak sebesar US $ 29 per barrel serta kuota
produksi minyak Indonesia sebesar 1,3 juta barrel per hari oleh OPEC, menunjukkan
bahwa situasi pasaran minyak dunia masih belum memperlihatkan perbaikan. Sementara itu
harga minyak tunai (spot) di pasaran dunia mengalami pasang surut bersarnaan dengan
pasang nrrutnya perkembangan perekonomian dunia, kegairahan ekonomi di negara-nega-
ra industri seperti Amerika Serikat, Jepang dan Eropah, perubahan musim di belahan bumi
non-tropis serta pelepasan/penanrbahan cadangan (stock) minyak oleh negara-negara
industi. Di samping itu dengan masih adanya kelelihan minyak di pasaran dunia yang
tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan minyak yang cukup tinggi diperkirakan
akan mempengaruhi ekspor minyak Indonesia pada tahun 198411985. Namun demikian
penerimaan devisa hasil ekspor gas alam yang dicairkan (LNG) diperkirakan akan
meningkat. Dalam pada itu dengan telah selesainya kilang minyak Cilacap dan Balikpapan
serta akan diselesaikannya kilang minyak Dumai pada awal Repelita IV diperkirakan akan
mempengaruhi perkembaxgan impor minyak dalam tahun 1984/1985. Atas dasar perkiraan
situasi pasaran minyak dunia yang akan terjadi, maka dalam tahun 1984/7985
penerimaan minyak bersih (termasuk LNG) diperkirakan berjumlah sebesar US $ 6.754 juta.

5.4.4. Perkiraan pos lainnya

Dalam tahun 1984/1985 pembayaran untuk jasa ke luar negeri diperkirakan masih
akan lebih besar daripada penerimaannya, sehingga sektor jasa belum memberikan hasil
yang positif bagi penerimaan devisa negara. Dalam hal itu penggunaan devisa akan terus
diarahkan agar lebih berhasi.l guna, di samping terus diusahakan peningkatan penerima-
an devisa terutama dari sektor jasa kepariwisataan, sektor tenaga kerja dan pengutamaan
armada pelayaran nasional dalam pengangkutan barang-barang ekspor dan impor Indonesia.
Dalam tahun 1984/7985 sektor jasa luar negeri diperkirakan berjumlah sebesar US $ 5.289
ju t".

Sementara itu pemasukan modal Pemerintah dalam tahun 198+/1985 diperkirakan
sebesar US $ 5.626 $ta, yang terdiri dari bantuan program sebesar US $ 67 juta dan bantu-
an proyek dan lain-Iain sebesar US $ 5.559 juta. Sedangkan pemasukan modal lainnya
diperkirakan mencapai sebesar US $ 80O juta. Perkiraan tersebut didasarkan atas pertim-
bangan sebagai berikutr

(1) Sejalan dengan kebijaksanaan pengembangan kemampuan dalam negeri, serta meng-
ingat kemampuan membayar kembali pinjaman luar negeri, pemazukan modal Pemerin-
tah lebih dikendalikan;

I
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(2) untuk mempercepat pernrmbuhan ekonomi ke arah terciptanya kerangka landasan
dalam Repelita IV lalu [ntas modal baik yang berasal dari pemasukan modal pemerin-
tah maupun pemasukan modal lainnya masih tetap diperlukan;

(3) Sedikit lebih baiknya keadaan ekonomi dunia di tahun mendatang yang memungkin-
kan perbaikan ekonomi di negara_negara pemberi pinjam* a*-ituiiit", b..;A
badan pemberi pinjaman, sena mengalirnya arus pemasukan modal ke dalam nege"ri.

, 
Di lain pihak pembayaran kembali hutang pokok luar negeri dalam tahun pertama

Repelita IV tersebut diperkirakan sebesar uS $ l.zsl 1urr. perincian perkiraan neraca
pembayaran selengkapnya dalam tahun lgg4l lgBS dapat diikuti adam Tabel V.4.
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Tabe l  V .4

PERKIRAAN NERACA PEMBAYARAN, 198411985
( dalam jutaan US $ )

r98+tL985
perkiraan

I

I. Barang-barang dan jasajasa

1. Ekspor, fob
minyak
tanpa minyak

2. Impor,  c& f
minyak
tanpa minyak

3. Jasajasa
minyak
tanpa minyak

4. Transaksi berjalan
minyak
tanpa minyak

I I .  SDR

III, Pemasukan modal Pemerintah

1. Bantuan pro$am
2. Bantuan proyek dan lain-lain

IV. Lalu lintas modal lainnya

V. Pembayaran hutang

VL  Jumlah  ( I s /dV)

VIL Selisih yang belum dapat diperhitungkan

VIIL LaIu lintas rnoneter

+ 19.525
+ 73.825
+ 5.7OO
- t9.r72
- 4.506
- 14.666
- 5.289
-  2 .565
- 2.724
- 4.936
+ 6 .154
-  11 .690

+ 5 .626

+67
+ 5 .559

+ 800
- 1.297

+ 193

- r93



BAB VI

PENDAPATAN NASIONAL

6.1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan seluruh rakyat dapat diwujudkan apabila pembangunan itu sendiri berhasil

meningkatkan kemampuan ekonomi melalui peningkatan produksi dengan laju pertumbuh-

an yang cukup tinggi. Selama 12 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Indonesia jika

diukur dengan produk domestik bruto atas dasar harga yang berlaku telah mengalami

kenaikan r^ta-rat^ sebesar 27,5 persen per tahun. Meningkatnya produk domestik bruto

tersebut terutama disebabkan oleh makin mernbesarnya volume produksi nasional dari

sektor-sektor ekonomi yang mendukungnya, meskipun unsur kenaikan harga turut mem-

pengaruhinya. Hal ini terlihat dari naiknya nilai produk domestik bruro atas dasar harga

konstan tahun 1973 dalam kurun waktu tersebut, rata-rata sebesar 7,5 persen per tahun.

Pertumbuhan ekonomi secara rii l dengan rata-rata sebesar 7,5 persen yang terjadi

selama periode tersebut selain ditentukan oleh perkembangan ekonomi dalam negeri,

tidak terlepas pula dari pengaruh perkembangan ekonomi internasional, yang pada giliran-

nya menyebabkan terjadinya tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda pada

setiap tahunnya. Merosotnya kegiatan ekonomi dunia scbagai akibat resesi selama 3 tahun

terakhir ini, yang mengakibatkan pula menyempitnya pasaran minyak bumi di dunia,

sena iklim terutama curah hujan yang kurang normal yang mempengaruhi produksi per-

tanian Indonesia, telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 1982

hanya meningkat sebesar 2,25 persen. Dampak negatif daripada resesi ekonomi dunia terha-

dap tingkat pertumbuhan ekonomi sebenarnya dialami pula oleh negara lain di dunia. Tidak

sedikit negara yang hanya mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di bawah satu Persen,
bahkan ekonomi di negara-negara industri secara keseluruhan dalam tahun 1982 jusmr

mengalami penumnan sebesar 0,3 persen.

6.2.' Perkembangan pendapatan nasional menurut lapangan usaha dan kontribusinya

Produk domestik bruto atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga

konstan tahun 1973 yzng terus benambah besar masing-masing dengan rata-rata sebesar
27,5 persen dan sebesar 7,5 persen per tahun tersebut, adalah terbentuk dari nilai tambah

bruto seluruh sektor ekonomi yang terus meningkat. Sejak tahun 1969 sampai dengan

tahun 1982 produk domestik bruto atas dasar harga yang berlaku telah meningkat dari

sebesar Rp 2.718,0 milyar menjadi sebesar Rp 59.632,6 milyar. Sedangkan jika dihitung

atas dasar harga konstan talun 1973, selama periode tersebut peningkatannya adalah

dari scbesar Rp 4.820,5 milyar menjadi sebesar Rp 72.325,+ milyar. Dari kenaikan riil

zo7
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rzt^rata. tersebut, tingkat kenaikan rata-rata yang paling tinggi terjadi pada sektor bargunan
yakni sebesar 14,9 persen per tahun, menyusul kemudian sektor listrik, gas dan air minum,
sektor industri serta sektor pengangkutan dan komunikasi, yang masing-masing meningkat
sebesar 13,7 persen, 13,1 persen dan 13,0 persen per tahun. Sementara itu sektor per.
dagangan, lembaga keuangan dan jasa lainnya serta sektor pertambangan dan penggalian
tata-tlta. rneningkat sebesar 8,8 persen dan 5,0 persen per tahun, sedangkan sektor per-
tanian meningkat dengar rata-rata sebesar 3,8 persen per tahun.

Secara lebih terperinci perrumbuhan ekonomi nasional, khususnya yang terjadi
dalam tahun 1982 sebesar 2,25 persen di atas dapat ditelaah melalui perkembangan sektotal-
nya. Apabila dalam tahun 1981 sektor pertalian meningkat sebesar 4,92 persen, maka
dalam tahun 1982 peningkatannya adalah sebesar 2,12 persen. Hal ini antara lain disebabkan
karena kenaikan produksi padi hanya sebesar 4,1 persen, turunnya produksi beberapa
komoditi bahan makanan lainnya seperti jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanal
dan kedelai, s€rta tufunnya produksi subsektor kehutanan yang secara keseluruhan men-
capai 2O,1 persen. Sementara itu sektor pertambangar dan penggalian yang dalam tahun
sebelumnya naik sebesar 3,33 persen,. dalam tahun l98Z justru mengalami penurunar
sebesar 12,09 persen. Turunnya nilai tambah dari sekt<ir pertambangan dan penggalian
tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya produksi minyak bumi sebesar 16,48
persen. Demikian pula halnya dengan sektor industri pengolahan yang pada tahun-tahun
sebelumnya senartiasa mengalami kenaikan di atas 10,0 persen, maka pada talun 1982
hanya mencapai kenaikan sebesat 1,22 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh rendah-
nya produksi dari beberapa jenis industri penting seperti tenun, kayu lapis, kertas, bahan
bakar minyak, ban, besi baja dasar, barang elektronik dan industri kendaraan bermotor.
Rendahnya pertumbuhan dari ketiga sektor di atas pada gilirannya menurunkan tingkat
pertumbuhan sektor-sektor lainnya seperti sektor pengangkutan dan komunikasi yang
meningkat sebesar 5,9 persen, dan sektor bangunan serta sektor perdagangan, lembaga
keuangan dan jasa lainnya yang masing-masing mengalami peningkatan yang sama yairu
sebesar 5,2 persen. Akan retapi di lain pihak sektor listrik, gas dan air minum mengalami
peningkatan sebesar 17,4 persen, yang berarti sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan
kenaikan tahun sebelumnya sebesar 15,4 persen. Perkembangan produk domestik bruto
Indonesia dan konuibusinya dapat diikuti pada Tabel VL 1, Tabel Vt. 2 dan Tabel VI. 3.

Perbedaan tingkat penumbuhan antarsektor di atas sekaligus menggambarkan
pefgeseran peranan masing-masing sektor terhadap struktur perekonomian nasional. Apabila
dalam tahun 1969 sektor pertanian dan sektor pertambangan memberikan sumbangan
masing-masing sebesar 46,9 persen dan 9,4 persen, maka dalam tahun 1982 peraran kedua
sektor tersebut telah menurun menjadi 29,8 persen dan 7,6 persen. Sebaliknya dalam
periode yang sama perenan sektor industri telah meningkat dari 8,3 persen menjadi 15,4 per.
sen. Meningkamya kegiatan ekononii di sektor indusui tersebut pada umumnya telah
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PRODUK DOMESTIK BRUTO, 1969 - '9a2
(dalam trilyun tupiah)
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menyebabkan berkembangnya kegiatan di berbagai sekror sehingga mampu memberikan

sumtrangan yang lebih besar terhadap pembentukan produk dornestik bruto. Sektor-sektor

dimaksud adalah sektot bangunan yalg meningkat peranannya dxi 2,4 persen rnenjadi

6,1 persen, sektor pengangkulan dan komunikasi dari 3,3 persen menjadi 5,8 persen, sektot

listrik, gas dan air minun dari 0,4 pcrsen menjadi 0,9 persen, scrta scktor perdagangan,

lembaga keuangan dan jasa lainnya yang ureningkat peranannya darr 29,3 persen menjadi

34,4 persen. Pcrkembangan daripada pernnan masing-masing sektor ekonorni tersebut

dapat diikuti pada Tabel VI. 4.

6.3. Perkembangan pendapatatr nasional menurut jenis penggunaan

Perkembangan pendapatan nasional dapat pula dilihat dari komponen penggunaan-

nya, vang secara terperinci dikelompokkan kc dalarn pengeluaran konsumsi rumah tangga,

pengeluaran konsumsi pcmerintah, pembentukan modal domestik bruto serta ekspor nctto-

Penggunaan produk domestik bruto atas dasar harga, yang berlaku dapat dilihat pada

Tabel VL 5 , sedangkan atas drsar harga konstan tahun 197 3 dapat diikuti pada Tabel VI. 6.

Kenaikan riil rata-rata daripada produk domestik bruto sebesar 7,5 persen selama

12 tahun, seperti yang telah diuraikan di muka, terutama berasal dari semakin tingginya

kegiatan investasi baik yang dilakukan oleh Pemcrintah maupun oleh sr,vasta, yang ke-

seluruhannya mencapai rata-rata sebesar 15,8 pctsen per tahun. Apabila dalam tahun 1969

besarnya pembentukan modal domestik bnlto banr berjumlah Rp 537,8 milyar, maka

dalam tahun 1982 telah meningkat menjadi Itp 3.636,7 rnilyar. DaLanr periode yang sana

pengeluaran konsumsi pemerintah naik dari Rp 414,0 milyar menjadi Rp 1,776,1 milyar

atau meningkat tata-rala sebesar 11,8 persen, sedangkan l<cnaikan rltL-ratz pengeluaran

konsumsi rumah tangga adalah sebesar 8,3 persen, yaitu dari sebesar Rp 3.797,5 milyar

rnenjadi sebesar Rp 10.697,5 rnilyar. Kenaikan yang hampir 7 kali l ipat pada pembentukan

modal dorncstik bruto dalam periode 1969 - 1982 tersebut membuktikan bahwa meningkat-

nya kegiatan pembangunan dengan jangkauan yang sernakin luas telah nampu menyerap

dana investasi yang t,crtambah besar. Dernikian pula penumbuhan ekonomi sebesar 2,25

persen dalam tahun 1982 terxtrma juga disebabkan olch rneningkatnya pembentukan

modal domestik br-uto sebesar 13,0 persen atau suatu kenaikan yang lebih tinggi dari ke-

naikan tahun sebelumnya sebesar 11,1 persen. Sementara itu kenaikan pcngeluaran kon-

sumsi pemerintah dan pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam tahun tersebut masing-

masing adalah sebesar 8,2 pcrsen dan 3,4 pcrsen.

Perbedaan tingkat perkembangan daripada masing-masing komponen penggunaan

produk domestik bruto tersebut, pada gilirannya membawa perubahan pada komposisinya.

Dari Tabel VI.7 dapat diketahui bahwa peranan pernbentukan modal domestik bruto atas

dasar harga yang berlaku telah meningkat yakni dari 11,7 persen dalam tahun 1969 menjadi

22,6 persen dalam tahun 1982, sedangkan jika dihitung atas dasar harga konstan tahun

1973 menunjukkan peningkatan dari lI,2 persen menjadi 29,5 persen. Dalam periode yang
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sama konsumsi pemerintah juga meningkat pcranannya dari 7,3 persen menjadi 11,4 persen
apabila dihitung atas dasar harga yang berlaku, atau dari 8,6 pcrsen menjadi 14,4 persen
jika dihitung atas dasar harga konstrn tahun 197 3. Sebaliknya peranan konsumsi rumah tangga
rtas dasar harga yang berlaku cenderung mcnurun yaltu dari 84,5 persen menjadi 69,9
persen, walaupun tirmpak mengalami scdikit kenaikan jika diperhitungkan atas dasar harga
konstan tahun 1973 ya,itl dari sebesar 78,6 persen menjadi sebesar 86,8 persen. peranan

ekspor netto apabila dihitung atas dasar harga yang berlaku berkembang dari negatif 3,5 persen
menjadi negatif 3,9 persen, sedangkan bila dihitung atas dasar harga konstan tahun 1973, me-
nunjukkan perkembangan dari positif 1,6 persen menjadi negatif 30,7 persen. pergeseran

komposisi penggunaan produk domestik bruto yang diwarnai dengan makin membesarnya
peranan pembcntukan modal, cukup memberi petunjuk tentang meningkatnya usaha-usaha
produktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.



BAB VII

PERKEMBANGAN USAHA DAN HASIL-HASIL
PEMBANGUNAN EKONOMI

7.1.  Pendahuluan

Untuk mencapai kesejahteraan, baik materiil maupun spiritual, pembangunan
nasional telah diselenggarakan secara terarah dan berencana sejak tahun 1969, pembangun-

an ekonomi yang tengah dilaksanakan secara bertahap dan berencana, dengan masa 5 tahun
untuk seriap tahapnva, telah menginjak tahun kelima pelita III dan telah banyak pula
hasil vang dicapai antara lain berupa peningkatan taraf hidup bagi sebagian besar dari-
pada rakvat Indonesia, Usaha pembangunan ekonomi tersebut akan terus dilanjutkan
untuk memungkinkan ekonomi Indonesia dapat mencapai tingkat tinggal landas.

Hasil pembanguna:r ekonomi tersebut tercermin dalam bentuk peningkatan
produksi, baik barang maupun jasa, yang meliputi bidang pertanian, kehutanan, pertam-
bangan dar energi, industri, perhubungan, pos, telekomunikasi dan pariwisata serta peker_
jaan umum. Perkembangan y,,g tarjzdl dalam bidang-bidang rersebut dimungkinkan oleh
adanya kegiatan penanaman modal baik di sektor negara maupun sektor swasta yang makin
meningkat yaitu dengan diusahakannya iklim berusaha yang memungkinkan kegiatan
pembangunan ekonomi dapat bergerak ke arah yang direncanakan. Usaha dan hasil pem-
bangunan bidang-bidang tersebut di atas dapat diikuti melalui uraian di bawah ini.

7 .2.  Penanaman modal

Keglatan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri (pMDN), maupun
penanaman modal asing (PMA), antara lain diarahkan untuk rneningkatkan dan memperluas
kapasitas produksi nasional, menciptakan pemerataan pembangunan, meningkatkan pene-
rimaan devisa sena mengusahakan perluasan kesempatan kerja, dengan terlcbih dahulu
memanfaatkan sumber-sumber dalam negeri semaksimal mungkin. untuk bidang-bidang
tertentu, sumber luar negeri dimanfaatkan dengan mendorong dan mengarahkannya pada
kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan Pemerintah guna mencapai pembangunan nasional
yang maksimal.

Di dalam hal pengembangan kegiaran penanaman modal, kebijaksanaan yang ditem-
puh Pemerintah, antara lain berupa penyusunan dan penyempurnaan Daftar Skala prioritas
(DSP) yang senantiasa disesuaikan dengan tahap pembangunan, seraya mengusahakan ke-
serasian dengan pembangunan dan potensi daerah. Selain daripada itu, juga dilakukan
penyusunan kerangka acuan daripada proyek-proyek yang kedudukannya sangat strategis
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dan menentukan bagi suksesnya suatu program pembangunan dalam kaitannya dengan

sasaran pembangunan yang akan dicapai, pengarahan lokasi, jenis dan kapasitas produksi,
teknologi, tahapan pengolahan dan sebagainya, Bersamaan dengan itu maka identifikasi

potensi investasi yang diikuti dengan studi dan penyebarannya terus pula dilaksanakan

selaras dengan ditingkatkannya kegiatan promosi penanaman modal yang lebih intensif
dan terarah. Promosi tersebut ditujukan langsung kepada calon investor di dalam negeri

dan di luar negeri yang menaruh minat dan mampu melaksanakan proyek-proyek yang

ditentukan. Sehubungan dengan itu telah dibuka 3 perwakilan BKPM di New york, paris

dan Frankfurt, sebagai sarana untuk memperlancar pemberian informasi penanaman mo-
dal di negara-negara Amerika dan Eropa. Dalam rangka subsitusi impor dan peningkatan
ekspor komoditi hasil pertanian, maka penanaman modal di bidang agro-industri terus di-
dorong pengembangannya. Hal ini dilaksanakan karena ago-industr; memiliki nilai stra-
tegis tinggi, yzng antzra" lain ditampakkan oleh kemampuannya menyerap renaga Ker;a
yarg banyak. Komoditi yang dalam hal ini berpotensi besar di antalznyl adaiah gula,
kelapa sawit/kelapa hibrida, karet, kapas, ubi kayu, padi, jagung, kacang tanah dan ke-
delai.

Dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap proyek-proyek penanaman modal

yang telah diberi ij in Pemerintah, telah dilaksanakan usaha-usaha untuk dipenuhinya

kewajiban melapor bagi para penanam modal. Langkah ini dilakukan antara lain dengan

penyempurnaan formulir laporan, sehingga masukan data yang disampaikan lebih men-

cakup informasi yang diperlukan Pemetintah seperti masalah produksi, pemasaran, Per-
modalan, fasilitas, penghasilan/pengeluaran devisa, ketenagakerjaan, dampak lingkungan

dan sebagainya. Usaha-usaha penyuluhan langsung kepada para penanam modal terus-

menerus dilaksanakan, untuk lebih ditaatinya ketentuan tersebut. Hal ini dimaksudkan

untuk membina dan memberikan pengawasan yang itensif dalam rangka menciptakan

iklim usaha yang sehat.

7.2.1.  Penanaman modal  dalam neger i

Kegiataa investasi melalui PMDN yang diatur dengan Undang-Undang No. 6 tahun

1968, telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Sampai dengan bulan Juli 1983 Pe-

merintah telah banyak memberikan persetujuan baik untuk proyek-proyek baru maupun

proyek-proyek perluasan, sebagai penanda rerciptanya iklim investasi yang cukup baik dan
menguntungkan. Di samping pemberian ijin baru maupun perluasan, juga telah terjadi peru-
bahan status dari PMA menjadi PMDN yang pada umumnya disebabkan karena meningkat-
nya kemampuan pihak Indonesia di bidang permodalan, manajemen dan teknologi, sehingga

pihak Indonesia telah mampu mengelola sendiri perusahaan-perusahaannya. Scdengkan
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terjadinya pencabutan/Pembatalan proyek, antara lain disebabkan karena proyek-proyek

tidak dilaksanakan ses'iai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Perkembangan

sampai dengan bulan Juli 1983 menunjukan bahwa penanaman modal yang ilirencanakan te-

lah mencapai seb€sar Rp 74.436,2 milyar yang mencakup 3.944 buah proyek dan terse-

bar di berbagai propinsi, sedangkan realisasinya sampai dengan bulan Maret 1983 tercatat

sebesar Rp 5.025,8 milyar atau sebesar 34,8 persen dari rencananya

Sektor indusni yang dari tahun ke tahun merupakan sektor yang paling menarik

bagi para penanam modal, sampai dengan bulan Juli 1983 rnasih tetap merupakan sektor

yang paling menonjol. Nilai rencana investasi tercatat sebesar Rp 9-268,4 mllyx yang

meliputi 2.779 proyek, sedangkan realisasinya mencapai Rp 3.285,5 milyar atau sebesar

35 persen dari rencana investasi ( Tabel VIl. 1). Kegiatan di sektor industri yang paling

menonjol dalam tahun 1983 menurut bidangnya adalah bidang industri kimia, mineral

non logam dan barang logam. Adapun sektor lain yang menarik bagi para penanam modal

setelah sektor industi adalah berturut-turut sektor kehutanan dengan 487 buah proyek

dan rencana investasi penanaman modal sebesar Rp 1'.321,7 milyar, sektor perhubungan/

pariwisata dengan 302 buah proyek dan rencana penanaman modal sebesar Rp 682'6

milyaf serta sektor pertanian/peternakan dengan 189 buah proyek dan rencana investasi

sebesar Rp l -130,7 mi lyar.

Selain pihak swasta, beberapa badan usaha milik negara juga turut memanfaatkan

fasilitas PMDN, Pada tahun 1983 PT Aneka Tambang melakukan perluasan usaha dengan

tambahan modal sebesar Rp 441,8 milyar untuk penambangan pasir besi, ferronickel dan

alumina di Cilacap, Sulawesi Tenggara dan pulau Bintan. Di samping itu PT Nurtanio yang

bergerak di bidang industri pesawat terbang dan komponennya yang berlokasi di Jawa
Barat juga telah melakukan penanaman rnodal sebesar Rp 454,9 milyar. Sementara itu

dari segi lokasi sebagaimana terlihat pada Tabel VII.2, pulau Jawa menrpakan Iokasi

yang paling banyak menyerap investasi, Dari seluruh proyek PMDN, 3.948 buah proyek

atau 65,1 persen di antaranya berlokasi di pulau Jawa, Namun presentase tersebut me-

rupakar penurunan apabila dibandingkan dengan keadaannya pada 2 tahun sebelum-

nya yaitu tahun 1981/1982 dan 1982/1983 yaitu masing-masing sebesar 65,8 persen dan

6 5,2 persen.

7.2.2. Penanaman modal asing

Dalam rangka mempercepat pembangunan, penanaman rnodal asing merupakan
pelengkap dalam kegiatan penanaman modal. Dalam hubungan ini penanaman modal asing
diarahkan unftk mengisi bidang-bidang yang belum dapat dilakukan atau dilaksanakan
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sepenuhnya oleh sektor swasta nasional. Sampai dengan bulan Juli 19g3, pemerintah telah
memberikan persetujuan kepada 788 buah proyek pMA dengan nilai sebesar us $ 13.276,s
juta yang tersebar di berbagai daerah. Daram jumlah tersebut terah diperhitungkan per-
ubahan-perubahan yang terjadi, termasuk proyek pMA yang pindah status menjadi pMDN.
Dari jumlah rencana investasi tersebut, yang telah direalisir sampai dengan bulan Maret
1983 adalah senilai US 6 5 .643 ,9 juta yang berarti sebesar 42,5 persen dari seluruh rencana
investasi yang disetujui.

seperti halnya pada PMDN, sektor industri merupakan sektor yang menjadi sasara'
utama kegiatan penanaman modal asing baik ditinjau dari segi rencana investasi maupun
realisasinya Dalam sektor industri direncanakan sebanyak 4g5 buah proyek dengan modal
sebesar US $ 9 .7 59,3 juta atau 7 3,6 persen dari nilai rencana secara keseluruhan, sedangkan
realisasinya adalah US $ 3.431,1 juta atau 35,2 persen dari rencana tersebut. Kegiatan di
sektor industri yang menonjol dalam tahun 1983 menurut bidangnya adalah bidanjindustri
kertas dan logam dasar. sektor-sektor lain yang menarik bagi pMA adalah sektor konstruksi
dengan 64 buah proyek dan rencana investasi senilai us $ 124,2 juta, sektor kehutanan
dengan 61 buah proyek dan rencana investasi sebesar US $ 511,0 juta serta sektor jasa de_
ngzn 57 buah proyek dengan rencana investasi sebesar US $ 660,9 juta (lihat Tabel VII. l).

sementara itu apabila dilihat dari sudut lokasi proyek-proyek pMA yang tersebar
di berbagai propinsi, maka sebagian besar masih terpusat di pulau Jawa. Jumlah proyek
yang berada di pulau Jawa adalah 554 buah atau 70,1 persen dari seluruh proyek, dengan
rencana investasi sebesar uS $ 7.184,0 juta ( 54,1 persen ). Dari jumlah tersebut diDKI Jaya
adalah sebanyak 298 buah proyek dengan rencana investasi sebesar us $ 3.517,2 juia,
di Jawa Tengah sebanyak 21 buah proyek dengan rencana investasi sebesar US $ 241,5
juta, di DI Yogyakarta sebanyak 3 buah proyek dengan rencana investasi sebesar us $ g,5
juta dan di Jawa 

'I'imur sebanyak 65 proyek dengan rencana investasi sebcsar us $ 531,6
juta. Sedangkan di luar pulau Jawa terdapat 236 bt:a,h proyek dengan rencana penanaman
modal sebesar us $ 6.083,5 juta. Penyebaran kegiatan pMA menurur lokasi dapat dilihat
pada Tabel VII. 4.

Dari segi negara asal, Jepang merupakan negara yang paling banyak melakukan
penanaman modal, baik dilihat dari jumlah proyek, rencana penanaman modal maupun
realisasinya. Jumlah proyek PMA dari negara tersebut yang telah disetujui pemerintah
sampai dengan bulan Juli 1983 adalah sebanyak 2o9 buah proyek dengan rencana investasi
sebesar uS $ 4.401,0 juta dan realisasi sebesar uS $ z.os2,4 futa. Di samping Jepang, negara
lain yang juga cukup besar menanamkan modalnya adalah Hongkong dengan rencana se-
besar US fi 1.221,2 juta ( 125 proyek ), Belgia dengan rencana sebesar US $ 926,5 juta
( 16 proyek ), Amerika Serikat dengan rencana sebesar US $ 917,1 juta ( 67 proyek ),
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dan Belanda dengan tencana sebesar US $ 509,4 juta ( 41 proyek ). Perkembangan pena-
naman modal asing menurut negara asal dapat dilihat dalarn Tabel VII. 5.

7.3. Pembinaan dunia usaha

Pembangunan ekonomi yang dilandaskan kepada demokrasi ekonomi mengandung
arti bahwa masyarakat hams berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Dalam GBHN
telah ditegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pengarahan, pembina-
an dan bimbingan terhadap dunia usaha serta memberi rangsangan agar pertumbuhan
dunia usaha berkembang dengan cepat. Di Indonesia sektor dunia usaha dikelompokkan
dalam beberapa jenis badan usaha yaitu badan usaha swasta nasional, badan usaha swasta
asing, badan usaha milik negara (BUMN), serta koperasi. Dalam membina hubungan antar
badan-badan usaha tersebut, Pemerintah menciptakan iklim dan tata hubungan yang men-
dorong terciptanya kondisi hidup berdampingan yang saling mengunrungkan. Dalam
hubungan ini koperasi diharapkan mampu berperan sebagai salah satu wadah utama dalam
membina kemampuan golongan ekonomi lemah. Pembangunan koperasi sejak Pelita I
telah memberikan hasil yang cukup berarti dalam meningkatkan pendapatan rakyar kecil

di pedesaan melalui peningkatan kegiatan berkoperasi, sehingga perkembangan kehidupan

usaha rnelalui perkoperasian nampak semakin baik. Sejalan dengan peningkatan dalam
jumlah koperasi/KUD, penyebaran koperasi di Indonesia juga mengalami perluasan. Pada
saat ini koperasi tidak hanya berkembang di kota-kota besar dan daerah pedesaan saja,
akan tetapi juga tumbuh di daerah terpencil dan daerah yang tcrisolir, seperti di lokasi

pemukiman transmigrasi, Iokasi pemukiman sekitar areal pembukaan hutan dan lokasi

rehabilitasi daerah kritis.

Untuk meningkatkan peranan koperasi dalam pembangunan, kerjasama antarko-
perasi terus digalakkan dan kepada koperasi/KUD diberi kcsempatan seluas-luasnya untuk
melaksanakan kegiatan yang dapat membantu peningkatrn usaha, pendapatan dan ke.
scjahteraan anggotanya. Bantuan serta fasilitas untuk pengembangan usaha jug"

ditingkatkan yang selain dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan juga unruk per-
luasan kesempatan kerja. Bantuan dan fasilitas yang diberikan koperasi/KUD khususnya
di perkotaan diarahkan kepada I elompok-kelompok masyarakat yang potensial dan ter-
golong ekonomi lemah seperti buruh, pedagang kecil, pemuda, mahasiswa, pelajar dan
wanita.

Dalam Pelita III kebijaksanaan yang ditcmpuh di bidang perkoperasian adalah
meningkatkan kemampuan daripada semua KUD dan koperasi primer lainnya.
Untuk itu Pemerintah telah mengikutsertakannya dalam kegiatan-kegiatan seperti pengada-
an pangan, pengadaan sarana produksi pertanian, penyaluran bahan-bahan kebutuhan
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pokok, pengolahan garam rakyat, serta pengolahan hasil perkebunan rakyat dan hasil

hutan. Di samping itu koperasi juga menampung dan memasarkan hasil peternakan rakyat

serta ikan dan hasil laut lainnya, yang kesemuanya telah dapat dirasakan hasilnya oleh

anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya. Peningkatan kemampuan peranan koperasi

telah dilaksanakan pula melalui pembinaan kelembagaan koperasi yaitu antara lain melalui

peningkatan kervirausahaan para anggot:r, peningkatan keterampilan para manajer dan

pembantunya, serta mengusahakan agar koperasi dapat mengakar sebagai sokoguru per-

ekonomian tli pedesaan. Berkcmbangnya kelembagaan koperasi juga dapat dilihat dari

peningkatan kelengkapan organisasi, seperti pengurus, badan pemeriksa dan rapat anggota.

Bagi setiap KUD drperlukan sekurang-kurangnya seorang manaJer yang mamPu dan

terampil dalam bidang manajemen. Dalam tahun 1981/1982, KUD yang mempunyar ma-

najer berjumlah 4.256 buah, kemudian dalam tahun 1982/1983 meningkat menjadi

4.184 buah, Di pihak lain beberapa koperasi non KUD juga telah mempunyai manajer

-vaitu dalam tahun 1981/1982 tcrc:itat pada 482 buah koperasi non KUD, sedangkan

dalam tahun 1982./1983 jumlahnya telah mencapai 500 buah koperasi non KUD.

Sementara itu penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan kader koperasi

selain diperuntukkan bagi para manajer dan pembantunya, juga ditujukan pada kelompok-

kelompok masyarakat yang neliputi anggota pramuka, pelajar, pemuda, mahasiswa, buruh,

nelayan, petani. pegawai negeri, ABRI dan para pensiunan/veteran Dalam hubungan ini

sasaran pembinaan generasi muda di bidang perkoperasian adalah pemuda yang berumur

antara 16 tahun sampai dengan 30 tahun, yang pada umumnya putus sekolah atau belum

bekerja dan bertempat tinggal di daerah kecamatan. Selain itu diutamakan juga mereka

yang belum pernah mengikuti kursus perkoperasian, mempunyai keterampilan tertentu

dan benar-benar mempunyai minat untuk berusaha melalui wadah koperasi.

Di lain pihak peranan penerangan, penyuluhan dan pendidikan koperasi sangat

penting artinya bagi tercapainya pembinaan yang berhasil baik Penerangan mengenai

koperasi dilakukan dalam bentuk diskusi, ceramah, serta peragaan/pameran, penerbitan

buku-buku, rnajalah dan buletin/brosur. Di samping itu juga terus dilakukan pengenalan

cara berkoperasi melalui tulisan-tulisan dalam surat kabar, melalui radio dalam siaran pe-

desaan serta mclalui 'fVRl dalam siaran pembangunan. Untuk mencapai keterpaduan

dan kebersamaan dalam pembinaar perkoperasian, maka para kepala daerah berperan

lebih aktif dalam pembinaan koperasi di daerahnya masing-masing, tanpa mencamPuri

kegiatan usaha dan manajemen koperasi. Pembinaan yang dilakukan terhadap koperasi/

KUD pada tahun-tahun sebelumnya telah terlihat hasilnya antara lain dengan terbentuknya

3.701 KUD model dalam tahun 7982/1983 di seluruh Indonesia.

Pembinaan dan peningkatan keterampilan para manajer beserta pengurus koperasi
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pada gilirannya telah dapat merangsang kesadaran masyarakat untuk turut rnengembangkan
wadah koperasi, Hal ini dapat dilihat dari perkembangan volume usaha .to!..ari |angselalu meningkat, yaitu apabila pada tatrun l97g/1,gg' baru senilai Rp 492 milyar, maka
dalam tahun 798r/1992 telah meningkat menjadi senilai Rp 1.663,4 milyar. Sementara
itu Kredit candak Kulak (KCK) yang dikcrola oleh koperasi/KUD sejak tahun r976 telan
dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat pedagang kecil di daerah pedesaan,
Dengan adanya prosedur yang sederhana dan bunga yang ringan, maka sejak dimulainya
pemberian KCK dalam tahun 1976, vorumenya seraru meningkat. Daram tahun 7ggz/rgg3
jumlah koperasi /KIJD yzng mendaparkan kedit atas jaminan Lembaga Jaminan Kredit
Koperasi (LJKK) adalah sebanyak i.62r buah, dengan nasabah sebanyak 9,5 juta orang
dan kredit senilai Rp 92,4 mrlyzr. Dapat ditambahkan bahwa r.rr"i d.ng"n p.rk.__
brngan usaha koperasi, maka Lembaga Jaminan Kreclit Koperasi telah dialihkan menjadr
Perusahaan Umum Pembinaan Keuangan Koperasi (perum pKK), sehingga kegiatan jaminan
bagi koperasi akan dapat lebih ditingkatkan ragi. Sedangkan dalam tahun 19g3/1984 samoar
dengan bulan Agustus, masing-masing telah meningkat menjadi 4.296 buah koperasi, t2,4
juta. orang nasabah dan dengan jumlah kredit senilai Rp 1,37.126,4 juta. perkembangan
jumlah dan simpanan koperasi dapat dilihat pada Tabel VIi. 6.

Koperasi/KUD telah diikutsertakan dalam pembelian gabah/beras dari para petani
dengan Irarga dasar yang berlaku, dengan demrkian para pctani dilindungi terhadap kemungkin_
an gejolak harga bagi hasil gabah/berasnya. Gabah/beras yang telah dibcri tersebut seba-gian
besar drjual ke Dolog setcmpar dengan harga yung t.iah ditetapkan untuk kepentin"gan
cadangan penyangga Pcmerintah dan sisanya dijual ke pasaran umum. Dalam tahun
1980i 1981 Pemerintah telah membentuk 1.g65 buah KUD untuk mclaksanakan pengadaan
pangan stok nasional sebanyak 1.439,9 ribu ton beras, kemudian dalam tahun rggr/1gg?
telah bertambah menjadi 1.879 buah dengan cadangan beras sebanyak 1.973,5 ribu ton.
Dalam tahun 1982/798i jumlah KUD tersebut telah bertambah ragi menjadi 3.191 buah
dengan.iumlah cadangan beras sebesar 1.000 ribu ton. selanjubya dalam tahun 1gg1/lggz
sebanyak 1 412 buah KUD menjual sisanya ke pasaran umum sebesar 54,6 ribu ton beras,
kemudian dalam tahun l98z/Igg3 jumlah KUD telah menrngkat menjadi 1.776 buah
dengan penjualan sebesar 90,5 ribu ton. Erat kaitannya dengan masalah pcrtanian, dalam
musrm ranam rgSr/rgg2 sebanyak z.g4g KUD telah menyalurkan pupuk sebesar 300.784
ton dan 1924231 kg obat'obatan. Kemudian dararn musim tanam 19g211983 jumrah
KUD telah bertambah menjadt 2,742 buah dan menyalurkan pupuk sebanyak 22g.3,97 ton
serta jumlah obat-obaran sebanyak 4.361.871 kg.

Dalam rangka menjamin harga yang wajar bagi para petani penghasil jagung maka

:.r."1 :"nr" 
197811979 KUD juga diikutserrakan dalam Legiatan pembelian jagung melalui

kebijaksanaan penetapan harga dasar jagung. Kebijaksanian tersebut dimaksudkan asar
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para petari produsen jagung dapat memperoleh harga yang layak atas jagung yang dijualnya.
Sehubungan dengan itu dalam tahun 198l/7982 sebanyak 147 buah KUD felah mem-
beli sebanyak 17.965 ron jagung dengan harga dasar dari petani, sedangkan dalam tahun
798211983 telah meningkat menjadi 211 buah KUD dengarr jumlah pembelian sebesar
23 .187 ton.

Sejak tahun 198717982, semua KUD yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah,
Yogyakarta dan Jawa Timur memperoleh kesempatan untuk mengadakan kegiatan usaha
di bidang tebu rakyat intensifikasi (TRI) terutama dalam perkreditan dan pemasaran gula.
Kredit yang disalurkan kepada para petani tebu adalah untuk penggarapan lahan, pem-
bibitan, penebangan dan angkutan, sedangkan dalam rangka pemasaran gula, KUD menjual
gula bagian para petani kepada sub Dolog setempat. Untuk melayani para petani tebu
tersebut, dalam tahun l98lll982 Pemerintah telah membentuk 565 bualr KUD khusus
bidang TRI dengan lokasi yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan

Jawa Timur yang telah meningkat menjadi sebanyak 686 buah dalam tahun 7982/1983.
Perkembangan jumlah BUUD dan KUD di seluruh Indonesia dapat dilihat pada Tabel VII. 7.

Dalam pada itu koperasi/K[ID yang ikut serta melakukan kegiatan pemasaran
kopra dalam tahun 1981/1982 berjumlah sebanyak 126 buah. Koperasi tersebut secara
keseluruhan berhasil melaksanakan pembelian sebanyak 29,9 ribu ton kopra senilai Rp 5,5
milyar dan melaksanakan penjualan sebanyak 27,6 rrblu ton senilai Rp 5,7 milyar. Selanjut-
nya dalam tahun 1982/1983 jumlah KUD tersebut telah meningkat menjadi 184 buah
dengan pembelian sebanyak 47,3 ribu ton senilai Rp 7,0 milyar dan melaksanakan penjual-
an sebanyak 42,9 ribu ton senilai Rp 7,2 milyzr.

Dengan banyaknya petani yang beralih usahanya ke tanaman cengkeh, Pemerintah
merasa perlu untuk membantu menampung dan memasarkan hasil cengkeh tersebut. Se-
hubungan dengan itu dalam tahun 1982 Pemerintah telah membentuk 167 buah KUD
yang mengelola tata niaga cengkeh serta melakukan pembelian cengkeh dari petani sebanyak
17,3 ribu ton senilai Rp 125,4 milyar. Kemudian dalam tahun 1983 sampai dengan bulan
Mei jumlah KUD tersebut telah mengalami peningkatan yaitu menjadi 206 buah dengan
pembelian cengkeh menjadi 19,7 ribu ton senilai Rp 145,6 milyar. Sementara itu dalam
tahun 1982 KUD telah memasarkan hasil pembelian cengkeh tersebut ke Dolog dan ke
pirsaran umum sebanyak 16,8 ribu ton dengan hargajual Rp 131,7 milyar, sedangkan dalam
tahun 1983 sampai dengan bulan Mei telah meningkat menjadi 19,5 ribu ton senilai
Rp 15 2,7 milyar.

Dalam tahun 1983 koperasi yang bergerak di bidang usaha peternakan rakyat juga
tenrs dibina dan ditingkatkan secara intensif. Usaha koperasi tersebut meliputi penyalur-
an bibit unggul, penyaluran makanan ternak dan pemasaran produk ternak yang dihasilkan

a
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oleh peternak. Dalam tahun 798711982 jumlah koperasi/KuD yang bergerak di bidang
peternakan adalah sebanyak 215 buah dengan usaha senilai Rp 28,8 milyar dan dalam
tzhun 1982/7983 menjadi 535 buah dengan usaha senilai Rp 69,6 milyar. Peningkatan
yang sangat tinggi itu disebabkan antara lain karena didatangkannya ternak impor bagi
para peternak arggota koperasi. Jumlah KUD di bidang peternakan sapi perah dalam
tahun 1981/1982 ada,hh sebanyak 133 buah, beranggotakan 28.807 peternak yang me-
miliki 146.500 ekor sapi, dan telah memproduksi susu segar sebanyak 46,7 jrtz liter.
Dalam tahun 1982/7983 masing-masing telah menjadi 161 buah koperasi, 29.23O orang
anggota,, 89.372 ekor sapi, dan produksi sebesar 55,95 juta liter susu segar. Sejalan dengan
perkembangan usaha koperasi tersebut, Pemerintah juga telah membentuk dan membina
koperasi/KUD untuk memasarkan hasil zusu tersebut ke sub Dolog maupun ke pasaran.

Dewasa ini pembinaan koperasi bidang perikanan rakyat telah dilaksanakan di
Aceh, Sumatera Utarz, lakarta, Jzwa Batat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat
dan Maluku. Pada tahun 198711982 jumlah koperasi perikanan rakyat adalah sebanyak
449 buah dengan anggota sebanyak 94.013 orang dan nilai usaha sebesar Rp 57,1 milyar.
Kemudian dalam tahun 1982,11983 masing-masing telah meningkat menjadi sebanyak
571 buah dengan anggota sebanyak 500.000 orang dan nilai usaha sebesar Rp 295,2 milyar.
Peningkatan yang cukup besar tersebut merupakan hasil daripada pembinaan koperasi-
koperasi perikanan rakyat dan bantuan Pemerintah berupa modernisasi nelayan tradisional,
yang ditopang oleh Keppres No. 39 tahun 1980 tentang pelarangan kegiatan bagi kapal-
kapal penangkap ikan yang menggunakan alat trawl.

Sementara itu kegiatan koperasi di bidang kerajinan rakyat dalam Pelita III telah
pula mengalami peningkatan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi penyediaan bahan baku,
pengolahan, serta pemasaran hasil produksi antara lain meliputi mebel, tekstil, logam dan
pangan. Dalam tahun 1981/1982 koperasi/KUD di bidang kerajinan rakyat berjumlah 384
buah dengan usaha senilai Rp 149 milyar, yang meningkat dalam tahun 1982/1983 menjadi
sebanyak 644 buah dengan usaha senilai Rp 208 milyar. Dalam pada itu jumlah koperasi
jasa angkutan yang meliputi jasa angkutan darat, angkutan laut dan angkutan sungai, dewasa
ini telah mencapai 89 buah yang tersebar di 20 propinsi. Adapun dalam kaitannya dengan
program kelistrikan desa, koperasi desa bersama-sama dengan perusahaan lisrrik negara
(PLN) birtanggung jawab sebagai disuibutor lisnik di pedesaan untuk memanfaatkan
tenaga listrik yang dibangkitkan dan disediakan oleh PLN. Dalam hubungan ini meka pada
tahun 1982/1983 terdapat 118 buah koperasi yang tersebar di lawz Bar*, Jawa Tengah,

Jawa Timur, Bali dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, 3 buah koperasi di antaranya
didirikan sejak tahun 1978, yaitu 1 buah di Kabupaten Lampqng Tengah, 1 buah di Ka-
bupaten Luwu dan 1 buah di Kabupaten Lombok Timur. Koperasi-koperasi tersebut telah
menyediakan listrik untuk 23.000 buah rumah pada 108 desa di Kabupaten lampung
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Tengah, 15.000 buah rumah pada 65 desa di Kabupaten Luwu, serta 23.500 buah rumah
pada 34 desa di Kabupaten Lombok Timur.

7 .4, Pertanian

Pembangunan di bidang pertanian yang dilakukan secara bertahap dan sambung-

menyambung kini telah sampai pada akhir pelaksanaan Pelita IIl. Pembangunan pertanian

yang diarahkan dan dilaksanalian melalui Septa Karya Pembangunan Pertanian telah me-

nunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat

dari meningkatnya produksi pangan, perbaikan taraf hidup Petani dan perluasan Iapang

an kerja, di samping meningkatnya dukungan sektor pertanian terhadap sektor industri,

pemanfaatan sumber-sumber alam, serta perkembangan pembangunarr pedesaan secara

terpadu dan serasi sebagai bagian daripada pembangunan daerah.

Walaupun kemajuan di bidang pertanian yang dicapai selama ini telah menunjuk-

kan perkembangan yang nyata, namun ikhtiar untuk meningkatkan produksi, perbaikan

taraf hidup petani dan perluasan kesempatan kerja secara merata terus diusahakan dan

ditempuh melalui berbagai kebijaksanaan. oleh sebab itu empat usaha pokok, yaitu in-

tensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi terus dilaksanakan secara terPadu

dcngan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan 'frimatra Pembangunan Pertanian.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang merupakan sebagian besar

maSyarakat sesungguhnya merupakan usaha pemerataan yang sekaligus sebagai landasan

transformasi ke arah industrialisasi. Oleh sebab itu pembangunan sektor penanian sampai

saat ini dimaksudkan agar sektor pertanian dapat menghasilkan bahan pangan, bahan ekspor

dan bahan baku bagi sektor industri. Selanjutnya diharapkan para petani dapat mengarreka-

ragamkan cabang usaha dengan memanfaatkan sumber-snmber ekonomi secara optimal,

yang pada gilirannya dapat dicapai struktur ekonomi yang tebih seimbang, yaitu sektor

indusui yang berkembang dan sektor Pertanian yang tangguh sehingga dapat mengurangi

ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap barang-barang irnpor. Pembangunan di Sektor

pertanian dapat diikuti pada Tabel VII. 8.

7,4.1. Tanaman Pangan

Beras sebagai bahan pangan utama mempunyai kedudukan sosial dan ekonomis

yang sangat penting bagi penduduk Indonesia, sehingga waleupun produksi beras dalam

negeri terus meningkat namun belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang iuga
me4ingkat dengan cepat. Menyadari keadaan tersebut maka produksi beras terus ditingkat-

kan melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Sampai dengen

akhir Pelita III, titik berat usaha peningkatan Produksi beras dilakukan melalui usaha
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a

intensifikasi dan ekstensifikasi. Program intensifikasi dilaksanakan melalui program bim-
bingan massal (Bimas) dan intensifikasi massal (Inmas), sedangkan usaha ekitensifikasi
dilaksanakan melalui perluasan areal tanam berupa pembukaan persawahan pasang surut
atau pencetakan sawah baru, yang pelaksanaannya dikaitkan dengan usaha transmigrasi,

Dari Tabel VII. ! nampak bahwa walaupun luas areal panen mengalami penurunan,
namun produksi beras mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan peningkatan peng-
gunaan teknologi pertanian antara lain menyangkut pemakaian varietas padi unggul, pupuk,
dan pestisida, penyempurnaan pola tanam dengan perbaikan cara bercocok tanam, dan
peningkatan areal yang diairi. Teknologi tersebut diterapkan Pemerintah melalui berbagai
program antara lain Bimas, Inmas, Intensifikasi khusus ( Insus ), Operasi khusus ( Opsus ),
ekstensifikasi dan diversifikasi. Melalui intensifikasi, Pemerintah menyediakan benih unggul,
pupuk dan pestisida guna memberikan kesempatan kepada petani untuk menerapkan
paket teknologr secara lengkap. Dengan adanya usaha-usaha tersebut, maka hasil produksi
beras dalam tahun 1982 telah mencapai 23.191 ribu ton atau kenaikan sekitar 4,1 persen
dibandingkan dengan tahun 1981 sebesar 22.286 ribu ton. Kemudian sarnpai dengan
September 1983 telah meningkat menjadi sekitar 23.524 rtbu ton atau 1,4 persen lebih
tinggi dibandingkan dengan produksi beras tahun 1982. Dr lain pihak luds areal panen
dalam tahun 1982 adalah 9.O22 ribu hektar, sedangkan dalam tahun 1983 turun menjadi
8.941 ribu hektar. Hal ini berarti ra.ta-rata. produksi beras dalam tahun 1983 mencapai
2,63 ton pcr hektar, atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang
rata-rata produksinya 2.,57 ton per hektar.

Meskipun luas areal panen dalam dua tahun terakhir secara keseluruhan terus berku-
rang sebagai akibat daripada iklim dan curah hujan yang tidak normal, namun perkembang
an areal panen intensifikasi terus menunjukkan peningkatan. Dari Tabel vII. l0 rerlihat bah-
wa luas areal panen intensifikasi dalam tahun 1981 adalah seluas 5.925 ribu hektar, sedang
kan dalam tahun 1982 telah meningkat menjadi 7,000 ribu hektar atau peningkatan sebe-
sar 18,1 persen. Adapun kenaikan luas panen intensifikasi tersebut terutama disebabkan ka-
rena adanya peningkatan areal Inmas, yaitu apabila dalam tahun 1981 baru seluas 4.65g ribu
hektar, maka dalam tahun lg82 telzh bertambah menjadi 5.293 ribu hektar, atau suaru ke-
naikan sebesar 13,6 persen. Selanjutnya guna meningkatkan muru intensifikasi ditemprih
pola Inzus, yang dewasa ini terus ditingkatkan kegiatannya. Bila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya maka Inzus dalam tahun 1982 telth meningkat sebesar 117,6 persen, yaitu dari
seluas 1.706 ribu hektar dalam tahun 1981 menjadi seluas 3.712 ribu hektar dalam tahun
1982. Sedangkan untuk mengatasi masalah pangan pada daerah-daerah yang terisolir namun
mempunyai potensi produksi pangan yang cukup tinggi, ditempuh melalui kegiatan opsus.
Dengan adanya operasi tersebut maka areal panen yang dalam musim tanam 19g0/19g1

a

t
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T a b e l  V I I . 9

AREAL PANEN DAN PRODUKSI BERAS. 1969 - T983

T a h u n
Arc-sl panen

( n b u h c )
Plodul(li bersr

( ribu ton )

Ratr-rata produksi belss
( ton/ha )

1 9 6 9

1 9 7 0
t 9 7 1
r 9 7 2
1 9 7 3
7 9 t 4
t 9 7 5
t 9 7 6
r 9 7 7

1 9 7 8
1 9 7 9
1 9 8 0

1 9 8 1 I )

1 g 8 2 2 \

r 9 a J 2 \

8.014

8 , 1 3  5
8,324
7.898
8.403
8,509
8,495

a.369
8.360
4,929
8,803
9.OO5

9.342

9.O22

8.941

12.249
r 3.140
13-724
13 .183
14-607
15.276
15 .185

1t.845
t5.476

17.472
20,163

22.286

23 , t9 l

23,524

1,62

1,74
1,80

1,89
1,90
1,96

z,o3
2341')

2 ,38

2 ,57

2,63

l) Arsk! diperbaili

T a b e l  V I L 1 0

LUAS PANEN BIMAS DAN INMAS PADI, 1969 _ 1982 1'
(dalam ribu hektar )

B i m a s l n m a s
T r h u n JurnlEJ'

Bis3a Biasa

1 9 6 9
1 9 7 0
l 9 7 r
1 9 7 2
t 9 7 3
r 9 7 4

r 9 7 5
1 9 7 6
1 9 7 7
r 9 1 8

1 9 8 0

t g 8 r 2 '

r g 8 z J '

926
801
421
621

662

+74
421

t2l
272
2t6
197
125

l2 t

l l o

383 722

445 571
569 467

5AZ 1.166
1.170 t.O76

2.202 4lO
2.254 143
2.101 170
1.197 669
7.724 800
1 ,J74  851
LZ4g 21 858

1,142 90t

1,597 720

99

334

800
1.080

634

6 1 1
819

1.512
2,088
2.601
3,244

t . 7  5 5

4,51X

2-130

2.153
2.788

3 .169
1.988

J.724

3.637
1.613
4.250
4,8,r8
5.O21
5,5ft2)

7,O00

I) Tidrl t lma'll l ar
2) Anglia dipcrb.ili
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baru seluas 26.872 hektar telah dapat diperluas menjadi 453.023 hektar dalam musim ta-
nam L987/1982.

Seperti diketahui bahwa peningkatan produksi pertanian tergantung pada beberapa
faktor yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu kesuburan tanah, musim yang baik,

sarana produksi yang tepat dan petani yang terarnpil. Namun dalam hal ini yang paling

rnenentukan adalah petani yang harus memiliki keterampilan dari mengolah tanah sampai

kepada menyalurkan beras ke pasaran. Menyadari akan hal itu maka kcgiatan penyuluhan
dan pemberian fasilitas kredit bagi petani terus ditingkatkan dan diarahkan pada terwujud-
nya partisip:Lsi daripada semua petani di dalam menerapkan sepenuhnya panca usaha tani.

Guna menunjang kcgiatan tersebut telah ditingkatkan penyediaan berbagai prasarana seperti

balai penyuluh pertanian (BPP), balai informasi pertanian (BIP) serta penambahan jumlah

tenaga penyuluh lapangan. Untuk itu dewasa ini telah tersedia 39,694 orang tenaga penyu-

luh pertanian lapangan (PPL) dan 2.312 onng tenaga penyuluh pertanian spesial (PPS) yang

tersebar di wilayah kerja penyuluh pertanian (W1(PP) di 26 propinsi. Selanjutnya agar petani

dapat lebih berperan dalam peningkatan produksi maka kepada para petani peserta program

intensifikasi dan Bimas/Inmas tetep disediakan bantuan kredit untuk pengadaan sarana pro-

duksi yang dibutuhkan. Dari Tabcl VIL l1 terlihat bahwa sampai dengan tahun

198217983 realisasi penyuluhan kredit telah mencapai Rp 59,3 milyar dengan jumlah

petani  peser ta sebanyak 1.3 71.989 orang.

Dalam pada itu sejalan dengan usaha pengembangan tanaman pangan, maka selain
dilakukan usaha pcningkatan produksi beras digiatkan pula peningkatan produksi palawija.
Oleh karena itu di samping dilakukan pembinaan terhadap petani palawija, juga dilaksana-
kan penyebaran benih/varietas unggul ke daerahiaerah yang telah melaksanakan Bimas
palawija. Demikian pula guna menunjang pelaksanaan Bimas palawija tersebut, Pemerintah
menyediakan kredit bagi petani untuk pengadaan sarana produksinya, Walaupun dalam
tahun 1982 hampir seluruh produksi palawija mengalami penurunan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya, namun dalam tahun 1983 telah mengalami peningkatan yang cukup
besar. Seperti terlihat pada Tabel VII. 12 produksi jagung meningkat sebesar 57,9 persen
yaitu dari 3.2O7 rrbu ton dalam tahun 1982 menjadi 5.064 ribu ton dalam tahun 1983. Beri
kutnya adalah produksi kedelai, yaitu dari 514 ribu ton dalam tahun 1982 menjadi 625 ribu
ton dalam tahun i983, atau suafll peningkatan sebesar 21,6 persen, Sedangkan produksi ubi
kayu, ubi jalar dan kacang tanah telah meningkat masing-masing dari 12.676 ribu ton,
1.897 ribu ton dan 434 ribu ton dalam tahun 1982 menjadi 13.772 ribu ton, 2.124 ribu ton
dn 457 ribu ton dalam tahun 1983, Selanjumya perkembangan penyaluran kedit Bimas
palawija dapat diikuti melalui Tabel VII. 13, Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa

I
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T a b e M I .  l l

PENYALURAN KREDIT BIMAS DAN INMAS PADI' 197117972 _ 7983II9A+
( dalarn juta rupiah dan ribu orang )

!

Realis$i penyaluidn Pcngcmbalian Jumlah pctani

pe3€rE

1 9 7 1
1972
l9i lJ
1974
1975
1S?6
1977
1 9 7 8
l9  79
1980
1981
19E?
1983

t972
1973
t974
197  5
1976
197  ?
197  8
1 9 7 9
1980
1 9  8 l
l 9  8 2
1983
l9  84  I )

9 .815 ,1
15.330,8
36.492,3
53.096,5
72.288,5
?1 .314 ,3
62 ,515 ,1
60,282,9
49.503,9
50 ,115 ,2
62 .501 ,8
69.353,7
9 .36E ,7

9,458,8
t4.555,7
32.590,8
48.370,6
64.076,8
5S.44? ,7
49.198,1
47.899,9
40.7 36,5
38.293,7
39 .012 ,8
18.460,9

845,6

1.538,4
2.O7 |,4
3.t06,9
3.063,2
3.58t,9
5.004,1
2.470,5
2 .15r ,1
1.606,5
1 .519,8
1.740,2
r .371,9

204,8

1) Posisi 3l okrober 1983.
Kr€dit Inmas padi mulai berlansluns pada M'c19771197A

T a b e l  V I I .  1 2

LUAS PANEN DAN PRODUKSI PALAWIJA, 1969 _ T983
( dalam ribu hektar dan ribu ton )

Jncu"8rahun 
m r . - " *

Ubi ja.lar Kacangtanah Kedelai

"t"lf" 
Produkd pL*Tn Produksi r:"H"" Produksi

Ubi l(ayu

Lua!
panen tsroouKil

1969
1 9 7 0
l9  7 l
I 9 7  ?
l 9  ? s
t974
197 5
I9  76
1971
1 9 7 8
1979
1980
l98r  r  )
r9822)
r9832)

2.+35
2.939
2.626
2,160
3.433
2.667
2.445
2.095

x.o25
2.594
2.735
2.95b
2.064

2.825
2.6n6
2.25E
3,690
9,01 I
2.903

5.143
4.029
3.606
3.99r
4.509
3.O27
5.064

2.260
2.17b
2,2t1
2.066
2.3E1
2.469
2.433
2.38t
2.460
2.083

2.079

1.897
2.t24

3 7 2
380
376
354
416
4 1 1
475
414
507
506
473
506
508
467

267
2E l
284
282
290
307
380
341
409
446
424
470 ' l
475
434
+57

|.467 10.917 369
r.39E 10.478 357
1.406 10.690 357
1.468 10 .3E5 338
1.429 11 .186 379
1.509 13.031 330
1.4I0 12,546 31r
1 .353 12 .191 30r
r.364 t2,488 326
1.383 l?.902 301
1.439 13.751 287
t.412 12,726 276
t .388 13 .301 275
1.303 12.676 24+

- 13,772

554 3ES
695 49E
680  516
697 518
7+g 541
768 589
752 590
646 522
646 523
753 617
784 680
732 6531)
810 704
606 5t4

- 625

l) Angka dipnbaih
2) An8t.a r€Inentsjr
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T a b e l  v l t .  1 3

PENYALURAN KREDTT BIMAS PALAWUA, 1973tr974 - r9821t983

( dalom juta rupiah dan ribu orang )

T a h u n
Realisasi penyaluran

kredit
Pengembslisn

kredit
Jur ah petani

Pesetta

197 ' / 197+
1974 | r97 5
197 5  |  1976
t976 |  1977
1977 |  1978
t978 | 1979
1979 /  1980
r980 /  1981
r9a1 / 1982
1982 /  1983
rg83 / 1984 1)

l )  Posisi 31 Oktober 1983

S€jak MT 19?8i 1979 termasuk Bimas Palalvija tumpangsali

Tabe l  V I I .  14

LUAS PANEN DAN PRODUKSI HORTIKULTURA, 1969 - 1982
( dalam tibu hektar dan ribu ton )

7 . 2 7  7  , 3
5 . 3 9  3 , 7
9 .07  3 ,A
a . 9 r 7 , 3
6 . 8  9  3 , 1
6 ,480,5
5 .226,8
6 .21 .5 ,3
9.20+,O

I  1 ,306,1
2 .046,7

1  . 1 9 1 , 8
4.156,9
7.258,8
6 .845 ,2
5 .218,6
4 .7  49 ,3
+.o+2,9
3.806,0
3 .247 ,7
2.t69,9

67 ,9

14 3 ,8
360,7
44) I

348,7

1 9 5 , 0
759,7

2 6 t , 6
245,8
33,4

S a y u r a n Buah.buahan
T a h u n

Luas panen Luas panen

1 9 6 9
1 9 7 0
1 9 7 1
t 9 7 2
1 9 7 1
1 9 7  4
1 9 7 5
r 9 7 6
t 9 7 ' I
1 9 7 8
1 9 7 9
1 9 8 0
1  9  8  1  1 )

7 9 8 2 2 )

600
641
7 1 5
694
676
6+7
5 3 1
+59
> t o
642
660
673
656

633

t .791
1.832
2.067
2.120
2.295
2.293
r .889
1.6+l
1.83 3
r-927
1 . 8 6 1
2.127
I  q 7 q

2.O5 3

488
5 1 1

55+
666 '

696
614
623
528
445
+36
< ? o

54r
598

658

2.272
3.332
3.435
3.906
+.249
+.711
, .743

3.624
2.709
3.5r2
4.206
5.266

5.242

l) Angka diperbaiki

2) AnSka Eem€ntara
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T a b e l  V I I .  l 5

PENGGUNAAN PUPUK UNTUK TANAMAN PANGAN ,1969 - 79AZ

( dalan ribu ton kadat PuPuk )

T a h u n P2o5 x2o

1969
1 9 7 0
l 9  7 l

t973
1974
1 9 7 5
1 9 7 6
1971
1 9 7 8
1979
l 9  8 0
l s81  I )

1982  2 )

r  62 , I
219,2
262,3
31?,0
290,8
3 l  r , 3
313,3

550,9
787,51)
9{6,0

1.040,6

36,?
3 l , 5

43,5
65 ,3
95,7

110 ,2

t04,7
126 ,9

2 lo ,9 l )

346,1

1 , 0
3 ,6
1 ,0

1 q

6,E
1,0
3,0
9 ,7

ll,7
1 7 , 8 . .
13,9 rJ

41,6

I ) .\nska diperbaiki
2J Angka sementara

T a b e  I  V I L  1 6

PENGGUNAAN PESTISIDA UNTUK TANAMAN PANGAN, 1969 _ 1982
( dalam ton )

T a h u n Insektiiida Rodentisida l)

r 969
t970
1 9 7 1
197 2
1 9 7 3
1974
197 5
197  6
t977
1 9 7 8
197  9
1980
1981
1982 3)

1.209,3
|  . 07  5 ,6
1 .555 ,6
l . 410 ,0
|.504,2
1 .638 ,0
2.464,0
3.432,5
4.?68,1
4 .165 ,0
4 . 1 9 1 , 1
6.386,9
8.943,2

11 .080 ,0

39,?
52,4
53,0
53,0

116 ,0
46,8
84,0

r 58,0
1  13 ,0
l 2 l , 0
79,0
78 ,1

109,5 2)

93,8

l )

3)

Ekivalen Ankphorpide
Ar8ka dipe6afi
An8ka s.mentrra
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sampai dengan tahun 1982/1983 realisasi penyaluran kredit palawija telah mencapai
Rp 11,3 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 48,0 persen dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.

Sementara itu produksi hortikultura dan luas panennya dalam tahun 1982 me-
nunjukkan perkembangan yang berbeda diantara berbagai macam hasilnya. Hal ini antara lain
disebabkan karena tidak normalnya iklim dan curah hujan dalam tahun 1982, disamping
adanya gangguan hama penyakit. Namun demikian usaha pengembangan produksi hortikul-
tura tetap ditekankan pada pengembangan sayur-sayuran dan buah-buahan di sekitar kota
sehingga diharapkan pemasarannya lebih cepat. Hasil produksi hortikultura da-lam tahun
1982 secara keseluruhan telah mengalami peningkatan sebesar 0,7 persen dibandingkan de-
ngan tahun sebelumnya yang terutama disebabkan terjadinya penrngkatan produksi say'ur-
sayuran sebesar 3,7 persen, yaitu dari 7.979 ribr ton dalam tahun 1981 menjadi 2,053 ribu
ton dalam tahun 1982. Perkembangan luas panen dan produksi hortikultura dapat diikuti
dalam Tabel VII. 14,

Meningkatnya hasil yang diperoleh dari tanaman pangan ditandai pula dengan
semakin banyaknya penggunaan pupuk maupun pestisida. Secara keseluruhan penggunaan
pupuk dalam tahun 1982 meningkat sebesar 13,3 persen dibandingkan dengan tahun se-
belumnya, yaitu dari sebesar 1.260,1 ton kadar pupuk menjadi sebesar 1.428,3 ton kadar
pupuk. Adapun kenaikan penggunaan pupuk tersebut terutama disebabkan karena me-
ningkatnya penggunaan pupuk jenis N sebesar 10,0 persen yaitu dari 946,0 ribu ton kadar pu-
puk dalam tahun 1981, menjadi 1.040,6 ribu ton kadar pupuk dalam tahun 1982. Di samping
itu juga disebabkan oleh meningkatnya penggunaan pupuk jenis P2 05 sebesar 15,7 persen

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari sebanyak 299,2 ribu ton kadar pupuk
menjadi sebanyak 346,1 ribu ton kadar pupuk. Sementara itu meningkatnya penggunaan
pestisida dalam waktu yang sama antara lain disebabkan karena meningkatnya penggunaan
dalam jenis insektisida sebesar 23,9 persen, yaitu dari sebanyak 8.943,2 ton dalam tahun
1981 menjadi 11.080,0 ton dalam tahun 1982. Pcrkembangan jumlah penggunaan pupuk
maupun pestisida untuk taflaman pangan dapat diikuti pada Tabel VII.15 dan Tabel VII.16.

7.4.2. Tanaman perkebunan

Menyadari pentingnya peranan bidang perkebunan dalam menunjang pembangunan,
maka selama pelaksanaan Pelita telah dilaksanakan berbagai kebijaksanaan dan kegiatan
yang diarahkan untuk meningkatkan produksi perkebunan. Kebijaksanaan dan kcgiatan
tersebut antara lain berupa usaha peningkatan hasil produksi, perbaikan muru dan Pe-
masaran, baik dari perkebunan rekyat, perkebunsn besar swasta maupun perkebunan
negara. Adapun sasaran yang hendak dicapai antara lain meliputi penciptaan lapangan kerja,

a
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peningkatan pendapatan petani produsen, penyediaan bahan baku bagi sektor industri
di dalam negeri serta peningkatan devisa untuk negara di samping juga pemeliharaan ke-
Iestarian sumber d,zya alam dan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan Pelita Ill, pembangunan di bidang perkcbunan dititikberatkan
pada pengembangan perkebunan rakyat, Hal ini disebabkan karena adanva kenl'ataan
barwa sebagian besar dari areal dan produksi perkebunan dimiliki dan dihasilkan oleh
perkebunan rakyat, dan di samping itu juga karena mutu hasil dan produktivitas per-
kebunan rakyat juga masih rendah. Dalam hubungan ini maka terhadap perkebunan raklat
antara lain telah dilakukan pembinaan dengan sistem unit pelaksana proyek (UPP) ben:pa
penyuluhan dalam teknik bercocok tanam, pengolahan hasil pengadaan bibit dan sarana
produksi serta penyediaan kredit bank yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar
negeri. Selanjutnya di samping melalui UPP rersebut, PNP/PTP juga diikutsertakan sebagai
perkebunan inti dalam rangka pembinaan maupun pengembangan perkebunan rikl'at vang
dikenal dengan sebutan Perkebunan Inti Rakyat (PlR) atau yang disebut juga dengan
\ucleus Estate and Smallholder (NES). Baik melalui UPP maupun PIR relah dilakukan

usaha perluasan, peremajaan, intensifikasi dan rehebilitasi perkebunan sehingga pada

gilirannya akan dapat pula diatasi masalah keterampilan petani dan lemahnva sistem pe-

masaran.

Dari Tabel VII. 17 dapat dilihat bahwa berhasilnya usaha perkebunan rakyat dalam ta-

hun 198 3 ditandai dengan meningkatnya hasil karet dan teh masing-masing sebcsar 2 5,5 persen

dan 38,9 persen dibandingkan dengan tahun 1982, Sedangkan hasil produksi perkebunan

rakyat yang lain seperti kelapa/kopra, kopi dan lada dalam tahun 1983 bclum menunjuk-

kan kenaikan produksi yang disebabkan antara lain karena sedang dilakukan peremajaan

terhadap tanaman tersebut. Namun demikian dalam waktu vang sama produksi cengkeh,

gula tebu, tembakau dan kapas mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 3,J persen

20,0 persen, 3,8 persen dan 1,1 persen. Walaupun hampir keseluruhan hasil perkcbunan

rakyat dalam tahun terakhir pelaksanaan Pelita III telah meningkat dibandingkan dengan

tahun scbclumnya, namun usaha-usaha ke arah peningkatan produksi dan produktivitasnya

terus digalakkan. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan perkebunan rakyat terus

dilakukan, baik melalui UPP dan PIR maupun melalui proyek pengembangan karet rakyat

atau dikenal juga dengan Smallholder Rubber Development Project (SRDP).

Sementara itu perkebunan besar swasta dalam Pelita III telah pula banyak mendapat

perhatian Pemerintah di dalam pembinaan dan pengembangannya, baik berupa pembinaan

kultur teknis, permodalan maupun yang menyangkut segi administratifnya. Di samPing itu

juga telah diberikan bantuan dan fasilitas yang ditujukan untuk memperbesar usaha re'

habilitasi dan ekstensifikasi perkebunan. Untuk lebih menunjang tujuan tersebut maka

pembinaan diutamakan kepada usaha pengembangan kcrjasama antarpengusaha perkebunen
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T a b e l  V I I .  t 7
PRODUKSI BEBERA}A HASIL PERKEBUNAN RAKYAT, 1969 _ I9E3

( dalam ribu ton )

T a h u n xatet 
i"jf.'u KoFi ccn*kch reh ::n

til" rnda rGp",

r969
1970
l97 l
1972
1973
197 4
l9  75
l9?6
t97?
t97E
1979
r980
l98 t
19s22)
19832)

558
571
572
559
599
571
536

544
612
616
705
740
549
689

220 162
1.198 170
t.147 r78
1.30E 196
1.233 140
r .335 132
.1.370 144
1.527 r7E
1.513 181
r .554 206
L561 209
1.7 37 266
t.789 276
r .7 l  I  ?45
1.605 219

22 220 75
21  196  69
24 22r 69
7 247 74

14  t99  69
14 250 69
14 223 14
13 267 78
14 352 72
17 485 68
t7 498 73
2 t  749  l 0 l
22  r . 364  1 )  103
l8  r . 505  106
25  1 .806  1 I0

t7  2 ,4
1 7  2 , 6
24  I ,E
18  1 ,5
2 9  I , l
27 ?,9
23  2 ,4
37  0 ,9
43  0 ,9
46  0 ,5
47  0 ,6
3? 6,0
39  10 ,0
3 7  1 7 , 8
32 rE,o

l l
l 5
t4
l 3
22

l 5
t 7
3 1
2 l

39
40
30
5 l

f,
l) Anska diperbaiki
2) Angka sementara

T a b e l  V I t .  l 8
PRODUKST BEBERAPA HASIL PERKEBUNAN BESAR SWASTA, 1969 - 1983

( dalam ribu ton )

T a h u  n Karet Kelapa/
kopra

Gula
Tebu

Kopi Cengkeh Minyat Inti
sawit s:rwit

T e h

1969
1970
1 9 7 1
1972
1973
1974
19? 5
1976
t97?
r  978
1979
1980
r98 l
r982  1 )

1983  r )

1 1 0
I  r 3
t14
128
109
t06
109
104
107
I  l 0
l l 2
l l t
1 1 4
t22
l 3 t

1,00
0,0E
0,05
o, t7
0 ,11
o,17
0,14
0,15
1,60
0,20
0,20
0,20
0,20
0,40
0,40

122
130
l l E
t27
126

r62
7 l

tr4
l l 6
I  l 9

I  l 9

60
70
79
81
E2

104
r 2 6
l+5
r47
t65
1 6 8
202
206

I
2

3
4
6
5
5
5

2 l
2 l

23
20

5
6
7
6
+
7
6
6
6
7
8
6
6
7
7

9
I

l 0
7

l 0
l t
1 0
t l
l l

l 6
t 7
I E
1 0

r 3

1 E
t 7
l 8
2 l

2 7
29

2 3
36
37
43
45

I

1) Angka sementara
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PRODUKSI BEBERAPA HASIL PERKEBI'NAN NEGARA, 7969 _ 1983

( dalsn ribu ton )

Tal|un Minyak sswit lnti sawit T e h Kopi Tembaksu Gula tebu

1969
1970
l97 l
l9? 2
1973
t974
t975
1 9 7  6
197?
t 9 7 8
1 9 7  9
t980
t98 l
l9E2 2)

19S3 2)

3 l
3+
3 7

43
40
46
49

59
92
68
70 t l

M
7 l

630
603
?08

693
860
E7E
902
924
960

1.030
968
220 rl

1 1 0
1 1 8
I  l 8
1 2 1
t37
1 3 8
t37
r42
147
162
r 7 0
1 8 6

190
197

r29
t47
1 7 0
189
207
244
27r
286
338
367
474
499
542
554
679

2a
33
39

46
52

M
72
E5
90
98

104
120

I
I

l l

6
l 0
l 0
l 0
l 0
l 0

1 S
l 3

I

9
7

I I
8

1 l
1 t

l 3

l 5
l l
l t

1) Angka dipcrbaiki

2) Angka sementara

T a b e l  V I I . 2 0

VOLUME EKSPOR HASIL UTAMA PERKEBUNAN, 1969 - 1982
( dalam ribu ton )

Tahun Krret Minyak sawit Int i  sawit Teh Kopi T€mbal(au
KoDra dan

Dung*u KoPra

1969
l9  70
1971
1972
1973
1974
197  5
t976
1977
19?  8
r  979
l9E0
1981  l )

r9s2 3)

85  7 ,5
790,2
789,3
774 ,6
890,2
840,4
788,3
8 1 I , 5
800,2
918 ,2
967 ,3
976 ,9
909 ,5
616 ,3

179 ,1

209,0
256,5
262,7
281 ,2
386,2
405,6
404,6
412,3

176,4
99,7

48,6

28,5
21 ,0
25,6

52,6
22,7

6,2

l  r ,0
18,3
26,2
33,3
33,6
r9 ,6
20,5

28,9

13,7

36,1 t27,1
4 l , l  104 ,3

.{4,0 107,0
39,6 100,8
55,7  r  11 ,8
45,9 t28,4
41,5 136,4
51,3 160,4
6t,6 222,8
65,9 230,7
7 5,4 259,4
93,2 225,3
65,0 l?+,6

t6,7 349,1
2,6 393,1

24,2 822,5
25,1 327,l
25,6 282,0 

"\15,7 252,611
15,2 329,1
28,8 396,7
30,9 335,9
38,0 g2+l2l

25,7 3S r,4 2)

30,9 402,2
35,0 321,9
28,1 290,6

l )
2)
3)

Angka diperbaiki
Hanya bungkil kopra
Angka sementara
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G r a f i  k  V I t . 4

NILAI EKSPOR HASIL UTAMA PERKEBUNAN, 1969 . 7982
( dalam US $ juta )

I

2250

1.500

750

r969 l9?0 r971

*) AnSka sem€nt?rra

197 5

I

ll -

1982*)

?
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besar swasta. Sampai dengan tahun 1983 telah banyak hasil-hasil yang dapat dicapai.oleh

usaha perkebunan besar swasta, seperti meningkatnya produksi katet' teh dan minyak sa-

wit n-rasing-masing sebesar 2,4 persen, 5o,0 persen rJan 
-4,6 

persen dibandingkan dengan

t a h u n l g S 2 . D a l a m p a d a r t u p r o d u k s i i n t i s a w i t d a n g u l a t e b u m a s i n g - m a s i n g j u g a t e l a h

mengalami kenaikan sebesar 4,6 perscn dan 0'9 persen' sedangkan produksi kopi' kelapa/

k o p r a d a n c e n g k c h d a l a m p c r i o . l e y a n g s a m a t i d a k m e n g a l a m i k e n a i k a n ( ' l . a b e | V I I . 1 8 ) '

Di sanlping bantuan yang telah diberihan kcpada perkebunan rakyat dan perkebunan

besar swasta ttr"f; litingL"'l*un pula bantuan kepada perkebunan bestr negara (PNP/PTP)

antara lain untuk memierbesar usaha percmrjaan tanlnan' P€rluasan areal dan penerapan

teknologi u"r.r r"t i,,ggo perkcbunan tetsebut matnpu meningkatkan produksinya dalam

sawi t  c lar i  pcrkebunan negara drhm t

197,0 ribu ton dan 678,7 ribu ton. Apabila clibandingkan dengan produksinva pada tahun

1982 yang masing-masing sebanyak 190'1 
-ribu 

ton dan 594"1 rib ton' maka beranl ter-

dapat kenaikan t!u"'- i,o Pcrs;n dan 14'2 persen Dalarn waktu ang sama produksi inti

s a w i t , t e h d a n t e m b a k a u j u g a m e n i n g k a t m a s i n g - m a s i n g s e b e s a r l 5 ' 4 p e r s e n ' 1 0 ' 9 p e r s e n

dan 0,9 pcrscn, sedangkan produksi kopi' gula tebu' dan kelapa/kopra tidak mengalami

t kenaikan.

Secarakeseluruhan,khususnycsampaidenganakhi rPel i ta l l l ,produksihasi l -has i l

perkebunan telah meningkatNamun karena terjadinya kelesuan ekonomi dunia maka per'

minta 'ndanhargabaran 'g-barangeksPol t radis ional te lahmenulun,sehinggavolumeekspor

perkebunan dului-, tahl]n rgg2 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun se-

belumnya. I {a l in ipadagi l i rannyamempengaruhin i la iekspordar ipadakomodi t iu tamaper-
kebunan Indonesia. teriembangan volume dan nilai ekspor hasil utama perkebunan dapat

diikuti dalam Tabel VII'20 dan Tabel VII 21'

7 4 S Kehutanan

Pembangunan di bidang kehutanan dalam Pelita III selain diarahkan untuk me-

manfaatkan sepenuhnya 'u-be' d"y' alam yang berasal dari hutan' telah ditekankan pula

pada pengembangan industri pengolal

kerja. Kcgiatan tersebut dibarengi pull

an fungsi tanah kritis agar dapat men

t tanah dan air. Dengan kegiatan gand
- 

t.rhadap kualitas lingkungan hidup dapat diwujudkan

Pengusahaanhutandi luarJawasela indi lakukanPerumPerhutani jugadi la lsanakan

oleh pemegang hak pengusahaan hutan (HPH)' Dalam hubungan ini' pada akhir tahun 1982
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jumlah perusahaan yang memiliki HPH adalah sebanyak 519 unit perusahaan dengan areal
konsensi seluas 52,6 juta hektar, dengan investasi yang ditanam senilai US $ 1.881,0jutadan
Rp 19.373,2 juta, Dari Tabel VII.22 terlihat bahwa dari 519 unit pegrsahaan yang telah
memperoleh HPH tersebut,457 unit di antaranya adalah perusahaan nasional dengan areal
pengusahaan seluas 45,0 juta hektar, serta dana investasi yang ditanamkan senilai US $
1.591,9 juta dan Rp 19.373,2 juta.  Sedangkan selebihnya adalah sebanyak 53 uni t  pe-
rusahaan patungan dan 9 unit perusahaan asing dalarn rangka PMA. Luas areal hutan yang
diusahakan olch kedua jenis perusahaan tersebut masing-masing adalah 5,9 juta hektar
dan 1,6 juta hektar dan investasi y.ang ditanamkan secarrlangsung masing-masing adalah
US $ 232,6 juta dan US $ 56,5 juta.

Sementara itu dalam rangka peningkatan devisa dan perluasan kesempatan kerja
melalui pengembangan industri pengolahan kayu, maka setiap pemegang HPH diwajibkan
untuk membangun industri pengolahan kayu lapis. Dampak positif daripada kebijaksanaan
tersebut ditandai dengan berkcmbangnya industri kayu lapis dalam tahun 1982 yang men-
capai jumlah lTl unit dengan kapasitas produksi 8,2 juta meterkubik. Jumlah tersebut ter-
diri atas 56 unit yang sudah berproduksi, 63 unit masih dalam tahap konstruksi dan 52 unit
baru dalam tahap aplikasi. Demikian pula halnya dengan industri penggergajian, maka
dalam tahun vang sama telah terdapat 393 unit dcngan kapasitas produksi sebanyak 11,2
juta meterkubik. Dari jumlah tersebut, scbanyak ?.64 :unit sudah berproduksi, sedangkan
sebanyak 27 unit masih dalam tahap konstruksi dan 102 unit baru dalam tahap aplikasi.

Sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan di bidang kehuranan, yaitu
mengurangi ekspor kayu gelondongan dan mcningkatkan ekspor kayu olahan, maka hasil
produksi kayu dalam tahun 1982 telah rnencapai 13.015 ribu meterkubik yang terdiri
da,ri 692 ribu meterkubik kayu jati dan 12.323 ribu meterkubik kayu rimba. Apabila di-
bandingkan dengan produksi dalam tahun 1981 sebesar 15.954 ribu meterkubik, berarti
telah teriadi penurunan sebesar 2.939 ribu meterkubik atau sebesar 18,4 persen. walaupun
produksi kayu dalam tahun 1982 telah menurun, namun hasil produksi kayu sampai dengan
bulan september 1983 telah mencapai 16.189 ribu meterkubik yang terdiri dari 699 ribu
meterkubik kayu jati dan 15.500 ribu meterkubik kayu rirnba (Tabel VIL 23). penurunan
produksi kayu yang terjadi dalam tahun 1982 juga telah menurunkan vorume dan nilai
ekspor kayu dalam talrun tersebut dibandingkan dengan tahun seberumnya. Dalam tahun
1981 volume ekspor kayu yang terdiri atas kayu burat, kayu gergajian d"n kayu lapis adalah
sebanyak 8425 ribu meterkubik senilai US $ 1.035,4 juta, sedangkan daram tahun 19gZ
telah menurun rnenjadi 5.826 ribu meterkubik senilai us $ 819,1 juta atau berarti volume
ekspor dari jenis kayu tersebut mengalami penurunan sebesar 30,g persen dalam tahun 19g2.

Sementara itu dengan berkernbangnya industri pengolahan dan industri gergajian
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T r b c l  V l l . 2 2

PENGUSAHAAN HUTAN SAMPN DENGAN DESEMBER 1982r)

f
J.Db drl tifrtulshr

Jutbh
( unit )

Luu |r!il
( d h r h r )

IDwrtrd

(  US l j u t r )  ( j " . .Rp )

P6nrsshaan yang rncnrpdtin

usahe nErioDrl

Perulshaan patrngan

Pcrulahadr dr.lan ranShr PMA

457 4t.032,9

5.973,8

1.626,0

1 ,591,9

232,6

56,5

Judllh pauldrrD y.DI
Lleh mcEpcroldr HPH

519 52,6A2,7 1.881,0 19.573,2

I ) Angka rstrcntara

f

T s b e l  v l l . 2 3

PRODUKSI DAN EKSPOR KAYU, 7969 _ I9A3

TahuD
ProduLrl (ribu m5 ) E l . p o r

K$rr l(syu Iumbh
jali rimbo

Volumc 96 d.dpda Nlld
(rihu m3 ) produtC (US tjutr)

1969
1970
l97 l
1972
1973
1974
I9?5
t9?6
t977
1978
t979
r9E0
1981
1982 2)
l9E3 2)

520 7.687
568 11.856
170 12.96E
597 17.120
676 25,124
620 22.660
595 15.701
480 20,917
573 22.566
475 25.7 r)

575 24.4gorl
500 2r.240
57E 15J76
692 r?.r23
689 15,500

8 .10?
r2.424
1!,738
17.7l7
25.800
29.280
16,?96
2r,427
22.9S9
26.256 l)

25-065 l)

21,741)

15.015
l6.lt9

3.596
7,4t2

10.?60
13.691
19.4E8
18.448
13.921
lE,52 l
19.806
20.262
19.610
14.327
E.425 r)

5.626

4+,3
69,6
7EJ
? 8,4

85,+
t6,4
86,8
65,2
7 E,2
65,9
52,8 ̂  t

42,0

26,0
100,6
16E,6
230,?
583,9
7 25,7
501,6
783,8
96 t,4

1,008,?
1.786,6
1,805,7
1,035,4 l)

819,r

l) AnEIi diperbBili

2) Angka !€mcnt,Ia

il
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T a b e l  V I I . 2 4

JENIS-JENIS KAYU DALAM PERSENTASE DARIPADA VOLUME EKSPOR KAYU,
1970 - t9a2

a

TsJrun Mcranti Ramin ASathis J a t i P u l a i
Xapur/
keruing Lain lain Jumlah

t970
1971
1912
t973
1974

r97 5
t97 ' l
t978
1979
1980
1981
1982 l )

68 ,5
62,7

58,0
64,3
58,0
64,5
631
66,0

54,1
56,7

9 .3
t0 ,4
1 1 , 9
8 ,8
5 ,0
5,0
6 ,9

5 .5

14,6

0,6
0,3
0,4
0 ,8
0 ,2
0,3
0 ,3
0,4
0,2
0,2
0 ,1
0 ,2
o ,7

I , l
0,9
1 , 1

R q

10,0
10,2
10, I
10 ,6
tt,1
10,7
10,8

13,1
22,6
21,0
t o  o

13,4
Lt,7
13,0
t4,4

2 t ,6
23,2
26,8
I 1 . 7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
I00 ,0
100,0
100,0
100,0
100,0

5 , 8
1 0

3 . 9
6 ,0
3 ,0
) 7

t q

t , 8

r , 7
2,n
1,2

1 , 6
0 ,2
0,4
1 ,7
2,2
1 , 0

4,0
7 1

1 , 8
2 , 1
) a
0 ,7

I l) Angka sementara

T a b e l  V I L 2 5

AREAL PENG}IIJAUAN DAN REBOISASI, 1969 - I9S3
( dalam h€ktar )

T a h u n Penghijauan Rcbofuasi

a

1 9 6 9
1 9 7 0
t 9 7  t
1 9 ' , t 2
1 9 1 3
r 9 7 4
1 9 7 5
t 9 7  6
1 9 7 7
1 9 7 8
r 9 1 9
r 9 8 0 1 )
l 9 8 l l )
t e s 2 2 )
r 9 8 ! 2 )

t49.518
98.681

t02.259
107.8s5
104.s00
r49.802
10.623

302.697
632.689
66s.991
578.403
558.r00
4r6.600
645.000
610.000

33,174
J J , J I J

22.118
35.6s0
s3.402
50.682
89.6s8

r70.543
2M.148
276.544
2ts.oo0 | )
r79.700
t47.000
218.400
t80.500

!)  Angka dipcrbriki

2) Aatlr rcmcntera
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kayu di Indonesia, maka produksi dan ekspor kayu olahan dalam tahun 1982 telah me-

ningkat. Apabila dalam tahun 1981 produksi kayu olahan baru mencapai 3.955 ribu meter:

kubik, dalam tahun 1982 telah meningkat menjadi sebanyak 6.046 ribu meterkubik atau

meningkat sebesar 52,9 persen. Selanjutnya dalam waktu yang sama volume ekspor kayu

olahan telah meningkat sebesar 22,4 persen, yaitu dali 2.l90,l ribu meterkubik dalam

tahun 1981 nenjadi 2.679,8 ribu meterkubik dalam tahun 1982. Demikian puJa halnya
dengan hasil produksi industri kayu gergajian, sampai dengan bulan September 1983
produksinya telah mencapai 6.718 ribu meterkubik sedangkan dalam tahun 1982 baru
mencapai 6.490 ribu meterkubik yang berarti meningkat sebesar 3,5 persen,

Apabila dilihat dari segi permintaan, pemasaran kayu Indonesia ke luar negeri
pada umumnya cukup baik, terutama bagi jenis kayu meranti, kayu ramin, kayu agathis,

kayu jati, kayu pulai dan kayu kruing. Sedangkan terhadap beberapa jenis kayu lainnya
masih perlu dikembangkan dan dipromosikan agar d,zpat memasuki pasaran dunia. Untuk
mencegah kemungkinan melemahnya ekspor kayu di pasaran internasional, antara lain
telah dilakukan diversifikasi komoditi dan pemasaran ekspor hasil olahan/hasil industri
kayu. Dalam tahun 1982 lebih dari setengahnya volume ekspor kayu (54,2 persen) ditujukar
ke Jepang. Di samping iru terus ditingkatkan usaha diversifikasi negara tujuan ekspor artara
lain ke Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Italia. Dari Tabel VIL 24 terlihat bahwa sejak
tahun 1970 hingga sekarang, kayu meranti merupakan bagian terbesar dalam komposisi
ekspor kayu Indonesia. Apabila dalam tahun 1981 mencapai 54,1 persen dari seluruh
ekspor maka dalam tahun 1982 telah meningkat menjadi 56,7 persen. Demikian pula
kayu ramin, kayu jati dan kayu kruing dalam periode yang sama masing-masing peranannya
telah meningkat dari 3,2 persen menjadi 14,6 persen, dari 0,2 persen menjadi 0,7 persen
dan dari 10,8 persen menjadi 14,4 persen.

Selanjutnya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yakni hutan, tanah dan
air antara lain telah dilaksanakan kegiatan reboisasi dan penghijauan yang dikoordinasikan
oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat. Mengingat bahwa keberhasilan daripada
program tersebut tergantung kepada kesadaran masyarakat luas maka kegiatan penerangan
dan penyuluhan tentang arti reboisasi, penghijauan dan kelestarian alam terus ditinskatkan.
Penyuluhan tersebut antara lain meliputi pembuatan unit percontohan pengawet;n tanah
dan usaha tani terpadu, serta penyuluhan langsung oleh para perugas lrpangan penghijauan
dengan cara latihan, kunjungan dan pengadaan mimbar sarasehan. sementara i*-*n"
menunjang kegiatan tersebut antara lain telah dibangun pusat pembenihan serta pembiiaan
persutera-alaman dan pembinaan hutan serba guna. Gambaran dari usaha penghijauan
dan reboisasi yang telah dilaksanakan dapat diikuti pada Tabel VIL 25.

74.4. Peternakan

Sampai dengan akhir pelaksanaan pelita III pembangunan di bidang peternakan
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ditujukan untuk meningkatkan produksi hasil ternak, populasi ternak dan mutu genetik

ternak dan sekaligus meningkatkan pendapatan para peternak dan perluasan kesempatan

kerja. Untuk meningkatkan produksi hasil peternakan, maka dilaksanakan 
'usaha 

intensifika-

si, ekstensifikasi dan diversifikasi di bidang peternakan, Dari l 'abel VIl.26 terlihat bahwa

dalam tahun 1982 populasi ternak pada umumnya meningkat. Apabila dibandingkan dengan

tahun sebelumnya, maka dalam tahun 1982 populasi.ternak jcnis sapi, sapi perahan d.an

kerbau telah menunjukkan kenaikan masing-masing sebesar 1,2 persen, 23,9 persen dan
1,0 persen. Disusul kemudian kenaikan populasi ternak kambing, domba dan babi, dengan
kenaikan masing-masing sebesar 1,3 persen, 1,3 pcrsen dan 6,6 persen. Selanjutnya populasi

ternak kuda, ayam dan itik juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 3,3 pcrscn,
6,2 persen dan 6,4 persen.

Meningkatnya perkembangan populasi ternak tersebut merupakan salah satu tanda

daripada keberhasilan berbagai usaha yang telah dilaksanakan di bidang pembangunan

peternakan. Adapun kegiatan intensifikasi peternakan dilaksanakan dalam bentuk panca

usaha ternak potong (PUTP), Bimas ayam dan pengembangan usaha sapi perah (PUSP).

Di samping itu juga dilakukan usaha pembinaan melalui kredit yang berasal dari bank
dunia dalam rangka proyek pedesaan di bidang peternakan, yang pelaksanaannya diwujud-
kan dalam bentuk paket kredit bagi para peternak. Sedangkan kegiatan ckstensifikasi

dilaksanakan di daerah-daerah yang masih jarang penduduknya, terutama yang berkaitan
dengan pengembangan daerah transmigrasi dan dacrah pemukirnan kembali penduduk.
Adapun diversifikasi peternakan diwujudkan dalarn bentuk dorongan agar peternak dapat
mengusahakan aneka ragam jenis peternakan di samping usaha yang telah ada. Selanjutnya
guna menunjang kegiatan-kegiatan tcrscbut, maka ditempuh pula beberapa kebijaksanaan
meliputi peningkatan kelahiran dengan cara menekan pernotongan ternak khususnya yang
betina, impor ternak dan pemindahan ternak kc daerah transmigrasi. Di samping itu juga
dilakukan usaha penghijauan untuk makanan ternak serra peningkatan keterampilan baik
dari para petugas pcngelola peternakan maupun peternak sendiri. Di bidang peningkat_
an kelahiran, dewasa ini tenrs dipergiat pelaksanaan inseminasi buatan dan penyediaan
pejantan dengan mutu genetik yang lebih tinggi. Daiam tahun rggz/lggi telah disalur-
kan sebanyak 3 61.507 dosis mani beku untuk inseminasi buatan. Selain mani beku, telah di-
salurkan juga bibit ternak ke seluruh pelosok tanah air termasuk daerah transmigrasi berupa
bibit ternak sapi, kambing/domba, babi dan kuda masing-masing sebanyak ze.73g ekot,
4.220 ekor,9.485 ekor, 120 ekor dan 1.230 ekor. Di bidang penghijauan, telah dikembang-
kan industri makanan ternak dan persediaan bibit hijauan makanan ternak yang sekaligus
dikaitkan juga dengan usaha penanggulangan rahan kitis dan tanah kosong. sedangkan
di bidang peny'luhan, dervasa ini telah ditingkatkan jumlah p.tugr. p.r,yui.,h lapangan
(PPL), petugas penyuluh spesialis (ppS) dan kader peternak yang sampai dengan tahun r9g2

a



252 T a b e l  V I I . 2 6

POPULAST TERNAK, t969 - r9A2

( dalam ribu ekor )

$api
Tahun Sapi Keftau X.llnbing Dombap€ralr.sr

1969

l9?0

t 9 7 l
197 2
t9  73

l9?+

197 5

1976

1977

t  97E
1979

1980

l9E  I

rs82 1)

6.447
6.130
6.2+5
6.286
6.6S7
6.380
6.242
6.?37
6.21?
6.330
6.362
6.440

6.594

59

66

68

78

86

90

E7

9 l

93

94
103

1 r 3
140

2.976 7.544 2.998

?.9?6 6.336 3.362

2.976 6.9+3 3.146

2.822 7.189 2.996

2.489 6.793 3.547

2.4t5 6.517 3.403

2.+32 6.3t5 3.37 4

2.284 6.904 3.603

2.292 7.232 3.804

2.3t2 8.051 3.611

2.432 7 .659 4 .0i I

2.457 7.691 +.124

?.488 7.790 +.t77

2.5t3 7.89t 4.231

2.878 642

3 ,169  692
3.382 665

3.350 693

2.768 645

2.906 600

2.707 621

2.947 63t

2.979 659

2.902 615

3.183 596

3 . 1 5 5  6 1 6

3.364 637

3.587 658

62,476 7.269

63.438 7.370

75.640 10.416

a2,627 12.404

84 .380  11 . r24

93 .100  13 .620

9E .475  14 .123

102 .382  15 . rE2

t07.493 16.032

rr4.9B7 17.541

121.357 18.089

t74.712 21.078

1E5.556 22.426

197 . r  32  23 .861

l) Angka sementara

T a b e l  V U . 2 7

PRODUKSI DAGING, TELUR DAN SUSU, 1969 _ 1983

( dslam ribu ton untuk daging dan telur, dalarn juta liter untuk susu )

Da8|lrg Telur Su!u

1969

1970

l 9 7 t

t972

t975

1974

197 5

t976

1977

l97E

1979
1980  r )

l98l

1982 2)

lgsr 2)

5093

3 1 3 , 7

366 ,1

379,4

403,1

435,0

448,7

467,7

47 5,0

4E6,0

571 ,0
596,0
628,6

629,0

57,7

58,6

9E,I
r12,2
l l 5 ,6
13 r,4
r51 ,0
164,I

2tq2rl
297,O
297,0

28,9
29,3
35,E
37,7
35,0
56,9
5 t ,0
58,0
60,7
62,0
72,O
78,4
85,E
I16 ,7
l t? ,0

l) Angka diperbaiki
2) Angka remcntara
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PRODUKST DAGING, TELUR DAN SUSU, 1969 _ 1982

? < 2

|}

1982

1981

t980

t979
1978
1977

r976
1975
1974

t973
1972

t  9?1
1970
1969

rt

1982
l98 l

1980
r979
l97E
197?
t976
1975
t974
l97E
1079

l 97 t
1970
t969

a

1982
l9t1
1980
l9 79
1978
1977
1976
t975
t974
1973
I
l97l
l9

ftodrtri dagiDg (dEfae ribu
r00 t75 450 525 600

hoduki ruru (dalrE juta

r969



25+
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VOLUME EKSPOR TERNAK DAN HASIL-HASILNYA, 1969 - 1982
( dalam ribu ekor untuk rernak, dahm ribu ton unruk kulit dan tulang )

I
Tcrnal K u l i t

S a p i Kerbau S a p i
TularE

Kanbing

1969

l9  70

t 9  7 l
r97 2
19?3

197 4
r975

1976

t97 7

1978

r9  79

1980
l98 l

r982  2 )

38,2

50,6

5  r , I
45,0
3r ,9
24,5

0 ,4
0
0
0
0

t8 ,7

28,0

13,2

0 ,2
0
0
0
0

0

3,4
2,E
2,4

2,6

0,4
t,4
I , l

t,4

0,4
0,6
0,7

0,6
0,?
0,5
0,6
0,5
0,4
0 , I
0 ,1
0,2
0,r
0,1

rg,s  l )
2 ,S  1 )

18 ,7  l )

1,8

1 ,3
t,4
l , l
0,8

9 1

2,6

3,6

3 ,0

t,0
0,6
0 ,7
0,8
0,7
0,9
0,9
0,8
0,9
1,0
0,9
0,5
o,7

0,9

r0,6

E, I

6,0

+,4

t
l) Angka dalam ton
2) Angka sementara
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NILAI EKSPOR TERNAK DAN HASIL.HASILNYA, 1969 - IgS2
( dalam US $ ribu )

T€mak K u l i t

Sa pi Kerbau Srpi Kerbau Kanbina Domba
TulanB J,,-hh

a

l9 69
1970
1 9 7 1
t972
l9  73
t9? 4
197 5
1976
1977
l9  78
1979
l9E0
l9E  I

1982 I )

596,0
r.591,0
r,262,5
2.3t5,r
5.636,2
1.471,3
5,82+,9
9.949,$
1.582,9

70,3
0
0
0
0

251,0
69E,3
{E5,8

1.226,8
813,6

1.658,3

26,0
0
U

0
0
0

1.t34,4
1.560,6
1.691,2
3.193,0
3.941,7
1.790,3

425,9
r.922,2
r.672,9
2.516,8
5.568,4

990,4
1.80010
2.246,!

170,5 r.985,6
385,5 2.412,5
237,1 2.245,7
398,0 3.196,9
398,1 4.704,0
395,r 3.010,3
109,2 5.433,9
147,0 I1.421,3
r57,4 9.926,7
139,0 1l.810,2
299,? 24,A+g,t
69,0 r8.026,5
30,0 14.974,5
94,4 14.694,1

693,6
652,0

r.046,7
r.4ot,2
2.30E,4
2,248,5
3.0E7,4
4,423,0
6.083,E
7,677,8

10.843,9
6.822,6
7.792,8
7.966,1

52,5 4.883,4
172,5 7,272,4
255,6 7.222t6
169,0 I1.900,0
105,8 15.307,8
t95,9 16.769,5
t64,5 15,758,7
590,5 22,752,4
393,9 19.843,6
524,1 22,738,2
626,6 41.98r,9
615,3 26.523,6
535,2 25.132,5

t24,6 25.126,1

l) Angta rcmcatara
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masinfmasing telah mencapai 936 orzng, 368 orang dan 2.754 orang, di samping petugas

inseminator yang telah mencapai 391 orang.

Dengan adanya peningkatan berbagai usa.ha dan kegiatan di bidang peternakan,
maka dapat ditingkatkan pula produksi ternak rnelalui pemanfaatan faktor-faktor produksi
dan teknologi peternakan. Dalam pada itu sejalan dengan peningkatan p€ngembangan popu-
lasi ternak, maka produksi daging, telur dan susu juga terus meningkat. Dalam tahun 1982
hasil dari ketiga jenis produk tersebut masing-masing telah mencapai 628,6 ribu ton,

297,o ril:t ton dan 116,7 juta liter. Apabila dibandingkan dengan tahun 1981 yang masing

masing baru berjumlah 596,0 tibu ton, 275,2 ribu ton dan 85,8 juta liter, maka produksi

daging telah meningkat sebesar 5,5 persen, produksi telur sebesar 7,9 persen dan produksi

susu sebesar 36,0 persen. Perkembangan produksi daging, telur dan susu dapat diikuti

pada Tabel VlL 27. Walaupun secara keseluruhan produksi di bidang peternakan dalam

tahun 1982 telah meningkat, namun karena kebutuhan akan daging dan konsumsi protein

hewani di dalam negeri juga terus meningkat maka pada gilirannya volume ekspor ternak

besar tidak berkembang seperti yang diharapkan. Bahkan dalam tahun tersebut sebagian

besar kegiatan ekspor di bidang peternakan adalah berupa kulit sapi, kerbau, kambing dan
domba dengan ekspor senilai US $ 25,0 juta yang merupakan 99 persen dari seluruh nilai
ekspor hasil peternakan. Perkembangan volume dan nilai ekspor ternak serta hasil-hasilnya
dapat diikuti dalam Tabel VII. 28 dan Tabel VII. 29.

7.4.5. Perikanan

Letak Indonesia di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera
Indonesia, secara alamiah sangat menguntungkan karena di sepanjang perairan tersebut

terdapat berbagai kekayaan alam yang salah satu di antaranya adalah ikan. Akan tetapi pe-

nangkapan ikan memerlukan tltacara yang benar agar pelaksanaannya dapat produktif

dan efisien. OIeh sebab itu sejak Pelita I tems dirintis usaha-usaha intensifikasi penangkapan

maupun pengembangbiakan berbagai jenis ikan dan udang, Di samping itu juga dilakui<ar,

usaha-usaha pembangunan perikanan darat, baik melalui peningkatan kegiatan penangkapan
dan penyebaran budidaya perikanan ke daerah-daerah yang besar potensinya, maupun
melalui penganekaragaman usaha perikanan, pengembangan indusri pengolahan serta
Demasaran hasilnva.

Pembangunan bidang perikanan dalam Pelita III merupakan kelanjutan dan pe-
ningkatan dari usahatsaha yang telah dilaksanakan dalam Pelita sebelumnya dengan dititik- l
beratkan pada pembinaan dan pengembangan perikanan rakyat. Dalam hal itu antara lain
telah dilaksanakan penyuluhan, latihan, dan pembinaan terhadap koperasi nelayan, serta
penyediaan fasilitas kedit, sarana produksi dan pengembangan prasarana. Untuk menunjang
kegiatan tersebut, maka sampai dengan tahun 1983 telah disediakan sebanyak 7 buah

a

,
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kapal peraga penangkap ikan, 48 buah kolam peraga di air tawar' 5 buah kolam peraga di

air deras dan 36 buah kolam peraga tambak. Demikian pula untuk memperlancar pemasar-

an hasil ikan sampai dengan tahun 1982 telah dibangun prasarana berupa 24 pelabuhan

ikan yang terdiri atas sebuah pelabuhan perikanan samudera, 2 buah pelabuhan perikanan

nusantara dan 21 buah pelabuhan pefikanan pantai, di samping pembangunan dan rehabili-

tasi 147 buah pangkalan pendaratan ikan (PPI). Selanjutnya guna pengembangan budidaya

perikanan, khususnya budidaya tambak, kini terus dilakukan pcmbangunan dan rehabilitasi

saluran tambak di daerah Aceh Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,

Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur serta Sulawcsi Selatan

yang seluruhnya mcncapai 529,9 kilometer. Demikian pula dalam rangka pengembangan

benih udang, maka sampai dengan tahun 1982 telah dibangun 3 balai benih udang dan

3 balai benih udang galah. Dalam pada itu penyediaan sarana sepcrti cold storage, chill ing

room, pabrik es, ice storage dan truk-truk pendingin juga terus ditingkatkan. Sampai dengan

tahun 1982 telah dibangun 10 buah cold storage dengan kapasitas 4.050 ton, satu buah

chilling room dengan kapasitas 200 ton, 10 bual.r pabrik es dengan kapasitas 205 ton per

hari, 3 buah ice storage dengan kapasitas 500 ton serta 27 buah truk pendingin.

Sementara itu untuk mengatasi kekurangan modal bagi para nelayan dan Petarri
ikan, Pemerintah telah menyediakan pinjaman modal bagi pengusaha perikanan rakyat

melalui dana perbankan antara lain berbentuk KIK, dan KMKP. Dalam hubungan ini kredit

KIK dan KlvlKP yang telah direalisasikan dalam tahun 1982 mencapai Rp 1097,1 juta.

Di samping fasilitas kredit KIK dan KMKP tersebut sejak tahun 1981 juga telah disalurkan

kredit pola Bimas bagi bekas anak buah kapal trawl, nelayan tradisional, serta bagi petani

tambak yang akan mengembangkan usahanya yang mencapai sebesar Rp 53.475,5 juta

dalam tahun 1982. Sedangkan dalam rangka pengembangan budidaya tambak tradisional,

maka sejak tahun 1982i1983 disediakan kredit dalam bentuk kedit nelayan/petani tambak
tradisional yang disalurkan melalui KUD. Dalam hubungan ini sampai dengan Maret 1983
telah terealisir sebanyak Rp 5.719 juta. Dengan berbagai kebijaksanaan dan fasilitas di
bidang perikanan seperti tersebut di atas maka baik perikanan darat maupun perikanan
laut telah menunjukkan hasil yang nyata. Dalam tahun 1982 produksi ikan mencapai
2.020 ribu ton atau 5,5 persen lebih tinggi dibandingkan dengan produksi tahun sebelum-
nya. Dari Tabel VII. 30 terlihat bahwa hasil produksi ikan dalam tahun 1982 sebagian
besar merupakan hasil ikan laut yaitu sebanyak 1.490 ribu ton atau 73,8 persen dari hasil
keseluruhan, sedangkan selebihnya yairu sebanyak 530 ribu ton atau 26,2 persen berupa
ikan darat. Jumlah-jumlah tersebut menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar
5,8 persen dan 4,7 persen dibandingkan dengan tahun 1981 yang tenrtama karena adanya
pertambahan jumlah perahu/kapal motor penangkap ikan. Sampai dengan tahun 1982
jumlah perahu/kapal motor sebagai sarana pendukung pengembangan perikanan telah

t
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T a b e l  v l l . 3 0

PRODUKST IKAN, 1969 _ 1983

( dalam ribu ton )

Tahun lkan laut llan darat J u m l a h

1969

t 9 7 0

197  t

197 2
l9  73

t974

r975

1976

t977

1978

1979
1980

l9E1  l )

1982 2)

1983  2 )

745
808
820
836
EE9
949
997

1.082
l  l 5 8
1 .227
1.318
1.395
1.408
1.490

42r
424
433
389
388
393
40t
+14
420
430

530

b52

I . 214

1.244

1.269

1 . 2 7 8

t.337

I . 390

1 .483

t . 572

t , 6+7
l , ?4E

1 .850
1 .9 r4

2.020

2.r29

1) Angka diperbaiki
2) Angka sementara

T a b e l  V  . 3 l

JUMLAH PERAHU PENANGKAP IKAN, 1970 - 1982
( dalam buah )

Tahun Pedhu/Xapal motor P€rihu trnps motor J u m l a h

1970

!  971
1972

l9  73

t974

t975

1 9 7 6
1977

l97E

1979

r980
l98 l  l )

r982 2)

6.034
7.1?6
8.818

12.267
13.205
14.93t
1? .48r
20.916
25.992
32.101
44.990
51.056
58.500

?89.402
27 7.662
286.463
230.6t5
257.164
242.22r
228.244
228.228
222.t21
225.804
226-856
22b.949
?26.000

295.436
284.898
295.28r
242.882
270.369
257. r52
245.725
24E,544
248.1 l3
257,905
27 r.446
277.005
284.500

1) Angka dipcrbaiki
2) Angka sementa.ra
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PRODUKSI IKAN, 1969 - 19A2

i

I

t969 1970 r97t

Ilan l-aut

*) AnBka sementnra

r9?2 19?5 19?4 t9?5 19?6 19?? 19?8 l9?9 1980 rSSr 1982*)D
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meningkat menjadi 58.200 buah, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 14,6 persen
bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di samping itu dalam periode yang sama
jumlah perahu tanpa motor juga menunjukkan peningkatan yaitu dari sebanyak 225.949
buah pada tahun 1981 menjadi 226.000 buah dalam tahun 1982. Perkembangan jumlah

perahu penangkap ikan dapat diikuti pada Tabel VIl. 31.

Sementara itu permintaan hasil-hasil perikanan Indonesia dari luar negeri pada
umumnya cukup baik, terutama terhadap komoditi udang dan ikan segar. Dalam tahun
1982 pemasaran hasil ikan ke luar negeri berjumlah 88.100 ton senilai US $ 253,7 jwa
yang berarti masing-masing telah meningkat sebest 17,2 persen dan 12,6 persen untuk
volume dan nilai ekspornya dibandingkan dengan tahun 1981. Sebagaimana tahun-tahun
sebelumnya, ekspor hasil-hasil perikanan pada tahun 7982 sebag;an besar adalah berupa
udang segar dan awetan yang mencapai 28,8 persen dari seluruh volume atau 71,4 persen
dari seluruh nilai ekspor hasil perikanan. Pada urutan kedua adalah ekspor jenis ikan segar,
vaitu mencapai 47,9 persen dari volume atau 11,8 persen dari seluruh nilai ekspor hasil
perikanan (Tabel VII. 3 2).

7.4.6. Pangan dan gizi

Salah satu unsur terpenting di dalam pengembangan sumber daya manusia sebagai

pelaku pembangunan adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup. Berpangkal

pada kebutuhan akan pangan dan gizi tersebut, maka usaha-usaha dalam Pelita III diarahkan

dan ditujukan untuk mempertinggi taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara

adil dan merata melalui penyediaan pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat de-

ngan gizi yang memadai. Perwujudan daripada kebijaksanaan pangan tersebut antara lain

tercermin dari usaha pada pengaturan tingkat harga, usaha memperbesar jumlah cadangan
penyangga, usaha memperlancar penyaluran bahan pangan serta usaha pembangr.rnan gu-

danggudang pangan di seluruh pelosok tanah air.

Di bidang harga, kebijaksanaan yang ditempuh adalah dengan selalu mengusahakan

harga pangan yang stabil dan wajar, baik bagi kepentingan petani produsen maupun bagi

konsumen. Dengan demikian petani tidak dirugikan oleh adanya perkenrbangan harga

barang-barang yang diperlukan, dan para konsumen juga tidak menanggung beban kenaikan

harga pangar. Sehubungan dengan itu Pemerintal telah menetapkan harga dasar yang di-

terima oleh petani produsen, dan sebagai pengimbangnya juga ditetapkan harga batas tcr'

tinggi yang dibayar oleh konsumen. Dalam pada itu untuk lebih menjamin agar para petani

memperoleh hzrga yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka koperasi unit desa

(KUD) diikutsertakan dalam pembelian gabah dan beras dari petani tersebut. Pengikutserta-

an koperasi tersebut adalah merupakan bagian daripada upaya memperkuat sistem pengada-



a

26' -

an pangan nasional melalui wadah ekonomi di pedesaan sehingga pada gilirannya koperasi
dapat tumbuh dan berkembang. Sementara itu dalam memasarkan gabahnya, petani produ-
sen bebas menjual produknya, baik ke KLID di wilayah petani yang bersangkutan ataupun
kepada para pedagang pada tingkat harga yang dianggapnya lebih menguntungkan. Namun
demikian apabila harga di pasaran beradadi bawah harga dasar, maka KUD diwajibkan untuk
membeli gabah petani dengan harga dasar yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijual ke
pada Pemerintah melalui Bulog dengan diberikan keuntungan yang wa"jar. Harga dasar yang
ditujukan untuk menjamin tingkat pendapatan petani produsen dan sekaligus unruk mendo-
rong peningkatan produksi pertanian tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan eko-
norni yang terjadi. Sehubungan dengan itu terhitung mulai 1 Pebruari 1983, Pemerintah
telah menaikkan harga gabah kering giling (GKG) yang dibeli dari pctani dengan 7,4 per-
sen di atas harga dasar sebelumnya, yaitu dari Rp 135,-- menjadi Rp 145,* per kilogram
(Tabel VII. 33). Selanjutnya terhitung mulai 1 Pebruari 1984, akan dinaikkan lagi menjadi
Rp 165,- per kilogram atau sebesar 13,8 persen di atas harga dasar pada tahun 1983.

Sejalan dengan arah kebijaksanaan pangan secara umum maka selain untuk padi/
gabah, harga dasar juga ditetapkan untuk tan,man palawija antara lain jagung, kedelai dan
kacang hijau yang setiap kali juga ditinjau kembali. dan disesuaikan dengan perkembangan
harga-harga umum. Penetapan harga dasar tersebut dimaksudkan untuk mempercepat
pemerataen pendapatan, terutalna bagi petani produsen pada lahan non irigasi (tadah
hujan). Dengan pertimbangan bahwa harga palawija sudah cukup tinggi dan agar. mendorong
usaha penganekaragaman pangan, maka dalam tahun 1982/1983 harga dasar palawija secara
keseluruhan tidak dinaikkan kecuali untuk harga dasar kedelai yang dinaikkan dari Rp 270,
menjadi Rp 280,- per kilogramnya. Sedangkan untuk jagung dan kacang hijau dipertahan-
kan masing-masing padaharga Rp 105,- dan Rp 310,- per kilogramnya.

semenrara itu kebijaksanaan dalam pelita III juga ditujukan unruk meningkatkan
jumlah cadangan penyangga pangan khususnya beras dengan maksud untuk rnenghadapi kc-
kurangan persediaan di pasaran yang mungkin terjadi. Untuk itu senantiasa cliusahakan agar
cadangan penyangga pangan dapat dipcroleh dari pengadaan dalam negeri sehingga dapat
lebih menjamin petani produsen memperoleh harga penjualan sesuai dengan harga dasar.
Dengan meningkatnya produksi beras selama Pclita III, khususnya sejak tahun 1979 sanpai
dengan tahun 1983, maka jumlah cadangan penyangga pangan yang dapat ditampung juga
semakin meningkat. Sampai dengan akhir tahun 1982/1983, cadangan penyangga pangan
khususnya beras yang dapat dikuasai Pemerintah telah mencapai sebanyak 1.044,6 ribu ton.

Erat kaitannya dengan kebijaksanaan pemerintah dalam bidurg cadangan penyangga
pangan adalah pembangunan gudangjr:dang penyimpanan pangan di seluruh pelosok tanah-
air serta diberikannya kredit kepada KUD guna melaksanakan pembangunan gudang gabah.

a
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T a b e l  V I I . 3 3

HARGA DASAR PADT DAN GABAH, 197411975 _ 198411985
( dalam rupiah per kilogram )

Tahun
Padi k€ring
lumbung
di de€a

Padi kcring Cabah kedng
gtlt rt lumbung

di d€|a di dcra

Cabah kering Cabah kcring
Fli"g elins
di desa di BlruD/KUD

19741t975
197611976
t9761t977
t977 lr97E
t9?81t979
1979 i  1980

1980 i  l98 l
r98I /1982
1982/1983
l9E5i l9E4
1984/1985

30,00
42,00
50,00
51,00
54,00

31 ,80

44,50

52,5O

54,00

57,00

38,50
54,50
64,00
66,50
70,50

40,60
57,50
67,50
70,00
74,00

42,80
5E,50
68,50
71,00
75,00
E5,00
95,00

r05,00
r20,00
!35,00
145,00 l)

l65,oo 2)

I) Eerlaku mulai I P€bruari l9E3 s/d 3l Januari 1984
2) Berlaku mulai I Pebruari 1984

T a b e l  V I I . 3 4

PENGADAAN BERAS DALAM NEGERI DAN IMPOR, I97OI797I - 798211983
( dalam ribu ton )

T a h u n Pembelian

clalam negeri

I m p o r
J u m l a h

Batrtuan Komcrsial

r970 i  r97 l
r97 | 11972
1972 i  r973
197311974
19741197 5
r97511976
r9761t977
t977lr97E
r978i 1979
r979/1980
r980/19E1
l98r /198?
r982/r9ES 2)

494

532
138

268
536

539

4 1 0

404

881
431

1.655

L9S4 l)

t .928

1.258

1.372
r.493
r.673
1.209
1.916
2.7  t2
2 .15E
3.037
2.831
2 3 7 2 ' t
2,434

484
6 1 2
166
172

423
458
320
6E3
282

t29
40

622
1.059

965

664

1.0E3

1.870

957

1.923

9 t4

344

506

l )
2l

Angka diperbaiki
Angka gementaIa
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PENGADAAN BERAS DALAM NEGERI DAN rMpOR, t970lt97t _ 1982/t983
( dalam ribu ton )

I

i

I

f ou"- tt.c".t

l97ol7t rwtlt2 r972lt' r97slt4 rYt4fi' r975lt6 rsz61z? t97?Jt8 r978Fs 1979/S0 lg8ot8t l98VE2 l9821eo *)

*) Angka s€mentara

!r-po,
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Apabila sampai dengan tahun 7987/7982 jumlah gudang gabah/beras yang diburgun baru
mencapai 379 unit dengan kapasitas tampung sebanyak 1.210 ribu ton, maka sampai dengan
tahun 1982/1983 telah meningkat menjadi 428 unit dengan kapasitas tampung sebaryak
1.130,5 ribu ton. Dengan tersedianya gudanggudang penyimpanan tersebut serta ditambah
dengan sarana pergudangur yang dimiliki baik oleh KUD-KUD maupun pengusaha swasta,
maka pengadaan pangan secara merata di seluruh tanah air dengan tingkat harga yang wajar
baik bagi para petani produsen maupun bagi konsumen dapat berjalan dengan baik.

Walaupun produksi beras senantiasa meningkat dan cadangan penyangga cukup dipero-
leb dari pengadaan dalam negeri, namun karena belum seimbangnya antara tingkat produksi
dengan konsumsi dalam negeri yarg terus meningkat, maka setiap tahunnya masih diperlu-
kan impor pangur. Dari Tabel VII. 34 terlihat bahwa dalam tahun 1981/1982 pengadazn
beras adalah sebanyak 2.372 ribu ton yang terdiri atas pembelian di dalam negeri seba$yak
1,934 ribu ton dan impor sebanyak 438 ribu ton. Kemudian dalam tahun 1982/1983 jum-
lalr pengadaan beras mencapai sebanyak 2.434 rrb:u ton, yang terdiri dari pembelian di dalam
negeri sebanyak 1.928 ribu ton dan impor sebanyak 506 ribu ron. Dengan adanya beras im-
por dan beras hasil pembelian dari da.lam negeri tsb, perkembangan harga beras di pasaran
umum dapat dikendalikan dalam batas-batas yang wajar. Pengendalian harga t€rsebut antara
lain dilakukan melalui penyaluran beras ke seluruh pelosok tanah air, baik untuk kebutuhan
golongan anggaran (pegawai negeri sipil, ABRI dan penerima pensiun) dan pegawai perusaha-
an negiua, maupun ke pasaxan umum da.lam rangka operasi pasar. Secara keseluruhan beras
yang disalurkan dalam tahun 7982/1983 mencapai 2.957 rrbl ton, atau 52,9 persen lebih
banyak dibandingkan dengan penyaluran beras pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1.93 3
ribu ton. Perkembangan harga beras di beberapa kota besar selama tahun 1982/1983 dapat
diikud pada Tabel VIL 35.

Di samping usaha-usaha pengadaan dan penyaluran bahan pangan pokok, maka di
dalam rangka penganekaragaman konsumsi rakyat zgzr tidak tergantung pada beras, telah
ditempuh puta pengadaan dan penyaluran tepung terigu yang bahan bakunya berupa gan-
dum dari impor. Dalam hubungan ini dalam tahun 1982/7983 telah diimpor gandum seba-
nyak 1.5 57 ribu ton atau 9,9 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
yang berjumlah 1.416 ribu ton. Sedangkan penyaluran tepung terigu dalam waktu yang
sama telah meningkat sebesar 15,5 persen, yaitu dari 1.006 ribu ton dalam tahun
7987/7982 menjadi 1.162 ribu ton dalam tahun 1982/1983.

Sementara itu usaha-usaha lain yang telah dilaksanakan Pemerintah adalah berbagai
macam kegiatan untuk mengatasi masalah-masalah gizi seperti kurang kalori protein (KKP),
kekurangan vitamin A, anemia gizi besi dan gondok endemik. Adapun sasaran utama daripada
kegiatan tersebut adalah golongan anak berumur di bawah lima tahun (Balita), wanita yang

{l
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sedang hamil dan meny'usui, kelompok pekerja berpenghasilan rendah serta penduduk di
beberapa daerah rawan pangan. untuk itu maka dalam tahun Tg9zllggj telah ditingkaikan
kegiatan penyuluhan secara teratur terutama yang menyangkut penganekaragaman pola
konzumsi pangan, fortifikasi bahan rnakanan dan usaha perbaikan gizi keluarga (upGK),
Di samping iru juga dilakukan usaha-usaha khusus lainnya yang meliputi penanggulangar,
kekurangar vitamin A dan penanggulangan anemia gizi besi, serta peningkatan usaha p.n-
cegahan gondok endemik melalui penyuntikan lipiodor kepd,a 262.575 orang yang tinggai
di daerah gondok endemik. Kegiatan upGK telah dilaksanakan di 6-944 a.r",,"a*gk;
hasilnya telah dinikmati oleh sekitar 2 juta anak Balita dan sebanyak 24.g93 anak dr
antaranya telah menerima pemberian makanan tambahan,

7.5. Pertambangan dan cnergi

Terjadinya resesi ekonomi dunia dan kelezuan pasaran intemasional bagi hasit-hasil
produksi sektor pertambangan telah mengakibatkan produksi sektor tersebut di daJam tahun
keempat pelaksanaan Repelita III tidak dapat meningkar sebagaimana yang telah dicapai
selarna 3 tahun sebelumnya. walaupun demikian keadaan yarfg kurang menggembirakan ini
tidak mencakup seluruh jenis produksi sektor pertambangan. Sepeiti halny" J.ng"n gas aram
cair (LNG) serra Lpc (Liquified petroreum Gas) yang masih dapat -e-perrihrikan ke-
naikan yang cukup mantap baik produksinya maupun ekspornya. Menurunnya produksi dan
ekspor beberapa jenis produk sektor pertambangan tersebut telah menyebabkan pemerintah
untuk melakukan langkahJangkah penyezuaian karena sektor pertambangan selama ini
memainkan peranan yang cukup penting bagi kelangzungan pembangunan ekonomi pada
khuzusnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Sehubungan dengan itu maka ielah
ditempuh kebijaksanaan antara lain berupa penjadwalan kembali beberapa proyek pem-
bangunan di sektor pertambanga:r serta dinaikkannya harga jual BBM, yang dilakukan dalam
permulaan tahun kelima pelaksanaan Reperita IIL Adapun penjadwalan kembali beberapa
proyek di sektor pertambangan tersebut mencakup proyek Aromatic C.rrn., p.ov.t Ot.lin
Centre, proyek Kilang Musi dan proyek Alumina Bintan,

7.5.1.  Minyak dan gas buni

Dalam tahun ke€mpar pelaksanaan pelita III produksi minyak bumi hanya mencapai
sebesar 459,0 juta banel, Dari jumlah tersebur, 285,0 juta barrer arau 62,1 persen dianta-
ranya berasal dari produksi daratan sedangkan sisanya sebesar 174 juta barrel ata.. 37,9
persen berasal dari produksi lepas pantai. produksi dari daratan dalam tahun l,gyzlrgg3
tersebut berarri menunjukkan penurunan 84,0 juta barrel atau ZZ,g persen dibandingkan
dengan produksi daratan tahun sebelumnya yang berjumlalr 369,0 juta barrel. serain itu
produksi lepas pantai juga mengalami penurunan sebesar 2g,0 juta barrel atau 13,9 persen

J
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bila dibandingkan dengan produksi lepas pantai pada tahun 1987/1982 yaim sebesar 202,0
juta barrel. Penurunan produksi tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah

ekspor yang dapat dilakukan, karena rendahnya permintaan di pasaran internasional (Tabel

VII. 36). Kiranya dapat dikemukakan bahwa potensi produksi sektor pertambangan migas
adalah cukup tinggi, terutama apabila dilihat dari perkembangan eksplorasi. Dalam tahun
198217983 kegiatan eksplorasi telalr berhasil membor sebanyak 253 zumur migas yang
berarti mengalami kenaikan sebanyak 6 sumur atau 2,4 persen dibandingkan dengan jumlah

sumur migas yang dibor dalarn tahrn 1987/7982,

Sementara itu, kebutuhan BBM di dalam negeri terus berkembang dari waktu ke
wakru. Dalam tzfutn 198217983 penjualan BBt/i untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
telah mencapai jumlah 160,3 juta barrel, yang berarti meningkat sebanyak 1,2 jruta banel
dibandingkan dengan tahun 1987/1982. Kenaikan ini terutama disebabkan karena mem-
besamya pemakaian BBM untuk sektor industri dan perhubungan, dan selain itu pemakaian
bahan pelumas juga makin meningkat. Dalam tahun keempat Pelita IiI pemakaian bahan
pelumas telah mencapai 969 ribu batrel yang berarti mengalami kenaikan sebesar 4 ribu
barrel bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya sebagai akibat daripada
meningkatnya pemasaran dalam negeri dari tahun ke tahun, maka kebutuhan terhadap
sarana penyaluran/distribusi juga makin meningkat, Oleh karena itu penambahan dan
peningkatan sarana penyalur/distributor terus dilanjutkan dan bahkan lebih ditingkatkan,
rneliputi pembangunan depot baru dan perluasan depot lama, pembangunan pelabuhan
BBM, tangki penimbunan, serta penambahan kapal tanker, truk tangki, tangki kereta api,
pipa penyalur, dan stasiun pompa BBM untuk umum. Akan tetapi karena kilang-kilang
minyak dalam negeri yang ada yaitu di Pangkalan Brandan, Sungai Gerong, Plaju, Balik-
papan, Wonokomo, Cepu, Sungai Pakning, Dumai dan Cilacap belum dapat memenuhi
seluruh kebutuhan dalam negeri, maka untuk menutupi kekurangannya masih diperlukan
pengolahan di luar negeri dur impor. Untuk mengatasi hal itu diambil kebijaksanaan untuk
melakukan perluasan kilang minyak yang dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan
dari luar negeri. Pada akhir tahun 1983 perluasan beberapa kilang minyak telah diselesaikan :
yaitu kilang Cilacap dan Balikpapan sehingga minyak bumi yang telah berhasil diolah dalam
tahun 1982/1983 dapat mencapai 183,1 juta barre.l atau 502 ribu barrel per hari. Perkem-
bangan pengolahan minyak bumi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel VII. 37.

Produksi gas bumi dalam tahun keempat Pelita III mencapai 1.099 milyar kaki-
kubik, sedangkan yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar 932 milyar kakikubik atau 84,8
persen dari produksi. Apabila dibandingkan dengan produksi tahun 1981/1982 yang ber-
jumlah 1.136 milyar kakikubik dengan pemanfaatan sebesar 914 nrlyar kakikubik, maka
hal ini berarti produksi dalam tahun 1982/7983 mengalami penurunan sebesar 37 milyar
kakikubik atau 3,3 persen namun di lain pihak pemanfaatannya mengalami kenaikan sebesar



T a b e l  V I I  3 6

PRODUKSI DAN EKSPOR MINYAK MENTAH'
(dalam juta barrel)

rs69tr97o - 79827 1983

T a h u n Produksi Ekspor'

,l

19691 197 0

r9701197 r
t97 197Z
197 2,1797 3
197 3l r97 4

L97 4/ 197 5
r97 5/r97 6
197 6/r977
1977 /197 8
79'.18tr979

197 9l 1980
1980/ 1981
198r11982
198?/ rg8:J 

2)

28+,0
1 1 4  n

4r2 ,3
( n c  4

+97,9
568,3
616,5
s R q  t

q 1 7  )

5  81 ,1
570,5
458 ,8

247,1
?67  ,1
287 ,7
?  { o  7

439,r

406,9
+2+,5
+86,8
5  t 5  ?

509,5

+47,3
++1,7
+26,2  r )

347,+

1) Ang\a diperbaiv'r

2) An:Jra ge mentara
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Tabe I  V I I '  37

VOLUME PENGILANGAN MINYAK MENTAH, T969/L97O. T982/1983
(dalam juta barrcl)

T  a h  u  n
Minyak mental yang diolatr

( in-take )
P€rsentase
kenaikan

79691r970
7970/t971
r97 Ur972
7972tr973
797 3 /r97 +

197 4/197 5
197 5tr976
t976/1977
1977 t1974
1978t1979

r97911980
1980/1981
1981t1982
tg82t79s32'l

7 5 , 8
86,0
93,r

103,O
128,9

1 1 5 , 5
117,4
116,6
1 6 1 , 3
158,2

1 9 5 , 0  1 \
189,9  ' /

191,O 'l

1 8 3 . 1

R I

10,6
7 4 1

- 1 r l 4

7 k

2 a  ?

- ) o

l )

2)
Angka diperbaiki
Angka sementa.ra

Tabe l  V I I . 38

PRODUKSI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI, I97+1I975 - 1982/1983
(milyar kaki kubik)

T  a h  u  n Produksi Pemanfastan

197+n975
197 5/L976
1976t r977
1977 t r974
1978/r979
r979t1980
1980/  1981
198u1982
1g82nga3 rl

206,2
77(, ''

11l4 L

6 3  3 , 1
468,2

1.028,8
t-o42,2
r.136,2
1.o98,6

7 8 ,4
a5,2

148,1
too ,  /
650,6
795,r
8 1  3 , 1
914,4
932,6

l) Angka s€mentara
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17 milyar kakikubik ztaLr 1,9 persen. Peningkatan pemanfaatan gas bumi tersebut terufama

disebabkan adanya perluasan LNG Plant Arun, serta telah dapat diselesaikannya pem-

bangunan dan berproduksinya pabrik pupuk ASEAN di Aceh pada tahun 1982. Per-

kembangan produksi dan pemanfaatan gas bumi sejak tahun 197811979 sampai dengan

tahun 1982/1983 dapat dilihat pada Tabel VII. 3 8.

Produksi LNG Indonesia dilakukan scjak bulan J i 1977 yaitu dari LNC Plant
Badak Kalimantan 'Iimur, sedangkan LNG Plant Arun baru mulai berproduksi dalam bulan
Oktober 1978. Jumlah produksi LNG pada tahun keempat Pelita III rnencapai 9.389 ribu
ton yang berarti meningkat sebesar 221 ribu ton atau 2,41 persen, bila dibandingkan dengan
produksi tahun ketiga PeLita III yang berjumlah 9.168 ribu ton. Ekspor LNG yang dimulai

sejak bulan Agustus 1967 terus menunjukkan peningkatan, sehingga dalam tahun 1982i

1983 telah mencapai sebanyak 477,8 juta MMBTU yang berarti mengalami Peningkatan
sebesar 22,9 juta MMBTU atau 5,02 persen dibandingkan dengan ckspor tahun l98ll1982

yang berjumlah 454,9 j:uta MMBTU. Dalam pada itu selama tahun keempat pelaksanaan

Repelita IIl, produksi LPG yang berasal dari kilang minyak di Plaju dan Sungai Gerong, LPG
plant di Rantau (Sumarera Utara) dan Mundu (Cirebon), Lex Plant Kontraktor Union Oil di

Santan (Kalimantan Timur), serta NGL Plant kontraktor ARCO di Jawa Barat, telah men'

cryai 486.834 metrik ton dan ekspornya berjumlah 461.5 59 metrik ton,

7.5.2.  Timah

Penambangarr timah selain diusahakan oleh PT (Persero) Tambang 'l'imah, juga

dilaksanakan oleh perusahaan swasta nasional dalam rangka kontrak karya dengan PT

Tambang Timah, dan perusahaan asing dalam rangka kontrak karya dengan Pemerintah

Penambangur timah tersebut dilakukan di pulau Bangka, Belitung, Singkep, Karimun dan

Bangkinang. Untuk meningkatka:r produksi maka terus dilanjutkan pernbangunan kapal-

kapal keruk antara lain kapal keruk Singl'.ep I yang memPunyai kemampuan mengeruk

sampai kedalaman 50 meter dengan kapasitas produksi 750 - 1.000 ton per tahun. Dt

samping itu juga dilanjutkan sistem penambanga:r baru yang mencakup tambang besar,

tambang mekanis dan tambang amphibi. Sementara itu dalam rangka penganekaragaman

usaha, saat ini masih dilaksanakan pembangunan pabrik pengoiahan kaolin berkapasitas

27.000 ton per tahun di Tanjung Pandan dan Belitung, di samping dilakukan persiapan

pembangunan Tin Plate di kawasan industri Cilegon, Jawa Barat yang bekerjasama dengan

PT Krakatau Steel dan pihak swasta (PT Nusambu).

Produksi timah dalam ta,hun 1982/1983 berjumlah 33,0 ribu ton untuk bijih timah

dan 30,2 ribu ton untuk logam timah yang berarti mengalami sedikit penurunan dibanding-

kan dengan produksi dalam tahun 19aY lgaz. Penurunan oroduksi ini erat kaitannya

t
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Tabe l  V I I . 39

PRODUKSI DAN EKSPOR TIMAH,19691197 O _ 198211983
(dalam ribu ton)

Tahun
Produksi

Bijih timah Logam timah
Ekspor

1969t7970

1970t797 7

r977/1972

7972/7973

797 3 t797 4

r97 4/r97 5

797 5 /t97 6

1976/7977

1977 /7978

r978/7979

r979/7980

t980n981

1981/1982

t98211983r)

17,9

19,7

20,5

t 1  <

22,9

25,7

23,3

26,2

27,+

30,2

33,6

35,9

3  3 ,0

14,8

15 ,0

18 ,8

J ?  J

2+,6

24,3

28,4

3r,2

3 3,0

30,2

t6,4

17,4

r9 ,1

20,7

2t ,o

23,6

20,7

7 4  <

7A- ?

25,6

27 ,2

31 ,3

32 ,8

27 ,7

l) Angke scmcntam
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t
G r a f  i k  V l L  1 2

PRODUKST DAN EKSPOR BrJtH NrKEr. 1976n977 - 79AU$8t
( dalam ribu ton )

@
l9E2/8S

(sementara)

EKSPOR

PRODIJKSI

I

-
1976171 r97711t

-l
r918t79

E
1979/80

I
1980i 81

I
198r/82
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PRODUKSI DAN EKSPOR BIJIH NtKEL, 1969/1970 - 1982t1983
(dalam ribu ton)

276

T a h r - r n Produksi Ekspor

1969/r970
1970/197 |
r977t197 2
r972/197 3
1973 /r974

197+t197 5
197 5/1916
1976tI977
19',77 /1974
7978t1979

1979/7980
1980/198r
1981/1982
1982/1983l )

3 1 1 , 0
689,o
850,0
9 7  7 , 5
989,9

741,1
751,2

t .177 ,4
|  _316.7
1 .7  78 ,O

1 .7  71 ,5

1  . 5  9 8 , 1
1 .591,2

2 3 2 , 0
5  3 8 , 4
7  64 ,7
/ 5 / , >
830,+

853,2
? o 7 , 6

8 3 0 , 0
887,6

1 .192.4
1 .238,7
1 . 2 0 7 , 5

897.3

l) Angka sementara

T s b e l  v t l  4 l

PRODUKSI DAN EKSPOR KONSENTRAT TEMBAGA, 19721I973 _ I9A2N983
(dalam ribu ton kering)

T a h u n Pro duk  s i E k s p o r

1,972/197 3
197 311974
r97+/r97 5
197 5 n976
r97 6/1977
r977 t1978
1978^979
1,97 911980
1980/1981
1981t1942
r9e l / ]9 f i2 ' )

9 7

t25,9
2 1 2 , 6
201,3
2 2 3 , 3
r  89 ,1
184,9
1 8 8 , 5
178,3 ' l

rg7 ,5 r)
'r'r 1 \

8 , 3
114,2
207 ,2
1qL ' '

276,8
22O,6
167 ,A
1 8 7 , 1 I )
176,6tl.
209,7

l) Anska dip€rbaiki

2) Angka sementara
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dengan pembatasan ekspor yang dilaksanakan oleh Dewan Timah lnternasional sejak tri-

wulan II tahun 1982. Pembatasan ekspor tersebut dimaksudkan untuk menanggulangi

kemerosotan harga timah yarg terus berlanjut di pasaran internasional. Di lain pihak pen-
jualan dalam negeri untuk timah dalam tahun 1982/1983 mencapai }umlzh 496,2 ron atau

meningkat sebanyak 57,9 ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan pro-

duksi bijih dan logam timah dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel VII. 39.

7 . 5 . 3  .  N i k e l

Unit penambangan nikel PT (Persero) Aneka Tambang melaksanakan penambangan

nikel di daerah Pomalaa, Sulawesi 'l 'enggara dan pulau Gebe. Produksi bijih nikel dalam

tthun 198217983 adalah sebanyak 1.5 91,2 ribu ton, sedangkan ekspornya dalam tahun yang

sama berjumlah 897,5 ribu ton (Tabel VII. 40). Dapat dikemukakan bahwa rencana per-

luasan pabrik pengolahan bijih nikel menjadi ferronikel berkadar 20 persen unruk sementara

waktu ditangguhkan. karena belum baiknya harga pasaran nikel dunia. Produksi nikel dalam

benruk ferronikel dalam tahun keempat Pelita III adalah sebesar 4.923,1 ton yang berarti

mengalami kenaikan sebesar 157,6 ton atau 3,3 persen dibartdingkan dengan tahun sebe-

lumnya, sedangkan ekspornya mengalami penurunan sebesar 518,5 ton atau 10,2 persen

dalam periode tersebut. Dalam pada itu PT International Nickel Indonesia (PT INCO)
juga melaksanakan penambangan nikel di daerah Soroako, Sulawesi Selatan untuk kemudian

mengolahnya menjadi nikel-matte berkadar sekitar 75 7o Ni yang ditujukan unruk ekspor,

Perusahaan ini sejak tahun 1982 sampai dengan dewasa ini telah mengurangi tingkat pro-

duksinya sebagai akibat daripada penurunan harga nikel dan kesulitan dalam pemasarannya

karena belum berakhirnya pengaruh resesi ekonomi dunia. Produksi dan ekspor nikel-matte

dalam tahun keempat pelaksanaan Repelita III masing-masing mencapai 13.903 ton dan

15,876 ton. Sedangkan nilai ekspor nikel-matte dalam tahun 1982/1983 adalah sebesar US $
100,6 juta yang berarti mengalami penurunan sebesar US $ 11,1 juta atau 9,9 persen diban-

dingkan dengan nilai ekspor tahun 1981/1982.

7.5.4.  Tembaga

Penambangan tembaga dilaksanakan oleh PT Freeport Indonesia Inc. di daerah
Tembagapura, Irian Jaya. Sebagaimana yang terjadi pada nikel, maka usaha peninikatan
produksi dengan pengembangan cadangan bijih tembaga di Gunung Bijih Timur untuk
sementara waktu juga ditunda karena menunggu membaiknya harga pasaran tembaga
di pasaran dunia. Produksi dan ekspor tembaga dalam tahun keempat Pelita III masing-
masing mencapai 225,4 ribu ton dan 211,6 ribu ton yang berarti mengalami peningkatan
sebesar 27,9 ribu ton atau 14,12 persen untuk produksi dan sebesar 1,9 ribu ton aEru 0,9
p€rsen untuk ekspor dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan produksi dan
ekspor tembaga dapat dilihat pada Tabel VIL 41.
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7.5.5.  Pasir  besi

Dewasa ini penambangan pasir besi hanya dilakukan di daerah pantai Cilacap saja

sedangkan penambangan di Pelabuhan Ratu sejak 1 Mzret 1982 telah dihentikan karena

cadangannya telah habis. Penambangan dilaksanakan oleh unit pertambangan pasir besi PT

(Persero) Aneka Tambang dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pabrik semen di

dalam negeri, sedangkan yang ditujukan untuk ekspor jumlahnya masil.r terbatas. Sementara

iru srudi kelayakan pemanfaatan cadangan pasir besi di dacrah pantai selatan Yogyakarta,

vang dimaksudkar untuk pembuatan pellet bagi pabrik besi PT Krakatau Steel di Cilegon

masih terus dilanjutkan. Perkembangan produksi dan ekspor pasir besi sampai dengan tahun

keempat Pelita III dapat dilihat pada Tabel VII. 42.

7.5.6.  Batu bara

Penambangan batu bara dilaksanakan oleh P'f l 'ambang Batubara Bukit Asam dan
PN Tambang Batubara, yang masing-masing berlokasi di daerah Bukit Asam (Air Laya dan

Muara Tiga) Sumatera Selatan dan di daerah Ombilin, Sumatera Barat. Jumlah produksi dari

kedua sumber tersebut dalam tahun 1982/1983 ,adalah sebesar 456,5 ribu ton batu bara

yang terdiri aras 265,6 ribu ton dari Ombilin dan 190,9 ribu ton dari BukitAsam. Perkem-

bangan produksi batu bara dapat dilihat pada Tabel VII. 43.

7 .5 .7 , Emas dan perak

Satu-satunya unit penambangan emas yang dewasa ini masih bekerja adalah unit

penambangan emas Cikotok, yang dikelola oleh PT (Persero) Aneka Tambang di Banten

Selatan, Jawa Barat, Penambangan yang semakin dalam telah menghasilkan bijih dengan

kadar emas dan perak yang semakin rendah, namun di lain pihak mengandung kadar logam
timbal dan seng yzng semakin tinggi. Melalui proses pengolahan yang telah disempurnakan
dapat dihasilkan konsenffat timbal dan seng yang kemudian diekspor walaupun saat ini
masih dalam jumlah yang relatif kecil. Produksi dan penjualan logam emas di dalam negeri
dalam tahun keempat Pelita III masing-masing adalah sebesar 262,4 kilogram dan 257,2
kilogram, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 89,8 kilogram atau 52,02 persen
un k produksi dan 80,5 kilogram atat: 47,75 persen untuk penjualan di dalarn negeri bila
dibandingkan dengan tahun 1981/7982. Sedangkan produksi dan penjualan di dalam negeri
daripada logam perak dalam tahun keempat Pelita III masing-masing adalah 3.134 kilogram
dan 2,852 kilogram. Hal ini berarti mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebanyak
1.194 kilogram ztat 6L,54 persen unruk produksi dan kenaikan sebesar 910 kilogram atau
46,85 persen untuk penjualan di dalam negeri, apabila dibandingkan dengan tahun sebe-
lumnva (Tabel VIL 44 dan Tabel VII. 45).
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T a b e l  V I I . 4 6

PRODUKSI DAN EKSPOR BAUKSIT,1969II97O - 19821I98'
(dalam ribu ton)

T a h u n Produksi Ekspor

1969/1970
1970/1977
1971/r97 2
19't2tl97 3
\97  r /197+

1974/797 5
r97 5t1976
r976/1977
197 7 lr97I
1978/r979

1979/7980
198011981
1981./1982..
1982/1983 | l

907 ,O
7.2O7 ,7
1  .288,1
1 ,240,?
1.20+,7

|.28+,2
93 5 ,8

1 .048,5
| .??1,8

964,9

1 .160,7
r .269,9
1 . 0 1 5 , 1

7 2 1 , O

863,6
1.182,2
L 2 1 7 , 7
1 .255,O
1 . 2 6 6 , +

919,8
1 . 1 0 5 , 7
1 . 1 5 1 , 9

981,6

1 .  1 6 8 , 3
1 .197,9

8  8 5 , 1
792,6

I ) Angka semenrara

T a b e l  V I I . 4 7

PRODUKSI DAN EKSPOR BATU GR ANIT, Ig73I7g74 _ Lg82/79A3 7'

(dalam ribu ton)

T a h u n Produksi Ekspor

I

197 3 /1974
197+/197 s
197 5/1976
r976/r977
19?7/1978
I978t1979
1979t7980
798011987
1981t1982
1g82t19$ 2l

4 1  5 , 0
+24,8
o t ) , ,

804,3
7  22 ,2
497,7

1.102,9
1 , 8 1 0 , 6
2.216,8

148,0
3  6 ,8
07 ,7

3 1 r , 3
286,1

309,6
402,9
o tJ ,u

r .127,O

I ) Srmpai den8an r 9 771 1978, dihitung menuru. tahun kst€nd€r

2, Angl(A s€mentarq
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7.5.8.  Bauksi t

Dewasa ini penambangan bauksit di Indonesia dilaksanakan oleh unit pertambangan
bauksit PT Aneka Tambang pada 3 daerah di pulau Bintan dan pulau sekitarnya yakni di
pulau Tembiling, pulau Kelong dan pulau Dendang, yang masing-masing dilengkapi dengan
instalasi pencucian. Adapun penambangan di pulau Angkut telah dihentikan mengingat
cadargannya sudah dianggap habis, sedangkan penambangar di pulau Koyang telah dihen-
tikan sejak tahun 1982 karena tidak menguntungkan, walaupun cadangan bauksitnya masih
ada, Sementara itu restrukturisasi dalam industri aluminium Jepang yang diantaranya
bertujuan mengurangi permintaan bauksit karena pengolahannya yang memerlukan biaya
yang besar, menyebabkan produksi dan ekspor bauksit Indonesia mengalami penurunan
yang cukup besar. Produksi dan ekspor bauksit dalam tahtn 1982/1983 masing-masing
adalalr sebesar 721,0 ribu ton darr 792,6 ribu ton, yang berarti mengalami penurunan
masing-masing sebesar 294,1 ribu ton zta:u 29,0 persen dan sebesar 92,5 ribu ton atau 10,4
persen dibardingkan dengan tahun 1981/1982 (Tabel VIIr46). Keseluruhan ekspor bauksit
tersebut masih ditujukan ke Jepang.

7.5.9.  Grani t

Penambangan batu granit dilaksanakan oleh PT Karimun Granit di daerah Karimun.
Produksi, penjualan dalam negeri dan ekspor granit dalam tahun keempat Pelita III masing,
masing adalah sebesax Z,216,8 ribu ton, |.127 ,O rib:u tor. dsn 707,7 ribu ton. Apabila
dibandingkan d€ngan tahun 1987/7982, maka produksi ganit mengalami kenaikan sebesar
186,2 ribu ton atau 21,1 persen, penjualan dalam negeri mengalami kenaikan sebesax 49,0
ribu ton atau 7,0 persen, sedangkan ekspornya mengalami penurunan sebesar 248,3 ribu ton
atau 26,0 persen. Perkembangan produksi dan ekspor granit dapat dilihat pada Tabel VIL
47 .

7.5.10. Bahan-bahan tambang lainnya

Bahan-bahan tambang lainnya terdiri dari mangaan, aspal, jodium, belerang, fosfat,
asbes, kaolin, pasir kuarsa, marmer, gamping lempung, peldspa-r, kalsit, yarosit dan bentonit.
Kegiatan penambangannya dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan perusa-
haan swasta nasional. Pada umumnya bahan tambang ini ditujukan untuk memenuhi kon-
sumsi dalam negeri walaupun beberapa diantaranya ada yang diekspor dalam jumlah yang
relatif kecil. Perkembangan produksi tambang lainnya tersebut dapat dilihat pada Tabel
vl t .  48.

7.5.11. Listr ik

Peningkatan produksi tenaga lisuik hanya dimungkinkar dengan tersedianya sarana

I

o
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produksi tenaga listrik yang memadai untuk menghadapi semakin besarnya permintaar
terhadap tenaga listrik yang diakibatkan oleh kegiatan produksi di berbagai bidang yangjuga
terus meningkat da:r bertambahnya tingkat kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu
Pemerintah terr-rs melakukan pembangunan di bidang kelistrikan, sehingga hasil pemba-
ngunar yarg dicapai di bidang kelistrikan sampai dengan tahun keempat Pelita III sudah
memberikan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan di awal rahun perrama
Pelita I. Peningkatan sarana produksi, termasuk di dalamnya kegiatan rehabilitasi dan
pembangunan baru tersebut selain dilakukan pada pusat-pusat pembangkit tenaga listrik,
juga dilaksanakan pada jaringan transmisi, gardu induk dan jaringan distribusi. Keterpaduan
daripada keempat unsur tersebut merupakan syarut agar produksi tenaga listrik dapat
dimanfaatkan secara penuh oleh pihak yang membutuhkan. Demikian juga baik terhadap
sarana produksi maupun tenaga listrik yang dihasilkan telah dilakukan interkoneksi antara
sistem kelistrikan regional dengan sub-sistem kelistrikan di dalam daerah tersebut. Sehu-
bungan dengan itu pembangunan kelistrikan diarahkan pada pendekatur antardaerah
dengan tujuan untuk dapat tercapainya suatu sistem interkoneksi daerah secara menye-
luruh yaitu dari pusat pembangkit tenaga listrik sampai dengan jaringanjaringarnya. Dalam
tahtn 1982/L983 realisasi dan pembangunan yang dilakukan pada pusat pembangkit tenaga
listrik mencakup kapasitas sebesar 370,111 MW. Di samping itu dalam tahun yang sama
telah pula dilakukan rehabilitasi dan pembangunan jaringan transmisi, gardu induk dan
jaringan distribusi. Perkembangan rehabilitasi dan pembangunan sarana produksi sampai
dengan tahun keempat Pelita III dapat diikuti pada Tabel VII.49.

Membesarnya tenaga listrik yang dapat dihasilkan melalui peningkatar sarana
produksi tenaga listrik telah membuka peluang yang lebih besar bagi usaha peningkatan
pengusahaan tenaga listrik. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabcl VIL 50, tenaga listrik yang
dapat dihasilkan dalam tal.run 1982/1983 telah mencapai sebeszr 12,2 juta MWH yang
berarti 20,8 persen di atas produksi tenaga listrik yang dapat dihasilkan pada tahun sebe-
lumnya. Peningkatan yarg cukup tinggi tersebut pada gilirannya telah memungkinkan
penjualan tenaga listrik yang lebih besar pula. Apabila dibandingkan dengan tahun 1981/
1982, maka penjualan tenaga listrik dalam tahun 7982/1983 telah meningkat sebesar 24,4
persen dengan jumlah penjualan sebanyak 9,7 juta MwH. Sedangkan besarnya daya ter-
sambung daa daya terpasang dalam tahun yang sama masing-masing adalah sebesar 5,4 juta
KVA dan 3,4 juta MW yang berarti pula menunjukkan peningkatan sebesar 20,0 persen dan
13,3 persen.

Seiring dengan peningkatan terhadap permintaan tenaga listrik yang terus berkem-
bang, maka terus ditingkatkan pula sarana produksinya melalui proses pembangunan kelis-
trikan dengan tetap bertitik tolak pada diversifikasi energi. Hal ini tercermin dari dibangun-
nya pusat pembangkit tenaga listrik yang menggunakan tenaga air, tenaga gas, tenaga batu
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bara dan tenaga panas bumi. Selain daripada itu asas pemerataan juga merupakan unsur
pertirnbangan yang tetap diperhatikan, yang dilakukan melalui program kelistrikan desa
yang rnencakup sekitar 3.000 ibukota kecamatan dengan hampir 2.000 daripadanya telah
mendapatkan aliran lisuik.

7.6. Industri

Tingkat perrumbuhan sektor indusni da.lam tahun 79g2/1983 tidak secerah sebagai-
mana yang dicapai dalam tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan antara lain
karena pengaruh resesi ekonomi dunia yang masih terus berlanjut dan belum jelas kapan
berakhirnya. Menyadari akan hal t€rsebut maka pemerintah telalr berusaha untuk sejauh
mungkin mengurangi pengaruh dari luar negeri. Sebagai gambaran dapat dikemukakan
bahwa meskipun resesi ekonomi dunia telah berlangsung sejak beberapa tahun berselang,
namun sektor industri dalam tahun 1980 masih dapat meningkat sebesar 22,2 persen,
tahun 1981 sebesar 10,2 persen dan baru dalam tahun 19g2 hanya meningkat dengan 1,2
persen. Perkembangan sektor industri dapat diikuti pada Tabel vII. 51. Dengan laju per-
tumbuhan melebihi laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dalam tahun-tahun sebe-
Iumnya, berarti peranan sektor indusui dalam kehidupan perekonomian telah semakin
meningkat pula. Apabila menjelang Pelita I peranan sektor industri baru mericapai sekitar g
persen dari produksi nasional, maka pada akhir pelita II telah menjadi 9,6 persen, dan
kemudian meningkat lagi menjadi 12,9 persen pada akhir tahun keempat pelita III. Dengan
demikian perturnbuhan sektor industri yang tidak begitu tinggi di akhir talrun keempat
Pelita III tersebut masih memberikan landasan yang cukup kuat bagi pencapaian sasaran
pembargunan ekonomi dalam jangka panjang yaitu terciptanya struktur ekonomi yang
seimbang, yaitu dengan sektor industri yang maju dan didukung oleh sektor pertarian yang
tangguh.

Pembangunan sektor industri tidak hanya diwujudkan dengan tingginya tingkat
pertumbuhan, tetapi telah pula mengarah kepada proses produksi untuk menghasilkan
barang jadi. Dalarn Pelita I, industriindustri yang berkembang lebih banyak berupa industri
perakitan dan industri-indusrri pengganti barang impor yang menghasilkan barang-barang
yang langsung dapat memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Industri-industri semacam
ini hanya menangani tahap paling awal atau tahap paling akhir <iari rangkaian proses pro-
duksi sehingga kurang memberikan nilai tambah yang besar pada perekonomian nasional.
walaupun demikian pertumbuhan industri yang berlangsung dalam pelita I dan pelita II
telah menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan dikembangkannya industri-industri
dasar/hulu mulai awal P€lita III. Industri dasar/hulu tersebut memiliki ciri-ciri antara lain
berskala besar, padat modal, memakai teknologi tinggi, memerluk an biaya prasarana yang
besar, mernpunyai kaitan ke muka dan ke berakang yang besar serta berorientasi pada

I
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potensi sumber alam yang berada di daerah-daerah. Dari ciriciri tersebut di atas maka

industri dasar/hulu tersebut akan mempunyai dampak yang besar bagi pembangunan daerah

dan pembangunan ekonomi di wilayah yang mendapat pengaruh dari industri tersebut

Sebagai program selanjutnya telah diider.rifikasikan 52 buah industri dasar/hulu/kunci

yang direncanakan untuk dibangun dalam Pelita III dan Pelita IV. Proyek-proyek tersebut

meliputi 27 proyek industri kimia dasar, 18 proyek industri logam dasar dan 7 proyek aneka

industri. Sampai dengan awal tahun 1983/1984 proyek-proyek yang telah dilaksanakan

pembangunannya, dan pada saat ini masih dalam tahap penyelesaian konstruksi, meliputi 17

proyek industri kimia dasar dan 7 proyek industri logam dasar'

Sejalan dengan pembangunan industri dasar/hulu/kunci, dikembangkan pula wilayah-

wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI) yang di dalamnya terdapat zona industri,

komplek industri dan lingkungan industri kecil, Penentuan WPPI tersebut didasarkan pada

potensi zumber alam yang ada, sumber tenaga kerja, prasaxana dan sarana serta sumber

energi yang dimiliki. Sehubungan ciengan itu pada saat ini telah diidentifikasikan 5 WPPI

yaitu di Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan (termasuk Banten), Jawa (kecuali

Banten), Madura dan Bali, Kalimantan bagian timur dan Sulawesi bagian selatan.

7.6.1. Industi logam dasar

Hasil produksi industri logam dasar pada umumnya adalah merupakan bararg antaxa

dan barang modal yang lebih berfungsi untuk mem€nuhi keperluan unit-unit ekonomi yang

melakukan kegiatan produksi, daripada fungsinya sebagai hasil produksi untuk memenuhi

kebutuhan konsumen akhir. Perrumbuhan di bidang industri iogam dasar tersebut tidak

sekedar ditandai dengan semakin besarnya kemampuan produksi tetapi juga disertai makin

luasnya keragaman jenis produk, yang untuk beberaPa di antaranya dapat dilihat pada Tabel

VII. 52. Apabila dilihat dari tingkat pertumbuhannya, maka produksi industri logam dasar

dalam tahun keempat Pelita lll secara umum lebih rendah daripada yang dapat dicapai

dalam tahun sebelumnya. Misalnya dalam tahun l98z/1983 jumlah produksi generator set

adalah sebanyak 20,859 unit, yang berarti hanya rnenunjukkan peningkatan sebesar 23,6

persen dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya, sedangkan dalam tahun 1981/

1982 memperlihatkan kenaikan sebesar 91,3 persen dari tahun 1980/198l Sebaliknya

produksi traktor mini yang dalam tahun 1981/1982 mengalami Penurunan dibandingkan

dengan tahun 1980/1987 yaitu 65 buah dibandingkan dengan 192 buah, dalam tahun

1982/1983 telah meningkat kembali sehingga mencapai jumlah 116 buah atau 84 persen di

atas produksi sebelurnnya. Adapun produksi irrgot baja terus menunjukkan peningkatan

yang cukup pesat dan konstan. Produksinya yang dimulai sejak tzht:n 797511976 dengan

produksi sebesar 116 ribu ton t€rus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga
dalam tahun 79821L983 telah mencapai 693,5 ribu ton.
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PRODUKSI PERAKITAN MOBIL DAN PLAT SENG, 197617971 - 798211983
(perakitan mobil , dolam ribuan, plat seng : dalam ribuan ton)

c r a f i k  v t r .  l 5

PRODUKST PIPA BAJA DAN BESI BETON, r976t7977 - 198217983
(dalarn ribuan ton)

l

t

=
1979/80

I
1982/83

sementra)

PERAKITAN MOBIL PLAT SENG

BESI BETON

-
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-
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Dalam pada itu resesi ekonomi dunia telah berpengaruh pula terhadap bidang industri
logam, sehingga menurunkan produksinya di bawah kapasitas ytng adz. Hal tersebut antara
lain terlihat pada produksi mobil dalam tahun 1982/1983 sebanyak 188,4 ribu buah yang
lebih rendah apabila dibandingkan dengan produksi yang dapat dicapai dalam tahun 7987/

1982 sebanyak 209,9 ribu buah. Hal yang sama juga terjadi pada produksi mesin penggilas
jatan yaitu dalam tahun 1982/1983 mencapai sebanyak 404 buah yang berarti 27 buah lebih

renda} dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya.

7,6.2, Industri kimia dasar

Sepeni halnya dengan bidang industri logam dasar maka produksi industri kimia dasar

juga lebih bersifat memenuhi kebutuhan unit-unit ekonomi yarg melakukan kegiatan

produksi, seperti pupuk, kertas, semen, kaca, dan ban kendaraan bermotor. Oleh karena itu

walaupun terjadi pengaruh resesi ekonomi dunia terhadap perkembangan industri kimia

dasar namun seca.ra umum sektor industri ini masih tetap berkembang (Tabel vII.5 3).
Dalam hubungan itu pupuk urea, yang merupakan salah satu jenis produksi bidang industrL

kimia dasar telah mengalami sedikit penurunan karena adanya pengaruh yang terjadi di
dalam negeri. Kebutuhan pupuk urea yang tidak meningkat sebagai akibat musim kemarau
yang cukup panjeng selama musim tanam tahun 1982/1983 telah menyebabkan produksi
pupuk urea yang diproduksi dalam tahun 1982/1983 hanya mencapai 1.994,1 ribu ton yang
berarti 3,1 persen lebih rendah dari produksi tahun 1981/1982 yang berjumlah 2.0O6,7 ribu

ton. Sedangkan produksi pupuk ZA dan TSP mengalami peningkatan dalam tahun 1982/
1983 yaitu masing-masing mencapai 2O9,6 rib't ton dan 577,4 ribu ton yang berarti lebih

tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 7,4 persen dan 3,2 persen. Produksi pestisida juge

telah dapat meningkat dengan cukup besar sebagai akibat daripada peningkatan permintaan
yaitu dari sebaryak 33,6 ribu ton menjadi 48,0 ribu ton atau suatu kenaikan sebesar 42,9

persen.

Dalam pada itu produksi kertas juga masih memperlihatkan perkembangan yang
cukup baik. Dalam tahun 1982/1983 jumlah produksi kertas telah mencapai }umlah 296,9
ribu ton yang berarti mengalami peningkatan sebesar 20,4 persen dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Hal ini anta.ra lain disebabkan karena terjadinya peningkatan kegiatan di
sektor pendidikan yang mengakibatkan permintaan terhadap kertas juga cukup tinggi.
Sementara itu dengan meningkaurya kegiatan di bidang perhubungan maka permintaan
terhadap ban kendaraur bermotor ikut pula meningkat. Dalam tahun 1982/1983 jumlah ban
kendaraan bermotor yang diprodusir adalah sebanyak 3.885,6 ribu buah yang berarti suatu
kenaikan sebesar 1,8 persen dibandingkan dengan tahr.;,n 198111982.

Dalam pada itu semen sebagai salah satu unsur penting daripada kegiatan bidang

)
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G r a f  i k  V I l .  1 6

PRODUKSI PITPUK UREA DAN SEMEN, 197611977 - DaU983

( dalarn ribu ton )

800

C r a f  i k  V I L 1 7
PRODUKSI KERTAS DAN BAN KENDARAAN BERMOTOR, 197611971 _ I9AUI983

(Kertas r dalam ribu ton, Bart kcndaraan bermotor ' dalam ribuan)

296
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konstruksi dalam tahun 1982/1983 produksinya telah mencapai sebanyak 7.650 ribu ton,

yang berarti suatu peningkatan sebesar 12 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya

yang berjumlah 6,844,2 ribu ton. Namun demikian peningkatan tersebut belum dapat

menunjang perkembangan ekspor semen, Dalam tahun 7981/1982 ekspor semen telah

mencapai j.urr.lah 486.442 ton, sedangkan dalam tahun 7982/7983 hanya sebanyak 6.900
ton. Penurunan ekspor yang cukup tajam ini terutama karena tingginya permintaan di dalam
negeri terhadap semen-

Sejajar dengan produksi semen yang terus meningkat, produksi bahan peledak juga
mengalami kenaikan, Apabila dalarn tahun 1981/1982 produksi bahan peledak baru ber-
jumlah 480,0 ribu ton, maka dalam tahun keempat Pelita III telah mencapai 614,0 ribu ton
yang berarti suatu kenaikan sebestr 27,9 persen. Jenis produksi lain yang juga mengalami
peningkatan antara lain adalah kaca polos. Dalam tahun 1982/1983 produksinya mencapai
sebanyak 100,7 ribu ton, sedangkan dalam tahun 1981/1982 baru mencapai sebanyak 89,9
ribu ton.

7.6.3.  Aneka industr i

Produksi bidang aneka industri, yang lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
konsumen akhir, dalam tahun 1982/1983 mengalami peningkatan yang cukup besar. Seba-
gaimana terlihat pada Tabel VII. 54, dalam tahun 1982/1983 hampir seluruh jenis produk-
sinya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun tingkat
perturnbuhannya tidak sebesar yang dicapai dalam Pelita I dan Pelita Il. Dalam rangka
pembinaannya, bidang aneka industri dapat dibagi menjadi 5 kelompok besar yaitu kelom-
pok aneka pengolahan pangan, aneka sandang dan kulit, aneka kimia dan serat, aneka barang
logam, alat angkutan dan jasa, serta aneka bahan bangunan dan umum. Aneka pengolahan
pangan antara lain mencakup jenisjenis produksi seperti margarine, minyak kelapa, minyak
goreng, rokok, dan susu, Produksi margarine dalam tahun 1982.11983 telah mencapai 30,1
ribu ton atau 53,6 persen di atas produksi tahun sebelumnya. Selanjutnya mrnyak goreng
menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu dari sebesar 326,4 ribu ton dalam
tahun 1981/1982 menjadi 780,9 ribu ton di dalam tahun 1982/1983 yang berarti meng-
alami peningkatan lebih dari dua kali lipat dalam periode tersebut. Kenaikan beberapa
produksi kelompok aneka pengolahan pangan tersebut dimungkinkan oleh adalya pening-
katan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat. Di samping itu juga karena adanya
berbagai diversifikasi produksi hasil industri pengolahan pangan, misalnya dalam pengadaan
minyak goreng yang tidak lagi sepenuhnya tergantung pada minyak kelapa tetapi sudah
dialihkan kepada minyak kelapa sawit.

Produksi aneka sandang dan kulit dalam tahun ke4 Pelita lll, kecuali untuk tektil,

t

)
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PRODUKSI TtrKSTII, DAN BENANG TENUN, 197611977 - 198211983

(T€kstil , dalam juta metcr, Benang tenun : dalam ribu bal)
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G r a f  i k  V I t .  1 9
PRODUKSI SABUN CUCI DAN TAPAL GIGI, 197611977 _ 1982/1983

(Sabun cuci ; dalam ribu ton,'l'apal gigi : da.lam juta tube)
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masih menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi. Benang tenun telah meningkat dari sebesar
1.233,0 ribu ton dalam tahun 1981/1982, menjadi 1.170,0 ribu ton dalam rzhun 7982/
1983, atau, suatu peningkatan sebesar 11,1 persen. Sementara itu produksi kulit samak
sapi/kerbau yang merupakan produksi aneka sandang dan kulit juga mengalami peningkatan.
Dalam tahun 198211983 produksi kulit samak sapi/kerbau adalah sebanyak 11,000 ton yang
berarti suatu peningkatan sebesar 7,3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Produ}si lainnya yang juga mengalami peningkatan adalah pakaian jadi yang terus berkem-
bang. Dalam tahun 1981/1982 produksi pakaian jadi baru berjumlah 14.980 ton akar tetapi
dalam tahun 7982/1983 telah mencapai 77.O7O ton atau meningkat sebesar 9,3 persen.

Dalam pada itu bidang aneka kimia dan serat, yang antara lain mencakup jenis pro-
duksi sabun cuci, diterjen, korek api, tapal gigi dan kotak karton, dalam tahun 198211983
pada umumnya menunjukkan kenaikan yang cukup pesat dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Dalam periode tersebut produksi sabun cuci telah mencapai 249,8 ribu ton
yang berarti meningkat sebesar 20,2 pcrsen dari tahun sebelumnya. Demikian pula produksi
diterjen, korek api, tapal gigi dan kotak karton masing-masing adalah sebesar 66,8 ribu ron,
681,4 juta kotak, 145,0 juta tube dm 79,5 ribu ton, yang berarti mengalami kenaikan
masing-masing sebesar 4,5 persen, 2,5 persen, 5,5 persen dan 15,4 persen.

Sementara itu produksi yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam tahun
keempat Pelita III adalah hasil industri aneka barang logam, alat angkutan dan jasa antara
lain berupa radio, kipas angin dan sepeda motor. Dalam tahun tersebut produksi radio
mencapai 1.589,9 ribu buah atau 37,7 persen di atas produksi tahun sebelumnya yang
berjumlah 1.154,9 ribu buah, sedangkan produksi kipas angin dan sepeda motor masing-
masing meningkat dari 534,3 ribu buah menjadi 756,0 ribu buah (44,2 persen) dan dari
503,3 ribu buah menjadi 577,4 tibu buah (14,7 persen). Dalam pada itu sejalan dengan
pesamya pembangunan di sektor pertanian, maka dalam tahun 1982/1983 produksi alat
penyemprot telah mencapai 759,7 ribu buah yang berarti suatu kenaikan sebesar 3,5 persen
dari produksi dalam tahun sebelumnya yang berjumlah 154,3 ribu buah. Sebaliknya pro-
duksi accu dan televisi dalam periode tersebut mengalami sedikit penurunan. Jumlah pro-
duksi accu menurun dari 3.651,6 ribu buah dalarn tahun l98l/7982 menjadi 3.521,0 ribu
buah dalam tahun 7982/1983, sedangkan produksi televisi menurun dari 846,9 ribu buah
dalam tahun 7981/7982 menjadi 653,5 ribu buah dalam tahun 7982/7983.

Perkembangan yang terjadi pada aneka bahan bangunan juga nampak mengalami
peningkatan dalam tahun 1982/1983. Dalam tahun tersebut produksi kayu gergajian adalah
sebanyak 8.019,7 meterkubik, yang berarti suatu kenaikan sebesar 3,19 persen bila diban-
dhgkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 7,771,3 rilol't meterkubik. Kayu lapis telah
menunjukkan peningkatan yarg cukup pesat yaitu dari sebanyak 1.610,0 ribu meterkubik
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dalam tahun 7987/1982 menjadi 2.577,2 ribu meterkubik dalam tahun 798211983 yang

berarti meningkat sebesar 60,1 persen. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya pe-

ningkatan kebutuhan akan kayu dalam rangka pembangunan perumahan dan sekolah, di

samping juga makin meningkamya ekspor.

7.6.4. Industri kecil

Pembinaan terhadap industri kecil telah dapat menunjukkan perkembangan yang
cukup pesat, baik mengenai penyediaan sarananya maupun hasil pembinaannya. Bertam-
bahnya lembaga-lembaga pembina industri kecil di daerah yang telah dibangun serta pening-
katan jumlah dan kemampuan tenaga penyuluh lapangan yang melakukan pembinaan
terhadap pengusaha/pengrajin di pelosok-pelosok telah minunjukkan hasil-hasil seperti yang
diharapkan. Penrbinaan terhadap industri kecil telah dilakukan oleh sekitar 1.846 orang
tenaga penyuluh lapangan (TPL), baik generalis rrraupun spesialis dari berbagai keahlian,
yang tersebar di seluruh daerah melalui proyek bimbingan dan pengembangan industri kecil
(BIPIK). Guna menunjang kegiatan tersebut, maka disediakan sarana-sarana pembinaan
berupa unit pelayanan teknis (UPT), pusat pelayanan promosi (PPP), pusat pelayar.ran
informasi (PPi) dan pusat pengembangan industri kecil (PPIK). Di samping sarana-sa.rana
pembinaan di atas telah puia dikembangkan sarana pembinaan terpadu dalam bentuk
lingkungan industri kecil (LIK), pemukiman industri kecil (PIK), dan sarana usaha industri
kecil (SUIK) di beberapa daerah. Dewasa ini telah diresmikan sebanyak 7 unit LIK, sedang-
kan 8 unit lainnya sedang dalam tarap pembangunan dan persiapan.

Untuk merangsang tumbuhnya indusni kecil, maka diutamakan pembinaan iklim
industri. Dalam hubungan ini telah diberikan kemudahan-kemudahan dalam prosedur
perijinan, diijinkannya pencadangan industri oleh industri kecil (reservation scheme), serta
diadakan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka memberikan fasilitas kepada industri
kecil yang antara lain berupa kredit bank, bantuan pemxsaran dan penyebaran informasi. Di
samping itu juga diberikan bantuan dalam bentuk perangkat keras dan lunak langsung
kepada pengusaha untuk dapat digunakan bersama atau sebagai unit percontohan ataupun
bahan baku, serta bantuan modal kerja yang dapat mengurangi pengaruh sistem ijon. Ban-
tuan perangkat lunak lainnya yang diberikan antara lain berupa pendidikan dan pembuatan
studi kelayakan bank, studi perbandingan, bimbingan serta penyuluha.n, yang dimaksudkan
untuk meningkatkan kemampuar pengusaha baik dalam jumlah, maupun mutu produksi
serta cara kerja dan manajemennya.

Dalam rangka mengkaitkan industri kecil dengan industri besar dan sedang, kini terus
djkembangkan suatu sistem kerjasama melalui sistem bapak angkat dan sub-konrrak yang
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telah meliputi lebih kurang 66 bapak angkat dan unruk beberapajenis industri sudah dapat

dikaitkan dalam sistim sub-konuak ini. Selain daripada itu perluasan pasaran bagi jenis-jenis

industri kecil telah pula dilakukan antara lain melalui pembelian yzng dilakukan oleh

Pemerintah dan mencakup puluhan jenis komoditi. Dari kegiatan pembinaan yang telah

dilakukan selama pelaksanaan Repelita III, maka selain telah membesarnya nilai tambah

yang dihasilkar, nilai investasi di bidang industti kecil juga makin meningkat, unit usaha

makin luas dan tenaga kerja yang diserap juga semakin banyak.

7,7. Perhubungan, telekomunikasi, pos dan kepariwisataan

Peranan dan fungsi perhubungan, pos dan telekomunikasi serta kepariwisataar-
adalah untuk penycdiaan ja,sa yang seimbang, terpadu dan saling mengisi di dalam me-
nunjang kelancaran ams barang dan penumpang yang aman, cepat dan teratur dengan ta-
rifjasa yang terjangkau daya beli masyarakat.

7.7.1. Pethubungan darat

Hasil pembangunan yang dicapai di biciang perhubungan darat khususnya angkutan
jabn ruya ditandai dengan meningkatnya jumlah armada dalam tahun 7982 yang mencapai

1.538.685 buah dibandingkan dengan sebanyak 1,3+5.7+3 buah pada tahun 1981 (Tabel

VII.55). Dalam periode yang sama angkutan penyeberangan telah mengalami kenaikan

angkutan barang sebesar 0,9 persen dan angkutan kendaraan sebesar 6,1 persen, sedangkan

untuk angkutan penumpang sejak tahun 1981 mengalami penurunan. Di bidang perkereta-

apian dalam tahun 1982 telah terjadi peningkatan sebesar 3,4 .persen untuk angkutan

penumpang, dan sebaliknya mengalami penumnan sebesar 1,0 persen untuk angkutan

barang dibandingkan dengan tahun 1981.

Dalam rangka mengatasi angkutan umum dalam kota yang aman, tertib dan murah,

dalam tahun 1982 telah didistribusikan bis-bis bertingkat dan bis tidak bertingkat di bebe-

rapa kota besar. Surabaya menerima alokasi sebanyak 208 buah bis yang terdiri atas 30 bis

bertingkat dan 178 bis tidak bertingka,t, Medan mendapat 96 bis yang terdiii atas 25 bis

bertingkat dan 71 bis tidak beningkat, Semarang mendapat 128 bis terdiri atas 10 bis

bertingkat dan 118 bis tidak beningkat, Solo mendapat 10 bis bertingkat, Tanjung Karang

mendapat 24 buah bis tidak bertingkat, Bandung mendapat i28 bis tidak bertingkat dan

Ujungpandang mendapat 10 bis bertingkat. Untuk mengatasi angkutan kota, khususnya

angkutan umum terutama di kota-kota besar, sistem angkutan disuzun secara terPadu antara

angkutan bis dengan angkutan kereta api.

Untuk mengembangkan angkutan pedesaan yang sekaligus berfungsi sebagai ang-

kutan perintis, maka dilakukan angkutan campuran antara batang dan penumpang yang

t
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ART,IADA ANGKUTAN JAI.AN RAYA, 1969 - 1982
( ddam satuan )

B i r Mobil bann8/truL Mobil pcnumpnng J u m l a h

1969
1970

l9? l
t972

l s75

t974
197 5
r  976

t97 7

1978

l 9  7 9

1980
r98l

r9s?  I  )

20.+97
25,451
22.562
26.488
s0.568

31.439
35.900
39.389
46.644
57.435

69.545
86.r66
8E.997

r29.979

95.660
99.814

112 .878

151 .  t  75
r44.060

166.356

189.480

220,692

268.098

32a.022

383.648

478.066

496.615

634.256

212.r2t
255.8t 6
256.988
277.2t0
307.739

33?.70r
377.990
419.240
471.099
531.206

577.345
7 29.517

.760.131
774,450

328.2E0
359.08I
492.424
434.873
482,t67

535.496
603.370
679.321
785.84t
917.063

1,030.538
1,293,749
r.345,74!
1.538.685

I  )  Aneka semenrara
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PEMAKATAN JASA KERETA Apt, 7969 - 1982

Penumpeng B*"9
Tahun

Jur ah
$ura orang)

Rata.rata per km
(omn8)

Jurnlah
0uta ton)

Rata-rata prr km
(ton)

1969

r970

t97r
t912

1 9 7 3

1974
1975

r  976
t977

l 9  7 8

1979

1980

l98 l

r98 r  I )

55,4

52,4

50,9
40,1

29,8

20,1

2 r ,0

40,7

39,9

s.422
3.466
3.623
3.352

3.466
3.554
3.3?  1
3.082
4.75r

5 ,981
6,229
6.080
6.293

859

E55

949
t .038
r.069

l . l  l 6

959

701

814
|.o22

r .016
980

1.016
884

4,0
s,9
4,2
4,6
5,0

4,5

4,2

I ) Angka s€mentara
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untuk pertama kali telah dicoba di daerah Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan
Timor Timur. Jenis angkutan ini disebut bis potong yaitu sebagian angkutan digunakan
untuk penumpang dan sebagian lagi untuk angkutan barang. Di samping itu untuk melayani
daerah-caerah terpencil, setiap tahunnya diadakan penambahan armada bis perintis, Apabila
dalam tahun 1981 jumlah bis perintis baru berjumlah 121 buah, dalam tahun 1982 telah
meningkat menjadr 142 buah. Bis-bis perintis tersebut melayani daerah-daerah terpencil
dengar stasiun-stasiun Uiungpandang 6 buah bis, pangkalpinang g buah bis, Kupang 6 buah
bis, Ambon 5 buah bis, Bengkulu 18 buah bis, Mataram 7 buah bis, Sumbawa 4 buah bis,
Jayapura 12 buah bis, Sorong 7 buah bis, Manokwari 5 buah bis, Merauke 3 buah bis, Biak 6
buah bis, Dilli 18 buah bis, Balikpapan 3 buah bis, palu 6 buah bis, padang 7 buah bis,
Lubuklinggau 4 buah bis, Banda Aceh 13 buah bis dan palembang 4 buah bis.

Kebrjaksanaan pembangunan di bidang perkeretaapian adalah ditujukan untuk
melarjutkan perbaikan/rehabilitasi yang telah dilakukan selama ini di samping juga melak-
sanakan peningkatan/penambahan prasarara, sarana dan peralatan operasi. Hal tersebut
dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan munr perayanan kepada masyarakat
sehubungan dengan penrngkatan kegiatan pembangunan serta hasil produksi yang cukup
besar. Peranan angkutan kereta api semakin penting di masa mendatang, karena yenis ang-
kutan ini lebih hemat dalam pemakaian bahan bakar serta lebih kecil tingkat pen..-"r"nnyl"
dibandingkan dengan angkutan j an rzya dan angkutan masar. Di samping itu jenis angkutan
kereta api ini juga penting fungsinya dalam memperlancar distribusi daripada beberapa hasil
produki seperti semen, pupuk, batu bara, kerapa sawit, besi beton dan minyak seita ang-
kutan transmigrasi. Bagi kota-kota besar yang jasa angkutan masalnya sangat -.ndesak,
maka peningkatan penggunaan jasa angkutan kereta api kota dapat *engl.,rangi kemacetan
lalu lintas. Langkahlangkah penelitian dan kegiatan pelaksanaan program argkuran kereta
api kota telah dimulai sejak tahun 1979 di wilayah Jabotabek dan untuk itu telah dilakukan
penambahan peralatan operasional, penambahan jadwar perjalanan serta penambahan jarur
pelayanan. Sedangkan untuk kora Surabaya dan Medan telah dilakukan penelitian untuk
pembangunan angkutan kereta api kota tersebut.

Dalam tahun 1982 jumlah penumpang kereta api telah mencapai 41,3 juta orang
atau sebesar 6,3 juta penumpang per kilometer. Bila dibandingkan dengan jumlah penum-
pang dalam tahun 1981 yang mencapai 39,9 j::lra orang arau 6,1 juta oiang per kilometer,
berarti masing-masing telah mcngalami kenaikan sebesar 3,5 persen dan 3,3 persen. sedang-
kan angkutan barang dalam waktu yang sama mengalami penurunan sebesar 10,4 persen,
yaitu dari sebanyak 4,8 juta ton Fada tahun 1981 menjadi 4,3 juta ton ad"- tahun f9AZ.
Demikian pula angkutan barang dalam ukuraJr ton per kilometer mengarami penurunan b a
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar 1.016,0 ton per k ometer pad*
tahun 1981, menjadi sebesar 884,6 ton per kilometer daram tahun 19g2. perkembansan
jumlah angkutan penumpang dan barang dapat diikuti melalui Tabel VII. 56. :

I
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Sementara iru dalam rangka meningkatkan kebutuhan peralatan kereta api, PT

Industri Ker€ta Api (Inka) telah merakit dan memproduksi gerbong barang, kereta penum-
pang dan berbagai kornponen kereta api yang diperlukan. Dalam pada itu di bidang opera-
sional angkuran kereta api telah ditempuh langkah penyehatar s€rta penyempurnaan admi-
nistrasi dan keuangan, dan pendidikan/latihan kejuruan di pusatausat pendidikan perhu-

bungan darat di Tegal, sekolah kereta api di Bandung dan pusat pendidikan alat-alat disel di
Yogyakarta. Hasil yang dicapai sampai dengan tahun ke4 Pelita III antara lain berupa
rehabilitasi jalur lalu lintas kereta api sepanjang 2.313 km, perbaikan jembatan beton dan
baja scbanyak 753 buah, rehabilitasi lok uap sebanyak 38 buah, rchabilitasi lok disel dan
listrik sebanyak 700 buah, rehabilitasi kereta penumpang sebanyak 1.955 buah serta reha-
bilitasi gerbong sebanyak 72.467 buah. Hasil rehabilitasi di bidang perkeretaapian dapat
diikuti pada Tabel VIl. 57.

Dalam pada itu perusahaur jawatan kereta api (PJKA) mempunyai proyek-proyek
khusus yang bcrkaitan dengan bidang lain seperti proyek kereta api Jabotabek, proyek
pengembirrgan pengangkutan batu bara Bukit Asam dengan kereta api (P3 BAKA) serta
ptoyek pembangunan jalan baru kereta api antara Meneng - Kabat (Banyuwang), Tujuan
pembanguna.r.r perkeretaapian di rvilayah Jabotabek tersebut antara lain adalah untuk
mcngurangi beban jalan raya, penghematan energi bahan bakar minyak melalui sistem
propulsi kereta api dengan listrih dari PLN, penghematan waktu dengan berkurangnya
kemacetan lalu lintas terutama di pintu-pintu perlintasan kereta api (di lintas tengah dan
timur), serta mcngurangi kecelakaan lalu lintas. Di samping iru ditujukan juga untuk tercip-
tanya sistem transportasi yang terpadu antara kereta api dan jalan raya, meningkatnya
kapasitas angkut, serta adanya alih teknologt sehubungan diterapkannya bermacam-macam
sistem baru dalam pembangunan proyek Jabotabek.

Di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan telah dilakukan peningkatan
dan pembangunan prasarana dan sarura berupa pengadaan kapal, pembangunan dermaga,
pembangunan ternrina.l dan pcnambahan fasilitas keselamatan pelayaran. Di samping itu juga
dilakukan peningkatan pelayanar operasional, penyempurnaan kelembagaan serta pembi-
naan terhadap usaha masyarakat di bidang angkutar sungai, danau dan penyeberangan.
Ilasil-lrasil yang telah dicapai dalam tahun 1982/1983 anra.ta lain berupa pembangunan 4
buah terminal yaitu di Kayu Arang, Padang Bai, Lembar dan Bira, l1 buah dermaga beserta
5 buah dermaga apung yairu di Ujung (Surabaya), Kamal, Kalianget, Penarukan, Kalipucang,
Cilacap, Padang Bai, Lembar, Kayu Arang, Palembang dan Wainuru, pengadaan 1 buah
kapal pcnycberangar untuk Indonesia bagian timur, serta penambahan 20 buah kapal
inspeksi. Di samping itu juga telah dilakukan pengerukan alur pelayaran sebanyak 113.750
meterkubik serta pemasangar 462 buah rambu-rambu sungai untuk menunjang keselamatan
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pelayarar. Pelayanan jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan pada tahvn 19821
1983 terus meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun seb€lumnya dengan makin ber-
kembangnya daerah jangkauan yang dapat dihubungkan antara satu dengan lainnya. Dalam
melaksanakan kegiatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan tersebut kebijaksanaan
yurg ditempuh adalah memberikan prioritas pada pelaksanaan proyekTroyek lanjutan dan
melengkapi proyekaroyek yang sudah selesai, di samping mempersiapkan proyek-p\o. lek
baru dalam hal persiapan studi, desain, pengadaan tanah dan konstuksi.

7.7.2. Perhubungan laut

Dalam tahun pertama Repelita IV kebijaksanaan yang ditempuh di bidang per-
hubungan laut adalah meningkatkan penyediaan jasa angkutan laut, baik oleh sektor Peme-
rintah maupun oleh swasta dan koperasi, membina pelayaranr <yat sebagai modal angkuta4
tradisional yang potensial yang diarahkan kepada wiraswasta bahari nasional, serta men-
dorong penggabungal perusahaan-perusahaan kecil dalam bentuk koperasi. Adapun penye-
diaan jasa perintis diselenggarakan oleh Pemerintah, sedangkan pelaksanaan angkutan
transmigrasi diselenggarakan oleh Pemerintah dan swasta,

Potensi dan produksi di bidang perhubungan laut yang dilakukan selama Peliu III
telah memperlihatkan perk€mbangan yang cukup baik meliputi peningkatan fasilitas armada
dan jasa pelayaran, penambahan fasilitas pelabuhan, pengerukan pelabuhan dan alur pela-
yaran, penambahan peralatan pengerukan, peningkatan keselamatan pelayaran serta pe-
ngembangan jasa maritim dan pekerjaan bawah air. Sejalan dengan itu terus dilakukan
peremajaan dan pengembangan arrnada, sehingga kemampuan dan daya angkut armada
nusantara dapat terjamin dalam menyelaraskan kebutuhan untuk mengikuti pertumbuhan
daerah. Dalam Pelita lll kegiatan angkutan laut telah dapat ditingkatkan, baik fasilitas
prasarara maupun saranarya yang berguna bagi kepentingan kondisi geografis Indonesia.

Jumlah armada telah ditingkatkan dan ditambah pada masing-masing pelayarannya yaitu
pelayaran niaga nusantara, pelayaran lokal, pelayaran rakyat, pelayaran perintis serta pela-
yaran khusus dalam dan luar negeri. Pengembangan armada tersebut dilakukan melalui usaha
swasta nasional serta usaha patungan antara swasta nasional dan swasta asing. Sedangkan
partisipasi Pemerintah dibatasi pada kegiatan pelayaran tertentu dengaa menciptakan iklim
usaha yang cukup merangsang swasta dalam menunjang pengembangan armada nasional
Untuk itu dilakukan pembinaan perusahan pelayaran swasta, pelayaran rakyat dan peru-
sahaan pelayaran milik negara agar mampu meningkatkan kegiatan angkutannya. Kegiatan
tersebut antara lain dilakukan melalui penyederhanaan jumlah perusahaan pelayaran,
pembinaan sistem organisasi dan manajemen serta diversifikasi usaha.

Sementara itu pola pelayaran nusartara dan pelayaran lokal tenrs disempurnakan
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dalam rangka menunjang kelancaran arus barang dan penumpang termasuk transmigrasi,
kegiatan pemasaran, serta pengembangan wilayah terutarna di Indonesia bagian timur. pola
jaringan pelayaran nusimtara tersebut disezuaikan dengan jaringan yang dilayani kapal
pelayaran lokal sehingga tercapai sistem pelayaran yang terpadu dengan biaya yang rendah,
Hal terscbut telah diuji coba melalui bentangan trayek di Indonesia bagian timur dengan
pelabuhan asal Surabaya dan trayek-trayeknya meliputi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi,
Kalimantan Tirnur, Maluku, Irian Jaya dan Sumatera. Dalam tahun 1981/1982 jumlah
muatan yang diangkut oleh armada pelayaran nusantara adalah sebesar 6,T94.T5l ton
dengan jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 361 buah dan berkapasitas 4ZS.4Z9 DV1T.
Kemudian dalam tahun 7982/1983 jumlah muatan yzng diangkut adalah sebesar 7.4ST.610
ton dan 4.376 unit petikemas, penumpang sebanyak 4Z5.896 orang, serta jumlah kapal
sebanyak 397 buah dengan kapasitas kapal sebesar 503.375.Dwr. Hal tersebut berarti dalam
tahun 198211983 teidapat kenaikan dalam jumlah muaran dan kapasitas kapal masing-
masing sebesar 9 persen dan 18 persen dibandingkan dengan tahun IgBl/lgBZ, perkem-
bangan armada niaga nusanrara dapat dilihat pada Tabel VIL58. Sedangkan dalam hubung-
annya dengan transmigrasi, pelayaran nusantara telah melakukan pengangkutan dari pela-
buhan asal Tanjung Priok, Surabaya, Semarang, Benoa dan Lembar ke berbagai daerah
tujuan pemukiman transmigrasi di Sumatera, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, KaJi-
martan Barat, Riau, Jambi dan Irian Jaya. Untuk menunjang argkutan nansmigrasi dari
tempat asal ke tempat tujuan dan untuk pengembangan pelayaran angkutan di daerah tujuan
transmigrasi, maka telah dimanfaatkan prasarana dan sarana perhubungan laut yang ada
tarpa mengganggu fungsi utama kegiatan pelayarannya. Untuk itu telah ditingkatkzn
fasilitas pelabuhan, baik di daerah asal transmigrasi maupun di pelabuhan kecil yang rne-
layani daerah-daerah pemukiman ua-nsmigrasi.

Dalam pada itu di bidang pelayaran lokal sebagai unsur penunjang pelayaran nu-
santara Regular Liner Service (RLS), kegiatannya terus menunjukkan peningkatan dari
tahun ke tahun. Pernbinaan pelayaran lokal ditujukan untuk memenuhi dan memperlancar
angkutan daerah, yang pola trayeknya diarahkan untuk dapat dilayari secara tetap dan
teratur sehingga dapat saling menunjang dengan pelayaran nusantara. Dalam tahun 19g1/
1982 armada pelayaran lokal berjumlah 1.090 buah kapal dengan kapasitas 16i.400 Dwr
dan jumlah muatan sebesar 2.27o.goo ton barang dan 567.424 orang. Sedangkan dalam
tahun 1982/1983 jumlahnya telah meningkat masing-masing menjadi 1.144 buah kapal,
172.039 Dwr serta' 2.444.677 ton barang dan 610.747 orang. rlal ini berarti dalam tahun
1982/7983 telah terjadi kenaikan jumlah muatan dan kapasitas masing-masing sebesar
7 persen dan 6 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam hubungan ini telah
'li {rkan peningkatan dan pembangunan beberapa fasilitas pelabuhan perahu ltyar artara

a
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T a b e l  V I I . 5 8

ARMADA PELI\YARAN NIAGA NUSANTARA. 1969 - 1982

Jun ah L4peI IGpd{rapal yang bcropcnrl

f'apd DWT
I a h u n

Kapd DWT

1 9 6 9
r 9 7 0
l 9 ? l
r 9 7 2
1 9 7 3

1 9 7 4
l s 7 5
1 9 7 6
1 9 7 7
1 9 7 8

1 9 7 9
1 9 8 0
1 9 8 1
r 9 8 2 1 )

182
273

282
267

184.350
267 .7 59
32r .669
321.669
284.931

272,4t I
311.950
330.419
310.5  70
312.000

386.954
406.378
425.428
503.375

138.004
234.685
25E.555
52t.669

272.4t1
911.950
330.419
310.5?0
3t 2.000

986,954
405.9?8
425,428
503.375

130

215
282
267

s00
305
s40
3 1 6
322

300
305
340
3 1 6
322

373
390
361
597

375
390
361
397

l) Angka sementaB

T  a b e M I . 5 9

ARMADA DAN MUATAN PELAYARAN LOKAL, T969 - 1982

Tahun Jumlah kapal
Kaparit8r

( ribu DwT )
MuEtan yang diaqtut

( ribu ton)

1969
1970
r 9 7 1
19?2
I973

1974
t97 5
r 9 ? 6
1977
19?E

1979
1980
r 9 8 l  - .
1982  r ,

803
? 7 7
625
679
980

965
858

t .27  ?
1.348
1,448

1 .589
1 .081
1,090
t.144

60,7
90,0
83,0
86,0

92,6

152, t
t+7,9
155,6

16s,2
154,8
161,4
t,72,0

r . 1 6 2
1.27I
t.479
r.543
r.208

938
1.27I
1 .3E2
Laz2
1.899

1.970
2.200

2,445

l) AnSka sementara
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lain di Sunda Kelapa, Palembang, Sibolga, Cirebon, Tegal, Semarang, Gre5ik, Paotere,

Kendari, Bitung, Ambon, Ternate, Donggala dan Idi. Perkembangan armada pelayaran

lokal dapat dilihat pada Tabel VII. 59.

Bidang pelayaran rakyat sesuai dengan potensi angkutan laut tradisional tetap

merupakan sarara yang perlu dikembangkan dan dibina. Untuk itu terus dilakukan pembi-

naan melalui motorisasi perahu layar dengan mengutamakan milik golongan ekonomi lemah.

Dalanr tahun 1,9Alt1,98z kapasitas armada pelayaran rakyat baru mencapai 179.032 BRT

dengan jumlah muatan sebanyak 1.959,48o ton, sedangkan dalam tahun L982/L983 maing'

masing telah meningkat menjadi 180.447 BRT dan 2.155 '600 ton. Sejalan dengan itu

pelayaran perintis juga terus ditingkatkan melalui penambahan frekuensi, pengaturan

pelayaran, pcnambahan pelabuhan yang disinggahi, serta penambahan trayek bagi pelayaran

perintis yang telah tumbuh dengan baik menjadi pelayaran komersial' Pelayaran perintis

dibina dan diawasi oleh Pemerintah yang dalam pelaksanaannya sejauh mungkin dapat

memanfaatkan usaha pelayaran swasta setempat terutama pengusaha golongan ekonomi

lemah. Dalam hubungan ini bila pihak swasta tidak berminat, maka kegiatan pelayatar,

tersebut dilaksanakan Pemerintah. Sehubungan dengan itu dalam tahun 1981/1982 jumlah

armada perintis yang dioperasikan berjumlah 33 kapal yang melayari 35 trayek dan me-

nyinggahi 202 pelabuhan, sedangkan jumlah muatan yang diangkut adalah seberat 98.015

ton barang dan sebanyak 121.777 orzng. Kemudian dalam tahun 198211983 jumlah terse-

but berturut-turut menjadi 36 kapal, melayari 35 trayek, menyinggahi 214 pelabuhan,

dengan muatan 53,L66 ton barang dan 16L.387 otang.

Di bidang pelayaran samudera terus diusahakan peran yang lebih besar daripada

perusahaan pelayaran nasional dalam melakukan angkutan muatan ke dan dari luar negeri.

Dalam tahun 798L/1982 armada pelayaran samudera baru memiliki 61 buah kapal dengan

kapasitas 801 ribu DWT, serta jumlah muatan yang diangkut sebanyak 5.336 ribu ton

muatar nasional dan 12.300 ribu ton muatan asing. Kemudian dalam tahun 198?./1983

masing:masing telah meningkat menjadi 62 buah kapal, betkapasitas 827 ribu DWT serta

bermuatan 5.670 ribu ton muatar nasional dan 72.795 tibu ton muatan asing. Dalam

kaitannya dengan perkembangar angkutan petikemas, PT Jakarta Lloyd telah memiliki serta

mengoperasikan 11 buah kapal yang bersifat full container, semi container dan konvensional

dengan kapasitas 130.325 DWT, Perkembangan jumlah armada dan muatan pelayarart

samudera dapat dilihat pada Tabel VII. 60.

Sementara itu bidang pelayaran khusus telah meningkat baik jumlah armada

maupun kapasitas pelayarannya. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hasil-hasil

produksi di bidang industri semen, pupuk, minyak kelapa sawit, kayu olahan dan bijih

tambang di dalam negeri. Pada gilirannya peningkatan pelayaran khusus dalam negeri

t

a
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T a b e l  V I l . 6 0

ARMADA DAN MUATAN PELAYARAN SAMUDERA, 1969 - 1982

T a h u n
Jumlah

tapal

I(ape3ltal

( rlbu Dwr )

Muata.D yang diargkut

( ribu ton )

r 9 6 9
1 9 7 0
l 9 7 l
1 9 7 2
r 9 7 3

r 9 7 4
1 9 7 5
1 9 7 6
1 9 7 7
1 9 7 8

39
48
5 9
5 3
41

45
47
50

5 2

50
58

62

318
386
489

387

339
4t2
450
491
5 1 3

5 1 3
668
802
827

1.343
1 .913
?.650
6.923
9 .917

5.96?
5.406

10.452
t2.121
12 .120

14.095
t6.752
16.636
18.465

9 7 9
9 8 0
9 8 1 , ,
g a 2 ' l

I ) AnBka sementara

T a b e t  V I I . 6 r

HASIL PENGERUKAN PELABUHAN, 79691I97O _ 198211983
( dalam juta m3 )

T a h u n T a r g € t Rcaltuasi Perscntrs€

tqhadap target

1969/1970
19701r97r
19711r972
r9?21r9?3
19751r974

197411975
t9751r976
t9761r977
t9771r978
r97alr979

1979/ r980
1980/1981
1 9 8 1 / 1 9 8 2  | ,
1982/1983 - '

t  l , 0
10 .0
t 5,6
16 ,0
16 ,0

16 ,0
I6 ,0
16,0
l9 ,0
?0,1

r5p
t7,2
17,2
14,7

16 .0
u,5
16 ,6
16 ,0
16,0

r6,0
16,7
t7 ,5
2l,4
16,?

I5 ,0
17 ,2
1 ?  , 2

145

106
100
100

100
l0+
109
103
83

100
100
1 0 0
100

l) Angka scmentara

Kct f,rDgu : Jurnla]r lumpur yang dikcruk dinyatakan dalam juta m " hopper ( lumpur bercampur air )
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tersebut telah memperlancar distribusi bahan pangan beras serta bahan bakar minyak darl

gas ke seluruh pelosok nusantara. Dalam tahun 198211983 jumlah armada pelayaran khusus

adalah sebanyak 2.504 buah kapal dengan kapasitas masing-masing sebesar 7.512.562 DWT,

455.+22 BRT dar 266.470 HP

Dalam pada itu pengerukan pelabuhan terus ditingkatkan guna memelihara dan

lebih melancarkan kegiatan pelayaran. Pengerukan yang bersifat pemeliharaan telah dilaku-

kur di pelabuhan Belawan, Jambi, Palembang, Pontianak, Tanjung Priok, Sunda Kelapa,

Cirebon, Sema.rarg, Surabaya, Gresik, Probolinggo, Banjarmasin, Samarinda dan Bitung

Sedangkan kegiatan pengerukan pokok yang dapat meningkatkan fungsi pelabuhan telal-

dilaksanakan di pelabuhan Ketapang dan Kendari. Hasil-hasil pengerukan pelabuhan dapat

dilihat pada Tabel VII. 61.

Tersedianya fasilitas pelabuhan sangat penting bagi kelancaran jasa pelayaran

angkutan laut, t€rutama dalam menunjang kegiatan standar kapal dan bongkat muat barang

yang makin meningkat. Oleh sebab itu setiap tahun terus ditingkatkan pembangunan fasi-

litas pelabuhan melalui rehabilitasi, penggantian, perluasan dan pembangunan baru, baik

untuk fasilitas dermaga, fasilitas gudang, fasilitas lapangan penumpukan maupun peralatan

bongkar muat. Hasil yang dicapai di bidang peningkatan fasilitas pelabuhan dalam tahun

lgSz/1g83 meliputi rehabilitasi dermaga seluas 5.916 meterpersegi, Pembangunan dermaga

baru seluas 36.458 neterpersegi, rehabilitasi penahan gelombang seluas 45 meterPersegi,

pembangunan penahan gelombang seluas 1.245 meterpersegi, pembangunan lapangan

penumpukan se\ns 67,993 meterpersegi, rehabilitasi gudang seluas 8.565 meterpersegi serta

pembangunan gudang selu as 8.174 meterPersegi. Pengembangan pelabuhan ditekankan pada

kebijaksanaan terpadu antara 4 pelabuhan utama sebagai pelabuhan pengekspor yaitu pela-

buhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Ujungpandang. KeemPat Pelabuhar
tersebut didukung oleh 14 pelabuhan kolektor sebagai pengumpul dan pengirim barang-

barang ekspor. Di samping itu juga terdapat 25 pelabuhan utama untuk kegiatan angkutan

laut domestik. Perkembangan fasilitas pelabuhan dapat diikuti melalui Tabel VII.62

Dalam pada itu kegiatan jasa maritim sebagai penunjang kegiatan pelayaran meli-

puti perawatar dan perbaikan armada pelayaran serta pembersihan alur dan daerah perairan

pelabuhan dari kerangka'kerangka kapal karang dan ranjau. Dalam hal perawatan dan

perbaikan bagi kapal-kapal nasional, kemampuan dan fasilitas galangan kapal dalam negeri

terus ditingkatkan. Dalam tahun 1982 potensi dok mencapai sebesar 155.750 DWT dengan

produksi doking lebih kurang 1,2 juta DWT. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan

doking dalam negeri, dewasa ini sedang dibangun dok-dok baru, di samping juga terus

dilakukan pembersihan alur-alur pelayaran dan daerah perairan pelabuhan dari kerang\a

kapal dan rarjau, terutama di Surabaya dan Sunda Kelapa. Hasil rehabilitasi fasilitas kese-

lamatan pelayaran dapat diikuti melalui Tabel VII. 63.
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7.7.3. Perhubungan udara

Kebijaksanaan yarg ditempuh di bidang oerhubungan udara dalam Pelita IV antara

lain meliputi sistem tarif yarg merangsarg, baik bagi produsen maupun konsumen, serta

pengembangan penerbangan perintis ke seluruh pelosok tanalr air sehingga mampu menun'

jang sektor-sektor lain terutama melalui pemantapan Prasaxana dan sarana yang zudah ada.

Kebijaksanaan lain yang ditempuh adalah dengan menciptakan kemudahan-kemudahan agar

lalu lintas penumpang, barang, hewan, tararnan dan pos melalui udara dapat dilakukan

secara lancar serta dapat menjangkau seluruh tanah air, Upaya ke arah itu antara lain

dilakukan dengan mengusahakan terciptanya kerjasama antarperusahaan penerbangan serta

mengusahakan agar penumpang cukup membeli satu karcis dari tempat asal ke temPat

tujuan, walaupun harus melakukan transit di antara kedua pelabuhan tersebut.

Dalam Pelita III sebanyak 19 pelabuhan udara telah mempunyai rencana induk, T

di antaranya telah mernpunyai rancangan teknik terperinci' dan hampir semua lapangan

terbang perintis telah rnempunyai studi pengembangan, sehingga kesemuanya tersebut dapat

dipergunakur sebagai dasar untuk pengembangan pelabuhan udara dan lapangan terbang

perintis di masa mendatang, Pelabuhan udara yang telah mempunyai rencana induk adalah

meliputi Medan, Pekanban-r, Pulau Batam, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar,

Banjarmasin, Balikpapan, Ujungpandang, Manado, Ambon, Sorong, Biak, Jayapura, Pon-

tianak, Padang dan Jakarta. Sedangkan pelabuhan udara yang telah memiliki rancangan

teknik terperinci mencakup Medan, Palembang, Pontianak, Balikpapan, Jayapura, Pulau

Batam dan Jakarta. Adapun pelabuhan udara lainnya sedang dalam proses membuat

tancalgan teknik terperinci.

Sementara itu menjelang akhir pelaksanaan Repelita III telah dilaksanakan bebe-

rapa kegiatan, seperti pcrsiapan dan konstruksi untuk menunjang pelabuhan udara yang

telah mempunyai rancangan teknik terperinci. Kegiatan tersebut antara lain berupa pembe-

basan tanah di Medan, Pontianak dan Balikpapan serta melakukan konstruksi landasan di

Palembang dan Jayapura. Di samping itu untuk menunjang transmigrasi maka dilakukan

pengembangan pelabuhan udara kelas III dan lapangan terbang perintis di Meulaboh, Tem-

bilahan, putusibau dan stagen. Kegiatan penting lainnya adalah berupa pekerjaan lanjutan

pengemburgan pelabuhan udara ibukota propinsi Palangkaraya, pembuatan terminal di

Pekanbaru, penanggulangan banjir di Seinarang, pembebasar tanah di Medan serta pekerjaan

landasan di Kupang dan Merauke.

Keselamatan penerbangan yang meliputi kemantapan sistem pengawasan operasi

penerbangan dilakukan dengan meningkatkan kemampuan unit-unit pengawas lalu lintas
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keselamatan penumPang, Untuk itu malta diadakan peningkatan pela-

Ialu lintas udara dari aerodrome flight information service menjadi

tower/approach control office pada pelabuhan udara Pekanbaru, Padang,

Tanjung Karang, Pontianak, Balikpapan, Manado, Ambon, Jayapura dan Banjarmasin Hasil

lain lrang telah dicapai selama pelaksanaan Repelita lll :mtara lain berupa pembangunan

pur"t op.r"ri penerbangan di Medan, Palembang, Surabaya, Ujungpandang dan Biak serta

p.^b"r,grln* instalasi peralatan navigasi Doppler Very High Omni Range (DVOR) di

pei"buh"n udara yang telah dapat didarati oleh Pesawat udara tipe jet, kecuali pada pela-

tuhan udara Janbi, Bengkulu, Tanjung Karang, Surakarta, Ampenan, Komoro dan palu. Di

samping itu juga telah <lipasang pe(alatan instrument landing system (tLS) di pelabuhan

udara Halim perdana Kusumah, Sam Ratulangi (Ujungpandang) dan Ngurah Rai (Denpasar)

serta peralatan radar di pelabuhan udara Medan, Pekanbaru, Palcmbang, Semarang, Den-

pasar, Ujungpandang, Llalim Perdana Kusumah dan Kemayoran Dalam pada itu sampai

d.ng- t"hun rerakhir Pelita IIl, kebr.rruhan terhadap pertolongan kecelakaan dan peralatan

pemad.am kebakaran (PKPPK) baru dapat dipenuhi sekitar 50 persen Sedangkan untuk

meningkatkan kegiatan pengawasan pelabuhan udara, telah dipasang peralatan keamanan

pelabuhan udara di hampir semua pelabuhan udara kelas I

sementara itu dalam rangka meningkatkan pendidikan dan latihan antara lain telah

disediakan 25 buah pesawat udara latih bermesin tunggal, 2 buah pesawat udara tipe cas-

sa-212, 4 buah pesawat udata tipe Beach Baron, 4 buah pesawat udata tipe Helicopter, 150

o r a n g t e n a g a i n s t r u k t u r b i a s a , g 0 o r a n g t e n a g a i n s t r u k f l r r l u a r b i a s a , 6 T 6 o t a n g t e n a S a

administrasi, tenaga benghel dan teknisi serta pusat latihan pernubungan udara yang berdaya

rampung lebih kurang 800 orang siswa dengan berbagai Program pendidikan, Di samping itu

juga telah dibangun 17 buah gedung asrama, laboratorium operasi lalulintas udara, gedung

radar, setta peralatarr simulator untuk mendukung kegiatan latihan penerbang'

Pelayanan perhubungan udara adalah ditangani oleh sektor Pemerintah dan

sektor swasta, yang dalam hubungan ini sektor Pemerintah diwakili oleh PT Garuda

Indonesian Airways (GlA) dan PT (Persero) Merpati Nusantata Airlines (MNA). Dalam

perrode 1980-1982, pT GIA yang melayani penerbangan domestik telah mengalami pening-

katan penumpang rata'rata sebesar l0 pcrscn per tahun, sedangkan untuk penerbang-

an internasional tclah mengalami peningkatan penumPang rata-rata sebesar 7,1 perseu

per tahun. Adapun P't (Persero) MNA yang dalam misinya melayani angkutan perintis

- telah mengalami peningkatan penumpang sekitar 25 persen rata-rata per tahun dalam
'3 

periode lgZg 15'gZ. Untuk melaks4.nakan angkutan transmigrasi maka Pelita Air

Ser.rice sebagai pengelolanya telah rnemiliki 6 buah pesawat udara tipe Hercules (L-

100-30) dan 3 buah pesawat udara tipe Transall (C-100). Dengan derrikian jumlah

yang diangkut dapat mencapai 84.000 kepala keluarga per tahun. Rute penerbangatt

udara serta fasilitas

yanan Pengawasan
aerodrome control

a

I
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yang telah ada dalam Pelita III telah dimantapkan pengaturannya guna mendapatkan

jaringan penerbangan yang berdaya guna dan berhasil guna secara oPtimal Selama

periode tersebut semua ibukota propinsi telah dapat dilayani oleh pesawat udara tipe jet,

kecuali Palangkaraya dan Samarinda. Dalam pada itu komposisi armada PT GIA yang

merupakan perusahaan penerbangan pembawa bendera nasional dan melayani jaringan

penerbangan nusartara dan penerbangan intemasional telah memiliki 6 buah pesawat tipe

Boeing 747, 6 buah pesawat tipe DC-IO, 21 buah Pesawat tipe DC-9, 9 buah pesawat tiPe

Airbus-30o dan 34 buah pesawar tipe Fokker-28. Adapun pelaksanaan pembangunan

pelabtrhan udara baru cengkareng di Jakarta telah mencapai penyelesaiar sebagian besar

pekerjaan fisik lanclasan dur terminal, dan d.iperkirakan dapat diselesaikan pada akhir tahun

1984 untuk kemudian dioperasikan dalarn talun 1985'

Sementara itu penyelenggaraan angkutan haji melalui udara terus ditingkatkan

dengan menambah frekuensi penerbangan dan meningkatkan mutu Pelayanannya antara lain

tnelalui penambahan pelabuhan-pelabuhan udara pemberangkatan serta penggunaan Pesawat

udara berbadan lebar. A<lapun untuk menunjang keberhasilan proglam pariwisata, baik

dalam negeri maupun luar negeri, antara lain diusahakan frelalui keringanan tarif angkutan

udara bagi wisata remaja serta meningkatkan penerbangan borongan dari luar negeri lang'

sung ke tempar-rempat obyck pariwisata. selain itu juga telah dilakukan peningkatan

fasiiitas terminal di beberapa pelabuhan udara guna melayani arus wisatawan yang datang

melalui pelabuhan udara Manado, Ambon dan Biak. Dalam pada iru kegiatan penerbangan

perintis ielah dapat membuka hubungan ke daerah tetpencil meliputi sebanyak 82 lokasi

y*g t.s.b". di 27 propinsi. Apabila dalam tahun 1981 jumlah yang diangkut adalah

sebanyak 425.952 penumpang dan 2,308 ton barang/pos, maka dalam tahun 1982 hanya

mencapai 261.409 penumpang dan 1.860 ton barang. Perkembangan penerbangan sipil di

dalam dan he luar negeri dapat diikuti melalui Tabel VlI. 64 dan Tabel VII' 65'

scmenrara itu kegiatan pokok di bidang meteorologi dan geofisika antara lain

adalah memberikan informasi rcntang sifat-sifat cuaca, iklim dan geofisika dan segala yang

terjadi di atmosfefa untuk menunjang kegiatan-kegiatan manusia secara efektifdan efisien d-

segala bidang, baik sosial, ekononi maupun teknik di tingkat nasional dan internasional'

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Meteorologi dan Geofisika hams malnPu

menyediakan in{ormasi dcngur cepat, tepat, sesuai dengan kebutuhan pemakai, mulah,

dan mudah dimengerti. Sehubungan dengan itu telah dilakukan pembangunan ber-

. bagai jaringan stasiun yang disesuaikan baik dengan kebutuhan nasional, internasional

maupun kebutuhan khusus penelitian metode-metode ramalan yang lebih baik, sefta peng-

gantian peralatar-peralatan meteorologi dan geofisika sesuai dengar perkembangan tekno-

iogi dan sejauh mungkin merupakan produksi nasional. Sejalan dengan itu juga dilakukan

kalibrasi a.lat untuk menjaga keseimbangannya, Petluasan jaringan telellomunikasi dengan
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PENERBANGAN SIPIL DALAM NEGERI, 1969 - 1982

t

Tahun
Km parawat

(ribu)
Pcnumpant Banng

(nbu) (ton)
Jam terb.ng Ton/km.bncdir Ton/km podurri

('lt") (ritu) (rtUu;

1969
r9  70

l 9 7 r
r972

1973
r974

1975

t9  76

1977

l9  78

t  979
19E0

l98 l

r982 r  )

12.r62

16.480

20.458

26.942

35 .194
42.448

46.972

59,142

65.598

69.324

71 .352

86 .709

499
7 7 0
993

1.235
r,649
2.126
2.321
2,7  82
3.373
3.980

4,449
5.588

4 .1?9
4.940

7 .015

11 .094

13 .790

22.619

28 .76 r

32.908

35.822

38.532

44.460

50.459

56.04?

52.506

80 .185

r02.494
r25.502

213.925

264.+61

302.570

378.925

396.509
4!2,400

456.247

491 .760

616 .433
?90.052

34.920

51 ,0  t  5

68 .501

82,209

I I5,062
r44,401

164.955

t96.602

293.2$0

263 .716

360 ,189

3  73 , r66

386.233

45

54

74

85

106

1 1 6

r3l
1 5 1

166

179

180

212

222
|1

l) Angka sementara
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PENERBANGAN SIPIL KE LUAR NEGERI, 1969 _ 1982

Pcnurnpang
(o.ans

Bar-anE
(ton)

Ton/km teiredir Ton/km produl.ei
Jarn tetbang 

(ribu) (r;uu)

I

1969
1970

r 9 ? 1

t972

1 9  7 3

t974

t975

1976

r917

1978

197  9

1980

r9E l

1982  l )

98.937

?9.28?

80 .651

85.963

97 .098

109.840

L34.67 5

169 ,985

245.217

269.? 46

342.637

487.236

660.954

603,32?

5.326

4 .019

7.354

2.$04
3 . 1 2 5

3 .574

3 .635

3 . 3 1 8

3.953

4 -25?

5 .7  28

I  r . 1 9  r
12.664

13.604

7.941
? .E12

L444
t0 ,451

r0.340

10.429

I  1 .791

14,377

17 .0 r6

17 .798

22.t69

2  5 . 1 3 3

25.800

25.a27

46.302

84.549

102 .8  t 5
122.427

127..348

180 .340

216.A24

29r.37 |

596.607

446.362

5E3 .188

658.470

1 .166 , r73

l . r 9 r . 30 l

3 1 . 4 5 1
40 .831

47.t51

56 .0  73

62.67 4

80.620

87 .914

97.412

r46.353

155 .800

208.t69

299.765

407 .7 27

486.7 t2

l) Angka sementara
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Perumtel, peningkatan sistem penyampaian informasi meteorologi dan geofisika kepada
pemakai jasa, serta peningkatan keterampilan pegawai di dalam dan di luar negeri. Dalam
tahun anggaran 798311984 telah selesai dibangun dan dioperasikan stasiun geofisika Gunung
Sitoli di Medan, stasiun meteorologi Ranai di Riau, stasiun Klimatologi Siantan di Pontianak
dan stasiun klimatologi Sicincin di Sumatera Barar. Dalam pada itu jug telah dibalgun dan
dioperasikan peralatan meliputi 1 set alat automatic message switching system, 6 set alat
wind radar yaitu di Banda Aceh, Ranai, Cilacap, Madiun, Pangkalan Bun dan Tarakan, serta
4 set peralatan telekomunikasi berupa perlengkaparl bagl zub telecomunication centre yang
telah dipasang pada Balai Meteorologi dan Geofisika di Medan, Denpasar, Ujungpandang dan
Biak. Peralatan-peralatan tersebut di atas antara lain dapat mempercepat informasi meteo-
rologi dan geofisika, serta memperbanyak jaringan pengamat angin tingkat atas. Di bidang
penelitian, pada pertengahan tahun 1983 telah ditirbitkan publikasi berupa penelitian
ramalan cuaca./iklim jangka pendek, iklim lokal metropolitan Jakarta, ramalan musim,
hubungan cuaca/iklim dengan tanaman serta ketelitian standardisasi penglmpulan dan
penyebaran datalinformasi.

Sebagaimana diketahui bahwa prioritas daripada pembangunan masih terletak pada
sektor peftanian, yang sebagian besar daripada tanahnya masih merupakan areal tadah
hujan. Sebagai akibaurya maka hubungan antara iklim terurama curah hujan dengan kegi-
atan bidarg pertanian adalah sangat erat. Di samping itu unzur-unzur lain seperti suhu,
kelembaban, radiasi matahari dan kecepatan angin juga ikut berperan dalam menentukan
produksi pertanian. Keadaal iklim yang perubahannya sangat besar pada suatu periode,
memberikan pengaruh yang tidak baik bagi produksi pertanian temtalna tanaman pangan,
yang antara lain tercermin dari timbulnya kekeringan, banjir serta merajalelanya hama
tanamar. Dalam hubungan ini Badan Meteorologi dan Geofisika dapat memberikan infor-
masi mengenai sifat-sifat iklim yang tcrpercaya darr tepat waktunya apabila data hujan yang
dikumpulkan dari lcbih kurang 4.000 lokasi diterima tepat pada waktunya. Oleh karena
kenyaraznnya sebagian besar daripada data hujan tersebut datangnya agak lambat
yairu karena sebagian besar lokasi penakar hujan sangat terpencil letaknya dan jauh dari
sarana komunikasi, maka telah ditempuh kebijaksanaan untuk mendirikan lebih kurang i5O
stasiun hujan utama sistem telemetry di seluruh Indonesia. stasiun hujan utama tersebut
dilengkapi pula dengan sensor lain seperti suhu, kelembaban, radiasi matahari dan arah
artgin. Selain itu pada setiap Balai Peny'uluhan Pertanian juga dibangun stasiun meteorologi
pertanian khusus, yang lengkap dengan sarara telekomunikasinya,

Sementfia itu karena di Indonesia sangat sering terjadi gempa bumi tektonik
dan wlkanik, baik yang berkekuatan besar maupun kecil, maka terus dilakukan pengawasar
dan penelitian agar akibat yang ditimbulkannya dapat dikurangi sekecil-kecilnya. Untuk
itu Badan Meteorologi dan Geofisika terus memonitor berbagai gejala alam ini agar

I
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dapat mengambil langkah Pengamanan secara cepat, dengan cara mengetahui pusat

gempa secara cepat pula. Dalam hubungan ini telah dipasang peralatan baru yang sezuai

dengan kemajuan teknologi yakni seismografi dengan sistem telemetry, di 3 lokasi di Jawa
Barat, sehingga hasilnya telah dapat dirasakan sewakru terjadinya gempa bumi di Sukabumi'

7.7.4. Telekomunikasi, pos dan giro

Pembangunan di bidang telekomunikasi dalam Pelita III diarahkan untuk mening-

katkan pelayanan telekomunikasi nasional yaitu antara lain melalui pembangunan sistem

komunikasi satelit domestik (SKSD) Pdapa, perluasan jaringan telepon/telex, perluasan

jaringan transmisi serta peningkatan telepon pedesaan, Jaringan SKSD Palapa telah dapat

menjangkau daerah-daerah di lndonesia secara langsung di samping juga telah dapat diman-

faatkan oleh negara-negara Asia Tenggara. Selama pelaksanaan Pelita III sampai dengan

bulan Agustus 1983 antara lain telah dilakukan pembangunan fisik telepon sebanyak

283.582 saatan sambungan (SS), yang meliputi Program konsolidasi sebanyak 17'000 SS'

program pemerataan 10.750 SS, program perluasan pembangunan 189.250 SS' program ibu

kota kabupaten (lKK) 28.000 SS, program sentral telepon otomat 9 000 SS, program

pendayagunaan sentral manual 26.970 SS serta program lainJain sebanyak 2612 SS' Se-

dargkan yang berupa saluran langsung jirak jauh baik yang dibangun di Jakarta maupun di

luax Jakarta adalah sebanyak 73.777 sirkit, yang terdiri dari program CIT Alcatel sebanyrk

2.182 sirkit, program Meta Conta - 10 C sebanyak 3.625 sirkit, proglam Penta Conta se-

banyrk 1,143 sirkit, program ARM sebanyak 7 '627 sitkit serta program Digital sebanyak

5.000 sirkit. Sementara itu untuk telex/telegrap antara lain telah dibangun sebany,'k 2.7O0

SS di 5 lokasi, 1.250 sirkit sentral tandem/kecil di 4 lokasi, 4.962 kanal transmisi relegrap,

3.000 buah pesawat releprinter di 27 propinsi serta 200 buah pesawat facsimile. Dengan

adanya kegiatan tersebut, maka apabila dalam tahun 1981 jumlah sentral tel€Pon otomat

baru mencapai 156 buah dengan kapasitas 549.520 SS, maka dalam tahun 1982 telah

dapat ditingkatkan menjadi 164 buah dengan kapasitas 557 963 SS. Demikian halnya

dengan sentral dan kapasitas telpon manual dalam periode yang sama juga telah meningkat,

yaitu dari sebanyak 444 buah dengan kapasitas 79'054 SS menjadi 500 buah dengan kapa-

sitas 86.579 SS. Perkembangan jumlah sentral dan kapasitas telpon daptt diikuti pada Tabel

v I I . 66 .

Sementara itu jaringan transmisi yang merupakan sa.lah satu unsur penting di dalam

peningkatan jasa telekomunikasi, kegiatannya meliputi sistem gelombang mikro, transmisj

terrestrial, sistem komunikasi kabel laut (SKKL), VKF/UHF dan SKSD. Perluasan SKKL

telah dilaksanakan anta.ra J akarta - Singapura, Medan - Penang dan direncanakan sampai ke

Australia, Timur Tengah dan Eropa. Dalam Petita III pembangunan uansmisi satelit meliputi

pengadaan satelit palapa B 1 yang peluncurannya telah dilaksanakan dalam bulan Juni 1983

I

I



7'r?

Ta  b  e  M I .66

JUMLAH SENTRAL DAN KAPASTTAS TELEPON, 1969 - 1983
( senual dalam buah, kapasitas dalam satuan sambungan )

i

O t o m a t Manua l
Tahun

Sentral Kapasitas Kapasitas

1969

1970

1977

1() '71

t973

797+

797 5

r976

1977

r978

7979

1980

1981

79821l'

1983 2)

26

z8

t t

5 5

t.t

37

39

+5

54

69

101

l l 7

r56

l o+

l6+

84.660

90.660

95 .300

110.860

72r .+60

125.500

144.100

160.600

278.320

367.200

460.100

52+.860

5+9.520

557.963

563.458

722 .7  l 8

ro2.167

96.r+2

701 .7 a2

707.920

to+.o92

99.563

104.896

to1.292

108.253

87.772

73.7 62

79.o54tl

86.579

68.762

506

504

+96.

506

50+

507

507

507

503

+93

+68

+57

44+

500

) r l

l

t

1) Angka diperbeiki

2) ArSka s€mentara
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sedargkan palapa B 2 peluncurannya direncanakan dalam bulan Juruari 1984. Kemudian

direncanakan pula pembangunan stasiun bumi kecil (SBK) sebanyak 108 buah dengan

kapasitas masing-masing 5 aluran Single Channel Per Carricr (SCPC) dan dilengkapi de-

ngan penerima isyarat televisi di 21 propinsi. SBK tersebut terdiri atas 75 SBK dalam

rangka crash progam, 23 SBK dalam rangka pcningkatan sarana telekomunikasi di ibu

kota kabupaten serta 3 SBK untuk meningkatkan mutu hubungan antarperbatasan dan

dalam rangka menyusun huburtgan baik dengan negara tetangga. Di samping itu juga di

bangun 3 SBK untuk Pack€t Satelit Net Work (Packsatnet) di Palembang, Semirrang dan

Ujungpandang, 1 SBK untuk Master DA cadangan di Surabaya, 1 SBK untuk back up

route di Ccngkareng, serta 2 buah SBK mobilc guna mengatasi keadaan darurat. Hasil

lainnya adalah berupa perluasan kanal SKSD sebanyak 374 modem SCPC, peningkatan

sistem keandalan dan kemamouan SKSD terdiri atas pengembaugan perangkat Iunak

sistem DA di SPU Cibinong, penambahan pemilikan stasiun bumi di 19lokasi serta

pembangunan pusat Demand Asaint (DA) cadangan di luar Sentral Pengendalian Utama
(SPU) Cibinong. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh PT Indosat antara lain

meLiputi pembangunan SKKL Medan - Penang, SKKL Medan - Singapura, SKKL South

East - r\liddle East - West Europe (Sea - llewe), sentral telepon digital, sentral teleks

Medan, Pengadaan Voice Frequency Telegraphy - Tirne Devision Multiple (VFT - TDM),

serta perluasan MUN J akarta-J atilu hur, Dalam hal lalu lintas telcpon intcrnasional dalarn

tahun 1981 terdapat sebanyak 2.376 ribu permintaan, yang kernudian pada tahun 1982

telah meningkat menjadi 2.622,2 ribu permintaan atau berarti kenaikan sebanyak 245,5

permintaan atau 10,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan pcm-

bangunan jasa telekomunikasi dapat diikuti pada Taoel VIl. 67. Selanjutnya guna me-

nertibkan penggunaan frekuensi radio serta persiapan keanggotaan lndonesia dalam sis-

tem monitoring radio internasional, kini scdang dilaksanakan pembangr.rnan sistem

monitoring radio nasional. Untuk itu selama Pelita III di samping tclah dibangun 17

stasiun monitoring bergerak yang tersebar pada 15 ibukota propinsi, juga telah dibangun

stasiun monitoring semi tetap dar stasiun monitorirrg tetap Ci Medan, Merauke, Jakarta
dan Sarnarinda.

Pembangunan di bidang jasa pos dan giro dalam Pelita ll l diarahkan pada pening-

katan/perluasm pelayanan berdasarkan asas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dalam hubungan ini untuk meningkatkan pelayanan di bidang jasa pos dan giro, antara

lain telah dibangun kantor pos pembantu di ibukota-ibukota kecamatan, kantor pos tam-
bahan, kantor pos besar kelas I di ibukota-ibukota propinsi, kantor kepala daerah pos serta
sentral biro. Pada akhir tahun 1982, dari 3.169 kecamatan yang telah dapat dicapai oleh
jasa pelayanan pos, sebanyak 1,433 kecamatan di antaranya sudah mempunyai kantor pos,
222 kecalr,atan dilayani oleh pos keliling desa, 67 kecamatan dilayani oleh pos keliling kota,

a

t
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T a b e l  V I L  6 8

ARUS LALU IJNTAS POS DAN GIRO. 1959 - I9A2

T a h u n SlEat pot
(j"tr )

Wcsalpor
( olllr ruphh )

Paafmri gno
drtr ccfpor

(mitFr phh)

Trburf.tr Fd.
Bont ftburg|tr Nc!.n

outi rupbb)

1969
1970

t97t
t972
r9?5
t9?4
1975
1976
1977
t978
1979
r9s0 l )
rgsr l)
r9s2 2)

147,00
159,00
18r,90
196,00
176,60
r87,23
r9s,84
200,56
236,70
252,29
265,86
276,20
272t7 5

t4,90
20,81
26,48
32,t3
45,65
65,30
81,29
99,48

l?t,7 |
r38,El
17 4,56
t26,94
152,06
183,7?

9?,65
r06,65
124,30
t57,26
20/l,r9
325,61
426,{5
+71,45
650,59
E40,34

1.u3 ,16
1,558,7 0
1.933,42
2.208;+2

59,57
r{5,05
3r?,65
499,52

1.414,98
2,325,82
4.358,r8
7.M2,t7

t0.90t,80
t5.526,00
20.705,80 t )
J2.338,06
42.850,29
58.064,3t

l )
2',1

AnSta dipeibaili
AnSta sement4ra
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1,230 kecamatan dilayani oleh rumah pos serta sebanyak 213 kecamatan dilayani oleh pos
melalui kantor-kantor kecamatan. Dengan demikian selama Pelita I, Pelia II dan Pelita III
sampai dengan bulan Juni 1983 antara lain telah dibangun 5 buah kantor kepala daerah pos,
9 buah kantor pos besar kelas l, 31 buah kantor pos, 3 buah sentral gfuo, 917 buah kantor
pos pembantu/tambalan serta 1.408 bis surat,

Pelayanar pos dan giro selain berpedoman kepada volume lalulintas pos dan perhi-
tungan biaya, juga ditujukan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan ke daerah-daerah
terpencil dan daerah-daerah transmigtasi. Dalam tahun 1982 telah disampaikan surat pos
sebanyak 299,23 }uta buah, weselpos dengan nilai Rp 183,77 milyar, peredaran giro dan
cekpos sebesar Rp 2.208,42 milyar serta jumlah tabungan pada BTN sebesar Rp 58.064,31
juta. Perkembangan arus lalu lintas pos dan giro dapat diikuti melalui Tabel VIL 68. Sampai
dengan triwulan II tahun 1983, telah dilakukan pengiriman surat pos dalam negeri yang
terdiri atas surat biasa sebanyak 31,1 juta lembar, zurat tercatat sebanyak 386 ribu lembar,
surat kilat biasa sebanyak 14,2 juta lembar, surat kilat khusus.sebanyak 2,1 juta lembar dan
surat kilat tercatat sebanyak 303 ribu lembar. Sedangkan pengiriman surat pos ke luar negeri
terdiri atas surat pos biasa sebanyak 154 ribu lembar, surat tercatat sebanyak 7.800 lembar
dan surat pos udara sebanyak 4,5 juta lembar, serta surat tercatat sebanyak 206 ribu lembar.

7.7.5. Kepariwisataan

Pembangunan di bidang kepariwisataan sampai dengan tahun 1982 di samping dikem-
bangkan ke l0 daerah tujuar wisata (DTW) utama juga dikembangkan ke lail DTW alam dan
budaya di lndonesia dengan maksud agar dapat lebih meningkatkan arus wisatawan, baik
asing maupun domestik. Sepuluh daerah tujuan wisata tersebut meliputi Sumatera Utara,
Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah lstimewa Yogyakzrta,, Jawa.
Timur, Bali, Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara. Di daerah-daerah tujuan tersebut telah
dilakukan pembangunan obyek-obyek wisata dengan tetap melestarikan panorama alam dan
budaya Indonesia. Selain daripada peningkatan devisa bagi pembangunan, peningkatan
kegiatan pariwisata dimakzudkan juga untuk mendorong terciptanya pemerataan pendapat-
an, serta penciptaan kesempatan kerja dan berusaha melalui usaha-usaha di DTW. Dalam
rangka menunjang kelancaran arus wisatawan sampai ke DTW maka dukungan prasarana,
sarana dan penunjang lainnya terus ditingkatkan antara lain berupa peningkatan jumlah

penginapan, jasa biro perjalanan, penerbangan borongan yang langzung ke tempat obyek
wisata serta peningkatan pemandu wisata. Usaha-usaha tersebut serta peningkatan
obyek di DTW dan daerah-daerah lainnya telah menghasilkan peningkatan arus wisatawan
asing yang berkunjung ke Indonesia. Dalam tahun 1981jumlah wisatawan asing yang datang
ke Indonesia adalah sebanyak 600.151 orang sedangkan dalam tahun 1982 jumlah wisata-
wan tersebut menhgkat nenjadi 642.142 orang, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 7
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persen. Sedangkan arus wisatawan asing yalrg mazuk ke Indonesia dari tahun 1978 sampai
dengan tahun 1982 mengalami kenaikan yang cukup pesat yaitu dui 468.624 orang menjadi
642.142 orang yang berarti mengalami kenaikan 11,4 persen. Perkembangan bidang kepari-
wisataan dapat diikuti pada Tabel VII. 69. Kunjungan wisatawan asing dari Jepang, Malay-
sia, Philipina, Singapura dan Korea Selatan mengalami peningkatan yang cukup besar
Seperti misalnya jumlah wisatawan Korea Selatan yang dalam tahun 1979 baru sebanyak
2.059 orang pada tahun 1982 telah meningkat menjadi 9,495 orang atau dalam periode
tersebut menga.lami pertumbuhan rala-tata sebesar 60,1 persen per tahun. Sedangkan lama
tinggal di lndonesia ratl-rzta. bagi wisatawan asing pada tahun 1982 adalah 10,3 malam per
kunjungan dengan pengeluarar rata-rata sebesar US$ 58,8 per malam. Dengan demikian
jumlah keseluruhan kunjungan selama tahun 1982 adalzh sebanyak 592.046 kzli, rztalata
lama kunjungan 10,3 malam, pengeluaran rata-r}ta" tiap wisatawan per kunjungan adalah
sebesar US $ 606 sehinggajumlah pengeluaran adalah US$ 358.8 juta.

Dalam rangka meningkatkan arus wisatawan asing dan domestik terutama dengan
adanya resesi, maka pada tahun 1982 telah ditingkatkan lagi kegiatan pemasaran melalui
cara dan pendekatan yang lebih strategis dan realistis. Kegiatan dan upaya antara lain
dilakukan melalui analisa pasar, identifikasi informasi data yang diperlukan unruk analisa,
menlusun laporan pendahuluan untuk menemukenali keadaan dan perkembangan pariwi-
sata internasional, serta melakukan analisa sosio ekonomi daripada wisatawan intemasional.
Di samping itu juga dilakukan pemasangan iklan yang bertcmakan Indonesia destination of
endless diversity (Indonesia adalah tempat rujuan yang beraneka ragam tanpa putus?utus-
nya). Penonjolan tema tersebut meliputi kebhinekaan budaya, alam yang indah dan pen-
duduk yang ramah tamah, Dalam pada inr telah pula ditonjolkan tema yang berkaitan
dengan terjadinya gerhana natahari, peringatan 100 tahun meletusnya gunung Krakatau,
selesainya pemugaran Candi Borobudur sert:l tema-tcma untuk wisata konvcnsi.

Sementara itu kegiatan widya wisata pengenalan terus dilakukan untuk mcmanfa-
atkan citra Indonesia kepada kalangan pengusaha/ pedagang melalui peninjauan sccara
langsung obyek-obyek wisata, fasilitas, pelayanan, prosedur dan unsur-unsur lainnya yang
berkaitan dengan kedatangan wisatawan di Indonesia. Di samping itu juga melalui par-
tisipasi dalam pertemuan'pertemuan intemasional, seperti pekan raya, pameran, brosur,
perjalanan dan pembuatan film melalui kcrjasama dengan produser luar negeri. wisata
konvensi menunjukkan perkembangan yang potensial, karena dapat dipakai sebagai promosi
wisata umum dan dari segi penerimaan devisa merupakan sumber pendapatan yang tinggi,
serta dapat menstimulir lapangan kerja baru. Untuk itu Pusat Promosi pariwisata Indonesia
(P3I) yang berada di luar negeri melakukan p€ndekaran yang berbeda-beda sesuai dengan
keadaan pasar masing-masing. Sebagai contoh P3l Frankfurt mengadakan hubungan tetap
dengan tour operator yang zudah mempunyai program ke Indonesia dan berusaha untuk

t
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memenuhi kebutuhan bahan informasi, baik untuk referensi maupun untuk kepentingan

para langgaran. Di samping itu hubungan tour operator yang belum mempunyai program ke

lndonesia diusahakan untuk meningkatkan gairah wisata konvensi. Demikian pula P3l

Singapura telah memperkenalkan Indonesia di pasaran ASEAN dan telah diperluas lagi

sampai kc Hongkong dan negara-ncgara Asia Timur lainnya, P3l Tokyo telah mengga-

lakkan special intcrcst tour (pcnyelenggaraan wisatawan khuzus) sehubungan dengan ger-

hanr matahari 1983 dengan menyebar-luaskan event€vent semaksimal mungkin di dalam

penyediaan bahan prornosi, prcss relcasc maupun feature article (berita pendek berupa

promosi). Sedangkan P3l San Francisco, aktivitasnya ditujukan kepada industri perjalanan

dan melakukan promosi di kalangan konsumen dengan memasang iklan di media-media

umum dal mcngundang media travel ke Indonesia,

Dalarn rimgka pembinaan industri dan sarana penunjang wisata, maka dalam tahun

1982 jumlah akorr.rodasi di Indonesia telah mencapai sebanyak 38,627 kamar. Jumlah
tcrsebut terbagi atas 283 hotel berbintang dengan 20.090 buah kamar dan 787 hotel tidak

berbintang dengan 18.537 buah kamar. Dart 283 hotcl berbintang tersebut sebanyak 243

buah di antaranya berada di 10 daerah tujuan wisata. Apabila dibandingkan dengan tahun

1981 dengan jumlah hotel berbintang sebanyak 239 buah, maka dalam tahun 1982 telan

mengalami kenaikan scbanyak 44 buah hotel. Perlu dikemukakan bahwa meningkatnya

jumlah hotcl berbintang itu tidak berarti setiap tahun terjadi penambahan hotel baru, tetapi

sebagian besar disebabkan oleh semakin banyaknya hotel yang telah memperbaiki kondisi

hotel, sehingga dapat mcmcnuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai hotel berbintang.

Selanjutnya dalam r.rpaya mengemb:Lngkan obyek-obyek wisata yang tersebar di 10

DTW dan beberapa propinsi yang lain, maka dalam tahun 198?/1983 telah dilaksanakan

pengcmbangen baik 1,a1g berupa rencaua induk, pengembangan pariwisata regional, rencana

taplk klwasan, desair.r teknis serta melanjutkan pembangunan fasilitas umum obyek-obyek

wisata tertentu di 10 DTW yang telah mantap pengembangannya. Dalam upaya perintisan

pengembangan obyek-obyek wisata di luar 10 DTW, maka dalam tahun 1982/1983 telah

dipersiapkan penger.nbangan untuk 3 propinsi yaitu di Riau, Bengkulu dan Kalimantan

Tengah.

Kunjungan wisatawan asing ke lndonesia dalam Pelita I rata-rata telah meningkat

dengan 39,6 persen pcr tahun, sclama Pelita II rata-rata meningkat dengan 11,7 persen per

tahun, sedangkan dalam Pelita III rata-rata sekitar 11,6 per tahun. Dalam 6 bulan pertama

tahun 1983, jumlah kunjungan wisatawan asing ke lndonesia melalui 3 pintu masuk utama

yaitu Polonia di Medan, Halim Perdana Kusumah di Jakarta dan Ngurah Rai di Denpasar

telah mencapai 263.294 orang. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun

sebelumnya dengan jumlah sebanyak 2+6.32+ orang, maka hal ini berarti terjadi kenaikan
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sebaryak 76.97O orutg atau sebesar 6,9 persen. Dewasa ini kapasitas tampung daripada
produk wisata yang tersedia cukup besar, demikian pula atraksi wisata yang dimi.liki cukup
banyak, sehingga mampu memikat wisatawan intemasional.

Kebijaksanaan dan langkahJangkah yang ditempuh pada akhir Pelita III adalah
dengan meningkatkan upaya pemasaran dan promosi yang terpadu dan agresif berdasarkan
hasil penelitian yang menyeluruh, guna menaikkan dan memantapkan citra produk wisata
Indonesia di pasar wisata dunia sehingga dapat bersaing dengar negara-negara ASEAN. Di
samping itu juga dilakukan penciptaan iklim dan lingkungan yang mendukung dan men-
dorong pertumbuhan kegiatan usaha kepariwisataln aEar dapat meningkatkan kelancaran
arus wisatawan asing dengan penyempurnaarr berbagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan
pariwisata, seperti imigrasi, penanaman modal serta perpajakan dan bea mazuk. Sejalan
dengan itu dilaksanakan pula peningkatan pengembangan dan pembinaan wisata remaja
secara rnenyeluruh dalam rangka memupuk rasa cinta tanah air, rasa persatuan dan kesatuan.
Dalam pada itu telah diadakan pula pusat-pusat promosi pariwisata baru di negara-negara
yang potensial terhadap sumber wisatawan anta.ra lain Australia, Inggris, Belanda, Perancis
dan perwakilan-perwakilan P3l di negara-n eglra ylng dianggap perlu. Dewasa ini juga

diadakan pengembangan produk wisata secara terpadl yaitu mencakup segala jenis kompo-
nen produk wisata seperti daya tarik obyek wisata, akomodasi, biro perjalanan, restoran,
angkutan wisata, pramuwisata dan souvenir. Sehubungan dengan itu telah dilakukan penye-
lesaian tahap-tahap perencanaan pengembangan obyek-obvek wisata dengan prioritas di 10
DTW yang telah dipersiapkan dalam Pelita IIl, serta rnelaksanakan pembangunan fisik di
kawasan obyek wisata yang telah siap desain pengembangannya. Di samping itu diusahakan
pula adanya suatu koordinasi lintas sektoral yang mantap, sebagai persyaratan uama untuk
dapat melaksanakan kebijaksanaan yang terpadu dan terkoordinir secara berhasil guna dan
berdaya guna.

T.8 Pekerjaan umum

Pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum merupakan unsur pendukung

bagi pembangunan di berbagai sektor. Sehubungan dengan itu kegiatan pembangunan

di bidang tersebut berkaitan erat dengan sasaran dan target daripada berbagai sektor lainnya.

7.8.1. Peneairan
t -

Pembangunan di bidang pengairan ditujukan untuk menjamin kesuburan tanah

pertanian, meningkatkan produksi pertanian, menunjang pembangunan indusrri melalui

pembangunan waduk-waduk pembangkit listrik tenaga air, menunjang penyediaan air

baku serta menunjang program transmigrasi dan pengembangan daerah. Di samping itu
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kegiatan tersebut diharapkan juga akan meningkatkan kesehatan maryarakat di kota dan

pedesaan dengan penyediaan air baku yang memenuhi syarat kesehatan, P€ngamanan
daerah produksi dan daerah berpenduduk padat dari bahaya banjir, pelestarian lingkungan

hidup, peningkatan kesejahteraan petani, sena pembukaan Iapangan kerja antara lain me-

lalui pernbangunan waduk-waduk serbaguna.

Pembangunan di bidang pengairan tersebut dititikberatkan pada pengaruran den

pengelolaan air bcserta sumber-sumbernya dengan memperhatikan keterbatasan, kemampu-

an serta potensi sumber-sumber yang tersedia. Kegiatannya dilakukan melalui perbaikan

dan penyempurnaan yang sudah ada, pembangunan jaringan irigasi baru, reklamasi daera}

rawa, pengaturan serta pengembangan daerah aliran sungai (DAS) yang ditunjang dengan

penelitian, survai, penyelidikan dan perancangan pengembangan sumber-sumber air.

Selama Pelita III telah berhasil dilakukan perbaikan dan peningkaan irigasi me-

liputi areal seluas 353,545 hektar yaitu melalui proyek Prosida, Prosijat, Seral'u, Garnbar'

sari - Pesanggrahan, Semarang Barat, delta Biantas, Warujayeng Turi Tunggorono, Aceh

Utara - Aceh Barat, Simalungun, Way Seputih, Tabo-tabo, Lombok Selatan, Mbay Lembar
dan irigasi Jawa Timur. Di samping itu juga telah berhasi.l dikembangkan jaringan irigasi
baru seluas 395.580 hektar meliputi proyek Krueng Jrue, Krueng Baro, Way Jepara, teluk
Lada, Kedu Selatan, Lodoyo, Luwu, Dumoga, Gumbasa, sungai Dareh Sitiung, kali Progo,

pembangunan embung-embung di Nusa Tenggara Barat, irigasi Kedung Kancil, Ketro dan
Bapung di Jawa 

'fengah, Cikunten II serta Namu Sira-sira. Sementara itu telah dilakukan
pula pcngembangan daerah rawa seluas 395.811 hektar meliputi pengembangan rawa Pasang
surut khususnya untuk daerah transmigrasi di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan

Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sedangkan pengembangan daetah
rawa bukan pasang surut akan dilakukan di Aceh, Sumat€ra Utara, Sumatera Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, serta Irian Jaya. Selain

itu telah mula.i bernanfaat pula prograrn penyelamatan hutan, tanah dan air dalam peng-
amanan areal produksi pertanian produktif serta pemanfaatan sungai dengan memberi
air irigasi pada areal seluas 496.328 hektar. Kegiatan tersebut meliputi proy'ek-proyek
pengamanan sungai yang dikelola secara khusus meliputi sungai Citanduy, Cimanuk,
Bengawan Solo, Arakundo, Wampu, Ular, Bah Bolon, Krueng Aceh, pengendalian banjir
Jakarta dan proyek induk serbaguna kali Brantas. Dalam pada itu juga diJakukan kegiatan
penanggulangan bahaya bencana alam akibat meletusnya gunung Merapi, gunung Kelud,
gunung Semeru, gunung Agung dan gunung Galunggung. Hasil-hasil yang telah dicapai
di bidang pengairan dapat dilihat pada Tabel. VIL 70.

Hasil yang dicapai di bidang perbaikan dan peningkatan irigasi dalam tahun
798117982 mencakup rehabilitasi dan peningkatan kemampuan jaringen irigasi seluas
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93.777 hektar. Kemudian dalam tahun 7982/1983 telah dilakukan rehabilitasi dan pe-

ningkatan kondisi irigasi terhadap areal seluas 63.131 hektar, kegiatan drainase seluas

81.834 hektar, sena kegiatan pembangunan jaringan irigasi tersier Seluas 22.9o6 hektat '

Kegiatan tersebut meliputi proyek Prosida, Jatiluhur, Way Seputih, Sekampung dan proyek-

proyek khusus lainnya serta persiapan pekerjaan irigasi yang akan datang. Sementara itu

dalam tahun 19831198+ proyek irigasi Jatiluhur telah melakukan proyek lanjutan seluas

3.000 hektar serta rehabilitasi dan penyempurnaan seluas 4.000 hektar. Selain itu juga

dilaksanakan pembangunan jaringan tersier seluas 38.108 hektar, meliputi pekerjaan-Pe-

perjaan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya yang mencakup rehabilitasi jaringan utama

seluas 17.859 hektar dan jaringan tersier seluas 32.164 hektar.

Pembangunan jaringan irigasi baru dalam tahun 1982/1983 telah dilakukan ter-

hadap areal seluas 54.244 hektar. Dalam hubungan ini pembangunan proyek-proyek irigasi

sedang, kecil dan sederhana diberi prioritas utama selama Pelita III. Adapun tujuan pem-

bangunan irigasi sedang, kecil dan sederhana adalah untuk menghasilkan bangunan-bangun-

an irigasi yang sudah dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sekitar satu sampai tiga tahun

serta untuk rnenjangkau daerahdaerah produksi yang lokasinya terpisah-pisah dan terpencil.
Kiranya perlu dikemukakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun
198317984 masih merupakan lanjutan pembangunan daripada proyek pengairan lainnya

yang dalam tahun 1982i 1983 belum terselesaikan.

Pembangunan daerah rawa yang meliputi proyek-proyek pengembangan peng-

airan pasang surut di beberapa kota dan daerah dalam tahun 1982/1983 telah dapat men-

cakup areal seluas 102,990 hektar, dan selanjutnya sampai dengan akhir Juli tahun
7983/198+ telah dapat dibuka areal baru seluas 160 hektar jaringan utama. Kegiatan-

kegiatan tersebut selain dimaksudkan untuk memperluas dan menambah areal baru, juga

secara langsung menunjang kegiatan program transmigrasi, terutama bagi daerah-daerah
yang diharapkan menjadi pusat produksi baru.

Sementara itu usaha penyelamatan hutan, tanah dan air ditujukan untuk peng-

amanan daerah produksi, daerah pemukiman yang padat penduduknya, dan jalur-jalur

pengangkutan terhadap gangguan bencana banjir. Usaha yang dilakukan berkenaan dengan
pelaksanaan program ini antara lain meliputi pengaturan dan pengamanan sungai yang
kegiatannya meliputi pengerukan dasar sungai, perluasan aliran, pembuatan sudetan, per-
lindungan dan perluasan tebing, pembuatan tanggul, pembuaran saluran banjir, dan pem-
buatan pintu-pintu banjir. Hasil yang telah dicapai di bidang pengaturan dan pengamanan
sungai dalam tahun 1982/1983 adalah meliputi areal seluas 116.715 hektar. Dalam program
ini selain pengaturan dan pengamanan sungai yang dikelola secara khusus, juga dilakukan
kegiatan yang ditujukan untuk men njang sektor indusui seperti pembangunan tenaga
listrik, penyediaan air bagi keperluan industri serta pengamanan daerah produksi pertanian.
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Di samping itu juga ditujukan guna meningkatkan pemanfaatan sungai yang mempunyai
potensi dalam pemberian air irigasi, keperluan air minum, pembangkit hidro lisuik dan
keuntungan lainnya bagi kepentingan masyarakat banyak.

7.8.2. Perumahan rakyat dan pemukiman

Selama Pelita III, pernbangunan di bidang perumahan rakyat dan pemukiman diarah-
kan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebuguhan pokok
kehidupan meliputi perumahan, penyediaan air bersih, prasarana dan sarana kesehatan
lingkungan, penatakotaan, serta tataruang dan daerah. Kegiatan tersebut di samping merupa-
kan lanjutan daripada pelaksanaan program Pelita II juga mencakup beberapa program baru
di antaranya pro$am penyehatan lingkungan pemukiman, program penyusunan perencanaan
teknis, program penyiapan lahan pemukiman transmigrasi, serta program pendidikan dan pe-
ningkatan aparamr negara. Hasil yang dicapai selama pelaksanaan Repelita III antara lain
adalah telah ditingkatkannya pqmbangunan perumahan rakyat khususnya rumah-rumah
dengan harga yang dapat dijangkau oleh rakyat banyak. Selain itu juga telah dikembang-
kan suatu sistem yang terarah dan terpadu di bidang pembangunan perumahan yaitu peI-
bandingan antara peningkatan jumlah penduduk dengan pendatang, tataguna tanah baik
di daerah perkotaan maupun di pedesaan, pembiayaan, perluasan kesempatan kerja, serta
keserasian antara pembangunan rumah dengan pengembangan daerah dan lingkungan
pemukiman itu sendiri.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perumahan adalah terbatasnya
penyediaan perumahan dibandingkan dengan kebutuhan, sedangkan kondisi perumahan
yang ada pada umumnya belum memenuhi persyaratan yang layak. Keterbatasan penyedia-
an perumahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kondisi prasarana yang
pada umumnya masih rendah, terbatasnya investasi modal yang tersedia serta lemahnya
daya beli masyarakat. Adapun kegiatan pembangunan perumahan di daerah pemukimen
baru mencatup pembangunan rumah sub inti, rumah inti dan rumah sederhana yang di-
Iakukan baik oleh Perumnas maupun usaha masyarakat sendiri melalui fasilitas kredit
pemilikan rumah (KPR) yang pelaksanaannya terus ditingkatkan, Dalam pada itu pem-
bangunan perumahan bertingkat tetap diperlukan untuk menanggulangi kebutuhan pe'
rumahan di kota-kota besar karena harga tanah yang sudah sangat tinggi. Sedangkan bagi
daerah pinggiran kota yang harga tanahnya relatif masih rendah dikembangkan menjadi
daerah pemukiman kota baru dalam skala besar, yang diperlengkapi dengan prasarana
dan sarana yang memadai.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah, maka dalam tahun 198117982 telah dibangun sebanyak 20.003 rumah yang terdiri
atas 7.953 rumah inri dan 12.o50 rumah sederhana. Kemudian dalam tahun 198217983
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telah dibangun pula sebanyak 92.09o rumah yang terdiri *as 42.510 rumah inti dan

49.580 rumah sederhana, dan selanjutnya dalam tahun 1983/1984 sampai dengan bular
Agustus telah dibangun sebanyak 45.i 14 rumah yang terdiri *as 29.947 rumah inti dar.
15.173 rumah sederhana. Pembangunan rumah-rumah tersebut termasuk juga rumah susun
yang dilakukan secara menyebar di berbagai kota pada 27 propinsi. Adapun penjualan
daripada rumah-rumah tersebut didasarkan atas sistem sewa atau angsuran dengan meng-

gunakan fasilitas KPR dari Bank Tabungan Negaia (BTN), dengan masa angsuran selama

5 sampai dengan 20 tahun dan diperuntukkan bagi pegawai negeri golongan I dan II, ABRI

s€rta swasta yan! berpenghasilan setingkat yang belum memiliki rurnah sendiri. Di samping
pembangunan fisik, Perumnas juga menyempurnakan sistem pembangunan perumahan
rakyat, sefta menyediakan tanah kapling yang dapat dijual kepada masyarakat pada lokasi

Perumnas. Sementara itu usaha masyarakat sendiri untuk membangun perumalannya

terus berkembang, antara lain melalui usaha real estate, PT Papan Sejahtera, yayasan dan
koperasi. Dalam tahun keempat pelaksanaan Repelita III BTN telah memberikan fasilitas
KPR bagi sekitar 31.056 rumah termasuk sekitar 17.839 rumah yang dibangun melalu-
Perumnas. Dengan demikian selama empat tahun-terakhir ini BTN telah berhasil memberi
kan fasilitas KPR bagi sekitar 112.698 rumah termasuk sekitar 56.445 rumah yang dibangun

melalui Perumnas. Perkembangan pernbangunan rumah yang ditangani oleh Perumnas

dapat dilihat pada Tabel VII. 71.

Sejalan dengan masalah perumahan, maka dilakukan juga perbaikan kampung atau
perbaikan lingkungan pemukiman kota yang antara lain meliputi perbaikan jalan lingkungan,
jalan setapak, persampahan, saluran air buangan rumah tangga, saluran pembuangan air
hujan, sarana mandi - cuci - kakus (MCK) serta peningkatan pelayanan air bersih di lingkung-
an kampung. Selain itu juga telah dilakukan peningkatan berbagai sarana fasilitas sosial
kampung antara lain berupa pembangunan gedung sekolah dasar dan Puskesmas. Hasil
yang dicapai di bidang perbaikan kampung sampai dengan tthun 7982/1983 adalah berupa
perbaikan kampung sekitzr 4.074,7 hektar di 2Zz kotl, sedangkan dalam tahun 1983/1984
sampai dengan bulan Agustus 1983 telah dipersiapkan perbaikan kampung di 190 kota
dengan luas areal sekitar 3.105,4 hektar.

Pemugaran desa adalah merupakan usaha gotong royong daripada masyarakat

desa yang bersangkuun, yang kegiatannya berupa pemugaran perumahan desa, perbaikan
jalan lingkungan desa, perintisan unit produksi bahan bangunan setempat, penyediaan

sarana air bersih sena pengadaan f'asilitas sosial lainnya. Program pemugaran pedesaan yang

sudah dirintis sejak Pelita II terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan dalam Pelita III
Dalam tahun keempat pelaksanaan Repelita III telah dilakukan pemugaran terhadap se-

kitar 1.066 desa yang tersebar di 25 propinsi, termazuk di dalamnya 63 desa yang harus

ditanggulangi akibat bencana alam. Jumlah tersebut terdiri atas I desa di Sumatera Utara,
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10 desa di Sumatera Selatan, 1 desa di Lampung, 4 desa di Jawa Barat, 13 desa di Jawa
Tengah, 5 desa di Yogyakarta, 4 desa di Jawa Timur, 1 desa di Bali, 4 desa di Nusa Tenggara
Timur, 6 desa di Nusa Tenggara Barat, 2 desa di Kalimantan Selatan, 4 desa di Sulawesi
Utta, 2 desa di Sulawesi Selatan dan 6 desa di Timor Timur. Adapun kegiatannya me-
liputi pemugaran terhadap 105,434 rumah, perintisan pengadaan bahan bangunan setempat
sekitar 264 unit, pengadaan fasilitas lingkungan desa sekitar 3.024 unit, dan pengadaan
sarana pembuangan air kotor sekitar 4.211 unit.

Penyediaan air bersih erat hubungannya dengan pemenuhan dasar masyarakat
untuk dapat hidup sehat. Daiam hubungan ini masalah yang dihadapi adalah makin langka-
nya sumber-sumber air yang memenuhi standar mutu air bersih. Hal ini disebabkan karena
banyaknya sumber air maupun aliran sungai yang telah teriernar sebagai akibat penggunaan
yang bermacam-r-racam daripada sumber air tersebut serta jauhnya lokasi sumber air dari
lokasi pemukiman dan sulitnya medan untuk pemanfaatan sumber air yang mengakibatkan
besarnya dana dan tenaga untuk mendapatkan sumber air tersebut. Namun dalam Pelita III
kebutuhan air bersih baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil termasuk ibukota
kecamatan (lKK) di berbagai propinsi makin dapat disediakan khususnya bagi penduduk
yang berpenghasilan rendah. Sampai dengan akhir Pelita II telah dicapai kapasitas produksi
sebesar 2O.226,5 liter per detik, 520.498 sambungan rumah,6.180 hidran umum dan
melayani sebanyak 6.394.270 penduduk di sekitar 50 kota. Selanjutnya sampai dengan
akhir Juli 1983 kapasitas produksi telah meningkat lagi menjadi 33.843,5 liter per detik,
sambungan rumah sebanyak 746.249 buah, hidran umum sebanyak 15.866 buah dan
melayani penduduk sebanyak 9.700.270 jtwa di 672 kota. Sementara itu dalam tahun
1982/1983 telah dapat diselesaikan paket standar air bersih bagi 722 kota kecil yang di-
harapkan sudah berfungsi semuanya dalam tahun 198317984. Di samping itu sampai dengan
bulan Juli 1983 telah ditangani pula program penyediaan air bersih terhadap 627 IKK
yang terdii *as 529 IKK yang dibangun oleh Pemerintah dan 98 IKK yang dibangun
melalui instansi lain, dengan kapasitas rnasing-masing sebsar Z.ZZ7 ,5liter per detik.

Erat kaitannya dengan penyediaan air bersih, maka dalam pelita III telah ditingkat-
kan pula penyehatan lingkungan pemukiman di kota. Sehubungan dengan itu dalam tahun
keempat pelaksanaan Repelita III telah ditakukan perintisan di bidang pengelolaan sampah
di 14 kota serta penanggulangan genangan air hujan dan pembuangan air kotoran rumah
tangga di 23 kota. Dalam rangka menunjang kegiatan tersebut khususnya mengenai ke-
giatan sanitasi lingkungan, maka telah dilaksanakan pembuatan studi dan perencanaan
untuk beberapa kota terurama di lokasi yang sangat memerlukannya. Di samping itu juga
telah dilakukan peningkatan keterampilan pengelolaan di bidang penyehitan lingkungan
khususnya sanitasi lingkungan. Untuk meningkatkan mutu kehidupan dan mencegah pen-
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ccrnaran lingkungan bidup antara lain juga dilakukan penelitian mengenai pemusnahan
sampah dari rumah tangga dan pasar secara biologis.

Dalam pada itu kegiatan di bidang mtakota dan tatadaerah terus ditingkatkan
guna merumuskan rencana umum baik untuk wilayah nasional, sub wilayah, maupun
kota yang dilengkapi pula dengan perangkat tata-laksana pembangunannya masing-masing
dalam wujud indikasi program pembangunan daerah dan kota. Dalam tahun keempat
Pclita III telah berhasil disusun rencana dasar tatadaerah bagi 31 daerah, rencana umum
kota bagi 23 kota, sena indikasi pro$am di 10 daerah. Sedangkan di bidang perencanaan
teknis penyiapan pemukiman transmigrasi, antara lain telah berhasil disusun rencana teknis
satuan pemukimzn bagi 322 satuan kawasan pemukiman (SKP). Dalam rangka mencapai
sasaran kegiatan yang optimal yaitu berupa penurrjangan kelembagaan, informasi sena
dokumentasi, maka kepada para pelaksana diberikan latihan dan bimbingan secara teratur
setiap tahunnya.

Dengan adanya perkembangan dan pertumbuhan kota yang belum seirama dan
senada dengan tataruang kota itu sendiri, sena tidak meratanya peftumbuhan dari masing-
masing kota dan daerah maka hal ini telah menyebabkan terlalu tingginya tingkat interaksr
dan mobilitas pada suatu kota yang belum dapat diimbangi oleh pertumbuhan kota lainnya
untuk menerima interaksi tersebut. Selain itu masalah_penatakotaan menyangkut juga fungsi
kota sebagai landasan ekoncmi di bidang jasa distribusi untuk daerah lainnya. Kernajuan
yang dicepai dalam berbagai sektor ternyata telah menyebabkan semakin besarnya arus
urbanisasi ke kota-kota besar yang zulit untuk dibendung. Urbanisasi tersebut mendesak
kebutuhan-kebutuhan akan fasilitas kehidupan utama, lingkungan pemukiman, kepadatan
lalu lintas dan lainnya sehingga mengakibatkan perkembangan kota-kota yang tidak meng-
ikuti pola yang terarah dan terencana.

Sementara itu cialarn rangka pemerataan telah ditempuh kebijaksanaan untuk lebih
menyebarluaskan lokasi proyek pembangunan ke pelosok tanah air. Dalam tahun terakhir
pelaksanaan Repelita III pembangunan daerah perkotaan ditujukan pzda 2OO kota, sedang-
kan di daerah pedesaan telah ditentukan pada 6.000 lokasi desa. Pemilihan lokasi kota
dan desa tersebut dipertimbangkan atas dasar kedudukan dan peranannya dalam pola
pengembangan wilayah dan daerahdaerah potensial. Selain iru diutamakan pula daerah-
daerah yang kritis, baik sumber alam maupun sosial-ekonomisnya, sehingga diharapkan
akan dapat menunjang pembangunan yang seimbang dan terpadu. Unruk menunjang'pro-
gram Eransmigrasi yang merupakan bagian daripada rencana pengembangan wilayah, maka
penataan ruang wilayah, daerah dan kota perlu ditangani sedini mungkin. Sementara itu
pembangunan pemukiman kota dilakukan baik melalui peningkatan pemanfaatan lahan
pemukiman kota yang sudah ada maupun dengan membangun lingkungan pemukiman
kota baru.
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7.8,3. Prasarana jalan dan jembatan

Pernbangunan di bidang jalan dan jembatan yang dilakukan selama ini t€lah me-

nunjukkan manfaat yang semakin meningkat bagi masyarakat luas yang nampak dari se-

makin meningkatnya keandalan jaringan jalan yang ada dalam menunjang kelancaran arus

barang, jasa sena penduduk. Tersedianya jaringan jalan yang meluas dengan tingkat pelayan-

an yang semakin memadai telah meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk mem-

peroleh kebutuhannya. Keadaan ini telah merangsang pertumbuhan produksi barang dan

jasa yang makin efektif menuju terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Sementara itu dengan semakin luasnyajaringan jalan danjembatan yang dapat berfung-

si, maka perdagangan antardaerah juga semakin meningkat, sehingga meningkatkan saling ke-

tergandngan ekonomi antardaerah yang merupakan hal yang positif dalam memperkokoh

kesatuan ekonomi nasional, Penyediaan jaringan jalan dan jembatan di seluruh tanah air

telah pula memberikan landasan yang cukup memadai untuk mencaPai pertumbuhan

satuan-satuan wilayah pengembangan antardaerah yang semakin seimbang. Bagi daerah

yang perkembangannya pesat atau di daerah perkotaan yang tingkat kepadatan lalu lintas-

nya sangat tinggi, perlu dilakukan pembangunan jalan baru sebagai jalan alternatif, yang

pembiayaannya sejauh mungkin dibebankan kepada pemakai jalan tersebut dengan me-

lalui pungutan jasa.

Sampai dengan akhir Juli 1983 panjang jalan yang dapat di'bangun mencapai

146.100 km, terdiri atas jalan arteri sepanjang 11.000 km, jalan kolektor sepanjang

27.5oQ km, jalan lokal sepanjang 6.500 km, jalan tol sepanjang 100 km, jalan lokal ka-

bupaten/kotamadya sepanjang 81.000 km, jalan sekunder kotamadya sepanjang 10.000 km

serta jalan lolcal dalam lokasi transmigrasi sepanjang 10.000 km. Kondisi permukaan jalan

yang adz pada saat ini untuk jalan nasional adalah 75 persen sudah beraspal, 23 persen

berkerikil, dan 2 persen lainnya jalan tanah. Sedangkan keadaan jalan propinsi adalah

55 persen beraspal, 23 persen berkerikil, dan selebihnya berupa jalan tanah. Kemudian
jalan kabupaten /kotzmadya yang beraspal adalah 33 persen, berkerikil 28 persen dan
selebihnya 39 persen jalan tanah. Apabila pada Pelita II kondisi jalan mantap, tidak mantap
dan jalan kritis masing-masing baru sepanjang 4.800 km,23.200 km dan 8.000 km, maka
dalam Pelita III jalan mantap dan tidak mantap telah menjadi 11.846 km dan 39.288 km,
sedangkan kondisi jalan kritis sudah dapat diperbaiki seluruhnya. Hasil-hasil yang telah
dicapai dalam bentuk rehabilitasi, peningkatan, pembargunan baru, dan penunjangan
jalan dalam tahun 1981/1982 masing-masing adalah sepanjang 7.925 km,2.367 km,5Z7 km
dan 16.568 km dan dalam tahun 1982/1983 masing-masing meningkat menjadi 3.535 km,
2.975 km, 552 km dan 27.772 km. Kemudian dalam tahun lgglltg$4 sampai dengan
bulan Agustus 1983 masing-masing telah meningkat lagi menjadi sepanjang S.ZO7 hrn,
3.275 km,368 km dan i8,052 km.
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Dalam pada itu jembatan yang seluruhnya sepanjang 224.183 m juga telah banyak

mengalami peningkatan, antara lain melaLli penggantian jembatan yang dilakukan selama
Pelita III yaitu sekitar 56.000 rn. Dengan demikian sejak Pelita I sampai dengan tahun

798211983 telah dibangun jembatan sepanjang 86.657 m dengan kcmampuan struktur

standar, sedangkan 108.614 m lainnya digolongkan dalam kondisi sub standar yang di-

perhitungkan masih mampu memikul beban lalu lintas dalam beberapa tahun mendatang.

Adapun jembatanjembatan yang dalam kondisi rusak berat/kritis adalah sepanjang 26.820 m.

Hasil yang dicapai dalam bentuk rehabilitasi, peningkatan, pembangunan baru dan pe-

nunjangan jembatan dalam tahun 1981,11982 masing-masing adalah sepanjang 8.013 m,

8.399 m, 966 m dan 25.7O? m dan dalam tzhun 1982/1983 meningkat masing-masing

menjadi 8.2L2 m, 11.485 m, 1.056 m dan 30.613 m. Kemudian sampai dengan bulan

Agustus tahun 1983 masing-masing menjadi sepanj:rng 10.130 m, 13.361 m, 1.601 m

d,a"n 21.689 m. Hasil-hasil pembangunan di bidang prasarana jalan dan jembatan dapat

dilihat pada Tabel Vll.72.

Sehubungan dengan luasnya jangkauan pembinaan jaringan jalan dan jembatan

sedangkan di lain pihak kemampuan sumberdaya yang ada masih terbatas, maka pe-

laksanaannya diutamakan pada perbaikan sistem jaringan jalan yang telah ada. Pem-

bangunan baru hanya dilakukan untuk menembus isolasi daerah, pengembangan wilayah,

meniadakan jalan kritis serta menccgah kerusakan jalan akibat gangguan alamiah maupun
operasional. Untuk rnenunjang pelaksanaan pembangunan jalan tersebut telah dimanfaat-
kan bahan-bahan produksi dalam negeri antara lain aspal Buton. Pemakaian aspal Buton

tersebut dalam ta,hrn 7979/1980 adalah sebanyak 32.000 ton, tahun 1980/1981 sebanyak
I93.822 ton,  tahun 1981/1982 sebanyak 321.506 ton,  tahun 1982/1983 sebanyak
400.000 ton dar tahun L983/1984 samptidengan bulan Agustus 1983 sebanyak 500.000 ton,

sehingga selama Pelita III telah menggunakan sebanyak 1.447 .328 ton.

7,9.  Kependudukan dan t ransnt igras i

7.9.1.  Kependudukan

Masalah ketenagakerjaan sangat erat hubungannya dengan masalah kependu-

dukrn. Hal ini antara lain disebabkan karena tingkat pertumbuhan jumlah penduduk

di Indonesia relatif masih tinggi yaitu lebih dari 2,0 persen per tahun, Masih tinggi-

nya tingkat kelahiran di satu pihak dan makin rendahnya tingkat kematian di lain pihak

menyebabkan tingkat perrumbuhan penduduk yang tetap tinggi pula. Sehubungan dengan

itu apabila pada tahun 1980 jumlah penduduk Indonesia baru berjumlah 148,04 juta jiwa,

maka dalarn tahun 1985, tahun 1990 dan tahun 2000 jumlah penduduk diperkirakan

akan meningkat masing-masing menjadi 165 juta jiwa, 183 juta jiwa dan 223 juta jiwa.
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berkala dan teratur. Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, maka dalam
Pelita III telah ditempuh kebijaksanaan yang bersifat menyeluruh dan terpadu yang di-
maksudkan untuk perluasan kesempatan kerja, yang sekaligus meningkatxan pemerataan
pendapatan dan pembangunan. Oleh karena itu pelaksanaannya dituangkan ke dalam
berbagai program meliputi program pembangunan desa, program penyebaran tenaga kerja,
program latihal dan keterampilan tenaga kerja, program generasi muda seru program
peranan wanita.

Program pembangunan desa terutama ditujukan untuk mengatasi kekurangal
kesempatan kerja bagi penganggur arau penganggur musirnan yang kurang terampil di
daerah pedesaan, melalui proyek padat karya gaya baru (PPKGB) dan proyek padat karya
jaringan tersier (PPKJT). Dengan kedua proyek tersebut antara lain telah di.lakukan pem-
bangunan jalan desa, saluran air, jaringan tersier dan prasarana-prasarana desa lainnya,
tenrtama bagi daerah kecamatan yang miskin dan padat penduduknya. Di samping itu juga
telah ditanggulangi kekurangan kesempatan kerja yang terjadi sebagai akibat bencana alam
di beberapa daerah, yang sekaligus membantu pembuatan/rehabilitasi prasarana yang meng-
alami kerusakan karena adanya bencana alam tersebut. Dengan telah dilaksanakannya
PPKGB dan PPKJT tersebut, maka selama tahw 7982/1983 telah dapat diserap tenaga
kerja sekitar 21.8Q1.325 hari kerja yaitu untuk membangun prasarana dan sarana yang
tersebar pada 1.096 kecamatan.

Sementara itu peningkatan mobilitas tenaga kerja baik antarjabatan maupun anrar-
lokasi dilakukan melalui Tenaga Kerja Sukarela/Badan Usaha Tenaga Sarjana Indonesia
(TKS/BUTSI) dengan ditunjang oleh informasi pasar kerja yang akurat. Penyebaran tenaga
kerja melalui TKS/BUTSI, baik untuk tenaga kerja sarjana maupun sarjana muda, tenrtama
ditujukan agar mereka dapat menjadi pelopor pembaharuan dan pembangunan di daerah
pedesaan. Agar para TKSiBUTSI dapat menghayari permasalahan-permasalahan yanp
dihadapi oleh masyarakat pedesaan, maka sebelum ditugaskan ke daerah pedesaan mereka
diberi latihan dar penataran. Apabila pada Pelita I jumlah TKS/BUTSI baru mencapa;
sebanyak 850 orang, dalam Pelita II telah meningkat menjadi 5.629 orzng, dan selanjutnya
dalam Pelita III sampai dengan bulan Juli 1983 telah dapat ditingkatkan lagi sehingga
menjedi L242 orang.

Usaha penyebaran tenaga kerja melalui program antarkerja terdiri dari program
antarkerja lokal (AKAL), program antar kerja antardaerah (AKAD) dan program antar.
kerja antarnegara (AKAN). Penyaluran tenaga kerja melalui AKAD ditujukan untuk me-
menuhi kekurangan tenaga kerja di daerah-daerah luar Jawa sebagai akibat adanya pem-
bangunan proyek-proyek baru. Sedangkan penyaluran tenaga kerja melalui AKAN dilakukan
berdasarkan permintaan tenaga kerja dari luar negeri, yang saat ini terutama berhubungan
erat dengan kegiatan di negara-negara Timur Tengah. Dalam tahun 1982/1983 penyaluran
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tenaga kerja melalui AKAL mencapai sebanyak 100.321 orang, melalui AKAD sebanyak

37-758 ormg dan melalui AKAN sebanyak 77.374 onng. Dengan demikian secara ke-

seluruhan penyebaran tenaga kerja yang dilakukan melalui usaha antarkerja dalam tahun
7982/7983 telah mencapai sebanyak 149.453 orang atau mengalami kenaikan sebesar
13,3 persen bila dibandingkan dengan tahun 1981/1982 yzng bznt berjumlah 131.929

orang. Sedangkan dalam tahun 7983/7984 sampai dengan bulan Juli 1983 usaha penyaluran

tenaga kerja tersebut telah bcrtambah lagi sebanyak 44.259 orang yang terdiri ztzs 32.849
orang melalui AKAL,3.7+8 orang melalui AKAD dan sebanyak 7.662 orang melalui AKAN.

Dalam pada itu agar informasi pasar kerja dapat dengan cepat diketahui oleh ma-

syarakat, maka informasi bursa kcsernpatan kerja akan disebarkan melalui media massa
seperti radio, koran dan bulletin informasi pasar kerja. Dari bursa kesempatan kerja tersebut
antara lain dapat diketahui berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan menurut jabatan,
jenis pekerjaan, keteran.rpilan dan imbalan jasa yang diberikan. Dengan semakin meluasnya
bursa kesempatan kerja maka jumlah permintaan tenaga kerja dan penempatannya telah
meningkat pula. Apabila pada tahun 198I/7982 jumlah permintaan tensga kerja baru
berjumlah 130.224 orzng dan penempatan tenaga kerja sebanyak 81.743 orang, maka
dalanr tahun 7982/1983 masing-masing telah meningkat menjadi 144.977 orang
dan 100.321 orang.

Sclanjutnya dalam rangka meningkatkan keterampilan dan produktivitas ke{a
daripada tenaga kerja usia muda, tenaga kerja wanita dan tenaga kerja yang telah dapat
berusaha sendiri tetapi produktivitas kerjanya masih rendah, maka terus ditingkatkan
rel.rabilitasi dan perluasan daripada Balai Latihan Kejuruan (BLK) yang ada serta pem-
bangunan BLK-BLK baru. Di samping itu juga terus diberikan bimbingan terhadap kursus-
kursus swasta agar dapat meningkatkan peranserta pihak swasta sebagai bagian daripada
sistem latihan nasional. Dalam tahun 1982/1983 antara lain telah dilakukan penambahan
ruangan latihan dan penambahan/penggantian peralatan latihan terhadap 11 BLK Industri
(BLKI), 3 BLK Pertanian (BI-KP) serta telah dapat diselesaikan pembargunan BLK khusus

las di Jakarta. Adapun pembangunan BLKI dan BL manajemen kehutanan di Samarinda

sedang dikerjakan dan sudah mendekati penyelesaian, Dalam hubungan itu secara bertahap

telah dapat dilaksanakan latihan kejuruan meliputi montir mobil, sepeda motor, peng-

gergajian dan las. Bersamaan dengan itu juga telah dilaksanakan usaha latihan dan ke-

terampilan tenaga kerja melaJui Balai Pengernbangan Manajemen dan Produktivitas (BPMP),

Unit Produktivitas Nasional (UPN) dan Mobile Training Unit (MTU). Dengan adanya ke-

giatan tersebut, maka jumlah tenaga kerja yang dilatih melalui BLK-BLK dalarn tahun

1982/1983 meningkat menjadi 82.138 orang atau mengalami kenaikan sebesar 66,8 persen

dibandingkan dengan tahun 198L/1982 yang baru berjumlah 49.252 ortng. Dari sejumlah
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82.138 orang tersebut, sebanyak 77.454 orang dilatih melalui BLKI, 3.084 orang melalui
BLKP, 4.188 orang melalui BPMP serta 57.472 otang dilatih melalui UPN dan MTU.

7.9.2.  Transmigras i

Pembangunan di bidang transmigrasi dalam tahun pertama Repelita IV dituju-
kan untuk meningkatkan kegiatan transmig(asi swlkarsa (spontan), dcngan tetap me-
lanjutkan kebijaksanaan yang telah dilaksanakan selama ini. Sehubungan dengan itu
sudah ditetapkan beberapa tatakerja antara lain mengenai transmigrasi swakarsa, pela-

vanan khusus untuk transmigrasi swakarsa, peningkatan penerangan dan penyuluhan,
serta diumumkannya lokasi secara luas dan terbuka. Di samping itu juga diadakan kredit
permodalan bagi para transmigran kiususnya di daerah ransmigrasi yang berpolakan tanam-
an keras, sena pemberian kemudahan-kemudahan lainnya seperti pengangkutan ransito.
Dalam peiaksanaannya, kegiatan transmigrasi melibatkan banyak instansi fungsional lainnya
sehingga untuk itr koordinasi antara instansi yang menangani transmigrasi baik di pusat,
di daerah.maupun di lapangan terus ditingkatkan. Se.Jangkan masalah angkutan transmigra-
si yang selama ini masih merupakan hambatan pada umumnya telah dapat diatasi dengan
dioperasikannya 6 buah pesawat Hercules dan 3 buah pesawat Transsall guna mengangkut
para transmigran.

Penentuan lokasi bagi daerah transmigrasi terutama didasarkan pada kemampuan
daerah tersebut dalam menampung tambahan penduduk, tingkat kesuburan tanah minimal
bagi usaha tani, terpeliharanya kelestarian alam, serta menghindari penempatan pada hutan
primer. Dalam hubungan ini pelaksanaan transmigrasi di daerah penerima seperti DI Aceh,
Surnatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan 'fimur, Sularvesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Irian Jaya, Nusa Tenggara Barat,
dan Timor Timur diarahkan pada perwujudan pusat-pusat pembangunan baru. Hal tersebut
dimaksudkan untuk menjamin peningkatan taraf hidup, baik bagi para transmigran maupun
bagi masyarakat setempat, secara lebih merata serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga
kerja di daerahdaerah yang penduduknya relatif jarang, sehingga dapat memanfaatkan
secara optimal sumber-sumber alam yang tersedia khususnya di sektor pertanian. Sedangkan
bagi daerah asal, yaitu DKI Jtk.lrta, Jawa Barat, Jarva Tengah, DI Yogyakarta, Jawa
Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat, usaha transmigrasi selain ditujukan untuk me-
ngurangi kepadatan jumlah penduduk juga dimaksudkan untuk memungkinkan dilaksana-
kannya rehabilitasi terhadap daerah-daerah tersebut, oleh karena itu dalam menentukan
pemilihan calon transmigran, prioritas diberikan kepada penduduk yang tinggal di daerah
aliran sungai (DAS) yang perlu dihijaukan, daerah yang rerkena dan terancam bencana alam,
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daerah yang akan tergenang karena pembangunan waduk, daerah yang akan dijadikan
proyek pembangunan, serta daerah yang perlu dijaga kelestarian lingkungannya.

Tersedianya fasi.litas pemukiman yang memadai bagi para transmigran mempunyai
peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan di daerah pe-
mukiman baru. Oleh karena itu sebelum para transmigran diberangkatkan ke daerah tujuan,
maka di daerah pemukiman baru tersebut antara lain dilakukan pembukaan lahan, pem-
bangunan jaringan jalan, pengkaplingan lahan, pernbangunan rumah transmigran berikur
jamban keluarga, pembangunah fasilitas rrmum seperti gedung SD, balai pengobaran, gudang
pangan, rumah ibadah, Kantor dan rumah petugas, serta penyediaan sarana air bersih.
Di samping itu kepada setiap kepala keluarga transmigran juga telah disediakan tanah
seluas 2,0 hektar dengan perincian 0,25 hektar untuk pekarangan, 1,0 hektar untuk lahan
usaha dan 0,75 hektar dalam bentuk lahan yang sudah dikapling. Selanjutnya kepada
para transmigran yang tiba di pemukiman baru langsung diberikan sebuah rumah sebagai
tempat tinggal dan bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk jangka
waktu antara 12 sampai dengan 18 bulan. Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan bagi para
transmigran beserta keluarganya sampai dengan usaha taninya dapat memberikan hasil.
Dalam rangka meningkatkan hasil produksi daripada para petani transmigran, maka kepada
mereka diberikan bantuan berupa paket sarana produksi pertanian yang terdiri atas bibit-
bibitan, pupuk, pestisida dan rodentisida. Di samping itu diberikan pula bantuan berupa
paket peralatan, baik peralatan pertanian seperti alat p€nyemprot hama, cangkul, parang,
linggis, dan sekop, maupun peralatan non pertanian seperti alat-alat pertukangan dan alat
dapur.

Dari Tabel VII,74,terlihat bahwa realisasi penempatan transmigran sejak Pelita I
sampai dengan Pelita III selalu menunjukkan peningkatan. Dalam Pelita I dapat dilaksanakan
pemindahan transmigran scbanyak 46.268 kepa.la keluarga (KK) dan pada Pelita II me-
ningkat menjadi 82,959 KK. Kemudian dalam Pelita III sampai dengan bulan Desember
1983 telah meningkat lagi menjadi sebanyak 513.092 KK yang terdiri atas transmigran
umum sebanyak 349.759 KK. tr.rnsmigran swakarsa yang mendapat bantuan sebanyak
30.046 KK dan transmigran swakarsa murni sebanyak 733.287 KK, hal ini berarti melebihi
target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 500.000 KK.

Sebagai usaha pengembangan selanjutnya bagi daerah pemukiman baru, maka
kepada para transmigran baik yang baru maupun lama terus diberikan pembinaan yang me-
liputi bidang produksi pertanian, koperasi, pemasaran, pendidikan, kesehatan, organisasi
desa, generasi muda, dan peranan wanita. Pembinaan tersebr,rt dimaksudkan agar dalam
waktu yang ditentukan yaitu setelah 5 tahun berada di daerah lokasi pemukirnan, mereka
dapat melanjutkan pembangunan di daerah baru tersebut dengan kemampuannya sendiri.
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T a b e l  V l l . 7 4

HASIL PENEMPATAN TRANSMIGRAN, 1969/197O _ 198311984

( kepala keluarga )

T a h u n Target Realisasi
Persenta.s€

realisasi

+

Pelita I

1969 / 1970
1970 | t971
797r | 1972
1972 I r973
197 3 / 1974

Pelita II

7974 / 1975
1.975 I  1976
1976 t  t977
1977 I  1978
r978 / r979

Pelita III 1)

1979 / 1980
1 9 8 0  i  1 9 8 1
1981 / 1982
1982 / t98J
1983 / rg842)

46.566

+.489
3 . 8  6 5
+.600

1 1 . 2 0 0
22.+ t2

82,959

1 1 , 0 0 0
8 . 1 0 0

1  3  . 9 1 0
22.9+9
27 .OOO

500.000

50,000
7 5 ,000

100,000
125.000
150.000

+6.268

3.933
+ . 3 3 8
4.171

22.412

82.959

11.000
8.100

1  3 . 9 1 0
22.9+9
27.OOO

5 r 3.092

7 0-7 23
89.980

1 0 0 . 3 1 9
101.549
150.521

q q 4

a7 ,6
t 1 2 , 2
90,1

1 0 1  , 9
100,0

100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

7O2,6

141 ,1
1 1 q q

100,3
8 1  , 1

100,4

J u m l a h 629.525 642.319 102,0

l )
2\

Angka diperbaiki, t€rmasuk transmigran swakarsa

Angka sem€nta-ra
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Selrubungan dengan itu dalam tahun 198217983 telah dapat dibina ransmigran sebanyak
311.452 KK, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 62,9 persen dibandingkan dengan
tahun 1981/1982 yang baru berjumlah 191.099 KK. Dari sejumlah 311.452 KK tersebut
sebanyak 19f ,099 KK di antaranya merupakan transmigran lama, sedangkan sebanyak
120.353 KK lainnya adalah uansmigran baru. Demikian pula guna menilgkatkan penge-
tahuan dan keterampilan para uansmigran, kepada mereka diberikan berbagai latihan
dan pendidikan, baik di bidang pertanian maupun non pertanian. Dalam tahun 1982/1983,
jumlah transmigran yang telah dilatih di bidang pertanian adalah sebanyak 7.72O orang,
sedangkan di bidang non pertanian sebanyak 1.900 orang.
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PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN

PEMBANGUNAN DAERAH

8.1. Pendahuluan

Kemajuan ekonomi yang telah dicapai dari hasil pembangunan ekonomi bukanlah
merupakan tujuan akhir dari pembangunan nasional. Dalam jangka panjang, tujuan pem-
bangunan nasional secara jelas telah tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu
terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan
Pancasila. OIeh sebab itu walaupun prioritas pertama pembangunan diletakkan pada bidang
ekonomi, namun bidang-bidang lainnya di luar bidang ekonomi tidaklah dikesampingkan,
bah kan dilaksanakan secara sepadan dengan hasil-hasil yang telah dicapai oleh pembangun-
an ekonomi. Dengan demikian dalam proses pembangunan tersebut senantiasa terkandung
makna adanya keselarasan, keserasian, keseimhangan dan kebulatan yang utuh, Di dalam
hakekat pembangrnan yang demikian itu, perubahan tatanilai yang timbul dari proses
pembangunan itu sendiri dapat diarahkan menjadi kekuatan pendukung bagi setiap usaha
memajukan kehidupan bangsa, tanpa mengorbankan kepribadiannya sebagai insan Indo-
nesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepribadian bangsa yang luhur ter-
sebut perlu dipupuk terus melalui pembinaan tatakehidupan keagamaan dalam usaha
meningkatkur kualitas daripada penghayatan dan pengamalan ajaran agama bagi pemeluk-
nya. Dalam pada itu pembinaan tersebut tetap diarahkan pula pada kondisi kehidupan
keagamaan yang mendukung terciptanya stabilitas nasional, sehingga agama mitmpu
menjiwai segala aspek kehidupan bangsa yang berfalsafah Pancasila.

Erat kaitannya dengan usaha memajukan kehidupan dan memperkuat kepribadian
bangsa, perhatian yang semakin besar telah diberikan kepada sektor pendidikan dengan
menitikberatkan pada pendidikan dasar. Hal itu dimaksudkan untuk menunjang kewajiban
belajar, memberikan keterampilan yang sesuai dengan lingkungannya serta meningkatkan
pendidikan yang diperlukan. Sedangkan pengembangan pendidikan tinggi pada dasarnya
diarahkan pada terwujudnya sistem yang mampu menjawab tuntutan pembangunan.
Selanjutnya dalam mengembangkan kebudayaan nasional yang pada hakekatnya didasar-
kan atas pandangan kebudayaan yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar
7945, tizda lain ditujukan untuk terciptanya kondisi nasional yang memungkinkan setiap
rnanusia Indonesia dapat mengembangkan seluruh potensinya sehingga memiliki kepriba-
dian yang mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula
dalam hal pendidikan jasmani dan kegiatan olahraga, maka dengan semboyan memasya-

rakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, ingin diwujudkan masyirakat yang
gemar berolahraga serta sehat dan segar jiwa raganya.

350

I

t}



J ) _ t

unruk mempertinggi kualitas bangsa yang ditempuh melalui jalur pendidikan dan

kebudayaan tersebut diperlukan adanya dukungan derajat kesehatan yang lebih tinggi pula.

Dalam rangka usaha tersebur terus ditingkatkan upaya pencegahan penyakit, perbaikan

mutu gizi serta penyempurnaan pelayanan kesehatan dengan lebih mendekatkannya

kepada rakyat terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dibarengi

dengan kegiatan program kependudukan dan keluarga berencana (KKB) yang saat ini telah .

diperluas ke seluruh tanah air untuk melembagakan norma keluarga kecil yang bahagia dan

sejahtera (NKKBS), pada gilirannya dapat memberi iklim yang baik bagi usaha untuk

meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahtera-an lahir batin sedap keluarga. Dalam kaitan

ini perhatian yang lebih besar telah diberikan kepada keluarga atau kelompok masyarakat

yang mengalami hambatan sosial karena berbagai faktor, Perhatian yang lebih besar terse-

but terlihat dari kegiatan pelayanan sosial, baik yang dilakukan melalui sistem panti

maupun non panti sehingga kelompok masyarakat yang mengalami hambatan sosial terse-

but dapat menjadi manusia yang produktif, dan bersama dengan kelompok masyarakat

lainnya ikut serta secara aktif dalam kegiatan pembangunan.

Pembangunan bukanlah keadaan yang bersifat statis, melainkan merupakan rang-

kaian proses kegiatan yang bersifat dinamis. Agar proses tersebut dapat berlangsung dalam

suasara tertib, diperlukan pembaharuan perangkat dan tegaknya hukum yang semakin

mantap untuk memberikan landasan dan sekaligus memberi arah perjalanan bangsa menuju

cita-cita yang diidamkan. Namun dalam setiap langkah perjalanan bangsa tersebut sering

dihadapkan pada tantangan dan ancaman yang dapat membahayakan persatual dan

kesaruan bangsa. Untuk menangkal setiap ancaman serta untuk mengamankan jalannya

pembangunan yang rnakin merata ke seluruh daerah, pembangunan Hankamnas dititik-

beratkan pada pembangunan kemampuan tempur ABRI. Pemerataan Pembangunan yang

tercermin dari makin banyaknya proyek pembangunan sektoral, regional dan proyek-

proyek Inpres, dapat kiranya dijadikan tolok ukur bahwa pembangunan nasional yang kini

berlangsung bukanlah ditujukan unruk kepentingan sekelompok orang atau golongan,

melainkan dimaksudkan untuk mengusahakan kesejahteraan seluruh laPisal masyarakat.

Keberhasilan usaha besar dengan cita-cita yang luhur tersebut akan dapat diwujudkan

dengan lebih cepat, apabila disertai dengan sikap mental yang baik dan tekad yang besar

dari aparat Pemerintah, serta didukung partisipasi aktif seluruh ratyat. Oleh sebab itu

melalui sistem komunikasi timbal-balik yang dikembangkan dalam pembangunan pene-

rangan, diharapkan dapat merupakan jaminan berlangsungnya informasi secara terus

rnenerus, sehingga kesenjangan pemahaman tentang pembangunan dapat dihindarkan.
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8.2. Agama

Tujuan ganda yang ingin dicapai dari kebijaksanaan pembangunan di bidang ke-
aglmaarl dalarn Pelita III adalah terciptanya kondisi dan tatakehidupan keagamaan yang
mendukung stabilitas nasional, serta meningkatnya peranan umat beraganra secara nyata
sebagai penggerak pembangunan. Untuk mempercepat tercapainya tujuan ganda tersebur
telah dilaksanakan serangkaian kegiatan dengan memberikan tekanan khusus kepada usaha-
usaha memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (p4) kepada
maryarakat, memperluas pembinaan kerukunan hidup beragama, mengembangkan metode
dan materi penerangan/dakwah agama yang sezuai dengan perkembangan ilmu dan tek.
nologi, meningkatkan pelayanan peradilan agama serta meningkatkan mutu pendidikan
agama di sekolah.

8.2.1. Pembinaan tatakehidupan keagamaan

Salah satu kegiatan yang menunjang terciptanya tatakehidupan keagamaan adalah
terus meningkarnya pengadaan kitab zuci setiap tahunnya baik mengenai jumlah maupun
mutunya. Apabila selama Pelita I penerbitan kitab suci dari berbagai agama baru berjumlah
658.130 buah, maka selama Pelita II telah meningkat menjadi 3.727.075 buah dan me-
nirgkat lagi menjadi sebanyak 7.205.650 buah dalam Pelita III, di antaranya sebanyak
1.183.000 buah yang diterbitkan dalam tahun 19831L984. Jumlah tersebut terdiri dari
890.000 buah kitab suci ,A1 Qur'an, 100.000 buah Injil hotestan, 100.000 buah Injil
Katolik,75.000 kitab suci Agama Hindu dan 18.000 kitab suci agama Budha.

Selain pengadaan kitab suci, telah diberikan pula dana bantuan untuk pembangun.
anlrehabilitasi tempat-tempar peribadatan, yang diprioritaskan kepada daerah atau ling-
kungan masyarakat yang lemah status sosial ekonominya, tempat-tempat pemukiman
baru seperti daerah transmigrasi, Perumnas, dan daerah yang terkena musibah bencana
alam. Dalam tahun 1983/1984 sampai dengan bulan Agustus 1983 telah diberikan bantuan
kepada 2.7OO buah tempat ibadah, sehingga tempat ibadah yang mendapat bantuan selama
Pelita III telah berjumlah 12.559 buah. Dalam rangka banruan dimaksud, kepada sejumlah
lembaga keagamaan dan tempat-tempat ibadah telah diberikan pula banruan berupa
buku-buku pedoman dakwah serta peralatan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional-
nya. Bantuan pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah tersebut telah memberikan dampak
positif terhadap kegiatan swadaya masyarakat dalam memenuhi keburuhan tempat ibadah
yang semakin mendesak, yang disebabkan oleh makin bertambahnya pemukiman baru,
serta meningkatnya jumlah usia remaja yang menjalankan ibadah dalam rangka melaksa-
nakan kewajiban agamanya. Sampai dengan tahun 1982/1983 jurrlah tempat ibadah telah
mencapai 537.893 buah, terdiri dari 482.799 mesjid/mushola, 24.lTZ gereja hotesan,
7O.174 gereja Katolik, 18.768 pura Hindu dan 1.980 wihara Budha.
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Dalam kaitannya dengan kebutuhan akan balai nikah, apabila pada Pelita I

baru dibangun sebanyak 80 buah dan meningkat menjadi 250 buah pada akhir Pelita II,

maka dalam Pelita III telah mencapai sebanyak 1.572 buah. Pembangunan balai nikah

yang tersebar di berbagai daerah yang dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan

Undang-Undang No. 1 Tahun 7974 tenttng Perkawinan, telah memberikan pengaruh yang

positif terhadap pelaksanaan perkawinan, yaitu makin tertib dan meningkatnya upacara
pemikahan yang diselenggarakan di balai nikah. Di dalam upacara tersebut senantiasa
diberikan motivasi tentang pembinaan kesejahteraan keluarga, sehingga secara tidak
langsung telah turut membantu terhadap berhasilnya pelaksanaan program kependudukan
dan keluarga berencana. Di samping balai nikah, sejak pelaksanaan Repelita II telah di-
bangun pula balai sidang pengadilan Lgama yang hingga kini telah mencapai sebanyak
289 buah, yang terdiri dari 274 buah balai sidang pengadilan ̂gaml tingkat pertama dan
15 buah balai sidang agama tingkat banding. Pembangunan balai sidang pengadilan agama
tersebut sekaligts dapat melengkapi prasarana bagi terlaksananya undang-undang perkawin-
an secara baik, di samping untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sejak
berlakunya undang-undang perkawinan, jumlah perkara yang ditangani pengadilan agama
cenderung meningkat oleh karena masalah nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR), khususnya
mengenai pemutusan perkawinan, yang semula menjadi tanggung jawab kantor urusan

agama (KUA) kecamatan, harus diputuskan oleh pengadilan agama. Kehadiran balai sidang
penga{ilan agama dengan junrlah yang makin banyak telah menambah ketertiban dan
kecepatan penyelesaian perkara talak dan cerai, sedangkan jumlah talak dan perceraian
itu sendiri telah semakin menurun. Apabila dalam tahun 1981/1982 terjadi nikah dan talak/
cerai masing-masing sebanyak 1.226.652 kali dan 204.141 kall, maka dalam tahun
198211983 telah menurun masing-masing menjadi sebanyak L.769.+66 kali dan 793.509
kali.

Selanjumya untuk mcningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami dan
mengamalkan zjzrzn rgzrnz yang meteka peluk, maka kegiatan pencrangan dan dakwah
agama sebagai bagian dari progam penerangan dan bimbingan hidup beragama terus di-

sempumakan pelaksanaannya, Sasarannya ditujukan terutama kepada kelompok khusus da-
ripada masyarakat seperti karyawan di berbagai instansi, suku terasing, transmigran, nara-
pidana dan tunasusila. Selama lima tahun pelaksanaan Pelita III, penyuluhan telah dilakukan
kepada 7.535 kelompok umat Islam yang terdiri dari karyawan instansi Pemerintah/swasta,
suku terasing, transmigran dan kelompok khusus lainnya, yang disertai pula denga.n pe-
nyediaan sekitar 3,4 juta buah brosur agama dan 139.150 paket dakwah. Kegiatan serupa
telah dilaksanakan pula untuk agama Protestan yaitu penyuluhan kepada 659 kelompok
suku terasing, transmigran, narapidana dan kelompok lainnya, yang disertai dengan peng-
adazn 264.40O buah brozur aglma dln 18.462 buah paket dakwah. Sementara itu kegiatan
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pen)'uluhan untuk agama Katolik telah mencakup sebanyak 644 kelompok suku terasing,

transmigran dan kelompok masyarakat tertentu lainnya, yang disenai pula dengan peng-

adaan 141.500 buah brosur agama dan 16.015 buah paket dakwah. Sedangkan penyuluhan

agama l{indu dan Budha telah ditujukan kcpada 134 kelompok suku terasing dan transmi-

gran, berikut pengadaan brosur agama sebanyak 102.000 eksemplar dan 2 993 buah paket

dakwah. Di samping penyuluhan agama, dalam kegiatan Penerangan dan bimbingan hidup

beragama tersebut juga telah dikembangkan berbagai pandangan dari sudut agama terhadap

program kependudukan/keluarga bercncana, perbaikan gizi dan Iingkungan hidup.

Sementara itu pembinaan kerukunan hidup beragama ditempuh melalui berbagai

kegiatan kemasyarakatan, kerjasama sosial serta studi kasus dan observasi tentang masalah

keagamaan. Pembinaan tersebut telah berhasil menjalin suasana hidup rukun yang lebih

serasi, baik di lingkungan intern umat beragama, antarumat beragama maupun antara

umat bcragama dengan Pemerintah. Dalam tahun 1983/1984 antara lain telah dilakukan

kegiatan musyawarah di antara umat seagama sibanyak 13 kali yang diikuti oleh 975

peserta, tlan musya'varah antarumat beragama sebanyak 9 kali yang diikuti oleh 630 peserta,

penyelenggaraan pekan orientasi dalam rangka pembinaan kerjasama antara Pemerintah

dengan umat beragama yang diikuti oleh 360 peserta, serta kegiatan pengadaan buku pe-

doman pembinaan kerukunan hidup beragama sebanyak 36.700 buah. Dengan demikian

seiama Pelita ll l kegiatan tnusyawarah intern umat beragama, musyawarah antatrmat

beragaina serta pekan orientasi berturut-turut telah diikuti oleh 4.400 peserta, 3.775 peser-

ta dan 1.335 peserta, sedangkan pengadaan buku pedoman mencapai jumlah sebanyak

186.700 buah. Terciptanya tiga macam kerukunan hidup beragama yang diwarnai dengan

makin berfungsinya wadah musyawarah antarumat beragama tersebut merupakan sumbang

an yang sangat berharga bagi terjaminnya stabilitas dan ketahanan nasional.

Sejalan dcngan usaha memasyarakatkan P4 di kalangan luas, sejak tahun pertama

Pelita Ill telah mulai dirintis pemahaman P4 bagi umlt beragama, yang pelaksanaannya

dikaitkan dengan kegiatan dakwah dan penerangan agama. Di samping bagi juru penerang

agama dan pemuka agama, pcnataran P4 tersebut ditujukan pula kepada sejumlah tokoh

agama cli tingkat pusat dan daerah, yang diharapkan kelak dapat menjadi kader dan

tenaga pembina untuk penyebaran dan pemaltapan P4 di kalangan niasyarakat melalui

jalur agama. Dalam setiap tahunnya selama empat tahun pertama pelaksanaan Repelita III

kegiatan penataran tersebut ratlrzta. diikuti oleh 2,200 juru penerang dan pemuka agama,

yang dilengkapi dengan penyediaan buku-buku pedoman rzta-tara sekitar 150.000 buah

Semua kegiatan tersebut secara bertahap telah berhasil meningkatkan pemahaman tentang

Pancasila dan P4 kepada umat/pemuka agama, sehingga khotbah dan ceramah agama telah

mulai dikaitkan dengan Pancasila, P4 dan pembangunan nasional.
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Di dalam hal peningkatan pelayanan ibadah haji telah dilaksanakan tiga kegiatan
utama yaitu pembangunan arama haji, penataran petugas dan jemaah serta penyediaan
buku pedoman perjalanan dan ibadah haji. Sampai dengan tahun 1982/7983 pembangunan
asrama haji telah mencapai seluas 34.570 meterpersegi, terdiri dari 10.485 meterpersegi
dibangun dalam Pelita I, 4.900 meterpersegi dibangun dalam Pelita II dan 19.185 meter-
persegi dibangun dalam empat tahun pertama Pelita III, yang tersebar di 4 kota pelabuhan
haji yakni Medan, Jakarta, Surabaya dan Ujungpandang. Selanjutnya dalam rangka pe-
nyempurnaan penyelenggaraan urusan haji, sejak musim haji tahun 7982 m:lai diterapkan
sistem pelayanan baru. Dalam sistem tersebut jemaah haji dikelompokkan berdasarkan
daerah dengan pimpinan dari daerahnya masing-masing, dengan petugas kesehatan dan
pembimbing yang selalu berada ditengah-tengah jemaah, serra penerapan sistem catering
secara terbatas. Adapun jumlah jemaah haji tidak sama dari tahun ke tahun yang antara
lain karena dipengaruhi oleh kondisi perekonomian rnasyarakat terutama mengenai hasil
panenan yang berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam menunaikan ibadah
haji. Dalam tahun 1983/1984 jumlah jemaah haji Indonesia adalah sebanyak 48.317 orang,
dengan jumlah terbanyak berasal dari daerahdaerah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa'fengah,
Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, yaitu masing-masing sebanyak
8.947 orang, 5.356 orang,3.769 orang,8.529 orang,5.120 orang dan 2.O17 orang jemaah.

Perkembangan jun ah jemaah haji dapat diikuti pada Tabel VIII. l.

8.2.2. Pembinaan pendidikan agama

Dalam rangka mempercepat terlaksananya sistem pendidikan nasional berdasarkan
Pancasila maka usaha pembauran pendidikan antara sekolah umum dan perguruan agama
melalui program pembinaan pendidikan agama tingkat dasar dan menengah terus disem-
purnakan. Di samping melalui peningkatan vak umum pada perguruan agrma dan penyem-
purnaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum, usaha tersebut mencakup pula
penyediaan fasilitas/sarana pendidikan antara lain berupa pembangunan gedung madrasah
di berbagai tingkat pendidikan, penyediaan buku pelajaran dan alat peraga serta perbaikan
administrasi sekolah. Selama 4 tahun Pelita III telah dibangun/diperluas sebanyak 277 btah
madrasah ibtidaiyah negeri (MIN) dan 240 buah madrasah ibtidaiyah swasta (MIS). Dari
jumlah tersebut sebanyak 95 buah MIN dengan luas 30.507 meterpersegi telah dilaksanakan
dalam tahun 1982/7983. Dalam periode yang sama telah diberikan pula bantuan buku
pelajaran sebanyak 8.063.000 buah untuk MIN dan 405.000 buah untuk MIS, sedangkan
bantuan rehabilitasi gedung yang dibelikan kepada MIS melalui program Inpres SD telah
mencap .28,66o buah. Selama 4 tahun Pelita III juga diberikan bantuan pembangunan/
perluasan gedung kepada 296 t:ruah madrasah tsanawiyah negeri dan swasta, 119 buah
di antaranya dilaksanakan dalam ta,btn 1982/1983. Di samping itu juga telah disediakan
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buku pelajaran sekitar 5,1 juta buah, sejumlah alat pendidikan dan diberikan penataran

bagi para guru.

Seperti halnya madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah, pembinaan pondok-pondok

pesantren sebagai salah satu manifestasi dari pembinaan kader-kader pembangunan desa

dan pengembangan fungsi pendidikan non formal terus ditingkatkan pula. Dalam tahun
1982/1983, selain kegiatan penatiran kepada 580 tenaga pembina juga telah dilaksanakan
pemberian bantuan dana, rehabilitasi gedung, serta pengadaan buku pelajaran dan ahtl
bahan keterampilan, masing-masing terhadap 284 pondok, 223 pondok dan 150 pondok.
Di samping kegiatan keterampilan di bidang pertanian dan perbengkelan yang sangat m€na-

rik minat para santri dan diikuti pula oleh masyarakat sekitarnya terutama anak muda putus

sekolah, di dalam pondok pesantren tersebut telah dikembangkan pula unit koperasi yang

cukup teratur. Di samping itu usaha rehabilitasi terhadap korban narkotika yang dewasa

ini telah dirintis di pondok pesantren telah mendapat sambutan yang sangat positif, baik
dari masyarakat naupun Pemerintah. Sistem pengasramaan yang dibarengi dengan disiplin

tinggi dan sekaligus diberikan tuntunan agama ternyata telah mampu merehabilitir remaja-

remaja korban narkotika menjadi remaja yang baik, bergairah serta memiliki kepercayaan

diri terhadap masa depan hrdupnya.

Sclanjutnya untuk mengusahakan agar lulusan madrasah aliyah memiJiki penge-

tahuan umum yang sama dengan lulusan sekolah umum yang sederajat, maka mutu pen-

didikan pada madrasah tersebut terus ditingkatkan. Dalam tahun 1982/7983 kepada ma-

drasah aliyah negeri (MAN) antara lain telah diberikan bantuan berupa pembangunan/

perluasan/rchabilitasi sebanyak 62 gedung yang seluruhnya meliputi luas 15.038 meter-

persegi, penycdiaan buku pelajaran pokok dan alat peraga masing-masing sebanyak 445.000

buah dan 45 unit, serta kegiatan penataran bagi para guru yang diikuti oleh 1.229 peserta,.

Dengan demikian bantuln sarana fisik yang telah diberikan kepada MAN selama 4 tahun

Pelita III meliputi 155 gedung, 1.691.000 buah buku dan 92 unit alat peraga, di samping
penataran l:agi 2.629 orang €1rrru, Bantuan serupa juga telah diberikan kepada 86 buah

madrasah aliyah swasta sejak tahun pertama pelaksanaan Repelita III. Berkat pembinaan

yang seksrma terhadap nadrasah aliyah dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu

pendidikan yang sekaligus dik;itkan dengan kebijaksanaan pembauran sistem pendidikan,

maka walaupun masih dalam jumlah yang terbatas namun telah dapat mencapai hasil yang

diharapkan. Hal ini terlihat antara lain dari lulusan madrasah aliyah di beberapa daerah

yang telah berhasil meneruskan pendidikannya ke Instiot Agama Islam Negeri (IAIN)

dan pergur-uan tinggi agama yang lain, bahkan sebagian dari mereka berhasil memasuki

perguruan tinggi umum negeri dan dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik.

Sementara itu pembinaan terhadap pendidikan guru agama (PGA) juga terus di-

sempurnakan dengan tujuan agar lulusan PGA benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai
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guru agama yang baik. Kegiatan yang dilakukan selama tahun lggzllgs3 antara lain me.
liputi pembangunan/perluasan gedung sebanyak 43 buah dengan luas seluruhnya g.277
meterpersegi, di samping pengadaan buku pelajaran dan alat peraga masing-masing se_
banyak 611.600 buah dan 62 unit, sefta penataran guru yang diikuti oleh 623 pesena.
Kegiatan penataran serta pengadaan buku dan alat peraga tersebut dilaksanakan pula da.
lam usaha pembinaan mutu pendidikan agama di iekolah-sekolah umum. Dalam tahun
1982/1983 jumlah guru agama di sekolah umum yang telah ditatar berjumlah 2.240 orang,
sedangkan pengadaan buku dan zt peraga masing-masing berjumlah 4,3 jutz buah dan
4.945 unit. Dengan demikian selama 4 tahun pelira III telah berhasil ditatar sebanyak
11.600 orang, serta telah dapat disediakan sekitar 8,6 juta buah buku dan 6.945 unit alat
peraga.

selanjutnya dalam hal pembinaan pendidikan agama tingkat tinggi terutama IAIN
telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain pembangunan secara benahap sarana dan
fasilitas perkuliahan, peningkatan mutu staf pengajar, serta penelitian terhadap masalah
keagamaan dan kemasyarakatan. Selama 4 tahun pelita III telah dibangun gedung seluas
45.940 meterpersegi yang terdiri dari ruang kuliah, kantor dan ruang perpustakaan, peng-
adaan buku-buku ilmiah sebanyak 174.850 buah, penyelenggaraan program doktor, srudi
purna sarjana dan pasca sarjana yang masing-masing diikuti oleh 27 oraf,g, ZT ortng dan
2o orang sena penelitian ilmiah yang meliputi 81 judul, Di samping itu kegiatan kuliah
kerja nyata (KKN) yang melibatkan sebanyak 6.575 mahasiswa dalam program pemba.
ngunan pedesaan ternyata telah mendapat sambutan yang positif dari masyarakat. Hal ini
terlihat dari banyaknya permintaan para camat atau kepala desa agar daerahnya dijadikan
t€mpat kegiatan operasional KKN. Di samping perguruan tinggi negeri, banruan kepada
perguruan tinggi agama swasta (PTAs) juga terus dilaksanakan antara lain berupa pemberian
dana penelitian dan pengadaan buku perpustakaan kepada sejumlah pTAS baik pTAS
Islam, Protestan, Katolik serta PTAS Hindu dan Budha, di samping penataran bagi sejumlah
dosen dari PTAS tersebut. Sedangkan untuk meningkatkan mutu pendidikan agama pada
perguruan tinggi umum anrara lain telah disempurnakan sejumlah buku teks, di samping
penyediaan sejumlah buku pegangan dosen dan mahasiswa, serta kegiatan penataran untuk
para dosen agama dari berbagai perguruan tinggi umum negeri.

8.3. Pendidikan dan kebudayaan

8.3.1. Pembinaan pendidikan formal dan non formal

Pembangunan di bidang pendidikan sebagai realisasi daripada upaya unruk merqaju.
kan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, selama pelita III terutama
ditekankan pada beberapa program penting. hogram?rogram tersebut meliputi program
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peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kesempatan belajar yang dikaitkan dengan
aspek pemerataan, penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan pembangunan nasional,
serta persiapan generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa dan penerus pembangunan
nasional. Usaha peningkatan muru pendidikan yang dikaitkan dengan pemerataan pendidik-
an dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan antara lain berupa penataran tenaga guru/
pembina, pengadaan buku pelajaran, buku bacaan, buku perpustakaan, laboratorium, dan
peralatan belajar serta perrbinaan kurikulum. Selama pelaksanaan Repelita III sampai
dengan bulan Agustus 1983 telah ditatar tenaga guru/pembina di berbagai bidang studi
dan tingkat pendidikan sebanyak 2.724.786 orang peserra, terdiri atas 2.O75.559 orung
guru/pembina pendidikan dasar, 7 1.560 orang guru/pembina pendidikan menengah umum,
18.158 orang guru/pembina pendidikan menengah kejuruan dan teknologi serta 19.509
orang guru/pembina pendidikan guru dan dosen. Dalam waktu yang sama telah disediakan
pula buku-buku pelajaran (termasuk buku PMP dan buku kurikulum) sebanyak 347,2 jnta

.buah, yang meliputi buku-buku untuk sekolah dasar sebanyak 244,O juta buah, untuk
sekolah lanjutan urlrum (SLU) scbanyak 83,5 juta buah, untuk SMTP dan SMTA kejuruan
dan teknologi sebanyak 6,7 juta buah serta 7,0 juta buku pelajaran untuk SPG/SGO. Bersa-
maan dengan penyediaan buku pelajaran tersebut telah disediakan pula buku perpustakaan,
masing-masing sebanyak 103,5 juta eksernplar untuk pendidikan dasar, 3,0 juta eksemplar
untuk SMP dan SjVlA, 1,2 juta eksemplar untuk SPG/SGO serta sebanyak 200,3 ribu
ekscmplar untuk pcndidikan t inggi .

Semcntara itu untuk mendukung kegiatan belajar bagi para murid dan mahasiswa,
telah dibangun mang-ruang perpustakaan dan ruang laboratorium, masing-masing sebanyak
1.387 ruang dan 1.600 ruang untuk SMP, 317 ruang dan 333 ruang (terrnasuk 25 ruang
laboratorium bahasa) untuk SMA serta 39.245 meterpersegi dan 160,563 meterpersegi
untuk pendidikan tinggi yxng dilengkapi dcngan 1.393 unit alat laboratorium dan sebanyak
200.296 eksemplar bukr.r-buku perpustakaan. Dengan maksud yang sama antara lain telah
disediakan alat peraga masing-masing untuk taman kanak-kanak (1'KK) sebanyak 5.142 unit,
sekolah luar biasa (SLB) sebanyak 353 unit, alat-alat peraga IPA, IPS, matematika dan
bahasa Indonesia untuk SD sebanyak 400.531 unit, alat pelajaran praktek IPA unruk SMP
sebanyak 4,550 unit dan 1.372 unit alat laboratorium untuk SMA. Di samping itu juga
telah disediakan alat pelajaran keterampilan kesenian/olahraga masing-masing sebanyak
53.640 unit untuk pendidikan dasar, dan 9.618 unit untuk sekolah menengah umum

(SMP dan 5p1q). Sedangkan untuk penyempurnaan kurikulum antara lain telah dilakukan

eksperimentasi Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PSPP), penelitian dan pengembangan

program pendidikan keterampilan terminal, pengembangan dan pembinaan pendidikan dari
TKK sampai pendidikan tinggi serta penerbitan sebanyak 3,1 juta buah buku mengenai

sistem pengajaran modul untuk SMP terbuka.
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Untuk meningkatkan mutu pendidikan luar sekolah termasuk kepemudaan dan

keolahragaan, selain diusahakan untuk mencukupi sarana belajar yang diperlukan, juga

diselenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan bagi tenaga tutor, monitor, pelatih, pengge'

rak olahraga dan pembina/pemuka pemuda. Kegiatan yang telah dilakukan selama Pelita III

sampai dengan bulan Agustus 1983 antara lain berupa penataran yang diikuti oleh sebanyak

339.342 tenrya teknis, pengadaan buku Paket A, penerbitan majalah Cakrawala edisi pusat

dan daerah serta bulletin Suara Pendidikan Masyarakat masing-masing sebanyak 58,2 juta

buah, 11,8 juta buah dan 177 ribu buah. Kegiatan tersebut disertai pula dengan pembangun-
an 38 sanggar kegiatan belajar, perluasan/rehabilitasi 98 buah tempat latihan tenaga teknis

dan pengembangan satana belajar. Di dalam usaha peningkatan mutu pendidikan luar

sekolah tersebut sekaligus terkandung maksud untuk mengintegrasikan kerja samtiil belajar

pendidikan dasar (Kejar PD atau Kejar Paket A) dengan pendidikan mata pencaharian,

pendidikan politik dan latihan kepemimpinan/keterampilan generasi muda. Perkembangan
lebil lanjut tentang peningkatan pendidikan dapat diikuti pada Tabel VIII. 2.

Dalam rangka meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh Fendidiken
telah diusahakan keterpaduan dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional yang me-

mungkinkan setiap rakyat Indonesia memperoleh pendidikan yang layak. Untuk itu pe-
ningkatan daya tampung daripada lembaga pendidikan diarahkan terutama unfuk me-

nyongsong pelaksanaan wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar melalui pengembangan
fasi.litas sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, pengembangan sekolah kecil dan sistem SD

Pamong serta pendidikan luar sekolah dengan sistem kerja sambil belajar (Kejar). Realisasi

daripada kebijaksanaan tersebut antara lain berupa pendirian 74.74o rnit gedung SD yang

dibangun melalui program bantuan Inpres Pendidikan selama 5 tahun pelaksanaan Re'

pelita III, di samping penambahan sebanyak 110.700 ruang kelas baru serta rehabilitasi

sebanyak 106.000 buah sekolah termasuk SD swasta dan madrasah ibtidaiyah. Sejalan
dengan bertambahnya ruang belajar tersebut, dalam waktu yang sama juga telah diangkat

guru ba.ru (termasuk guru agama oan tenaga teknis) yang keseiuruhannya mencapai jurrJah

+16.280 orang. Berbagai usaha pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini termasuk di

a.ntaranya pemberian subsidi/bantuan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan (SBPP)

sebagai pengganti dari penghapusan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SD negeri,

telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi

pendidikan yang mengalami kenaikan dari 85 persen dalam tahun 1979/7980 menlzdi
t 97,2 persen dalam tahun 1983/1984 atau suaflr kenaikan sebesar 12,2 persen selama 4 tahun

terak}ir Pelita I Il.

Sebagaimana halnya terhadap anakanak yang normal, kepada anak-anak yang

mengalami cacad fsik, mental dan sosial juga telah diberikan pendidikan khusus melalui
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Sekolah Luar Biasa (SLB). Di samping pengadaan buku, alat peraga dan penataran guru/
pembina SLB, maka untuk mendukung kegiatan tersebut juga telah dibangun sejumlah
gedung dan asrama SLB baru serta dilakukan rehabilitasi terhadap gedung SLB yang telah
ada. Di bidang pembinaan uman kanak-kanak (TKK), apabila sampai dengan akhir Pelita II
masih terbatas pada rehabilitasi bangunan yang ada, pengadaan alat pendidikan dan penatar-
an guru/pembina TKK, maka dalam Pelita III telah ditingkatkan dengan pembangunan
sejumlah TKK pembina di tingkat nasional, tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota-
madya sebagai TKK percontohan. Untuk itu dalam tahun 1983/1984 telah diangkat guru
TKK sebanyak 3.000 orang.

Sebagaimana dengan pendidikan dasar, maka kegiatan perluasan kesempatan belajar
daripada Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) juga dilaksanakan antara lain dengan
pembangunan/rehabilitasi gedung. Sejak tahun pertama sampai dengan tahun kelima Pe-
lita III telah dibangun sebanyak 2.419 gedung SMP baru dan 14.193 ruang kelas baru,
di samping dilakukan rehabilitasi terhadap 1.388 gedung SMP yang ada. Di samping itu
juga telah berhasil dikembangkan sebanyak 165 SMTP kejuruan yang telah diintegrasikan
ke dalam SMP, baik baru maupun yang bersifat lanjutan. Usaha perluasan sekaligus pemera-
taan kesempatan belajar pada SMTP tersebut telah memperlihatkan hasil yang cukup me-
muaskan, karena jumlaf murid selama 4 tahun terakhir Pelita III mengalami kenaikan

sebesar 57,8 persen atau ra"tl-tltz. sebesar 14,5 persen per tahun. Apabila dalam tahun
1979/7980 baru terdapat 2.983.000 murid, maka dalam tahun 1983/1984 telah mening-
kat menjadi 4.707.400 murid. Kenaikan jumlah murid SMTP ini terutama disebabkan
oleh meningkatnya lulusan SD yang melanjutkan ke SMP yakni dari 1.156.000 murid
menjadi 1.769.600 murid.

Betkembangnya kegiatan belajar pada SMTP tersebut telah diimbangi dengan per-
luasan dan pemerattan kesempatan belajar pada Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA)
dengan memperbanyak sarana pendidikan yang diperlukan. Selama 5 tahun pelaksanaan
Repelita III telah banyak dilakukan penyediaan sarana fisik, di antaranya untuk SMA
berupa pembangunan gedung baru sebanyak 407 unit, ruang kelas baru sebanyak 3.526
buah, dan rehabilitasi gedung SMA yang telah ada sebanyak 411 buah sekolah. Untuk
SMTA kejuruan telah direhabilitasi/dikembangkan sebanyak 8 buah Sekolah Teknik Me-
nengah (STM) Pembargunan, 144 buah STM 3 tahun, 21 buah Sekolah Menengah Tek-
nologi Penanian (SMTP), Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Menengah

Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK), Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK),

Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah lndustri Kerajinan'(SMlK),

Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR), Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI)

dan Sckolah Menengah Musik (SlvIlU). Sedangkan untuk pendidikan guru telah dilakukan

I
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pembangunan gedung baru, pembangunan ruang kelas baru serta usaha rehabilitasi ter-
hadap sejumlah SPG, SGO dan SGPLB. Usaha perluasan dan pemerataan kesempatan
belajar pada tingkat SMTA tersebut pada gilirannya telah meningkatkan daya tampungnya
sebesar 59,4 persen atau tatsrlta 14,9 persen per tahun. Apabila dalam tahun 1979/1980
baru dapat tertampung sebanyak 1.574.000 murid, maka empat tahun kemudian telah
dapat ditingkatkan menjadi 2.508.900 murid.

Dalam periode yang sama juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan
fisik pada tingkat pendidikan tinggi, berupa pembangunan ruang kuliah/kantor serta reha-
bilitasi gedung masing-masing seluas 641.780 meterpersegi dan 219.348 meterpersegl.
Pembangunan sarana fisik pada pendidikan tinggi tersebut ciimaksudkan untuk menyedia-
kan daya tampung yang lebih besar bagi lulusan SMTA yang ingin memasuki perguruan
tinggi dengan jumlah yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Jumlah mahasiswa dalam
tahun 1983/1984 telah mencapai sekitar 796.000 orang, yang berarti meningkat sebesar
87,4 persen :-tztu rzta-r:rta. sebanyak 21,9 persen per tahun jika dibandingkan dengan jumlah
mahasiswa dalam tahun 1979/1980 sebanyak +2+.7OO orang. Sehubungan dengan itu per-
guruan tinggi swasta terus ditingkatkan peranannya terutama dalam kesanggupannya me-
ningkatkan daya tampung dan mutu pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan
nasional.

Erat kaitannya dengan usaha perluasan kesempatan belajar tersebut, melalui pro-
gram pembinaan bakat dan prestasi telah diberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa
berbakat yang berprestasi tinggi dalam kegiatan belajarnya. Pemberian beasiswa yang di
dasarkan hasil seleksi terhadap calon penerimanya, selama 5 tahun terakhir ini senantiasa
meningkat setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 79831198+ beasiswa tersebut telah di-
berikan kepada 135.697 orang, yang terdiri dari 55.206 orang untuk siswl SD, 34.457
orang untuk SMTTP, 26.270 orang untuk SMTA, 19.164 orang untuk mahasiswa di ber-
bagai perguruan tingg,, 120 orang untuk putra Nusa Tenggara Timur, 110 orang untuk pu-
tra Irian Jaya dan sebanyak 320 onng untuk putra Timor Timur. Peningkatan kesempatan
belajar di berbagai tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel VIII. 3.

Dalam pembinaan pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat, yang
dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang tersedia, kini telah berhasil dis'elenggara-
kan Kejar PD atau Kejar Paket A yang selama Pelita III telah diikuti oleh 7,1 juta warga
belajar. Sedangkan lembaga pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan maryarakat
(PLSM) telah berkembang junlahnya menjadi sekitar 8.000 buah yang menampung se-
bznyak 719.242 orang. Selanjutnya dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan meng-
olahragakan maryarakat, selama 5 tahun pelaksanaan Repelita III telah dibangun berbagai
sarana olahraga dan fasilitas penting lainnya seperti pembangunan gedung olahraga dan
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kolam renang seluas 38.580 meterpersegi, pengadaan zlat olahraga sebanyak 41.130 paker
dan pengadaan buku-buku olahraga sebanyak 111.000 buah. Di samping iru juga telah
dilakukan penataran guru, pelatih dan pembina olahraga yang seluruhnya berjumlah 12.96f
orang, penyelenggaraan kejuaraan olahraga pclajar, mahasiswa, masyarakat dan penyandang
cacad yang diikuti oleh sekitar 4,1 juta orang serta pembinaan olahraga berbakat bagi
6 .67 O orzng.

Pembangunan di sektor pendidikan, yang kini mendapat prioritas tinggi dalam
pembangunan nasional, menuntut adanya pembaharuan daripada sistem pendidikan ke arah
yang lebih sesuai dengan kebunrhan tenaga pembangunan. Untuk itu telah dilakukan ber-
bagai kegiatan yang meliputi penyempurnaan kurikulum di semua tingkat pendidikan,
penyempurnaan sisten.r pendidikan nasional, pembangrnan pendidikan ufitum serra per-
luasan sekolah kejuruan. Pada awal tahun kedur Pelita III telah dibentuk Komisi Pembaha-
ruan Pendidikan Nasional (KPPN) yang bertugas merumuskan sisrem pendidikan nasional
yang bersifat scmesta, menveluruh dan terpadu.

Masalah yang cukup penting, khususny'a yang berkaitan erat dengan proses rege-
ncrasi yang kini sedang berlangsung, adalah persiapan secara matang kader-kader penetus
perjuangan bangsa dan penerus pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu kebijak-
sanairn yang diambil diarahkan kepada peningkatan pembinaan bakat, keterampilan, ke-
pemirnpinan, keseqaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian, serta
budi pekerti luhur terutama melalui pendidikan moral Pancasjla dan pendidikan sejarah
nasional, Selain dicapai rnelalui pendidikan formal di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi,
pembinaan tcrhadap generasi muda tersebut juga dilaksanakan melalui berbagai kegiatan
yang bersifat informal antara lain penataran P4 pcmuda, penataran pemuda tingkat perintis,
penalaran pengclola gelanggang pemuda, serta pcnatafan teknis penilik generasi muda
yang masing-masing cliikuti oleh 23,535 orzng, 22.556 orzng, 325 orang dan 17.527
orang. Di samping itu juga tclah diberikan berbagai bentuk latihan kepemudaan, seperti
latihan penuda tingkat pemuka dan latihan pendamping pembina pemuda yang masing-
masing diikuti oleh 5.660 orang dan 60 orang. Sedangkan kegiatan pembinaan serta pengem-
bangan keterrmpilan dan daya kreasi generasi muda antara lain dilakukan dengan jalan
pertukaran pemuda antarbangsa dan antarpropinsi yang masing-masing diikuti oleh seba-
nyak 5.148 orang dan 6.180 orang, pembinaan pasukan bendera pusaka (Paskibraka)
dan Caraka Muda tingkat propinsi sebanyak 3.430 orang, penyelenggaraan festival pe-
rnuda yang diikuti oleh 39.956 orang, perkemahan kerja pemuda yang diikuti oleh 2.427
orang, pembinaan unit kerja produktif dengan peserta sebanyak 884 orang, sena pembinaan ,

satuan tugas sukarela pemuda yang diikuti oleh 18.886 orang. Dalam hubungan ini bantuan
kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) telah dimanfaatkan untuk meningkar-
kan aktivitas, fungsi, mutu, pemantapan organisasi serta pengada.an prasarana dan sarana.
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Kegiatan tersebut dilakukan melalui pengembangan desa pemuda di beberapa daerah/
propinsi, lomba kreativitas pemuda, latihan instruktur kader sebanyak 70.472 orang dan
latihan kepemimpinan manajemen yang diikuti oleh 680 orang.

Selanjutnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan kesejahteraan serta pen-
cegahan terhadap masalah kenakalan rcmaja, telah discdiakan Karang Taruna scbagai wa-
dahnya, agar dengan latihan khusus yang diberikan dalam Karang Taruna tersebut para
pemuda mampu menjadi tenaga yang prcduktif. Di samping itu kcpada pramuka juga

telah diberikan bantuan di antaranya berupa pcmbangunan gedung Cadika seluas 14.718
meterpersegi, pengadaan buku pramuka sebanyak 398.750 buah serta penyelenggaraan
latihan kepramukaan yang diikuti oleh 15.615 orang. Demikian pula dalam kaitannya
dengan peningkatan dan pengembangan wanita, antara la-in telah diberikan latihan pengem-
bangan belajar kcpzda Z4-25O wanita serta diadakannya lomba dcsa binaan keluarga sehat
dan sejahtera di 26 propinsi.

8. 3. 2. Pembinaan kebudayaan

Sejalan dengan laju pembangunan yang semakin cepat dan semakin luas jangkauan-

nya, nilai dan norma budaya bangsa yang dinan.ris terus dikembangkan guna memperkuat
kepribadian bangsa dan mempertebal rasa harga diri dan rasa kebanggaan nasional, Hal ini
diperlukan terutama di dalam menghadapi dan mengimbangi berbagai tantangan jaman,

baik di bidang ekonomi, ilmu pengetal.ruan maupun alih teknologi yang semakin modern.

Sehubungan dengar.r itu maka selana lirna tahun pelaksanaan Pelita III melalui program
kcpurbakalaan, kcsejarahan dan permuseuman antara lain telah dilakukar.r kegiatan survai

perencanaan dan survai koleksi di 26 propinsi, pengadaan berbagai jcnis koleksi, pameran
tentang fungsi dan eksistensi rlluseum dengan segenap aspeknya sebanyak 149 kali, peng-

adaan peralatan museum scbanyak 477 unit serta pengadaan pcralatan kantor museum
sebanyak 432 unit. Di samping itu telah dilakukan pula pemugaran peninggalan sejarah

dan benda purbakala yang terdapat di 332 lokasi, studi kclayakan di 114 lohasi, peme-

liharaan dan penyelamatan terhadap 1.453 sitr.rs serta melanjutkan pemugaran candi Boro-

budur dan rehabilitasi monumen nasional,

Dalam waktu yang sama pengembangan dan peningkatan seni budaya diarahkan

sedemikian rupa untuk menc\rtakan kondisi yang menopang tumbuhnya keativitas seni di
kalangan masyarakat. Untuk maksud tersebut di berbagai propinsi tclah dilakukan pembinaan

* sosio drama, penyuluhan teknis kesenian, pengcmbangan organisasi kesenian serta usaha

peningkatan penghayatan seni oleh masyarakat. Di samping itu pembinaan terhadap ke-

senian dan penanggulangan terhadap penglruh kebudayaan yang negatif juga senantiasa

dilaksanakan, termasuk penyebarluasan kesenian dan usaha peningkatan apresiasi sastra/

't
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seni, penyelesaian rencana induk Wisma Seni Nasional serta pemberian peralatan kesenian

kepada Pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kotamadya), kecamatan dan daeral

transmigrasi.

Dalam rangka pengembangan bahasa dan sasta Indonesia mauPun daerah serta

perbukuan dan perpustakaan, selama 5 tahun pelaksanaan Pelita III telah banyak pekerjaan

yang dilaksanakan. Usaha-usaha tersebut antara lain berupa penyusunan/penerbitan kamus se-

banyak 9O judul, terjemahan naskah sebanyak 30 judul, sayembara mengarang yang me-

liputi 950 naskah, pengembangan media kebahasaan dan penerbitan majalah sebanyak

36 nomor yang meliputi 208.000 eksemplar . Di samoing itu juga dilaksanakan pembina-

an bahasa lndonesia melalui media TVRI dan RRI, pengadaan buku sebanyak 1,1 juta

eksemplar untuk perpustakaan wilayah, perpustakaan umum, p€rpustakaan keliling, per-

pustakaan desa dan perpustakaan perintis, penulisan dan penerbitan majalah pengetahuan

dan naskah buku bacaan populer, masing-masing sebanyak 1.363.900 eksemplar dan

664.000 eksemplar serta diadakannya sayembara mengarang bacaan populer untuk 44
judul. Sementara itu dalam pengembangan perPustakaan nasional telah dilaksanakan ke-

giatan rekatalogisasi terhadap 11.000 buku, pengadaan bahan pustaka Indonesia dan asing

sebanyak 14.100judul, penerbitan pedoman penyuluhan perpustakaan sebanyak 37'00o

buah serta pelestarian bahan pustaka sebanyak 60.3 5O buku.

Selanjutnya guna memperkuat persatuaJr, kesatuan dan kepribadian bangsa maka

terus dilanjutkan usaha pemantapan penghayatan terhadap nilai-nilai budaya bangsa, yang

antara lain ditempuh melalui inventarisasi dan dokumentasi tentang kebudayaan nasional

Dalam rangka tersebut, selama 5 tahun pelaksanaan Repelita III antara lain telah dilakukan

penilaian dan penyempumaan terhadap 650 buah naskah, penyusunan dan penerbitan

naskah kebudayaan daerah sebanyak 340 judul, pembinaan kepada 312 orang tenaga teknis

operasional penelitian, penataran bagi 130 orang tenaga teknis di bidang dokumentasi dan

informasi kebudayaan sert:r penyusunan naskah penelitian sebanyak 87 buah. Kegiatan

tersebut telah disertai dengan usaha inventarisasi dan dokumentasi tentang sejarah nasional

dalam bentuk penelitian, pemrlisan dan peny'usunan naskah terhadap biografi pahlawan

nasional yang meliputi calon pahlawan, tokoh nasional dan sejarah pahlawan masing-masing

sebanyak 36 judul, 105 judul dan 26 judul. Sedangkan yang berkaitan dengan bahasa,

sastra dan kepurbakalaan, antara lain telah dilakukan penelitian bahasa dan sastra Indonesia/

daerah sebanyak 497 buah naskah, pendistribusian buku sastra Indonesia dan daerah se-

banyak 458.000 buah, pembuatan film kebudayaan sebanyak 25 judul, penyusunan pustaka

wisata budaya sebanyak 23 naskah serta penerbitan majalah arkeologi sebanyak 65.500

buah.

I
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8.4, Kesehatan dan keluarga berencana

Guna mempertinggl denjzt kesehatan dan kecerdasan rakyat, makapembaagunan
di bidang kesehatan melalui pengembangan sistem kesehatan nasional terus ditingkatkan
dengan mengikuts€rrakan peran akrif maryarakat. Kegiatannya terutama diaralkan kepada
golongan masyarakat yang berpenghasi.lan rendah, baii< di desa maupun di kota, se.t"
memberikan perhatian khusus kepada daerah terpencil, daerah pemuliman baru termasuk
daerah transmigrasi dan daerah perbatasan. Agar dalam pelaksanaannya dapat lebih ber-
daya guna dan berhasil guna maka diterapkan cara pendekatan pelayanan kesehatan kepada
rakyat secara luas melalui pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan rumah-rumah sakit
yang dibarengi pula dengan pendayagunaan tenaga medis dan paramedis, serta penyediaar
obat-obatan yang makin merata dan dapat terjangkau oleh rakyat banyak.

8,4.1. Pelayanan keschatan

sejak diterapkannya sistem pelayanan kesehatan melalui puskesrnas dan rujukan-
nya, peranan Puskesmas sebagai kesatuan fungsional yang paling dekat dengan masyarakat
makin dirasakan manfaamya, oleh sebab itu jumlah puskesmas terus ditingkatkan secara
benahap melalui program bantuan inpres saxana Kesehatan, sehingga sampai dengan tahun
L9831798+ telah mencapai sebanyak 5.35J buah. Ditambah dengan pembangunan puskes-
mas Pembantu yang dirujukan terutama pada daerah-daerah yang luas wilayahnya dan
padat penduduknya, maka jangkauan pelayanannya terus bertambah luas. Bahkan pelayan-
an kesehatan bagi daerah telpencil yang sebelumnya tidak terjangkau bajk oleh puskesmas
maupun Puskesrnas Pembantu kini telah dapat dilayani melalui pengadaan puskesmas
Keliling. Dengan dibangunnya sebanyak 1.250 buah puskesmas pembantu yang dewasa ini
sedang berjalan serta pengadaan 500 Puskesmas Keliling, maka sampai dengan akhir pelita
III telah tersedia sebanyak 73.592 Puskesmas pembanru dan 2.479 puskesmas Kelilins. pe-
nambahan jumlah Puskesmas tersebut telah disertai pula dengan penempatan tenaga dJkte.
umum, dokter gigi dan paramedis sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
Melalui program bantuan Inpres Sarana Kesehatan rahun Tgg1 /7gg4, telah ditemoatkan
sebanyak 5.160 tenaga kesehatan, terdiri atas 600 tenaga dokrer umum, 60 tenaga dokter
gigi serta 4.500 tenaga paramedis dan pembantu paramedis. Dilengkapi dengar sarana
obat-obatan yang diperlukan, sistem pelayanan puskesmas ini mampu memberikan pelayan-
an yang semakin mudah kepada maryarakat yang membutuhkan. perkernbangan sarana
pelayanan kesehatan rnaryarakat dapat diikuti pada Tabel VIIL4.

Di samping Puskesmas, pelayanan kesehatan dilaksanakan pula melalui program
usaha kesehatan sekolah (uKS), dengan tujuan untuk mengusahakan kesehatan anak didik
dan lingkungan sekolah yang lebih baik. Melalui kunjungan berkala oleh petugas puskesrnas
ke sekolah*ekolah yang dicakupnya, dilakukan kegiatan pemeriksa.a.n, imunisasi dan pe-
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nyuluhan tentang kesehatan lingkungan kepada para murid. Di samping itu kepada para

guru diberikan pendidikan/penataran tentang kesehatan sekolah sehingga bila diperlukan

akan dapat memberikan pertolongan lebih dini kepada murid-muridnya. Dalam tahun 1983/

1984 jumlah sekolah yang telah dapat dicakup oleh kegiatan UKS adalah sebanyak 90 00o

buah SD/madrasah, 4.500 buah SLTP dan 1,700 buah SL'|A, baik negeri maupun swasta.

Dengan demikian keseluruhan target yang ditetapkan di tingkat SD/madrasah telah dapat

dicapai, sedangkan untuk SLTP dan SLTA masing-masing baru dapat dicapai sebanyak 45

persen dan 34 persen.

Sementara itu untuk memberikan perawatan kesehat4n secara teratur dan ber-

kesinanrbungan, serta membantu mereka dalam mengenal dan menyadari pentingnya kesehat-

an dalam kehidupan sehari-hari, telah dilakukan kegiatan perawatan kesehatan melalut

kunjungan rumah atau kunjungan kepada kelompok khusus masyarakat. Agar lebih luas

jangkauannya maka daerah kerja p€rawatan kesehatan terus diperluas setiap tahunnya dengan

melibatkan lebih banyak Puskesmas. Apabila pada akhir tahun pertama Pelita Ill kegiatan

tersebut baru mencakup 11 propinsi yang meliputi 129 Puskesrnas dan membina sekitar

13,000 kepala keluarga (KK), maka 3 tahun kemudian telah meningkat menjadi 24 propinsi

yang melibatkan 1.660 Puskesmas dan membina sebanyak 82.426 KK serta 52 buah panti

asuhan dan panti wreda. Dewasa ini di setiap Puskesmas telah dilengkapi dengan tambahan

fasilitas pelayanan gigi sebagai upaya untuk memperbaiki kesehatan gigi kepada masya-

rakat secara merata. Di samping itu melalui usaha kesehatan gigi sekolah (UKGS) juga telah

dikembangkan kesehatan gigi untuk murid-murid sekolah dasar yang Perawatannya dilak-

sanakan secara selektif dan terintegasi. Sedangkan usaha unntk meningkatkan pelayanan

kesehatan gigi rujukan antara lain ditempuh dengan cara menambah fasilitas pelayanan gigi

pada rurnah sakit kelas D, di samping kemampuan yang lebih tinggi untuk menerima rujukan

rumah sakit kelas C dan D dengan umbahan fasilitas teknik dan bedah mulut sederhana.

Kegiatan tersebut telah dibarengi pula dengan peningkatan pembinaan teknis dan adminisrra-

sinya, yang antara lain meliputi manajemen tenaga kesehatan, bimbingan teknis dan supervisi,

pengumpulan data epidemiologi, standarisasi pelayanan klinik gigi, serta standarisasi pelayan-

an kedokteran gigi di rumah sakit. Hasil yang telah dapat dicapai dalam tahun keempat Pelita

III di antaranya berupa survai epidemiologi di 22 propinsi kepada sebanyak 880 anak dan 22o

orang dewasa. Di samping itu juga telah dilakukan standarisasi/metodologi di 4 propinsi

masing-masing di DKI Jakarta , Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang meliputi

kota J akarta, 'langerang, Bogor, Bekasi, Karawang, Sen'arang, Ungaran, Temanggung, dan

Wates, serta pemantapan standarisasi pelayanan klinik gigi dan UKGS di Puskesmas dan di

rumah sakit,

Tidak berbeda dengan pembinaan kesehatan gigi, usaha unruk memberikan pelayanan

kesehatan jiwa secara merata juga dilaksanakan dengan menyediakan sarana pelayanan

t
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termasuk penunjangnya, terutama di tempat-tempat yang belum ada penyediaan tenaga
lresehacan jiwa serta pengintegrasiannya di Puskesmas dan rumah sakit umum. Sampai dengan
tahun 1983/1984 telah banyak hasil yang dicapai, antara lain berupa integrasi pelayanan
kesehatan jiwa di 120 Puskesmas dan 11 rumah sakit, memberi latihan kerja secara therapi
produktif kepada 76.246 orang pasien, melakukan kunjungan rumah oleh suatu tim sebanyak
2.392 kali, pembangunan sebanyak 8 buah rumah sakit jiwa (RSJ) baru, pemindahan 3 buah
RSJ ke lokasi yang baru, serta renovasVrehabilitasi/perluasan RSJ yang seluruhnya meliputi
luas 4.616 meterpersegi.

Semua bentuk pelayanan kesehatan tersebut dapat mencapai hasil yang sebaik-baik-
nya apabila ditopang oleh pelayanan laboratorium kesehatan yang memadai. Oleh sebab itu
kemampuan laboratorium perlu ditingkatkan sepadan dengan peningkatan pelayanan kese-
hatan yang semakin luas jangkauannya. Dalam hubungan ini dalam tahun 1982/1983 telalL
dilakukan peningkatan terhadap sarana fisik laboratorium di antaranya berupa penambahan
ruang pemeriksaan dan penambahan daya listrik masing-masing terhadap 15 buah dan 6 buah
balai laboratorium, serta pembangunan 3 balai laboracorium kesehatan yang baru. Di samping
itu juga telah disediakan alat-alat laboratorium di 24 balai laboratorium dan 70 laboratorium
kabupaten, dilakukan monitoring terhadap 180 laboratorium klinik swasta yang telah men-
dap* izin sementara/tetap, serta dilakukan bimbingan dan pengawasan teknik dari balai
laboratorium kesehatan terhadap lrboratorium kabupaten dan Puskesmas atau dari balai
laboratorium kelas A terhadap balai laboratorium kelas B. Selanjutnya dengan menyadari
betapa besar eksistensi rumah sakit bagi kesehatan masyarak*, maka pembinaannya kini
lebih ditekankan kepada perluasan daya tampung beserta mutu pelayanannya. Untuk itu
terus dibangun dan direhabilitasi rumah sakit umum kabupaten/kotamadya dengan memper.
hatikan faktot kepadatan penduduk, keadaan geografis, pola perkembangan angka kesakitan
serta kebutuhan masyarakat akan rumah sakit. Dalam tahun 1983/1984 telah dibangun,
direhabilitasi dan direnovasi sebanyak 13 buah RS vertikal, 5 buah RS khusus dan 27 RS
propinsi, 192 RS kabupaten/kotamadya serta sebuah gedung Palang Merah Indonesia. Pem.
bangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana fisik tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan
ruang praktek dokter ahli, di rnana dalam tahun yang sama juga telah ditempatkan 50 orang
dokter yang memiliki keahlian dasar yaitl dokter bedah, dokter kebidanan, dokter anak dan
dokter ahli penyakit dalam yang tersebar di 44 rumalr sakit kabupaten/kotamadya. Selain itu
melalui progtam yang mendesak sifamya telah diberikan pula bantuan kepada 195 rumah
sakit non pendidikan yaitu 7 RS propinsi dan 188 RS kabupaten/kotamadya, 18 RS pen-
didikan (termasuk sebuah RS vertikal Tegalyoso di Klaten) serta RSAB Harapan Kita Ja-
karta. Penempatan dokterdokter ahl.i tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan sistem
rujukan yang kini terus dikembangkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat delgan lebih baik. Melalui sistem tersebut dilaksanakan pengiriman/kunjungan
dokter ahli ke rumah sakit yang belum memiliki dokter ahli, pengiriman penderita dari
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Puskesmas ke rumah sakit atau dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih tinggi tingkatan-

nya, kunjungan dokter dan paramedis rumah sakit ke Puskesmas, atau kunjungan dokter

Puskesmas ke Puskesmas lainnya yang belum memiliki dokter, Di samping jumlahnya yang

senantiasa ditambah sejalan dengan perkembangan prasaranarya, kepada berbagai jenis tenaga

medis juga telah diberikan penataxan secukupnya dengan tujuan untuk meningkatkan kete-

rampilannya. Perkembangan tenaga kesehatan dapat diikuti pada Tabel VIIL5.

Berkenaan dengan pelaksanaan sistem rujukan yang dikembangkan di Puskesmas dan

rumah-rumah sakit, khususnya tentang kebutuhan akan obat-obatan, maka pengadaannya

dilakukan secara terpadu agar pemanfaatan dari dana yang tersedia dapat berdaya guna

dan berhasil guna. Untuk itu telah disiapkan berbagai jenis obat dan bahan obat serta alat-alat

kesehatan kecil, sekaligus mendistribusikannya kepada Puskesmas, rumah sakit umum/khusus

pusat serta memberi bantuan kepada rumah sakit umum propinsi/kabupaten. Dalam kegiatan

ini termasuk pula pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan kecil untuk menanggulangi para

korban bencana alam yang diperkirakan terjadi setiap tahun dan m€mbantu kegiatan sosial
lainnya seperti pro$am ABRI Masuk Desa (AMD), Sementara itu untuk mendorong usaha

swadaya dan peran aktif penduduk desa dalam meningkatkan kemampuannya untuk hidup
sehat, maka kegiatan pembangunan kesehatan masyarakat desa (PKMD) terus dikembangkan
sebagai bagian integral daripada pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam tahun 1982/
1983 melalui kegiatan yang terkoordinasi dalam kerjasama lintas sektoral telah dikembangkan
PKlvtD di seluruh propinsi, yang meliputi 88 kabupaten, 323 kecamatan dan 1.360 desa, setta
dilatih sebanyak 33,684 orang promotor kesehatan desa (Prokesa), Dengan hasil-hasil yang
telah dicapai tersebut, pada akhir Pelita III diperkirakan s€tiap propinsi telah mampu me-
ngembangkan 4 desa dalam 2 kecamatan di satu kabupaten, yang dapat berswadaya di bidang
keschatan, memiliki perumusan pola pengembangan PKMD secara mantap, serta memiliki
tenaga Puskesmas yang telah terlatih dalam kegiatan PICVID.

8.4.2. Pemberantasan penyakit menular

Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh berjang-
kitnya penyakit menular, telah ditempuh berbagai usaha untuk memberantasnya. Pemberan-
tasan penyakit menular tersebut ditujukan pula untuk menunjang kelancaran proses pem-
bangunan dengan mengusahakan terpeliharanya kesehatan manusia sebagai tenaga kerja.
Untuk menjamin efektivitas dalam pelaksanaannya, teknis pemberantasannya dilakukan
dengan memutuskan matarantai penularan penyakit yakni dengan memperhatikan susunan
prioritas pemberantasan yang telah ditetapkan. Dalam hubungan ini pemberantasan terhadap
penyakit malaria mendapat prioritas pertama dan lebih dipusatkan di pulau Jawa, Bali, daerah
transmigrasi, daerah pemukiman baru serta daerah-daerah yang relatif rendah keadaan sosial-
ekonominya. Dalam tahun 1982/1983 antara lain telah dilakukan penyemprotan terhadap
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sekitar 3,4 juta rurnah, pengobatan terhadap sekitar 8,9 juta orang penderita, serta pengum-
pulan dan pemeriksaan terhadap 8,8 juta lebih sediaan darah, Sedangkan dalam tahun 1983/
1984 sampai dengan bulan Agustus 1983, kegiatan pemberantasan tersebut masing-masing
mencapai sekitar 3,6 juta rumah, 9,8 juta orang penderita dan 9,7 juta sediaan darah. Demi-
kian pula dalam pemberantasan penyakit demam berdarah (arbovirusis), di samping telah
dilakukan penyelidikar epidemiologi dan penanggulangan fokus masing-masing di 1.440
lokasi dan 5.874 fokus, telah dilakukan pula pembersihan sarang nyamuk, aplikasi larvasida
dm penyemprotan yang selama Pelita III masing-masing ditujukan kepada 328.516 rumah,
4,4 jt:ta rumah serta 864.873 rumah. Selanjutnya untuk memb€rantas penyakit kaki gajah
(filariasis) dan demam keong (schistosomiasis) telah dilakukan melalui dua bentuk kegiatan
yakni zurvai dan pengobatan langsung kepada penduduk. Selama Pelita III telah dizurvai
sebanyak 486.803 penduduk tersangka dan telah diobati sebanyak 843.364 penderita filaria-
sis, sedangkan zurvai dan pengobatan terbatas terhadap penyakit schistosomiasis meliputi 15
lokasi dan 9.920 penderita. Melalui 2 bentuk kegiatan tersebut secaxa bertahap telah dapat
diturunkan angka kesakitan, terutama bagi penyakit schistosomiasis yang berjangkit di sekitar
danau Lindu dan dataran Napu Propinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan serupa diterapkan pula
untuk pemberantasan penyakit antra-x, di mala selama periode tersebut dilaksanakan kegiat-
an survai di 2lokasi, pengumpulan dan pemeriksaan terhariap 301 specimen serta pengobatan
terhadap 582 orang penderita tersangka anthrzlx. Dari hasil zurvai yang telah dilaksanakan
hingga saat ini maka daerah-daerah yang endemis antlrra-r telah dapat diketahui yaitu Jawa
Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Teitggara Timur
dan Timor Timur, Sementara itu penyakit rabies dan pes yang merupakan penyakit zoonosa
terpenting telah mendapat perhatian yang serius untuk pemberantasannya. Selama pelaksana-
an Repelita lll sampai dengan bulan Agustus 1983 di samping telah dikumpulkan sebanyak
7.321 specimen tersangka rabies dan diobati sebanyak 56.228 orangpenderita gigitan hewan
tersangka rabies, juga telah diberantas rabies yang berjangkit pada 118.054 ekor hewan.
Selain itu juga telah dikumpulkan dan diobati masing-masing sebanyak 4.769 6'::.h specimen
dan sebanyak 1.294 orang tersangka penderita penyakit pes, namun setelah specimen ter.
sebut diperiksa di laboratorium ternyata semua negatif,

Dalam kaitannya dengan pemberantasan penyakit menular yang bersumber dari
penularan langsung antara lain telah dilakukan berbagai pemberantasan terhadap penyakit
TBC-paru, kholera, kelamin, kusta dan penyakit frambosia. Selama pelaksanaan Repelita III
sampai dengan bulan Agustus 1983 telah diadakan pemeriksaan bakteriologis terhadap sekitar
1,1 juta orang tersangka TBC-paru dan telah diobati sebanyak 120.265 ora g penderita
dengan menggunakan streptomycin dan rifampicin. Apabila target pengobatan dapat dicapai,
maka pada akhir Pelita III prevalensi di daerah operasi dapat diturunkan menjadi 15 persen.
Sementara itu untuk memberantas penyakit kholera/diare, telah dikcmbangkan sebanyak 329

t
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Puskesmas menjadi pusat rehydrasi, dan telah diobati sekitar 1,2 juta orang penderita kholera,
3 3.258 orang tersangka kholera dan 3,3 juta lebih penderita diare. Selanjutnya dalam waktu
yang sama usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit kelamin telah diprioritaskan
terhadap syphilis dan gonorhoe (kencing nanah), terutama di kota-kota besar dan sekitarnya
serta daerah pelabuhan. Di samping pemeriksaan darah dan gonorhoe yang masing-masing
dilakukan terhadap 8O8.771 orang dan 222.63O orang, juga telah diobati seca.ra teratur
terhadap 242.325 orang wanita tunasusila. Dalam pada itu untuk memberantas penyakit
kusta telah diperiksa sekitar 1,9 juta orang kontak penderita dan 17,3 jura lebih anak sekolah.
Dari kegiatan yang telah dilaksanakan telah ditemukan penderita kusta yang baru sebanyak
23.034 orang, sedangkan pengobatan secara t€ratur telah diberikan kepada 442.534 orang.
Selain iru dengan pemberan::san ylng intensif terhadap penyakit frambosia (CP3F), maka
jumlah penderita frambosia berhasil dirurunkan. Kegiatan utama yang dilakukan selama pelita

III sampai dengan bulan Agustus 1983 adalah pemeriksaan kepada sebanyak 33,5 juta pen-
duduk serta pengobatan kepada 47 5 .886 orang penderita.

Kegiatan penting lainnya dalam program pemberantasan penyakit menular adalah
pelaksanaan prcgam immunisasi, sebagai penjabaran dad program epidemiologi dan karanti-
na. Dengan memberikan tambahan antigen baru yakni tetanus formol toxoid (TFT) dan dep-
theria pertusis tetanus (DPT) sejak awal Pelita IlI, maka program tersebut telah ditingkatkan
menjadi program pengembangan immunisasi (PPI). Berkat pengembangannya yang berlanjut
selama ini, PPI telah tersebar ke setiap kecamatar di seluruh propinsi, bahkan kualitas
kegiatannya telah ditingkatkan dengan mernberikan 2 tambahan antigen yakni polio nyelitis
dar measles, Vaksinasi cacar, BCG dan suntikan TFT dalam r4ngka PPI tersebut telah diberi-
kan masing-masing kepada sebanyak 2,8 juta anak, 16,5 juta bayi dan anak serta sebanyak 5,8
juta lebih ibu hamil untuk mencegah terjangkitnya tetanus pada bayi yang akan dilahirkan.
Sedangkan vaksinasi DPT, polio, campak dan DT masing-masing diberikan kepada 5,5 juta
anak,799.226 anak,249.416 anak, dan sekitar 1,9 juta orang.

Di samping immunisasi, untuk mengenali pola epidemiologi penyakit tertentu
serta merumuskannya ke dalam kebijaksanaan pencegahan/pemberantasannya yang berdaya
guna dan berhasil guna, maka secara teliti terus dilakukan pengamatan terhadap penyakit
menular yang belum diprogramkan. Sehubungan dengan itu, kini di seluruh propinsi telah
dibentuk surueillance epidemiologi (SE), yang secara teratur juga bertugas menl'usun dan
menyebarluaskan bulletin epidemiologi. Selama P€lita III sampai dengan bulan Agustus 1983
antara lain telah diselidiki sebanyak 19.105 kejadian luar biasa, survai beberapa penyakit
menular pada 7.632 r,tmah sakit, pengambilan sebanyak 44.463 sample, serta penyebaran
data dalam bentuk bulletin epidemiologi sebanyak 195.445 eksemplar. Erat kaitannya dengan
masalah tersebut, kegiatan pelayanan kesehatan pelabuhan tidak lagi berorientasi pada
karanrina semata, melainkan lebih dititikberatkan kepada pengembangan kesehatan lingkung-
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an pelabuhan dan pengamatan penyakit. Dengan demikian selain menangani masalah teknis

operasional, kantor kesehatan pelabuhan harus dapat berkembang sesuai dengan pengem-

bangan pelabuhan dan teknologi perhubungan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan

yang ditetapkan dalam lnternasional Health Regulation. Khusus da.lam rangka karantina haji,

maka dalam rangka pengawasan terhadap keluar-masuknya penyakit dari dan ke wilayah

Republik Indonesia selama Pelita IU telah dilakukan pengamatan terhadap 285.639 otang

jemaah haji. Sedangkan bagi para transmigran sebelum diberangkatkan ke pemukiman yang

baru juga telah diberikan pclayanan kesehatan, terutama untuk memperoleh kekebalan

terhadap penyakit malaria,

Sementara itu guna menunjang perbaikan tingkat kesehatan bagi setiap orang, maka

terus dilanjutkan pencegahan/penanggulangan kekurangan gizi. Sedangkan unfuk menurun'

kan jumlah penderita kekurangan kalori protein (KKl'), vitamin A dan ancmia gizi besi yang

diderita pada anak balita, anak pra sekolah serta para ibu yang sedang hamil atau menyusui,

terus dilakukan penyuluhan gizi, penimbangan anak balita, pemberian makanan tambahan,

pemberian paket pertolongan gizi, serta penyuluhan mengenai pemanfaatan pekarangan

dalam kegiatan usaha perbaikan gizi kcluarga (UPGK). Kegiatan penting lainnya terutama

yang menyangkut penyuluhan kesehatan adalah meliputi imrnunisasi, penycdiaan air bersih,

pengobatan sederhzLna, sanitasi lingkr.rngan serta keluarga berencana. Dewasa ini telah dikem-

bangkan UPGK intensif dengan mengaitkan seluruh kegiatan UPGK dengan kegiatan pem-

bangunan, seperti pengembangan teknologi tepat guna, pengembangan industri rumah tanggz',

industri kecil serta peningkatan koperasi dcsa. Sampai dengan tahun 198211983 pelaksanaan

program UPGK telah menjangkau 27 propinsi yang terdiri <lzri 24o kabupaten, 2.186 ke-

carTrata.n atau 33,666 desa, dan mampu metnberi pelayanan kepada 6,7 juta lebih anak balita.

Dalam waktu yang sama untuk mencegah timbulnya penyakit gondok, keptda 2o2.755 orang

laki-laki berumur ar'tara.0 - 20 tahun atau wanita 0 - 45 tahun yang tinggal di daerah gondok

endemik telah diberikan zuntikan larutan yodium (lipiodol), di samping juga monitoring

medis dalam bentuk pemeriksaan kadar yodium penduduk di propinsi Sumatera Barat,

Sumatcra Utara, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara, Selanjutnya untuk mencegah dan menang-

gulangi kekurangan vitarnin A terutama pada anak-anak, pada setiap 6 bulan sekali telah

diberikan kapsul kepada anak yang berumur antara 1 - 4 tahun. Jangkauan program pemberi-

an kapsul tersebut semakin bertambah luas, sehingga dalam tahun 1982/ 7983 telah mencapai

sebanyak 788.680 anak yurg tersebar di 12 propinsi, yairu propinsi Aceh, Sumatera Utara,

Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Ma.luku,

Kalimantan Barat, Kalimantar 'fengah, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat Dalam waktu

yang sama kepada 13 5.000 ibu hamil juga telah diberikan tablet zat besi untuk mencegah

dan menanggulangi adanya anemia gizi besi.

Tersedianya air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan merupakur salall satu

t
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kebutuhan yang mendesak dalam masyarakat, t€rutama yang berpenghasilan rendah. Untuk

mencukupi kebunrhan air bersih tersebut telah dibangun berbagai sarana penyediaan air

bersih yang dilaksanakan dcngan mengikutsertakan masyarakat yang berkepentingan dan

diprioritaskan pada daerah yang sulit memperoleh air bersih, daerah-daerah yang endemis

kholera atau daerah dengan angka penyakit perut lainnya yang tinggi. Realisasi dari program

tersebut selama 5 tahun Pelita III meliputi kegiatan suwai di 630lokasi, pembangunan sumur

pompa tangan (SPT) dalam dan SPT dangkal masing-masing sebanyak 2.031 buah dan 8.918

buah, pcnampungan mata air (PMA) dan penampungan air hujan (PAH) masing-masing

sebanyak 37 buah dan 7.244 buah serta pembuatan sumur artesis (SA) dan pembangunan

instalasi pengolahan bahan kimia ldn-Fe masing-masing sebanyak 43 buah dan 2 unit. Dalam

waktu yang sama melalui program lnpres Kesehatan juga telah dibangun berbagai jenis sarana

air minum pedesaan, terdiri dari 625 buah sarana penampungan air minum dengan perpipaa:r
(PP),  200 buah SA,  19.000 buah PAI I ,6 .400 buah PMA,25.000 buah SPT dalam,243.OOO

SPT dangkal serta 13.500 buah sumur gali. Berbarengan deng:ur kegiatan tersebut telah

dilaksanakan pulz pembargunan 361 buah saraira pcrnbuangan air limbah, peningkatan

sanitasi perumahan dan lingkungan di 302 lokasi, pengamatan pengaruh lingkungan akibat

penggunaan pestisida di 124 lokasi kejadian serta pembangunan I juta jamban keluarga

Dalam ra:.rgka mewujudkan lingkungan pemukiman yang sehat, maka seluruh pelaksanaan

kegiatan tersebut harus disertai pula dengan pengawasan kualitas air minum dan pencemaran

Iingkungan.

8.4,3. Pengadaan dan pengawasan obat, makanan dan minuman

Unruk nrenrpercepat berhasilnya pembangunan kesehatan yang demikian Iuas

jangkauannya, rnaka perlu adanya upaya penyediaan obat-obatan yang memenuhi standar

kebutuhan. Ruang lingkup pengaCaan obat-obatan tersebut mencakup pula pengawasan

produksi, peredaran dan penggunaannya, termasuk pengawasan terhadap obat tradisional,

makanan dur rninuman, kosmetika dan alat kesehatan serta pengawasan yang lebih ketat

terhadap penyalahgunaan narkotika dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Untuk itu telah

diadakan penyempurnaan atas kriteria dan tatacara pendaftaran obat jadi, sehingga obat
yang beredar benar-benar bcrkhasiat nyata, terjamin keamanannya dan baik murunya. Dalam

hubungan ini status apotik yang scmula sekedar sebagai tempat usaha di bidang farmasi, kini

telal.r ditingkatkan menjadi ternpat pengabdian profesi apoteker, tempat melakukan pekerja-

an kefarmasian serta tempat menyalurkan obat kepada masyarakat. Dewasa ini terdapat

1.665 buah apotik yang tersebar di scluruh kota, sedangkan jumlah pedagang besar farmast

dan pabrik farmasi masing-masing sebanyak 880 buah dan 282 buah. Dengan telah dikeluar-

kannya peraturan pelaksanaan yang baru mengenai ketentuan dan tatacara perizinan apotik,

persyaratan apotik dan pengelolaan apotik, diharapkan jumlah apotik dapat bertambah

banyak di masa mendatang, Sementara itu dengan meningkamya jumlah obat yang diprodusir
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oleh pabrik obat, maka secaxa terus menerus telah dilakukan pengav/asan terhadap obat yang
beredar dengan mengambil sample obat pada unit-unit produki, distribusi dan tempat-tempat
digunakannya obat tersebut, seperti rumah-rumah sakit dan puskesmas yang selama 4 tahun
Pelita uI mencapai 66.675 sample obat. Di samping itu telal disusun buku perryaratan mutu
obat, meliputi buku-buku formularium nasional, farmakope Indonesia edisi II dan buku
vademikum/spesialite Indonesia yang akan digunakan sebagai pendamping buku-buku resmi
yang telah ada,

Sementara itu terhadap obat tradisional khuzusnya yang hingga saat ini masih
digunakan oleh sebagian besar masyarakat pedesaan tetap mendapat perhatian yang serius
dalam pengembangannya. Di samping usaha pengawasan atas peredarannya melalui kegiatan
registrasi dan pengujian laboratorium, dilakukan pula pembinaan atas obat tradisional melalui
standar dan persyaratan produksi, serta metode analisa kuantitarif/kualitatif. Sehubungan
dengan itu telah diterbitkan buku Materia Medika Indonesia yang dapat digunakan untuk
standarisasi kualitas produksi obat tradisional tersebut, Dari kegiatan registrasi yang dilaku-
kan selama ini, telah terdaftar sebanyak 370 perusahaan obat uadisional dan telah diterima
sebanyak 623 formulir pendaftaran simplisia impor. Dalam pada itu untuk mencegah ter-
jadinya penyalahgunaan narkotika dal obat berbahaya lainnya antara lain telah ditingkatkan
pelaksanaan kerjasama antarinstansi, bahkan kerjasama regional dan internasional, khuzusnya
untuk mengawasi dan mencegah kegiatan produksi dan distribusi yang bersifat ilegal. untuk
m enjamin efektivitas peJaksana:nnya, keglatan rersebur relah dirunjang dengan penyempur-
naan metode pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta buku panduan mengenar
bahan berbahaya.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas telah diterbitkan pula peraruran tentahg
larangan peredaran, produksi dan impor minuman keras yang tidak terdaftar pada Depar-
temen Kesehatan. Demikian juga telah diselesaikan rancangar peraturan dan konsep persiapan
mengenai caxa-car^ berproduksi untuk makaaan bayi dan anak-anak, ikan kalengan, makaaan
kalengan dengan keasaman rendah serta nrsu bubuk. Sedangkan dalam hal pembrnaan dan
pengawasan produksi dan distribusi tethadap barang kosmetika selain dilakukan dengan kun-
jungan ke pabrik-pabrik maupun pedagang kosmer.ika dan alat kesehatan ditempuh pula
dengan pengambilan sampling produk jadi yang beredar di pasaran untuk pemeriksaan labo.
ratorium, Dalam rangka mengikuti berbagai kerentuan dan kebijaksanaan yang telah dite-
tapkan tersebut, telah dilakukan pendaftaran ulang terhadap 3.197 macam makanan/mi-
mtman, 5.227 macam kosmetika sena 3.597 alat kesehatan. Barang-barang tersebut bem:rut-
turut terdiri dtti 2.886 macam makanan produksi dalam negeri dan 3I 1 macam produksi luar
negeti, 2,759 macam kosmetika dalam negeri dan 2.468 kosmetika luar negeri, serta sebanyak
1.353 alat kesehatan dalam negeri dan 2.244 alat kesehatan luar negeri.
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8.4.4. Keluarga berencana

Sebagai kelanjutan dari tahapan Pelita scbelumnya, jangkauan program kependu-
dukan dan keluarga berencana dalam Pelita III telah diperluas ke seluruh pelosok tanah air
termasuk wilayah Timor Timur. Sejajar dengan inakin luasnya sasaran yang dijangkau, pelak-
sanaan kegiatannya dikembangkan melalui pendekatan kemasyarakatan dengan dukungan
dari pemimpin masyarakat, baik formal maupun informal. Di samping itu upaya untuk
menurunkan tingkat fertilitas penduduk menjadi 50 persen dari keadaan pada tahun 1971
diusahakan dipercepat pencapaiannya dari tahun 2000 menjadi tahun 1990. Sebagai kon-
sekuensi dari percepatan tersebut, maka kegiatan di bidang kependud,rkan yang mendukung
program KB semakin diperluas, seperti integrasi KB gizi, peningkatan pendapatan peserta KB
serta penanggulangan terhadap kecamatan yang miskin. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi
lintas sektoral guna memberikan dorongan kerja kepada masyarakat agar turut aktif berpar-
tisipasi melaksanakan KB secara lestari menuju terwujudnya norma keluarga kecil, bahagia
dan sejahtera (NKKBS).

Berpijak dari hasil sensus penduduk tahun 1980 serta dengan memperhatikan sasaran
yang ingin dicapai, penggarapan Kts yang berorientasi pada pendekatan wilayah taktis
semakin dikembangkan, dengan mendasarkan kepada klasifikasi propinsi sesuai dengan
kondisi wilayah masing-masing. Dalam hubungan ini propinsi J awa Barat, Jawa Tengah dan

Jawa Timur diklasifikasikan sebagai propinsi penyangga utama, sedangkan propinsi Sumatera
Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakaxta, Sulawesi Selatan, Nusa
Tenggara Barat dar Nusa Tenggara'l'imur yang jumlah pasangan usia zuburnya besar dikate-
gorikan sebagai propinsi penyangga. Selanjutnya propinsi Aceh, Riau dan Kalimantan Barat
dinyatakan sebagai propinsi khusus karena mempunyai dampak politis psikologis, propinsi
Kalimantan Timur, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur sebagai daerah penerima
proyek transmigrasi, serta tiga propinsi lainnya yaitu DI Yogyakarta, Bali dan Sulawesi Utara
ditetapkan sebagai daerah pengembangan program kependudukan. Dengan cara penggarapan
demikian setiap propinsi mampu memberikan perhatian kepada daerah tingkat II bahkur
dapat berlanjut ke kecamatan-kecamatan, terutama kecamatan yang potensial, tanpa mening-
galkal kecamatan lainnya dalam mencapai sasaran minimal.

Dalam rangka memperluas jangkaual dan sekaligus untuk mempercepat pelemba-
gaan NKKBS, selain digunakan cara kontrasepsi yang telah ada yaitu terutama spiral dan IUD
yang memiliki daya lindung efektif, telah dikampanyekan pula konsep safari spiral atau
program catur wlrga, yzng ditujukan khusus kepada generasi muda yang memiliki anak paling
banyak 2 orang. Bahkan dewasa ini di b€berapa daerah telah dilaksanakan intensifikasi
program KB melalui Safari KB Senyum (sungguh enak dan nyaman untuk masyarakat).
Kegiatan tersebut telah memberikan hasil yang cukup baik, terutama jika diukur dengan
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indikator kuantitatif atas peserta KB baru yang selalu meningkat jumlahnya dan sampa:,

dengan bulan Juni 1983 telah mencapai lebih dari 13 juta pescrta. Dilihat dari metode kon-

trasepsi yang dipakai, lebih dari 50 persen dari seluruh peserta KB baru menggunakan kon-

trasepsi pil, sedangkan yang menggunakan metode kontrasepsi IUD mcskipun hanya berkisar

antara 16 persen sampai 22 persen dari seluruh peserta namun tampak menunjukkan gejala

yang makrn meningkat sesuai dengan arah program KKB yang menuju kepada iudisasi

Peningkatan jumlah pescrta KB tersebut telah disertai pula dcngan pcningkatan dalam kua-

litasnya, yaitu bahwa sebagian besar daripada peserta KB baru masih berumur di bawah 30

tahun dan berasal dari keLrarga pctani, Keadaan ini membuktikan bahwa penggarapan Kb

telah rnengarah kepada peserta yang mempunyai potensi tinggi untuk melahirkan dan men-

jangkau mayoritas penduduk yang tinggal di pedcsaan schingga diharapkan akan memberikan

dampak positif terhadap penurunan fertil itas. Perkembangan jumlah peserta KB baru dan

rnetode kontrasepsi yang digunakan dapat diikuti pada Tabel VIIh6.

Berhasilnya p:laksanaan Progam KB tersebut selain ditentukan oleh intensitas

kegiatan yang meningkat, tidak terlepas pula dari dukurrgan klinik KB dan perangkatnya

sebagar sarana utama dalam memberikan pelayanan. Sejajar dengan makin meluasnya jang-

kauan program. jumlah kJinik KB senantiasa bertambah setiap tahunnya schingga sampr-

dengan akhir bulan Juni 1983 telah mencapai 6.706 buah klinik. Jumlah klinik KB tersebut

menurut statusnya terdiri atas 5.182 klinik milik Departe me n Kcsehatan, 470 klinik rnilik

ABRI, 223 klinik milik instansi Pemerintah lainnya dan 501 klinik KB milik swasta, Di

samping memberikan pelayanan di tempat, melalui klinik KB juga dilaksanakan kegiatan

pelayanaa keliting dalam bentuk tim KB keliling sebagai upaya mendekatkan pelayanan

kepada masyarakat. Kegiatan tersebut telah diimbangi dengan pemantaPan dan peningkatan

mutu pelayanan klinik KB yang berlokasi di rumah sakit, yang sekaligus menjadi pusat

rujukan dan penanggulangan terhadap akibat sampingan yang mungkin terjadi dalam pelak-

sanaan KB, Bahkan untuk daerah perkotaan terus dikembangkan pclayanan KB, baik melalur

pelavanan dokter praktek swasta dan bidan praktek swasta maupun saluran niaga sepdrtt

apotik darr mmah obat. Sedangkan pelayanan koutrasepsi untttk daerah pedesaan dilakukan

melalui jaringan organisasi pembantu pem'.;inaan KB Desa (PPKtsD) dan paguyuban KB

Bertambahnya jumlah klinik KB terscbut telah dibarengi pula dengan penempatan tenaga

medis dan administrasinya. Dalam tahun 798217983 telah ditempatkan sebanyak 15.462

tenaga medis, masing-masing sebanyak 4.303 dokter, 6.239 bidan dan 4.920 pembantu bidan.

Sedangkan tenaga administrasi klinik dan petugas lapangan Kts masing-masing berjumlah

4.478 orang dan 77.425 orang. Perkembangan klinik KB dan tenaga pendukungnya dapat

diikuti pada Tabel VIII.7.

Seperti halnya dengan program perluasan jangkauan, keberhasilan pernbinaan

progam KB yang ditujukan untuk lebih meningkatkan penerimaan gagasan keluarga beren-

cana secara lestari juga diukur dengan indikator kuantitatif, yaitu meningkatnya peserta Kts

I
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baik yang aktif maupun yarg diaktifkan kembali setelah mereka beristirahat rnenggunakan
kontrasepsi. Dari usaha pembinaan ya,'rg telah dilakukan, sampai dengan bulan Juni 1983
telah tercatat sebanyak 11,2 juta peserta KB aktif atau 46,4 persen dari seluruh pasangan usia
subur yang tetap seda menggunakan kontrasepsi secara berlanjut. Peserta KB aktif tersebut
masing-masing sebanyak 57,1 persen menggunakan metode kontrasepsi pil, 27,2 persen
menggunakan IUD, 7,5 persen menggunakan suntikan dan selebihnya sebanyak 8,2 persen
mengglrnakan kondom atau metode kontrasepsi lainnya. Kegiatan pembinaan KB Lestari
tersebut tidak terbatas pada penyaluran kontrasepsi yang lebih mudah tetapi sekaligus melalui
program KB gtzi yztrg pada saat ini telah menjangkau sebanyak 22.636 desa dan tersebar di
seluruh wilayah tanah air. Bersamaan dengan meningkamya peranar dan status wanita peserta
keluarga berencana menjadi kelompok sosial dan ekonomi yang potensial, maka melalui
kelompok-kelompok peserta KB terus dikembangkan bentuk usaha bersama dalam program
peningkatan pendapatan. Realisasi dari program tersebut di antaranya berupa pemberian
bantuan modal yang diusahakan melalui kerjasama antara BKKBN dengan Bank Dagang
Negara yarg telah dirintis sejak tahun 1981. Selain itu juga telah dapat disusun mekanisme
operas.ional untuk meningkatkan pelaksanaan program KKB di daerah transmigrasi, bahkan
telah dirintis usaha untuk meningkatkan keterlibatan perusahaan-perusahaan dalam memberi
dukungan terhadap program KKB bagi buruh dan karyawannya.

Sementara itu proses pelembagaan KB di dalam masyarakat telah ditandai dengan
tumbuhnya lembaga{ernbaga dalam masyarakat, seperti PPKBD dan paguyuban akseptor
klususnya di masyankat pedesaan, yang dalam tahu 7982/7983 telah berkembang menjadi
176,823 buah. Dalam usaha pelembagaan dimaksud telah dilakukan pendekatan kepada para
pemuda, pelajar dan mahasiswa, agar generasi muda mempunyai kesadaran dan pengetahuan
serta tingkah laku yang lebih bertanggung jawab dan rasional terhadap masalah kependudrrk-
an di lnConesia. Selain itu unruk memberikan dukungan psikologis bagi para peserta KB, juga

telah dilakukan pcmberian piagam penghargaan kepada para peserta KB lestari 5 tahun, 10
tahun dan 16 tahun serta kepada lembaga masyarakat pengelola prograrn KB di tingkat
oedesaan.

8.5. Kesejahteraan sosial

Dalam Pelita III arah pembangunan di bidang kesejahteraan sosial terutama dituju-
kan kepada pembinaan dan pemupukan kesanggupan anggota masyarakat yang terhalang
perkembangannya, baik karena faktor sosial ekonomi, sosial budaya, fisik maupun mental
agar dapat berperanserta secara aktif dalam proses pembangunan. Usaha pembinaan tersebut
sekaligus dimaksudkan pula untuk mengurangi kesenjangan sosial di antara kelompok-ke-
lompok masyarakat, di samping menanggulangi akibat sampingan dari proses pembangunan
itu sendiri seperti permasalahan tunasosial, perjudian, dan penyalahgunaan narkotika.
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8.5.1. Pembinaan kesejah teraan sosial

Untuk rnenanggulangi berbagai masalah sosial tersebut, telah disusun berbagai
program pembinaan di antaranya berupa program pembinaan generasi muda. Kegiatan utama
program tersebut adaiah dengan mernberikan bimbingan kepada generasi muda/para rema;a
melalui wadah Karang Taruna agar menyad.ai tentan1 pe:znan dan tanggt:ngSawabnya dalam
menyongsong hari depan. Para remaja dibimbing dalam berbagai keqiatan dan keterampilan
yang produktif serta kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial guna menumbuhkan dan
mengembangkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial. Dengan demikian mereka akan
mampu mengatasi atau menanggulangi berbagai masalah sosial di kalangan pemuda dan
masyarakat. Di daizm Karang Taruna tersebut dikembangkan pula usaha bagi terwujudnya
penghayatan dan pengamalan Pancasila di kalangan remaja, yang salah satu tujuannya adalah
untuk mencegah dan membatasi timbulnya masalah kenakalan atau kelainan tingkah laku di
kalangan remaja. Kegiatan tersebut telah ditunjang pula dengan pembinaan di bidang ke-
pemimpinan sosial, pembinaan jasmani dan rohani, serta kegiatan yang bersifat rekreatif.
Hinga saat ini telah dilatih sebaayak 1.109 orang tenaga pembina remaja yang pada giliran-
nya mereka dibebani tugas untuk mengembangkan dan meningkatkan kegiatan Karang
Taruna yang saat irri telah mencapai sebanyak 12.654 buah.

Selain pembinaan terhadap generasi muda juga telah diberikan bimbingan dan
peny'uluhan sosial, latihan keterampilan dan bantuan stimulan kepada keluarga yang berada di
ambarg batas permasaiahan kesejahteraan sosial, terutama yang bertempat anggal di daerch
rawan, daerah minus dan daerah padat dan miskin di perkotaan. Ban an tersebut dimaksud-
kan untuk menimbulkan dan ineningkatkan kesadaran dan rasa tanggungjawab sosialnya,
s€rta. mampu berswadaya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, Sampai Cengan akhir
Pelita III keluarga miskin yang telah dibina dalam kegiatan sarala produksi telah mencapai
340.989 kepab keluarga (KK), yang meliputi keluarga bina swadaya (KBS) yang dibina secara
langzung sebanyak 2+2.709 KK, KBS yang dibina dengan bantuan UNICEF sebanyak 19.200
KK, s€rta pemberian peralatan kerja produksi sebanyak 7.908 unit yang melibatkan sebanyak
79.080 KK. Dalam waktu yang sama juga telah diselenggarakan pembinaan swadaya masya-
rakat di bidang perumahan dan lingkungan melalui latihan keterampilan bagi keluarga miskin
di bidang usaha pembangunan perumahan secara gotong-foyong dengan semaksimal mungkin
memanfaatkan bahan bangunan yalg tersedia di <iesa setempat. Dalam penyelenggaraan
latihan tersebut ditanarnkan pula pengetahuan tentang arti penting lingkungan yang sehat
bagi kesejahteraan sosial masyarakat, penggalakan penghijauan, pengaiuran saluran air serta
pelestarian zumber-sumber alam lainnya. Selama Pelita III sampai dengan bulan Agustus
f983, di sarnping telah diberikan bantuan stimulan berupa bahan bangunan non lokal dan
peralatm kerjE kepada 24.399 KK, telah dilaksanakan pula perbaikan 716 unit lingkungan
yang melibatkan 7.160 KK, serta pemberian peralatan produksi bahan bangunan lokal se-

+
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banyak 6g7 unit yang melibatkan sebanyak 6.970 KK. Sementara itu mela.lui pro$am

peningkatan peranan dan fungsi wanita, juga telah ditingkatkan keterampilan daripada

36.g35 orcng dalam kegiatan ekonomi produktif serta dibina sebanyak 5.080 orang sebagai

kader kepemimpinan wanita. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memantaPkan ke-

mampuar dan keterampilan wanita yang tergolong miskin tian tinggal di pedesaan agar daPat

berperanserta dalam proses pembangunan tanpa mengurangi fungsinya dalam pembinaan

keluarga sejahtera pada umumnYa.

Selanjutnya unruk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi kesatualr masyarakat yang

hidup terpencil, terbelakang dan berpindah-pindah lokasi, telah dilakukan usaha pembinaan

dan bimbingan agar mereka memiliki kemaual dan kemampuan untuk mengembangkan

kondisi sosial dan budayanya ke arah kehidupan sosial yang selaras dengan perkembangan

kemajuan masyarakat lndonesia pada umumnya. selain mencakup segi mental, sosial dan

keterampilan, maka pembinaan dan bimbingan terhadap masyarakat terasing dilaksanakan

pula dengan cara memukimkannya kembali mereka di suatu lokasi yang terletak pada jalur

ekonomi dan komunikasi. Di dalam lokasi tersebut setiap keluarga diberikan bantuan rumah

sederhana dan tanah pekarangan/peladangan seluas 2 hektar yang dilengkapi dengan satana

umum yarg diperlukan seperti rempat ibadah, balai sosial dar sekolah sederhana. selama

pelaksanaan Itepelita III sampai dengan bulan Agustus 1983 telah berhasil dilakukan pe-

mukiman kembali terhadap masyarakat terasing sebanyak 72.995 KK'

Berbagai usaha di bidang kesejahtetaan sosial tersebut dapat mencapai hasil yang

baik apabila didukung olch partisipasi sosial masyarakat secara luas. Oleh sebab iru untuk

mengembangkan, menyebarluaskan serta melembagakan partisipasi sosial tersebut antara

lain telah ditingkatkan jumlah tenaga kesejahteraan sosial sukarela (TKSS). Selama pelaksana-

an Repelita III sampai dengan bulan Agustus 1983 jumlah TKSS telah mencapai 5,490 orang

yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai profesi dan aliran, dan kemudian

bersama-sama mengembangkan usaha pendekatan dalam menanggulangi permasalahan sosial

dalam masyarakat. Di samping itu telah dibina pula sebanyak 14.115 buah organisasi sosial

baik yang bcrbadan huktrm maupun yang tidak berbadan hukum dengan jalan memberikan

ladhan keterampilan di bidang manajemen dan organisasi kepada pengurus serta anggotanya'

Sedangkur pembinaan terhadap kader keserasian sosial dalam usaha memantapkan keserasian

dan kesetiakawanan antarmasyarakat telah mencapai sebanyak 8.350 orang. selanjumya

untuk memacu tercapainya hasil-hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial secara luas

dan merata telah dibentuk pembimbing sosial masyarakat (PSM), yang dipilih dari a:rggota

masyarakat setempat melalui latihan dan praktek lapangan. Sampai dengan bulan Agustus

1gg3 tenaga PSM yang merupakan penggerak dan pelaksana kegiatan sosial di lingkungan

setempat telah berjumlah 185.703 orang,
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8.5.2. Bantuan dan penyantunan sosial

Dalam kaitannya dbngan usaha penanggulangan para penyandang masa.lah sosial yang
ditimbulkan oleh berbagai faktor maka melalui sistem panti maupun sistem di luar panti telah
diberikan bantuan dan penyantunar sosial kepada anak terlantar. Adapun yang termazuk
kategori alrak terlantar adala-h anak-anak yatim piatu terlantar, anak-anak putus sekolal, serta
anak-anak yang terlambat perkembangan sosialnya terutama yang berasal dari keluarga
miskin. Untuk mendukung kegiatur tersebut maka jumlah dan mutu pelayanan dari berbagai
jenis panti yang menampung anak-anak terlantar terus ditingkatkan. Sampai dengan bulan
Agustus 1983 jumlah seluruh panti yang menyantuni anak terlantar putus sekolah dari
tingkat sekolah dasar hingga tingkat lanjutan atas berjumlah sebanyak 519 buah, dengan daya
tampung 25.888 anak. Di sampirrg itu panti yang mcnyantuni anak-anak usia kerja tetapi
tidak memiliki keterampilan adalah berjumlah 34 buah dengan daya tampung 3.005 anak
setiap tahunnya, sedangkan penitipan anak yang setiap tahunnya dapat menerima 487 anak
sampai dengan qsia taman kanak-kanak berjumlah 32 buah. Peningkatan daya tampung
tersebut telah dibarengi dengan penyelenggaraan latihan kepada 655 orang pengurus panti
untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, di samping bantuan kepada pantt
parti swasta berupa 543 unit peralatan untuk meningkatkan pelayanannya. Sedangkan
pelayanan di luar panti teiah mencakup sebanyak 283.320 anak.

Sebagaimana halnya dengan anak terlantar, maka bantuan dajl penyantunan sosial
kepada para cacad juga dilaksanakan melalui sistem panti dan di luar panti. Sampai dengan
bulan Agustus 1983, kegiatan yang telah dilaksanakan selain melanjutkan pembangunan dan
peningkatan pelayanan panti melalui penyelenggaraan latihan bagi para tenaga pelaksana,
telah diselesaikan pula pembangunan Loka Bina Karya (LBK) sebanyak 150 buah. LBK
tersebut berfungsi sebagai sarana pelayanan di luar panti yang memberikan berbagai latihan
keterampilan kerja produktif kepada para cacad serta m€masarkan hasil produksinya. Sedang-
kaa bagi penyandang caczd yzng relatif ringan telah diberikan bimbingan serta bantuan
berupa bahan dan peralatan kerja agar dapat dipakai sebagai modal daiam memenuhi ke-
butuhan hidupnya. Bantuan serupa juga telah diberikan kepada 6 165 orang penyandang
cacad yang telah keluar dari panti, 928 buah kelompok usaha para cacad, serta berbagai panti
swasta dengan jumlah klien sebanyak 7.925 orang.

Selanjumya untuk memulihkan kembali rzsa hzrga diri serta untuk membangkitkan
minat dan kecintaan bekerja, kepada para gelandangan dan pengemis telah diberikan bantuan
dan penyantunar berupa bimbingan sosial, mental dan agama. Dengan bekal keterampil-
an yarg produktif dan sesuai dengan bakat serta kemampuan masing- masing, mereka kemu-
dian disalurkan dalam bentuk transmigrasi sosial, pemukiman lokal, serta penyaluran dengan
pola swakarya dan pola pondok sosial. Sampai dengan bulan Agustus 1983, melalui berbagai
bentuk kegiatan tersebut telah berhasil disalurkan sekitar 22.000 KK. Dalam pada itu untuk
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menanggulangi kehidupan yang sesat dari kelompok wanita tunasusila yang disebabkan oleh

berbagai masalah sosial dan ekonomi, antara lain tclah dilaksanakan usaha rehabilitasi dengan
jalan memberikan pendidikan budi pekerti dan keterampilan untuk kehidupan masa depan

yurg tebih baik. Dalam hubungan ini di samping telah disanruni sebanyak 72.524 onng

wanita tunasusila, sampai dengan bulan Agustus 1983 telah dibangun pula sebanyak 19

buah panti yang tersebar di 14 propinsi serta 4 buah sasana karya. Kegiatan rehabilitasi serupa
juga diteiapkan kepada 1.480 orang bekas narapidana melalui kcgiatan Loka Bina Karyz-
(LBK) untuk kemudian disalurkan ke pasaran kerja yang sesuai dengan bakat dan keterampil-

urnya, apabila para bekas narapidana tersebut telah dipandang mampu untuk terjun ke dalam

masyarakat. Dalam pada itu untuk merehabilitasi pata remaja yang menjadi korban akibat
penyalahgunaan narkotika antara lain telah dibangun panti rehabilitasi sosial korban narko-

tika di Jakarta, Surabaya dan Medan. Sedangkan untuk .menyantuni anak-anak nakal telah
dibangun panti rehab.ilitasi ara-k nakal di Jakarta, Palembang dan Semarang. Panti-panr

rehabilitasi tersebut sampai dengan bulan Agustus 1983 telah dapat merehabilitasi sebanyak

4.194 anak nakal dan korban narkotika. Dalam waktu yang sama, untuk nenyantuni para
lanjut usia/jompo yang terlantar atau kurang terurus, antara Iain telah dilaksanakan pem-
bangunan panti-panti di tingkat propinsi dan tinghat kabupaten. Pembangunan panti tersebut

dimaksudkan . se bagai sarana pembinaan, baik yang bersifat spirirual, kemawarakatan, re-
kreasi, serta kegiatan produktif terutama bagi mereka yang masih mampu kondisi fisiknya.

Untuk itu antara lain telah disclesaikan pembangunan sebanyak 43 wisma, terdiri atas 11

buah wisma tingkat propinsi dan 32 buah wisma tingkat kabupaten untuk melayani sebanyak
430 orang. Di samping itu telah diberikan pula bantuan stimulan untuk rehabilitasi sarana
fisik bagi sejumlah sasana milik swasta/Pemerintah Daerah, sedangkan kegiatan di luar panti
dilaksanakan dengan memberikan banruan usaha produktif kepada 63.150 orang lanjut usia.

Dalam kaitannya dengan usaha r.rnn k membina jirva kepahlawanau maka di samping
menyebarluaskan gambar dan buku-buku tentang sejarah pcrjuangan keurerdekaan serta
memasyarakatkan nilai dan semargat kepahlawanan di kalangan masyarakat dan generasi
muda melalui berbagai lembaga{cn:baga nasional dan pendidikan, juga telah dilaksanakan
pemugaran terhadap Taman Makzun Pahlawan (TMl') dan Makam Pahlawan Nasional. Kegiat-

an pemugaran tersebut selama 5 tahun pelaksanaarr Itepelita III sampai dengan bulan Agustus
1983 telah dilakukan terhadap 25 buah TMP tingkat I, 54 buah TI{P tingkat II serta 5 buah
makam pahlawan nasional. Scdangkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi keluarg4
pahlawan, di samping diberikan bantuan secara langsung, juga diberikan bantuan melalui
organisasi Ikatan Keluarga Pahlawan. Selanjutnya dalam rangka pemurnian dan pewarisan
nilai-nilai keperintisan artara lain telah diberikan bantuan usaha produktif kepada para
perintis/pejuang kemerdekaan dan jandz perintis kemerdekaan yang telah disahkan. Adapun
jumlah perintis/pejuang dan janda perintis kemerdekaan yang telah mendapat pengakuan dan
hingga kini masih hidup masing-masing sebanyak 2.525 orang dan 4.292 orang. Di samping
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bantuan usaha produktif, kepad. inereka juga telah diberikan ban ar untuk penulisan
riwayat perjuangan ba$ 25 orang, banruan perbaikan rumah sebanyak 200 buah dan bantuan
pemugaral makam sebanyak 2OO ortlng.

Sehubungan dengan sering terjadinya bencana alam yang melanda berbagai wilayah
tanah air serta dapat berakibat adanya kerawanan sosial ekonomi bagi para korban, maka
diambil langkahlangkah kebijaksanaan untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka
di dalam memulihkan/memperbaiki kehidupan dan penghidupan sosialnya. untuk itu telah
diberikan bantuan dan penyartunan serta rehabilitasi yang bersifat darurat. Dalam hubungan
ini selain diberikan bantuan berupa pengadaan panti persinggahan di daerah rawan ben-
cana seperti propinsi Aceh, Riau, Sulawesi Utara dan BaIi, bantuan tersebut juga diberikan
dalam ujud beras, obat-obatan dan pakaian, serta pemindahan tempat tinggal para korban ke
tempat yang lebih aman melalui pemukiman lokal maupun transmigrasi sosial. Selana pelita
III sampai dengan bulan Agusos 1983 realisasi daripada pemukiman lokal di luar pulau Jawa
dan Bali, serta trarsmigrasi sosial ke luar pulau jawa dan BaIi masing-masing telah mencapai
sebanyak 3.388 KK dan 3.840 KK. Sedangkan jumlah para korban bencana alam yang
telah mendapat penyantunan lokal adalah sebanyak LZ,BT3 KK, yakni berupa bantuan
maka:ran untuk selama 6 bulan serta bantuan l-.ibit dan peralatan kerja dalam rangka
pengembangan kesejahteraan sosial mereka.

8.6. Hukum dan perundang-undangan

8,6.1. Pembinaan dan pembaharuan hukum

Dinamika pembangunan yang senantiasa membawa perubahan ke arah kemajuan
perlu mendapat dukungan kepastian hukum bagi masyarakat melalui usaha pembaharuan,
pengembangan dan pemantapan hukum nasional, agar proses tersebut dapat berjalan dalam
suasana tertib dan lancar. Realisasi daripada pembangunan di bidang hukum mencakup
di antaranya pembentukan peraturan perundang-undangan, yarg penanganannya ditempuh
secara menyeluruh, terpadu, terarah dan bertahap. Selama 2 tahun terakhir pelaksanaan
Repelita III yaitu t:ahun l98.2l1983 dzn 7983/1984 sampai dengan bulan Agusrus 1983 telah
berhasil disahkan 20 buah undang-undang. Dari jumlab tersebut masing-masing I undang
undang tentang hak cipta, tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara RI, tentang
ketentuan pokok pers, tentang anggaran pendapatan dan belanja negtta 7983/ 1984, serta
tentang pengesahan perjanjia.n antara RI dan Malaysia mengenai hukum negara Nusantara dan
hak-hak Malaysia di laut teritorial dan perairan Nusantara maupun ruang udara di atas laut
teritorial perairan Nusantara dan wilayah RI yang terletak di antara Malaysia Barat dan
Malaysia Timur. Selanjumya telah disahkan 2 buah undang-undang tentang tambahan dan
perubahan atas A-PBN yairu tahun 7987/L982 dzn 798211983,6 buah undang-undang ten-
tang perhitungan anggarar negara tahun 7974/7975 sampai dengan talvn 19791198O, sena I

I
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buah undang-undang tentang pembentukan pengadilan tinggi di berbagai tempat, masing-

masing di Riau dan Padang, Jambi dan Palembang, Bengkulu dan Tanjungkatang, Matararn

dan Denpasar, Samarinda dan Banjarmasin, Palu dan Manado settz Kendari dan Ujung-

pandang.

Di samping undang-undurg, dalam waktu yang sama telah disahkan pula sebanyak

49 buah perauran Pemerintah, antara lain berupa peraturan Pemerintah tentang tata Peng-

aturan air, tentang pembentukan kota adminisuatif di beberapa kota, tentang Pemben-

tukan 15 kecamatan di beberapa kota kabupaten, tentang pemberian pensiun atau tunjangan

penghargaan bagi bekas kepala dan perangkat kelurahan, tenang penyertaan modal Peme-

rintah untuk pendirian perusahaa:r di berbagai bidang, tentang bursa komoditi, tentang

perubahan batas wilayah di beberapa kotamadya, tentang sensus pertanian, tentang peraturan

gaji anggota ABRI serta peraturan Pemerintah tentang izin perkawinan dm perceraian bagi

pegawai negeri sipil. Sedangkan yaag betbentuk Keputusan Presiden/Instru ksi Presiden

di antaranya adalah tentang peraturar kewaspadaan nasional, tentang pendidikan politik bag-

generasi muda, tentang penetapan harga dasat ga"bah dan betas, tentang pengembangan

budidaya laut di perairan Indonesia, tentang Dewan Gula lndonesia, tentang pendirian

dan pokok-pokok organisasi butsa komoditi, tentang harga jual eceran dalam negeri bahan

bakar minyak bumi, tentang penghapusan penyediaan kendaraan dinas perorangan, tentang

besarnya ongkos naik haji tahun 1983 serta Kcputusan Presiden tentang p€mbinaan perekam-

an video. Kecuali berbagai jenis produk hukum yang sudah sah diberlakukan ter-

sebut, kini sedang dipersiapkan pula sejumlah rzncangzn undang-undang (RUU)' di

antaranya adalah RUU tcntang perlindungan anak, tentang pola industri, tentang perailan

Nusantara, tentang hukum dagang, hukum perdata dan hukum acara Perdata s€rta Penyu-
sunan peraturan perundang-undangan pelaksanaan RUU tentang zona ekonomi eksekutif

Indonesia. Pertin.rbangan utama disusunnya RUU tentarg zona ekonomi eksklusif tersebut

adalah berkaitan dengan telah diterimanya konvensi hukum laut intemasional baru, yang

memerlukan usaha pembaharuan hukum di tingkat kerjasarna iuternasional.

Berbarengan dengan kegiat:rn pembahaman hukum dan pcrundang-undangan ter-

sebut, telah dilaksanakan pula kegiatan penelitian yang meliputi 29 buah bidang hukum

antara lain meliputi penelitian tentang masalah hukum yang mcnyangkut leasing, sisten

hukum negara nSEAN, ketatanegaraan di Indonesia, konvensi mengenai pencemaran ling-

kungan, aspek hukum yang mempengamhi perkembzLngan koperasi dan pasar modal, masalah

anak yang bekerja di bawah usia kerja, penyelesaian perselisihan perburuhan serta Pene-
lirian tentang penggunaan dan penguasaan tanah untuk kepentingan pembangunan, Selanjut-

nya dalam rangka mendukung sempurnanya pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum, telah

dilakukan berbagai pertemuan ilmiah baik lokakarya, seminar maupun simposium yang

diikuti oleh berbagai instansi yang berkaitan, di samping penulisan kertas kerja ilmiah.
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8.6.2. Penegakan hukum

Dalam kaitannya dengan usaha penegakan hukum khususnya untuk mewujudkan
peradi.lan yang cepat, sederhana, murah serta memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan
masyarakat, maka badan-badan peradilan terus diperbanyak jumlahnya. Dalam tahun 19g2l
r983 telah dibentuk 5 buah pengadilan negeri yaitu masing-masing di Tamiang Layang, Slawi,
Mungkid, Madiun dan pengadilan negeri di Gampingrejo serta pembentukan 7 buah pengadil-
an tinggi baru, masing-masing di Kendari, Samarinda, palu, Mataram, Bengkulu, Jambi dan
Pekanbaru, Dengan demikian sampai dengan tahun keempat pelita III telah ada 290 pengadil-
an negeri yang tersebar di hampir setiap ibukota kabupaten/kotam adya, 26 buah pengadilan
tinggi di setiap ibukota propinsi (kecuali propinsi Timor Timur), serta 7 buah penladilan
tinggi di ibukota kabupaten/kotamadya. Selanjutnya untuk memperluas jangkauan pelayanan
peradilan temtama bagi daerah-daerah yang sangat luas dan zulit komunikasinya, telah
disediakar pula tempat-tempat sidang pengadilan yang pada gilirannya akan mempermudah
pelaksana.an tugas hakim keliling dalam mempercepar penyelesaian perkara di tempat terjadi-
nya kasuvsengkera. Dengan telah dibangunnya sebanyak 135 buah tempat sidang p.r"dil"r,
dalam tahun 798217983, maka sampai dengan tahun keempat pelira III telah teisedia se-
banyak 320 buah tempat sidang peradilan. Sejalan dengan bertambahnya lembaga pengadilan,
dalam tahun yarg sama juga telah diangkat sebanyak 26 hakim baru sehingga sampailenga'
tahun keempat Pelita III hakim yang diangkat telah berjumlah 2,2rr orang. naapun pemli
naan karier personal peradilan antara lain dilakukan melalui mutasi hakim pada iingkat
regional dan nasional.

Selanjumya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas lembaga peradilan, antara
lain telah diba'gun 1o buah gedung pengadilan negeri dan 2 buah gedung pengadilan tinggi
yang baru di samping rehabilitasi/perluasan 6 buah gedung pengadilan negeri dan 6 buah
pengadilan tinggi. Dengan demikian selama 4 tahun pelita III telah dilaksanakan pembangun-
an 120 buah gedung baru pengadilan negeri dan 12 gedung baru pengadilan tinggi, serta
rehabilitasi gedung pengadilan negeri dan pengadilan tinggi masing-masing sebanyak rr9
buah dan 22 brah. Dalam pada itu guna mengusahakan kesempatan memperoleh keadilan
kepada masyarakat rerutama golongan yang tidakikurang mampu, telah diberikan bantuan
hukum, yang meliputi 5.970 kasus pidana dan tersebar di 26 propinsi. sedangkan kegiatal
konsultasi/bantuan hukum dilakukan melalui 24 fakultas hukum pada perg'ruan tinggi negeri
yang dimu.lai sejak tahun 7987/1992. sampai dengan tahun 1982/1983 kegiatan tersebur
telah mencakup 1,112 kasus konsultasi hukum dan 57 kasus bantuan hukum, baik yane
bersifat pidana maupun perdata.

Perluasan lembaga-lembaga peradilan tersebnt telah dibarengi pula dengan usaha
penegakan hukum melalui koordinasi dan kerjasama yang lebih serasi di antara aparatur di
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bidang pembinaan t€rtib hukum. Di samping itu perkara dan urusan taharan terus dipercepat
penyelesaiannya dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku. Dalam tahun L982/1983
telah dapat diselesaikan sebanyak 6*O.577 perkarz ztar 97,04 persen dari jumlah perkara
yang ada di pengadilan negeri sebanyak 660.110 perkara. Dalam waktu yang sama dari 6.941
perkara yang ada di pengadilan tinggi telah berhasil diselesaikan sebanyak 4.808 perkara atau

sebesat 69,27 persen, dan dari perkara yang adz di Mahkamah Agung sebanyak 12.956

perkara telah dapat diselesaikan sebanyak 4.591 perkara atau sebesar 35,44 persen. Sedang-

kan dari 779.3+4 perkara yang ditangani pihak kejaksaan telah dapat diselesaikan sebanyak

710.281 perkara atau sebesar 99,37 persen. Dalam usaha menuntaskan secePatnya tunggakan
perkara yang berada pada Mahkamah Agung, maka dalam tahun 1982 telah diangkat se-

banyak 30 hakim agung serta 20 hakim asisten sehingga kebutuhan sebanyak 51 hakim agung
dan 68 hakim asisten untuk bertugas p^da 17 majelis dalam tahun 1982/1983 telah dapat

dipenuhi. Selanjutrya guna menunjang pelaksanaan tugas lembaga perad.ilan di dalam ̂ "-

negakan hukum, maka kerjasama dengan aparat keamanan lainnya terus ditingkatkar
khuzusnya untuk mengungkap perkara-perkara pidana seperti penyelundupan, narkotika,

korupsi, subversi serta pelanggaran pidana lainnya yang dapat merusak persatuan dan kesatu-
an bangsa. Sedangkan kegiatan berupa pembinaan hukum kepada masyarakat agar memahami
dan rnenghayati akan hak dan kewajibannya anra:ra lain ditempuh melalui program jaksa

masuk desa. Dalam tahun 7982/1983 usaha-usaha tersebut telah disertai dengan pembangun-
an, perluasan, dan rehabilitasi gedung-gedung kejaksaan negeri/kejaksaan tinggi yang masing-

masing berjumlah 22btah,33 buah dan 37 buah gedung. Di sanrping iru juga dilakukan

pengadaan 133 buah sara-na angkutan dalam berbagai jenis yang berperan meningkatkan
mobilitas kegiatan operasionalnya. Erat pula kaitannya dengan usaha untuk meiaujudkan

aparat hukum yang mampu membentuk dirinya menjadi penegak keadilan yang manpu
melindungi dan mengayomi warga maryarakat, maka telah dilaksanakan berbagai bentuk

pendidikan dan latihan serta penataran. Dalam tahun 1982/1983 kegiatan tersebut telah

mengikutsertakan sebanyak 7.215 orzrrg, antara Iain berupa penataran teknis hukum yang

diikuti sebanyak 30 orang, penataran dan Iatihan panitera sebanyak 105 orang, penalaran

tenaga kerja pemasyarakatan sebanyak 175 orang, penataran tenaga administrasi sebanyak

480 orang, penataran tenaga teknis Bispa sebanyak 40 orang, serta penataran tenaga teknis

Rutan dan Rupbasan, yang masing-masing diikuti oleh 30 orang peserta.

Sementara itu pembinaan sistem pemasyarakatan yang ditujukan kepada para
narapidana dm anak didik dilaksanakan melalui pendekatan sosial edukatif yang meliputi

pembinaan spiritual, pendidikan umum, keterampilan, bimbingan sosial, petawatan dan

pelayanan kesehatan, serta pendidikan olah raga. Dengan cara demikian diharapkan agar

setelah selesai menjalani hukuman pidananya dapat kembali menjadi warga negara yang baik,
mereka memiliki kreativitas dan produktivitas serta menghormati norma-norma hukum di

dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Selanjumya dalam usaha meningkatkan bimbingan
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kemasyarakatan da-n pengentasan anak (Bispa), pendidikan sekolah dan pendidikan keagama-
an terus dilaksanakan, termasuk pend.idikan keterampilan berwiraswasta dan kepramukaan.
Untuk mendukung usaha-usaha tersebut, dalam tahun I983/l9g+ sampai dengan bulan
Agustus 1983 telah dilakukan pembangunan lanjutur/pembangunan baru dan perluasan/
rehabilitasi gedung lembaga pemasyarakatan (LP) masing-masing berjumlah 3l gedung dan 39
gedung, di samping pembangunan 3 buah balai Bispa, Dengan demikian selama empat tahun
Pelita III selain pernbangunan sebanyak 26 buah balai Bispa, telah dibangun/dibangun kernba-
li dan diperluas/direhabilitasi gedung LP masing-masing sebanyak 120 buah dan 172 buah.
Selanjunrya berkenaan dengan diundangkannya undang-undang Hukum Acara pidana, dewasa
ini telah dilakukan penataan kembali tentang lembaga permasyarakatan (LP), rumah tahanan
(Rutan) dan rumah tempat penyimpanan barang sitaan (Rupbasan), terutama tentang ke-
mungkinan pengalihan status LP menjadi Rutan sesuai dengan fasilitas yang ditentukan.
Dalam hubungan ini di samping usaha penyesuaian fasilitas sekitar 140 buah Lp, juga telah
direnovasi sebanyak 80 LP menjadi Rutan.

8.6.3. Ke imigrasian

Sehubungan dengan meningkatnya arus volume lalulintas antarnegiua sebagai akibat
dari kemajuan teknologi dan kebijaksanaan tentang penan:rman moda_I, kepariwisataan, dan
ketenagakerjaaa , maka pengawasan di bidang keimigrasian makin ditingkatkan pula. Dalam
hubungan ini antara lain telah dibentuk persetujuan lintas batas antara Republik Indonesia
dengan negara-negara tetangga terdekat seperti Philipina, Malaysia dan Papua Nugini. Dalan.
tahun 198211983 jumlah orang yang masuk ke Indonesia berjumlah 7.706.269 orang, terdiri
dari 680.114 orang asing dan 426.754 orang Indonesia, sedangkan yang berangkat ke iuar
negeri berjumlah 1,328.268 orang, terdiri dari 881.895 orang asing d,an 446.373 orang
Indonesia. Guna mernaksimalkan pelaksanaan tugas keamanan yang dikaitkan dengan bidang
peningkatan ketahanan nasional tersebut, dalam tahun r982/lg93 antara lain telah dibangun
2 buah gedung kantor imigrasi yairu di Malang dan di Dilli. Di samping itu telah dibangun
pula 6 buah gedung resort imigrasi di Tembagapura, Dobo Singkep, Nangsa; Muarasabak.
Kotabaru dan Maumere, 10 pos imigrasi di Juanda, Benoa dan Larantuka, 7 pos lainnya di
perbatasan Irian Jaya dengan Papua Nugini serta pembangunan 4 buah asrama tahanan
imigrasi masing-masing di kantor imigrasi Pusat, kantor imigrasi Bandung, kantor imigrasi
Lhok Seumawe dan kantor imigrasi Palu,

8.7. Pertahanan - keamanan

Sejak permulaan Rencana Sasirarr Strategis (Renstra) Hankam II tal;ntn l9Z9-I983
yang bertepatan dengan pelaksanaan Repelita III, pembangunan kekuatan hankam diarahkan
kepada tercapainya kekuatan terpadu dengan reaksi yang cepat, yang dilengkapi dengan

J
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peralatan modem serta memiliki kemampuan profesional yang memadai. Strategi penahanan

dan kea.nanan tersebut ditujukan untuk mencegah dan menangkal setiaP bentuk gangguan

keamanan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri, dan di

dalam pelaksanrrnnya dititikberatkan kepada pembangunur kemampuan tempur ABRI yang

berintikan 10o batalyon. Untuk mendukung kebijaksanaan tersebut telah dilaksanakan

pembangunan kekuatan tempur di laut dan di udara yang meliputi peningkatan kemampuan

angkuVpemindahan pasukan strategis, peningkatan kemampuan operasi amphibi dan pening-

katan bantuan udara taktis. Di samping itu, kini juga sedang dilaksanakan kegiatan regrouping

dan konsolidasi terhadap unsur-unfllr bantuan tempur dan bantuan administrasi. Bahkan

dalam tahun terakhir pelaksanaan Renstra Hankam Il telah diusahakan suatu pemantapan

atas sasaran yang telah ditetapkan, dengan cara memelihara dan meningkatkan kemampuan

yang telah dicapai dalam tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat dicapai taraf kesiapsiagaan

yang dibutuhkan bagi strategl pertahanan penangkalan. Dalanr hubungan ini kemampuan

tinggi yang telah dicapai oleh komando teritorial, baik yang menyangkut aspek organisasi

maupun perlengkapan, fasilitas kerja serta sistem dan metodanya, tetap diPelihara dan diting-

katkan. Dengan demikian dapat lebih terjamin terselenggaralya pembinaan potensi nasional,

penciptaan ruang, alat, dan kondisi juang untuk mewujudkan ketahanan nasional yang

tangguh. Dalam pada itu guna mendukung peranan satuan tempur dan komando terito-

rial tersebut, telah ditingkatkan pula kemampuan intelijen yang meliputi intelijen tempur,

intelijen strategis dan intelijen teritorial. Selanjumya untuk menciptakan keamanan dan

ketertiban dalam masyarakat (Karntibmas), dan juga sejalan dengan telah berlakunya Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka usaha pembinaan terhadap kemampu-

an POLRI sebagai penegak hukum, khuzusnya sebagai penyidik utama semakin diintensifkan.

Lebih dari itu kegiatan pembinaan terhadap POLRI sebagai pencegah dan penindak awal

terhadap gangguan kamtibmas tetap dipelihara dan disempurnakan.

Sehubungan dengan telah disahkannya konvensi Hukum Laut tahun 1982, di mana

Wawasan Nusantara ditetapkan secara intemasional, telah mengakibatkan bertambahnya

beban tugas dan tanggung jawab penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan

teritorial termasuk di dalamnya penggunaar zona ekonomi eksklusif. HaI ini memerlukan

peningkatan kemampuan liputan di wilayah perairan. Untuk menunjang usaha tersebut, sezuai

dengan batas kemampuan sumber daya yang ada,, telah dilakukan kegiatan pokok yang

meliputi peningkatan keterampilan dan mutu tempur, peningkatan mutu pendidikan, inves-

tasi sistem senjata dan peralatan yang diprioritaskan, rehabilitasi sistem senjata yang masih

dipertahankan, pengembangan fasilitas asrama, penangkalan, logistik, pendidikan dan latihan,

serta peningkatan sarana komando, kendali, komunikasi dan informasi. Kegiatal tersebut

telah dilengkapi dengan kegiatan di bidang perangkat lunak seperti usaha-usaha yang bersifat

tertib administra,i serta pembina.,rn personal, logistik dan material. Dalam hubungan iiri selain

telah dimiliki sistem senjata sebagai hasil investasi Renstra Hankam I sampai dengan 4 tahun

j
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pertama Renstra Hankam II, maka dalam tahun terakhir Pelita III juga sedang diproses
investasi sistem senjata dan peralatan yang diperlukan antara lain meliputi helikopter puma
untuk TNI-AU dan heiikopter Super Puma untuk TNI-AL, pesawat angkut ringan jenis Casa
untuk TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU, kapal patroli jerris FpB-57 untuk TNI-AL, kendaraan
tempur jenis AMX dan meriam 105 milimerer Howitzer untuk TNI-AD serta peralatan bagi
tugas-tugas kepolisian yang antaxa lain terdiri atas peralatan reserse, intel, sabhara dan lalu-
lintas. Selain itu usaha peningkatan komando dan pengendalian serta mobilitas satuan telah
ditunjang dengan peralatan komunikasi dan elektronika serta kendaraan bermotor, sedangkan
untuk melengkapi sarana latihan dalam meningkatkan keterampilan prajurit telah disediakan
persenjataan ringan.

8.8. Penerangan

Kegiatan penerangan untuk menggugah dan menggairahkan keikutsertaan seluruh
rakyat ddam proses pembangunan nasional terus diperluas jangkauannya. Untuk itu dalam
pelaksanaannya diterapkan sistem komunikasi timbal balik, sehingga dapat berlangsung
arus hformasi secara rerus-menerus dari Pemerintah dan dapat ditampung berbagai pendapat,
pikiran dan keinginan masyarakat yang pada gilirannya dapat pula dipakai sebagai bahan
masukan bagi penyusunan progam penerangsr berikumya.

8.8.1, Pengembangan operasional penerangan

Dalam tahun terakhir pelita III kegiatan operasional penerangan dilaksanakan
dengan menggunakan berbagai pendekatan, di antaranya yang berbentuk forum sarasehan
dan pentaloka. Forum tersebut, yang merupakan bagian dari pendidikan politik rakyat,
telah dilaksanakan sampai tingkat pedesaan melalui kmbaga Ketahanan Masyarakat Desa
(LKI!{D) dan kelompok siaran pedesaan. selain itu dengan pendekatan kebudayaan sepeni
pertunjukan rakyat radisional yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga telah
dapat disampaikan pesan'pesan pembangunan yang sedang berrangsung. oleh sebab iru
pembinaan terhadap berbagai kelompok pertunjukan rakyat terus ditingkatkan, di antara-
nya melalui penyelenggaraan festival dari tingkat kabupaten hingga tingkat nasional. Selanjut-
nya dalam rangka memasyarakatkan kerjasama ASEAN telah diseresaikan seminar tentang
media tradisional ASEAN, dengan rujuan agar pesan-pesan pembangunan masing-rr-asing
n€gara anggota dapat disampaikan secara efektif.

Peningkatan kegiatan hubungan masyarakat telah membantu pula dalam meningkat-
kan jumlah informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat melalui masyarakat pers.
Untuk itu kerjasama antara PWI dan pemerintah senantiasa ditekankan nada oemberian
kesempatan yang seluasJuasnya kepada para warrawan unruk mendapatkan informasi yang
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selengkap mungkin, melalui kegiatar acsxa jumpa pers, orientasi waxtawan, forum dialog dan

penerbitan, serta menyertakan wartawan dalam kunjungan kerja ke daerah-daerah. sementara

itu melalui pameran pembangunan telah disampaikan laporan tentang hasil-hasil pembangun'

an serta rencura pembangunan tahap berikutnya. Agar misi pameran pembangunan dapat

mencapai hasil maksimal, maka penyeleng gataanny a dilaksanakan secara sektoral, lintas

sektoral, periodik, dan terpadu, yang dikaitkan dengan momentum bersejarah. Kegiatan

tersebut di tingkat pusat dilakukan pada tanggal 2o Mei dan pada Pekan Raya Jakarta, di

tingkat propinsi pada tanggal 17 Agustus, di tingkat kabupaten/kotamadyr padl tanggal 1

okiober, dan untuk tingkat kecamatan diadakan pada bulan Nopember - Maret. Selain

daripada itu operasi penerangan ke luar negeri di samping berupa penerbitan bahan-bahan

penerangan baik yang berbentuk cerakan maupun audiovisual, juga dilaksanakan secara

iung*r,g antan lain melalui kunjungan ke perwakilan asing di Indonesia termasuk organisasi

internasional dan perwakilan negara anggota ASEAN. Kegiatan penting lainnya dalam rangka

penerangan ke luar negeri tersebut adalah berupa monitoring tentang citra Indonesia, dan

pendapat umum luar negeri terhadap Indonesia, terrnasuk monitoring siaran-siaran radio asing

yang dipancarkan ke Indonesia.

Jangkauan penerangan dalam dan luar negeri yang makin meluas tersebut tidak

terlepas dari adanya dukungan sarana operasional yang semakin bertambah baik. Dalam

hubungan ini Pusat Penerangan Masyarakat (Puspenmas) yang berfungsi sebagai wadah sekali-

gus merupakan sistem dan mekanisme Penerangan terpadu serta temPat untuk mendapatkan

informasi data resmi baik nasional maupun lokal, senantiasa melaksanakan kegiatan pe-

nefangan langsung dengan pentas terbuka seperti pertunjukan rakyat, pemutaran film pe-

n.rrng* serta kegiatan monitoring. Menyadari akan kedudukan dan fungsinya yang sedemi-

kian strategis, maka jumlah Puspenmas senanriasa ditingkatkan setiap tahunnya, sehingga

pada akhir Pelita III telah mencapai 251 buah. Di samping itu kegiatan mobil penerangan baik

mobil darat maupun mobil air juga telah ditingkatkan guna menjangkau daerah yang luas

serta daerah kepulauan dan perairan. Bahkan t€rsedianya perlengkapan Peralatan audiovizual,

mobil unit penerangar, mobil panggung, media cetek, jaringan telex serta Pusat Informasi

Nasional (PIN) telah memungkinkan terselenggaranya kegiatan Penerangan yang semakin

sempuma.

8.8,2. Pengembangan safana penerangan

8.8.2.1.  Radio

Di bidang radio, terutama dalam kaitannya dengan pengemba.ngan frekuensi dan

mutu siaran RRI, kegiatan yang dilakukan meliputi penyempurna.an sarana siariur, kompetisi

siaran pedesaan, perekaman dan penyebaran musik nasional dan daerah ke RRI daerah'
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serta perlombaan bintang radio dan televisi. Di samping itu juga diselenggarakan siaran guna
meningkatkan produksi pangan dan program pembangunan lainnya, serta ditingkatkannya
teknik dan penyelenggaraan siaran. Sedangkan siaran RRI ke luar negeri selain dimaksud-
kan untuk memberikan gambaran kepada orang asing tentang ciua perjuangan bangsa Indo-
nesia dalam memelihara perdamaian dunia, juga ditujukan kepada pendengar bangsa Indone-
sia yang berada di luar negeri, dalam rangka pemberian informasi, serta pemupnkan rasa cinta
tanah air dan bangsa terutama kepada generasi muda.

Hingga akhir Pe.lita III RRI telah memiliki 300 buah pemancar yang tersebar di 49
stasion penyiaran di seluruh Indonesia dengan kekuatan terpasang sekita.r 2.800 kilowatt.
Oleh karena kekuatan tersehut belum cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia
secara baik dan jelas, maka dalam Pelira III telah terpasang dan dipergunakan pemancar
nasional yang baru berkekuatan 3 x 100 kilowatt. Selain itu sedang dalam pemasangan adalah
2 buah pemancar yang berkeku atan 2 x 250 kilowatt, masing-masing untuk memperkuat
p€mancar dalam negeri dan pemancar luar negeri, di samping untuk mengatur penempatan
(replacement) pemancar-pemancar yang ada dengan memperhitungkan daya surut kekuatan
pemancar tersebut. Selanjumya untuk mengikuti perkembangan teknologi media elektronika
yang maju pesat, kini sedang dirintis pengembangan RRI dengan mengoperasikan pemiurcar
FM, sehingga siaran-siaran RRI dapat lebih menyentuh dan mengenai sasaran khalayaknya. Di
sanping itu untuk memberikan pelayanan informasi yang terus-menerus kepada maryarakat
di seluruh pelosok tanah air, maka sejak 11 September 1983 jumlah waktu siaran telah
ditingkatkan menjadi 24 jam sehari, yang berarti bahwa RRI tems-menefl.rs berada di udara
sepanjang hari. Sasaran siaran RRI tetap diutamakan kepada masyarakat pedesaan, sehingga
mutu dar isi siaran pedesaar terus ditingkatkan. Dewasa ini jumlah jam siaran pedesaan telah
mencapai 484 jam seminggu, dengan kelompok pendengar siaran pedesaan sebanyak 39.400
kelompok. Dalam pembinaan selanjutnya diusahakan agar di setiap desa seluruh Indonesia
sekurang-kurangnya terdapat satu kelompok pendengar. Selain disiarkan oleh 48 bualr RRI,
siaran pedesaan tersebut telah diselenggarakan pula oleh Radio Pemerintah Daera} (RPD)
yang kini berjumlah 108 buah.

8.8.2.2. Televisi

Dalam rangka pembinaan dan pengemba.ngan pertelwisian, selain telah dapat disele-
saikan pembangunan tahap pertama gedung studio pusat TVRI Jakarta, studio berwama di
Ujungpandarg, Medan dan Palembang, pengadaan sebanyak 10 unit stasion produksi keliling
dan peningkatan daya pancar pada pemancar-pemancar TVRI yang ada, jugz telah diselesai-
kan pembangunan 93 buah stasion pemancar. Dengan demikian sampai dengan bulan Agustus
1983 di seluruh Indonesia telah terdapat sebanyak 189 buah stasion pemancar, dengal luas
jangkauan sekitar 495.500 kilometer. Dengan jumlah pesall'at televisi yang tercatat pada
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Kantor Pos dan Giro sebanyak 3.115.609 buah dan semakin banyaknya televisi umum yang

relah dipasang, maka siaran televisi saat ini telah daPat menjangkau sekitar 95,5 juta pen-

duduk. Sejalan dengan usaha perluasan jang;lauan, maka pembinaan mutu siaran dan ke-

terampilan penyiar juga ditingkatkan antura lai' dengan dibangunnya sarana pendidikan dan

latihan siaran radio dan televisi di Yogyakarta atau dikenal dengan istilah Multi Media

Training Cente (MMTC) sejak tahun 798717982. Dengan berfungsinya MIITC tersebut,

maka secara bertahap sebagian besar tenaga-tenaga siaran dan teknisi RRIiTVRI dapat diberi

latihan, di samping pendidikan melalui Badan Diklat yang telah ada. Bersamaan dengan

perluasan jangkauan, maka jam siaran TVRI juga telah berhasil ditingkatkan dati 25.578 jam

siaran per hari dalam tahun 7982/1983 menjadi 25.965 jam siaran per hari dalam tahun'

19831798/., dengan perbandngan 28 persen untuk berita"/penerangan, 23 persen untuk

pendidikan agarnt, 2O persen untuk kebudaya:n, 27 persen untuk hiburan, dan selebihnya

untuk acara lainlain. Perkembangan sarana dan jumlah jam siaran TVRI menurut jenis siaran

dapat diikuti pada Tabel VIILS dan Tabel VIII.9.

Peningkatan jam siaran tersebut telah memungkinkan TVRI untuk menyajikan acara

siarannya yang lebih bervariasi, di antaranya untuk penyebarluasan P4 yang dilakukan melalui

acara Gema Pancasila, Cerdas Cermat dan Cepat'fepat. Dalam pada itu selain melalui warta

berita, peningkatan informasi pembangunan di segala bidang juga disampaikan melalui acara

khusus yaitu Dari Desa ke Desa, Desa Membangun dan Desa'Kita. Sedangkan untuk men-

cerdaskan dan meningkatkan keterampilan masyarakat, disampaikan Biang Lala llmu Penge-

tahuan, Hasta Karya, Lomba Karya Remaja, Lomba Karya Ilmiah dan Cerdas Cermat, Se-

lanjutnya media televisi telah turut pula membantu usaha-usaha ke arah perbaikan kesehatan

masyarakat melalui acara kesehatan keluarga, bahkan media TVRI ikut mempunyai andil

mencegah ledakan penduduk melalui penerangan tentang pentingnya keluarga berencana.

Dalam rangka peningkatan pelayanan siaran kepada masyarakat, jam siaran pada hari Minggu

telah dimajukan dari jam 09.00 menjadi jam 08.00, dan ditutup pada jam 13.30 WIB. Tam-

bahan waktu 1 jam tersebut telah diisi dengan acara Cintaku Negeriku dan Senam Pagi

Indonesia, yang kesemuanya dimakzudkan untuk memupuk rasa cinta kepada tanah air, serta

menggelorakan semangat berolahraga. Terutama dalam kaitannya dengan usaha memasya-

rakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat maka jumlah dan mutu siaran olahraga

terus ditingkatkan, baik yang bersifat nasional maupun intemasional. Sedangkan untuk
menunjang semangat para olahragawan agar berprestasi lebih tinggi, telah disajikan siaran
olahraga dalam bentuk petunjuk berlatih, pertandingan olahraga dari gelanggang ke gelarg-
g ng, *rta arena dan juara, sebagai siaran yang telah dipolakan dalam tahun 1983/L98+.
Selanjumya dalam rangka memperkenalkan seni budaya bangsa serta memberikar informasi
tentang pembangunan Indonesia kepada masyarakat asing, maka sejak I Januari 1983 telah
diselenggarakan siaran dalam bahasa Inggeris melalui TVRI Stasion Pusat Jakarta. Siaran
tersebut baru dapat berlangsung selama 30 menit, dan dikhuzuskan bagi daerah ibukota dan
sekitarnya.
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8.8.2.3.  Fi lm

untuk meningkatkan mutu perfilman antara lain terus dikembangkan sarana film
penerangan berupa pengadaan sebuah gedung laboratoriun filrn berwarna dan penambahan
instalasi peralatan pada Pusat Produksi Film Negara (ppFN). pembangunan gedung labora-
torium berikut peralatannya r€rsebut, dimakzudkan untul< pemrosesan lebih lanjut bait<
film-film produksi PPFN maupun produksi swasta nasional di dalam negeri. Di samping fiLn
sinerama sebagai salah satu teknik produksi film pertunjukan yang lebih maju, ppFN juga
telah memproduksi film perjuangan yairu serangan Fajar, I(ereta Api dan Sejarah orde Baru.
Ketiga film tersebut diproduksi dalam rangka pewarisan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa
dan sekaligus sebagai sarana pendidikan politik terhadap generasi muda, Dalam tahun 1983/
1984 film yang diproduksi PPFN berjumlah 73 buah yang terdiri atas 52 buah film Boneka Sr
Unyil, 12 buah film Animasi Si Huma, 6 buah film Boneka Si Titi dan 3 buah film dokumen-
ter. sedangkan jumlah film komersial berukuran 35 rnilimeter yang telah mengalami sensor
berjumiah 74 buah yang ierdiri dari 2c buah film nasioniLl, 27 buah film Eropa dan Amerika,
12 buah film Asia - Mandarin sena 15 buah film Asia non Mandarin, Adapun mengenal
perfilman nasional, di samping telah dilakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan
pengedar film melalui peningkatan kerjasama dengan PT perfin, juga telah diberikan bimbing-
an dan pengarahan kepada para importir film melalui asosiasi masing-masing, termasuk
pembinaan pengusahaan bioskop kepada sekitar 1.500 buah gedung bioskop. sementara itu
untuk meningkatkan munrnya antara lain telah ditempuh kebijaksanaan melalui penyelengga-
raan festival filrn Indonesia di Medan serta pekan film ASEAN III di Jakarta dan yogyakarta.
Sedangkan untuk memperluas usaha pemasaran film-filrn nasional di luar negeri Indonesia
senantiasa turut serta dalarr festival film Asia dan festival film ASEAN XIII di Kualalurnpur,
serta mengikuti festival film internasional di Manila, Berlin, Cannes, Hongkong, Damaskus,
Los Angeles dan Toronto. Jumlah ekspor film yang dilaksanakan sejak tahun l9g? hingga
saat ini telah mencapai 50 buah transaksi dengan berbagai negara.

8.8.2.4.  Pers

Erat kaitannya dengan usaha memperbesar peranan bidang pers dalam pembangun-
an, maka terus ditingkatkan usaha pengembangan pers yang sehat, bebas dan bertanggung
jawab, sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif,
atas kontrol sosial yang konstruktif, penyalur aspirasi rakyat dan penggerek partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. Dalam hubungan ini agar lebih berdaya guna dan berhasl
guna dalam pelaksanaannya maka Undang-Undang Nc. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.4Tahun 1?67
telah ditinjau kembali dan rnenghasilkan undang-undang No.2lTahun 1982. Sebagai tindak
lanjut daripada undang-undang tersebut kini telah disuzun Rancangan peraruran pemerintah

I
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tentarg Dewan Pers, yang merupakan sebuah lembaga pendamping Pemerintah untuk ber-

sama-sirma membina dan mengembangkan pers nasional. Selain itu juga telah dipersiapkan

peraturen mengenai surat ijin usaha penerbitan pers (SIUPP) yang sezuai dengan undang-

undang yang kini berlaku, untuk diajukur kepada Dewan Pers' Selanjumya guna menjamin

adanya interaksi positif dan keterbukaan infotmasi, maka penyelenggaraan forum dialog

antara Pemerintah, pers dan maryarakat terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Hubungan

fungsional antara ketiga pihak tersebut mencakup pengembangan kultur politik dan meka-

nismenya, yang memungkinkan berfungsinya sistem kontol sosial serta kitik yang konstuk-

tif, efektif dan terbuka, namun tatacaxanya tidak dapat terlepas dari asas keselarasan, kese-

imbangan, kekeluargaan dan saling tenggang rasa.

Sejalan dengan kebijaksana4n nasional untuk memperluas arus informasi ke daerah

pedesa,an, progaram koran masuk desa (KMD) secara bertahap terus ditingkatkan, baik mutu

maupun jumla:hnya. Kebijaksanaan tersebut sekaligus dimaksudkan untuk memperluas

pasa.ran pembaca pers nasional, yang dampak positifnya selain membantu menyehatkan usaha

penerbitan melalui peningkatan oplag, juga <iapat memperbaiki redaksional surat-surat kabar

di daerah pada umumnya. Selanjutnya untuk melindungi dan mendorong pern:mbuhan

pers, terutarna pefs daerah yang dikaitkan dengan pemelataan penyebaran iklan, telah diambil

keputusan untuk membatasi jumlah maksimal halaman zurat kabar, majalah mingguan dan

majatah tengah bulanan masing-masing sebanyak 12 halaman, 112 halaman dan 132 halaman

pada setiap kali terbit dengan ratio 65 persen berita dan 35 persen iklan. Dengan demikian

diharapkan iklan dapat mengalir ke surat kabar dan majalah yang kurang mendapatkan iklan,

khuzusnya unftk pers daerah. Guna menunjang kebijaksanaan tersebut dewasa ini telah

dibentuk Badan Penyalur dan Pemerataan Periklanan yang bertugas manampung iklan-iklan,

baik yang berasal dari Pemerintah maupun dari perusahaan milik negara untuk disalurkan

kepada pers yang masih kurang mendapatkan iklan.

Us$a pengembangan pers tersebut tidak dapat dipisahkan dengan keberhasilan di

bidang pengembargan saranarya, baik yang berupa perangkat lunak maupun perangkat keras.

Dalam hubungannya dengan pengembangan perangkat lunak antara lain telah ditingkatkan

kemampuan dan keterampilan karyawan pers melalui pendidikan dan latihan yang mencakup

segi-segr redaksional, manajemen dan grafika, serta peningkatan kerjasama dengan berbagai

perguruar tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan pers dengan kurikulum yang diperluas

dan diperdalam. Bahkan kesempatan yang lebih luas telah diberikan kepada karyawan pers,

baik untuk melakukan studi perbandingan di luar negeri, perjalanan orientasi, Penataran,
maupun untuk menghadiri pertemuan pers regional, antarregional dan intemasional, Semen-

tara itu untuk pengembangan perangkat keras antara lain telah diambil langkah-langkah untuk

menambah sarana cetak offset di daerah{aerah, pembangunan percetakan di Aceh dan

Ambon, pembangunan pebrik kertas koran di Leces, serta telah selesai dibangun Monumen

t

t



Pers Nasional di Surakana dan Gedung Dewan Pers di Jakarta. Di samping itu kepada pers
telah diberikan subsidi berupa pembebasan bea masuk dan PPn Impor terhadap kertas koran
dan bahan baku pers untuk menekan harga penerbitan pers agar terjangkau oleh masyara-

( kat luas Dengan berbagai fasilitas tersebut tampak perkembangan usaha pers atas dasar
swadaya dan kemampuan pers nasional semakin mantap.

t

8.9. Bantuan pembangunan daerah

8.9.1. Pembangunan desa, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II

Sejalan dengan kebijaksanaan pemerataan dan penyebaraa pembangunar di seluruh
tanah air, maka peranan pembangunan daerah menjadi semakin penting. peningkatan kegiatan
pembangunan yang tersebar di seluruh daerah akan memperluas pura penciptaan rapangan
kerja dan kemampuan untuk menggali zumber-sumber kekayaan alam, yang pada gitirannya
dapat mempertinggi ketangguhan dan kemampuan daerah di dalam mengembangkan daerah-
nya masing-masilg. Bertolak dari kebijaksanazn pemerataar pembangunan tersebut, pem-
burgunan desa secara menyeluruh dan menyentuh kepada berbagai aspek kehidupan desa
ditujukan untuk menjadikan desadesa di seluruh Indonesia menjadi desa yang maju dan
berkembang, Tujuan tersebut akan dicapai secara bertahap sesuai dengan tingkat per-
kembangan desa, yaitu dari desa swadaya menuju desa swakarya dan akhirnya meningkat
menjadi desa swasembada, Dalam rangka usaha tersebut telah direalisir berbagai bentuk
kegiatan an tara lain berupa survai tentang pengaruh banoan pembangunal desa terhadap
pengembangar perekonomian desa, serta inventarisasi terhatlap 34.0g1 buah lumbung dan
perkreditan desa yang tersebar di 23 propinsi, baik yang bersumber dari dana Inpres bantuan
pembangunan daerah yang dibina oleh Baak Rakyat Indonesia (BRI), maupun yang berasal
dari masyarakat.

Dalam rangka mempercepat terwujudnya desa swasembada, maka terus dikembang_
kan Unit Daerah Kerja Pembangunan (uDKp) sebagai sistem pembangunan desa terpadu yang
dimulai dan berzumber dari bawah. untuk itu dalam tahun lggi/lgg+ di setian wilavah
UDKP telah diisi dengan kegiatan proyek sektoral, Inpres dan regional dengan ,^r^-r^r,
sebanyak 25 - 3 5 buah proyek. Pembiayaan proyek tersebut adarah terdiri atas 31,22 persen
berasal dari APBN, 23,33 persen dari AIBD tingkat I dan APBD tingkat II, 27,38 persin dari
dana Inpres dan 18,07 persen dari swadaya masyarakat. Dalam hubungan ini teiah dicapai
kesepakatan dengan irrstarsi sektoral bahwa 803 kecamatan dengan kategori miskin, rawan,
terbeJakang dan padat penduduknya ditetapkan sebagai lokasi yang diprioritaskan. Untuk
mengembangkan UDKP rersebut telah diikutsertakan sebanyak 1.776 otang TKS/BUTSI
yang ditempatkan pada 1.164 kecamatan uDKp, terutama untuk membanru tugas pafa
kepala wilayah kecamatan dalam bidang perencanaan pembangunar wilayah masing:masing,

*
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Dalam periode yang sama, melaiui penyelenggaraan lomba desa yang dilaksanakan secara
berkala, antara lain telah ditetapkan sebanyak 3.504 desa sebagai juara lomba desa tingkat
kabupaten/kotamadya, dan sebanyak 321 desa sebagai juara lomba desa tingkat propinsi.
Hasil tersebut sekaligus dipakai sebagai bahan studi perbandhgan desadesa juara guna me-
netapkar penyusunan pedoman pembinaan desa juara berikutrya. Sementara itu dari kegiat-
an monitoring tingkat perkembangan desa yang antara lain mencakup perumusan tipe desa,
indikator perkembangan desa dan faktor pengemban gannya sebag penyerasian trpologi dan
klasifikasi tingkat perkembangan desa, telah dapat diketahui bahwa kecepatan tingkat per-
kembangan rattlatl desa swasembada di wilayah UDKP dan wilayah non UDKP masing-
masing sebesar 6,7 persen dan 3,2 persen per tahun. Sedangkan tingkat percepatan r?itaiata
desa swasembada nasional adalah 3,5 persen per tahun.

Di samping dilakukan pembinaan UDKP, maka dalam program pembangunan desa
telah dicakup pula pembinaan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Dewasa in.i LKMD telah tumbuh di 63.091 buah desa atau sebesar 95 persen dari seluruh desa
yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 66,437 buah desa. Sezuai dengan tingkat pertumbuhan-
nya, LKMD tersebut selanjuhya dikelompokkan ke dalam LKMD kategori I, II dan III, yang
masing-masing berjumlah 10.479 desa (16,6 persen),25.659 desa (40,7 persen) dan 26.953
desa (42,7 persen). Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain berupa penyuluhan/
latihan keterampilan kader pembangunan desa dan latihan pelatih pembangunan desa tingkat
propinsi di Malang, di samping menumbuhkan LKMD percontohan pada wilayah kecamatan
UDKP. Dalam waktu yang sama kegiatan pembangunan pedesaan yang berkaitan dengan
penrukiman kembali penduduk desa telah melipu ti sebanyak 13 .597 KK yahg tercebar di 252
lokasi, sedangkan yang berupa pemugaran perumahan dan lingkungan desa mencakup se-
banyak 26.890 buah rumah yang terletak di 47 2lokasi.

Selurjumya untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan guna
mencapai keselarasal antara pembangunan sektoral dan regional, serta untuk menciptakan
keserasian laju pertumbuhan antardaerah, maka program bantuan Inpres pembangunan
Daerah tingkat I terus ditingkatkan. Bantuan langsung atas beban APBN kepada Daerah
tingkat I tersebu t diarahkan pada pengembangan wilayah dan pembangunan berbagai proyek
yang bersifat ekonomis produktif guna meningkatkan kesejahteraan golonga.n maryarakat
yang berpenghasilan rendah, terutama yang bertempat tinggal di daerah minus dan daerah
kritis. Dengan demikian program tersebut sangat menunjang terhadap perluasan kesempatan
kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerataan
hasil-hasil pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dalam rangka mencapai sasaran dengan
tepat, maka bantuan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah tingkat I sebagai koor-
dinator seluruh rencara proyek pembangunan yang pelaksanaannya sangat mendesak. Dalam
tahun 1983/1984 telah disediakan dana pembiayaan (termasuk yatg berasal dari dana Inpres
Dati I) sebesar Rp 253 milyar, yang penggunaannya senantiasa dikaitkan dengan Pola Dasar
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dan Repelita III daerah. Adapun proyek-proyek yang dibiayai dari dana tersebut seluruhnya
berjumlah 2.859 buah proyek yang tersebar di26 propinsi, yakni meliputi 1.048 buah proyek
di lingkungan sekretariat daerah, 604 bua} proyek di sektor pekerjaan umum, 513 buah
proyek di sektor pertanian, 107 buah proyek di sektor pertambangan dan perindustrian, 58
buah proyek di sektor perhubungan dan parawisata, 74 buah proyek di sektor pembangunan
desa, 303 buah proyek di sektor sosial budaya sedangkan selebihnya sebanyak 152 buatr
proyek dialokasikan ke sektor-sektor lainnya.

Sementara itu dana bantuan Inpres Dati II dan dana perangsang bagi pemerintah
Daerah tingkat II yang dapat mencapai target pemasukan Ipeda di daerah yang bersangkutan,
telah digunakan untuk pembangunan proyek-proyek yang dapat memperluas kesempatan
kerja dan memperlancar roda perekonomian. oleh sebab itu pelaksanaannya diprioritaskan
pada proyek yang bersifat padat karya terurama sarana perhubungan, yakni jalan dan jOmbat-
an serta sarana irigasi yang berupa dam, bendungan dan pengairan tersier. semua kegiatan
tersebut dapat membuka isolasi daerah/desa-desa di pedalaman, yang padl gilirannya dapat
memperlarcar arus hasil produksi pertanian, kerajinan dan hasil produksi lainnya ke pusat-
pusat konsumen di kota kabupaten dan kecamatan. Sedangkan dari kota ke desa dapat
mengalir pula teknologi terapan, modal dan barang/jasa yarg ridak dapat dihasilkan oleh desa
yang bersangkutan. Khususnya terhadap pembangunan proyek sarana perhubungan, selain
diberikan dana sebesar Rp 5 juta sampai Rp 100 juta untuk setiap proyek, maka untuk
setiap daerah tingkat II telah diberikan pula bantuan sebuah mesin gilas dan 2 buah mesin
pemadat tanah. Semenrara itu untuk lebih mempercepat a.rus mobilitas jalan kabupaten
yang kondisinya cukup parah, dan untuk membuka jalan-jalan baru ke daerah yang terisolir
dalam rangka peningkatan potensi daerah kabupaten, telah diberikan pula dana Inpres ban-
ruan pembangunan penunjangan jalan kabupaten. Adapun hasil yang telah dicapai dalam
tahun 1982/ 1983 meliputi penunjangan jalan sepanjang 25.423 kilometer, penunjangan
jembatan sepanjang L5.697 meter, pembuatan gorong-gorong sepanjang 94.504 meter,
pembangunan jembatan baru sepanjang 21.236 meter, serta pembangunan jembatan kayu
sepanjang 3.649 meter.

8.9.2. Tatakota dan tatadaerah

Menyadari akan pentingnya kota sebagai pusat berbagai macam kegiatan, baik
ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, jasa, maupun sebagai pusat pemerintahan, maka dalam
pengembangannya tetap mendapat penanganan secara khuzus. Dalam hubungan ini melalui
program tatakota dan tatadaerah telah ditetapkan kebijaksanaan pembangunan kota yang
antara lain diarahkan kepada pembinaar perencanaan kota, peningkatan status kota, perluas-
an wilayah kota berdasarkan urgensinya, pembinaan sistem air minum daerah, pelayanan jasa
transportasi dan pelayanan umum perkotaan lainnya. Selama 4 tahun pertama pelita III
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melalui proyek perbaikan kampung yang dibiayai dari dana bantuan luar negeri, di antaranya

dari UNICEF, Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), antara lain telah dilakana-

kan perbaikan terhadap kampung-kampung pada 30 kota di Jawa Tengah dan pembinaan

terhadap semua kota Urban III yaitu Jakarta, Semarang, Surakarta, Surabaya dan Ujung

pandang. Selanjutnya metalui proyek pengembangan status pemerintahan kota telah dilaku-

kan berbagai kegiatan yang meliputi pembentukan kota administratif Tatakan, Singkawang,

Ternate, Lubuklinggau, Kisaran dan Prabumulih, perluasan kota Tanjung Karang dan Pangkal-

pinang, serta penelitian lapangan dalam rangka peningkatan pemerintahan kota Bau-bau,

Palopo, Bima, Kudus, Donggala, Lahat dan Cikampek. Di samping itu melalui proyek penge-

sahan rencana kota juga telah diberikan kekuatan hukum pada rencana induk pengembangan
26 kota yaitu Medan, Binjai, Pematang Siantar, Pekanbaru, Palembang, Magelang, Surakarta,
Surabaya, Mataram, Kupang, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Palu, Ambon, Padangsidem-
puan, Dumai, Baturaja, Cilacap, Berau, Wingi, Maumere, Gianyar, Klungkung, Bitung dan
Sumber. Sedangkan untuk pengembangan wilayah I abotabek, antata lain telah dilakukan
studi perbandingan dalam rangka penyrrsunan peraturan perundang-undangan dan petunjuk
pelaksanaan atas rencana pembaneunan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta
pembinaan wilayah dan administrasi pemerintahan. Kegiatan serupa juga telah dilakukan
dalam proyek pembinaan kependudukan, di antaranya berupa penyusunan berbagai laporan
mengenai sistem pencatatan sipii dan pendaftaran penduduk, penyelesaian perbatasan Repu-
blik Indonesia dengan Papua Nugini serta la^oran tentang penyelesaian perbatasan antardae-
rah tingkat I. Sedangkan untuk meningl .,tkan pengelolaan air minum di daerah, maka dengan
memanfaatkan dana yang ada senantiasa dilakukan pembinaan langsung ke daerah-daerah,
baik terhadap sistem air minum daerah yang sudah berstatus Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) maupun yang bukan PDAM.

8.9.3. Tataagraria dan tataguna tanal.r

Dalam kaitannya dengan masalah pengurusan tanah, terutama peranannya sebagai
salah satu modal dasar pernbangunan, senantiasa ditingkatkan fungsi keagrariaan agar dapat
mengelola tanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga lebih bermanfaat bagi pemiliknya,
sekaligus bagi kepentingan masyarakat luas. Dengan berpegang pada pro$am tataagraria yang
telah ditetapkan, telah ditempuh kebijaksanaan yang meliputi pemberian dan penertiban hak
atas tanah, inventarisasi tanah-tanah obyek landreform berupa pendataan segala jenis hak atas
tanah, serta melakukan pemetaan tanah secara fotogrametris dan teristris baik di daerah
pedesaar maupun perkotaan. Adapun hasil yang telah dicapai antara lain berupa penetbitan
Surat K€putusan (SK) tentang hak atas tanah, yang dalam tahun 1982/ 7983 berjtrmlah
42.779 tllnh, dan mampu menambah pemasukan/penerimaan negara sebesar Rp 1.549 juta
lebih. Sementara itu hasil yang dicapai dari kegiatan inventarisasi tanah obyek landreform
selama 4 tahun pelaksanaan Repelita III di daerah tingkat II adalah berupa tanah kelebihan
baru seluas 1.362 hektar vans dikuasai oleh 53 KK. serta tanah absentee baru seluas 8.889
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hektar yang dikuasai oleh 10,050 KK. Sedangkan dari kegiatan pendaftaran tanah selama
Pelita III telah dapat diselesaikan pengukuran dan pemetaan tentang situasi tanah seluas
461.450 hektar, pembelian peralatan teknis teristris dan fotogrameuis sebanyak 1.647 rnit,
serta pendidikan tenaga teknis juru ukur dan pengatur ukur sebarryak 6.107 orang. Berkaitan
dengan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) selama 2 tahun terakhir yang
dilakukan di 25 propinsi, antara lain telah diterbitkannya serrifikat tanah sebanyak t.362.347
buah dengan perincian sebanyak 568.897 buah diterbitkan dalam tahun I982/t983 dan
sebanyak 793.45O buah diterbitkan dalam tahun l98J/7984. PRONA pada dasarnya dituju-
kan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah sedangkan bug y*g tidak mampu mem-
bayar biaya Prona diberikan kesempatan untuk membayar biaya tersebut secara angsuran.

Melalui program tataguna tanah telah dilaksanakan berbagai kegiatan perencan4an
penggunaan tanah yang sesuai dan bermanfaat bagi program pembangunan. Sehubungan
dengan itu dalam tahun 1982/1983 telah dilakukan kegiatan meliputi pemetaan penggunaan
tanah seluas 796.926 hektat, pemetaan kemampuan tanah seluas 98.340 kilometerpersegi,
pemetaan tentang kota kecamatan di 16o kota, serta monitoring kegiatan penghijauan dan
reboisasi seluas 486.158 hektar. Di samping itu juga telah dilaksanakan kegiatan survai/
pengumpulan data sosial ekonomi yang meliputi zurvai tentang produktivitas tanah di 66
kabupaten, survai tentang lokasi daerah miskin di 243 kecamatan serta penyusunaf,r rencana
tataguna tanah di 36 daerah tingkat II. Hasil dari kegiatan tersebur merupakan bahan yang
sargat berguna bagi ketepatan penggunaan tanah, yang senantiasa berpegang pada prinsip
penggunaan secara lestari, optimal, serasi dan seimbang (LOSS) dalam jangka panjang.

*
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Lampiran I
PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

TAIIUN ANGGARAN T 984/1985
(dalarn jutaan rupiah )

I

i

JENIS PENERIiIAAN

A. PENERIMAAN DALAM NEGERI

I. Penerimaan Minyak Burni
dan Gas AIam
1. Pajak Penghasilan Minyak Bumi
2. Pajak PcnghasilaD Gas Alan

ll. Penerimaan di Luar Minyak Bumi
dan G&s Alam
1. Pajak Penghasilan

1-1. Pajak penghasilan perscorangan 577.600
- Hasil potongan penghasilan

pekerjaan ( 407,900 )
- Usaha dal pekerjaan ( 169.700 \

1.2. Pajak penghasilan badan
- Badan usaha milik negara
- Badan usaha swasra
- Hasil pungutan kegiatan

usa.na
- Hasil potongan bunga^

dividen, royalty dan
sebagainya

2. Pajak Pertembahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah

3. Bea Masuk dan Cukai
3,1. Bea Masuk
3 . 2 . C u k a i

- Cukai tembakau
- Cukai lainnya

4. Pajak Ekspor
5. Palak Lainnya
6 ,  I p e d a
7. Penerimaan Bukan Pajali

B. PENERIMAANPEMBANGUNAN

1. Bantual Prograrn
2. Bantuan Proyek

J U M L A H

8.89 5 .100
1.471.500

2.451.000

r0.366.600

5.782.800

JUMLAH

76.149.400

20.560.400

1 . 8 7 3 . 5 0 0
496.800 )
7s+.100 )

442.200

180.400

681.400
727.500
654.500

73.000

954.200

1.408.900

t23 .600
7 5.400

150.600
615.000

4.+11.000
39.500

4.371.500

407



DASAR PERHITUNGAN UNTUK PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA
RAPBN r 984/1985

A. PENERIMAAN DALAM NEGERI

I. PENERINIAAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

Faktorfaktor yang diperhitungkan :

.- produksi minyak diperkirakan sebesar 1,3 juta barrel minyak mentah sehari,
dan 100 ribu barrel kondensat sehari,

- haxgl r^t^-rlta" ekspor minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar US $ 29,50

Per barrel.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka peneiimaan minyak bumi dan gas alam di-
perkirakan sebesar Rp 1O.366,6 milyu.

II. PENERIMAAN DI LUAR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

1. Pajak Penghasilan

1.1. Pajak penghasilan perseorangan

Faktor-faktor umum yang diperhitungkan '

- perluasan dasar pengenaan pajak,
- penertiban dan perluasan wajib pajak,
- peningkatan penghasilan masyarakat,
- timbulnya perusahaan-perusahaan baru dan perluasan perusahaan yang ada

sehinga memperluas lzpangan kerja,
- peningkatan muft aparat pajak.

1.1.1. Pajak hasil potongan penghasilan pekerjaan

Faktor-faktor yang diperhitungkan akan mempengaruhi penerimaan :
- perluasan dasar pengenaan pajak,
- penertiban dan perluasan wajib pajak,
- peningkatan verifikasi sehingga dapat ditagih pajak yang seharusnya

dipungut,
- penagihan yang lebih intensif atas tunggakan-tunggakan pajak,
- peningkatan kesadaran dari para wajib pajak,
- batas pendapatan tidak kena pajak sesuai dengan Undang-Undang

Pajak Penghasilan.
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Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperkirakan penerimaan yang ber-
asal dari pajak hasil potongan penghasilan pekerjaan dapat mencapai
Rp 407,9 milyar.

1.1.2. Pajak penghasilan usaha dan pekerjaan

Faktor-faktor yang diperhitungkan akan mempengaruhi penerimaan :
- perluasan dasar pengenaan pajak,
- peningkatan penghasilan dan kegiatan usaha perseorangan,
- penertiban dan perluasan jumlah wajib pajak dengar intensifikasi

pemungutan melalui verifikasi yang mendalam,
- peningkatan kegiatan penagihan atas tunggakan-tunggakan pajak

penghasilan,
- pemeriksaan pembukuan yang lebih intensif atas jumlah laba per-

usahaan,
- batas PTKP sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipcrkirakan penerimaan pajak
penghasilan usaha dan pekerjaan dapat mencapai jumlah Rp 169,7
milyar.

Pajak penghasilan badan

Faktor-faktor umum yang diperhitungkan :
- perluasan dasar pengenaan pajak,
- penertiban dan perluasan wajib pajak,
- berkembangnya kegiatan usaha produksi dan perdagangan,
- timbulnya perusahaan-perusahaan baru,
- naiknya penghasilan perusahaan-perusahaan.

1.2,1. Pajak penghasilan badan usaha milik negara

Faktor-faktor yang diperhitungkan r
- penerriban administrasi dan organisasi perusahaan?erusehean negara,
- peningkatan keunftngar daripada perusahaan negara,
- intensifikasi pemungutan pajak.

Berdasarkan faktor-faktor rersebur di atas diperkirakan pajak peng-
hasilan badan usaha milik negara sebesar Rp 496,8 milyar.

L.2.2. Pajtk penghasilan badan usaha swasta

Dalam penerima:n ini termasuk pula pajak penghasilan atas laba yang

a

l .z .

e
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diperoleh badan asing yang ada di Indonesia.

Faktor-faktor yang diperhitungkan akan mempengaruhi penerimaan ,

- peningkatan penghasilan dari badan-badan usaha swasta,
- penertiban dan perluasan jumlah wajib pajak,
- pemeriksaan pembukuan yang lebih intensif atas jumlah laba per'

usahaan,
- penagihan yang lebih intensif atas tunggakan-tunggakan pajak,
- kesadaran wajib pajak yang semakin baik yang mendorong per-

usahaan untuk lebih terbuka dalam pembukuannya.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, diperkirakan pajak penghasilan
badan usaha swasta sejumlah Rp 754,1 milyar.

1.2.3. Pajak hasil pungutan kegiatan usaha

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan '

- kegiatan usaha di bidang impor,
- kegiatan usaha yang memperoleh pembayaran untuk barang dan

jasa dari anggaran belanja negara.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka diperkirakan dapat diperoleh
pajak hasil pungutan kegiatan usaha sebesar Rp 442,2 milyar.

1.2.4, Pajak hasil potongan bunga, dividen, royalty dan sebagainya

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan :

- berkembangnya kegiatan ekonomi,
- verifikasi yang intensif terhadap perusahaan-perusahaan dalam hal

pembagian dividen, pembayaran bunga dan royalty.

Berdasarkan faktor-faktor di atas maka penerimaan pajak hasil potong-
an bunga, dividen, royalty dan sebagainya diperkirakan akan mencapai
sebesar Rp 180,4 milyar.

2. Pajrk Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan adalah :

- perkembangan perekonomian khususnya pada sektor penanian, industri,
perdagangan dan jasa,

- perluasan jumlah wajib pajak dan intensifikasi pemungutan melalui verifikasi
yang lebih ketat atas penyerahan barang-barang dan jasa,

- perkembangan tata niaga impor
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Berdasarkan hal-hal tersebut maka penerimaan pajak pertambahan nilai ba-
rang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah diperkirakan mencapai
Rp 958,2 milyar.

3. Bea Masuk dan Cukai

3.1. Bea masuk

Perkiraan penerimaan bea masuk didasarkan atas hal-hal sebagai berikut r
- impor yang dapat dikenakan bea mazuk diperkirakan sekitar US $ 5,6

milyar,
- tarip rata-rata bea masuk diperkirakan sebesar 11,g persen.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penerimaan bea masuk diperkirakan
dapat mencapai Rp 681,4 milyar.

3 .2 .  Cuka i

3.2.1. Cukai tembakau

Hal-hal yang dapat mempengaruhi penerimaan cukai tembakau adalah ,
- peningkatan produksi rokok dan hasil-hasil tembakau lainnya,
- peningkatan daya beli masyarakat dengan naiknya pendapatan

nasional,
- peningkatan usaha pemungutan cukai berupa penyerasian pita cukai

dengan perkembangan harga jualnya,
- verifikasi yang lebih cermat atas perusahaan_perusahaan rokok,
-. pencegahan dan pemberantasan pita rokok palsu dan rokok tidak

berpita cukai,
- penyelesaian tunggakan-tunggakan cukai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diharapkan dapat diterima cukai
tembakau sebesar Rp 654,5 mrlyar.

3.2.2. Cukai lainnya

Cukai lainnya terdiri dari cukai gula, cukai bir dan cukai alkohol
sulingan.

Hal-hal yang dapat meningkatkan penerimaan adalah :
- peningkatan produksi gula dan bir,
- intensifikasi pemungutan cukai dan penyesuaian harga dasar sesuai

dengan perkembangan ekonomi.

t
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Berdasarkan hal-hal tersebut, maka cukai lainnya diperkirakan akan
menghasilkan penerimaan sebesar Rp 73,O mrlyar.

4. Pajak Ekspor

Dasar perhitungan pajak ekspor adalah sebagai berikut :
- ekspor di luar minyak diperkirakan sebesax US $ 5,7 milyar,

Dengan dasar perhitungan tersebut, maka penerimaan pajak ekspor diperkirakan
sebesar Rp 123,6 milyt.;.

5. Pajak Lainnya

Jenis penerimaan ini meliputi pajak kekayaan, bea meterai dan bea lelang. Perkira-
an penerimaannya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :
- naiknya nilai kekayaan sejalan dengan naiknya penghasilan,
- berkembangnya kegiatan ekonomi,
- perluasan wajib pajak dan intensifikasi pemungutan pajax,
- peningkatan kegiatan dur transaksi ekonomi yang dapat dikenakan bea meterai,
- pengawasan yang lebih ketat atas pemakaian bea meterai,
- penyempurnaan dan peningkatan efektivitas dalam penggunaan kantor lelang.
Dengan memperhitungkan hal-hal tersebut maka penerimaan pajak lainnya di-
perkirakan mencapai jumlah sebess.r Rp 75,4 mrlyar.

6. Iuran Pembangunan Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan :
- peningkatan daripada nilai obyek Ipeda sejalan dengan kegiatan pembangunan,
- intensifikasi pemungutan meliputi pokok pengenaan dalam tahun berjalan dan

penagihan atas tunggakan hutang Ipeda tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerimaan Ipeda diperkirakan akan
mencapai jumlah s€besar Rp 150,6 milyar.

7. Penerimaan Bukan Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan adalah :
- penertiban administrasi perusahaan negara dan bank milik negara dalam rangka

meningkatkan penerimaan,
- verifikasi dan pengawasan yang lebih baik atas penyetora.n daripada penerirnaan

departemen-departernen,

t
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- usaha intensifikasi dan ekstensifikesi daripada sumber-sumber penerimaen.

Dengan faktor-faktor tersebut diperkiraken akan diterima penerimaan bukan
pajak sebesar Rp 615,0 milyar,

B. PENERMAANPEMBANGI,'NAN

Perkiraan penerimaan bantuan program dan brntuan proyek adalah sebagai
berikut ,

- bantuan program dalam tahun enggaf,en t984llg85 diperkirakan sebesar Rp 39,5
milyar,

- realisasi (disbursement) dalam tahun 198411985 dari komitrnen bantuan proyek
talun-tahun yang lalu dan tahun 1984/1985 diperhitungkan sebesar Rp 4.3 71,5 milyar.

{
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Iampiran 2

ANGGARAN BELANJA RUTrN 1984/1985
DIPERINCI MENURUT SEKTOR / SUB SEKTOR

( dalam ribuan rupiah )

Nomor
Kode

1

1 . 1

1.2

2

2.7

3

3 .7
3 .2

+
+.7
4.2
+.3
4.+
+.f,

+.6

5

) . 1

< i

6

6.r
6.2

Sektor / Sub Sektor

SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN

Sub Sektor Pertanian

Sub Sektor Pengairan

SEKTOR INDUSTRI

Sub Sektor Industri

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Sub Sektor Pertambangan

Sub Sektor Energi

SEKTOR PERHUBI,]NGAN DAN PARIWISATA

Sub Sektor hasarana Jalan
Sub Sektor Perhubungan Darat

Sub Sektor Perhubungan Laut

Sub Sektor Perhubungan Udara
Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi
Sub Sekor Padwisata

SEKTOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Sub Sektor Perdagangan

Sub Sektor Kopetasi

SEKTOR TENAGA XERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Sektor Tenaga Kerja

Sub Sektor Transmigrasi

SEKTOR REGIONAL DAN DAERAII / PEM.

BANGI,'NAN DAERAH, DESA DAN KOTA

Jurrlah

+0.686.746,0

34.23L.r29,O
6.455.677,O

5.907.315,0

5.907.3 15,0

13. r 12.450,0

12.62r.900,o
490.550,0

71.884,830,0

s.o75.398,0
11.05 3.067,0
35.578.275,O
r8.222.606,O

362.O8+,O
1.593.400,0

24.58t.932,O

12.660.O94,O
11.921.83 8,0

28.497.541,O

18.158.857,0
10.338.684,0

1.821.636.758,0

4l+



Nomor

Kode
Sektor / Sub Sektor

Sub Sektor Regional dan Daerah/Pembangunan

Daerah, Desa dan Kota

SEKTOR AGAMA

Sub Sektor Agama

SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA
KEBT]DAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA BSA

Sub Sektor Pendidikan umum dan Generasi Muda
Sub Sektor Pendidikan Kedinasan

Sub Sektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN
SOSIAL, PERANAN WANITA, KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Sektor Kesehatan
Sub Sektor Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita
Sub Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencala

SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN
PEMI,IKIMAN

Sub Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman

SEKTOR HUKUM

Sub Sektor Hukum

SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
NASIONAL

Sub Sektor Pertahanan dan K€amanan Nasional

SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN
KOMUNIKASI SOSIAL

Jumlah

1.82r.636.7 58,0

3O.23r.O97,O

30.231.O97,O

532.O83.172,O

5r2.683.425,O
14.145.t13,O

5.254.63+,0

95.07 5.69r,o

63.493.sO3,0
15,t22.4+8,O
16.+59.7+0,0

4.592.028,0

4.592.O28,O

109.683.4+5,0

r09.683.445,0

r.362.468.OO0,O

1.362.468.OOO,o

4r.67 0.600,o

7 .1

8

L l

I

9.1
9 .2
9 .3

10

10 .1
70:2
10 .3

11

I  1 .1

t2

12 .1

13

) . 5 .  )

t+



Ncmor
Kode

t4.l

15

r  5 .1

l 6

16 .1

76.2

16.3

Sektor / Sub Sektor

Sub Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial

SEKTOR ILMU PENGETAHUAN,

TEKNOLOGI DAN PENELITIAN

Sub Sektor Penelitian

SEKTOR APARATUR PEMERINTAH

Sub Sektor Aparatur Pemerintah

Sub Sektor Lembaga Tertinggi/
Tinggi Negara

Sub Sektor Keuangan Negara

IUMLAH

Junlah

41.670.600,o

36.575.998,0

36.s7s.998,0

5.882.412.197,O

508.891.25r,O

8.299.2OO,O

5.365.22r.946,o

10.101.100.000,0



ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN 198+11985
DIPERINCI MENURUT SEKTOR/SUB SEKTOR

( dalam ribuan rupiah )

872.705.700

606.705.700

265,400.00O

r23,2t1.OOO

123.233.OOO

328.677.700

3 3 .125.000
295.552.700

631.291,300

343.388.800
65,810.000

100.347.000

89.280.000

9.490.000
22.97 5 .500

77,754.000

46.552.OOO

30.602.000

524.550.000

78.185.O00
446.365 .oOO

529.604.OOO

27 6.696.O0O
252.972.OOO

526.429.OOO

526.829.OOO

972.202.O0O

2+2.502.OOO
729.700.OOO

760.816.000

2+9.156.400
L7 0.829.500
174.078.000

99.9+3.OOO
61.201.O00

5.608.100

49,902.OO0

12.030.000
37 .A7 2.OOO

150.510.000

20.171.400
130.398.600

Lampiran 3

1.401,7 t3 .7 DO

883.401.700

518.312.000

650.062.000

6 50.062.00O

L300.47 9,7 00

2? 5.627.OO0
7.O25.252.700

r.392.1O7 .300

592.5+5.200
236.639.500
27 +.425.OOO
189.22 3 .000

70.691.000

28.5  83 .600

r27,056.000

58.582.000
68.474.000

675.060.000

98.296.400

57 6.7 63 .600

1 SEKTOR PERTANIAN DAN

PENGAIRAN

1.1 Sub Sektor Pertanian

1.2 Sub Sekror Pengairan

2 SEKTOR INDUSTRI

2.1 Sub Sektor Industri

3 SEKTOR PERTAMBANCAN
DAN ENERGI

3.1 Sub Sektor Pertambangan

3.2 Sub Sektor Energi

4 SEKTOR PERHUBUNGAN

DAN PARIMSATA

4.1 Sub Sektor Prasarana Jalan
4.2 Sub Sektor Perhubungan Darat

+.3 Sub Sektor Perhubungan Laut

4.4 Sub Sektor Perhubungan Udara

4,5 Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi

4.6 Sub Sektor Pariwisata

5 SEKTOR PER.DAGANGAN

DAN KOPERASI

5.1 Sub Sektor Perdagangan

5.2 Sub Sektor KoPerasr

6 SEKTOR TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRAST

6.1 Sub Sektor Tenaga Keda

6.2 Sub Sektor Transmigrasi

(bersambung)

+77
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SEKTOR PEMBANGUNAN DA.

ERAH, DESA DAN KOTA

Sub Sektor Pembangunan Daerah,

Desa dan Kota

SEKTOR AGAMA

Sub Sektor Agama

SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI

MUDA, KEBUDAYAAN NASIONAL

DAN KEPERCAYAAN TERHADAP

TUHAN YANG MAHA ESA

Sub Sektor Pendidikan Umum dan

Generasi Mudo

Sub Sektor Pendidikan Kedinasan

Sub Sektor K€budayaan Nasional

dan Kepercayaan Terhadap Tuhan
YaDg Maha Esa

SEKTOR KESEHATAN, KESEJAH.

TERAAN SOSIAL, PERANAN WA-

NITA, KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA

Sub Sektor Kesehatan
Sub Sektor Kes€jahteraan Sosial

dan Peranan Wanita

Sub Sektor Kependudukan dan

Keluarga Berencana

SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT

DAN PEMUKIMAN

Sub Sektor Perumahan Rakyat dan

Pemukiman

SEKTOR HUKUM

Sub Sektor Hukum

7 67 ,525.OOO

767.525.OOO

61.665.000

61.665.000

1.217 .224.OOO

1.113.3  98 .OOO

7 4.27 6.OOO

29.550.000

42.334.OOO

42.33+.OOO

1.200.000

1.200.000

284.7 05.OOO

24r.+8r.O00
25.184.O00

18.040.OO0

121.961.000

7 5.497.OO0

4.503.0OO

41.961.0O0

198.801.000

198.801.000

1.197.400

r.t97 .400

809.859.000

809.859.0O0

62.865.000

62.86 5.000

1.501.929.000

r .3  54 .879.000

99.460.000

47.590.000

8

8 . 1

9

o 1

L Z
9 . 3

10

10.1
70.2

r0.3

1 1

1 1 . 1

t2

1 1  1

286.037.000

177.803.000

5 3.2 34.000

55.000.000

233.927 .OOO

233.927 .OOo

79.202.600

79-202.600

407.998,O0O

25 r .300.000

57 .7 37 .OOO

96.961.000

4!2.724.OOO

432.728.OOO

80.400.000

80.400.000

Nomor

Kode Sektor / Sub Sektor

(bersambung)
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Nomor Nilri Rupialr

Kodc nis,JGedit Ekspor Jumlalr

13 SEKTOR PERTAIIANAN DAN
KEAMANAN NASTONAL 380.19,000 !17,564,600 697.76r.600

13,1 Sub Sekror Pertahanan dan
Keamanan Nasional 380.197.000 317,j64.6OO 697,761.600

74 SEKTOR PENERANGAN, PERS
DAN KOMr.rNrKASr SOSIAL 47 .9 .3OO 19.100.000 67.096.300

14.l Sub S€ktor Penemngan, Pers dan
Komunikasi Sosia.l 47.996.300 I9.IOO.OOO 67.096.100

15 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGT DAN pENELtTtAN 7t6.722.O0O 89.228.000 2O5.95O.OOO

15.1 Sub Sekror Pengembangan llmu Pe-
ngetahuan dan T€knologi 29.317.OOO 44.412.OOO ?3.?29.OOO

15.2 Sub Sektor Penelitian 87.405.000 44.816.000 132.227.OOO

16 SEKTOR APARATUR PEMERIN.
TAH 157.498,400 4.500.000 161.998,400

16.1 Sub S€ktor Apalatur Pcmerintah 157.498.4OO 4.5OO.OO0 161.998.400

17 SEKTOR PENGEMBANGAN
DUNIA USAITA 26.150.000 200,742,OOO 226.A92.000

17.1 Sub Sektor Pengembangan Dunra
Usaha 26.150.000 2OO.742,OOO 226.892.WO

IE SEKTOR SUMBER ALAM DAN
LINGI(UNGAN HIDUP 156.6.14.000 100.300.000 256.944.000

18,1 Sub Sektor Sumber Alam dan
Lingkungan Hidup 156.644.000 1OO.3OO.00O 256.944.000

J U M L A H 6.087.800.000 4.371.500.000 10.459.300.000



Menimbang

Mengingat
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b .

RANCANGAN

UNDANGI.'NDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PBNDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara unruk Tahun Ang-
gtan 1984/L985 perlu ditetapkan dengan Undang-undang ;
bahwa sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara rahun per-
tama dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Ta-
hun IV, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
198+/1985 mengikuti prioritas nasional sebagaimana ditetapkan di
dalam Pola Umum PELITA Keempat yang t€rcantum dalam Ketetap-
an Majelis Permuryawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang
Garisaaris Besar Haluan Negara ;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
798+11985 adalah rencana kerja Pemerintah, khususnya pelaksanaan
tahun pertama rencana tahunan Pembangunan Lima Tahun IV ;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
1984/7985 di samping memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang
telah dicapai dalam PELITA I, PELITA II, dan PELITA III, juga
meletakkan landasan-landasan bagi usaha-usaha pembangunan se-
lanjutnya ;

bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan,
maka saldo-anggaran{ebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek
pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran 7984/l,gS5 perlu diatur
dalam Undang-undang ;

Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (!) Undang-Undang Dasar 1945 ;
Ketetapan Majelis Permusyawararsr Rakyat Nomor IIlMpR/1983
tentang Garisgaris Besar Haluan Negara ;

d .

e.

1

2
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Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1983
tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/Mandataris
Majelis Permuryawaratan Rakyat dalam rangka Pengzuksesan dan
Pengamanan Pembangunan Nasional ;

Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad tahun 1925 Nomor 448)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhit dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische
Comptabiliteitswet (Lembaxan Negara Tahun 1968 Nomor 53).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ' UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN r984n985.

Pasal I

(1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran L98+/7985 diperoleh dari :
a. Sumber-sumber Anggaran Rutin ;
b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan.

(2) Pendapatan Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
menurut perkiraan berjumlah Rp 16.149.400.000.000,00 ;

(3) Pendapatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b menurut perkiraan berjumlah Rp 4.411.000.000.000,00 ;

(4) Jumlah seluruh pendapatan Negara Tahun Anggaran 1984/19E5
menurut perkiraan berjumlah Rp 20.560.400.000,000,00 ;

(5) Perincian pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan
ayat (3) berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan IL

Pasd 2

(1) Anggaran Belanja Tahun Anggaran 798+11985 terdfui atas :
a. Anggaran Belanja Rutin ,
b. Anggaran Belanja Pembangunan.



422

(2) Anggaran Belanja Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayar (1) huruf a
menurut perkfuaan berjumlah Rp 10.10r,100.000.000,00 i ,

(3) Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b menurut perkiraan berjumlah Rp 10.459.300.000.000,00 ;

(a) Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara Tahun An ggaran 1984/1985
menurut perkiraan berjumlah Rp 20.560.400.00O.000,00 ;

(5) Perincian pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat
(3) berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV.

(6) Perincian dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)
memuat sektor dan sub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut
sampai pada kegiatan ditennrkan dengan Keputusan hesiden.

(7) Perincian dalam Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)
memuat sektor dan zub sektor, sedangkan perincian lebih lanjut
sampai pada proyek-proyek ditentukan dengan Keputusan Presiden,

Pasal 3

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai r
a. Anggaran Pendapatan Rutin ;
b. Anggaran Pendapatan Pembangunan ;
c. Anggaran Belanja Rutin ;
d. Anggaran Belanja Pembangunan.

(2) Pzda pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai :
a. Kebijaksanaan Perkreditan ;
b, Perkembangan Lalu-lintas Pembayaran Luar Negeri.

(3) Dalam laporan sebagaimana dimakud dalam ayat (1) dan ayat (2) ,i
disusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya. . 1

(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayar (1) dan ayat (2) dibahas
bersama oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat,

(5) Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan
dibahas bersama oleh Pemerintah densan Dewan Perwakilan Rakvat,

Pasal 4

(r)Kreditanggaranproyek-proyekpadaAnggaranBelanjaPembangunan

Tahun Anggaran 1984/1985 yang pada akhir Tahun Anggaran menun-
jukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada Tahun
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Anggaran L985 /L986 dengan menambahkannya kepada kredit anggar-

an Tahun Anggaran 7985/1986.

(2)Saldo-anggaran-lebih Tahun Anggaran 1984/1985 ditambahkan

kepada anggaran Tahun Anggaran 9a5/1986 dan dipergunakan

untuk membiayai Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran

1985/1986.

(3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) me-

nyatakan pula, bahwa sisa kredit anggatan yang ditambahkan itu

dikurangkan dari kedit anggaran iahun Anggaran 198+11985-

(4) Sisa kredit anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) sebelum

ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 1985 /1986 terlebih dahulu diperiksa dan dinyatakan ke-

benarannya oleh Menteri Keuangan.

(5) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di

sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa

Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran

1985t1986.

Pasal 5

Selambatlambatnyt pada akhir Tahun Anggaran 198411985 oleh Pe'

merintah diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan

Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

1984/1985 berdasarkan tambahan dan perubalan sebagai hasil penyesuai-

an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk mendapatkan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

(1) Setetah Tahun Anggaran 198+/1985 berakhir dibuat perhitungan

anggaran mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.

(2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat{ambamya

3 (tiga) tahun setelah Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir'

Pasal 7

Ketenruan-ketentuan dalam Indische comptabiliteitswet (undang-undang
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggel
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO,  SH .

LEMBAXAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Perbendaharaan) yang benentangan dengan bentuk, susunan, dan isi

Undhng-undang ini dinyata^kan tidak berlaku'

Pasel 8

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1984.

Agar supeya setiap orang mengeta.huinya, memerintahkan peng

undangan Undang-undang ini dengan Penempetannya ddam kmbaran

Ncgara RePublik Indonesia'

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

I

i
I

l !



PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN T984/1985

UMU M

Arggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 798+11985 adalah Anggaran

pendapatan dan Belanja Negara Tahun Pertama dalam rangka pelaksanaan PELITA IV

t98+/7g85 - lg88/lg8g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggarar.

lg8+,1rg85 mengikuti prioritas nasional sebagaimana ditetapkan di dalam PoIa Umum

Pelita Keempat Ketetapan Majelis Permusyawalaran Rakyat Nomor IIIMPR/1983 tentang

Garis-garis Besar Haluan Negara. Prioritas diletakkan pada pembangunan bidang ekonomr

dengan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha memantapkan swa-

sembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin indusri

sendiri, baik industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam

Pelita-pelita selanjutnya.

Sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang ekonomi, maka pembangunan

dalam bidang politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain, makin ditingkatkan

sepadan dan agar saling menunjang dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Pem-
bangunan bidang ekonomi.

Sesuai dengan Garisgaris Besar Haluan Negara, khususnya Pola Umum Pelita Keempat,

kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan didasarkan kepada Trilogi Pembangunan,

yakni pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan

sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional

yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut saling kait-mengkait

dan perlu tetap dikembangkan secara serasi agar saling memperkuat.

Dalam pada itu, kebijaksanaan Lnggaran berimbang yang dinamis terutama ditujukan

untuk meny€suaikan pengeluaran dengan penerimaan sehingga Tabungan Pemerintah

dapat dihimpun dalam rangka tercapainya usaha untuk dapat membiayai pembangunan

dengan kemampuan sendiri. Usaha untuk itu antara lain dilakukan melalui peningkatan

penerimaan dalam negeri, terutama penerimaan di bidang perpajakan.

425
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Di bidang pengeluaran, maka pengeluaran tenrtama ditujukan unftk menyelesaikan
proyek-proyek dari tahun-tahun sebelumnya, di samping memelihara hasil-hasil pembangun-
an. Selanjumya diperlukan pula pengeluatan untuk tugas umum Pemerintahan, antara lain

untuk terus mendaya gunakan ep:uetur negara agax lebih mampu melaksanakan tugas yang

kian meningkat sezuai dengan perkembangan pelaksanaan pembangunan.

Adapun bantuan pembargunan kepada Desa, Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat I
serta bantuan pembangunan lainnya, seperti pengernbangan sarana kesehatan, penghijauan
dan penghutanan kembali tanah kritis, dilanjutkan sehingga secara keseluruhan dapat
terus menggerakkan dan meratakan pembangunan daerah serta mengurangi tekanan pe-
ngangguran. Di samping itu, terus pula dilaksanakan pembangunan di bidang pendidikan,
serta bidang-bidang lainnya agar tercapai keserasian dan keselarasan pertumbuhan ekonomi
nasional dan daerah yang diharapkan dapat menambah penyediaan dan perluasan lapangan
kerja.

Selanjutnya, algar biaya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal sesua.
dengan kebijaksanaan anggaran, maka penggeseran antar program dan antar kegiatan dalam
anggaran belanja rutin serta antar pro$am dan antar proyek dalam Lnggaran belanja pem-
bangunan dilakukan dengan persetujuan Presiden, sedangkan penggeseran antar sektor dan
antar sub sektor, baik dalam anggaran belanja rutin maupun dalam anggaran belanja pem-
bangunan dilakukan dengan Undang-undang.

Dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, maka sisa kredit anggaran
proyek-proyek pada anggaran pembangunan dan saldo-anggaran-lebih Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara ini ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 1985 /1986.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Bc-
lanja Negara Tahun Anggaran 798+11985 disusun berdasarkan asumsi-asumsi umum sebagai
berikut '

a. bahwa keadaan ekonomi Indonesia khususnya sektor perdagangan internasional dan
sektot penerirnaan negara masih dipengaruhi oleh resesi ekonomi dunia ;

b. bahwa kestabilan moneter, serta terselenggaranya perkembangan harga kearah yang
lebih mantap, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, dapat terus dipertahankan;

c. bahwa penerimaan negara, khuzusnya yang berasal dari sektor perdagangan internasional
dapat mencapai target yang telah ditetapkan.


